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“Indonesia sebagai bangsa masih dalam proses menjadi, belum 100% mantap. 

Bagi Presiden Abdurrahman Wahid, melalui pendekatan keadilan yang me- 

nyeluruh, khususnya buat Aceh dan Papua, penyelesaiannya akan lebih efektif 

dengan memantapkan masalah integrasi nasional, sebagaimana yang disimpul- 
kan oleh Dr. Ahmad Suaedy dalam karyanya ini.” 

— Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, 

Mantan Ketua PP Muhammadiyah dan Tokoh Humanis 


“Gus Dur sebagai presiden melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia, 
Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan lainnya untuk melakukan lobi ke para pe- 
mimpin di sana untuk tidak mendukung tuntutan kemerdekaan Aceh. Gus Dur 
berhasil meyakinkan mereka karena Gus Dur dipercaya mampu menyelesaikan 
masalah itu dengan baik dan dikenal sebagai pemimpin muslim yang demokratis 
dengan visi pluralisme dan kebangsaan yang jelas. Gus Dur adalah sosok konkret 
Islam Nusantara sebagaimana terungkap dalam buku Ahmad Suaedy ini.” 
—Prof. Dr. K.H. Said Agil Siroj, 
Ahli Tasawuf dan Ketua Umum PBNU 


“Kita masih harus banyak belajar dari Gus Dur. Dalam buku ini Ahmad Suaedy 

menguraikan secara rinci bagaimana Gus Dur, sebagai Presiden RI, mena- 

ngani dua konflik yang sejak puluhan tahun membara, yakni konflik di Aceh 

dan Papua. Hal mana sampai sekarang belum diberi perhatian yang semesti- 
nya. Buku ini amat perlu diperhatikan oleh para ilmuwan dan politisi.” 

—Franz Magnis-Suseno, 

Pastor dan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Jakarta 


“Buku Ahmad Suaedy ini merupakan salah satu sumbangan tentang pemi- 
kiran dan tindakan Gus Dur yang paling bermakna. Karena bukan saja me- 
rupakan hasil riset yang panjang dan teliti, melainkan juga mencerminkan 


pemahaman penulisnya atas inti dari pemikiran Gus Dur. Suaedy berhasil 


mengungkap sisi humanis Gus Dur dalam menghadapi aspirasi eksponen 

separatis Aceh dan Papua dengan pendekatan personal dan empati. Karena 
itu, buku ini layak menjadi bacaan utama tentang reformasi Indonesia.” 

— Prof. Greg Barton, 

Deakin University, Melbourne Australia & 

Penulis Biografi Gus Dur 


“Buku karya Ahmad Suaedy ini mampu mengungkap dengan komprehensif 

orientasi pemikiran Gus Dur yang melatarbelakangi pendekatan humanisnya 

dalam masalah Papua. Sebagai sahabat dan pembantu Gus Dur dalam peme- 

rintahan yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah Papua, saya menyambut 

gembira buku yang mengupas tuntas /egacy Gus Dur sekaligus mengingatkan 
pentingnya pendekatannya dalam penyelesaian masalah Papua dan Aceh.” 

—Manuel Kaisiepo, 

Negosiator Perdamaian Papua dan 

Mantan Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia Kabinet Gus Dur 


“Keberanian Gus Dur membuka kebekuan perundingan GAM (Aceh) de- 
ngan Pemerintah RI di luar negeri dengan jasa pihak ketiga adalah tonggak 
yang sangat penting bagi perdamaian Aceh di kemudian hari. Tidak banyak 
pemimpin nasional yang cara berpikirnya melawan kemapanan, meredam 
pendekatan militeristik & kekerasan yang saat itu diterapkan di Aceh. Lang- 
kah perdamaian Aceh yang diwujudkan pada masa SBY-JK (2005) dibangun 
atas fondasi kokoh yang diretas oleh Abdurrahman Wahid, terungkap lewat 
tulisan Ahmad Suaedy ini.” 
—Dr. M. Farhan Hamid, 
Tokoh Aceh, Mantan Anggota DPR RI, dan 
Inisiator UU Otsus Aceh 
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TRANSLITERASI 


ARAB-LATIN 


Transliterasi kata Arab—Latin yang dipakai dalam penyusunan buku ini berpe- 


doman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendi- 
dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 


|. KONSONAN TUNGGAL 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
on Ba b 5 

- Ta t - 

& Sa s s (dengan titik di atas) 
E Jim J si 

Š He h h ne di 
ta Kha’ kh - 

3 Dal d a 

3 Zal * z (dengan titik di atas) 
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5 R? r = 

3 Za z = 

es Sin 7 : 

» Syin y is 
Se Sad s s (dengan titik di bawah) 

d (dengan titik di 

a men bawah) 

b Ta t t (dengan titik di bawah) 

z (dengan titik di 

b za z C na me 

E ‘Ain z koma terbalik ke atas 

Gain g - 

3 Fa f a 

ô Qaf q $ 

ra} Kaf k - 

i Lam l - 

e Mim m ä 

& Nan n - 

3 Wawu w - 

a Ha - 

e Hamzah n apostrof 

é Ya’ y = 
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II. KONSONAN RANGKAP KARENA SYADDAH DITULIS 


RANGKAP 
aia ditulis muta'addidah 
bac ditulis “iddah 
Ill. TA’MARBŪȚAH DI AKHIR KATA 
a. Bila dimatikan tulis 4 
isa ditulis hikmah 
ija ditulis jizyah 


(Ketentuan ini tidak diperlukan bila kata-kata Arab sudah terserap ke bahasa 
Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 


aslinya.) 


b. Bila ża’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu 


terpisah, maka ditulis dengan 4. 


sll’! ial ys 


ditulis 


karāmah al-auliya’ 


c. Bila ta' marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 


ditulis ¢ 
hill BLS) ditulis zakat al-fitri 
IV. VOKAL PENDEK 
ikan fathah ditulis a 
Per kasrah ditulis i 
aa dammah ditulis u 
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V. VOKAL PANJANG 


í fathah + alif ditulis a 
EENEN ditulis Jahiliyyah 
2 Jathah + ya’ mati ditulis a 
ya ditulis tansa 
3 Kasrah 4 ya' mati ditulis i 
als ditulis karim 
4. dammah + wawu mati ditulis a 
way ditulis Jurad 
VI. VOKAL RANGKAP 
1. Jathah + ya’ mati ditulis ai 
ake ditulis bainakum 
2 fathah + wawu mati ditulis au 
Já ditulis qaul 


VII.VOKAL PENDEK YANG BERURUTAN DALAM SATU KATA 


DIPISAHKAN DENGAN APOSTROF 


ali ditulis aantum 
ens) ditulis widdat 
BS Gil ditulis la'in syakartum 
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VIII. KATA SANDANG ALIF + LAM 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 


ola ditulis al-Qur'an 


ol ditulis al-Qiyas 


Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis menggunakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya. 


sland} | ditulis as-Sama' 


wl) | ditulis asy-Syams 


IX. PENULISAN KATA-KATA DALAM RANGKAIAN KALIMAT 


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 


wasili syi ditulis żawi al-furud 


ái Jai ditulis ahl as-Sunnah 
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PENGANTAR PENULIS 


JHAMDULILLAH puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. 

dan selawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad saw. 

Atas rahmat dan rahim-Nya penulisan buku ini—yang semula disertasi—bisa 
selesai. 

Penulisan buku ini merupakan angan-angan yang sudah lama mengendap di 
pikiran saya. Selama ini, saya banyak berkecimpung dalam pemikiran dan aksi 
yang berkaitan dengan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ada satu-dua 
topik yang membuat saya penasaran untuk bisa mengungkapnya secara lebih 
dalam. Semula, bagi saya, hal ini bagaikan pekerjaan yang besar dan mustahil. 
Namun, ternyata Allah memberikan rahmat dan rahim-Nya sehingga buku ini 
dapat diterbitkan. 

Begitu banyak topik yang bisa digali dari pemikiran dan aksi Gus Dur. 
Salah satu yang sangat menarik adalah langkahnya dalam merespons aspirasi 
dan eksponen separatis Aceh dan Papua ketika ia menjadi presiden. Dalam 
menghadapi aspirasi dan eksponen Aceh dan Papua, Gus Dur menggunakan 
pendekatan personal dan empati. Ia melibatkan hubungan pribadi, humanis, 
dan dialogis. Di samping itu, sudah banyak kajian dan penelitian yang menulis 
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pemikiran dan aksi Gus Dur terkait pluralisme, toleransi, minoritas agama, 
keyakinan, dan tentang kepeduliannya terhadap kelompok marjinal. Kepeduli- 
an dan sikap kemanusiaan Gus Dur, selama menjadi presiden, terhadap gerak- 
an separatis merupakan yang paling menantang—tidak dikatakan paling ek- 
strem—untuk ditelurusi dan dipahami. 

Perhatian Gus Dur terhadap konflik vertikal dan kedekatannya dengan 
para eksponen, yang oleh pemerintah pusat disebut separatis, sebenarnya bu- 
kan hanya di Indonesia, melainkan juga kepada negara-negara tetangga, seper- 
ti di Pattani, Thailand Selatan dan di Mindanao, Filipina Selatan. Saya pernah 
bertemu dengan para pemimpin tertinggi mereka dan para eksponen separatis 
di kedua wilayah itu. Mereka memberikan penghargaan sangat tinggi pada 
kepedulian Gus Dur atas nasib mereka. 

Gus Dur tidak hanya memfasilitasi dialog dan mencari jalan damai, tetapi 
juga mendampingi mereka sebagai sahabat dan saudara, tanpa memprovokasi 
dan melanggar etika hubungan antarnegara. Hal yang sama dilakukannya atas 
beberapa konflik di kawasan lain, seperti di Timur Tengah antara Palestina dan 
Israel. Akan tetapi, semua itu adalah topik penasaran lainnya yang tidak akan 
dibahas dalam buku ini. Pembahasan buku ini mencakup dua konflik vertikal 
separatisme, yaitu di Papua dan Aceh. 

Penyelesaian buku ini tak lepas dari pergulatan saya dalam proses penyele- 
saian disertasi sebelumnya. Proses penyelesaian ini melibatkan banyak sekali 
orang, pihak, dan kolega yang ikut memotivasi, membantu, dan memfasilitasi 
saya. Selama masa penelitian disertasi, saya banyak mendapatkan kemudahan 
akses dari beberapa perpustakaan, di antaranya Centre for Southeast Asian 
Studies (CSEAS), Kyoto University dan Perpustakaan Kyoto University atas 
bantuan Profesor Okamoto Masaaki, Alfred Deakin Research Institute 
(ADRI), Deakin University, Melbourne, Australia atas bantuan Profesor Da- 
vid Law dan Dr. Jemma Purdey; Perpustakaan-perpustakaan ANU Canberra 
atas bantuan Profesor Greg Fealy; Perpustakaan Monash University Melbour- 
ne atas bantuan Profesor Greg Barton; Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta; Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Perpustakaan UI 
Jakarta; dan Perpustakaan DPR-MPR RI. 
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Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada pi- 
hak-pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian disertasi tersebut, di 
samping para informan dalam penelitian ini, juga teman-teman lain yang tidak 
mungkin bisa saya sebutkan satu per satu. 

Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan terima kasih kepada keluar- 
ga besar K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), khususnya Ibu Ny. Hj. Shinta 
Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mbak Yenny Wahid, dan Mbak Alissa Wahid. 
Terima kasih juga kepada Profesor Greg Fealy, Kepala Jurusan Department of 
Political and Social Change, Bell School of Asia-Pacific Affairs, The Hedley 
Bull Centre, The Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 
Profesor Okamoto Masaaki dari CSEAS, Kyoto University, Kyoto, Jepang, 
Profesor Greg Barton, Direktur Herbert Feith Foundation (HFF) di Monash 
University (kini telah pindah ke Deakin University), Profesor David Low dan 
Dr. Jemma Pourdey dari ADRI (ADRI), Deakin University, Geelong, Austra- 
lia; Profesor Ismed Fanany dan Profesor Sue Kenny dari Global Citizenship 
and Human Right, Deakin University Bourwood, Melbourne, Australia, Pro- 
fesor Thomas Reuter dari Asia Institute, Melbourne University, Australia, Pro- 
fesor Tim Lindsey, School of Law, Melbourne University, Australia, Profesor 
Peter King dari Sydney University, Sidney, Australia, Dr. Markus Mietzener 
dan Profesor Edward Aspinall dari Department of Political & Social Change, 
Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, ANU, serta Profesor Richard Chau- 
vel dari Victoria University, Melbourne, Australia. Terima kasih juga kepada 
Dr. Alexander Irwan dari Ford Foundation, Dr. Sandra Hamid dari The Asia 
Foundation, Pimpinan Tanoto Foundation, serta Ibu Clara Juwono dari CSIS. 

Terima kasih juga kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. 
Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.; serta Prof. Purwo Santoso, 
M.A., Ph.D. yang telah memberikan berbagai masukan sangat penting dalam 
penyelesaian akhir dari penulisan saya. Terima kasih juga kepada M. Nur Ich- 
wan, M.A., Ph.D. sebagai penguji disertasi atas berbagai masukannya dan Prof. 
Dr. Dudung Abdurahman, M.A. serta Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A. yang 
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dengan telaten memberikan berbagai masukan yang sangat penting sejak awal 
penulisan. Terima kasih juga kepada kolega di Institute of Southeast Asian 
Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Abdurrahman Wahid Centre 
(AWC) Universitas Indonesia, Yayasan Bani Abdurahman Wahid (YBAW) 
dan Jaringan GusDurian (JGD); The Wahid Institute (WI) dan The Wahid 
Foundation (WF), INKLUSIF, Depok, dan teman-teman kolega di Ombud- 
sman Republik Indonesia (ORI). 

Paling utama, terima kasih kepada istri dan anak-anak saya. Mereka paling 
pantas mendapatkan rasa terima kasih dan penghargaan utama karena mere- 
kalah yang paling banyak berkorban demi tujuan penyelesaian disertasi dan 
buku ini. Terima kasih kepada M. Ali Usman dari ISAIs UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta serta Nur Laely Masruroh dan Libasut Tagwa, M.A. dari INKLU- 
SIF yang membantu teknis penyelesaian buku ini. 

Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan 
dan kekurangan kepada semua teman, kolega, dan mereka yang namanya tidak 
sempat disebut dalam tulisan ini. 


Rumbut Bawah, 20 Juni 2018 
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Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid 


SENTUHAN KEMANUSIAAN GUS DUR DALAM 
PENYELESAIAN KONFLIK ACEH DAN PAPUA 


uku ini menyajikan suatu cara penyelesaian konflik antara state versus 
Ba yang penuh dengan sentuhan kemanusiaan, melalui pendekatan 
kemanusiaan yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) keti- 
ka menjadi presiden. Dalam cara-cara klasik, penyelesaian konflik selalu dila- 
kukan dengan pendekatan keamanan dengan paradigma militeristik, di mana 
masyarakat yang bersikap kritis pada pemerintah dan ingin memisahkan diri 
dari negara kerap dianggap sebagai kelompok separatis yang perlu dibasmi 
karena dianggap mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. 

Dalam pandangan Gus Dur, kelompok yang ingin memisahkan diri, ter- 
utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan Aceh 
dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan Papua dari 
NKRI tidak dianggap sebagai kelompok separatis yang mengancam kedaulat- 
an negara, tetapi justru dipandang sebagai kelompok kritis yang tetap menjadi 
bagian dari warga bangsa yang sedang berjuang menuntut hak-haknya yang 
tidak dipenuhi oleh negara. Secara teoretis, Gus Dur memandang kelompok 
ini sebagai bagian dari civil society. 

Sebagaimana dinyatakan Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine 
(1737-1809), civil society (masyarakat/sipil) merupakan entitas yang berbeda 
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dengan negara (state). Keduanya diposisikan secara diametral dan berhadap- 
hadapan. Masyarakat sipil diposisikan sebagai antitesis negara yang berfung- 
si untuk mengontrol negara demi kepentingan warganya. Dengan demikian, 
masyarakat sipil tidak secara apriori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih 
bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu 
menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak ha- 
nya berorientasi pada kepentingan sendiri, tetapi juga terhadap kepentingan 
publik (Alexis de Tocgueville dalam Diamond, Larry, 2003). Pendapat Toc- 
queville ini sejalan dengan Hannah Arendt dan Jurgen Habermas dengan 
konsep a free public sphere (ruang publik). 

Menurut Habermas, ruang publik adalah satu area di mana publik bisa 
mengorganisasi diri sehingga setiap individ’ mampu mengembangkan diri 
untuk terlibat dalam perdebatan mengenai arah dan tujuan masyarakat. Ruang 
publik ini menjadi perantara antara masyarakat sipil dan negara (Barker, 2004). 
Bagi Hannah, penciptaan ruang publik merupakan prasyarat terciptanya civil 
society dan demokratisasi, karena melalui ruang publik ini, masyarakat seba- 
gai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik (Seyla 
Benhabib, 1992). Hal senada diungkapkan Ernest Gellner yang memandang 
perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya, civi/ society adalah sepe- 
rangkat institusi non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara 
dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan (Dawam Rahardja, 1999). 

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut, A.S. Hikam (1999) merumus- 
kan tiga ciri khusus dari masyarakat sipil, yaitu: Pertama, adanya kemandirian 
yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, 
terutama saat berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas 
sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi 
kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar 
tidak intervensionis dan otoriter. Melalui ketiga ciri ini, masyarakat sipil me- 
miliki kedudukan yang setara dengan negara sehingga bisa menjalankan fungsi 
sebagai kontrol sekaligus mitra bagi negara. 
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Dengan cara pandang ini, Gus Dur melihat para aktivis GAM dan OPM 
tidak dianggap sebagai musuh negara, sebaliknya justru dianggap sebagai ke- 
kuatan masyarakat sipil yang sedang menuntut haknya. Di sini Gus Dur meli- 
hat bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan perlawanan bukan pada gerakan 
masyarakat sipil, tetapi pada negara dan kebijakan pemerintah. Dalam pan- 
dangan Gus Dur, jika cara-cara militeristik dan pendekatan keamanan terus 
digunakan, ini akan lebih banyak melukai hati rakyat dan menuntut korban 
yang lebih banyak dari kedua belah pihak. Seandainya gerakan tersebut bisa 
diredam, sifatnya sementara saja karena gerakan ini akan muncul setiap saat 
ketika kekuatan negara melemah. 

Atas dasar inilah Gus Dur mengubah metode dan pendekatan dalam me- 
nyelesaikan konflik dengan para aktivis GAM dan OPM. Di tengah kuatnya 
tekanan GAM dan OPM yang menuntut kemerdekaan Aceh dan Papua, Gus 
Dur tetap memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berserikat kepada 
mereka sambil melakukan pendekatan secara personal dan psikologis untuk 
berdialog. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak war- 
ga negara yang merupakan cerminan dari sense kewarnegaraan. Di sini Gus 
Dur mengubah pola pendekatan keamanan yang militeristik menjadi pende- 
katan dialogis-empatif yang lebih mengedepankan sentuhan kemanusiaan. 

Dalam upaya menyelesaikan konflik melalui pendekatan dialog, Gus Dur 
juga memanfaatkan berbagai potensi kultural dan berbagai tradisi yang bisa 
memperkuat ikatan emosional dan membangkitkan spirit persaudaraan se- 
kaligus menumbuhkan kepercayaan (trust) para aktivis gerakan kemerdeka- 
an kepada negara. Ini penting dilakukan karena sikap tidak percaya (distrust) 
terhadap negara (pemerintah) merupakan faktor utama penyebab terjadinya 
konflik. Melalui sikap saling percaya antara negara dengan warga negara, 
tuntutan untuk memisahkan diri akan bisa diminimalisasi. Upaya dilakukan 
melalui pengakuan identitas kultural, sebagaimana yang dilakukan pada ma- 
syarakat Papua, dialog intensif dengan para tokoh dan ulama Aceh. Melalui 
cara-cara kultural ini, Gus Dur telah membangkitkan kepercayaan diri para 
aktivis gerakan pro-kemerdekaan karena mereka merasa telah mendapat peng- 
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akuan kewarganegaraan sehingga mereka kembali merasa menjadi bagian dari 
warga negara Indonesia. Pendekatan dan cara kultural yang dilakukan secara 
non-formal dan informal ini melampaui sekat-sekat formal yang ada. Dengan 
kata lain, penyelesaian konflik Aceh dan Papua yang dilakukan Gus Dur tidak 
semata-mata menggunakan kekuatan dan kekuasaan negara yang legal-formal, 
tetapi juga kekuatan budaya non-formal. 

Selain berpijak pada konsep masyarakat sipil, visi kewarganegaraan bineka 
atau kultural Gus Dur juga bersumber dari pemikiran Islam, khususnya fikih 
dan tasawuf. Khazanah pemikiran klasik para ulama fikih dan tasawuf sangat 
terasa dalam penyelesaian konflik Aceh dan Papua. Dalam hal ini, kebijak- 
an Gus Dur sangat diwarnai kaidah “tasharruful imam ala al raiyyah manat bi 
al maslahah” (kebijakan seorang pemimpin harus berpijak pada kemaslahatan 
umat). Melalui pendekatan dialogis-humanis ini Gus Dur ingin mengelimina- 
si timbulnya kemudaratan lebih besar dan menciptakan kemaslahatan kepada 
masayarakat. Melalui cara ini, benturan fisik yang menuntut korban jiwa dan 
harta serta terjadinya berbagai kerusakan yang lebih parah dapat dihindari. 

Selain itu, visi kewarganegaraan bineka Gus Dur dalam penyelesaian 
konfik ini juga berpijak pada konsep kemaslahatan. Menurut Imam Ghozali, 
maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rang- 
ka memelihara tujuan-tujuan syara (Abd. Azis Dahlan, 2004). Imam Ghozali 
membagi maslahat menjadi tiga; Pertama, a/-maslahah ad-darariyyah (primer) 
yaitu hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia 
maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, tata kehidupan di dunia 
akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai, bahkan siksalah yang bakal 
mengancam. 

Kemaslahatan padajenis ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pen- 
syariatan, yaitu: Memelihara tegaknya agama (hifz ad-din al-din), melindungi 
jiwa dan raga (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-agl), memelihara keturunan 
(hifz al-nasl), dan menjaga harta atau properti (hifz al-mal). Lima hal ini di- 
sebut ad-daririyyatu al-khamsah, yaitu lima hal prinsip yang harus dilindungi 
oleh negara (Lirboyo, 2004). 
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Kedua, al-maslahah al-hajiyah (sekunder) yaitu segala sesuatu oleh hukum 
syara tidak dimaksudkan untuk memelihara a/-masalih al-khamsah, tetapi di- 
maksudkan untuk menghilangkan masyaggah (kesulitan), kesempitan, atau 
ihtiyat (berhati-hati) terhadap a/-masalih al-khamsah tersebut (M. Abu Zahrah, 
2007); dan ketiga al-maslahah at-tahsiniyyah (pelengkap) yaitu menjaga atau 
melakukan hal-hal yang pantas dijadikan sarana untuk memperbaiki adat dan 
menghindari terjadinya hal-hal tercela menurut akal sehat maupun norma-nor- 
ma yang berlaku di masyarakat (Abd. Mughits, 2008). 

Dalam konsep fikih sebenarnya juga dikenal konsep bughot, yaitu orang 
yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Menurut 
fikih, orang-orang yang bughot ini boleh diperangi, sebagaimana yang pernah 
terjadi pada kasus DI/TII yang pernah melakukan pemberontakan yang sah 
terhadap NKRI. Namun, konsep ini tidak dipergunakan oleh Gus Dur kare- 
na menganggap para aktivis GAM dan OPM bukan sebagai pemberontak, 
tetapi sebagai warga negara yang sedang melakukan protes terhadap negara 
untuk menuntut hak-hak mereka. Di satu sisi, Gus Dur menerapkan konsep 
ad-dariiriyyatu al-khamsah yang harus ditunaikan negara kepada warganya se- 
bagai upaya menyelesaikan konflik, di sisi lain Gus Dur juga menerapkan ka- 
idah dar'u al mafasid muqaddam al jalb al mashalih (mencegah kerusakan harus 
lebih didahulukan daripada mencari kebaikan). Melalui visi kewarganegaraan 
kultural ini Gus Dur ingin mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut karena 
adanya konflik senjata antara aparat negara dan warga negara yang sedang 
menuntut hak-haknya. 

Selain prinsip-prinsip fikih dan sä? al-fiqh, di sini Gus Dur juga mene- 
rapkan ajaran tasawuf, yaitu nilai kesetaraan mahkluk di hadapan Tuhan. Hal 
ini dibuktikan dengan kesediaan Gus Dur sebagai kepala negara (presiden) 
melakukan dialog secara pribadi dengan para aktivis GAM dan OPM. Di sini 
Gus Dur hadir sebagai individu yang melepaskan berbagai atribut kebesaran 
sebagai seorang kepala negara. Relasi pribadi ini menghilangkan sekat-sekat 
struktural birokratik sehingga hubungan pribadi ini nyaris tanpa jarak antara 
Gus Dur dengan mereka yang mewakili kelompok GAM dan OPM. Hal ini- 
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lah yang mendorong terbangunnya rasa saling percaya (trust building) dan ke- 
sadaran kerekatan kebangsaan (national building) di antara mereka. Apa yang 
dilakukan Gus Dur ini merupakan cerminan ajaran tasawuf. 

Dari buku ini kita melihat bagaimana Gus Dur mengelaborasi pemikir- 
an humanisme Barat sebagaimana tecermin dalam konsep civil society dengan 
humanisme Islam yang tecermin dalam fikih, uşă? al-fiqh, dan tasawuf. Hasil 
elaborasi ini kemudian menjadi pijakan menentukan kebijakan dalam menye- 
lesaikan konflik Aceh dan Papua. Ini merupakan /egacy Gus Dur bagi bangsa 
Indonesia dalam menjaga dan merawat kebinekaan. Di sini terlihat, merawat 
dan menjaga Indonesia yang beragam merupakan kerja kebudayaan yang me- 
nuntut kesabaran, ketekunan, dan kehati-hatian. Meskipun hanya dalam wak- 
tu singkat, Gus Dur telah memberi pelajaran berarti dalam merawat dan men- 
jaga Indonesia. Buku ini merekam jejak-jejak Gus Dur tersebut secara baik. 
Karena selain kaya data dan kerangka teori, terdapat analisis yang tajam dan 
mendalam. Saya yakin buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja 


yang ingin merawat dan menjaga NKRI yang beragam ini. Selamat membaca. 


Ciganjur, 9 September 2018 
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“When democratization began in 1998, therefore, the eruption of ethnic 
violence was an outgrowth of path dependent choices about the national 
model and institutions defining ethnic relations.” 

—Jacques Bertrand’ 


“Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.” 
—Gus Dur? 


1 Bertrand, Jacques, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
him. 5. 

2 Pernyataan Gus Dur dalam suatu seminar dengan utusan khusus Vatikan di kantor The Wahid Institute, 
Jakarta. 


a 


Presiden Gus Dur bertemu dengan anak-anak sekolah di Merauke 
ketika berkunjung ke Papua, 30 Desember—1 Januari 2000. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


MENANGKAP AKAR MASALAH, 
MENGEDEPANKAN EMPATI 


uku ini merupakan pengembangan dari disertasi saya di Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diujikan terbuka pada Mei 2018. 
Judul semula buku ini —judul disertasi saya—adalah “Tapak Visi Kewargane- 
garaan Kultural Abdurrahman Wahid dalam Penyelesaian Konflik Aceh dan 
Papua 1999-2001”. Kemudian dalam bentuk buku ini diterbitkan dengan ju- 
dul Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Kon- 
Hik Aceh dan Papua 1999-2001. 

Perubahan judul ini dimaksudkan untuk menangkap spirit awal dari pem- 
bahasan dalam buku ini yang sejak semula sesungguhnya hendak mengungkap 
perspektif Abdurrahmawan Wahid—lebih dikenal Gus Dur, selanjutnya akan 
disebut Gus Dur—tentang kewarganegaraan bineka (diambil dari kata bhin- 
neka tunggal ika) dalam Islam Nusantara dan pengaruhnya terhadap pema- 
haman Islam dan ke-Indonesia-an secara luas. Tentu saja dari perspektif Gus 
Dur sebagai ulama dan pemikir Islam, dan dalam waktu yang sama sebagai 
tokoh bangsa dan presiden. Perspektif itu ia praktikkan dalam penyelesaian 
konflik Aceh dan Papua—juga konflik di tempat lain—selama menjadi presi- 


den. Perspektif ini bukan hanya berlawanan dengan Orde Baru, melainkan 
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juga bersinggungan dengan pemikiran dan aksi Islam pada umumnya, bahkan 
bila diuji dalam diskursus secara akademik dalam ilmu-ilmu sosial dan dalam 
lingkup internasional. Saya berkeyakinan bahwa perspektif dan visi Gus Dur 
ini memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan, termasuk 
dalam implementasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar filoso- 
fi dan ideologi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan 
global. Lebih dari itu, bahwa perspektif tersebut dibangun atas dasar argumen- 
tasi Islam khas Indonesia. 

Namun, saya sadari bahwa baik kata majemuk “Islam Nusantara” maupun 
“kewarganegaraan bineka” belum menjadi diskursus dalam wacana akademik 
sehingga penelitian itu harus memutar terlebih dahulu melalui wacana akade- 
mik yang tersedia. Dalam diskursus akademik, kata kewarganegaraan kultural 
(cultural citizenship) di samping kewarganegaraan multikultural (mu/ticultural 
citizenship) bagi saya adalah yang paling tepat untuk menggantikan spirit ter- 
sebut dalam kerangka perspektif kewarganegaraan bineka—mungkin pada 
awalnya saya yang memulai, sudah beberapa kali menggunakan kata ‘kewarga- 
negaraan bineka' ini dalam beberapa tulisan saya.’ 

Beda halnya dengan kata majemuk ‘Islam Nusantara' atau archipelago Islam. 
Saya sudah pernah menggunakannya sebagai judul buku pada 2008, dan ke- 
mudian menjadi perbincangan ketika itu, juga dalam kerangka pemikiran dan 
aksi Gus Dur atas Islam Indonesia tentang keragaman, ekspesi Islam lokal, 
dialog, dan toleransi.” Islam Nusantara benar-benar menjadi wacana publik 
bahkan secara internasional setelah diangkat menjadi tema utama pada Muk- 
tamar PBNU di Jombang 2015. 


Ahmad Suaedy, “Pancasila, Nahdlatul Ulama, dan Kewarganegaraan Bhinneka”, (Jurnal Tasywwirul Afar Lak- 
pesdam PBNU, edisi 36 Vol. 2, 2017): 11-27; Ahmad Suaedy, Kewarganegaraan Bineka”, (Harian KOMPAS, 
11 November, 2017) hlm. 6; Ahmad Suaedy, “Islam dan Kewarganegaraan Bineka”, 2018, https://www.qureta. 
com/post/islam-dan-kewarganegaraan-bineka (Diakses, 15/6/18); Ahmad Suaedy, “Kematian Gus Dur dan 
Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia”, (Jurnal Ma'arif Institute, Vol. II No. 2, 2016), hlm. 156-167; 
Ahmad Suaedy, “Nasib Rohingya Pasca-Tribunal”, (Majalah GATRA, 4 Oktober, 2017), hlm. 74-75. 
Abdurrahman Wahid, dalam Ahmad Suaedy (ed.), Ragam Ekspresi Islam Nusantara, (Jakarta: Wahid Institute, 
2008). 
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Kini buku-buku yang berjudul dan membahas Islam Nusantara berjibun di 
pasar buku dan toko buku.* Syafiq Hasyim,* misalnya, menempatkan Islam Nu- 
santara tidak saja sebagai identitas keislaman lokal Indonesia yang diusung Nah- 
dlatul Ulama (NU), melainkan juga semacam born again atau revitalisasi NU 
dalam merespons kecenderungan Islam atau agama global pada umumnya yang 
banyak menawarkan eksklusivisme, radikalisme, dan sering kali menghalalkan 
kekerasan. Disebut sebagai kelahiran kembali (born again) karena cassus belli bagi 
lahirnya NU tidak lain disebabkan kecenderungan yang sama di akhir abad ke- 
19 dan awal abad ke-20 oleh gerakan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin, di sam- 
ping penjajahan. Kini, abad ke-21 menunjukkan gejala lebih luas dan dahsyat 
mengenai radikalisme dan kekerasan dalam mengiringi globalisasi. 

Di samping itu, dalam riset ini ada suatu hal penting yang tersimpan dalam 
judul, baik dalam disertasi maupun dalam buku ini, karena secara implisit se- 
sungguhnya sudah terwakili dalam diri Gus Dur sehingga akan terlalu panjang 
jika dimunculkan, namun sangat penting dicatat. Apa itu? Hal itu adalah me- 
todologi Islam Nusantara yang disebut Islam post-tradisionalisme, suatu me- 
todologi yang patut disematkan kepada Gus Dur dalam seluruh pemikiran dan 
aksinya. Mengikuti kajian yang terlebih dahulu dilakukan oleh Ernest Gellner, 
Carool Kersten, dan Rumadi, buku ini memperkuat kajian-kajian tersebut da- 
lam ranah implementasi—yang akan dibahas lebih lanjut di bab lainnya. 

Sudah banyak sekali buku dan tulisan yang membahas kiprah Gus Dur 
baik sebelum, selama, maupun sesudah menjadi presiden. Namun, masih 
langka yang mencoba menelusuri kasus-kasus yang bagi Gus Dur sendiri be- 


risiko tinggi untuk tidak dikatakan ekstrem, yang bisa mengena terhadap ia 


Hampir menjadi kesepakatan di lingkungan Program Studi Islam Nusantara-Universitas Nahdlatul Ulama 
Indonesia (PSIN-UNUSIA) bahwa studi Islam Nusantara dibagi dalam tiga babak: prakolonial, kolonial, dan 
pascakolonial, Pada masing-masing babak bisa dibagi-bagi lagi tergantung objek riset dan perspektif pemba- 
hasan. Dengan kata lain, cakupan pembahasan Islam Nusantara sesungguhnya sangat luas. 

Syafiq Hasyim, Islam Nusantara dalam Konteks: Dari Multikulturalisme hingga Radikalisme, (Yogyakarta: Pe- 
nerbit Gading 2018), hlm. 1-2. 

Martin yan Bruinessen, NU: Relasi-Relasi Kuasa dan Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS, 1994). Lihat juga Ah- 
mad Suaedy, “Benturan Antar-Keyakinan di Indonesia.” (Harian KOMPAS, 10 Juni, 2016), hlm. 6. 
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sendiri sebagai martir. Hal itu mengingat Gus Dur adalah orang yang nyen- 
trik untuk tidak dikatakan nekat dalam mengambil risiko untuk banyak seka- 
li hal demi memperjuangkan sesuatu yang diyakininya. Penyelesaian konflik 
separatis Aceh dan Papua di era kepresidenannya bisa dikatakan sebagai salah 
satu yang ekstrem yang menjadikannya martir untuk Indonesia yang bersatu 
dan adil. Keterlibatan Gus Dur dalam upaya penengahan konflik Israel- 
Palestina mungkin kasus ekstrem lain yang layak ditelusuri lebih jauh di lain 
waktu. 

Penulisan topik ini merupakan semacam obsesi pribadi saya yang sudah 
cukup lama mengendap di pikiran. Hal ini berkaitan dengan kedekatan saya 
pada berbagai aktivitas Gus Dur selama beberapa tahun—tepatnya puluhan 
tahun. Selain itu, latar belakang saya yang merupakan santri kampung tidak 
bisa menutupi rasa ingin tahu saya sejauh mungkin tentang apa yang dipikir- 
kan dan dilakukan oleh Gus Dur mengenai hal yang paling berisiko. Salah 
satu yang sangat menarik dan kelewat penting adalah perlakuannya terhadap 
aspirasi dan eksponen separatis Aceh dan Papua ketika ia menjadi presiden 
dengan pendekatan empati dan personal. Ia melibatkan hubungan pribadi, 
kultural, dialogis, dan humanis. 

Selain itu, sudah banyak kajian dan penelitian yang menyoroti pemikiran 
dan aksi Gus Dur terkait pluralisme, toleransi, minoritas agama dan keyakin- 
an, dan tentang kepeduliannya terhadap kelompok marginal. Kepedulian dan 
sikap kemanusiaan Gus Dur—selama menjadi presiden—terhadap gerakan 
separatis, bagi saya, merupakan yang paling menantang untuk ditelusuri dan 
dipahami. Dengan biaya sendiri sambil senggol sana-sini, saya bertekad menu- 
liskannya. Memakan waktu empat tahun lebih untuk melakukannya, termasuk 
penelitian lapangan di Aceh dan Papua, tentu sembari melakukan pekerjaan 
pokok yang lain. Karena itu, tidak terlalu salah untuk dikatakan tulisan ini 
memiliki dimensi emosional saya yang tebal dengan Gus Dur pribadi dan ke- 


seluruhan pandangan dan aksinya. 
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VISI DAN IMPLEMENTASI 


Jelasnya, buku ini mengungkap visi Presiden Gus Dur dalam keagamaan Islam 
dan dalam sosial politik atau kemasyarakatan, manifestasi, serta relevansinya 
bagi penyelesaian konflik vertikal” atau separatis” di Aceh dan Papua dalam 
masa kepresidenannya. Gus Dur selama ini dikenal sebagai tokoh humanis 
yang dalam memutuskan sesuatu selalu didasarkan pada visi humanistiknya. 
Visi ini terkait dengan pandangan keagamaan yang diteguhinya dan diaktuali- 
sasikan secara konsisten selama ia menjadi kepala pemerintahan dan kepala 
negara. 

Dalam penanganan konflik separatisme Aceh dan Papua, Gus Dur memba- 
lik strategi begitu ia dipilih menjadi presiden: dari era sebelumnya yang menun- 
tut kesetiaan kepada mereka dengan pemaksaan dan kekerasan, oleh Gus Dur 
dibalik dengan memberikan keadilan terlebih dahulu baru kemudian menuntut 
kesetiaan. Itu pun secara persuasif dan penuh empati. Dasar pemikiran dan ar- 
gumentasi pembalikan strategi tersebut sesungguhnya berakar dari dan berim- 
plikasi pada berbagai teori tentang resolusi konflik, rekonsiliasi tentang negara 
dan kewarganegaraan, serta pandangan Islam tentang kemanusiaan dan kewar- 
ganegaraan. 

Kegaduhan memang tidak dapat dihindarkan ketika ia memegang jabatan 
tersebut dan mengimplementasikan strateginya. Mereka yang masih berada di 
dunia mapan dan konvensional berharap Presiden Gus Dur mengadopsi per- 
spektif state-centric dengan meneruskan tradisi yang sudah terbangun sejak lama 
dan mapan selama Orde Baru. Hal yang sama diharapkan juga dilakukan Presi- 


Konflik vertikal (vertical conffict) adalah konflik antara penduduk atau pemerintahan di wilayah tertentu ber- 
hadapan dengan pemerintah pusat. Sedangkan, konflik horizontal (horizontal conflict) adalah konflik antar- 
masyarakat dalam suatu wilayah. Lihat, misalnya, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Widjajanti 1. Suharyo, and 
Satish Ishra, “Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia”, (Journal of the Asia Pacific Economy, 6, 3, 
2001), khususnya hlm. 284-285. 

Roger Suso, Territorial Autonomy and Self-Determination Conflict: Opportunity and Willingness Cases fram Bo- 
livia, Niger, and Thailand, (Barcelona: ICIP, 2010). Lihat juga David Brown, David Brown, “Peripheral Com- 
munities to Ethnic Nations: Separatism In Southeast Asia”, (Pacific Affairs, 61:1, Spring 1988). 
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den Gus Dur ketika mengelola konflik Aceh dan Papua yang melibatkan hak- 
hak warga negara di hadapan negara yang masih menyisakan kekuatan ideologi 
represif di dalamnya yang nyaris masih utuh, dengan tidak sama sekali mengusik 
sistem birokrasi, peran ABRI/TNI, dan watak tradisi politisi yang mapan. 

Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden pada Oktober 1999, suasana 
tuntutan merdeka di kedua wilayah—Aceh dan Papua—sedang berada pada 
puncak kegaduhannya. Muncul kesadaran dan kekuatan masyarakat di luar 
Jawa apalagi di Aceh dan Papua untuk menuntut perubahan, yang pada era 
Orde Baru mereka ditindas militer dengan kekerasan senjata serta diisolasi 
dari dunia luar. Kesadaran itu bisa dibilang terlambat muncul dibandingkan di 
Jawa. Puncak gerakan tuntutan merdeka tersebut, selain disebabkan oleh evo- 
lusi gerakan dan kesadaran, juga dipicu oleh referendum Timor Timur yang 
menghasilkan kemerdekaan Timor Leste. 

Hasil tersebut—kemerdekaan Timor Leste—memicu harapan mereka akan 
hal yang sama sehingga mendorong adanya gerakan yang masif. Gerakan terse- 
but memancing kekerasan lebih intensif menjelang Gus Dur terpilih menjadi 
presiden, di antaranya juga karena frustrasi dari kalangan militer, birokrasi, dan 
para politisi. Mereka frustrasi karena sudah mempertahankan TimTim untuk 
tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan segala cara termasuk kekerasan dan 
pemusnahan massal, namun toh lepas juga. Trauma akan kekerasan tersebut jus- 
tru membuat mereka mudah terpancing untuk juga melakukan kekerasan. Data- 
data kekerasan di kedua wilayah tersebut mencolok justru setelah dicabutnya 
DOM (Daerah Operasi Militer) pada Agustus 1998 yang juga mengiringi le- 
pasnya Tim-Tim—yang akan diuraikan lebih lanjut di bahasan berikutnya. 

Namun, mulai November 1999, nyaris tidak ada lagi kekerasan hingga se- 
tidaknya akhir 2000 ketika Presiden Gus Dur mulai di-kuyo-kuyo oleh para 
politisi dan partai politik di DPR serta oleh militer yang sedang frustrasi. Ini 
meyakinkan saya akan implementasi visi Gus Dur yang dimanifestasikan da- 
lam penentuan kebijakan, atau setidaknya sikap politik, pemerintah Republik 
Indonesia. Saat menjabat sebagai presiden pada 1999-2001, Gus Dur me- 
ngembangkan suatu strategi baru dengan pendekatan damai dan empati. Hal 
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ini termasuk dalam pengelolaan dan pencarian jalan pemecahan konflik di 
Aceh dan Papua dengan cara damai. 

Berbagai kelompok masyarakat di kedua wilayah tersebut mengorganisasi 
diri dalam gerakan politik dan mewacanakannya secara publik dengan berba- 
gai cara, bahkan menuntut hendak melepaskan diri dari ikatan kenegaraan— 
Indonesia—yang sebelumnya diasumsikan bersifat given (tidak bisa diganggu 
gugat). Gerakan-gerakan tersebut dibiarkan berkembang oleh Gus Dur dan 
bahkan disantuni sebagai bagian dari dialog. Sebagai sebuah dialog, situasi itu 
terkadang tegang—sangat tegang—dan terkadang terjadi diskusi, bahkan ne- 
gosiasi. Namun, justru dengan kebebasan tersebutlah kekerasan bisa dikenda- 
likan, bahkan ditiadakan. Memang, dalam situasi chaos dengan sisa kekuatan 
lama yang masih dominan, tidak semua kendali pemerintahan berada di ta- 
ngan Gus Dur sebagai presiden." Namun, justru di situlah letak peran kepe- 
mimpinan Gus Dur sehingga menarik untuk ditelaah. 

Sebagai tokoh gerakan sosial dan ulama, Gus Dur justru berempati kepada 
sesama warga negara, bahkan mereka yang menentang negara sekalipun. Ia 
berseberangan dengan perspektif aparatur negara, khususnya militer, birokrasi, 
dan politisi saat itu. Bagi pengusung yang notabene menganut perspektif state- 
centric, mereka atau warga negara yang menuntut kemerdekaan seperti yang 
diajukan oleh masyarakat Aceh dan Papua dianggap menjadi pangkal masalah. 
Jadi menurut mereka, solusinya adalah represi untuk dikembalikan kepada rel 
negara. Namun, bagi Gus Dur, justru sebaliknya. Akar permasalahannya ada- 
lah kekeliruan cara negara dalam mengonseptualisasikan kewarganegaraan 
dan menerapkannya. Jadi, lokus permasalahannya ada pada negara, bukan pada 
warga negara. Sekali lagi, situasi uniknya adalah seorang pimpinan negara me- 
merintah dengan perspektif yang berlawanan dengan arus pemerintahan yang 


sedang berlaku—bahkan pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. 


8 Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A Comparative 
Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004 (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2012) hlm. 
11-12, Lihat juga N. Chulte Nordholt, “Indonesia, A Nation-State in Search of Identity and Structure,” (Lei- 
den: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkkenkunde 157, KTLV, No. 4, 2001), hlm. 881-901. 
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Dalam perspektif state-centric, kewarganegaraan didefinisikan secara sepi- 
hak oleh (aparatur) negara. Perspektif ini telah diberlakukan pada masa Orde 
Baru dalam waktu lama melalui sistem pendidikan, administrasi pemerintah- 
an, penggunaan kekuasaan negara, dan sebagainya. Bahkan, telah mencapai 
tataran hegemoni, tapi tidak banyak warga negara yang menemukenali atau- 
pun menyadari tentang kejanggalan-kejanggalannya. Dalam perspektif ini, ne- 
gara tidak boleh salah dan harus benar, padahal kenyataannya, negaralah yang 
memonopoli hak memaksakan kehendak, sementara rakyat menganggapnya 
sebagai sesuatu yang normal. 

Ketokohan Gus Dur sebagai pemimpin yang berani melawan perspektif 
mainstream sudah banyak ditelaah sebagai topik kajian, dan buku ini tidak 
bermaksud untuk mengulangnya. Buku ini akan membahas topik yang spesifik 
dalam skema yang ekstrem, yaitu separatisme Aceh dan Papua. Justru karena 
keberaniannya melawan perspektif mainstream itulah Gus Dur semakin men- 
dapat tempat untuk menjadi pemimpin alternatif pada kasus konflik Aceh dan 
Papua. Oleh karena situasi krisis yang terjadi di pertengahan 1997, ketokohan 
Gus Dur dan keberaniannya melawan perspektif mainstream semakin diperhi- 
tungkan dan mengantarkannya menjadi presiden. Kiprahnya sebagai tokoh 
pergerakan yang sangat kental dengan visi kultural memungkinkan dirinya 
menggunakan kesempatan yang dimiliki saat memimpin negara: mengimple- 
mentasikan visi kewarganegaraan, bukan sekadar berdiri sebagai penguasa. 

Riset buku ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Gus Dur, dalam 
kiprahnya sebagai presiden, dipandu dengan visi “kewarganegaraan bineka” 
yang boleh disejajarkan dalam literatur akademik sebagai kewarganegaraan 
kultural (cultural citizenship) atau kewarganegaraan multikultural (multicultural 
citizenship) Dengan visi inilah Gus Dur menyikapi dan mengelola fenomena 


? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewarganegaraan’ adalah kata benda yang berarti hal yang 
berhubungan dengan warga negara; keanggotaan sebagai warga negara (http://kbbi.kata.web.id/kewargane- 
garaan). Kata itu berbeda arti dengan ‘kewargaan’ yang berarti hal yang berhubungan dengan keanggotaan 
sebuah organisasi atau kelompok, misalnya warga partai politik (http://kbbi.kata.web id/kewargaan). 
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yang, oleh kebanyakan orang, disebut gerakan separatis. Dalam perspektif Gus 
Dur, kalaulah gejala tersebut harus disebut sebagai gerakan separatis, sumber 
persoalannya bukan pada diri warga negara itu sendiri, melainkan krisis kewar- 
ganegaraan pada negara. Perspektif inilah yang diadopsi Gus Dur dalam usaha 
menyelamatkan Indonesia dari krisis kebangsaan dan krisis kebinekaan. De- 
ngan kerangka pikir ini, konflik yang berlangsung hendak diurai dan dilerai 
melalui penumbuhan kembali kesadaran dan praktik kebinekaan yang dalam 
waktu sangat lama dimanipulasi oleh kekuasaan dan interes politik golongan 
penguasa. Posisi strategis Gus Dur sebagai presiden memungkinkannya mela- 
kukan pengerangkaan ulang (reframing) ke-Indonesia-an dengan tujuan men- 
jaga keutuhan Indonesia dalam perspektif kebinekaan. 

Telaah keagamaan, yang ditempuh Gus Dur, mencerminkan praktik “Is- 
lam Nusantara” yang berbasis pada metodologi yang disebut dengan Islam 
post-tradisionalisme. Meskipun secara akademik keduanya tidak sepopuler 
seperti istilah modernisme, tradisionalisme, neo-modernisme, ataupun neo- 
konservatisme, metodologi itu menyimpan konteks dan kelokalan yang ting- 
gi, sejalan dengan “kewarganegaraan bineka” sebagai terjemahan dari kewar- 
ganegaraan kultural atau multikultural yang memiliki kelokalan yang 
kontekstual. Islam Nusantara bagi saya bukan hanya label luar dengan kon- 
teks Indonesia, melainkan juga memiliki akar metodologi yang dalam dan 
menyejarah terutama dalam tradisi dan literatur Nahdlatul Ulama dan pe- 
santren.! Dari sini kita dapat melacak akar historis metodologis Islam Nu- 
santara yang bukan hanya menyambung di awal berdirinya NU, melainkan 
jauh pada saat munculnya ahl as-sunnah wa al-jama'ah. Suatu perspektif dan 
praktik—secara singkat bisa diuraikan—yang menekankan pada basis pe- 
ngetahuan dan metodologi yang kuat dalam praktik Islam klasik dan direak- 
tualisasikan dalam tradisi yang hidup di masyarakat untuk merespons tun- 


tutan kemodernan. 


" Abdurrahman Wahid, “Asal Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren,” Jurnal Pesantren, Edi- 
si. Perdana, 1984, hlm. 4-11. 
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Sebelum menjelaskan detail manifestasi kedua gejala tersebut, riset ini 
bertujuan mencaritahu keterkaitan antara visi kewarganegaraan dengan 
menggejalanya Islam Nusantara yang berbasis pada Islam post-tradisionalis- 
me sebagai kontribusi penting dalam mengelola konflik vertikal atau gerakan 
separatis di Indonesia. Imaji keislaman dan spirit kewarganegaraan yang di- 
junjung tinggi oleh Gus Dur memungkinkan konflik yang berlangsung lebih 
terkelola dan mendapatkan jalan keluar dengan cara damai yang bersifat per- 


manen. 


PUNCAK GERAKAN TUNTUTAN MERDEKA 


Telaah visi Gus Dur ini didasari oleh kesadaran bahwa Indonesia pasca—Soe- 
harto mengalami perubahan dalam skala masif dan membingungkan serta me- 
nabrak tatanan mapan yang telah dibangun begitu lama.'' Sebagaimana dike- 
tahui, Reformasi 1998 telah membawa perubahan mendasar terhadap bukan 
hanya sistem politik Indonesia, seperti sistem multipartai yang terbuka” dan 
otonomi daerah, melainkan juga sistem kebudayaan. Meminjam analisis Ja- 
quest Bertrand," yang terjadi adalah suatu perubahan yang didorong oleh tun- 
tutan kelompok-kelompok terpinggirkan yang dimarginalkan dan didiskrimi- 
nasi yang menuntut kesetaraan dan perlakuan yang setara sehingga menuntut 
adanya transformasi kelembagaan negara untuk mengakomodasi mereka. 
Dalam kondisi ini, muncul tuntutan penyelesaian persoalan-persoalan ke- 
daerahan dan terdiskriminasi-pendiskriminasi karena adanya ketimpangan 
hubungan antara pusat dan daerah. Sedangkan kasus paling pelik warisan 
Orde Baru adalah konflik yang memosisikan pemerintah pusat berhadapan 


" N, Chulte Nordholt, Indonesia, A Nation-State in Search of Identity and Structure, hlm. 881-901. 

1 Dengan tiga partai, sesungguhnya Orde Baru juga memberlakukan sistem multipartai, tetapi bersifat tertutup, 
yaitu rakyat tidak bisa dengan leluasa mendirikan partai politik tanpa kontrol, dan bahkan tidak dimungkinkan 
sama sekali kecuali atas inisiatif dari pemerintah. 

5 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 
him. 5. 
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dengan tuntutan Papua merdeka dan Aceh merdeka." Pada masa kepreside- 
nan Gus Dur, tuntutan merdeka kedua provinsi tersebut sedang mencapai 
puncak kematangannya. Pada saat itu, semua warga negara sedang menikmati 
euforia dalam berdemokrasi. Mereka kian leluasa menyampaikan tuntutannya 
secara terbuka dan tidak lagi gentar dengan represi negara sebagaimana pada 
masa Orde Baru. Lebih dari itu, sebelumnya sudah ada preseden atas Referen- 
dum Timor Timur (kini Timor Leste) di era Presiden B.J. Habibie yang meng- 
antarkan pada kemerdekaan Timor Leste menjadi negara sendiri dan berpisah 
dari NKRI. Meskipun menyisakan kekerasan dan trauma yang akut pada ba- 
nyak pihak, tidak pelak kemerdekaan Timor Leste mengakselerasi secara kuat 
tuntutan merdeka di Aceh dan Papua." 

Menurut David Brown,' suatu konflik kedaerahan mudah diatasi jika pe- 
merintah berlaku adil dan tidak memaksakan kehendak untuk kepentingan- 
nya sendiri. Brown berkesimpulan bahwa ada banyak faktor yang mendorong 
tumbuhnya nasionalisme etnik atau perlawanan daerah. Bukan hanya keter- 
pinggiran dan diskriminasi dalam ekonomi dan politik, melainkan dalam hal 
nilai dan etiket pemerintah pusat juga menjadi penyebab utama munculnya 
separatisme.” Menurut Brown, tidak bisa dimungkiri bahwa dalam suatu ne- 
gara pasca-kemerdekaan, pembangunan bangsa (nation building) selalu men- 
jadi prioritas pemerintah, namun bagaimana pembangunan bangsa itu dila- 
kukan perlu diperhatikan. Di suatu negara yang multietnik atau multination 
selalu terjadi pergulatan dalam proses pembangunan bangsa pasca-kemerde- 
kaan untuk memperkuat suatu rasa kebangsaan di seluruh wilayah negara. 


Namun, yang sering kali terjadi adalah mengamankan kepentingan pusat de- 


W Ketika itu muncul pula tuntutan yang sama di daerah-daerah yang selama Orde Baru merasa diperlakukan 
tidak adil, seperti Riau dan Kalimantan Timur. Lihat Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?” 
dalam Donald K. Emmerson (ed), Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, (Jakarta: 
Gramedia, 2001), hlm. 647-666. 

5 Ibid. 

16 David Brown, Peripheral Communities to Ethnic Nations, hlm. 51-77. 

1 Ibid, hlm. 77. 
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ngan kedok kesatuan bangsa melalui strategi asimilasi dan integrasi dengan 
cara sentralisasi dan penyeragaman yang dipaksakan, bahkan hingga terhadap 
nilai dan etiket keseharian." Situasi seperti itu justru memupuk keberanian 
mereka, dan sebaliknya pemerintah pusat biasanya mengambil jalan pintas 
sebagai alasan akan hadirnya militer dan kekerasan. 

Dalam situasi chaos pasca-Soeharto, visi kewarganegaraan dalam masya- 
rakat yang berkembang adalah visi emo% (tidak peduli) terhadap negara de- 
ngan cara melawan atau bersikap apatis. Menganggap negara tidak ada dan 
warga negara bertindak sendiri menuntut kehendak mereka dengan apa yang 
dalam literatur disebut sebagai insurgence citizenship.” Sedangkan negara atau 
pemerintah pusat mengukuhi hegemoni dan arogansi atas kebenarannya sen- 
diri. Presiden Habibie memang sudah merintis keterbukaan termasuk merin- 
tis dialog dengan perwakilan di kedua wilayah tersebut.” Namun, dalam wak- 
tu yang sama terjadi peningkatan kekerasan di daerah-daerah tersebut 
sehingga justru memicu peningkatan tuntutan merdeka dan respons kekeras- 
an yang juga meningkat di masa itu. 

Presiden Gus Dur di lain pihak secara jelas hendak membangun suatu 
strategi baru yang lebih peaceful dan dialogis serta menempatkan mereka seca- 
ra manusiawi dalam penyelesaian konflik—dalam kerangka sebagai sesama 
warga negara Indonesia. Di samping itu, dalam komitmen Presiden Gus 
Dur—tidak sebagaimana dalam kasus Timor Timur—ada keperluan untuk 
memastikan tetap bersatunya Indonesia di mana kedua wilayah tersebut tetap 
menjadi bagian dari Indonesia dan dalam praksis kerangka bhinneka tunggal 
ika.” Dibutuhkan keseriusan untuk menempuh pendekatan secara lebih saksa- 


“Ibid. 

™ Budi Hernawan, “Warga Melawan: Potret Identitas Agama Asli Nusantara”, dalam Ahmad Suaedy (cd), 
Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tentangan Kebinekaan Indonesia, (Jakarta: AWC-UI, 2017), hlm. 263-275. 

® Beberapa tulisan telah menyinggung tentang konflik di Indonesia seperti Jacquest Bertrand, Nationalism and 
Ethnic Conflict in Indonesia, hlm. 135-182. Lihat juga Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia: 
Jakarta security and autonomy policies in Aceh, (NY: Routledge, 2009). 

2 TAP MPR No. IV/1999 tentang GBHN menggariskan penyelesaian Aceh dan Papua dengan penghormatan 
HAM dan desentralisasi dalam kerangka NKRI. 
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ma, dengan empati dan dialogis, terhadap masyarakat kedua wilayah tersebut 
yang masih dalam suasana trauma represi dan kekerasan, guna mencari peme- 
cahan konflik secara damai. 

Pada pemerintahan Gus Dur pula Undang-Undang Otonomi Khusus 
Aceh dan Papua disusun secara intensif, meskipun kemudian ditandatangani 
dan diundangkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. UU inilah yang 
kemudian mengikat, di satu pihak Aceh dan Papua tetap menjadi bagian dari 
Republik Indonesia dan di lain pihak pemerintah pusat harus menyerahkan 
hak otonomi atau self-governance kepada masyarakat kedua wilayah tersebut. 
Penyelesaian model seperti ini oleh WF Danspeckgruber,? misalnya, disebut 
sebagai cara penyelesaian konflik separatis secara damai yang bersifat perma- 
nen atau abadi. Hal ini memberi isyarat bahwa langkah Presiden Gus Dur 
merupakan manifestasi dari pendekatan kewarganegaraan bineka, di mana te- 
tap menjadi bagian dari negara tetapi diberi hak otonomi dalam pengelolaan 
ekonomi, politik, dan kultural secara merdeka. Lebih dari itu, artikulasi ide ini 
dilakukan saat Gus Dur berada dalam posisi puncak kekuasaan sebagai presi- 
den, yang menjadi langkah penting dalam mencari penyelesaian secara damai 
di Papua dan Aceh yang bersifat permanen tersebut. Beberapa indikator pen- 
dekatan dan penerapan kewarganegaraan bineka tampak dari beberapa fakta 
seperti diuraikan berikut. 

Pertama, Presiden Gus Dur memperhatikan secara sungguh-sungguh tra- 
disi, budaya, dan kepercayaan kedua wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya 
penyelesaian konflik? Cukup alasan untuk meyakini bahwa isu budaya, aga- 
ma, dan tradisi menjadi pertimbangan utama dalam dialog dan juga untuk 


membangun rasa saling percaya (trust) di antara pemerintah pusat dan kelom- 


2 Wolfgang F. Danspeckgruber, Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance plus regional Integration: A 
Possible Solution to Self- Determination Claims” dalam Stefan Wolff and Mare Weller, (eds.), Autonomy, Self- 
governance and Conflict Resolution: Innovative approaches to institutional design in divided societies, NY: Routled- 
ge, 2005, hlm. 23-42. 

2 Ikrar Nusa Bhakti, http://wwwunisosdem.org/article- detail.php?sid-2482ccoid-3&caid-228xgid-3, (diak- 
ses pada 9 Mei 2014). 
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pok yang, oleh pemerintah Orde Baru, disebut separatis—dan kepada masya- 
rakat di kedua wilayah tersebut pada umumnya. Pendekatan Presiden Gus Dur 
terhadap ulama, kalangan Islam, tradisi di Aceh, serta kepala suku atau etnis, 
tradisi, dan pemimpin agama Kristen dan agama lokal di Papua sangat intensif 
dan menonjol. 

Kedua, Presiden Gus Dur juga memperlakukan para aktivis separatis seba- 
gai warga negara yang setara (eguality) dengan warga negara lainnya dalam 
dialog. Sebaliknya, di masa Orde Baru para anggota Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)—bahkan warga masyarakat 
Aceh dan Papua secara keseluruhan—dianggap sebagai musuh negara yang 
tidak boleh diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya, kecu- 
ali dibasmi atau mengakui bagian dari Indonesia. Karena itu, di masa Orde 
Baru pemerintah pusat melarang melakukan dialog apa pun dengan mereka. 

Ketiga, dengan menempatkan mereka sebagai warga negara yang sejajar yang 
sedang menuntut keadilan, Presiden Gus Dur melakukan dialog dan negosiasi 
secara langsung dan terbuka antara GAM dan OPM dengan RI.“ Keempat, Pre- 
siden Gus Dur juga secara terbuka berniat mendirikan pengadilan HAM untuk 
mengadili pelanggaran HAM masa lalu dan menghindari pengulangan di masa 
depan. Wilayah yang kasus pelanggaran HAM-nya paling menonjol yang di- 
lakukan oleh pemerintah dan aparat adalah kasus-kasus di Aceh dan Papua. 

Kelima, Presiden Gus Dur juga untuk pertama kalinya melibatkan kalang- 
an luar negeri atau internasional dalam negosiasi tersebut dengan pendekatan 
humanitarian, khususnya terhadap Aceh dengan melibatkan Henry Dunant 
Centre for Humanitarian Dialogue (HDC). Hal ini mengingat organisasi yang 
berpusat di Swiss tersebut adalah organisasi dialog dengan pendekatan huma- 


nitarian. Pelibatan fasilitator luar negeri atau internasional ini pada masa Orde 


3 HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review", Geneva: HDC, 2003; Pater Neles Tebay, 
Wawancara 28 Juli 2014. 

2 Robin L. Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia, Singapore: 
ISEAS, 2009, hlm. 135-137. 
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Baru dianggap tabu karena dianggap melakukan internasionalisasi konflik 
yang bersifat internal dan domestik. Presiden Gus Dur juga memperbolehkan 
anggota OPM yang diasingkan pada masa Orde Baru untuk ikut dalam perte- 
muan yang membicarakan masa depan Papua di Tanah Papua. 

Keenam, dalam waktu yang sama, Presiden Gus Dur juga melakukan apa 
yang oleh Donald K. Emmerson disebut sebagai diplomasi payung (umbrella 
diplomacy). Diplomasi payung ini dapat dilihat ketika Gus Dur melakukan 
diplomasi ke negara-negara tetangga dan negara-negara berpengaruh di dunia, 
untuk meyakinkan mereka agar tidak mendukung dan mengakui dua wilayah 
yang sedang menuntut merdeka tersebut untuk pisah dari Negara Republik 
Indonesia.” Sedangkan, ke dalam, Presiden Gus Dur justru memberikan per- 
lindungan, keleluasaan, dan kebebasan berbicara, berorganisasi, serta negosiasi 
secara terbuka kepada mereka. Meski demikian, ketujuh, Presiden Gus Dur 
memiliki keyakinan sendiri yang prinsipil dan batas kebijakan yang tidak bisa 
ditawar, bahwa seluruh usaha dialog dan negosiasi terhadap kedua wilayah Pa- 
pua dan Aceh tersebut tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Hal yang terakhir ini juga diungkapkannya secara terbuka 
oleh Presiden Gus Dur kepada kedua perwakilan wilayah tersebut dalam ber- 
bagai dialog.” 


2 Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?,” dalam Donald K. Emmerson, ed., Indonesia Beyond 
Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 647-666. 

* Dalam berbagai pembicaraan atau negosiasi, baik dengan perwakilan Aceh maupun Papua, Presiden Gus Dur 
menekankan akan kesatuan RI, namun memberi kebebasan berpendapat dan berkumpul kepada mereka. Kali- 
mat yang sering terlontar darinya adalah, berikan apa yang menjadi tuntutan mereka (kedua wilayah tersebut) 
kecuali merdeka. 
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urasi Gus Dur memimpin pemerintahan Republik Indonesia yang 
|B we memang membuktikan bahwa visi kewarganegaraan yang dia- 
dopsinya memiliki kontribusi penting. Lengsernya Gus Dur sebagai Presiden 
RI sebelum masa jabatan selesai juga mengakibatkan pendekatan dan usaha 
penyelesaian secara dialogis dan empatik atas konflik di Aceh dan Papua be- 
lum tuntas. Namun, melalui investigasi ini cukup bukti untuk menegaskan 
bahwa warisan fundamental pendekatan Gus Dur masih berlaku hingga saat 
ini. Sebagian—untuk tidak dikatakan sebagian besar—prinsip-prinsip dalam 
kebijakan Presiden Gus Dur yang telah ditanamkan dalam dialog, negosiasi, 
dan penyusunan draf RUU Otonomi Khusus (Otsus) kedua wilayah tersebut 
menjadi bagian dari isi UU Otonomi Khusus yang hingga sekarang masih 
berlaku. UU Otsus tersebut adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oto- 
nomi Khusus bagi Provinsi Papua’ dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang kemudian diperbarui dengan UU 


1 UU ini pernah didiskusikan untuk kemungkinan diubah menjadi UU tentang Otonomi Khusus Plus bagi 
Provinsi Papua. 
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Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari 
Kesepakatan Damai Aceh di Helsinki. 

Dalam kaitan negosiasi terhadap tuntutan gerakan separatis, Presiden Gus 
Dur menggunakan diskursus dan praktik kewarganegaraan. Isu yang sangat 
sentral dalam hal ini adalah pemeliharaan ikatan statehood, ikatan rakyat de- 
ngan negaranya. Upaya penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan de- 
ngan merawat dan memperkuat ikatan kewarganegaraan. Dalam konteks se- 
perti ini, kepala negara yang notabenenya juga kepala pemerintahan justru 
harus memperkuat empatinya terhadap sesama warga negara. 

Kewarganegaraan adalah suatu konsep memperlakukan sama dan setara 
(equality) bagi seluruh warga negara di sebuah negara dengan mengabaikan 
perbedaan etnis, agama, sosial, jenis kelamin, dan pandangan politik.” Namun, 
pada praktiknya dalam sejarah bisa terjadi peminggiran dan diskriminasi yang 
disebabkan oleh faktor-faktor politik dan perbedaan identitas serta ketidakse- 
tujuan terhadap sentralisasi." Demikian halnya dalam Islam, diskursus keseta- 
raan warga negara dalam suatu negara-bangsa sekalipun masih problematik 
dan kontroversial. Hal ini berkaitan dengan adanya tafsir atas konsep ummah 
dan zimmi' dalam Islam pada umumnya yang tidak sejalan dengan konsep 
kewarganegaraan. 

Sementara itu, di Barat konsep kewarganegaraan pasca-Perang Dingin 
juga mengalami perubahan dari awalnya penekanan pada hak-hak individu 
menjadi hak-hak kolektif.” Dalam hal ini, menarik untuk dikaji visi dan 


Bryan S. Turner, (ed.), Citizenship and Social Theory, Great Britain: Sage Publication Ltd., 1993. 
Bryan S. Turner, “Citizenship, Nationalism and Nation-Building”, dalam Gerrard Delanty & Krishan Kumar, 
The Sage Handbook of Nations and Nationlism, London, California, New Delhi: Sage Publication Ltd., 2001, 
hlm. 225-236. 
Kata ini bagian dari konsep ka>fir h}arbi> dan ka>fir zlimmi. Namun ka>fir hJarbi> memiliki konteks yang lain 
sehingga tidak dibahas dalam hal ini, Lihat, misalnya, Yasemin Nuhoglu Soysal, “Changing Parameters of Ci- 
tizenship and Claims-Making: Organized Islam in European Public Sphere”, Theory and Society, 26: 2007, him. 
509-527. 
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, NY: Oxford University Press, 
1995, hlm. 34-48, Renalto Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose California’, POLAR, Department of 
Anthropology, Stanford University, 1994, 17: 2, hlm. 57-63. 
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implementasi Gus Dur sebagai presiden yang juga seorang ulama Muslim 
dengan memberikan kedudukan setara terhadap masyarakat dan eksponen 
separatis Aceh dan Papua, yang mana mayoritas masyarakat Aceh adalah 
Muslim, sedangkan mayoritas masyarakat Papua adalah Kristiani dan ke- 
percayaan lokal. 

Presiden Gus Dur memerintah pada masa yang sangat awal periode Re- 
formasi. Masa ketika elemen-elemen utama Orde Baru, seperti militer, biro- 
krasi, Golkar, dan partai politik masih sangat kuat. Elemen-elemen Orde Baru 
tersebut juga ikut memainkan peran dalam usaha mengacaukan pendekatan 
Presiden Gus Dur di kalangan masyarakat dan anggota gerakan kemerdeka- 
an.° Karena itu, sebagai presiden, Gus Dur tidak bisa mengerahkan seluruh 
infrastruktur negara dan pemerintahan untuk pencapaian kesuksesan kebijak- 
annya tersebut. Dalam hal ini, Gus Dur lebih menonjol dalam memainkan 
peran dan inisiatif pendekatan personal dan kultural kepada mereka sebagai 
tokoh agama dan tokoh masyarakat di samping sebagai presiden.” Tidak ber- 
lebihan dikatakan bahwa Presiden Gus Dur menjadikan dirinya sebagai sema- 
cam personal guaranty—untuk tidak dikatakan martir, dalam proses tersebut. 
Dengan demikian, ada peran kepemimpinan dan pribadi Gus Dur yang me- 
nonjol dalam usaha pencarian penyelesaian konflik tersebut." 

Guna menuntun penelitian dan uraian buku ini, terdapat sejumlah per- 
tanyaan pokok sebagai pedoman penelusuran bacaan dan lapangan. Pertama, 
bagaimana visi Gus Dur tentang Islam yang mendasari upaya penyelesaian 
konflik Aceh dan Papua dengan mengedepankan kewarganegaraan bineka? 
Kedua, bagaimanakah implementasi visi Presiden Gus Dur tersebut dalam 


kewarganegaraan bineka? Dan ketiga, mengapa Gus Dur mengadopsi ke- 


Wimar Witoelar, No Regrets: Reflections of a Presidential Spokesman, Jakarta: Equinox Publishing, 2002. 
Greg Barton, Gus Dur the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, Jakarta: Aquinox Publishing, 2002, 
hlm. 292-294. 
Uraian tentang pemimpin dalam rekonsiliasi, lihat David Bargal, “Leadership and Reconciliation’, dalam Yaa- 
cov Bar-Siman-Toy, From Conflict Resolution to Reconciliation, New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 
125-147. 
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warganegaraan bineka dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua? 
Pertanyaan terakhir secara khusus dikaitkan dengan paham dan pandangan 
serta metodologi yang digunakan Gus Dur tentang Islam. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan teoretis menge- 
nai visi kewarganegaraan Presiden Gus Dur dan implementasinya dalam usaha 
penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan pemerintah RI secara damai de- 
ngan memperkenalkan kewarganegaraan bineka. Penelitian ini juga berusaha 
mencari jawaban mengapa Presiden Gus Dur mengadopsi kewarganegaraan 
bineka dalam penyelesaian masalah Aceh dan Papua tersebut. Sebagai sebuah 
kebijakan presiden, sebagian besar sepak terjang Presiden Gus Dur sudah ter- 
ekspos secara luas, baik di media massa maupun pembahasan di berbagai disku- 
si dan riset. Namun, sejauh yang bisa dilacak, penjelasan ilmiah hal tersebut 
masih terserak di berbagai tulisan yang saling terpisah. Ada sejumlah fakta da- 
lam dinamika yang belum terungkap sehingga sering terjadi salah pemahaman 
dalam melihat peran Presiden Gus Dur pada usaha damai Aceh dan Papua 
serta kesinambungannya. Misalnya, dengan keterbukaan dan komitmen keber- 
pihakan kepada mereka, Presiden Gus Dur dianggap membuka jalan bagi me- 
reka untuk merdeka. Hampir dua dekade setelah kekuasaan Presiden Gus Dur 
berlangsung, sudah waktunya untuk kembali menengok dengan perspektif yang 
lebih jernih dan dari jarak yang relatif dekat terhadap peristiwa tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pencarian formula implemen- 
tasi bhinneka tunggal ika dalam sistem demokrasi dan desentralisasi Indonesia 
dalam menjawab tantangan kini dan ke depan, serta menjadi bacaan akademik 
dalam usaha penyelesaian Aceh dan Papua. Juga memberikan bahan penga- 
laman atas pergulatan pencarian solusi konflik Papua dan Aceh dalam era 
transisi dengan tetap pada prinsip kebinekaan yang menentukan eksistensi In- 
donesia di kemudian hari. Hal itu sekaligus mengevaluasi kesuksesan dan ke- 
gagalan dalam usaha penyelesaian konflik secara dialogis dan damai untuk 
perbaikan demokrasi di Indonesia mendatang. Lebih jauh dari itu, temuan 
penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam pe- 


nyelesaian konflik vertikal di tempat lain secara regional ataupun internasional. 
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MERANGKAI FAKTA, MEMBANGUN CERITA 


Memang tidak mudah menggali jawaban ilmiah dari pertanyaan-pertanyaan 
tersebut mengingat hubungan saya dengan Gus Dur dan keluarga terlalu de- 
kat sehingga mungkin tidak mampu mengungkap kelemahan-kelemahan yang 
ada. Dan, ketika penelitian ini dimulai, Gus Dur sudah wafat sehingga tidak 
ada kesempatan untuk mengonfirmasikannya secara langsung. Penting untuk 
dikemukakan bahwa pertama-tama penelitian buku ini bermula dari peng- 
alaman saya secara pribadi dengan Gus Dur. Saya cukup lama bekerja sama 
secara dekat dengan Gus Dur, keluarga, dan orang-orang dekatnya, namun 
kedekatan itu terjadi justru ketika dia telah lengser dari posisi presiden. Hal 
itu memotivasi saya untuk mengangkat salah satu topik yang paling menarik 
dan menantang dalam salah satu penggal sejarah hidup Gus Dur, yaitu penye- 
lesaian konflik Aceh dan Papua secara damai di masa kepresidenannya yang di- 
kaitkan dengan pemikiran Islam-nya. Karena itu, tidak bisa dimungkiri adanya 
unsur subjektivitas saya dalam penulisan ini. Meskipun demikian, saya beru- 
saha mengikuti prosedur ilmiah dalam pencarian data, proses konfirmasi, check 
and recheck data, dan verifikasi informasi sesuai dengan standar ilmiah. 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu data dalam penulisan 
disertasi ini adalah data masa lalu sebagai data sejarah yang bersifat empiris.” 
Penelitian ini bersifat kualitatif dan menekankan pada data lapangan, baik do- 
kumen maupun wawancara, selain literatur. Dalam penelusuran data sejarah 
tersebut, tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan data.” Setelah 
menelusuri berbagai literatur yang membahas topik ini, kemudian dilakukan 
pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan. Ada empat jenis dokumen 
penting dalam hal ini. Pertama, transkrip hasil pembicaraan Gus Dur dengan 
para partner negosiasi dan berbagai dokumen keputusan serta pemberitaan 


media. Kedua, hasil berbagai pertemuan resmi pihak Aceh dan Papua. Doku- 


? Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam I, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 27. 
1 Thid., 105-06. 
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men ini pada umumnya berupa rumusan aspirasi mereka, baik yang dikeluar- 
kan secara resmi oleh organisasi maupun catatan pribadi serta pemberitaan 
media. Ketiga, dokumen tidak resmi, seperti selebaran. Keempat, dokumen hasil 
sidang-sidang di DPR RI yang membahas hal tersebut. Sebagian dokumen- 
dokumen yang disebutkan itu telah diterbitkan, meskipun dalam bentuk se- 
derhana. Sebagian yang lain masih berupa dokumen yang berserakan. Langkah 
berikutnya dalam pengumpulan data adalah wawancara dengan sumber-sum- 
ber utama atau mereka yang terlibat langsung dan para saksi mata, baik dari 
pihak pemerintah maupun dari pihak Aceh dan Papua atau GAM dan OPM, 
serta para peneliti atau pengamat dan wartawan. 

Wawancara intensif di Papua dan Aceh dilakukan secara bertahap dalam 
rentang waktu pertengahan 2014 dan akhir 2015. Namun, untuk kebutuhan 
kelengkapan dan konfirmasi dilakukan juga wawancara pada rentang 2016 
hingga pertiga awal 2017. Hal ini karena informan dan narasumber yang dibu- 
tuhkan dalam penulisan ini tidak hanya berada di satu tempat, tetapi di berba- 
gai tempat dan sebagian besar juga sangat sibuk. Bahkan, sebagian di antara 
mereka juga berada di luar negeri. Para informan dan narasumber penelitian 
ini pada umumnya tinggal di daerah Papua dan Aceh, sebagian di Jakarta. Be- 
berapa informan utama atau pelaku langsung yang tinggal di Papua dan Aceh 
diwawancarai di Jakarta ketika mereka kebetulan berada atau berkunjung ke 
Jakarta. Sumber berikutnya dalam pengumpulan data adalah pemberitaan, 
baik media cetak, radio, televisi, maupun media sosial. 

Tahap kedua adalah kritik sumber." Kritik sumber dokumen dilakukan 
dengan cara membandingkan dokumen dengan dokumen sejenis dari sum- 
ber lain. Namun, jika tidak ditemukan dokumen bandingan untuk menguji 
kesahihan dokumen tersebut, dilakukan cross-check dengan cara mewawanca- 
rai mereka yang terlibat atau para saksi mata. Mereka adalah para aktivis dan 
pemimpin di kedua wilayah di Aceh dan Papua, termasuk anggota DPR dan 


1 Ibid., 108-113. 
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MPR yang mewakili dua daerah tersebut. Kritik sumber dalam wawancara 
dilakukan dengan mewawancarai lebih dari satu orang atau informan, baik 
dari masyarakat Aceh atau kalangan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun 
masyarakat Papua atau kalangan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Wawan- 
cara juga dilakukan kepada para anggota DPR dari berbagai partai politik yang 
berbeda yang terlibat dalam pembahasan Aceh dan Papua, khususnya tentang 
RUU Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Wawancara juga dilakukan kepada 
para fasilitator, seperti para dosen universitas serta kalangan aktivis LSM dan 
gerakan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan, negosiasi, dan penyusunan 
RUU Otonomi Khusus. 

Demikian juga dalam hal pemberitaan, saya mengambil sumber lebih dari 
satu pemberitaan. Proses checking data tersebut hampir semuanya saya lakukan 
sendiri tanpa perantara asisten. Meski demikian, saya tidak punya kesempatan 
secara khusus mewawancarai pribadi Gus Dur untuk tujuan penelitian ini. Te- 
tapi, sejumlah pembicaraan dan berbagai kesempatan bertemu dan berdiskusi, 
baik secara bersama-sama dengan orang lain maupun secara pribadi, empat 
mata, atau dengan orang dekat Gus Dur, telah memberikan banyak latar bela- 
kang informasi dan bahan untuk kelengkapan penelitian ini. 

Untuk memberikan keyakinan atas sumber-sumber dan informasi terten- 
tu, wawancara juga dilakukan terhadap orang-orang dekat Gus Dur, meskipun 
bukan bagian dari struktur partai politik dan struktur pemerintahan di masa 
pemerintahannya, seperti asisten pribadi dan anggota keluarga. Hal ini penting 
untuk memberikan bandingan terhadap sumber-sumber lain. Dalam hal sum- 
ber yang bersifat on/ine untuk menghindari kedaluwarsa sumber tersebut, saya 
menulis tanggal akses dalam setiap sumber on/ine. Dari keseluruhan data ter- 
sebut, saya melakukan interpretasi dan kemudian ditulis menjadi buku ini.” 

Terdapat berbagai kesulitan dalam rangkaian penelitian hingga penulisan, 
terutama ketika melakukan kritik sumber sehubungan dengan jauhnya jarak 


2 Ibid. 114-10. 
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dari Jakarta ke Papua dan ke Aceh. Problem jarak ini saya atasi dengan cara 
mengunjungi informan dan narasumber secara bertahap. Jika cara pertama ti- 
dak bisa, saya melakukan wawancara ketika mereka sedang berada di Jakarta. 
Hal ini memengaruhi waktu pada lamanya penulisan buku ini. Kesulitan yang 
lain terjadi pada pengumpulan data dan menyistematikannya sehubungan de- 
ngan berbagai perpustakaan yang saya kunjungi lebih banyak berada di luar 
negeri, seperti di Kyoto University, Jepang, Deakin University, Monash Uni- 
versity; Melbourne University; serta Australian National University (ANU)— 
yang keempatnya berada di Australia. Di perpustakaan-perpustakaan tersebut, 
tidak semua data berupa buku dan dokumen, sebagian lainnya berupa broadcast 
atau suara dari radio dan microfilm yang hanya bisa dibaca dan didengarkan di 
tempat karena terbatasnya dana untuk menggandakannya. Meski demikian, 
hal ini sebagian bisa diatasi dengan cara mencatat. 


SISTEMATIKA PEMBAHASAN 


Pelacakan visi Gus Dur dalam merespons tuntutan merdeka Aceh dan Papua 
dalam perspektif Islam Nusantara perlu diawali dengan menemukenali Gus 
Dur itu sendiri. Setelah Bab I membahas latar belakang penulisan buku ini, 
Bab II hendak mengeksplorasi bacaan dan pustaka serta teori yang membahas 
Gus Dur dan kiprahnya dan perspektif tentang pendekatan dalam penyelesai- 
an konflik separatis Aceh dan Papua. Ini bertujuan untuk menjadi kerangka 
pembahasan tentang kewarganegaraan bineka yang menjadi ciri dari pende- 
katan dan pemecahan Presiden Gus Dur dalam perdamaian konflik Aceh dan 
Papua. 

Bab III hendak melacak watak pribadi Gus Dur: dialogis, persuasif, dan 
partisipatif sehingga memberikan landasan bagi ditemukannya kesepakatan 
damai yang mengikat. Dari telaah latar belakang kehidupan Gus Dur, teruta- 
ma luasnya penjelajahan keilmuan dan aktivismenya, dapat ditemukenali pola- 
pola pemikiran dan langkah-langkah politiknya yang keluar dari pakem. Dari 


telaah ini bisa dipahami visi kewarganegaraan yang kiranya akan diadopsi. Hal 
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ini memberikan pemahaman tentang modalitasnya yang kuat dan kemam- 
puannya untuk mengarungi perubahan-perubahan penting yang ia inginkan. 
Latar belakang keluarga, sosial, pendidikan, serta keterlibatannya yang menda- 
lam dalam dunia pesantren dan Nahdlatul Ulama adalah modalitas kuat untuk 
perubahan. Gagasan-gagasannya itu tidak bisa dipisahkan dengan evolusi per- 
gulatan politik dan kebangsaan organisasi. 

Bab IV membahas pemaknaan atas persoalan Papua dan Aceh, yang se- 
jatinya adalah krisis kewarganegaraan warisan Orde Baru. Gus Dur meman- 
dang bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui jalan text book 
atau konvensional kenegaraan yang ada saat itu. Pembahasan pada bab ini di- 
situasikan oleh warisan Orde Baru yang masih melekat pada era Reformasi, 
tidak hanya krisis ekonomi dan politik, melainkan juga krisis kebangsaan dan 
kewarganegaraan. Ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh sistem 
atau bahkan dikeluarkan dari permainan dan tidak mampu diakomodasi ke 
dalamnya, di antaranya adalah gerakan separatisme Aceh dan Papua. Gerakan 
itu tidak hanya berupa perlawanan politik, melainkan menjelma menjadi iden- 
titas etnis budaya dan kedaerahan yang mengancam kebinekaan dan kesatuan 
Indonesia. 

Bab V merunut konsekuensi dari temuan di Bab sebelumnya, didedikasi- 
kan untuk memaknai langkah-langkah Presiden Gus Dur dalam rekognisi atas 
masyarakat Aceh, kemudian dilanjutkan dengan realisasi respek. Jaminan ke- 
bebasan berpendapat dan berkumpul—dalam situasi tegang sekalipun—terha- 
dap mereka telah menumbuhkan partisipasi masyarakat sipil dalam pencarian 
jalan keluar dengan damai. Tantangan dalam menelaah kiprah Gus Dur dalam 
tataran ini adalah memaknai apa yang dilakukan Presiden Gus Dur, khususnya 
dalam mengendalikan TNI dan Polri untuk tidak reaktif dan merespons de- 
ngan kekerasan terhadap aspirasi mereka. Di tengah-tengah gejolak tersebut, 
pada akhirnya mereka menemukan jalan keluar sendiri melalui kesepakatan 
di antara mereka, yang disertai dialog intensif dengan pemerintah pusat atau 
Presiden Gus Dur. Gus Dur mengambil porsi komunikasi pribadi lebih besar 


dalam meyakinkan dan membangun kepercayaan bersama mereka karena wa- 
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tak birokrasi, partai politik, dan TNI masih lengket dengan watak Orde Baru, 
yang lebih sering menggunakan pendekatan keamanan. 

Pembahasan yang sama dilakukan pada Bab VI dalam kasus Papua. Watak 
masyarakat Papua dan OPM yang lebih terfragmentasi, tidak seperti GAM, 
membuat Gus Dur lebih intensif mengandalkan komunikasi pribadi dengan 
eksponen separatis dan representasi masyarakat Papua dalam dialog sembari 
mengendalikan TNI dan Polri untuk menahan diri dari kekerasan. Watak ge- 
rakan separatis tampak lebih keras di Papua ketimbang di Aceh, tetapi pende- 
katan pribadi Gus Dur berhasil membangun #rust di antara masyarakat Papua 
sendiri dan dengan pemerintah pusat. Sama seperti dialog atas Aceh, pada 
akhirnya masyarakat Papua memilih sendiri opsi otonomi khusus dengan me- 
ninggalkan opsi merdeka. 

Bab VII akan melakukan pemaknaan lebih lanjut, khususnya, dalam mem- 
bahas tentang dicapainya kesepakatan di antara masyarakat Aceh dan Papua 
sendiri untuk mengajukan RUU Otonomi Khusus dalam penyelesaian perma- 
nen konflik dengan pemerintah pusat dan pembahasannya di DPR. Meski- 
pun pembahasan cukup alot, baik dalam penyusunan draf di antara masyarakat 
Aceh dan Papua sendiri, maupun dalam pembahasan di DPR, namun pada 
akhirnya berhasil disahkan oleh DPR. Ketika Presiden Gus Dur lengser, RUU 
Otsus Aceh baru disahkan, sedangkan Otsus Papua baru diterima oleh DPR 
untuk dibahas. Meskipun pembahasan di fraksi-fraksi di DPR cukup alot, 
hampir tidak ada perubahan berarti dari draf sebelumnya yang disusun pada 
era Gus Dur hingga disahkan oleh DPR. 

Bab VIII menawarkan pemaknaan lapis lanjut, khususnya ketika Gus Dur 
melakukan berbagai upaya transformasi. Studi ini akan menelaah dan memper- 
temukan latar belakang Gus Dur sebagai pemikir Islam dan aksi politik yang 
telah melandasi perubahan-perubahan politik akomodasi yang dilakukannya 
atas Aceh dan Papua. Di bab inilah terlihat visi kewarganegaraan kultural. Pe- 
nelusuran ini memperlihatkan bahwa konsistensi Gus Dur dalam memperju- 
angkan hak-hak masyarakat terdiskriminasi dan terpinggirkan, seperti masya- 
rakat Aceh dan Papua, tidak hanya didasarkan pada keharusan sebagai seorang 
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presiden, tetapi juga keyakinan sebagai perintah agama Islam. Sebagaimana 
nanti dijelaskan, Gus Dur sendiri menyatakan bahwa untuk itu agama tidak 
hanya harus melakukan transformasi kepada masyarakat, tetapi juga harus me- 
lakukan transformasi terhadap dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri itulah 
cita kewarganegaraan diartikulasikan. Penafsiran atas Islam untuk demokrasi 
dan penegakan HAM tidak bisa dihindari meskipun harus bertarung dengan 
habitus lain yang dominan. Salah satu yang terpenting dari transformasi ini 
adalah metodologi post-tradisionalisme Islam yang mengantar pada integrasi 
Islam dan negara-bangsa Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai ideolo- 
gi bermasyarakat dan bernegara. Transformasi ini memberikan landasan lebih 
lanjut nantinya bagi langkah-langkah penyelesaian konflik Aceh dan Papua. 
Visi kewarganegaraan yang berbasis tradisi pemikiran non-tradisional inilah 
yang menjadi langkah paradoks dalam merespons tuntutan merdeka. 

Bab IX merupakan kesimpulan. Dengan terobosan-terobosan Presiden 
Gus Dur, tapak pemikiran Islam dan komitmennya yang tinggi terhadap 
kelompok rentan dan minoritas yang terdiskriminasi tampak jelas pula pada 
terobosan-terobosannya dalam pencarian jalan keluar untuk menyelesaikan 
konflik Aceh dan Papua. Sebuah pendekatan kultural atas penyelesaian konflik 
separatisme dengan lahirnya karakter kewarganegaraan kultural melalui proses 
rekognisi, respek, dan transformasi kelembagaan negara yang mengakomodasi 
mereka ke dalam sistem tanpa harus memaksanya untuk merdeka atau berpi- 
sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu menjamin terjadinya 
perdamaian yang permanen, baik ke dalam/domestik maupun keluar, regional, 


dan internasional. 
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VISI KEWARGANEGARAAN 
UNTUK ACUAN PENGELOLAAN 


KONFLIK SEPARATIS: 
AGENDA PELACAKAN 


“Question concerning whether and how cultural groups should be recognized in 
politics are among the most salient and vexing on the political agenda of many 
democratic and democratizing today.” 

—Amy Gutmann’ 


“Jadi kalau Pemerintah Pusat itu mau supaya rakyat di daerah-daerah itu setia 
kepada Negara Republik Indonesia lewat nasionalisme, maka Pemerintah Pusat 
itu termasuk DPR-nya yang sekarang harus memberikan manfaat, 
kesejahteraan, dan keadilan serta kebahagiaan kepada masyarakat- 
masyarakat itu tadi.” 

—Selo Soemardjan? 


1 Amy Gutmann, “Introduction”, dalam Amy Guttman, ed., Multiculturalism, Princeton: Princeton University, 
1994, hlm. 5. 


2 Pernyataan Prof. Dr. Selo Soemardjan yang disampaikan di depan Rapat Pansus Pembahasan RUU Otsus 
Papua, Sabtu, 28 Juli 2001. Tidak diterbitkan. 
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Presiden Gus Dur bertemu dengan para ulama Aceh di Aceh 
ketika membuka Pelabuhan Bebas Sabang, 25 Januari 2000. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


POTRET GUS DUR 
DALAM KHAZANAH PUSTAKA 


una membantu melacak keterkaitan antara visi dan implementasi Pre- 
Ga Gus Dur, pada bab ini akan ditelaah sejumlah analisis yang telah 
dilakukan dalam khazanah pustaka yang tersedia serta pemikiran dan kegi- 
atan Gus Dur. Namun, mengingat luasnya perhatian Gus Dur terhadap ber- 
bagai topik kehidupan, pelacakan dibatasi hanya pada yang berkaitan dengan 
topik bahasan buku ini. Hal itu dilakukan untuk mengerangka pengelolaan 
konflik, khususnya konflik separatisme, melalui kekuasaan yang dipegang- 
nya. Berikut ini telah diinventarisasi telaah sejenis yang telah tersedia dalam 
kepustakaan, baik dari simpul kajian Islam, kajian pemikiran tokoh, kajian 
konflik, maupun kajian sosial politik. Dari inventarisasi ini lantas terlihat 


sejumlah kategori. 


GUS DUR SEBAGAI MAN OF IDEAS 


Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang hampir tidak terkendala dalam mengar- 
tikulasikan ide-idenya, bahkan yang kontroversial sekalipun. Ia juga dikenal 
sebagai pemikir dan pemimpin yang selalu kritis terhadap kemapanan, ide, dan 
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sistem.’ Kenyataan tersebut bisa menjustifikasi Gus Dur sebagai man of ideas. 
Banyak ide yang dikemukakan, namun juga banyak praksis yang dilakukannya 
sering kali melawan arus atau out of the box. Hanya saja, Gus Dur tidak pernah 
menuangkan pemikiran dan praksisnya tersebut dalam bentuk buku yang run- 
tut dan utuh. 

Tulisan atau artikulasi pemikiran itu tersaji dalam berbagai media, jurnal 
ilmiah, rekaman pidato, wawancara, seminar, serta sidang-sidang dalam peng- 
ambilan keputusan. Namun, sebagian besar tulisan serta presentasinya tersebut 
pada akhirnya dikumpulkan dalam bentuk buku kumpulan karangan. Dengan 
kata lain, pemikiran Gus Dur yang diartikulasikan merupakan hasil dialektika 
dengan persoalan-pesoalan sosial dan politik riil yang berkembang—yang 
menjadi perhatiannya—serta mengedepan dan penting. Karena itu, pemikiran 
Gus Dur bisa didudukkan sebagai bagian dari pemikiran Islam yang berkem- 
bang dan merespons terhadap dinamika masyarakat, khususnya masyarakat 
Indonesia. 

Pelacakan terhadap bacaan dalam studi ini sebagian besar didasarkan pada 
enam buku yang mengodifikasi tulisan-tulisan Gus Dur, yaitu: pertama, buku 
Prisma Pemikiran Gus Dur? Buku ini merupakan kumpulan tulisan Gus Dur 
yang pernah dimuat di Jurnal Prisma. Buku ini bisa dikatakan merupakan re- 
fleksi kritis secara mendalam dari pandangan sosial politik dan keagamaan se- 
lama Orde Baru. Kedua, buku Mengurai Hubungan Agama dan Negara Buku 
ini secara komprehensif mengumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur dalam politik 
dan keislaman, baik secara teoretis maupun pengamatan terhadap perkembang- 


an politik Indonesia. Ketiga, buku Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan 


Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis, Yogyakarta: LKIS, 2010. Benny Subianto, 
“Abdurrahman Wahid: The Maverick Dissident Democrat”, dalam John Kane, Haid Patapan, and Benjamin 
Wong, ed., Dissident Democrats: The Challenge of Democratic Leadership in Asia, New York: Palgrave Macmillan, 
2008, him. 165-188. 

Abdurrahman Wahid, dalam Hairus Salim, ed., Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999. 

Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy, ed., Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Jakarta: Gra- 
sindo, 1999. 
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Transformasi Kebudayaan Buku ini merupakan kumpulan tulisan Gus Dur ter- 
utama di berbagai jurnal dari 1970-an hingga 1990-an. Keempat, buku Pergulat- 
an Negara, Agama, dan Kebudayaan? Buku ini secara khusus mengumpulkan 
tulisan-tulisan Gus Dur tentang kebudayaan. Keempat buku itu sebagian kecil 
memuat tulisan Gus Dur secara tumpang tindih satu dengan lainnya. 

Kelima, buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita.’ Buku ini merupakan kum- 
pulan tulisan-tulisan pendek Gus Dur di berbagai media massa dalam rentang 
waktu yang cukup panjang yang bersifat aktual sesuai dengan perkembangan 
sosial politik nasional dan internasional. Keenam, buku Kumpulan Kolom dan 
Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser” Buku ini mengumpulkan 
karya-karya Gus Dur setelah lengser dari kursi presiden hingga 2002. Meski 
demikian, berbagai tulisan, ceramah, pidato, dan buku kumpulan lain secara 
acak tetap menjadi acuan dalam riset dan penulisan buku ini." 

Dari keseluruhan telaah terhadap pemikiran dan aksi Gus Dur yang ter- 
kumpul dalam buku-buku tersebut dan buku lainnya, bisa disimpulkan bebe- 
rapa garis besar. Pertama, nilai spiritualitas keagamaan memiliki posisi lebih 
tinggi daripada keformalan, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan 
sosial, politik, dan kebudayaan. Misi sosial, politik, dan kebudayaan tidak ha- 
nya ditempatkan sebagai etos kerja, tetapi juga sebagai kewajiban atau misi 
keagamaan. Kedua, kepedulian pada masalah kemanusiaan, kesamaan manusia, 
negara, dan kesamaan warga negara memiliki tempat yang sangat penting da- 


lam pemikiran dan aksi Gus Dur. Ketiga, dua poin tersebut dalam Islam, me- 


Abdurrahman Wahid, dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, ed., Islam Kosmopolitan: Nilai- 
Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Institute, 2007. 
Abdurrahman Wahid dalam Penyunting Tim Desantara, ed., Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Ja- 
karta: Desantara, 2001. 
Abdurrahman Wahid dalam M. Syafi'i Anwar, ed., Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Jakarta: The Wahid Insti- 
tute, 2006. 
Abdurrahman Wahid dalam Imam Aziz, ed., Kumpulan Kolom dan Arikel Abdurrahman Wahid Selama Era 
Lengser, Yogyakarta: LKiS, 2002. 
Untuk melihat jumlah hampir seluruh karya Gus Dus, lihat Munawar Ahmad, [jitibad Politik Gus Dur, hlm. 
126-129. 
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nurut Gus Dur, merupakan amanat bagi seorang pemimpin. Tugas dan fungsi 
seorang pemimpin dalam Islam adalah memberikan pelayanan bagi rakyat de- 
ngan tanpa kecuali (tasarruf al-imam ‘ala ar-raiyyah manit bi al-maslahah), 
terutama hak-hak dasar (al-usal al-khamsah). 

Keempat, Islam harus mentransformasi dirinya (Gus Dur) untuk tujuan 
tersebut. Kelima, transformasi tersebut harus didasarkan pada tradisi Islam kla- 
sik dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat, sehingga tidak tercerabut dari 
misi awal ahl as-sunnah wa al-jama'ah (ASWAJA) dan lokalitas. Meski demi- 
kian, Gus Dur memberikan peringatan bahwa kepedulian pada tradisi jangan 
sampai mengungkung karena bisa membunuh kreativitas yang diperlukan un- 
tuk merespons perubahan. Keenam, pribumisasi Islam adalah simpul dari visi 
dan idenya tentang perubahan dalam konteks Indonesia. 

Sebagai man of ideas, Gus Dur dikenal gigih dalam berpandangan dan da- 
lam mengimplementasikannya, serta pada saat yang sama sangat sensitif terha- 
dap konteks dan ketidaksetaraan (ineguality). Karena pemikiran Gus Dur di- 
yakini sebagai respons terhadap persoalan-persoalan yang mengedepan dalam 
masyarakat, sejumlah pengamat menganalisis langkah-langkah yang diambil di 
masa pemerintahannya. Terhadap kiprah Gus Dur sebagai presiden, Marcus 
Mietzener’ dan Edward Aspinall” menilai bahwa bersamaan dengan keja- 
tuhan Gus Dur dari kursi presiden, seluruh reformasi yang telah dirintis dan 
dilakukannya ikut runtuh. Kejatuhan Gus Dur tersebut oleh Aspinall disim- 
pulkan karena ketidakkonsistenan pada komitmen demokrasi dan reformasi 
serta ketidaksediaannya mengambil langkah taktis untuk kompromi. Namun, 
ketidaksediaan untuk berkompromi itu juga bisa dimaknai sebaliknya, seba- 
gai keseriusannya untuk tidak larut dalam tindakan-tindakan pragmatis, demi 
memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. 


* Marcus Mietzener, “Abdurrahman Indonesia: Political Conflict and Institutional Crisis" dalam Grayzon 
Lloyd & Shannon Smith, Indonesia Today: Challenge of History, Singapore: ISEAS, 2001, hlm. 29-44. 
Edwards Aspinall, “Semi-Opponents in Power: The Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri Pre- 
sideney” dalam Edward Aspinall & Greg Fealy, Soebartos New Orde and Its Legacy: Essays in Honour of Harold 
Grouch, Canberra ACT: ANU Press, 2010, hlm. 119-134. 
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Dalam kegigihannya mengusung gagasan, Gus Dur tidak takut “memba- 
yar” risiko-risikonya. Aspinall mengatakan bahwa sangat sedikit reformasi 
yang dilakukan Presiden Gus Dur, kecuali yang sebelumnya sudah direncana- 
kan oleh Presiden Habibie. Gus Dur digambarkan tidak memberikan waris- 
an yang signifikan dalam pemerintahannya pada masa reformasi, bahkan dia- 
khiri dengan melawan reformasi itu sendiri.” Namun, sebagaimana nanti 
ditelaah lebih lanjut, ada perbedaan pemikiran dan ukuran Gus Dur sebagai 
presiden dengan sejumlah eksponen pemerintahan, terutama TNI, birokrasi, 
dan parpol-parpol. Kekukuhan dalam mempertahankan ide-idenya harus di- 
bayar dengan keberanian untuk mempertaruhkan risiko politiknya. Tidak 
mengherankan, Gus Dur tampil sebagai tokoh yang kontroversial. Dalam 
mengusung gagasan, sangat sering ia lebih peduli pada substansi daripada pro- 
sedur penanganannya. 

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat, Mietzner menengarai kegagalan 
dalam kebijakan reformasi karena Gus Dur lebih banyak menggunakan pende- 
katan personal dan non-prosedural dalam reformasi. Dalam reformasi TNI, 
misalnya, menurut Mietzner, Gus Dur telah mengabaikan struktur di dalam 
TNI yang sudah kukuh dan mapan ketika itu. Bukannya mengikuti alur struk- 
tur yang kukuh itu untuk mereformasi TNI, Gus Dur justru mendukung ke- 
lompok reformis di dalam TNI dengan didasarkan pada relasi personal yang 
malah memancing konsolidasi kelompok konservatif di dalam TNI, melawan 
kelompok reformis yang didukung Presiden Gus Dur tersebut. Hal itu menga- 
kibatkan rencana reformasi radikal di dalam TNI gagal dilakukan Presiden Gus 
Dur. 

Di balik kenyataan tersebut, sesungguhnya ada keterkaitan antara visi dan 
tindakan politik Gus Dur. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun ketika 


mengelola pemerintahan karena tidak jelas kawan dan lawan dan dalam situa- 


41 Edward Aspinall, Semi-Opponents in Power, hlm. 119-121. 
2 Ibid. 
© Marcus Mietzener, Abdurrahman Indonesia, hlm. 29-44. 
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si krisis serta banyak penghalang struktural pemerintahan yang mengadang- 
nya, bisa dicatat bahwa Gus Dur tetap berkomitmen pada pemikiran yang di- 
perjuangkannya. Gus Dur tidak menyerah dan tidak kehilangan akal dengan 
caranya sendiri menggunakan pendekatan ketokohan dan relasi pribadinya, 
dengan mengorbankan jabatan formalnya sekalipun. Ketokohan itu sendiri 
adalah modalitas dalam berpolitik untuk perubahan yang direncanakannya. 


KARAKTER IDE: MELAMPAUI DIKOTOMI YANG MAPAN 


Studi ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa apa yang dilakukan oleh Pre- 
siden Gus Dur tidaklah mudah diikuti oleh kebanyakan orang lainnya karena 
tidak terpaku pada sistem dalam kategori pemahaman umum. Kejernihan me- 
todologi yang diadopsinya membawa pada pemikiran yang melampaui katego- 
risasi yang mapan, karena thinking out of the box, Dari berbagai kajian pemikir- 
an Gus Dur disimpulkan bahwa pemikiran dan praksis Gus Dur ketika 
menjadi presiden tidak lepas dari latar belakangnya sebagai ulama Islam dan 
kehidupannya sebagai aktivis sosial politik. Menurut Esposito dan Voll," keti- 
ka menjadi presiden, Gus Dur berhadapan dengan beberapa arus, di samping 
otoritarianisme Orde Baru yang masih kuat, tuntutan perubahan, juga pan- 
dangan kritis dan penentangan dari kalangan Islam yang tidak sepaham, bah- 
kan dari dalam kelompoknya sendiri. 

Dalam studi ini akan diperlihatkan bagaimana sikap Gus Dur ketika ber- 
hadapan dengan kaum formalis serta konservatif dan neokonservatif Islam 
yang menginginkan integrasi Islam dan negara." Berdasarkan studi Esposito 
dan Voll, mereka menilai bahwa Gus Dur berbeda dengan arus utama pemi- 
kiran dan praksis Islam seperti modernisme, tradisionalisme, neomodernism, 


revivalisme, dan neorevivalisme, dengan menjulukinya sebagai ‘modern reform- 


& John L. Esposito and John ©. Voll, Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 2001, hlm. 
209-210. 
38 Thid. 
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er but not Islamic modernist.”° Studi tersebut menilai kekhasan Gus Dur ada- 
lah memiliki visi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) melalui transfor- 
masi keagamaan Islam.” Dengan visi itu, Gus Dur diyakini berada di luar 
dikotomi baik tradisionalisme vs. modernisme maupun neomodernisme dan 
neorevivalisme tersebut. Dalam pemikiran dan gerakan Islam, Gus Dur tidak 
termasuk dalam kategori yang mempertentangkan keduanya. Tradisionalis Is- 
lam umumnya mendasarkan pada teks-teks klasik dengan mengabaikan dina- 
mika dan tantangan kemodernan, seperti isu negara-bangsa dan demokrasi. 
Sedangkan kalangan modernis cenderung mengabaikan warisan intelektual 
Islam klasik dan lebih menekankan pada basis ideologis. Sementara revivalis- 
me hendak menghidupkan kembali Islam masa lalu sebagai kenyataan hari ini 
secara ideologis." 

Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang berwawasan luas dan terekspos pada 
berbagai pemikiran di dunia. Menurut Esposito, Voll, dan Barton,” pemikiran 
Gus Dur mendasarkan pada warisan intelektual Islam klasik sekaligus kon- 
tekstualisasi terhadap kemodernan serta tradisi yang hidup di dalam masyara- 
kat. Berbeda dengan temuan mereka, buku ini menempatkan pemikiran dan 
aksi Gus Dur ke dalam apa yang oleh Gellner,” Kersten,” dan Rumadi? sebut 
sebagai Islam post-tradisionalisme. Islam post-tradisionalisme adalah meto- 
dologi yang mendasari lahir dan berkembangnya Islam Nusantara. Menurut 
Rumadi, Islam post-tradisionalisme melakukan transformasi dan revitalisasi 


18 Ibid., 209. 

Lihat juga Robin L. Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia, 
Singapore: ISEAS, 2009, hlm. 135-137. 

"Ibid. 

1 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Ef- 
fendi, Ahmad Wabib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999. 

2 Ernest Gellner, “Post-Traditional Forms in Islam: The Turf and Trade, and Votes and Peanuts” dalam Dedalus, 
102: 1 Winters, 1973, hlm. 191-206. 

2 Carool Kersten, “Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indone- 
sia’, Shopia, DOI, 2015, hlm. 1-17. 

2 Rumadi, Islamic Post-Traditionalism in Indoensia, Translated to English by Rebecca Lunnon, Singapore: ISE- 
AS, 2015. 
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Islam, tetapi tidak meninggalkan tradisi, sehingga di dalamnya terkandung ke- 
berlanjutan dan perubahan.” Metodologi seperti ini oleh Djohan Effendi di- 
sebut sebagai “a renewal without breaking tradition.”** 

Dari literatur yang tersedia, digambarkan bahwa justru karena luasnya wa- 
wasan yang dimiliki, pemikiran Gus Dur terlihat selalu kritis terhadap hampir 
setiap kemapanan. Artinya, pemikiran yang dikemukakan memiliki berbagai 
relevansi. Munawar Ahmad yang membahas pandangan politik Gus Dur me- 
nyimpulkan bahwa visi politik Gus Dur memiliki daya kritis terhadap kema- 
panan, namun ide-ide politiknya tidak lepas dari latar belakang sosial politik, 
antropologis, dan juga kepentingan politiknya sendiri. 


MEMIMPIN: MENUNJUKKAN KOMITMEN PADA NILAI-NILAI 


Perlu ditegaskan sejak awal bahwa Gus Dur bukan hanya berperan sebagai 
pemikir dan aktivis, melainkan juga sebagai pemimpin. Ia memimpin dengan 
karakteristik kepemimpinannya yang khas. Hal ini berkaitan dengan caranya 
dalam melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan visi yang dimiliki- 
nya. Benny Subianto menjuluki Gus Dur sebagai pemimpin yang tidak kon- 
vensional (maverick) dalam kategori dissident democrat. Sedangkan, Munawar 
Ahmad memberi ciri sebagai seorang pemikir dan pemimpin yang selalu kritis 
terhadap situasi mapan.” 

Subianto menjelaskan bahwa Gus Dur adalah seorang pemimpin demo- 
krasi yang sering menentang kehendak kelompok pendukung atau umatnya 
sendiri untuk tujuan mencapai visinya tersebut. Dalam lingkup NU dan pe- 
santren, menurut Subianto, Gus Dur selalu menang melawan pengikutnya 


2 Ibid., hlm. 12-14. 

= Djohan Effendi, A Renewal Without Breaking Tradition, The Emergence of a New Discourse in Indonesias Nahd- 
latul Ulama During the Abdurrahman Gus Dur Era, Yogyakarta: Interfide, 2008, hlm. 90. 

3 Munawar Ahmad, Jjtihad Politik Gus Dur. 

3 Benny Subianto, Abdurrahman Wahid: The Maverick Dissident Democrat. 

Y Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur. 
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karena dirinya ditopang oleh modal sosial dan budaya yang kuat. Tidak ha- 
nya kecendekiawanan dan profesionalitas, tetapi juga tradisi darah biru dan 
dalam komunitas yang kental, NU dan pesantren. Namun, ketika Gus Dur 
berhadapan dengan politik nasional, seperti ketika menjadi presiden, diper- 
lukan modal sosial yang lain, misalnya kemampuan adaptasi dengan tuntutan 
pendukungnya untuk memenangkan pertarungan. Masalahnya, apakah de- 
ngan kekalahan kepemimpinan tersebut kalah pula dalam rencana transfor- 
masinya. 

Pertemuan ide dan praktik dalam diri Gus Dur dicatat oleh Nainggolan,” 
Jemadu,” dan Miller." Nainggolan melihat pentingnya pengaruh kebijak- 
an Gus Dur yang dialogis dan empatis atau Miller menyebutnya sebagai 
a non-military policy approach dalam menghadapi gerakan separatis." Hal 
ini sangat kontras dengan gaya berpolitik institusi-institusi Orde Baru yang 
terlibat dalam pengelolaan konflik yang selalu berkedok di balik jargon-jar- 
gon formalistik dan mendekatinya—gerakan separatis—dengan pemaksaan 
dan kekerasan. Dalam hal ini, akan ditunjukkan pula bahwa cukup banyak 
bukti bahwa Gus Dur bersungguh-sungguh berpihak pada supremasi sipil. 
Untuk itu, ia mengontrol peran TNI dan unsur-unsur Orde Baru, termasuk 
di dalamnya adalah keluarga Cendana, untuk tidak melakukan pemaksaan 
dan kekerasan.” 


2 Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform, hlm. 11-12; Octavianus Mote dan 
Danilun Rutherford, “From Irian Jaya to Papua: The Limits of Primordialism in Indonesia's Troubled East", 
Jurnal Indonesia 72, October 2001, hlm.115-140. Lihat juga Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Dillema 
of Nation-Building in Post-Socharto Indonesia: Case of Aceh", Asian Ethnicity, Volume 5, Number 3, October 
2004a, hlm. 328-230. 

® Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict” 
dalam Antony Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publishing, 
2004. 

2 Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia: Jakartas Security and Autonomy Policies in Aceh, New 
York: Routledge, 2009. 

3 Ibid, blm. 74. 

# Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform, hlm. 11-12. 
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Sikap politik TNI yang defensif terhadap perubahan, khususnya terhadap 
konflik di Aceh dan Papua—dalam studi-studi yang ada, misalnya Kingsbury,” 
Sukma,” dan Schulze*—sebetulnya mengakibatkan berlanjutnya konflik di 
Aceh dan Papua sebagai tempat untuk menyembunyikan kepentingan TNI 
yang menjadi bagian dari pembiayaan operasional TNI serta keuntungan pri- 
badi para jenderalnya. Kingsbury menambahkan, perlawanan TNI terhadap 
kebijakan itu juga disebabkan oleh berkembangnya anggapan di kalangan para 
pemimpin TNI sejak lama bahwa pemimpin sipil tidak kapabel, mudah terpe- 
cah belah, dan sering kali terperangkap pada sektarianisme.” Hal terpenting 
yang perlu dicatat dari sikap kepemimpinan Gus Dur dalam hal ini adalah ti- 
adanya kemungkinan TNI untuk dijadikan instrumen dalam mewujudkan pe- 
mikiran dan kekuasaannya. Karena itu, Gus Dur pun menggunakan kekuatan 
politik cadangan, yaitu ketokohan dan pengaruh pribadinya serta gerakan ma- 
syarakat sipil, termasuk untuk melawan TNI yang memiliki agenda sendiri. 
Tentu bukan untuk melemahkan TNI, justru untuk mendorong profesionalis- 
me TNI yang makin kuat, yang berarti pula memperkuat supremasi sipil. Un- 
tuk tujuan tersebut, Presiden Gus Dur, misalnya, telah menaikkan anggaran 
TNI dua kali lipat pada masa itu. 

Perlu diingat bahwa Gus Dur memimpin Indonesia pada saat negara dalam 
situasi krisis yang parah*’sehingga Gus Dur berkeinginan untuk menggenjot 
perubahan radikal. Nainggolan lebih jauh menunjukkan data kerugian material 
(kuantitatif) TNI yang disebabkan oleh reformasi radikal di sektor keamanan 


(security sector) yang mendasarkan pada supremasi sipil dan profesionalisme 


3 Damien Kingsbury, Power Politics and the Indonesian Military, London & NY: Roudledge Curzon, 2003. 

3 Rizal Sukma, Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons, Washington: East-West Center 
Washington, 2004. 

5 Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976-May 
2004" dalam Antory Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publis- 
hing, 2006. 

* Damien Kingsbury, Power Politics, hlm. 8-9. 

¥ Nordholt, N. Chulte, “Indonesia, A Nation-State in Search of Identity and Structure”, Leiden: Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkkenkunde 157, KTLY, No. 4, 2001, hlm. 881-901. 
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TNI oleh Presiden Gus Dur. Hal itu memancing dan mendorong reaksi kema- 
rahan dari TNI konservatif dan koruptif karena kehilangan sumber penghasilan 
ilegal. Namun, sesungguhnya di sisi lain Presiden Gus Dur juga menaikkan 
anggaran TNI untuk tujuan profesionalisme." 

Selanjutnya, sementara Miller,” Jemadu," Sukma," dan Schulze” menun- 
jukkan kepentingan bisnis keamanan TNI di Aceh, Mote dan Rutherford’ 
serta Peter King“ menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan backing an- 
tara Wakil Presiden Megawati dengan TNI berkenaan dengan adanya usaha 
menggagalkan pendekatan damai oleh Gus Dur atas Papua. Kecurigaan Wakil 
Presiden Megawati dan sebagian TNI garis keras di lingkarannya terhadap 
pendekatan dialogis Gus Dur disebabkan oleh adanya sikap terbuka dan per- 
lindungan hak mengemukakan pendapat dan berkumpul yang dijamin oleh 
Presiden Gus Dur terhadap masyarakat Papua dan Aceh. Dengan kata lain, 
Gus Dur memang hendak mengubah sistem politik ke arah supremasi sipil 
tanpa melemahkan TNI, melainkan mendorong TNI menjadi lebih profesio- 
nal. Tetapi sebaliknya, TNI menjadi merasa kehilangan kontrol atas keingin- 
annya untuk melestarikan konflik di Aceh dan Papua untuk kepentingan ke- 
lompok dan para jenderalnya.* 


% Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response, hlm. 143-146. 

» Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia, hlm. 2-3. 

© Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict” 
dalam Antony Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publishing, 
2004, hlm. 272-291. 

** Rizal Sukma, Security Operations in Aceh. 

® Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict October 1976-May 
2004” dalam Antory Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publis- 
hing, 2006, hlm. 225-271. 

#8 Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, hlm. 115-140. 

* Peter King, “Morning Star Rising? Indonesia Raya and the New Papuan Nationalism’, Jurnal Indonesia, Cor- 
nell University, 73, April 2002, hlm. 83-127. Lihat juga Titus Pekci, Gus Dur dan Masa Depan Papua: Hidup 
Damai Lewat Dialog, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013. 

“5 Ibid. Lihat juga Aleksius Jemadu, Democratisation, the Indonesian Armed Forces. Wawancara dengan Moh. 
Mahfud M.D., 28/01/2016. Lihat juga Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, 
hlm. 115-140. 
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MEMIMPIN SECARA EMPATIS: ACUAN MENGELOLA KONFLIK 


Sejauh ini tidak banyak kajian terhadap visi kepemimpinan Presiden Gus Dur 
yang dikaitkan langsung dengan pengelolaan konflik separatis. Namun, dari 
narasi sebelumnya terlihat bahwa dalam memimpin Indonesia, Gus Dur 
mengombinasikan pendekatan kultural dengan mengedepankan hubungan 
personal, serta menerapkan komunikasi setara, meskipun tidak bisa dimung- 
kiri ia berkedudukan sebagai presiden. Gus Dur menempatkan dirinya sebagai 
warga negara, sebagaimana warga negara yang lain, yang karena proses politik 
kemudian ia bertanggung jawab atas tegaknya visi kewarganegaraan. Hal ini 
tecermin dari obsesinya untuk menegakkan supremasi sipil. 

Presiden Gus Dur memberikan jaminan hak-hak berekspresi dan berkum- 
pul serta rasa aman kepada masyarakat di Aceh dan di Papua dalam dinamika 
politik dan tuntutan mereka yang ekstrem sekalipun di masa reformasi, asalkan 
tidak melanggar hukum dan tidak melakukan aksi kekerasan. Namun, bagi 
TNI dan sebagian politisi yang kontra, pendekatan Gus Dur tersebut diang- 
gap sedang memberikan angin segar bagi gerakan kemerdekaan dan karena itu 
dianggap membahayakan." Buku ini hendak menunjukkan bahwa jaminan 
kebebasan berekspresi dan berkumpul serta rasa aman yang diberikan oleh 
Gus Dur kepada masyarakat Aceh dan Papua justru mendorong terumuskan- 
nya aspirasi yang murni dan membangun saling percaya (trust building) antara 
pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh dan Papua. Jaminan kebebasan 
berekspresi dan berkumpul itu sekaligus memperkuat peran gerakan masyara- 
kat sipil." 

Ikrar Nusa Bhakti menunjukkan perbedaan pendekatan Presiden Gus Dur 
dengan presiden lainnya dalam merespons persoalan Papua dan Aceh. Pende- 
katan itu adalah pendekatan yang mencoba menundukkan masyarakat Papua 
secara psikologis dan kultural. Presiden Gus Dur, menurut Ikrar, mengguna- 


“ Octavianus Mote dan Danilun Rutherford, From Irian Jaya to Papua, hlm. 115-140. Peter King, Morning Star 
Rising? Indonesia Raya and the New Papuan Nationalism, hlm. 83-127. 
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kan pendekatan kultural dalam membangun kepercayaan (trust) masyarakat 
Papua dan Aceh mengingat gejolak Papua dan Aceh sesungguhnya berakar 
dari ketidakpercayaan (distrust), atau lebih tepatnya ketidaksalingpercayaan 
antara masyarakat Papua dan pemerintah." Ikrar menulis: 


“Presiden Gus Dur menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap kasus Irian Jaya mau- 
pun Aceh. Presiden Gus Dur bukan saja memberikan dana bagi diadakannya Kongres 
Nasional Papua II pada Mei 2000, tetapi juga mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua 
(9 


Muhammad Yusran Halmin” melihat bahwa meskipun ada kesalahan ter- 
tentu dari kebijakan Presiden Gus Dur sebagaimana presiden sebelumnya, na- 
mun pendekatan yang dilakukannya telah membawa perubahan yang signifi- 
kan untuk tujuan perdamaian dan keadilan. Kebijakan itu berbeda dengan 
kebijakan sebelumnya, terutama berkaitan dengan lahirnya UU Otonomi 
Khusus Aceh dan Papua yang memberikan hak dan demokrasi kepada rakyat 
ke daerah tersebut. Halmin menulis: 


‘Although Gus Dur, like his predecessor, made political blunders, there were a number of political 
development that changed the course of politic in Indonesia. A number of developments have also 
taken place with regard to West Papua issue and ultimately resulted in the introduction of a poli- 
cy of special autonomy.” 


Proses dan hasil yang sama terjadi pada Aceh dengan dibahasnya RUU Oto- 
nomi Khusus Aceh. Buku ini hendak menegaskan bahwa pendekatan personal 
dan kultural Presiden Gus Dur berimplikasi langsung pada tercapainya kesepa- 


' Ikrar Nusa Bhakti, http:/Avww.unisosdem.org/article. detail.php?sid-2482Xcoid-3&caid-22&gid-3 (Diak- 
ses pada 9 Mei 2014). 

# Ibid. Sesungguhnya, penggantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua telah dilakukan Presiden Gus Dur pada 
31 Desember 1999. 

58 Muhammad Yusron Halmin, “The Implementation of Special Autonomy in West Papua, Indonesia: Problems 
and Recommendations”, California: Tesis pada Naval Postgraduate School Monterey California, 2006, (tidak 
diterbitkan). 

51 Ibid, 33. 
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katan damai serta terbangunnya sistem akomodasi politik Aceh dan Papua me- 


lalui kewarganegaraan bineka atau kultural dan multikultural yang sebelumnya 


tereksklusi dan terdiskriminasi. 
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erdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa Gus 

Dur memimpin Indonesia dalam suatu situasi tatanan yang hegemonic, 
yang belum tersentuh oleh pembongkaran arus transformasi dalam heboh- 
nya reformasi. Reformasi terjebak pada hegemoni budaya bernegara yang 
mengandaikan negara serta-merta berubah ketika pucuk kekuasaan berubah. 
Namun, hal yang tidak disadari adalah, baik aparatur negara maupun warga 
negara, sebetulnya sama-sama terjebak dalam warisan cara berpikir state-cen- 
tric yang telanjur membudaya. Situasi ini tentu saja menjadi penghalang bagi 
Gus Dur untuk membawa Indonesia ke arah perubahan radikal yang diper- 
lukan dalam upaya keluar dari krisis akut tersebut. Karena itu, apa pun yang 
dilakukannya tidak akan tuntas untuk mengubah keadaan, tanpa menyentuh 
dan mengungkit ketidaksadaran yang begitu meluas dan juga mendalam 
yang ada dalam diri masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikut penelusuran 
mengenai watak dasar atau kekhasan dari peran Gus Dur dalam proses 


transformasi tersebut. 
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MEREDAM TUNTUTAN MERDEKA MELALUI KOREKSI VISI 
KEWARGANEGARAAN 


Buku ini disusun dengan memberanikan diri dalam memosisikan diri atau 
berpretensi berdiri di sebelah Gus Dur yang membaca persoalan dan mencari 
solusi yang masuk akal. Dengan meniti butir-butir pemikiran teoretis yang 
ada, studi ini berusaha menyimulasikan keadaan atas situasi krisis akut yang 
ekstrem. Sebagaimana telah ditemukenali dalam pelacakan bacaan di bagian 
sebelumnya, langkah Gus Dur tidak selalu—untuk tidak mengatakan sebagian 
besar—sejalan dengan pemikiran mainstream yang ada pada saat itu. Inkonsis- 
tensi dalam memandang persoalan di kalangan penyelenggara negara seperti- 
nya menjadikan negara tidak sensitif terhadap ketidakadilan yang inheren da- 
lam sistem yang sedang berlaku. Juga sebaliknya, warga negara tidak segera 
sadar bahwa sumber persoalannya adalah kerancuan konsep kewarganegaraan 
yang dirumuskan dan diimlakan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam konteks 
Papua dan Aceh, ada artikulasi kemarahan yang terabaikan, yang berbuntut 
pada perlawanan atas situasi ketidakadilan tersebut. Isi tuntutan tersebut ada- 
lah koreksi terhadap ketidakadilan, dan alamatnya jelas kepada negara—dalam 
hal ini pemerintah pusat. Sangat boleh jadi, tuntutan merdeka merupakan ar- 
tikulasi strategi high cal/—namun bisa juga harga mati jika tidak ada respons 
yang layak—agar ada koreksi yang berlangsung dan mendasar setelah kompro- 
mi di sana-sini. 

Negara, apalagi setelah mengusung jargon “NKRI harga mati”, sangat sen- 
sitif terhadap tuntutan sebagian rakyat untuk merdeka. Tuduhan makar terha- 
dap mereka yang melakukannya sudah cukup menjadi dasar untuk menghabisi 
setiap gejala dan gerakan yang muncul. Tetapi, apa salahnya kalau ketidakadil- 
an yang dikeluhkan memang benar adanya dan coba dikenali lebih rinci dan 
dalam. Dalam hal ini, perlu kiranya dilakukan penapisan persoalan. Kalaulah 
ada yang memang mati-matian memperjuangkannya, rasanya ada juga alasan 
untuk mempertimbangkan secara serius mengenai tuntutan merdeka tersebut. 
Ini berarti ada artikulasi kemarahan di sana. Dalam konteks inilah Gus Dur 
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merespons konflik separatis di Papua dan Aceh dengan sangat serius dan de- 
ngan caranya sendiri. 

Sebagaimana dibuktikan dalam bab-bab berikutnya, Gus Dur membaca 
persoalan Aceh dan Papua sebagai persoalan kewarganegaraan. Karena pang- 
kal persoalannya adalah visi kewarganegaraan, solusinya adalah koreksi terha- 
dap visi tersebut. Tantangannya, visi yang diadopsinya tidak populer, bahkan 
mungkin untuk di kalangan cendekiawan atau para intelektual sekalipun. Ka- 
rena itu, penelitian ini harus berdasarkan pada jalan pikiran Gus Dur, yang 
mana visi kepemimpinannya bertolak belakang dengan visi yang populer dan 
mainstream, yang operasionalisasinya mungkin justru akan semakin memper- 
buruk keadaan. 

Sebetulnya, istilah kewarganegaraan merujuk pada empat hal yang ber- 
beda dan berlapis, namun saling tekait. Berdasarkan ulasan yang dilakukan 
Stokke, misalnya, keempat hal yang dirujuk itu adalah: (1) kewarganegaraan 
sebagai status hukum, (2) kewarganegaraan sebagai keanggotaan atau afiliasi, 
(3) pengakuan hak-hak, dan (4) partisipasi sebagai ekspresi kewarganegaraan.! 
Karena merujuk pada aspek yang berbeda-beda dan masing-masing memang 
penting, pembahasan dan aktualisasi ide kewarganegaraan perlu menjangkau 
keempatnya. Ketika dipraktikkan, ternyata semuanya saling mengisi dan bisa 
sebaliknya, saling mengorbankan. 

Oleh karena itu, aktualisasi yang ideal adalah yang sanggup mengoptimal- 
kan keempatnya.? Ketika dipetakan dengan cara tersebut, visi kewarganegara- 
an yang dominan di Indonesia era Orde Baru nyaris formalistik semata. Dalam 
hukum besi sistem negara dan pemerintahan, kepedulian negara pada warga 
negara hanya pada tataran formalistik. Seluruh formalitas tersebut berada di 
tangan negara atau pemerintah, sedangkan warga negara hanya (diharuskan) 
mengikuti apa kata pemerintah—agar bisa menjadi warga negara yang baik. 


1 Kristian Stokke, “Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework" dalam Politics of Citizenhsip in 
Indonesia, eds., Eric Hiariej and Kristian Stokke, Jakarta: Obor, 2017, hlm. 25-32. 
2 Ibid. 
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Negara diberi legitimasi yang sah untuk menentukan dimensi-dimensi terse- 
but, sedangkan komitmennya hanya berhenti sampai formalistik. Negara yang 
bersifat otoritarian, dalam situasi konflik, bisa menentukan apa saja sesuai de- 
ngan keinginan pemerintahan. Orientasi penyeragaman dalam kewarganega- 
raan mainstream dan penentuan kewarganegaraan dilakukan oleh pemerintah. 
Penentangan terhadap penyeragaman tersebut bisa melahirkan keabsahan 
aparatus negara untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan yang mengaki- 
batkan eksklusi dan diskriminasi.* 

Dalam pandangan mainstream, suatu bangsa atau negara-bangsa hampir 
selalu dilihat, dengan mengacu pada tema yang digunakan oleh Pierre Bour- 
dieu,* sebagai suatu habitus yang tunggal. Ia melahirkan aturan yang seragam, 
disiplin, dan menuntut kepatuhan. Rezim kewarganegaraan mainstream yang 
dianut oleh negara dan pemerintahan bisa berupa habitus yang menindas ter- 
hadap habitus lainnya yang berbeda. Ciri kewarganegaraan mainstream adalah 
mementingkan formalitas dan indikator formal yang menjadi syarat bagi pe- 
nunaian hak-hak dasar lainnya, dan karena itu, lebih menekankan pada hak- 
hak individu daripada hak-hak kolektif; klaim hak atas identitas nasional yang 
seragam, serta; pemberian legitimasi pada negara sebagai pusat pengendali in- 
terpretasi dan indikator kewarganegaraan.” 

Dalam studi ini, ikatan kewarganegaraan (bisa dibahasakan dengan istilah 
nationhood) yang dalam skala subnasional justru menjadi basis penggalangan 
perlawanan. Represi yang dilakukan negara terhadap cara pandangnya sendiri ini 
harus diakhiri, meskipun tidak mudah. Cara berpikir kolektif yang seragam dan 
tidak disadari kesalahannya ini oleh Bourdieu disebut sebagai habitus dan oleh 
Faucault disebut sebagai governmentality. Dalam konteks ini, pengelolaan kon- 


Lihat, misalnya, Hannah Arendt, “The Declaine of the Nation-State and the End of the Rights of Man, 1951” 
dalam Sian Lazar, The Anthropology of Citizenship: A Reader, Oxford: Wily Blackwell, 2013, hlm. 38-39. 
Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis, Yogyakarta: Kanisius, 2016. 
Lihat juga Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, 2016. 
Sian Lazar, “Introduction” dalam Sian Lazar, The Anthropology of Citizenship: A Reader, Oxford: Wily Black- 
well, 2013, hlm. 1-22. 
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flik separatis di Papua dan Aceh mengharuskan Gus Dur keluar dari kungkung- 
an cara berpikir mapan dalam habitus negara atau pemerintahan yang dipimpin- 
nya sendiri, yang justru menjadi sumber konflik itu sendiri. Perubahan dalam 
bingkai habitus ini digalang Gus Dur dengan caranya sendiri. Dalam studi ini, 
hal tersebut dilabeli sebagai penegakan visi kewarganegaraan bineka. 

Visi semacam ini konsisten dengan kenyataan bahwa Indonesia sendiri 
secara historis memiliki kekhasan dalam kebinekaan dan multikulturalisme." 
Kebijakan penyeragaman telah menyingkirkan tradisi lokal dan kemandirian 
rakyat, juga menghilangkan ciri-ciri nasional dari kebinekaan dan multikul- 
turalisme tersebut. Menurut Shekhar,’ betapa pun kebinekaan dan multikul- 
turalisme menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, namun hal itu tidak bisa 
dianggap sebagai sesuatu yang given, yang tidak bisa terkikis. Karena itu, ka- 
rakter tersebut bisa berubah dan memudar karena perubahan, baik oleh dina- 
mika dan pergeseran di masyarakat maupun karena kebijakan pemerintah dan 
pengaruh dari luar. Dengan demikian, penghormatan dan pemberian ruang 
ekspresi yang luas terhadap tradisi lokal sesungguhnya adalah mengembalikan 
tradisi Indonesia itu sendiri yang bineka yang sebelumnya terkikis karena per- 
ubahan-perubahan tersebut. 

Pemberian kepercayaan diri kepada mereka secara kolektif oleh Presiden 
Gus Dur adalah dengan mengembalikan kebanggaan pada tradisi yang mereka 
miliki. Hal ini melengkapi komitmen Gus Dur terhadap pentingnya tradisi 
dalam transformasi masyarakat dan reformasi Indonesia. Dalam konteks ini, 
tertib politik yang menjadikan Indonesia tetap bersatu dikemas dalam konsep 
yang sangat dahsyat pengaruhnya dalam ikatan kultural dan kebinekaan serta 
saling menghormati dan tenggang rasa. Namun, konsep itu tidak lagi diperso- 
alkan—bahkan di era Reformasi—justru karena watak hegemoniknya. Konsep 
itu adalah “Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state)”. Pengakuan terha- 


* Vibhanshu Shekhar, The Politics of Islam, Nation Building and Development: Ethnic Violence and Terrorism in 
Indonesia, New Dehli: Dinamica Publishers, 2011. 
7 Ibid. hin, 15-17. 
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dap kedudukan dan arti penting warga negara, yang tidak lagi terpaku pada 
pemaknaan lama yang state-centric, justru memberikan kejelasan pada apa yang 
telah dilakukan Gus Dur: society-centric paralel belaka dengan bhinneka tung- 
gal ika atau kewarganegaraan bineka. 

Sebagai sebuah nation-state, Indonesia membutuhkan pemikiran yang me- 
nyeluruh, tidak parsial. Corak tersebut sejalan dengan kecenderungannya ber- 
geser dari state-centric ke society-centric, sehingga pemikiran tersebut tidak lagi 
hanya mengedepankan statehood dan abai terhadap kewarganegaraan (nation- 
hood). Penekanan yang hanya pada aspek state-centric bisa menyeret negara dan 
pemerintah menjadi gagal paham tentang apa yang negara bisa/seharusnya 
kerjakan untuk rakyatnya sendiri. Berdasarkan corak pemikiran yang diulas di 
bagian sebelumnya, pemikiran Gus Dur menjangkau keduanya. Pemikirannya 
terasa kontroversial lebih karena keberaniannya berbeda pandangan dengan 
mainstream yang sedang berlangsung secara hegemonik, bukan karena abai 
terhadap negara dan pemerintah. Kecenderungan untuk melebih-lebihkan arti 
penting represi justru akan menjadi insentif untuk memperkuat keberadaaan 
dan aksi perlawanan. Sebaliknya, dengan mengedepankan cita kewarganegara- 
an yang lebih menghormati warga negara dan memanusiawikan mereka mem- 
berikan mereka tanggung jawab kepada dirinya, yang berimplikasi pada gem- 
bosnya tuntutan merdeka justru dengan sendirinya. Rute pembuktian ini 


disajikan secara lebih detail dalam uraian berikut ini. 


BERCOKOLNYA STATE-CENTRISM: KERANCUAN NUANSA KE- 
WARGANEGARAAN 


Dalam studi ini, konsep nation-state dipinjam sebagai jembatan logika untuk 
memahami konstruksi pemikiran kewarganegaraan (citizenship) Gus Dur se- 
bagai presiden pada saat merespons tuntutan “merdeka” dari warga negaranya 
sendiri. Tuntutan merdeka ini niscaya tidak bergulir manakala negara terkelola 
dengan benar dan memiliki relasi yang baik, karena dengan demikian negara 
mendedikasikan kinerjanya untuk warga negaranya. Lebih dari itu, konflik 
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yang berlangsung semakin tidak governable manakala ada kesalahan mendasar 
dalam cara merumuskan kewarganegaraan dan salah berelasi dengan warga- 
nya. Konflik juga tidak akan mencapai tataran yang selama ini ada manakala 
tidak ada yang salah dalam mengartikulasikan kewarganegaraan. 

Ketika membayangkan Indonesia sebagai sebuah nation-state, secara har- 
fiah, ada dua istilah yang sama-sama penting, yaitu nation (bangsa) dan sta- 
te (negara). Keduanya hendak diwujudkan sebagai suatu kesatuan. Indonesia 
dibayangkan sebagai satu bangsa yang terkelola sebagai satu negara, berikut 
kebijakan dan sistem birokrasi pemerintahan yang dioperasikan untuk itu. Per- 
tanyaan yang penting dalam hal ini bukanlah perlu tidaknya Indonesia hadir 
sebagai nation-state, melainkan bagaimana statehood Indonesia harus dibicara- 
kan manakala artikulasi nationhood tidak memadai. 

Konsep nation-state berakar dari tradisi Eropa yang dibawa ke kawasan 
yang sekarang ini bernama Indonesia untuk menggelar kolonialisme. Dengan 
konsep inilah pemerintah kolonial menjalankan praktik kolonialistik. Wilayah 
kerja yang sekarang ini disebut sebagai yurisdiksi pemerintahan Indonesia se- 
jatinya adalah bekas teritori pemerintahan Hindia-Belanda. Memang tidak 
bisa diingkari adanya gerakan nasionalisme yang mengantarkan Indonesia 
pada pernyataan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tetapi, tidak bisa 
dimungkiri pula penentuan wilayah negara adalah dengan menentukan tapak 
teritorial dari praktik kolonialisme. Ketika mencanangkan kemerdekaan Indo- 
nesia, para nasionalis sejatinya merebut kekuasaan dari Belanda, namun tidak 
ada bukti bahwa dalam cara bernegara (menjalin relasi dengan warga negara) 
telah betul-betul melepaskan diri dari cara berpikir kolonial. Yang diikrarkan 
dalam proklamasi juga adalah “pemindahan kekuasaan”, bukan cara menggu- 
nakan kekuasaan secara berbeda. 

Selama ini, negara yang menetapkan kurikulum pendidikan dasar hingga 
pendidikan tinggi, dan wacana yang direproduksi adalah wacana yang mema- 
tuhkan dan menundukkan warga negara di hadapan negara. Alur pewacanaan 
yang sebaliknya sangatlah jarang, kalau #oh ada. Kontrol publik, termasuk en- 
couragement untuk memprotes kesalahan negara tidak dirancang secara khusus. 
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Jika ada, itu adalah tapak dari gerakan politik warga, bukan pendidikan yang 
secara baku dirancang oleh negara. Dengan kata lain, kewarganegaraan be- 
rangkat dari asumsi bahwa Indonesia memiliki penduduk, dan kepatuhan pen- 
duduk pada penguasa adalah hal yang esensial dan dianggap sebagai kunci 
utama. Dalam perspektif seperti itu, penduduk ini (seharusnya disebut warga 
negara) adalah objek kekuasaan negara, bukan penentu apa yang boleh/terla- 
rang bagi negara dan bukan pula penentu isi kebijakan publik. Hal ini adalah 
tapak dari kuatnya statehood dan lemahnya nationhood dalam konstruksi resmi 
kewarganegaraan sejauh ini. 


Dalam pemaknaan yang lebih demokratis, negara dan warga negara men- 
jalin relasi timbal balik: 


“Citizenship may be conceptualized as a bundle of rights and obligations that formally define the 
legal status of a person within a state. This formal status is important because it is from this legal 
basis that individual citizens claim entitlements to national resources through such institutional 
arrangements as retirement, unemployment provisions, social security, and welfare. There is an 
important reciprocal relationship between the possession of citizenship status and community 
membership. Because the modern state has been typically a national state, citizenship is derived 
ultimately from membership by birth within an ethnic community, where the entitlement to citi- 
zenship is typically inherited from parents." 


Keseimbangan hubungan timbal balik ini tidak menjadi tuntutan ketika 
pemerintahan berlangsung dalam tatanan otoriter yang memiliki dan meman- 
faatkan technology of truth.’ Ketika Presiden Gus Dur hendak menegakkan ke- 
rangka pikir untuk merespons tuntutan merdeka dari Papua dan Aceh, dalam 
tatanan seperti itu, yang harus dilakukan adalah menyiapkan dan mengguna- 
kan technology of truth yang sanggup menandingi dan mendekonstruksikan 
cara berpikir yang mapan itu.!' Melalui teknologi penentu kebenaran cara me- 


8 Bryan S. Turner, “Outline of General Theory of Cultural Citizenship", Culture and Citizenship, Sage Publica- 
tion, 2001. 

? Toby Miller, Technologies of Truth: Cultural Citizenship and the Popular Media, Minneapolis: University of 
Minnessotta Press, 1998. 

¥ Janice McLaughlin, Peter Phillmore and Dianne Richardson (eds.), Contesting Recognition: Culture, Indentity 
and Citizenship, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. 


54 


HEGEMONI MAINSTREAM VS. KONTRA PERSPEKTIF 


mandang—misalnya kurikulum pendidikan—warga negara berhasil dinor- 
malkan sebagai objek, bukan subjek, administrasi pemerintahan. Karena itu, 
yang dihadapi administrator adalah “penduduk” (sebagai entitas demografis), 
dan kalaulah ada nilai-nilai kewargaan yang hendak ditegaskan, penentunya 
adalah negara (dalam hal ini aparat birokrasi). 

Dalam banyak kasus, ketertiban dalam paperwork lebih dikedepankan da- 
ripada penghormatan terhadap diri yang autentik: warga negara. Warga negara 
bisa saja kehilangan hak di depan negara akibat administrator yang gagal 
mengadministrasikannya. Tiadanya KTP, misalnya, membuat warga negara 
tereksklusi dari pelayanan publik yang diselenggarakan negara, kehilangan hak 
pilih, dan sebagainya. Dalam tatanan ini, negara menjalin relasi dengan warga- 
nya melalui reproduksi wacana yang polanya ajeg (terus berulang tanpa gugat- 
an). Padahal, dalam tatanan yang seimbang, makna kewarganegaraan itu selalu 
dikontestasikan."' 

Technology of truth yang beroperasi telah menghilangkan kesadaran praktik 
dominasi. Pembelaan terhadap warga negara, dengan demikian, adalah dengan 
cara membawanya keluar dari tatanan dominatif. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa kewarganegaraan adalah produk dari proses kultural setempat. Dalam 
hal ini, kewarganegaraan bineka—sebagaimana kewarganegaraan kultural dan 
multikultural—memperjuangkan kelompok marginal dan minoritas yang ter- 
pinggirkan atau tereksklusi yang berjuang merebut tempat untuk kesetaraan 
berhadapan dengan kelompok dominan yang mengeksklusi.? Dalam kental- 
nya nuansa kultural ini, kewarganegaraan merangkai aspirasi-aspirasi yang mi- 


rip. Dengan demikian, kewarganegaraan bineka memiliki kandungan kultural 


!! Ruud Koompans, Paul Statham, Maro Giugni, Florence Pasy (eds.), Contested Citizenship: Immigration and 
Cultural Diversity in Europe, Minneapolis: University of Minnessotta Press, 2005. 

12 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California’, POLAR, Department of Anthropology, Stan- 
ford University, 1994, 17: 2, hlm. 57-63. Lihat juga Nick Stevension, Cultural Citizenship: Cosmopolitan Qu- 
estions, Britain: Open University Press, 2003, hlm. 7-8. Sian Lazar, “Introduction”, dalam Sian Lazar, The 
Anthropology of Citizenship: A Reader, Oxford: Wily Blackwell, 2013, hlm. 1-22. 
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dan multikultural, dan cara kerjanya inklusif (inclusive citizenship). Untuk 
mendalaminya, perlu kepiawaian dalam antropologi (the anthropology of citi- 
zenship). Semua itu memiliki kesamaan dalam dua hal: pertama, memberikan 
perhatian kepada kelompok tereksklusi tapi memiliki fokus yang berbeda, mi- 
salnya antara kelompok rentan pada umumnya dan secara khusus kelompok 
minoritas. Kedua, mereka memiliki kesamaan dalam memberikan tekanan ke- 
pada hak-hak kolektif lebih dari sekadar hak-hak individual.! 

Dalam pertarungan kekuasaan kewarganegaraan bineka ini, yang ditawar- 
kan oleh Presiden Gus Dur adalah habitus tertindas yang hendak merebut 
kekuasaan kesetaraan. Karena itu, habitus ini harus melakukan sosialisasi un- 
tuk akumulasi modalitas. Karena tidak mungkin mendapatkan modalitas dari 
negara, habitus tersebut melakukan wacana tanding (counter discourse) dan ge- 
rakan perlawanan. Meskipun memiliki kendali pemerintahan sebagai presiden, 
Gus Dur tidak serta-merta bisa memberlakukan kebijakan yang menyimpang 
dari kewarganegaraan mainstream untuk tujuan kesetaraan minoritas, dalam 
hal ini gerakan separatis pada saat itu. Ia harus mencari modalitas dan penya- 
tuan dengan habitus yang sejenis untuk melakukan pendobrakan dan meraih 
kekuasaan: kesetaraan. 

Kontestasi pengakuan inilah yang tampaknya dilakukan oleh Presiden 
Gus Dur dalam menghadapi tuntutan merdeka. Dalam hal ini, tidak hanya 
ditemukenali adanya kontestasi lokal (Papua dan Aceh) vs. nasional (Jakarta), 


tetapi juga kontestasi dalam domain pemerintahan nasional itu sendiri. Meng- 


2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, N.Y.: Oxford University Press. 
1995. 

M Naila Kabeer, “Introduction: The Search for Inclusive Citizenship: Meanings and Expressions in an Intercon- 
nected World”, dalam Naila Kabeer (ed.), Inclusive Citizenship, UK: Zed Books, 2005, hlm. 1-27. Lihat juga 
Daniel Muriel dan Gabriel Gatti, “The Management of Otherness Beyond the State: Integration Policis and 
Inclusif Citizenship as a Government Paradigm in the Basque Country”, dalam Ethnic and Racial Studies, 37: 
9, 2014, hlm. 1646-1663. 

3 Sian Lazar, “Introduction”, dalam Sian Lazar, The Anthropology of Citizenship: A Reader, Oxford: Wily Black- 
well, 2013, hlm. 1-22. 

» Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 
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apa demikian? Dengan menggunakan kerangka berpikir yang state-centric, 
tuntutan merdeka niscaya dilokalisasi sebagai persoalan di daerah (Papua dan 
Aceh). Namun, dengan menjernihkan visi kewarganegaraannya, muncul kesa- 
daran baru bahwa kontestasi ini justru merupakan langkah yang tidak tepat 
(destruktif). Kontestasi horizontal, khususnya bongkar pasang cara pemerin- 
tah nasional memaknai kewarganegaraan justru memberikan solusi yang logis. 
Bongkar pasang wacana merupakan sebuah keniscayaan. Perjuangan membela 
kewarganegaraan dalam visi yang lebih prowarga negara dilakukan dengan 
mengadopsi sejumlah bingkai wacana. 

Dalam ortodoksi pemikiran kewarganegaraan yang state-centric, jajaran bi- 
rokrasi pemerintah nasional sebetulnya sudah mengadopsi cara baku untuk 
memaknai kewarganegaraan. Karena cara yang harus ditempuh demikian ba- 
kunya, hal itu harus diubah dengan membongkar normalitas dalam memaknai 
kewarganegaraan. Menurut Bourdieu, keajekan relasi aktor-aktor pelaku per- 
tarungan itu—sebagaimana disebut sebelumnya—disebut sebagai habitus.” 
Dalam tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tersirat ada sta- 
bilitas dalam perubahan. Heterodoksi bergulir karena penggunaan berbagai 
bentuk modal yang berlangsung dalam—menurut Bourieu—berbagai field, 
akhirnya terbentuk suatu ortodoksi. Dalam konsep Bourdieu, habitus bukan- 
lah suatu individu biologis yang terpisah dari kelompok atau struktur sosialnya 
dan bukan juga kelompok sosial yang terdiri dari sekumpulan individu. Bour- 
dieu menolak melakukan pemisahan yang ketat antara individu dengan struk- 
tur-struktur sosial.“ Dalam konteks ini, gagasan nation-state tersirat dalam 
relasi antara negara dan warga negara. Dalam manifestasi seperti ini, dominasi 
cara pandang yang state-centric tidak atau belum banyak digugat. Kalaulah gu- 
gatan itu diartikulasikan, cara mengartikulasikannya seolah-olah tidak ada 


sangkut pautnya dengan kewarganegaraan. 


1 Richard Jenkins, Membaca Pikiran, hlm. 124-1130. Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran 
Kritis Post-Strukturalis, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 40-43. 
 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, hlm. 36. 
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Dalam habitus tersebut, demikian menurut Bourdieu, bisa terjadi domina- 
si dan, karena itu, dominasi tidak selalu berasal dari luar. Dominasi bisa berada 
dalam habitus itu sendiri. Tentu saja, sebaliknya, dominasi bisa terjadi antarha- 
bitus yang berbeda. Pemisahan antarhabitus tergantung unit habitus dalam 
suatu analisis. Bisa pula dalam habitus yang didominasi terdapat dominasi oleh 
habitus-habitus di dalamnya. Meskipun demikian, dominasi itu tidak selalu 
bersifat fisik, tetapi bisa berupa simbolis, seperti pengetahuan dan agama yang 
tidak selalu disadari oleh mereka yang terdominasi.”” 

Konsep kewarganegaraan (citizenship) mainstream berasal dari tradisi Barat 
sebagai basis bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia.” Konsep ini telah di- 
terapkan oleh Orde Baru, dan dalam buku ini dilihat sebagai habitus dominan 
yang menggunakan kekuasaan untuk menundukkan hak-hak rakyat Papua dan 
Aceh yang seharusnya memiliki hak-hak kultural. Kekuasaan bukan hanya di- 
paksakan dengan aparatus kekerasan negara, melainkan juga dengan apa yang 
oleh Foucault disebut sebagai kekuasaan panoptisisme.? Kekuasaan panopti- 
sisme adalah semacam hegemoni dalam konsep Antonio Gramsci,” yang 
menghipnotis kesadaran untuk patuh tanpa reserve. Secara historis, kewarga- 
negaraan mainstream merupakan elemen inti dari konsep nasionalisme (nation- 
alism) dan negara-bangsa (nation-state). 

Nasionalisme adalah ekspresi dari sebuah bangsa (nation) yang, dalam 
konsep negara-bangsa, memiliki batas geografis atau teritorial integrity yang 
pasti.” Kewarganegaraan ini mengandaikan adanya kesetaraan etnis, agama, 


bahasa, perbedaan sosial, dan jenis kelamin pada suatu negara dalam batas ge- 


¥ Thid., hlm. 38. 

2 Ibid, hlm. 39. 

2 Thomas Janoski, Citizensbip and Civil Society: Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and 
Social Democratic Regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, hlm. 12-24. 

2 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, hlm. 20-21. 

2 Antonio Gramsci, “State and Civil Society”, dalam The Anthropology of the State: A Reader, Victoria, eds. Arac- 
hana Shama and Akhil Gupta, Australia: Blackwell Publishing, 2006, hlm. 75-76. 

2 Kristian Stokke, Politics of Citizenship, hlm. 23-53. 

2 Roy E.H, Mellor, Nation, State, and Territory, NY: Routledge, 1989, hlm. 3-5. 
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ografis tertentu.” Kewarganegaraan juga berkaitan dengan keanggotaan dan 
partisipasi individu dan masyarakat sipil (civi/ society), yang mana keduanya 
memiliki kemerdekaan atau independensi untuk berekspresi dan mengorga- 
nisasi diri.” Janoski, misalnya, menyebut dua dimensi itu sebagai kewargane- 
garaan formal dan substansial. Semua hak tersebut, menurut Janoski, disertai 
dengan penunaian kewajiban antarpihak.” Dalam hubungan antara individu 
dengan negara, peran masyarakat sipil sangat penting sebagai “instituti me- 
diasi/ mediating institution” antara individu dengan negara.” Namun, dalam 
praktiknya tidak jarang masyarakat sipil justru diokupasi atau dihegemoni 
oleh negara atau pemerintah." 

Dominasi tersirat dalam cara mengomunikasikan persoalan termasuk da- 
lam penggunaan komunikasi simbolis. Dari cara mengomunikasikan itulah 
terbuka ruang untuk mempersoalkan hal-hal yang selama ini dianggap ma- 
pan.” Sebenarnya, makna kewarganegaraan selalu dikontestasikan, Karena itu 
pula, perjuangan pembebasan dan capaian kesetaraan kelompok tereksklusi 
juga bisa bersifat simbolik. Dalam konteks ini, bisa dipahami mengapa pe- 
ngibaran bendera Bintang Kejora simbol kebanggaan OPM dan bendera Bu- 
lan Bintang dasar merah sebagai kebanggaan GAM dalam perlawanan men- 
jadi hal yang dianggap penting oleh Gus Dur untuk ditarik dan bahkan 
dikeluarkan dari simbol perlawanan ke simbol budaya. Langkah Gus Dur ini 
kiranya sejalan dengan kecenderungan umum, di mana dialog antarkultural 
menjadikan kesepihakan negara terkoreksi, juga tebalnya muatan politik da- 
lam simbol tersebut oleh berbagai bentuk pendidikan kewarganegaraan yang 


2 Ibid, hlm. 3-31. 


7 Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society, hlm. 6-17. Lihat juga, Richrad Monch, Nation and Globaliza- 
tion, hlm. 10-14. 


2 Ibid, hlm. 8-11. 

? Richard Manch, Nation and Globalization, hlm. 6-7. 

% Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society, hlm. 12-14. 

x Ibid, 

® Heiko Hausendorf and Alfons Bora, Analysing Citizenship Talk: Discourse Approach to Politics, Society and Cul- 
ture, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006. 

5 Ibid, Richard Jenkins, Membaca Pikiran, hlm. 156-158. 
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gayung bersambut dengan penyeragaman pandangan yang dibawa oleh glo- 
balisasi.* 

Dengan menyadari adanya habitus dalam bernegara tersebut, kini bisa di- 
pahami mengapa state-centrism terus-menerus direproduksi oleh pemerintah, 
entah siapa yang menduduki kursi kekuasaannya. Yang perlu dikedepankan da- 
lam hal ini adalah bahwa dalam cara pandang yang state-centric ini, penentuan 
warga negara senantiasa didasarkan pada imaji “keutuhan teritori” Indonesia, 
yang sejatinya adalah tapak wilayah jajahan. Cara berpikir teritorialistik inilah 
yang menjadi isu sentral dalam membayangkan kewarganegaraan. Dalam set- 
ting seperti inilah Gus Dur memimpin Indonesia. Dalam setting seperti inilah 
visi humanis Gus Dur terbentur. Dalam setting seperti ini pula kepemimpinan 
ide yang menjadi watak Gus Dur teruji. Dengan mengacu pada stock of know- 
ledge yang teridentifikasi dari kepustakaan, Gus Dur tampak memanfaatkan 
kesempatan untuk membuat perubahan dengan menjadi dirinya sendiri: man of 
ideas. Dalam posisi sebagai man of ideas, ia berani pasang badan dengan keto- 
kohan yang dimilikinya untuk itu. Yang kemudian menjadi tantangan kajian 
adalah apa ide-ide yang diusungnya dan bagaimana ide-ide tersebut bermani- 
festasi dalam langkah dan kebijakannya ketika memimpin Indonesia (sebagai 


presiden). 


ANTARA AJARAN DAN KEBERAGAMAN 


Tidak perlu dijelaskan lagi, Gus Dur adalah tokoh politik dan sosial, dan juga 
pemimpin agama Islam yang kepedulian utamanya tertuju kepada yang lemah 
dan tertindas. Dalam kapasitas itu, ia dituntut untuk merepresentasikan ide 
dan nilai-nilai yang direproduksi dalam komunitasnya, termasuk ketika men- 
duduki kursi presiden. Dalam konteks itu, Gus Dur yang ditengarai sebagai 
pemikir dan praksis Islam post-tradisionalis memperlihatkan aktualisasi pemi- 


¥ Joseph Zajda, Holger Daun, Lawrence J Saha, eds., Nation-Building, Identity, and Citizenship Education: Cross- 
cultural Perspectives, Netherlands: Springer, 2009. 
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kirannya. Dalam seluruh pemikiran dan aksinya, meskipun respons terhadap 
tuntutan kemodernan sangat tinggi, ia selalu membangun argumen dari sisi 
spiritual keagamaan yang didasarkan pada ide-ide utama dalam Islam klasik 
sehingga tidak mudah terjebak pada doktrin statisme modernitas itu sendiri. 
Sering kali dalam waktu yang bersamaan, Gus Dur harus menunjukkan kele- 
mahan modernitas dan juga tradisionalitas dari sudut spiritualitas dan tradisi 
keagamaan tersebut. Implikasi dari cara berpikir seperti itu adalah kepekaan- 
nya pada aspirasi dan tradisi yang hidup di masyarakat setempat, dalam hal ini 
Indonesia atau keindonesiaan dan kebinekaan daerah. Karena kombinasi anta- 
ra ide maju tentang kemodernan dan kepeduliannya yang tinggi pada tradisi, 
sikapnya sering mengejutkan kedua belah pihak—kaum modernis dan kaum 
tradisionalis. 

Gebrakan ide dan aksi yang terus dilakukan Gus Dur pada akhirnya, 
membangun suatu habitus baru dalam komunitasnya sendiri yang tidak ter- 
bendung. Justru karena secara konsisten merepresentasikan dan mereproduksi 
ide-ide itulah Gus Dur benar-benar diterima kehadirannya sebagai tokoh pa- 
nutan. Oleh karena itu, yang penting untuk ditelaah selanjutnya dalam studi 
ini adalah aspek keberagamaan, bukan kebenaran ajaran atau nilai-nilai yang 
diusung Gus Dur. 

Dalam perspektif Bourdieu, perubahan habitus dimungkinkan oleh peng- 
gunaan berbagai bentuk modal oleh aktor. Selain modal simbolik yang dise- 
butkan sebelumnya, ada juga modal sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kon- 
teks ini, bisa dikatakan bahwa Gus Dur adalah figur yang memiliki berbagai 
modal yang diperlukan, dan juga bermain dalam berbagai field. Gus Dur lahir, 
dibesarkan, dan akhirnya menjadi tokoh sentral di dunia pesantren. Selain itu, 
diketahui juga Gus Dur memiliki banyak field untuk melakukan perubahan. 
Gus Dur turut berkiprah di berbagai gerakan, baik sebagai aktivis politik, bu- 
dayawan, politisi, maupun intelektual. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, bisa dipahami jika Gus Dur sa- 
ngat percaya diri dengan apa yang dilakukannya, juga percaya diri dengan efek 
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yang hendak diraih. Sebagai man of ideas yang berposisi untuk menggulirkan 
perubahan melalui kiprah kepemimpinannya, Gus Dur sangat kaya dengan 
ide-ide segar. Tidak sedikit ide-ide itu disampaikan secara aneh, misalnya de- 
ngan humor. Dengan cara penyampaian seperti itu, pesan-pesan yang hendak 
disampaikan mengena dan tidak jarang bersifat simbolik tapi berdampak nya- 
ta, dan kalau memang berbenturan dengan wacana yang ada, akan merangkai 
dan merangsang pemikiran secara dinamis. 

Mengingat sejauh ini pewacanaan kewarganegaraan terkunci sebagai wa- 
cana yang state-centric, visi kewarganegaraan ala kolonial tidaklah sulit dicari. 
Negara menentukan segalanya yang bersifat sentralistis sehingga menyumbat 
aspirasi rakyat dari bawah. Semua yang berbeda, apalagi yang menentang, di- 
anggap sebagai musuh yang harus dibasmi, bukan diajak berdialog dan diako- 
modasi. Istilah rakyat dalam konteks ini sering kali bertendensi politis semata 
karena menegaskan relasi kepatuhan negara kepada orang biasa, dan istilah 
“warga negara” direduksi menjadi penduduk dalam angka-angka. Birokrasi 
menggunakan istilah yang sarat dengan nuansa demografis ini muncul karena 
dengan menggunakan istilah itu, pelucutan kolektivitas rakyat bisa disamar- 
kan. Dengan demikian, relasi yang berlangsung menyembunyikan suasana pe- 
nindas-tertindas. 

Dalam pewacanaan itu, juga terlihat jelas bahwa dalam kasus Aceh dan 
Papua, respons negara dikemas dalam bahasa birokrasi. Persoalan di kedua 
provinsi ini dikemas sebagai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, 
yang mana pusat memperlakukan dirinya sebagai sumber legitimasi, bukan 
hanya dalam ekonomi, politik, dan budaya, namun bahkan—meminjam istilah 
David Brown—menghunjam dalam nilai dan etiket sehari-hari dengan me- 
rampas lokalitas. Di balik wacana birokrasi ini, seakan-akan tidak ada lagi alas- 
an untuk memprotes pemerintah pusat. Tidak ada kejujuran untuk mengakui 
bahwa mereka yang sedang menuntut kemerdekaan atau separatisme bisa dili- 
hat sebagai hubungan antara yang tertindas dan penindas atau tereksklusi dan 


pelaku eksklusi. Pertarungan atau perebutan tempat antara mereka yang ter- 
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eksklusi dengan kelompok dominan berada pada, menurut Bourdieu, arena 
(field) atau ruang sosial yang sama.” Indonesia dalam masa transisi akut bisa 
dilihat sebagai arena pertarungan tersebut. 

Bourdieu menggambarkan ruang sosial tersebut, dalam ilustrasi saya, ba- 
gaikan sistem tata surya di mana galaksi-galaksi terus-menerus bergerak saling 
berebut posisi mengelilingi matahari.” Namun, setiap galaksi di dalam orbit- 
nya juga berupa arena pertarungan habitus apa saja yang ada di dalamnya. 
Mereka saling bergeser dan berebut secara terus-menerus antara mereka yang 
tereksklusi dan terdominasi. Hal ini berbeda dengan pandangan Karl Marx 
dan marxisme”, misalnya, yang melihat kelompok sosial terdiri dari dua aktor 
yang punya posisi biner dan linier atas-bawah dengan pendekatan ekonomi, 
pemilik alat produksi, dan buruh. Sebaliknya, dominasi dan penindasan dalam 
arena sosial Bourdieu bisa bersifat lintas dan bergantian saling dominasi serta 
saling bertumpuk sehingga bersifat konfliktual yang bergerak dan kompleks." 

Dalam perspektif Marx dan marxisme, nyaris tidak mungkin menempat- 
kan seorang presiden pada posisi yang sama dengan mereka yang tertindas, 
berhadapan dengan aparatnya sendiri yang menindas. Namun, dalam perspek- 
tif Bourdieu, hal itu dimungkinkan dan hal itulah yang terjadi pada kasus relasi 
Presiden Gus Dur bersama dengan rakyat Papua dan Aceh yang dituduh sepa- 
ratis berhadapan dengan aparat pemerintah dan keamanan. Dengan demikian, 
relasi itu bersifat tidak linier dan tidak biner. 

Lalu, bagaimana Gus Dur mempertahankan gagasannya yang berbeda de- 
ngan kalangan mainstream ketika memaknai kewarganegaraan? Bagaimana 


pertarungan atau kontestasi tersebut berlangsung? Kebenaran dalam terma 


% Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, 2016, hlm. 124-125. 

* Penggambaran dengan sistem tata surya dari Penulis ini untuk menekankan bahwa arena sosial dan habitus 
dalam gambaran Bourdieu tersebut terus bergerak, tidak statis. 

3? Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis, Yogyakarta: Kanisius, 2016, 
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= Ibid., hln. 49-50. 
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Michel Foucault, misalnya, adalah kekuasaan (power).” Seiring dengan ide 
arena sosial Bourdieu, kekuasaan bagi Foucault juga tidak selalu berasal dari 
atas yang ditopang oleh seperangkat aparatus yang bersifat fisik. Kekuasaan 
dalam pengertian Foucault juga merupakan suatu hal yang bergerak secara 
terus-menerus dan tidak permanen sebagaimana pada ide Marx dan marxis- 
me, misalnya. Kekuasaan dalam pandangan Foucault terus bergerak sebagai- 
mana habitus dalam ide Bourdieu. Foucault mendefinisikan kekuasaan seba- 
gai, “(...) bukan suatu institusi, dan bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan 
yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks 
dalam suatu masyarakat.”* Dalam pemahaman seperti ini, bisa dicatat signifi- 
kansi pengambilan posisi dan pemikiran Gus Dur. 

Sampai di sini jelaslah bahwa kekuasan selalu diperebutkan, bahkan oleh 
seorang presiden dalam menggunakan kewenangannya sendiri sekalipun. Pre- 
siden Gus Dur harus berjuang untuk bisa berkelit dari dominasi pemaknaan, 
dari habitus yang memberikan privilege aparatur negara untuk mendominasi 
dalam state-centric tersebut.” Pertarungan kekuasaan tidak selalu bersifat fisik, 
tetapi bisa pula simbolik, dan oleh karenanya Gus Dur banyak menggeluti 
berbagai bentuk politik simbolik. Untuk melakukan pembebasan dan menca- 
pai kesetaraan, habitus perlu melakukan akumulasi kapital atau menjalin kesa- 
tuan dengan modalitas yang sejalan melalui apa yang, sekali lagi, oleh Bourdieu 
disebut sebagai sosialisasi.“ Dengan solialisasi, suatu habitus bukan hanya 
mengakumulasi modalitas, melainkan juga menyatukan kekuasaan antarhabi- 
tus. 


Dengan demikian, pembebasan dan capaian kesetaraan itu sesungguhnya, 


** Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, 12. Michel Foucault, Power Knowledge: Selected Interviews 
& Other Writing 1972-1977, ed. Colin Gordon, New York: Panthean Book, 1980, hlm. 109-133. Michel 
Foucault, Wicana Kuasa Pengertabuan, Ter}. Yudi Santoso, Yogyakarta: Bentang, 2002, hlm. 136-165. 

“ Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian, 12. Michel Foucault, Wacana Kuasa Pengetahuan, Terj. Yudi San- 
toso, Yogyakarta: Bentang, 2002, hlm. 150-151. 
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dalam pengertian Foucault, adalah perebutan kekuasaan untuk dominasi. Per- 
juangan dan kemenangan habitus kemudian mereproduksi habitus lain dan 
mengalami pergeseran dari yang “dibentuk” menjadi yang “membentuk” dan 
sebaliknya.“ Dalam pertarungan tersebut, masing-masing habitus memiliki 
modalitas atau kapital, baik ekonomi, politik, maupun budaya, dan bahkan 
agama.” Modalitas itu juga tidak selalu bersifat fisik, seperti ekonomi dan po- 
litik, melainkan bisa simbolik. Karena itu, dalam habitus, besar dan kecil atau 
kuat dan lemah bisa saling bergantian dan relatif serta kontekstual dalam per- 


tarungan tersebut. 


MERESPONS TUNTUTAN MERDEKA, MENEGAKKAN 
KEWARGANEGARAAN BINEKA 


Studi ini hendak mengusung dua tesis penting. Pertama, dalam menghadapi 
tuntutan merdeka yang diajukan oleh rakyat Papua dan Aceh, dalam dialog 
dan negosiasi, Gus Dur berpegang teguh pada visi kewarganegaraan bineka 
atau kultural dan multikultural. Oleh karena itu, kisi-kisi pelacakan visi kebi- 
nekaan atau kultural dalam pemikiran kewarganegaraan di balik langkah- 
langkah Gus Dur harus dirumuskan. Konflik separatisme (pusat dan daerah) 
yang berlarut umumnya disebabkan oleh ketidakadilan yang berlarut dan di- 
sertai dengan kekerasan dan ancaman.“ Hal ini telah melukai rasa kewargane- 
garaan yang dimiliki warga Aceh dan Papua. Mereka bukan hanya dipaksa 
untuk mengadopsi kewarganegaraan yang dibangun dan dikontrol dari tatan- 
an yang bukan hanya state-centric, melainkan juga bersumber dari sistem yang 
sentralistik, penyeragaman, dan tiadanya jalan keluar untuk mencapai kompro- 
mi.” Konflik seperti itu mengarah pada tumbuhnya identitas lokal yang me- 


* Ibid, hlm. 41. 

4 Ibid-hlm. 43-44. Richard Jenkins, Membaca Pikiran, hlm. 156-158. 

“ David Brown, “Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia’, Pacific Affairs, 61: 
1, Spring 1988. 
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nyerupai ikatan identitas etnisitas. Identitas etnisitas dalam hal ini terbangun 
bukan hanya dalam bentuk fisik dan given", melainkan bisa juga berupa ben- 
tukan melalui proses atau contructed karena penindasan.” Penindasan yang te- 
rus-menerus menimbulkan solidaritas dan membangun kesadaran perjuangan 
untuk berbeda dan berpisah dari pusat guna memusnahkan hegemoni. 

Kedua, untuk merespons tuntutan melepaskan kewarganegaraan main- 
stream yang menindas, Gus Dur mencari cara untuk merestorasi koyaknya cita 
kewarganegaraan yang selama ini cacatnya tidak disadari. Kewarganegaraan 
bineka yang ditegakkan itulah yang mendasari langkah-langkah yang ditem- 
puhnya semasa menjadi Presiden Indonesia. Dalam mendefinisikan kewarga- 
negaraan kultural yang dalam hal ini disejajarkan dengan kewarganegaraan 
bineka, misalnya, Renato Rosaldo mengatakan: 


“(...) refers to the right to be different (in terms of race, ethnicity, or native language) with respect 
to the norms of the dominant national community, without compromising one's to belong, in the 
sense of participating in the nation-states democratic processes.” 


Definisi ini setara dengan yang ditawarkan Kymlicka bahwa kewarganega- 
raan multikultural adalah menempatkan minoritas dengan semua kekhasan 
budaya dan tradisi yang dimiliki sebagai hak kolektif dalam kesetaraan di se- 
mua bidang. Kymlicka tidak memasukkan affirmative action, misalnya, sebagai 
bagian dari kesetaraan dalam kewarganegaraan multikultural karena hal itu 
justru cermin dari ketidaksetaraan." Untuk kepentingan telaah ini, cukup di- 
pahami bahwa minoritas harus disejajarkan dalam hak kolektifnya yang me- 
nyeluruh dan setara. Kymlicka menegaskan bahwa hak-hak kolektif dari mi- 


“ Lihat, Anthony D. Smith, National Identity, Nevada: Nevada University Press, 1991. Aceh, misalnya, meski- 
pun secara etnis tidak jauh berbeda dengan yang lain dan dengan etnis Jawa dan juga sesama Muslim sebagai 
mayoritas, tetapi karena penindasan kemudian muncul identitas etnis ke-Aceh-an sebagai perlawanan terha- 
dap dominasi Jawa. 
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noritas tersebut tidak menggantikan hak individu, tetapi kelanjutan atau 
langkah lanjut dari hak individu tersebut. Kymlicka menyebutnya sebagai “in- 
ternal restrictions and external protections” 2 

Perbedaan penggunaan julukan antara Rosaldo dan Kymlicka adalah 
bahwa kewarganegaraan kultural Rosaldo memotret semua kelompok yang 
tertindas dan tereksklusi, tidak pandang apa pun kelompok mereka terma- 
suk separatisme, sedangkan Kymlicka menekankan pada kelompok minoritas 
dalam arti sosiologis, bukan hanya dalam jumlah yang lebih kecil, melainkan 
juga mereka yang memiliki ciri-ciri khusus dari mainstream atau mayoritas dan 
dalam keadaan tertindas dan tersingkirkan.** Tidak terlalu simplistis kiranya 
jika kewarganegaraan bineka adalah kombinasi dari keduanya, mengingat di 
Indonesia bukan hanya ada minoritas yang dimarginalkan dan didiskriminasi 
karena perbedaan fisik yang bersifat given seperti masyarakat Papua—meski- 
pun latar belakang yang menyebabkannya bersifat lebih kompleks dari itu— 
melainkan juga kelompok yang tidak memiliki perbedaan yang bersifat given 
seperti rakyat Aceh. Rakyat Aceh bahkan tidak memiliki perbedaan agama 
dengan mayoritas masyarakat Indonesia, demikian juga secara etnis. 

Perlu ditegaskan bahwa visi kewarganegaraan bineka tidak dirumuskan 
berdasarkan formalitas dan formula hukum semata, tetapi digerakkan oleh 
hasrat untuk tampil dan berperan setara dalam keseluruhannya.” Sebagaimana 
ditawarkan oleh Rosaldo,” kewarganegaraan kultural diinspirasi oleh perju- 
angan masyarakat yang tersubordinasi. Mereka terkendala untuk mendapat- 


® Dengan kata lain, transformasi kewarganegaraan dari hak-hak individu ke hak-hak kolektif tidak dengan sen- 
dirinya menanggalkan jaminan hak-hak individual bagi masing-masing anggota komunitas kolektif tersebut 
atau keluar dari kerangka demokrasi liberal. Ibid., hlm. 34-48. 

S Hans van Amersfoort, “Minority” as a Sociological Concept", Ethnic and Racial Studies Volume I Number 2, 
April 1979, hlm. 218-34. 

% Timothy P. Daniels, Building Cultural Nationalism in Malaysia: Identity, Representations, and Citizenship, NY. 
& London: Routlege, 2005, hlm. 5. Nick Stevenson, Cultural Citizenship, hlm. 4-6. 

% Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California", POLAR, Department of Anthropology, Stan- 
ford University, 1994, 17: 2, hlm. 57-63. Renato Rosaldo, ed. Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: 
Nation and Belonging in Hinterland, California: University of California Press, 2003. 
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kan hak-haknya secara penuh dalam keseluruhan hak-hak kulturalnya.* Jelas- 
nya, cukup alasan untuk menegaskan bahwa Gus Dur sangat konsen dengan 
perjuangan-perjuangan warga Papua dan Aceh untuk keluar dari subordinasi 
yang menjadikan hak-hak mereka tidak bisa didapatkan dan bahkan terancam 
dihilangkan nyaris permanen. Dua indikasi penting dalam kewarganegaraan 
bineka atau kultural, menurut Rosaldo, adalah diakui (recognization) dan di- 
hormatinya (respect) kelompok yang terpinggirkan secara apa adanya dan kese- 
luruhannya dalam konteks kenegaraan.” 

Presiden Gus Dur tidak berhenti pada kedua elemen tersebut, melainkan 
bergerak lebih maju dengan apa yang oleh Jacques Bertrand™disebut sebagai 
transformasi kelembagaan negara untuk mengakomodasi kelompok-kelom- 
pok termarginalkan dan terdiskriminasi dalam kesetaraan pada suatu proses 
perubahan atau reformasi. 

Bersamaan dengan metodologi keislaman ala Gus Dur, Islam post-tradisi- 
onalisme, ketiga elemen tersebut akan dielaborasi di bagian berikut. 


% Renato Rosaldo, Cultural Citizenship, hlm. 57. 

5 Renato Rosaldo, “Cultural Citizenship in San Jose, California,” POLAR, Department of Anthropology, Stan- 
ford University, 17: 2, 1994, hlm. 58-62. 

S Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
Juga Jacquest Bertrand, “Ethnic Conflict in Indonesia: National Models, Critical Conjunetures, and the Ti- 
ming of Violence”, Journal of East Asian Studies 6, 2008, hlm. 425-49. 
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Bab 3 
DISKURSUS KEWARGANEGARAAN 
BINEKA DALAM ISLAM 
POST-TRADISIONALISME 


alam ilmu-ilmu sosial dijelaskan bahwa pasca-Perang Dingin terjadi di- 
1a perdebatan tentang diskursus kewarganegaraan (citizenship) an- 
tara paham kewarganegaraan konvensional atau mainstream yang menekankan 
hanya pada hak-hak individu sebagaimana dalam arus HAM universal dengan 
kewarganegaraan kultural’ atau multikultural’—dalam hal ini disebut kewar- 
ganegaraan bineka. Kewarganegaraan bineka hendak mengangkat hak-hak 
kolektif dan kelokalan ke tingkat yang sama pentingnya dengan hak-hak indi- 
vidu dan inheren di dalam konsep dasar kewarganegaraan itu sendiri. Selain 
membuktikan terbangunnya kesenjangan yang tak terjembatani secara global, 
kewarganegaraan mainstream di negara-negara berkembang seperti Indonesia 
justru melahirkan otoritarianisme dan penyeragaman yang paradoks dengan 


persyaratan demokrasi itu sendiri. Orde Baru dengan seluruh korbannya ada- 


Lihat Renalto Rosaldo, Culltural Citizenship in San Jose California, hlm. 57-63. Renalto Rosaldo, ed., Cultural 
Citizenship in Island Southeast Asia. 
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 
Vedi Hadiz & Richard Robison, “Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox”, 
The Journal of Development Studies, 41: 2, 2005, hlm. 220-241. 
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lah suatu sistem yang terbangun berlandaskan pada paham tersebut. Tanpa 
meninggalkan pentingnya hak-hak individu, kewarganegaraan bineka mendo- 
rong terbangunnya suatu skema baru mengenai kesetaraan dan keadilan. Da- 
lam uraian berikut akan dilacak sumber-sumber ketidaksetaraan dan obat yang 


ditawarkan oleh kewarganegaraan bineka. 


AKAR-AKAR KESENJANGAN DALAM KEWARGANEGARAAN 


Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, konsep dasar kewarganegaraan adalah 
kesamaan warga negara dalam segala hal, lintas etnis, agama, jenis kelamin, 
dan kelas sosial dalam lingkup teritori negara-bangsa. Konsep tersebut berasal 
dari Barat. T.H. Marshall*, misalnya, yang menformulasikan diskursus kewar- 
ganegaraan terkait dengan tumbuhnya tuntutan akan hak-hak sipil, politik, 
dan sosial dalam sejarah Eropa. Namun, dalam temuan Marshall, orang yang 
pertama kali merintis teori tentang kewarganegaraan dalam kelas sosial (socia/ 
class), dalam perkembangannya justru terjadi ketidaksetaraan dalam bentuk 
lain. Marshall menekankan bahwa memang pada mulanya kewarganegaraan di 
Barat merupakan penegakan kesamaan dan kesetaraan di mana pada masa fe- 
odal, realitas masyarakat didasarkan pada kelas bawah yang diposisikan sebagai 
budak (s/ave) dan kelas tinggi (/andlord) sebagai warga negara yang riil sebe- 
lum Pencerahan abad ke-18." Situasi itu kurang lebih sama dengan struktur 
masyarakat pada masa pra-kenabian Muhammad saw. Gejala ini telah direpro- 
duksi di berbagai belahan dunia melalui penyeragaman yang berada dalam 
jangkauan kolonialisme Eropa. 

Menurut Marshall, perkembangan akan hak kesetaraan ini mulanya dido- 
rong oleh kapitalisme. Namun, perkembangan lanjut dari kapitalisme justru 


* TH. Marshall, “Citizenship and Social Class Sauder", dalam Jeff Manza and Michael, Inequality and Society. 
NY: W.W. Norton & Co., 2009, hlm. 148-54. Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 1950. 

3 Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and 

Social Democratic Regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, him. 3. 

Ibid. Lihat juga https:/Avwwbritannica.com/topic/history-of- Europe/Landlords-and-peasants 
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berlawanan arah dengan prinsip kewarganegaraan itu sendiri dalam kepen- 
tingan kelas pekerja. Akibatnya, terjadi perang antara kapitalisme dan kelas 
pekerja, dan tentu saja akibat lanjutnya adalah kesenjangan dan ketidakadilan.” 
Kewarganegaraan juga harus dilaksanakan dengan pengakuan dan kesetaraan 
dalam politik dan hukum, serta sosial, budaya, dan psikologis, serta didukung 
oleh bukti-bukti resmi dan tidak membeda-bedakan." Namun, lanjut Marshall, 
tidak seperti diidealkan dalam konsep dasarnya, dalam ranah pekerja atau bu- 
ruh—ketika itu di Inggris pada pertengahan abad ke-20—ada ketidaksetaraan 
(ineguality) status dan perlakuan terhadap, setidaknya, kelas pekerja.” Marshall 
melanjutkan bahwa sesungguhnya praktik kewarganegaraan di Inggris telah 
tumbuh sejak pertengahan abad ke-17, dan meskipun saling terkait dan ber- 
dampingan dengan meluasnya kapitalisme, justru saling berpunggungan ke- 
pentingan. Berdampingan itu bukan dalam pengertian kesetaraan (eguality), 
melainkan justru ketidaksetaraan (inequality). 

Dengan menguatnya kewarganegaraan dalam kelas sosial pekerja, Mar- 
shall menyatakan bahwa abad ke-20 adalah abad perang antara kewarganega- 
raan dengan kapitalisme.” Sementara kewarganegaraan berkaitan dengan 
hak-hak sipil, politik, dan sosial, kapitalisme justru berkembang memunggungi 
penunaian hak-hak tersebut. Bentuk rekonsiliasinya, di Inggris ketika itu, ada- 
lah dengan terbentuknya apa yang disebut negara kesejahteraan (welfare state), 
berupa jaminan hak-hak sosial." Namun, perkembangan berikutnya dari ne- 
gara kesejahteraan tersebut adalah bahwa, sementara kapitalisme terus meng- 
alami perkembangan dan makin kuat, negara kesejahteraan itu sendiri justru 


meninggalkan penunaian hak-hak sipil di belakang karena tunduk pada kapi- 


7 TH. Marshall, Citizenship and Social Class, hlm. 150. 

* Ibid. 

* Ibid. 

10 Ibid, 

1 Paul Pierson, The New Politics of the Welfare State, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. Dick 
Houtman, “Welfare State, Unemployment and Social Justice: Judgement on the Rights and Obligation of the 
Unemployed”, Social Justice Research, 10: 3, 1977, hlm. 267-288. 
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talisme. Di sisi lain, kelas pekerja juga sesungguhnya mengalami penguatan 
pada dirinya melalui organisasi masyarakat sipil dan semakin memperkuat 
tuntutan penunaian hak-hak sipil tersebut. Maka keduanya saling berhadapan 
dan hasilnya adalah perlakuan yang tidak setara terhadap kelas pekerja.” Pada 
kenyataannya, negara yang—dalam negara kesejahteraan—bertugas memu- 
ngut pajak kapitalis untuk para pekerja justru tunduk pada tuntutan kapitalis- 
me internasional dan meninggalkan tugas kesejahteraannya. 

Marshall membagi tiga dimensi dalam kewarganegaraan, yaitu hak sipil, 
hak politik, dan hak sosial. Di Barat khususnya di Inggris, hak sipil telah tum- 
buh pada pertengahan abad ke-17 dengan adanya hak kepemilikan. Hak poli- 
tik tumbuh pada abad ke-18 dan 19 dengan adanya hak berkumpul serta ter- 
bentuknya parlemen dan partai politik dalam bentuk partisipasi dalam 
pemilihan. Sementara pada abad ke-20, tumbuh hak sosial dengan diakuinya 
hak-hak keuntungan bagi pengangguran dan adanya jaminan sosial seperti se- 
kolah dan kesehatan. Hak sosial tersebut berpuncak pada terbentuknya negara 
kesejahteraan (welfare state). Dengan kata lain, tumbuhnya ketiga dimensi 
hak dalam kewarganegaraan tersebut bermuara pada kebijakan negara atau 
bentuk pemerintahan serta partisipasi dan pengaruh warga negara dalam pro- 
ses tersebut. Dengan demikian, ada tiga unsur dalam satu tarikan napas kewar- 
ganegaraan, yaitu negara, individu, dan masyarakat sipil atau pengorganisasian 
masyarakat, apakah dalam dimensi sosial atau politik.“ Negara, dengan kata 
lain, memberikan kebebasan yang besar kepada indvidu dan masyarakat sipil. 

Namun, dalam garis neoliberalisme yang menjadi jalan dari ketiga dimen- 
si itu, hak sipil, politik, dan sosial mengasumsikan sesedikit mungkin campur 


12 TH. Marshall, Citizenship and Social Class, hlm. 151. Lihat juga Sian Lazar, “Introduction”, dalam Sian Lazar, 
(ed.), The Anthropology of Citizenship, hlm. 1-22. Juga Bryan S. Turner, Citizenship, Nationalism, and Nation- 
Building, hlm. 225-236. 

2 Marzhall, Citizenship and Social Class, hlm. 151. Lihat juga Bryan S. Turner, “Contemporary Problem in the 
Theory of Citizenship’, dalam Bryan S. Turner, ed., Citizenship and Social Theory, Great Britain: Sage Publica- 
tion Ltd., 1993, hlm. 6-7. 

1 Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society, hlm. 104-141. 
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tangan negara atau pemerintah terhadap implementasi dari pelaksanaan ketiga 
hak tersebut. Semakin sedikit campur tangan negara terhadap perilaku masya- 
rakat, individu, dan masyarakat sipil, semakin dekat penunaian (delivery) hak- 
hak tersebut pada kenyataan.” Namun, pada kenyataannya, dalam konteks 
globalisasi dan neoliberalisme, pemerintah justru makin banyak melepaskan 
tanggung jawabnya dalam tugas kesejahteraan sosial, seperti jaminan pendi- 
dikan dan kesehatan." Tugas-tugas itu kemudian diserahkan kepada swasta, 
dalam hal ini para pemilik modal. Pada ujungnya, negara kembali tunduk ke- 
pada kapital global dan bereaksi negatif kepada penunaian tugas-tugas dalam 
negara kesejahteraan.” Kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti pe- 
kerja atau buruh dalam teori Marshall justru terdiskriminasi dan termarginali- 
sasi (ineguality). 

Akibatnya, ketika terjadi benturan dengan kepentingan individu dan 
modal, negara cenderung lebih berpihak kepada pemilik modal dan mereka 
yang lebih kuat daripada hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Hal itu 
tidak hanya terjadi pada kasus per kasus, melainkan dengan sistematis serta 
melibatkan unsur-unsur negara seperti birokrasi, parlemen, dan partai poli- 
tik. Ini didukung dengan disusunnya perundang-undangan dan berbagai 
aturan untuk memperkuat posisi pemilik modal dan kepentingan kapitalis- 
me sehingga mendorong terbentuknya sistem politik dan pemerintahan yang 
timpang dan tidak adil mengikuti kepentingan pemilik modal dan kapitalis- 
me global. 

Masyarakat sipil adalah wahana tempat individu yang bebas dalam liberal- 
isme untuk mengorganisasi diri dan menegosiasikan aspirasi, baik dengan pe- 


milik modal dan pasar maupun dengan negara. Dalam negara kesejahteraan, 


15 “The ‘Liberal State: Civil Society and Welfare State in Nineteenth Century England”, Journal of Historical 
Sociology, 15: 1, March 2002, hlm. 114-119. 

16 Sallie A. Marston and Catharyne Mitchell, “Citizens and the State: Citizenship Formation in the Space and 
Time’, dalam Clive Barnett and Murray Low, ed., Spaces of Democracy, Geographical Citizenship, Participation 
and Representative, London: Sage Publication Ltd., 2004, hlm. 93-95. 

7 Ibid. 
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masyarakat sipil bekerja sangat efektif karena diberi peluang oleh negara untuk 
memerankan fungsinya sebagai “lembaga mediasi” antara negara dan masyara- 
kat sipil atau individu, kemudian aspirasinya diserap ke dalam kebijakan peme- 
rintah. Namun, dalam era neoliberal dan globalisasi, peran masyarakat sipil 
terinkoperasi atau dipaksa masuk ke negara dan pasar sehingga mereka tidak 
lagi membawa aspirasi dan tuntutan dari individu dan masyarakat sipil, mela- 
inkan tunduk kepada kemauan kapital sesuai dengan arah negara itu sendiri.” 
Dengan demikian, liberalisme dan neoliberalisme memiliki karakter otoritari- 
anismenya sendiri.” 

Marshall dan Turner melihat ketimpangan kewarganegaraan dalam per- 
spektif hak-hak individu, sedangkan Renato Rosaldo dan Will Kymlicka me- 
lihat ketimpangan dalam hak-hak kolektif. Menurut Renato Rosaldo dan Will 
Kymlicka, kewarganegaraan yang terlalu menekankan pada hak-hak individu 
mengabaikan hak-hak kolektif terutama bagi mereka yang lemah, marginal, 
dan minoritas. Akibatnya adalah termarginalisasikannya kelompok-kelompok 
minoritas dan kelompok-kelompok marginal tersebut. Kewarganegaraan bine- 
ka atau kewarganegaraan kulturaP'dan multikultural? dalam khazanah ilmu 
sosial lahir sebagai kritik terhadap konsep kewarganegaraan mainstream yang 
terlalu menekankan pada hak-hak individu dalam demokrasi liberal tersebut, 
sehingga mengabaikan kelompok-kelompok dan identitas kolektif yang lemah 
atau marginal dan minoritas.” Meski demikian, kritik dari konsep tersebut 
memang belum beranjak dari lingkup demokrasi liberal itu sendiri, melainkan 
hendak meletakkan hak-hak kolektif sama penting kedudukannya dengan 
hak-hak individu sebagai cara menutup kelemahan-kelemahan dalam demo- 


1 Susan D. Phillips, “Dual Restructuring: Civil Society and the Welfare State in Canada, 1985-2005”, British 
Journal of Canadian Studies, Vol. 25, No. 2, hlm. 162-180. 

Vedi Hadiz & Richard Robison, Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations, hlm. 220-241. 

2 Ibid. 

2 Renato Rosaldo, Cultural Citizenship in San Jose, hlm. 57-63. 

2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 

2 Renato Rosaldo, Cultural Citizenship in San Jose, hlm. 57-63. Lihat juga Will Kymlicka, Multicultural Citizens- 
bip. 
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krasi liberal.” Kritik dan aliran lain yang bertentangan dengan demokrasi libe- 
ral adalah Marxisme.” 


TIGA INSTRUMEN 


Instrumen yang digunakan untuk membangun skema keadilan baru tersebut, 
setidaknya menurut Rosaldo, adalah mengangkat dua nilai penting yang se- 
lama ini terlupakan dalam kewarganegaraan demokrasi dan HAM main- 
stream. Dua instrumen itu adalah pengakuan atau rekognisi (recognition) dan 
penghormatan atau respek (respect) terhadap seluruh eksistensi kultural dan 
kelokalan serta warisan yang mereka klaim sebagai hak kolektif (collective 
right). Namun, Gus Dur sebagai presiden dalam menangani konflik Aceh 
dan Papua, pada kenyataannya tidak berhenti hanya pada dua nilai tersebut, 
melainkan melangkah lebih jauh dengan apa yang oleh Jacgues Bertrand di- 
sebut sebagai transformasi kelembagaan (institutional transformation)” guna 
mengakomodasi dua nilai tersebut melalui disusunnya perundang-undangan 
sejalan dengan perubahan Konstitusi. Sehingga perubahan itu memiliki legi- 
timasi yang kuat dan, dengan sendirinya, menjadi bagian dari dan terabsorb- 


si ke sistem negara. 


1. Pengakuan (Recognition) 


Teori ketimpangan kewarganegaraan mainstream dari Marshall yang berba- 
siskan pada hak-hak individu tersebut kemudian oleh Rosaldo dan Kymlicka 
ditarik ke hak-hak kolektif. Menurut mereka, ketimpangan kewarganegaraan 
tersebut bukan hanya berbasis pada hak-hak individu, melainkan juga menimpa 
kelompok-kelompok minoritas dan marginal karena adanya kekhasan sejarah, 


2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 

* Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society, hlm. 6-8. 

* Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 

7 Jacquest Bertrand, Ethnic Conflict in Indonesia: National Models, hlm. 435-437. 
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kebudayaan, tradisi, kepercayaan, dan klaim atas wilayah tertentu.” Menurut 
Rosaldo dan Kymlicka, kewarganegaraan yang terlalu menekankan pada hak- 
hak individu dan mengabaikan hak-hak kolektif, terutama bagi mereka yang 
minoritas dan marginal, oleh Rosaldo disebut sebagai kewarganegaraan kultu- 
ral” atau Kymlicka menyebutnya kewarganegaraan multikultural.” Letak per- 
bedaannya, Rosaldo mengungkap ketimpangan hak kolektif dalam masyarakat 
marginal dalam berbagai bentuknya, sedangkan Kymlicka mengangkat masya- 
rakat minoritas atau kelompok yang diminoritisasi." Kedua masalah tersebut 
secara kombinasi menjadi ciri dalam kewarganegaraan bineka. 

Rosaldo, misalnya, mengkritik pandangan Ben Anderson dalam mema- 
hami nasionalisme melalui konsep imagined communities.? Konsep itu, menu- 
rut Rosaldo, berimplikasi pada seleksi terhadap siapa yang menjadi warga ne- 
gara dan tidak. Konsep itu hanya meliput warga negara yang bisa menjangkau 
atau dijangkau media massa mengingat Ben melakukan identifikasi dengan 
mengandalkan media modern setelah ditemukannya mesin cetak di Eropa. 
Konsep itu mengabaikan kelompok sosial yang tidak terjangkau oleh media 
massa. Karena itu, kewarganegaraan bineka atau kultural dan multikultural da- 
lam khazanah ilmu sosial lahir sebagai kritik terhadap konsep kewarganegara- 
an mainstream tersebut yang mengabaikan kelompok-kelompok dengan iden- 
titas kolektif yang lemah atau marginal dan minoritas." 

Pengakuan atau rekognisi dalam hal ini, sebagaimana dikonseptualisasi- 
kan oleh Charles Taylor,” misalnya, dapat disejajarkan dengan konsep honor 


2 Lihat juga misalnya, Nick Stevension, Cultural Citizenship: Cosmopolitan Questions, Britain: Open University 
Press, 2003, hlm. 7-8. 

® Renato Rosaldo, Cultural Citizenship in San Jose, hlm. 57-63. 

2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 

5 Istilah dan konsep minoritisasi (minoritization), lihat B.R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous Commu- 
nities of Mindanao and the Sulu Archipelago, Davao City: Alternate Forum for Research in Mindanao, 2004. 

* Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, Revised Edition, 
‘Twelfith impression, N.Y.: Verso, 2003. 

® Renato Rosaldo, Cultural Citizenship in San Jose, hlm. 57-63. Lihat juga Will Kymlicka, Multicultural Citizens- 
hip. 

* Charles Taylor, “The Politics of Recognition”, dalam Amy Gutmann, Multiculturalism: Examining the Polities 
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dalam pengertian di Eropa yang dimulai pada abad ke-17 ketika rakyat jelata 
mulai diakui sebagai pihak yang memiliki hak sipil, hak politik, dan kemudi- 
an hak sosial. Hal itu sejalan dengan uraian Marshall sebelumnya. Pada era 
Eropa feodal, kepemilikan properti, partisipasi politik, dan sosial dimiliki 
hanya oleh kelas tinggi atau pemimpin agama, kelas penguasa politik, dan 
penguasa tanah (/andlord).* Sedangkan rakyat biasa ditempatkan sebagai 
budak (s/ave) yang tidak memiliki hak apa pun. Jika diilustrasikan dalam 
sejarah Islam, bisa disejajarkan dengan perlakuan Nabi Muhmaad saw. da- 
lam apa yang oleh Al-Quran disebut sebagai tahrir ar-ragabah, pembebasan 
seseorang dari statusnya sebagai budak. Dengan pembebasan itu, baik pada 
kasus honor di Eropa maupun tahrir ar-ragabah pada masa Nabi Muhammad 
bertujuan untuk mengangkat semua manusia sehingga mereka memiliki de- 
rajat dan hak yang sama sebagai manusia dan warga negara sekaligus dari 


status budak sebelumnya. 


2. Penghormatan (Respect) 


Dalam konteks kewarganegaraan bineka, ketika kelompok terdiskriminasi 
dan teropresi telah diangkat dan disetarakan dengan warga negara lain de- 
ngan melibatkan institusi negara, terjadi proses pembebasan dan kesetara- 
an.“ Namun, pengakuan lebih memberikan dampak pada politik dan psiko- 
logis dalam kedudukannya sebagai manusia dan warga negara. Dampak itu 
akan berhenti jika tidak ada lanjutan berupa aksi dari pemerintah dalam ben- 
tuk yang lebih konkret, dari yang besifat fisik seperti pelibatan pada event 
politik secara nyata hingga nonfisik, seperti jaminan kebebasan berpendapat 
dan berkumpul serta rasa aman untuk menyampaikan aspirasi yang mereka 


inginkan. 


of Recognition, New Jersey: Princeton University Press, 1994, hlm. 25-73. 
3 [bid.,27. 
% Renato Rosaldo, Cultural Citizenship in San Jose, hlm. 75. 
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Dalam suatu situasi seperti terjadi di Aceh dan Papua, ada kondisi psiko- 
logis dan kenyataan adanya opresi dan trauma kekerasan, maka yang diperlu- 
kan adalah mengangkat kepercayaan diri dengan mendorong penggunaan ke- 
bebasan berpendapat, berkumpul, serta rasa aman. Dengan begitu, mereka 
akan mengeluarkan seluruh aspirasi mendasar tanpa rasa takut, baik aspirasi 
politik, kebudayaan, tradisi, maupun harga diri yang selama ini tersumbat. Ja- 
minan kebebasan dan keamanan tersebut diperlukan mengingat trauma yang 
dimiliki dan rasa tertekan yang akut. Jaminan kebebasan dan keamanan itu 
pula yang memberikan kemungkinan bagi terumuskannya secara sistematis 
aspirasi mereka. Dalam kasus Aceh dan Papua, setidaknya mulai November 
1999 hingga akhir 2000 sebelum Presiden Gus Dur dikuyo-kuyo oleh partai 
politik di DPR dan militer, memperlihatkan, bukan saja kembalinya perdebat- 
an terbuka dan substansial di antara mereka sendiri tanpa campur tangan pe- 
merintah pusat dan tanpa ancaman aparat keamanan, melainkan kebebasan 
tersebut juga menuntun disepakatinya pilihan otonomi oleh mereka sendiri 
tanpa paksaan apalagi ancaman dari pemerintah. Mereka tidak lagi menuntut 
merdeka. Keputusan ini mereka putuskan sendiri, tanpa campur tangan peme- 
rintah pusat dan tanpa ancaman dari aparat keamanan. Konsesinya adalah ru- 
musan aspirasi yang telah mereka rumuskan sendiri untuk diakomodasi ke 


dalam suatu sistem negara. 


3. Transformasi Kelembagaan (Institutional Transformation) 
Negara 


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Presiden Gus Dur dalam upaya penyele- 
saian konflik Aceh dan Papua tidak berhenti pada pengakuan dan penghor- 
matan eksistensial. Presiden Gus Dur bergerak lebih jauh dengan aksi konsti- 
tusional untuk mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi mendasar dari keduanya. 
Suatu legitimasi formal dalam formula yang baru setelah terjadinya transfor- 
masi melalui apa yang kemudian disebut sebagai UU Otonomi Khusus. Ako- 


modasi dan inserting aspirasi mereka ke dalam keseluruhan sistem telah mem- 
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berikan kedudukan baru bagi mereka dalam konteks status kewarganegaraan 
bineka sebagai suatu sistem bernegara yang berwajah multikulturalisme alias 
bhinneka tunggal ika.” 

Seluruh konseptualisasinya dilakukan oleh mereka sendiri dengan inde- 
penden dan penuh partisipatif dalam suatu perdebatan yang tidak kalah seru di 
antara mereka karena berbagai kecenderungan di dalamnya. Konseptualisasi 
tersebutlah yang kemudian mengantarkan pada pilihan otonomi atas kesadar- 
an mereka sendiri, tentu dengan pengawalan masyarakat sipil yang kuat yang 
terbentuk bersamaan dengan dinamika dan dialektika kebebasan dan jaminan 
rasa aman yang melahirkan pilihan otonomi tersebut. Transformasi tersebut 
berupa terserapnya hampir seluruh aspirasi masyarakat Aceh dan Papua ke 
dalam UU Otonomi Khusus kecuali aspirasi merdeka atas kesadaran mereka 
sendiri. Dalam pembahasan RUU tersebut di DPR, substansi dan tahapan- 
tahapannya dikawal oleh suatu gerakan sipil yang terkonsolidasi, termasuk ele- 
men-elemen dalam partai politik di mana di dalamnya terbentuk Kaukus 
Anggota lintas fraksi dalam parlemen dari kedua wilayah Aceh dan Papua 


tersebut. 


Islam dan Kesetaraan Warga Negara: Islam Post-Tradisional- 
isme dan Kewarganegaraan Bineka 


Perdebatan tentang kewarganegaraan di dalam khazanah Islam bahkan belum 
selesai pada aras yang lebih mendasar, “kesetaraan warga negara”, hingga saat 
ini. Dalam diskursus keilmuan Islam, persamaan warga negara (eguality) di 
dalam negara-bangsa bahkan di dalam dunia Islam sekalipun masih diperde- 
batkan antara mereka yang berpandangan ideologis-teokratis dengan mereka 


Dalam teori inklusi sosial, suatu proses perubahan atau transformasi akomodasi terhadap kelompok termargi- 
nalkan yang berhasil akan membangun suatu sistem baru yang berakhir dengan akomodasi yang bersifat formal 
yang dilindungi oleh regulasi atau UU yang menyetarakan mereka dengan warga negara yang lain. Lihat Semiar- 
to Aji Purwanto dan Ahmad Suaedy, (eds.), Pengantar”, dalam Tata Kelola Pemerintah Inklusif dan Inisiatif Lokal, 
Jakarta: Abdurrahman Wahid Center-UI, 2017, Cet. II, hlm. 1-25. 
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yang berpandangan ideologis-sekuleris dan di lain pihak ada yang berpan- 
dangan kultural-reinterpretatif. 

Mereka yang mendasarkan pandangan pada ideologis-teokratis umumnya 
hendak membedakan antara warga negara Islam dan non-Islam berdasarkan 
pada doktrin ortodoks zimmi dan ummah, meskipun mereka mengakui adanya 
konsep negara-bangsa yang berlaku. Konsep negara-bangsa yang mereka teri- 
ma tidak menghapus keharusan supremasi Muslim atas non-Muslim—dengan 
kata lain, diskriminasi—di dalamnya. 

Sementara mereka yang berpandangan sekuler-ideologis hendak memak- 
sakan perubahan paradigma Islam ke dalam paradigma kemodernan yang no- 
tabene berasal dari Barat. Dalam hal ini adalah doktrin HAM ke dalam sistem 
pemahaman dasar Islam. Bahkan mereka hendak menempatkannya sebagai 
syarat yang tidak bisa dihindari bagi Islam guna merespons kemodernan terse- 
but. Sedangkan pandangan kultural-reinterpretatif hendak membangun argu- 
men bagi kesetaraan (eguality) warga negara atau kewarganegaraan melalui 
penelusuran jauh ke belakang, penggalian pemikiran dan praktik Islam klasik, 
dan proses dialektika dengan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat 
kontemporer untuk merespons dinamika kemodernan tersebut. Pandangan ini 
sejalan dengan metodologi Islam post-tradisionalisme. Gus Dur sebagai ulama 
dan intelektual cum pendorong gerbong gerakan sosial dalam dunia Islam ber- 
ada di ketiga garis bentang tersebut. Dalam praktiknya, ciri-ciri tersebut di 
Indonesia menandai karakter Islam Nusantara. 

Kewarganegaraan bineka yang dikonseptualisasikan dan dipraktikkan oleh 
Presiden Gus Dur tersebut tidak muncul tiba-tiba, melainkan memiliki lan- 
dasan historis dan metodologis yang kuat, yaitu Islam post-tradisional. Islam 
post-tradisional adalah suatu metodologi yang memiliki akar historis ke Islam 
klasik ahl as-sunnah wa al-jamaah (ASWAJA) dan tradisi yang hidup di ma- 
syarakat. Metodologi ini mendasari pemikiran dan aksi Presiden Gus Dur ke- 
tika menyelesaikan konflik Aceh dan Papua dalam kedudukannya sebagai ula- 
ma, pemimpin bangsa, dan sekaligus sebagai Presiden RI. 
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Istilah Islam post-tradisionalisme atau Islam post-tradisional pernah di- 
gunakan oleh antropolog Ernest Gellner” dalam sebuah tulisannya di jurnal 
Dedalus yang terbit 1973 yang diterbitkan oleh MIT Press atas nama Ameri- 
can Academy of Arts and Sciences. Dalam tulisannya, Gellner tampaknya hen- 
dak menunjukkan kepada kolega orientalisnya bahwa Islam kini tidak mono- 
litik, melainkan sangat plural, tidak seperti anggapan mereka waktu itu. 
Namun, pluralitas Islam itu menghadapi berbagai tantangan modern, bukan 
hanya dalam pandangan teologi, tetapi juga dalam politik, perdagangan, dan 
kepemimpinan. Islam post-tradisional adalah salah satu dari mereka yang 
sukses melampaui dan menjawab tantangan kemodernan tanpa kehilangan 
jati diri sebagai masyarakat Islam dan sekaligus berbasis pada tradisi Timur. 
Yang dimaksud dengan Islam post-tradisional bagi Gellner adalah, kurang 
lebih, bagaimana siasat komunitas Islam itu menghadapi tuntutan kemo- 
dernan yang bukan hanya pada aras filosofis dan pandangan, melainkan juga 
praksis kehidupan, tanpa harus meninggalkan tradisi dan keyakinan yang asa- 
si bagi mereka. 

Gellner menunjukkan beberapa contoh komunitas Islam yang berhasil 
beradaptasi atau lebih tepatnya melampaui kemodernan itu tanpa meninggal- 
kan atau tetap mempertahankan tradisi yang mereka anggap asasi, bahkan di 
dalam sistem negara yang paling modern, yaitu di Inggris. Gellner memberi- 
kan salah satu kasus tentang gerakan Aga Khan di Mumbai, India, di bawah 
koloni Ingris. India waktu itu ada di bawah jajahan Inggris atau di bawah pe- 
merintahan India-Inggris. Aga Khan adalah salah satu kelompok Muslim yang 
mampu melampaui tantangan modern di Barat, khususnya di Inggris dengan 
tetap berbasis pada tradisi yang mereka miliki. Kelompok yang berafiliasi ke 
Syiah Ismailiyah” itu semula hendak bertahan dengan cirinya, yaitu kepemim- 


* Ernest Gellner, “Post-Traditional Forms in Islam: The Turf and Trade, and Votes and Peanuts”, dalam Dedalus, 
102:1 Winters, 1973, hlm. 191-206. 
2 Ibid., hlm 198-201. 
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pinan yang absolut dan pengelolaan dana khumus (seperlimaan)* yang hanya 
diketahui oleh pemimpin tertingginya yang dianggap sebagai wakil Allah di 
bumi. Dan, karena itu, penggunaan dana khumus itu menjadi hak prerogatif 
pemimpin mereka secara eksklusif, sehingga tidak diperlukan adanya laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana seperlimaan (44umus) tersebut. De- 
ngan kata lain, pemimpin mereka dianggap sebagai orang yang tidak bisa salah 
(infallible) baik secara keagamaan atau spiritual maupun duniawi. Masyarakat 
atau pengikutnya tidak perlu dan tidak boleh tahu tentang pengelolaan dana 
tersebut. 

Dimensi ini tentu saja bertentangan bukan hanya dengan nilai-nilai yang 
berlaku di Inggris, melainkan juga dengan sistem hukum dan politik di Ing- 
gris. Maka oleh sistem pemerintahan India-Inggris, mereka diharuskan mela- 
porkan dana humus tersebut. Mereka menyetujui keharusan itu dan melaku- 
kannya dengan standar modern Inggris. Pengikut mereka yang berasal dari 
rakyat biasa mungkin tidak peduli dan cukup percaya dengan kepemimpinan 
tersebut. Tetapi bagi kelas menengah kota dan Eropa, pelaporan itu menjadi 
standar yang mengundang mereka untuk berpartisipasi lebih aktif di masyara- 
kat umum, termasuk dalam memberikan dana #humus. Dengan keberhasilan 
tersebut, kemudian Aga Khan III diajak makan bersama dengan Ratu Inggris 
sebagai simbol penerimaan masyarakat Inggris atas tradisi mereka. Saat itu 
juga serta-merta mendongkrak kepercayaan masyarakat modern dan kelas me- 
nengah Inggris. Kemudian mereka menjadi bagian dari elite Inggris dan 
mengalami kemajuan sangat pesat tanpa kehilangan tradisi mereka dalam ke- 
pemimpinan dan pengelolaan #humus. Perubahan dalam pengelolaan dana 
atau penyerapan nilai-nilai modern itu tidak mengubah keyakinan mereka 


* Seperlimaan adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam sebagaimana zakat, yang pada 
umumnya hanya berlaku di kalangan Syiah. Pengeloaaan humus dilakukan oleh para pemimpin atau pemuka 
Syiah. Lihat misalnya, Dede Rodin, “Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja'fari”, dalam Communica, November 
2013, Volume IV, Edisi 2, hlm. 125-134. Lihat juga, misalnya, Hosein Ali Amini & Mansour Raci, “The Go- 
vernment’s rights to tax from the viewpoint of Shia Jurisprudence”, paper dipresentasikan di 4* International 
Conference on Management Economics & Humanities, Athena, Yunani, 6 September 2016. Tidak dicetak. 
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akan kesempurnaan kepemimpinan dan penggunaan dana tersebut. Gerakan 
Aga Khan terbukti menjadi gerakan yang besar dan meluas di dunia." 

Yang hendak disampaikan adalah bahwa transformasi kepemimpinan dan 
pengelolaan dana masyarakat atau pengikut dengan mengikuti nilai-nilai mo- 
dernitas tidak dengan sendirinya harus meninggalkan basis tradisi yang mere- 
ka miliki, yaitu tradisi kepemimpinan berbasis anggapan sempurna (infallible) 
dan penggunaan dana oleh pemimpin yang menjadi khas mereka. Sejalan de- 
ngan pengertian oleh Gellner tersebut, Islam post-tradisionalisme dalam hal 
ini diberi pengertian berpijak dan menggunakan tradisi sebagai alat transfor- 
masi masyarakat di komunitas Islam untuk praktiknya di Indonesia. Ruma- 
di, misalnya, mendefinisikan Islam post-tradisionalisme hampir sama seperti 
yang terjadi pada kasus Aga Khan, yaitu transformasi intelektual Islam dalam 
hal ini komunitas muda NU berbasis dan berkomitmen pada tradisi yang di- 
milikinya.? Menurut Rumadi, Islam post-tradisionalisme melakukan trans- 
formasi dan revitalisasi tapi tidak meninggalkan tradisi, sehingga di dalamnya 
terkandung keberlanjutan dan perubahan." 

Carool Kersten selanjutnya mengatakan bahwa gerakan Islam post-tradi- 
sionalisme di Indonesia tersebut memiliki konteks dan psikologi yang khas. 
Menurut Kersten, gerakan pemikiran Islam post-tradisionalisme Indonesia 
tersebut mengidentifikasi diri berbeda dengan simplifikasi akademik selama 
ini yang membedakan gerakan Islam baik dengan modernisme dan tradisio- 
nalisme maupun neo-modernisme dan neo-revivalisme.* Kersten juga menga- 
itkan antara Islam post-tradisionalisme dengan karakter pada post-kolonial 
dalam mendefinisikan diri dan juga fokus kajian pada mereka yang lemah dan 


4 Ernest Gellner, Past-Traditional Forms in Islam, hlm. 191-206. 

* Rumadi, Islamic Post-Traditionalism in Indonesia, terj. ke Inggris oleh Rebecca Lunnon, Singapore: ISEAS- 
Yusof Ishak Institute, 2015. Lihat juga Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Ko- 
munitas NU, Jakarta: Fahmina Institute, 2008, hlm. 12. 

4 [bid hlm. 12-14. 

“ Carool Kersten , “Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indone- 
sia”, dalam Shopia, DOI, 2015, hlm. 1-17. 
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termarginalisasi. Bagi para eksponen Islam post-tradisionalisme di Indonesia, 
lanjut Kersten, mereka mengklaim memiliki ciri-ciri sendiri yang tidak dimi- 
liki oleh kategorisasi sebelumnya tersebut. Para eksponen Islam post-tradisio- 
nalisme melihat bahwa neo-modernisme dan neo-konservatisme belum keluar 
dari liberalisme dan mengedepankan hak-hak individual yang mainstream, se- 
mentara tradisionalisme dan revivalisme hanya menekankan pada teks-teks 
Al-Quran dan hadis dengan mengabaikan teks-teks klasik (turas) dan konteks 
atau tradisi yang hidup dalam masyarakat setempat. 

Islam post-tradisionalisme hendak mengedepankan tradisinya sendiri de- 
ngan cara mentransformasikannya dan tidak harus melalui jalan yang ditem- 
puh baik oleh modernisme, neo-modernisme, maupun tradisionalisme dan 
nco-revivalisme. Lebih daripada itu, menurut Kersten, Islam post-tradisional- 
isme lebih dekat dengan post-kolonial yang memiliki konsentrasi atau fokus 
tinggi terhadap mereka yang terpinggirkan dan marginal serta terdiskrimina- 
si. Islam post-tradisionalisme juga menganggap sama pentingnya antara fu- 
rats yang biasanya diinterpretasikan sebagai hasil pemikiran dan tradisi Islam 
kasik dengan tradisi yang hidup di masyarakat Muslim di suatu wilayah ter- 
tentu, dalam hal ini Indonesia. Keduanya bisa menjadi sumber rujukan bagi 
pemikiran dan aksi dalam tradisi Islam. John L. Esposito dan John O. Voll 
menyebut pemikiran dan aksi Gus Dur sebagai presiden dengan “modern 
reformer but not Islamic modernist’, sedangkan Djohan Effendi menjulukinya 


sebagai “a renewal without breaking tradition”.” Effendi menulis: 


“Unlike other traditionalists that merely maintained the fiqh of Syafi'i and religious practices 
marking the identity of traditionalist Muslim umat but fully changed to modern intitutions by 
leaving behind traditional ones, (...) NUS kiai have succeeded in developing their pesantren as 
tradition institution to be involved in the modernization process.” S 


* Ibid. 

& John L. Esposito dan John O. Voll, Makers of Contemporary, hlm. 202. 

7 Djohan Effendi, A Renewal Without Breaking Tradition, The Emergence of a New Discourse in Indonesia's Nah- 
dlatul Ulama During the Abdurrahman Wahid Era, Yogyakarta: Interfide, 2008. 

** Djohan Effendi, 4 Renewal without Breaking Tradition, him. 90. 
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Maka setidaknya, ada beberapa ciri yang melekat pada gerakan pemikiran 
dan praksis intelektual Islam post-tradisonalisme di Indonesia, yaitu bahwa 
gerakan ini berbasis dan bersifat transformatif, bukan mempertahankan tradi- 
si sebagai tradisi. Tradisi ditempatkan sebagai basis dan alat untuk melakukan 
perubahan ke arah yang lebih terbuka dan humanis tanpa harus menjadi mo- 
dernis.” Namun, perubahan itu harus berbasis dan berkomitmen pada waris- 
an intelektual Islam klasik yang mereka miliki dan bersambung ke sejarah 
Islam klasik (furas) dan tradisi yang hidup dalam masyarakat setempat. Serta 
mengarahkan kajian dan gerakannya pada mereka yang lemah dan termargi- 
nalkan. Masalahnya, bagaimana basis argumen keislaman Gus Dur dalam 
membuat kebijakan dan implementasi dalam usaha perdamaian atas Aceh 


dan Papua? 


Bekerjanya Ushd al Fiqh dan @awaid al-Fighiyyah 


Pembahasan tentang kewarganegaraan di dalam khazanah intelektual Islam 
setidaknya bisa dilacak dari sejumlah terma dalam keilmuan Islam, seperti kon- 
sep al-Islamu din wa ad-daulah, ummah, dan zimmah yang masih menjadi 
perdebatan tentang status dan kesetaraan (eguality) terhadap warga negara 
non-Muslim dengan warga negara yang Muslim. Perdebatan itu bahkan ma- 
sih terjadi bagi ilmuwan dan pemimpin Muslim yang telah mengakui ada- 
nya konsep negara-bangsa yang notabene telah mengadopsi nilai-nilai Barat, 
baik di negara yang mendeklarasikan negara Islam secara resmi maupun ne- 
gara yang mayoritas Muslim tapi bukan Negara Islam. Selain itu, konsep- 
konsep tersebut juga mengundang perdebatan ketika disandingkan dengan 
persyaratan utama dalam kewarganegaraan seperti konsep masyarakat sipil 
(civil society) dan kemerdekaan atau hak-hak individu (individual rights) dan 
hak kolektif (collective rigths) di Barat. Demikian pula di Indonesia, topik 
itu masih diperdebatkan dalam rentang sejarah Indonesia itu sendiri hingga 


John L. Esposito dan John O. Voll, Makers of Contemporary, hlm. 206. 
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kini. Masih ada kelompok-kelompok yang menafsirkan, misalnya, bahwa sila 
pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus ditafsirkan murni 
“Tauhid dalam Islam” yang seharusnya memberikan supremasi kepada Mus- 
lim daripada warga negara lain dengan merujuk kepada “tujuh kata” sila 
pertama Pancasila yang pernah disepakati untuk kemudian dihapus. 

Dalam buku ini akan ditunjukkan bagaimana Gus Dur melampauinya de- 
ngan menerapkan kesetaraan kewarganegaraan dan menerapkannya dalam per- 
damaian Aceh dan Papua dengan pemerintah RI pada masa kepresidenannya 
serta menyelesaikan konflik secara permanen. Menurut Roy P. Mottahedeh," 
misalnya, dalam sejarah Islam prakolonial, komunitas dan kesultanan atau kera- 
jaan-kerajaan Islam jauh lebih toleran daripada komunitas dan kerajaan-keraja- 
an Kristen, baik kepada ah/ al-kitab maupun kelompok Pagan yang seharusnya 
secara teoretis dalam Islam dianggap sebagai kafir yang layak diperangi hingga 
masuk Islam. Namun, hal itu tidak selalu terjadi dalam sebagian perjalanan se- 
jarah dan di bagian-bagian kesultanan dan kerajaan Islam tertentu. 

Meskipun secara teoretis “konstitusi” kesultanan atau kerajaan tersebut 
mengikuti teori Zimmi, yang berarti diskriminatif terhadap non-Muslim, hal itu 
tidak dipraktikkan. Dalam Kesultanan Turki Utsmani, misalnya, diberlakukan 
undang-undang millet atau undang-undang pluralisme agama. Setiap agama 
dan kepercayaan diberi hak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri dan mem- 
berlakukan hukum agamanya. Hakim kerajaan hanya akan turun tangan jika 
ada sengketa antaragama dan kepercayaan atau antara mereka dan pengikut 
Islam. Islam sebagai agama resmi kerajaan tidak mencampuri urusan intern 
agama dan kepercayaan mereka. Mereka memiliki hak yang sama dengan pe- 
meluk Muslim. Lebih dari itu, kesultanan juga mengangkat para pejabat publik, 
seperti lembaga keuangan dan administrasi pemerintahan dari mereka secara 


profesional dengan kedudukan yang setara. 


S Tujuh kata tersebut adalah “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”. 
# Roy P. Mottahedeh, “Akar Islam bagi Teologi Toleransi”, dalam Abdullahi an-Na'im dan Mohammed Arkoun, 
Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep Penjelajahan Lain, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LIGS, 1996. 
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Lantas, apa dasar dari pemberlakuan kesetaraan tersebut mengingat se- 
cara teoretis berlaku doktrin zimmi dan ummah? Sejarawan Recept Senturk’? 
memberi penjelasan tentang peran ulama dalam hal tersebut, yaitu bekerjanya 
metodologi usal al-fiqh (methodology of Islamic though) dan gawaid al-fighiy- 
yah (Islamic Legal Marxims). Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam tidak 
memiliki lembaga kependetaan sebagaimana berlaku di agama dan keperca- 
yaan lain. Peran ulama bukan sebagai lembaga kependetaan, melainkan seba- 
gai cendekiawan atau intelektual yang memliki kapasitas keilmuan Islam yang 
memberikan petunjuk baik kepada masyarakat atau publik maupun kepada 
pemerintah. Fatwa atau pendapat ulama tersebut umumnya menjadi pedoman 
bagi perilaku masyarakat dan kerajaan. Dalam memberikan fatwa dan tuntun- 
an tersebut, para ulama mendasarkan kepada metodologi yang berkembang 
dalam masyarakat ketika itu sebagai bagian dari perkembangan masyarakat 
dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yaitu ilmu usa/ al-fiqh dan gawaid al-fighiy- 
yah tersebut, sehingga terhindar dari benturan yang bersifat langsung antara 
perkembangan dan tuntutan masyarakat dengan teks atau nas Al-Ouran dan 
hadis. Metodologi tersebut merupakan perkembangan lebih lanjut dari suatu 
metodologi ahl as-sunnah wa al-jamaah (ASWAJA) yang di Indonesia 
menjadi mazhab berpikir Nahdlatul Ulama. Isu yang terakhir ini, kaitan antara 
metodologi pemikiran dalam tradisi Islam klasik dengan ASWAJA dan NU 
akan dibahas lebih lanjut di bagian lain. 


5 Recep Senturk, “Sociology of Rights: I Am Therefore I Have Rights", “Human Rights in Islam between Uni- 
versalistic and Communalistic Perspectives”, Muslim World Journal of Human Rights, Volume 2, Issue 1 2005 
Article 1, hlm. 1-31. 
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ISLAM, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


"Di negara Islam lain, mungkin tidak ditemukan toleransi agama yang 
setinggi itu, mungkin karena kurangnya kefanatikan dan keterbukaan— 
keterbukaan kepada gagasan-gagasan baru seperti di Indonesia.” 
—Goerge McTurnan Kahin.' 


“Dengan demikian, betapa pun besarnya kekuasaan yang dijalankan oleh 
hakim-hakim Islam atau guru-guru agama yang independen, maka di dalam 
masalah-masalah duniawi dan politik, orang-orang Indonesia tetap akan 
takluk di bawah bimbingan adatnya dan tetap taat di bawah pemegang 
otoritas politik tradisional." 

—Harry J. Benda? 


© Goerge McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS 
Press, 1995. 

2 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, Terj. oleh 
Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hlm. 41. 
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Presiden Gus Dur bertemu dengan perwakilan 


utusan seluruh Papua di Jayapura, 1 Januari 1999. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 
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ergulatannya yang mendalam dengan tradisionalisme Islam, pengalaman 

hidup di kota metropolitan sejak kanak-kanak, serta pergaulan dan bacaan- 
nya yang luas dan penuh warna melampaui zamannya, membuat sosok, pemikir- 
an, dan visi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering keluar dari pakem—out 
of the box. Unsur-unsur tradisional dalam dirinya menyatu dengan pengalaman 
hidup bersama masyarakat bawah dan pesantren, sedangkan pengetahuan kema- 
juan diperoleh atas pergaulan dan bacaannya yang luas. Kombinasi antara komit- 
mennya pada tradisionalisme dan kemajuan melahirkan dua sisi yang nyaris ber- 
tentangan dan berbarengan dalam diri seorang Gus Dur. Hal ini diwujudkan 
dalam berbagai pemikiran dan aksinya selama hidup. Gus Dur hendak mendo- 
rong gerbong tradisionalisme pesantren dan NU ke kemajuan tanpa meninggal- 
kan basis tradisionalisme dengan seluruh ciri-ciri asalnya itu sendiri. Namun 
dalam waktu yang sama, harus melampaui kemajuan yang ada di depannya. 

Ciri-ciri pemikiran Gus Dur tersebut juga tecermin dalam langkah-langkah 
penyelesaian konflik Aceh dan Papua ketika ia menjadi presiden. Dari sanalah 
lahir karakter Islam post-tradisionalisme dalam pemikiran dan kewarganegaraan 
bineka atau kultural dalam penyelesaian konflik separatisme. Tradisionalisme 
memberikan basis bagi keberpihakan kepada mereka yang genuine, kelompok le- 
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mah dan terpinggirkan, serta kebinekaan sebagai sesuatu yang tak terbantahkan. 
Sedangkan, kemajuan harus mengacu pada eksistensi dan kepentingan mereka. 
Bab ini hendak menelusuri pengalaman hidup, bacaan, pergaulan, serta genealogi 
pemikiran Gus Dur sebagai basis atas rumusan pandangan keislaman Islam post- 
tradisionalisme dan politik penyelesaian konflik separatis Aceh dan Papua. 


PENGALAMAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN 


Gus Dur dikenal sebagai pemimpin Islam dan ulama yang sering nyleneh dan 
unik. Namun, keunikan tersebut ternyata juga meliputi keseluruhan sejarah ke- 
hidupannya.' Bahkan, jika hal itu dibandingkan dengan para pemimpin lain or- 
ganisasi Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam tradisional terbesar di 
Indonesia dan mungkin dunia yang berbasis pesantren, di mana Gus Dur sendi- 
ri menjadi bagian dari sejarah, sosial, kultural, dan politik di dalamnya. Gus Dur 
merupakan cucu pendiri utama dan Rais Akbar? pertama NU,’ K.H. Muham- 
mad Hasyim Asy'ari," serta putra dari ketua umum tanfidziyah? pertama dari 


organisasi Islam berhaluan ahl as-sunnah wa al-jama'ahf yang secara resmi berdi- 


Lahir dengan nama Abdurrahman Ad Dakhil. Tanggal dan bulan kelahirannya bersifat kontroversial, karena 
kelahiran pada tanggal dan bulan Hijriah dicatatkan secara resmi sebagai kelahiran dalam tahun Masehi. Ca- 
tatan kelahiran resmi tersebut adalah 4 Agustus 1940. Sedangkan kelahiran yang benar dalam bulan Masehi 
adalah 7 September 1940. Lihat Greg Barton, Wahid, hlm. 37. 

Rais Akbar adalah Pemimpin Besar Tertinggi Dewan Legislatif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 
Setelah K.H. Hasyim Asy'ari meninggal dunia, tidak ada lagi Rais Akbar karena posisi itu dianggap hanya pantas 
diduduki oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Kini pos 
tinggi). 

Syuriyah adalah Dewan Legislatif dari PBNU, anggotanya terdiri dari para alim ulama dan pemikir di ling- 


itu berganti nama menjadi Rais Aam (Pemimpin Umum Ter- 


kungan pesantren. 

Muhamad Rifai, KH. Hasyim Asyari, Biografi Singkat 1871-1947, Yogyakarta: Garasi 2009. 

Tanfidziyah adalah Dewan Eksekutif di organisasi NU. 

Untuk uraian relatif lengkap tapi singkat tentang paham abl as-sunnah wa al-jama'ah ala pesantren dan NU, 
lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 
148-170. Pada masa lalu, penambahan kata ah/ as-sunnah wa al-jama'ah selain karena doktrin dan pemahaman 


juga merupakan penegasan dari pembeda dengan kalangan modernis dan golongan Wahhabi karena mereka 
menolak bermazhab. Namun, sekarang muncul pula Islam abl as-sunnah wa al-jamd'ah yang berbeda secara 
doktrin dan tradisi dengan kalangan NU, sehingga kini di berbagai buku dan pamflet sering berbunyi, Islam abl 
as-sunnah wa al-jamd'ah ‘an Nabdiyyah. Kata terakhir Nahdiyyah merupakan penegasan pembeda NU dengan 
Aswaja yang lain. 
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ri pada 1926. K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari” juga pendiri dan pengasuh 
Pondok Pesantren Tebuireng," sebuah pesantren yang berdiri sudah sangat lama 
dan legendaris. Sementara itu, kakek mertua atau kakek dari istri Gus Dur, Ny. 
Hj. Shinta Nuriyah Wahid, yaitu K.H. Bisri Syansuri? juga merupakan salah satu 
pendiri utama NU—bersama dengan K.H. Hasyim Asy'ari—yang juga pendiri 
dan pengasuh Pondok Pesantren Denanyar."” Keduanya tinggal di Jombang, 
Jawa Timur. Dengan demikian, baik kakek sendiri maupun kakek mertua serta 
ayahnya adalah tokoh pendiri NU. Wakil Rais Akbar ketika itu yang kemudian 
menjadi Rais Aam pertama menggantikan K.H. Hasyim Asyari setelah me- 
ninggal adalah juga sepupu dari kedua tokoh pendiri utama NU tersebut, yaitu 
K.H. Wahab Hasbullah." K.H. Wahab Hasbullah juga merupakan pengasuh 
salah satu pesantren tertua di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Tambakberas 
yang didirikan pada 1838. Pesantren ini juga dinamakan dengan Pondok Pesan- 
tren Bahrul Ulum." 

Keunikan Gus Dur juga tampak jika dilihat dari latar belakang pendidik- 
an, cakupan bacaan, kegemaran seni (seperti seni tradisi, film, dan musik kla- 
sik), serta pergaulan yang luas lintas kelompok, ideologi, etnis, agama, dan 
bangsa. Meskipun sejarah kehidupan utamanya pada masa kecil dan masa 


Zamakhsyari Dhofier, “KH. Hasyim Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional”, dalam Humaidy Abussami & 
Riwan Fakla AS, Biografi Lima Rais Aam Nahdlatul Ulama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar LTN, 1995, hlm. 1-19. 
Pesantren Tebuireng yang diambil dari nama desa tempat pesantren itu berdomisili tercatat didirikan pada 
1899 M oleh KH. Hasyim Asyari dan pada 1916 dimulai dengan program pendidikan klasikal, selain me- 
tode sorogan ala tradisional pesantren. Pesantren ini juga menamakan dirinya Pesantren Salafiyah Syafi'iyah 
Tebuireng. dalam A. Mubarok Yasin & Fathurrahman Karyadi, Profil Pesantren Tebuireng, Jombang: Pustaka 
Balairung, 2011. 

Kiai Bisri Syansuri juga merupakan anggota KNIP dan anggota Konstituante hingga badan itu dibubarkan 
pada 1959. Kemudian ia menjadi anggota DPR dari Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilu 1971. Lihat Abdur- 

rahman Wahid, Kiai Bisri Syansuri, Pecinta Fiqh Sepanjang Hayat, Jakarta: Pensil-234, 2010. 

W Pesantren Denanyar juga diambil dari nama desa tempat pesantren itu berdomisili, masih di daerah Jombang. 
K.H. Saefuddin Zuhri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Nasionalis Pendiri NU, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2010. Lihat juga M. Yoenus Noor & Ismail S. Ahmad, “K.H. Wahab Hasbullah, Santri Kelana Sejati”, dalam 
Humaidy Abussami & Riwan Fakla AS, Biograf Lima Rais Ham Nahdlatul Ulama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
LTN, 1995, hlm. 23-52. 

12 Tim Sejarah Tambak Beras, Tembak Beras: Menelisik Sejarah Memetik Uswah, Jombang: Pustaka Bahrul Ulum, 
2017. Lihat “Direktori Pesantren”, diterbitkan oleh Departemen Agama, 2007, hlm. 147-149. 
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muda dihabiskan di pesantren yang merupakan pusat pengajian dan penanam- 
an Islam tradisional, tetapi sesungguhnya Gus Dur sejak kecil telah mengenal 
dan mengalami kehidupan metropolitan. Ia sangat dekat dengan pusat infor- 
masi, kebudayaan, kekuasaan, dan keramaian Indonesia. Setidaknya sejak kelas 
empat SD, Gus Dur sudah tinggal di Jakarta, meskipun keluarganya berada di 
Jombang. Ia mengikuti ayahandanya, K.H. Abdul Wahid Hasyim, ketika dise- 
rahi tugas sebagai pelaksana Ketua Tanfidziyah PBNU (Pengurus Besar Nah- 
dlatul Ulama), Pengurus Pusat MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), dan 
pengurus Partai Masyumi oleh ayahanda K.H. Hasyim Asy'ari yang saat itu 
menjabat sebagai Rais Akbar PBNU dan juga Rais Syuriah Masyumi.” Meski 
mengemban jabatan penting di beberapa organisasi, namun K.H. Hasyim 
Asy'ari tetap tinggal di Pesantren Tebuireng di Jombang. Setelah memegang 
beberapa jabatan di Jakarta dan semakin sibuk, K.H. Wahid Hasyim memin- 
dahkan keluarganya ke Jakarta pada 1944. Kemudian Wahid Hasyim juga 
ditunjuk menjadi menteri agama’ dalam Kabinet Syahrir II pada 1946. Se- 
dangkan, Gus Dur tidak menetap di Jakarta, tetapi melanglang buana guna 
nyantri di beberapa pesantren. 

Oleh karena itu, dalam salah satu penggalan hidup, Gus Dur kecil tumbuh 
dan dewasa di pusat kota Jakarta, yaitu kawasan Menteng, sebuah kawasan 
paling elite di Indonesia ketika itu. Karena tinggal di Menteng, Gus Dur se- 
sungguhnya mengenal, merasakan, dan mengalami hidup di pusat kebudayaan 
dan keramaian ibu kota Indonesia sejak kanak-kanak. Melalui pergaulan ayah- 
andanya, Gus Dur juga telah diperkenalkan dengan berbagai jenis orang, aliran 
politik, ideologi, serta pekerjaan. Sejak kecil Gus Dur mengenal sejumlah ak- 


18 Lihat, misalnya, Achmad Zaini, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform 
and Indonesian Nationalism during the Twentieth Century, Yogyakarta: Titian Iahi Press, 1998, hlm. 25-27. 
Lihat juga Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta: Grafiti Press, 1987, hlm. 118-139. 

1 Jabatan-jabatan tersebut antara lain sebagai anggota Chuo Sangi In, Penasihat Kantor Urusan Agama Peme- 
rintahan Jepang, kemudian juga menjadi Wakil Ketua di Masyumi sekaligus sebagai Pelaksana Ketua PBNU. 
Lihat H. Aboebakar Atjeh, Sedjarah Hidup K.H. A. Wabid Hasyim dan Karangan Tersiar. Jakarta: Panitia Buku 
Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957, hlm. 159-160. 

18 Achmad Zaini, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim, hlm. 100-102. 
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tivis politik berbagai aliran sejawat ayahandanya, seperti Tan Malaka," aktivis 
politik komunis yang gemar bekerja di bawah tanah—untuk menyebut yang 
paling kontroversial dari segi ideologi antara NU dan komunis garis keras Tan 
Malaka. Gus Dur juga merasakan bergaul dengan para seniman, tokoh berba- 
gai agama, dan orang-orang pergerakan dan terpelajar masa itu. Di Menteng, 
misalnya, Gus Dur telah mengenal sebuah keluarga Belanda yang menjadi te- 
tangganya yang sering mengundangnya bermain di rumah mereka. Dari kelu- 
arga tersebut Gus Dur belajar musik klasik dan bacaan-bacaan serius yang 
bernuansa kebudayaan Barat, baik buku ilmu pengetahun maupun sastra. Me- 
lalui ayahnya, Gus Dur juga mengenal sejumlah tokoh dan aktivis berbagai 
aliran dan agama, terutama ketika menjadi menteri agama, sehingga dari me- 
reka Gus Dur kecil sudah mendapatkan akses berbagai bacaan dan pandangan 
yang berbeda-beda, dari yang kiri sampai yang kanan, dari yang fanatik sampai 
yang liberal, dan dari yang fanatik agama sampai yang fanatik anti-agama. 

Ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, Gus Dur dikirim ke 
Yogyakarta untuk belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). 
Sembari sekolah di SMEP, Gus Dur dipesantrenkan di Pesantren Krapyak, 
Bantul, Yogyakarta. Pesantren ini diasuh oleh salah satu kiai NU terkemuka di 
Yogya-Jawa Tengah, K.H. Ali Maksum." Namun, tidak lama kemudian Gus 
Dur memilih tinggal di luar pesantren dan indekos di rumah seorang tokoh 
Muhammadiyah yaitu Haji Junaidi agar lebih mandiri. Sekali lagi, karena ting- 
gal di rumah seorang tokoh Muhammadiyah, Gus Dur juga mengenal salah 
satu organisasi Islam yang berbeda aliran dengan NU dan pesantren, dan bah- 
kan ketika itu sering terjadi perdebatan dan konflik antara Muhammadiyah 
dengan NU dan para kiai pesantren. 

Selain itu, untuk memperlancar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di se- 
kolah meminjaminya buku-buku serius dan berkelas dunia, seperti Das Kapital 


© Taufik Adi Susilo, Tan Malaka: Biografi Singkat, 1897-1949, Jakarta: Garasi, 2008. 

** Badrun Alaina & Humaidy Abussami, “K.H. Ali Mashum: Tokoh Modernis NU", dalam Humaidy Abussami 
& Riwan Fakla AS, Biografi Lima Rais Aam Nahdlatul Ulama, Yogyakarta: Pusataka Pelajar LTN, 1995, hlm. 
107-138. 
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dan buku-buku lain yang sedang ngetren ketika itu. Karena itu, dalam usia ter- 
sebut Gus Dur sudah mampu membaca dan menyerap berbagai buku bacaan 
tingkat dunia, baik ilmu pengetahuan maupun sastra, musik klasik dan film. 
Ketika pindah dari Yogyakarta ke Pesantren Tegalrejo di Magelang, di bawah 
asuhan K.H. Chudori, salah satu pesantren tertua dan terkenal juga kiainya 
sangat dihormati di Magelang, Jawa Tengah, Gus Dur membawa koper besar 
yang berisi banyak buku, komik, dan novel yang sangat aneh bagi dunia pesan- 
tren. Sebenarnya, bacaan-bacaan itu dilarang di pesantren ketika itu, namun 
karena Gus Dur adalah cucu dari kiai yang sangat terkenal, sebagai pendi- 
ri dan Rais Akbar NU dan anak dari Menteri Agama, maka diperbolehkan. 
Karena itu, di Pesantren Tegalrejo selain belajar kitab kuning," kitab agama 
Islam klasik yang dipelajari di pesantren, Gus Dur juga membaca buku-buku 
yang dibawanya dari Yogyakarta tersebut. Dari Magelang, Gus Dur kembali 
ke tempat kelahirannya di Jombang dan kembali belajar dan mengajar agama 
di pesantren kakeknya itu, Denanyar dan Tebuireng, sebelum akhirnya kuliah 
di Universitas Al-Azhar Mesir. 


ISLAM YANG TERBUKA DAN MEMBUMI 


Kepergian Gus Dur belajar ke luar negeri, baik di Timur Tengah maupun di 
Eropa dan Kanada, tampaknya memberikan pengaruh signifikan bagi kesadar- 
an akan Islam yang lebih terbuka dan membumi. Di kampus Al-Azhar, Gus 
Dur tidak terlalu aktif kuliah di kelas dengan alasan hampir semua mata kuliah 
yang diajarkan di kampus Al-Azhar sudah dipelajarinya di pesantren ketika 
di Indonesia. Karena itu, ketika di Mesir, Gus Dur lebih banyak membaca 
berbagai buku di perpustakaan di luar kampus, khususnya di perpustakaan Ke- 
dutaan Amerika Serikat di Kairo. Hobi membaca komik dan novel, menonton 


film, dan mendengarkan musik klasik juga berlanjut ketika ia berada di Kairo. 


** Kitab Kuning adalah kitab Islam klasik yang menjadi sumber literatur utama pendidikan Islam di pesantren 
NU. Lihat, misalnya, Matrin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di 
Indonesia, Bandung: Mizan, 1995. 
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Keluasan pergaulannya membuat Gus Dur cukup kenal dekat dengan gerakan 
Ikhwanul Muslimin dan para tokohnya. Ketika masih sangat muda di awal- 
awal tumbuhnya Ikhwanul Muslimin, Gus Dur adalah seorang pengagum to- 
koh-tokoh Ikhwanul Muslim dan menjadi pengikut organisasi tersebut dari 
Jombang. Gus Dur mengaku membaca tuntas Tafsir Fi Zilal al-Qur'an karya 
Sayyid Outb, salah seorang pemuka Ikhwanul Muslimin yang terkenal sebagai 
inspirator bagi gerakan fundamentalisme Islam di seluruh dunia. Tafsir Al- 
Ouran tersebut ditulisnya dari penjara, sebelum hidupnya berakhir di tiang 
gantung oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser (1918-1970). 

Dari Kairo, Gus Dur kemudian pindah ke Baghdad. Baghdad, selain kota 
besar Islam dan pusat intelektual bersejarah, ketika itu adalah pusat kegairahan 
intelektual dan politik lain di Timur Tengah—selain Mesir di bawah Presiden 
Nasser. Irak ketika itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Has- 
san al-Bakr (memerintah pada 1968-1979), seorang pemimpin Partai Ba'ath 
yang berhaluan sosialis dan seorang militer, sebelum dikudeta oleh Saddam 
Hussein. Seperti juga Nasser di Mesir, Hassan dan Saddam juga memberi pe- 
luang lebar untuk perdebatan intelektual. Namun, pada masa akhir-akhir ke- 
kuasaan, mereka sangat represif. Karena itu, baik di Mesir masa Nasser mau- 
pun Irak masa awal-awal Hassan sangat bergairah dari segi intelektual dan 
keterbukaan. Pada mulanya, Ikhwanul Muslimin—yang mewakili kelas mene- 
ngah dan intelektual Islam di Mesir—dan Presiden Nasser saling mendukung. 
Juga ada kebebasan untuk berbicara, bahkan mengkritik pemerintah, sebelum 
belakangan mereka pecah kongsi dan sejumlah tokohnya ditangkap oleh pe- 
merintahan Nasser. Karena itu, ketika Gus Dur “berpetualang” dalam aktivis- 
me dan intelektual di Timur Tengah, partai-partai sosialis di Timur Tengah 
sedang ngetren memerintah, Gamal Abdul Nasser di Mesir dan Ahmed Has- 
san dan kemudian Saddam Hussen di Irak. Berkat belajar di dua negara yang 
berbeda tetapi memiliki karakter yang nyaris sama, Mesir dan Irak, Gus Dur 


!* Sayed Khatab, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah, NY: Routledge, 2006. 
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juga mendapatkan atmosfer kegairahan politik dan intelektual yang besar dari 
segi kebebasan mengungkapkan pendapat dan eksplorasi terhadap keilmuan 
dan dinamika politik. 

Setelah pulang dari Baghdad, Gus Dur kembali ke Pesantren Denanyar. 
Selama di Jombang, ia juga mengajar di Pesantren Tebuireng, pesantren yang 
didirikan oleh kakek dan ayahnya. Sebelum itu, Gus Dur sempat tinggal di 
beberapa negara Eropa, khususnya Belanda, Jerman, dan Prancis serta Kanada 
sekitar dua tahun lamanya. Gus Dur juga sempat belajar non-degree di McGill 
University, Kanada, dan beberapa universitas lain. Meskipun tidak sempat 
mendapatkan gelar akademik dari universitas di Eropa dan Kanada, ia memi- 
liki bacaan dan pergaulan yang sangat luas dengan tokoh-tokoh dunia. Tidak 
lupa hobi menonton film, mendengarkan musik klasik, dan membaca buku- 
buku sastra terus berlanjut. Di samping itu, selama hidupnya, Gus Dur juga 
sangat gemar mempelajari berbagai ajaran dan kesenian lokal dan tradisional, 
tidak hanya Jawa. Menonton wayang kulit dan kesenian lokal lainnya adalah 
salah satu kegemarannya sejak kecil, selain film dan musik. Pada Pemilu 1977, 
sebagai bagian dari aktivis NU, Gus Dur sempat berkampanye untuk PPP 
(Partai Persatuan Pembangunan), sebelum pecah kongsi dan kemudian PBNU 
memutuskan pisah dari partai yang kini berlambang Kakbah itu secara resmi 
pada 1983. 

Selama rentang mengajar di Pesantren Denanyar dan Tebuireng, Gus Dur 
kembali bersentuhan dengan Jakarta (kemudian menetap di Jakarta). Gus Dur 
ketika itu terlibat secara intensif dengan pergulatan para intelektual terkemuka 
dan progresif di pusat-pusat pengkajian ilmiah dan sastra di Jakarta, di antara- 
nya LP3ES, P3M, LIPI, majalah TEMPO, dan TIM (Taman Ismail Marzuki). 
Bahkan, ia juga sempat menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan 
Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI). Selama di Jakarta dan terli- 
bat di berbagai pusat pengkajian, Gus Dur selalu berkeliling untuk melakukan 
pendidikan publik dan ceramah di berbagai pesantren dan masyarakat. Ia juga 
mengajar di berbagai universitas (termasuk universitas di pesantren-pesan- 


tren), menulis di berbagai media massa dan jurnal, serta menjadi pembicara di 
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berbagai seminar nasional dan internasional. Salah satu kegiatan yang selalu 
dilakukannya ketika berkunjung ke daerah adalah mendatangi (tidak jarang 
hingga menginap) rumah para kiai, pesantren, seniman lokal, tokoh masyara- 
kat, dan tokoh adat di desa-desa, serta berziarah ke makam para tokoh agama 
dan adat di wilayah tersebut. 

Salah satu hal yang mungkin langka dilakukan oleh para tokoh dan pe- 
mimpin lain di Indonesia adalah berkunjung dan menyerap informasi dan ke- 
ilmuan ke berbagai pusat penelitian, para ahli, intelektual, profesor berbagai 
bidang keahlian, serta para pengambil keputusan, seperti pemimpin organisasi, 
pengusaha, komandan militer, pemimpin partai, kepala daerah, pemimpin 
lembaga negara, dan kepala pemimpin adat di daerah. Mereka semua diperla- 
kukan sebagai think thank pribadi oleh Gus Dur secara tidak mengikat dan 
tetap di tempatnya masing-masing. Namun, serapan informasi dan komunika- 
si terus berjalan setiap saat. Bisa dipahami ketika Gus Dur menjadi presiden, 
hampir semua masalah dan rencana kenegaraan seolah sudah berada di kepala, 


tanpa memerlukan staf ahli yang terus mendampinginya secara dekat. 
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etika Gus Dur terlibat dalam berbagai pergulatan intelektual dan politik 

di Jakarta sekitar tahun 1970-an, konsolidasi otoritarianisme Orde Baru 
sedang berlangsung.’ Pasca-Pemilu 1971 yang dimenangkan oleh Golkar de- 
ngan cara kekerasan dan didukung oleh militer,? Pemerintah Soeharto mene- 
rapkan kebijakan fusi partai-partai politik, kebijakan anti-SARA atau penye- 
ragaman budaya dan kebudayaan, serta massa mengambang (floating mass). 
Rentang antara Pemilu 1971 hingga Pemilu 1978 —bahkan baru terjadi re- 
konsiliasi pada 1983 ketika Munas di Pesantren Asy-Syafi'iyyah Situbondo, 
Jawa Timur—NU mengalami perpecahan besar yang disebabkan oleh cam- 
pur tangan pemerintah dan pemaksaan fusi partai. Pada Pemilu 1971, meski- 
pun ditindas dengan melibatkan militer sampai ke desa-desa serta dengan 


kekerasan dan senjata,” NU masih bisa mempertahankan perolehan suara se- 


Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2003, hlm. 208-257. 

Lihat, misalnya, Donald Hindley, Indonesia 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elec- 
tions”, dalam Asian Survey, 12:1, A Survey of Asia in 1971: Part I. Januari, 1972, hlm. 56-68. 

Allan A. Samson, “Indonesia 1972: The Solidification of Military Control”, dalam Asian Survey, 13: 2, Februari 
1973, hlm. 127-139. 
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bagaimana Pemilu 1955 yang demokratis dengan mendapatkan suara di atas 
18 persen.* 

Oleh karena itu, hasil Pemilu 1971 menunjukkan NU sebagai partai oposisi 
dan penantang Golkar paling kuat ketika itu.’ Sebagai pemenang kedua yang 
hanya bisa dikalahkan dengan cara kekerasan dan senjata, NU masih memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi untuk tetap kritis terhadap pemerintah yang baru. 
Sikap kritis tersebut ditunjukkan, terutama, oleh wakil ketua umumnya (Sub- 
chan Z.E.) dan Wakil Rais Aam (Bisri Syansuri). Keduanya merupakan ang- 
gota DPR dari Partai NU yang menonjol, selalu kritis terhadap berbagai rencana 
pemerintah, terutama gelagat campur tangan militer yang makin besar ke dalam 
pemerintahan dan gejala otoritarianisme.* Subchan Z.E. sebagai Wakil Ketua 
Umum Partai NU dan anggota DPR sangat kritis serta jeli melihat konsolidasi 
dan campur tangan militer yang terlalu jauh dalam pemerintahan Soeharto. 
Subchan adalah motor penggerak penentang program fusi partai-partai yang 
dicanangkan oleh Soeharto. Subchan, yang kemudian meninggal dunia dalam 
usia sangat muda karena kecelakaan pada 1973 di Tanah Suci Mekkah, adalah 
juru bicara paling kritis mewakili partai oposisi yang terkuat ketika itu.” Subchan 
sebagai pribadi juga memiliki pergaulan yang luas lintas ideologi dan agama. 


Namun, pada sambutannya di Muktamar ke-25 di Surabaya 1971 yang mengalami penundaan hampir lima 
bulan karena adanya Pemilu 1971 itu, Rais ‘Aam PBNU tidak memberikan kritik apa pun terhadap pemerin- 
tah dan Soeharto. Rais Aam hanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan semua yang terlibat da- 
lam pelaksanaan Pemilu tersebut. Menurut Rais Aam, penundaan Muktamar tersebut karena mengedepankan 
kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau golongan, yaitu 
Muktamar: Abdul Wahab Chasbullah, “Mempertahankan NU sebagai Partai Besar”, dalam Abdul Wahab 
Chasbullah, Abdul Mun'im DZ, Peny., Kaidah Berpolitik dan Bernegara, Jakarta: PBNU, 2014, hlm. 79-91. 
Arief Mudatsir Mandan, “H.M. Subchan Z.E.: Sang Maestro Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern", 
dalam Subchan Z.E., Sang Maestro Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern, ed. Arief Mudatsir Mandan, 
Jakarta: PIS, 2011, hlm. 19-99. 

Lihat Asvi Warman Adam, “Pengantar”, dalam Subehan Z.E., Sang Maestro Politisi Intelektual dari Kalangan 
NU Modern, ed. Arief Mudatsir Mandan, Jakarta: PIS, 2011, hlm. 1-16. 

Kevokalan Bisri Syansuri dan Subhan Z.E. di DPR, lihat Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke 
Khittah 1926, Jakarta: Erlangga, 1992, him. 127-131. 

Allan A. Samson, Indonesia, 1972. 

Asvi Warman Adam, “Pengantar”. 
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Ada tiga hal yang dikenal dari pribadi seorang Subchan, yaitu kritis terha- 
dap pemerintah, dekat dengan berbagai kelompok, serta kehidupannya cende- 
rung flamboyan, seperti senang dansa-dansi yang membuat banyak kiai tidak 
senang terhadapnya." Subchan adalah salah satu pendiri Kelompok Cipayung 
yang merupakan aliansi ormas-ormas pemuda dan mahasiswa lintas agama di 
Indonesia ketika Orde Baru lahir."' Tak ayal, karena memakai senjata dan ke- 
kerasan, maka konsolidasi elemen otoritarian di bawah Soeharto tidak bisa 
ditandingi oleh partai oposisi, meskipun mereka memiliki massa kuat dan pe- 
mimpin karismatik yang loyal. Partai NU berbasis pada masyarakat yang pa- 
ling bawah dan perdesaan serta pesantren. NU juga tidak memiliki tradisi me- 
lawan dengan kekerasan, apalagi bersenjata, terhadap kekuasaan.” 

Akibat campur tangan pemerintah yang begitu dalam, perbedaan paham 
dan perpecahan di internal NU dan pesantren kian tajam, terutama dalam 
menghadapi kebijakan fusi yang dipaksakan. NU sebagai oposisi terkuat de- 
ngan perolehan suara 18 persen lebih dipaksa untuk bergabung dengan partai 
Islam lain yang lebih kecil di dalam PPP. Dengan rekayasa sedemikian rupa, 
pemerintah ingin partai yang sangat kecil itulah yang memimpin fusi PPP 
tersebut." Soeharto menunjuk dan memaksakan pemimpin partai kecil itu 
untuk memimpin PPP, yaitu H.J. Naro dari MI (Muslimin Indonesia; salah 
satu unsur dalam PPP). Partai NU juga pecah ke dalam, antara para politisi 
yang menerima fusi secara pasrah karena kepentingannya masing-masing de- 


1 Ibid. 

!! Arief Mudatsir Mandan, “H.M. Subchan Z.E.: Sang Maestro Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern”, 
dalam Subchan Z.E., Sang Maestro Politisi, ed. Arief Mudatsir Mandan, 19-99. 

12 Ini, misalnya, tecermin dari pidato Rais Aam Partai NU, K.H. Wahab Hasbullah dengan adanya keterlibatan 
pemberontakan sejumlah tokoh Masyumi dan PSI dalam PRRI/Permesta yang secara terang-terangan di- 
dukung och Amerika Serikat. Hasbullah mengatakan bahwa pemberontakan terhadap negara dilarang dan 
apalagi Masyumi dan PSI telah menggunakan kekerasan dan senjata sebagai alat untuk memberontak. Lihat 
Abdul Wahab Chasbullah, “Membangun dan Mengamankan Negara", dalam Abdul Wahab Chasbullah, Ab- 
dul Mun‘im, peny., Kaidah Berpolitik dan Bernegara, Jakarta: PBNU, 2014, hlm. 61-77. 

5 Polemik NU dan unsur lain dalam PPP pada masa proses fusi, lihat K.H. Saefuddin Zuhri et al, PPP NU 
dan MI, Gejolak Wadah Politik Islam, Dialog K.H. Saefuddin Zuhri, H. Ridwan Saidi, H. Mabbub Djunaedi, dan 
Fachry Ali Jakarta: Integritas Press, 1984. 
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ngan mereka yang ingin agar Partai NU keluar dari PPP karena sangat diru- 
gikan oleh kebijakan Soeharto dan PPP." Di tengah perpecahan yang parah 
di dalam NU dan di lain pihak konsolidasi otoritarianisme Orde Baru makin 
kuat, NU mengadakan Muktamar pada 1979 di Semarang. Dalam Muktamar 
tersebut diusulkan kemungkinan NU keluar dari partai politik dan kembali 
menjadi ormas keagamaan sehubungan dengan situasi perpecahan dan cam- 
pur tangan pemerintah yang terlalu dalam di satu pihak dan keterlibatan para 
kiai di dalam politik praktis yang terlalu jauh, sehingga menyita waktu dan 
menelantarkan pengelolaan pesantren-pesantren di lain pihak. Pada Mukta- 
mar tersebut, salah seorang yang memelopori dan merintis pembicaraan ke- 
mungkinan penataan kembali NU dan keluar dari partai politik, khususnya di 
kalangan anak muda, adalah Gus Dur, yang kemudian ditunjuk sebagai salah 
satu Katib Syuriyah" di lembaga Syuriyah PBNU. Itu adalah sebuah posisi 
yang cukup strategis untuk bisa memengaruhi para kiai terkemuka di NU 
yang pada umumnya tinggal di desa-desa, meskipun Gus Dur ketika itu telah 
bermukim di Jakarta. Keterlibatannya di berbagai pusat intelektual, LSM, dan 
pusat-pusat kebudayaan, serta kebiasaannya mendatangi para ahli, pengambil 
keputusan, dan kiai di desa-desa tampaknya digunakan sebagai kesempatan 
untuk mencari jalan keluar dari kemelut di PBNU. Kebiasaan itu juga mulai 
membawa Gus Dur menjadi terkenal, baik di akar rumput, nasional dan in- 
ternasional, perguruan tinggi, maupun pesantren. Hal itu tentu disertai de- 
ngan produktivitas karya tulisannya di berbagai media massa, jurnal, ceramah, 
dan seminar. 

Namun, ketika sosok Gus Dur mulai dikenal luas secara nasional, ternyata 
bukan hanya mengundang curiga pemerintah Orde Baru dan Soeharto, mela- 


inkan juga kalangan internasional. Seorang diplomat dari Kedutaan AS sem- 


* Hj. Naro sebagai Ketua Umum MI yang hanya mendapat kursi sangat kecil dipaksakan oleh Soeharto untuk 
menjadi Ketua Umum PPP hasil fusi dengan mengabaikan NU yang memperoleh 18 persen lebih suara dalam 
Pemilu 1971. K.H. Saefunddin Zuhri et al., PPR NU, dan MI. 

' Jabatan Katib Syuriyah, meskipun di bawah Katib Aam, cukup strategis karena memiliki kesempatan untuk 
sering bertemu dengan para kiai dan pemimpin pesantren dalam Bahtsul Masail yang menjadi ciri NU. 
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pat bertanya kepada seorang intelijen Indonesia ketika itu: siapa sebenarnya 
Gus Dur karena terindikasi bahwa dia pernah terlibat di Partai Ba'ath di Irak 
sebelumnya." Perlu dimaklumi bahwa ketika itu Perang Dingin antara Blok 
Timur yang komunis dengan Blok Barat yang kapitalis—Indonesia pada masa 
Orde Baru menjadi bagian dari Blok Barat—masih berlangsung. Dan sebe- 
lumnya, pada masa Orde Lama, Soekarno membawa kecenderungan Indone- 
sia ke Blok Timur dan non-Blok. Sedangkan, Presiden Mesir Gamal Abdul 
Nasser dan Presiden Irak Ahmed Hassan serta Saddam Hussen, ketika Gus 
Dur di sana belum kelihatan konfrontasi dengan AS. Akan tetapi, bagaimana- 
pun Partai Ba'ath adalah haluan sosialis dan kiri. Ketika Soeharto berkuasa, 
praktis membawa Indonesia ke Blok Barat. 

Dengan demikian, ketika itu Gus Dur harus menempatkan diri secara 
baik dan proporsional dalam konteks tarik-menarik kepentingan di PBNU 
sendiri juga di dalam pemerintahan Soeharto dan internasional. Posisi yang 
strategis sebagai Katib Syuriyah PBNU juga dijadikan kesempatan oleh Gus 
Dur untuk mendorong anak-anak muda intelektual dan aktivis NU, terutama 
mereka yang tidak ikut dalam arus perpecahan tersebut untuk melakukan re- 
fleksi dan konsolidasi mencari jalan keluar dan alternatif-alternatif pemikiran. 
Kepada kalangan kiai dan pengurus senior, Gus Dur mengonsolidasikan ter- 
jadinya kompromi dan rekonsiliasi. Ketika itu sempat dibentuk beberapa tim 
yang bersifat sukarela, di antaranya yang terkenal adalah tim 24 dan tim 7 
untuk mengkaji dan mencari jalan keluar dari kemelut PBNU tersebut.” As- 
pirasi Khittah NU 26 dalam arti untuk kembali menjadi ormas keagamaan 
dan keluar dari partai sesungguhnya sudah diaspirasikan pada Muktamar 
1989 Semarang. Di bawah inisiatif Gus Dur dan kawan-kawan mudanya ke- 
tika itu, NU menemukan pematangannya secara konseptual dan politis, baik 


1 Seorang pejabat tinggi menginformasikan ini kepada penulis pada suatu ketika. (Nama dan tanggal sengaja 
tidak disebutkan). 

17 Fahmi D. Saifuddin juga sekaligus sebagai motor penggerak bagi terwujudnya Khittah NU 26. Lihat H. Umar 
Basalim, “Mas Fahmi dan “Tanzimat' NU”, dalam, Fahmi D. Saifuddin, Dokter NU itu, ed. Lukman Hakim 
Saifuddin, Jakarta: YSZ, 2002, hlm. 84-90. Lihat juga Martin van Bruinessen, NU. 
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dalam skala NU dan pesantren, nasional, maupun internasional. Dalam ren- 
tang waktu itu, Gus Dur cukup dekat dengan kalangan istana, setidaknya 
sekretariat negara, sehubungan dengan adanya salah satu staf ahli Sekretariat 
Negara yang menjadi pengurus PBNU dan sekaligus menjadi tim perumus 
Khittah 26 dan lobi menuju Muktamar ke-27 Situbondo, yaitu Dr. Fahmi D. 
Saifuddin. Dia adalah putra dari tokoh NU lainnya, K.H. Saefuddin Zuhri, 
yang juga mantan Menteri Agama pada masa Presiden Soekarno. Tentu saja 
Gus Dur juga cukup dekat dengan sejumlah pejabat di birokrasi dan ABRI 
tertentu. 

Keterampilan Gus Dur untuk mendekati para kiai senior dan berkomuni- 
kasi dengan berbagai kubu yang berkonflik serta berkomunikasi dengan para 
pejabat tinggi menjadi kunci keberhasilan tersebut. Gus Dur, misalnya, juga 
telah dekat dengan salah satu pimpinan ABRI yang paling disegani dan dekat 
dengan Presiden Soeharto ketika itu, dan kemudian menjadi Panglima Terting- 
gi ABRI serta Menhankam Pangab pada awal 1980-an, yaitu Jenderal L.B. 
Moerdani.'* Pada saat itu, Gus Dur juga telah menjalin komunikasi sangat de- 
kat dengan Kedutaan Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada umum- 
nya, selain Timur Tengah. Dubes AS untuk Indonesia saat itu, Paul Wolfowitz, 
kemudian menjadi teman sangat dekat sejak dia menjadi Dubes di Jakarta 
hingga akhir hayat Gus Dur. Gus Dur juga berhubungan akrab dengan tokoh- 
tokoh Israel, Palestina, serta pemimpin-pemimpin Islam dan sejumlah ulama di 
Timur Tengah. Selain itu, ia juga dekat dengan para pemimpin agama lain, se- 
perti pemimpin Syiah di Libanon dan Iran, serta Katolik di Vatikan dan Ame- 
rika Selatan. 

Salah satu dari hasil usaha Gus Dur dan kawan-kawan muda serta para kiai 
dari perumusan itu adalah kembalinya NU ke Khittah 26 sekaligus rekonsiliasi 
dan konsolidasi pada Munas PBNU 1983 di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyyah, 


Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, di bawah asuhan seorang kiai sangat senior 


** Julius Pour, Benny Meerdani: Profil Prajurit Negarawan, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 
1993. 
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dan karismatik, K.H. As'ad Syamsul Arifin.” Sebelum tercapainya puncak per- 
temuan di pesantren tersebut, para ulama sepuh dipimpin oleh K.H. As'ad ber- 
temu Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Hasil keputusan Khittah NU 26 
tersebut kemudian dikukuhkan pada Muktamar ke-27 1984 di tempat yang 
sama dengan Presiden Soeharto memberikan sambutan pada pembukaannya.” 
Tiga dimensi rekonsiliasi sekaligus diraih ketika itu, yaitu rekonsiliasi di antara 
para kiai dan para pengurus NU dan pesantren yang berkonflik, NU dengan 
pemerintah, serta terselesaikannya ketegangan antara Islam dan nasionalisme 
atau negara-bangsa Indonesia.” 

Lebih dari itu, saat itu sesungguhnya adalah lahirnya sebuah visi keagamaan 
yang sejalan antara Islam dan nasionalisme Indonesia di dalam NU. Kepengu- 
rusan PBNU yang baru hasil Muktamar ke-27 Situbondo tersebut disimbolkan 
dengan terpilihnya duet nakhoda PBNU yang progresif, intelektual, dan meru- 
pakan ulama, yaitu Gus Dur terpilih sebagai ketua Tanfidziyah? dan K.H. Ach- 
mad Shiddig dari Jember” sebagai Rais Aam Syuriyah* PBNU. Dengan demi- 
kian, di tengah-tengah perpecahan di dalam NU dan pesantren serta ketegangan 


W Munas Alim-Ulama adalah suatu pertemuan para ulama NU Pusat dan seluruh Pengurus Wilayah serta Ca- 
bang se-Indonesia. Ada dua kali pertemuan di antara dua Muktamar. Forum ini biasanya membahas berbagai 
isu agama, nasional, dan internasional baik yang dikeluarkan pasca-Munas maupun untuk dimajukan ke Muk- 
tamar berikutnya. 

2 Tenar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, Jakarta: Sinar Harapan, 2006. 

2 Ibid. 

2 "Tanfidziyah adalah Dewan Eksekutif dalam kepengurusan NU. 

3 Biografi singkat K.H. Achmad Shiddig, lihat Hairus Salim & Ridwan Fakla AS, “K.H. Achmad Siddiq: 
Pemikiran Keagamaan dan Kenegaraannya’, dalam Humaidy Abdussami & Ridwan Fakla AS, Biografi Lima 
Rais dam Nahdlatul Ulama, hlm. 141-178. 

2 Sebagai Rais ‘Aam Syuriyah PBNU, K.H. Achmad Shiddig juga memberikan pedoman tentang wawasan 
ke-Islam-an, wawasan kebangsaan, konsep aA! as-sunnah dan jama'ah, bermazhab, dan bertaklid, serta arti 
dari ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wataniyyah dan ukhuwwah basyariyyah, yang merupakan pedoman bagi 
visi dan operasional dari Khittah 26 NU. Lihat tulisan yang sangat terkenal dan mendalam, K.H. Achmad 
Shiddig,“Rumusannya tentang Khittah Nahdliyyah...”, dan “Rumusannya tentang Tajdid, Ukhuwwah, dll”, 
dalam A. Aziz Masyhuri, “Karya Intelektual Ra'is Akbar dan Ra'is Aam Al Marhumien Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama: K.H. M. Hasyim Asyari, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H. M. Bisri Syansuri, K.H. 
Ali Mashum, K.H. Ahmad Shiddig, K.H. M. Ilyas Ruhiyat”, Surabaya: Penerbit Bintang Surabaya, tth., hlm. 
279-342. 


107 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


pesantren dan NU dengan pemerintah di satu pihak dan ketegangan antara Is- 
lam dan nasionalisme Indonesia di lain pihak itulah yang segera membawa Gus 
Dur menjadi tokoh nasional, bahkan internasional. Tentu kemunculannya diser- 
tai dengan karya-karya yang luas, seperti buku, jurnal, dan terutama tulisan- 
tulisan serialnya di berbagai jurnal dan media massa, serta berbicara di depan 
publik secara tidak berkeputusan.’* 

Berkaitan dengan perjalanan dan karier ketokohan Gus Dur, konteks regio- 
nal dan internasional ikut membentuk jaringan dan pandangannya. Dalam kon- 
teks regional dan internasional juga sedang terjadi perubahan-perubahan yang 
tidak kecil. Ketika itu, frekuensi perjalanan Gus Dur ke luar negeri sangat tinggi, 
baik untuk seminar, konferensi, maupun memberi kuliah di perguruan tinggi di 
berbagai negara dan bertemu dengan tokoh-tokoh internasional. Pada saat yang 
sama, beberapa negara dan kawasan secara menonjol juga sedang mencari ben- 
tuk, seperti di Indonesia, dan terjadi perubahan-perubahan yang cukup radikal. 
Salah satu peristiwa yang menonjol ketika itu barangkali adalah Revolusi Iran 
pada 1979 serta meningkatnya pengaruh fundamentalisme Islam yang oleh 
Armstrong diistilahkan dengan masuknya fundamentalisme Islam ke tengah ke- 
kuasaan.” Namun, di tempat lain seperti beberapa negara di Amerika Latin juga 
sedang terjadi tuntutan perubahan atas dominasi militer yang berkolaborasi de- 
ngan kapitalisme global. Dengan demikian, pada akhir tahun 1970-an gerakan 
kontra kapitalisme sedang meninggi di banyak negara dan kawasan dengan ber- 
bagai alasan dan alat perjuangan. Di Iran dengan dipimpin oleh para Mullah, 
khususnya Imam Khomeini, berlangsung penentangan terhadap Syah Iran, se- 
buah pemerintahan dinastik dan despotik yang dituduh berkolaborasi dengan 
kapitalisme Barat, khususnya Amerika Serikat. Gerakan penentangan tersebut 


3 Berbagai karya Gus Dur secara kuantitatif, lihat, misalnya Munawar Ahmad, Ijtibad Politik Gus Dur: Analisis 
Wacana Kritis, Yogyakarta: LKiS, 2010. 

2 Iran, Pakistan, Sudan, Mesir, dan Irak adalah beberapa negara yang segera bisa diingat. Juga negara-negara di 
wilayah ASEAN. 

* Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, Terj. T. Hermaya, 
Bandung: Mizan, 2001. 
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berakhir dengan terjadinya Revolusi Iran yang dipimpin para Mullah yang ke- 
mudian mengambil alih kekuasaan dan menggantinya dengan bentuk teokrasi. 

Hal yang hampir sama terjadi adalah kudeta oleh kelompok Islam formal di 
Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Ziaul Hag dengan pemimpin spiritual Al- 
Maududi di belakangnya, dan kudeta oleh Jafar Numeiri di Sudan dengan tokoh 
spiritual di belakangnya Hasan Turabi. Demikian halnya juga di Mesir, Ikhwa- 
nul Muslimin kembali memperlihatkan taringnya setelah berseberangan dengan 
Nasser sekitar tahun 1950-an, dan bahkan menyebar ke banyak negara dan ka- 
wasan. Keberhasilan gerakan-gerakan tersebut sangat berpengaruh bagi peru- 
bahan politik di berbagai kawasan dan negara yang mayoritas Muslim atau ne- 
gara Islam. Secara ideologis, gerakan-gerakan di negara Islam tersebut 
dipengaruhi oleh tiga pemikir dan ideolog utama yang cukup terkenal dalam 
dunia Islam, yaitu mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir Sayyid Ou 
tb, pemimpin Jama‘at al-Islamy Abu AI-A'la Al-Maudidi di Pakistan, serta 
Imam Khomeini pemimpin tertinggi para Mullah di Iran. Kesuksesan gerakan 
mereka dan basis ideologinya kemudian banyak diekspor ke negara-negara lain, 
termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan itu terutama dipelopori oleh para 
mahasiswa dan dosen Muslim di sejumlah perguruan tinggi umum negeri, se- 
perti UGM di Yogyakarta, ITB di Bandung, UI di Jakarta, dan Unair di Suraba- 
ya. Mereka membentuk harakah atau gerakan Islam fundamentalistik (dengan 
membentuk berbagai organisasi) dengan agenda pendirian Negara Islam, yang 
diinspirasi oleh para tokoh Muslim tersebut.” 

Di kawasan Asia Tenggara juga sedang berlangsung kebangkitan gerakan 
rakyat untuk keluar dari tirani militer yang berkolaborasi dengan kapitalisme 
internasional, seperti gejolak di Thailand atas tirani militer berakhir dengan 
tumbangnya pemerintahan militer pada 1990, meskipun sisa-sisa kekuatannya 
masih ada hingga sekarang. Di Filipina, gerakan yang sama berakhir dengan 
tumbangnya Ferdinand Marcos pada 1986 dengan apa yang disebut People 


2 Greg Fealy, Islamic Radicalism in Indonesia, The FalteringRevival?”, Southeast Asian Affairs, 01: 01, 2004. 
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Power. Tumbangnya Marcos di Filipina memberi inspirasi akan keterlibatan 
agama, terutama peran dari tokoh spiritual Katolik Kardinal Sin dalam perju- 
angan demokratisasi dan pembebasan. Lebih ke belakang dan jauh lagi, sejum- 
lah negara di Amerika Latin, seperti Brasil, Argentina, Peru, dan Venezuela 
juga sedang marak pergulatan antimiliter yang berkolaborasi dengan kapitalis- 
me internasional. 

Kasus gerakan di Filipina secara nyata dipengaruhi oleh teologi pembebas- 
an yang diinspirasi oleh teologi pembebasan di negara-negara Amerika Latin 
tersebut.” Teologi pembebasan pada dasarnya adalah sebuah aspirasi desakan 
untuk perubahan di dalam hierarki Gereja Katolik melalui penafsiran dan 
konteks Alkitab. Namun, perubahan itu kemudian menyebar ke gerakan rakyat 
secara damai yang diinspirasi dan dididik oleh para pastur Gereja Katolik teo- 
logi pembebasan di Amerika Latin. Berbeda dengan yang terjadi di Iran, Pa- 
kistan, dan Sudan, aktor agamalah yang merebut kekuasaan secara langsung, 
maka Gereja Katolik melalui teologi pembebasan di Amerika Latin tidak me- 
lakukan perebutan kekuasaan secara langsung karena doktrin Katolik mela- 
rangnya." Para aktivis dan pastur melakukan penyadaran kepada kalangan 
rakyat akan arti dan sistem penindasan yang sedang berlangsung untuk kemu- 
dian mengubahnya. Ini adalah suatu rencana penegakan demokrasi, keadilan, 
serta transformasi dari dalam agama di tengah-tengah negara dan hak-hak 
rakyat yang ditindas dan dikangkangi oleh sejumlah pemerintahan diktator 
yang ditopang oleh militer yang tiranis dan kapitalis global. Bentuk gerakan 
lain yang mana agama ikut berperan sangat aktif adalah penggulingan apart- 
heid di Afrika Selatan.” 

Gus Dur ketika itu berdialog dan berkomunikasi dengan para pemimpin 
agama di negara-negara tersebut, selain Timur Tengah, yaitu dengan Kardinal 


2 Gerard Clarke, “People Power? Non-Governmental Organizations and Philippine Politics Since 1986”, Phi- 
lippine Quarterly of Culture and Society, 21: 3, September 1993, hlm. 231-256. 

% Francis Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, dan Isinya, Yogyakarta: LKiS, 2000. 

3 M. Imam Aziz, M. Jadul Maula, dan Ellyasa K. H. Dharwis, Agama, Demokrasi, dan Keadilan, Jakarta: Grame- 
dia Pustaka Utama, 1993. 
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Sin di Filipina, Sulasiwaraksa aktivis spiritual Buddhis di Thailand, Uskup 
Agung Gustavo Gutierrez di Peru, serta Uskup Agung Dom Helder Camara 
Olinda dan Recife di Brasil bagian timur yang juga terkenal gigih memperju- 
angkan perdamaian dan keadilan dengan mengadvokasi teologi pembebasan.” 

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah diktator militer Soeharto memi- 
liki ciri yang mirip dengan kecenderungan di tempat lain tersebut, sebuah tira- 
ni militer yang ditopang oleh kapitalisme internasional." Soeharto mengalami 
ketakutan akan menyebarnya fenomena gerakan fundamentalisme Islam dan 
berbagai gerakan kritis, serta usaha penggulingan kepada kekuasaan incumbent 
yang otoriter yang terjadi di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia tersebut. 
Soeharto saat itu memberi kesempatan untuk wacana Islam progresif dan na- 
sionalis berkembang, asalkan tidak mengganggu kekuasaannya yang totaliter 
tersebut.” Namun, akomodasi Soeharto atas gerakan Islam berujung pada 
akomodasi ideologis dan sektarian yang digunakannya untuk mempertahan- 
kan kekuasaan atas ancaman militer melalui ICMI di satu pihak, dan kemba- 
linya ideologi bersatunya agama dan negara yang pernah diperjuangkan oleh 
Masyumi di lain pihak dalam bentuk lain. 

Oleh karena itu, meskipun bergaul secara intensif dengan hampir semua 
gerakan itu, dilihat dari tulisan-tulisan dan aksinya, Gus Dur tampak berbeda 
dari fenomena yang disebutkan itu*— berbeda dengan berbagai gerakan Islam 


* Abdurrahman Wahid, "Jangan Paksakan Paradigma Luar Terhadap Agama’, dalam Abdurrahman Wahid, 
Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 165-171. 

8 Lihat, misalnya, Vedi Hadiz & Richard Robison, “Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The In- 
donesian Paradox”, The Journal of Development Studies, 41: 2, 2005, hlm. 220-241. 

™ Lihat, Abdurrahman Wahid, “NU dalam Konfigurasi Kelompok-Kelompok Strategis", dalam Abdurrahman 
Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 373-382. 

5 Tulisan-tulisan Gus Dur sekitar tahun 1970-an memberikan pandangan yang tajam dan solusi berjarak. 
Kemudian mengalami perluasan, pendalaman, dan perincian sekitar tahun 1980-an. Hampir semua tulisan 
tersebut jika didalami merupakan respons terhadap berbagai gejala perubahan, baik lokal, nasional, regional, 
maupun internasional. Tulisan-tulisan itu umumnya diakhiri dengan suatu rekomendasi apa yang seharusnya 
dilakukan untuk mengantar perubahan yang lebih baik dan damai. Sedangkan, sekitar tahun 1990-an sampai 
2000-an cenderung pada praksis bagaimana melaksanakan idealitas itu ke arah praksis. Beberapa tulisan di ta- 
hun-tahun tersebut terkumpul di beberapa buku, dan beberapa di antara buku tersebut saling tumpang tindih 
dan double pemuatan. Terlalu banyak jika disebut satu per satu di sini. 
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di kampus-kampus di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya ketika itu 
yang fundamentalistik dan mengagendakan berdirinya negara Islam. Mereka, 
terutama kampus-kampus besar negeri di Indonesia, saat itu cenderung meng- 
ekor kepada para ideolog dan pemimpin Islam, seperti Qutb, Maududi, dan 
Khomeini, dengan memperkenalkan dan menawarkan ideologi Islam yang 
tertutup dan ingin melakukan revolusi Islam di Indonesia.” 

Namun, Gus Dur bukan duplikasi dari gerakan-gerakan tersebut meski- 
pun tidak memusuhinya. Gus Dur melakukan kritik terhadap gerakan-gerak- 
an tersebut, berkaitan dengan campur tangan agama yang terlalu jauh dalam 
kekuasaan politik dan sebaliknya, baik dengan cara revolusi maupun kudeta. 
Gus Dur juga memberikan apresiasi atas dorongan dan kritisisme agama ter- 
hadap tirani dan kekerasan oleh kekuasaan. Gus Dur juga melakukan kritik 
terhadap gerakan-gerakan Islam di kampus yang diinspirasi oleh Qutb, Mau- 
dudi, dan Khomeini. Selain itu, meskipun memuji atas kepedulian gerakan 
teologi pembebasan di Amerika Latin terhadap orang miskin dan termargina- 
lisasi, Gus Dur juga melakukan kritik terhadap gerakan tersebut karena pada 
tingkat tertentu membiarkan terjadinya kekerasan oleh masyarakat sipil. 

Sementara itu, baik di Iran yang dipimpin Khomeini, Pakistan dipimpin 
Ziaul Hag dan diinspirasi Al-Maududi, maupun Sudan dipimpin Ja'far Nu- 
meiri yang diinspirasi Hasan “Abdullah At-Turabi, ketiganya melakukan pere- 
butan kekuasaan melalui kudeta dan membawa agama ke dalam kekuasaan 
dengan sangat dalam. Mereka juga membiarkan dan bahkan melakukan keke- 
rasan serta pengorbanan terhadap mereka yang tidak sepaham dengan pengu- 
asa. Salah satu gerakan yang berhasil dan tetap dipuji oleh Gus Dur, hampir 
tanpa kritik, adalah keterlibatan Gereja Katolik di Afrika Selatan yang dipim- 
pin oleh Uskup Desmon Tutu atas dukungannya terhadap gerakan anti-apart- 
heid dan dukungan terhadap gerakan Nelson Mandela yang menjadi presiden 


3» Masdar Hilmy, Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism, Singapore: ISEAS, 2010. Lihat 
juga Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia, Jakarta: Teraju, 
2002. 
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hanya satu periode meskipun ditahan dan dipenjara oleh pemerintahan apart- 
heid selama 28 tahun. Gereja Katolik juga bekerja sama dengan gerakan Islam 
anti-apartheid di Afrika Selatan di samping agama lain.” Bahkan, sebagai 
penghormatan terhadap keberhasilan Afrika Selatan keluar dari apartheid, 
Gus Dur-lah yang pertama mengusulkan gagasan kepada FIFA agar Piala 
Dunia Sepak Bola paling akbar di dunia itu suatu saat diadakan di Afrika Se- 
latan, yang kemudian baru terealisasi pada 2010.” Hal itu menunjukkan beta- 
pa respeknya Gus Dur terhadap perubahan radikal kebebasan dan kesetaraan 
yang terjadi di Afrika Selatan. 

Salah satu topik yang selalu menjadi tambang indoktrinasi keislaman, mi- 
litansi, dan fanatisme Islam oleh gerakan fundamentalisme Islam, terutama di 
kampus-kampus di Indonesia, adalah perang dan kekerasan yang berlarut an- 
tara Israel vs. Palestina. Topik ini seperti menjadi tambang fanatisme di ka- 
langan gerakan Islam fundamentalis kampus di Indonesia. Sebaliknya, Gus 
Dur justru menerobos ke tengah-tengah konflik tersebut, baik mendatangi 
pemimpin tertinggi Israel maupun pemimpin tertinggi Palestina, untuk men- 
cari jalan damai. Gus Dur, misalnya, menjadi salah satu pendiri dan anggota 
Shimon Perez Foundation untuk perdamaian yang berpusat di Tel Aviv, ibu 
kota Israel. Shimon Perez yang merupakan mantan PM Israel dan Yasir Arafat 
pemimpin tertinggi PLO Palestina pernah bersama-sama mendapatkan Ha- 
diah Nobel Perdamaian pada 1994. Alasan Gus Dur menjadi pendiri dan ang- 
gota yayasan tersebut adalah, menurutnya, satu-satunya politisi tingkat tinggi 
di Israel yang prodialog dan perdamaian adalah Shimon Perez. Karena itu, 
perlu kerja sama dan meluaskan jangkauan, baik di Israel sendiri maupun di 


dunia, khususnya di Timur Tengah.” H. Imam Muzakkir, pendamping Gus 


3 Lihat, misalnya, Farid Esack, Al-Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity 
Against Oppression, Oxford: Oneworld Publication, 1997. 

3 Disampaikan oleh Gus Dur pada suatu presentasi seminar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 

3 H. Imam Muzakkir adalah orang yang setidaknya tiga kali diajak Gus Dur ke Israel untuk bertemu dengan 
para petinggi Israel, termasuk bertemu dengan Ariel Sharon ketika menjadi Perdana Menteri, Muzakkir se- 
lalu melekat pada diri Gus Dur karena dia memberikan pelayanan secara fisik. Wawancara atau pembicaraan 


113 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


Dur, pernah menjadi saksi pembicaraan empat mata antara Gus Dur dan Ariel 
Sharon—ketika menjadi PM Israel. Gus Dur mengatakan bahwa Palestina 
dan Israel bisa membuka pembicaraan damai hanya jika Ariel Sharon dan Ya- 
sir Arafat mengundurkan diri—maksudnya mengalah untuk membuka dia- 
log—dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bernegosiasi. Be- 
berapa saat kemudian, Gus Dur juga bertemu dengan Yasir Arafat di Ramallah 
untuk misi yang sama." 

Apa yang hendak dikatakan dalam hal ini adalah bahwa seluruh gerakan 
tersebut menjadi perhatian Gus Dur secara intensif. Gus Dur juga selalu 
mengikuti seluruh perkembangan represi pemerintahan militer dan sipil—se- 
perti Marcos di Filipina—yang berlangsung di banyak kawasan. Demikian 
pula perjuangan untuk membebaskan keterlibatan agama di dalamnya, baik 
positif maupun negatif. Akan tetapi, sebagian besar mereka kemudian terjebak 
pada penyeragaman dan pemaksaan dalam bentuk lain dan kemudian melaku- 
kan kekerasan, baik terhadap mereka yang digulingkan maupun kawan mereka 
(yang kemudian oposisi). Gus Dur melalui pergulatan di NU bukan replikasi 
dari mereka, namun tidak lepas dari konteks itu semua. 

Jika berbagai karya dan juga aktivisme Gus Dur antara pertengahan awal 
1970-an dan pertengahan 1990-an diperiksa lebih dalam, itu semua merupakan 
respons Gus Dur terhadap situasi di Indonesia dan di dunia atau bagian-bagian 
tertentu dari kawasan di dunia tersebut. Hampir semua tulisan tersebut bersifat 
reflektif dan memberikan sikap tertentu serta rekomendasi pemecahannya. Be- 
berapa ciri dari pemikiran Gus Dur tersebut adalah pengambilan jarak tertentu 
dari masalah dan pemerintah yang berkuasa, tetapi tetap membuka dialog dan 
menghindari terjadinya konfrontasi secara langsung, apalagi dengan cara keke- 
rasan. Bagi Gus Dur, proses demokratisasi haruslah berlangsung secara bertahap, 


dilakukan beberapa kali antara 2013-2016. 

* Seorang yang paling awal atau merintis dalam memfasilitasi komunikasi Gus Dur dengan pemimpin Israel 
adalah Profesor Ismed Fanani, seorang kelahiran Padang dan berpandangan liberal. Saat ini, ia menjadi guru 
besar Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara di Deakin University, Melbourne, Australia. Wawancara dan 
pembicaraan dilakukan beberapa kali antara 2014-2015, baik di Australia maupun di Indonesia. 
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anti-revolusi, serta bersifat non-ideologis atau bersifat kultural. Penghormatan 
terhadap kebebasan individu dan penguatan massa atau masyarakat sipil adalah 
ciri lain dari penegakan demokrasi yang dilihatnya sebagai sebuah proses—bu- 
kan barang sekali jadi. 

Cara yang Gus Dur lakukan berbeda dengan yang dilakukan para tokoh 
ideolog Islam dunia lainnya yang juga diduplikasi para aktivis kampus di In- 
donesia, yaitu dengan memberikan cetak biru ideologi dan bentuk negara serta 
pemerintahan, bahkan secara teknis yang diklaim sebagai pemerintahan Is- 
lami yang implementatif.*! Gus Dur lebih memberikan prinsip-prinsip, stra- 
tegi, orientasi, serta kerangka kelembagaan seperti apa yang harus diusahakan 
dan ditumbuhkan untuk membangun demokrasi di Indonesia ketika itu dan 
di mana peran Islam di dalamnya. Dalam praktik pemerintahan, Gus Dur juga 
tidak selalu berhasil merealisasikannya, tetapi berbagai keputusan dan kebi- 
jakannya mengandung wawasan jangka panjang dan bobot kemanusiaan yang 
layak dilanjutkan.? Anti-kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, dan 
perlindungan kepada minoritas serta marginal adalah tiga hal yang nyaris tidak 
pernah terlupakan dalam berbagai karya dan aksinya. Hal yang selalu dihindari 
oleh Gus Dur adalah pemberian slogan dan istilah serta teori-teori yang dakik 
dan canggih dalam karya ilmiah dan akademik sekalipun. Semua istilah yang 
rumit dibuat sesederhana mungkin sehingga bisa ditangkap secara mudah oleh 
masyarakat, bahkan dalam karya ilmiah. Kata civil society dan masyarakat ma- 
dani yang kala itu sangat digemari oleh aktivis LSM dan kampus nyaris tidak 
pernah dipergunakan oleh Gus Dur untuk bicara di kampus dan seminar. Un- 
tuk istilah civi/ society, misalnya, Gus Dur lebih suka memakai istilah massa, 
massa Islam atau masyarakat yang lebih akrab di telinga masyarakat umum. 


4 Lihat kembali buku-buku Imam Khomaeni, Sayyid Qutb, dan Abu al-A'la al-Maududi. 
®© Andreas Harsono, Hari-hari Terakhir Gus Dur di Istana Rakyat: Bagaimana Media Jakarta Meliput Hari-Hari 
Diturunkannya Presiden Abdurrahman Wabid?, Jakarta: Pensil-324, 2009. 
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Bab 3 
GENEALOGI PEMIKIRAN DAN 
AKSI GUS DUR DALAM 
KEINDONESIAAN 


TRADISI KULTURAL DAN PERGULATAN KEBANGSAAN 


Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Gus Dur lahir dari keluarga pendiri 
NU dan kemudian aktif berkegiatan serta terlibat langsung dalam organisasi 
NU. Karena itu, penting dirunut genealogi pandangan dan aksinya terkait 
politik dan perubahan Islam dalam sejarah dan tradisi NU. Menggambarkan 
sebuah e/an vital terkait perubahan dramatis di dalam NU ketika mengambil 
keputusan Khittah 26 di Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar ke-27 
1984 di Situbondo, Jawa Timur, Martin van Brunessen,' peneliti Islam asal 
Belanda, menyatakan bahwa kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan Is- 
lam modernis dan salafi lain membangun e/an vital untuk menghadapi mo- 
dernisasi dan globalisasi dengan menengok ke belakang 14 abad sebelumnya 
dalam kehidupan Nabi Muhammad saw., dengan mendasarkan pada Al- 
Ouran dan hadis secara murni sembari mengabaikan seluruh tradisi dan wa- 


risan Islam klasik (turas) dalam perjalanan panjang sejarah umat Islam. NU 


* Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Terj. Farid Wajidi, Yogyakar- 
ta: LKiS, 1994. 
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dan pesantren justru mengambil langkah sebaliknya, bahwa itu hanya kem- 
bali pada setengah abad atau 50 tahun lebih sedikit lamanya. Itu pun kemba- 
li pada tradisinya sendiri di tanah Nusantara atau Indonesia sekarang. Tentu 
dengan seluruh warisan kebudayaan, peradaban, serta metodologi dan turas 
yang dimilikinya. Elan vital tersebut menunjukkan bagaimana NU dan pe- 
santren mengklaim atas tradisi keislaman dan kepribumian di mana Islam 
itu datang, lahir, dan tumbuh. Dari tradisinya sendiri itulah NU membangun 
basis-basis doktrin agama, metodologi, kemasyarakatan, negara, ideologi pe- 
ngetahuan, dan sejarahnya sendiri.? 

Gus Dur ikut terlibat dan bahkan memimpin dalam suatu perubahan yang 
historis di dalam NU dalam rangka merespons perubahan masyarakat melalui 
gerakan kembali ke Khittah 26. Gerakan ini seakan membawa NU “lahir 
kembali”, setelah menempuh beberapa tahap perjalanan kehidupan sejak per- 
gulatan awal, lahir, kemerdekaan Indonesia, menjadi partai politik, fusi partai, 
dan khittah 26 NU. Perjalanan khittah NU 26 ini kemudian dinakhodai tidak 
lain oleh Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidziyah yang berpasangan de- 
ngan K.H. Ahmad Shiddig sebagai Rais Aam PBNU ketika itu. Setidaknya, 
ada empat aspek mendasar dari deklarasi Khittah 26 tersebut, yaitu: pertama, 
aspek deklarasi tidak terikat dengan partai politik mana pun.’ Dalam hal ini 
harus diartikan bahwa NU tidak hanya lepas dari partai politik dalam arti po- 
litik praktis, tetapi harus dipahami pula bahwa sebelumnya NU terikat dengan 


2 Ibid. 
Dalam bagian Pengertian Risalah Muktamar PBNU ke-27 disebutkan bahwa “a. Khittah Nahdlatul Ulama 
adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam 


tingkah laku perseorangan dan organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan; b. Landasan ter- 
sebut adalah paham ab! as-sunnah wa al-jama'ah yang ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indo- 
nesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan dan kemasyarakatan: c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari 
intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.” Risalah Hasil Muktamar NU ke-27 Situbondo, 
Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, hlm. 100. Penekanan dari penulis. 

Lihat Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pedekatan Fikih dalam Politik, Jakarta: Gramedia Pus- 
taka Utama, 1994, hlm.138-236. 

Abdul Mun'im, Piagam, hlm. 105-106. 
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PPP yang notabene berasas Islam dan seluruh umat Islam. Dalam persepsi 
PPP, umat Islam harus memilih partai berasas Islam tersebut. Dengan dekla- 
rasi tersebut, tidak ada lagi kewajiban bagi anggota NU dan bahkan umat Is- 
lam untuk memilih partai yang eksklusif Islam. Deklarasi ini dalam perspektif 
kewarganegaraan mengandung pengertian bahwa aspirasi individu dan ke- 
lompok bagi NU tidak lagi hanya eksklusif Islam dalam berpartai, tetapi juga 
kemerdekaan individu dan kelompok tersebut dijamin untuk memilih dengan 
pertimbangan apa pun. Agama tidak lagi dikaitkan dengan kewarganegaraan 
secara eksklusif. Demikian juga pandangan terhadap posisi warga negara atas 
negara. Warga negara Indonesia tidak lagi dibedakan antara warga negara Is- 
lam dan non-Islam atau mereka yang berpartai Islam dan yang tidak. Dengan 
demikian, unsur deklarasi ini sangat mendasar, bukan hanya dalam pengertian 
keanggotaan partai atau fusi partai politik, melainkan dasar bagi paham kewar- 
ganegaraan. 

Kedua, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kemasyarakatan 
dan kenegaraan. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut tidak di- 
masukkan ke keislaman atau keagamaan, sehingga dalam praktiknya keputus- 
an Muktamar mengubah dan membedakan antara asas dan akidah. Posisi asas 
tidak sama dengan akidah, sehingga dalam AD/ART hasil Muktamar 1984 
tersebut menempatkan (posisi nilai) Islam ‘ala ahl as-sunnah wa al-jama'ah se- 
bagai akidah (pasal 3) dan Pancasila diletakkan di bawahnya sebagai “asas” 
(Pasal 2). Tidak terlalu spekulatif jika dikatakan bahwa proses ini adalah apa 
yang oleh Gus Dur disebut dasar bagi penciptaan “etika sosial” dan bukan lagi 
terbatas pada hukum agama atau fikih. Ajaran Islam ditempatkan sebagai etika 
sosial yang lebih tinggi dan menginspirasi hukum secara teologis dan mungkin 
ideologis sekalipun atas negara, meskipun etika sosial tersebut tentulah ber- 
sumber antara lain dari hukum Islam atau fikih. Berikut tulisan Gus Dur 
pasca-Khittah 26: 
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“Konsep ini sebenarnya mengharuskan adanya pengembangan ajaran Islam sebagai sum- 
ber “etika sosial’ dan bukannya sumber materi hukum. Gagasan yang menempatkan “Islam 
sebagai jalan hidup” (Syari'at) lebih berperan sebagai kekuatan moral (moral force) dalam 
kehidupan ketimbang sebagai seperangkat hukum formal ini, lalu bersimpang jalan secara 
ideal dengan capaian suatu ‘masyarakat Islam’ yang telah menjadi bagian dari keyakinan 
para Islamis.” 


Ketiga, pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah bentuk final yang berdasarkan asas tunggal Pancasila tersebut. Pernya- 
taan ini juga harus diartikan terkait apa yang oleh Gus Dur disebut “pribumi- 
sasi Islam”? Dengan demikian, meskipun sudah ditegaskan bahwa Indonesia 
(Hindia-Belanda) adalah Tanah Islam dengan segala historis dan pluralitasnya 
oleh NU jauh sebelum Indonesia merdeka, dalam proses pemerdekaan kewar- 
ganegaraan dari kungkungan agenda negara Islam melalui partai berasas Islam 
yang mana NU menjadi bagian dari dinamika dan pergulatan itu belum selesai. 
Penegasan tersebut, dengan demikian, adalah semacam manifesto kebudayaan 
dan keagamaan bagi perkembangan lebih lanjut yang harus menjadikannya 
sebagai titik berangkat dalam seluruh aspek atau bahkan sebagai ideologi pe- 
ngetahuan itu sendiri.” NKRI adalah tempat NU hidup, berkembang, berkip- 
rah, serta menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. 

Keempat, penegasan kembali supremasi ulama di dalam organisasi NU. Se- 
cara implisit, di dalamnya sesungguhnya adalah penegasan kembali tentang 
teologi dan ideologi ahl as-sunnah wa al-jamd'ah atau sering disingkat ASWA- 
JA itu sendiri ala NU atau ah/ as-sunnah wa al-jama'ah an nahdiyyah berha- 
dapan dengan golongan-golongan Islam yang lain, baik yang setuju dengan 
eksistensi Indonesia maupun tidak.” Juga berkenaan dengan semakin domi- 


nannya para politisi di dalam NU dan derasnya paham Islam yang cenderung 


® Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Tradisionalisme, Greg Fealy & Greg Barton, ed., hlm. xiv. 

7 Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam. 

© Ibid. 

* Lihat, misalnya, Faisal Ismail, Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan 
Pancasila, Terj. Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. 
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fundamentalistik, namun mengabaikan kualitas pengetahuan tentang Islam 
dan keterlibatan dalam kemasyarakatan.'” 

Dari empat dimensi tersebut, bisa dikatakan bahwa inilah untuk pertama 
kalinya sejak kemerdekaan, NU kembali merumuskan secara komprehensif 
antara keislaman, kesejarahan, keindonesiaan, serta doktrin keaswajaan dan 
ideologi pengetahuan yang dimilikinya.” Dengan itu, NU telah menunjukkan 
ciri-cirinya yang khas dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain 


di Indonesia dan di tempat lain di dunia.” 


KHITTAH NU 26 DAN DASAR PERSAMAAN 
KEWARGANEGARAAN 


Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Gus Dur adalah salah satu aktor paling 
utama terbitnya Khittah NU 26. Khittah memberikan landasan yang kuat bagi 
integrasi Islam dan nasionalisme Indonesia serta kesetaraan warga negara di 
dalamnya. Namun, Khittah NU 26 dan integrasi Islam dan negara-bangsa ter- 
sebut tidak berdiri sendiri. Ia memiliki sejarahnya dalam perjalanan NU dan 
dinamika sejarah Indonesia. Diperlukan flashback sejenak untuk memahami 
pergulatan dan pemikiran kalangan pesantren dan NU dalam dinamika sebe- 
lum kemerdekaan. Pada masa itu, pesantren dan NU berhadapan dengan dua 
arus sekaligus, yaitu arus penjajahan oleh Belanda serta arus pemurnian agama 
oleh aliran Wahhabi dan Pan-Islamisme serta Pan Arabisme" termasuk di 
dalamnya Ikhwanul Muslimin, dari Timur Tengah yang secara salah kaprah 
disebut sebagai gerakan modern Islam.“ 


W Lihat M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama, hlm. 62-68. 

!! Abdurrahman Wahid, “Beda Tugas NU dan Tugas Negara’, dalam Mengurai Hubungan Agama dan Negara, 
ed., Kacung Marijan & Ma'mun Murod Al-Brebesy, Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 365-372. 

'2 Lihat Abdurrahman Wahid, “NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini”, dalam Abdurrahman Wahid, Prisma 
Pemikiran. Tentang nasionalisme kiai dan pesantren lihat Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, Konstruksi 
Sosial Berbasis Agama, Yogyakarta: LKiS & IAIN Sunan Ampel Press, 2007. 

18 Lihat kembali Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai. 

“ Deliar Noer, Gerakan Islam Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Cet. Ke-4, Jakarta: LP3ES, 1988. 
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Sebagaimana konsep demokrasi, nasionalisme, HAM, dan juga kewarga- 
negaraan itu sendiri di Barat mengalami perubahan dan pematangan dari 
waktu ke waktu, konsep nasionalisme dan kewarganegaraan di dalam NU 
dan pesantren juga tidak sekali jadi, tetapi mengalami evolusi sepanjang 
waktu. Ada sebuah buku menarik untuk ditelaah yang berkaitan dengan to- 
pik ini yang dikodifikasi oleh PBNU, yaitu Piagam Perjuangan Kebangsaan. 
Dalam piagam-piagam tersebut tertulis bahwa nasionalisme di dalam pesan- 
tren (waktu itu belum ada NU atau NO—Nahdlatoel Oelama) dimulai seca- 
ra resmi—dalam arti secara tertulis—sejak 1916, dengan munculnya Nah- 
dlatul Wathan atau Gerakan Kebangsaan di kalangan pesantren." Menurut 
buku ini, perjuangan kemerdekaan bagi negara yang kemudian disebut Indo- 
nesia di pesantren mula-mula dengan cara penanaman “ideologi” cinta tanah 
air melalui—sebagai tradisi pesantren— sebuah syair.” Syair berbahasa Arab 
itu kemudian digubah menjadi lagu Mars NU dengan nama Mars Nahdlatul 
Wathan oleh salah seorang aktivis muda gerakan pesantren yang belakangan 
dikenal dengan nama K.H. Wahab Hasbullah dan diiringi musik perjuang- 
an." Dari syair itulah kemudian pada 1916 digubah formatnya menjadi ben- 
tuk Piagam, yang disebut Piagam Nahdlatul Wathan. Beberapa Piagam itu 
berbunyi: 


“Wahai bangsaku, cinta tanah air adalah bagian dari iman, cintailah tanah air ini wahai 
bangsaku. Janganlah kalian menjadi orang terjajah, sungguh kesempurnaan itu harus di- 
buktikan dengan perbuatan. Bukanlah kesempurnaan itu hanya berupa ucapan, jangan 
hanya pandai bicara. 


5 Abdul Munim DZ, “Pendahuluan, Garis Besar Perjuangan NU”, dalam Piagam Perjuangan Kebangsaan, ed. 
Abdul Mun'im DZ, Jakarta: PBNU, 2011, hlm. 7-12. 

** Ibid, Tentang nasionalisme kiai dan pesantren lihat Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai. Lihat juga Ahmad 
Suaedy, “Benturan Antar- Keyakinan di Indonesia”, Harian Kompas, 10 Juni 2016, hlm. 6. 


" Semboyan keagamaan paling terkenal dari ini adalah “hudb al-wafan min al-iman (cinta tanah air adalah se- 
bagian dari iman)”, lihat Piagam Perjuangan Kebangsaan, ed. Abdul Mun'im D.Z., Jakarta: PBNU, 2011, hlm. 
21. Lihat juga Ahmad Suaedy. “Benturan Antar Keyakinan di Indonesia”, Harian Kompas, 10 Juni, hlm. 6. 

18 Piagam, ed. Abdul Mun'im DZ, hlm. 21-22. 
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Dunia ini bukan tempat menetap, tetapi hanya tempat berlabuh. Berbuatlah sesuai dengan 
perintah-Nya. Kalian tidak tahu orang yang memutarbalikkan dan kalian tidak mengerti 
apa yang berubah di mana akhir perjalanan dan bagaimanapun akhir kejadian, 


Wahai bangsaku yang berpikir jernih dan halus perasaan, kobarkan semangat dan jangan 
jadi pembosan.”” Soerabaia, 1916. 


Dalam naskah tersebut sudah disebut kata “bangsa”, “cinta tanah air”, dan 
“terjajah”, meskipun belum disebut kata merdeka. Bahkan, dalam naskah itu 
tidak disebut kata “Islam” dan “Muslim” sekali pun. Kebangsaan dalam naskah 
itu, dengan demikian, mudah diduga sebagai bangsa yang kemudian disebut 
“bangsa Indonesia”. Bangsa dalam Piagam tersebut juga tidak hanya menunjuk 
secara ekslusif umat Islam atau bahkan umat pesantren, melainkan semua pen- 
duduk yang menetap di bumi Nusantara waktu itu. Meskipun tidak mengam- 
bil langkah konfrontatif terhadap penjajahan Belanda, cita-cita kemerdekaan 
NU jelas dalam indoktrinasi pengurus NU oleh para ulama senior, seperti K.H. 
Wahab Hasbullah, kepada para santri dan anggotanya. Suatu percakapan K.H. 
Wahab Hasbullah dengan kiai lain dan santrinya sebagaimana diuraikan da- 
lam buku yang ditulis oleh Choerul Anam: “Tentu, itu (kemerdekaan, pen.) 
syarat nomor satu, umat Islam menuju ke jalan itu, umat Islam kita tidak lelu- 
asa sebelum negara kita merdeka.” 

Piagam kedua dalam buku itu adalah yang disebut “Piagam Nahdlatut 
Tujjar”” di Soerabia 1918, yaitu gerakan ekonomi atau perdagangan untuk 
melawan monopoli oleh para pedagang Tiongkok atau Asia Timur lainnya 
yang dibekingi oleh penjajah Belanda. Piagam ini jauh lebih keras dari yang 
pertama dan cukup panjang. Namun, sebenarnya tidak hanya berisi masalah 
ekonomi, tetapi juga ketidakmerataan pendidikan yang oleh penjajah Belanda 
hanya diperuntukkan bagi kaum elite atau priayi serta kaum non-pribumi la- 


1 Ibid, him. 23. 
2 Dikutip dari Andrée Feillard, NU, hlm. 15. 
3 Adien Jauharudin, Menggerakkan Nahdlatut Tujjar, Jakarta: PMPI, 2008. 
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innya.” Pengajaran syari’at Islam bagi kaum Muslim di perdesaan—penyebar- 
an pesantren ke daerah-daerah perdesaan dan pinggiran—yang masih sangat 
langka juga menjadi perhatian dalam piagam ini, sehingga memicu gerakan 
pengajaran Islam di pesantren.” 

Piagam ketiga dan keempat dengan tahun yang sama adalah “Piagam Ko- 
mite Hijaz” dan “Mugaddimah Qanun Asasi” 1926. Mugaddimah Qanun 
Asasi adalah pidato pertama K.H. Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU yang 
kemudian diangkat menjadi Rais Akbar PBNU pertama. Pidato ini cukup 
panjang. Piagam tersebut membahas tentang pedoman Islam serta visi dan 
garis-garis besar paham keagamaan ah/ as-sunnah wa al-jama'ah yang menjadi 
basis Islam ala NU. Sedangkan, Piagam Komite Hijaz lahir karena adanya 
kebijakan Raja Arab Saudi dari aliran Wahabi yang mendiskreditkan paham 
Islam lain, khususnya ASWAJA, yang dianut oleh pesantren yang bersumber 
dari ajaran kitab klasik (turds). Ajaran yang kurang lebih sama dengan yang 
dianut NU juga eksis di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Na- 
mun, mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan diserang dengan 
kekerasan.” 

Gerakan Wahabi di Indonesia yang didukung oleh Kerajaan Arab Saudi 
Waktu itu juga sangat agresif melakukan takfiri (mengafirkan kelompok atau 
paham yang tidak sepaham dengan mereka), melarang pembelajaran literatur 
klasik dan mempraktikkan Islam yang dianggap bidah dan musyrik, serta 
menghancurkan berbagai warisan dan situs sejarah Islam.” NU mengirim surat 
dan utusan untuk menemui Raja Saudi guna melindungi paham-paham Islam 


tradisional dan situs-situs sejarah Islam, serta perbaikan pelayanan jemaah haji 


2 Abdul Mun'im, Piagam, hlm. 24-28. 

3 Ibid., hlm. 26-28. 

2 Ibid., hlm. 38-49. 

5 Tentang dinamika persaingan antara Kerajaan Arab Saudi untuk menguasai dunia Islam, Raja Farouk dari 
Mesir, dan kolaborasi penjajah Inggris, lihat lebih lanjut, Martin van Bruinessen, NU, hlm.28-34. 

2 Ali Haidar, Nahdlatul Ulama, hlm. 55-60. 

? Abd Ala, Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan, Yogyakarta: LKiS, 2014. 
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secara tidak diskriminaif? Karena itu, piagam tersebut juga dikenal dengan 
“Piagam Kebebasan Beragama”. Ini merupakan gerakan pesantren atau cikal 
bakal Nahdlatul Ulama menghadapi paham Wahhabi dan juga Pan-Arabisme 
dan Pan-Islamisme yang masuk ke Nusantara. Paham ini bersifat represif dan 
mudah mengafirkan serta membidahkan kelompok lain, dan tidak jarang mela- 
kukan pengrusakan sebagaimana yang dilakukan oleh Wahhabi di Arab Saudi. 
Respons ini memicu lahirnya NU secara resmi sebagai organisasi keagamaan 
dan kemasyarakatan. Pidato K.H. Hasyim Asy'ari tersebut dibacakan dalam 
rangka meresmikan berdirinya NU. Sebenarnya, selain Nahdlatul Wathan dan 
Nahdlatut Tujjar, ada gerakan lain yang juga dirintis oleh K.H. Hasyim Asy'ari 
dan K.H. Wahab Hasbullah di Surabaya, yaitu “Tasywirul Afkar”. Gerakan atau 
kelompok ini semacam study club anak-anak muda pesantren yang terpelajar 
dan kosmopolitan untuk menghadapi penjajahan Belanda dan serangan dari 
Wahhabi dan paham-paham sejenis.” Dengan demikian, gerakan dan juga pro- 
ses nasionalisme di dalam NU sudah terbentuk jauh sebelum organisasi NU itu 
berdiri secara resmi. Dalam banyak tulisannya, Gus Dur tidak jarang mengam- 
bil acuan historis dalam tradisi dan keputusan komunitas NU, bahkan sebelum 
NU secara organisasi itu berdiri untuk membangun argumen pandangannya 
terkait masyarakat dan negara Indonesia.” 

Deklarasi berikutnya adalah “Deklarasi Negara Bangsa sebagai Perwujudan 
Aspirasi Islam”. Deklarasi ini dilakukan pada 1936 dalam Muktamar di Banjar- 
masin. Dari sini diketahui bahwa kalangan pesantren atau NU sudah menyebut 
negara Indonesia sebagai negara bagi umat Islam dalam realitas Hindia-Belanda 
atau Nusantara itu sendiri, yang plural dan multikultural dari segi agama, etnis, 
aliran, dan sebagainya. Deklarasi kebangsaan sebagai negara Islam tersebut tidak 
menyebut keharusan untuk menjadikan syari'at Islam atau Al-Ouran dan hadis 


3 Ibid. 

2 Nama “Tasywirul Afkar” ini kemudian diabadikan menjadi nama jurnal yang diterbitkan oleh LAKSPES- 
DAM NU sejak Khittah 26 1984 hingga kini. 

® Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa”, dalam Abdurrahman Wa- 
hid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 203-216. 
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sebagai dasar negara dan tidak menyebut penduduknya harus ekslusif Islam. 
Berikut bunyi deklarasinya: 


“Negara Bangsa sebagai Perwujudan Aspirasi Islam” 


Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikua- 
sai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Be- 
landa), tetapi nama negara Islam masih selamanya. Sebagaimana keterangan dari Bughya- 
tul Murtasyidin.' 


Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatinya pada suatu masa tertentu, 
maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam 
pada masanya. Sedangkan, masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh pe~ 
nguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kemba- 
li dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan dar albarb (dae- 
rah perang) hanya dalam bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, 
perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) ada- 
lah dar al-Islam (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh 
orang kafir (penjajah Belanda).”? Bandjarmasin, 19 Juni 1936. 


Menurut Feillard, pertanyaan tentang eksistensi dan status Hindia-Belan- 
da dalam Islam kembali dipertanyakan pada Muktamar berikutnya di Menes, 
Jawa Barat—tiga tahun kemudian, 1938.” Namun, kali ini dilengkapi dengan 
satu pertanyaan tambahan tentang tawaran dan kemungkinan keterlibatan 
NU untuk mengirim utusannya atau tidak ke Volksraad, lembaga politik per- 


2 Dalam tradisi pesantren dan NU, setiap ide dan gagasan keagamaan harus bisa merujuk pada literatur yang 
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik menurut kriteria PBNU. Karena itu, untuk mem- 
pertanggungjawabkan ide tersebut dirujuk pada sebuah kitab yang bagi PBNU Iegitimed atau mu‘tabarab, yaitu 
kitab yang berjudul Bugyatu al-Murtasyidin. Kitab ini adalah kumpulan fatwa dari banyak imam tentang 
berbagai topik dan isu, Dikumpulkan oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar 
al-Masyhar Ba 'Alawi, seorang Mufti Negeri Hadlramaut, yang hidup pada 1250-1320 H./1839-1902 M. 
Untuk uraian tentang sistem pengambilan keputusan (Bafhiw al-Masail) di dalam NU di semua tingkatan dari 
PBNU sampai tingkat ranting dan sub-ranting, lihat Nadirsyah Hosen, “Nahdlatul Ulama and Collective 
Ijtihad”, dalam New Zealand Journal of Asian Studies 6: 1, June, 2004), hlm. 5-26. 

2 Abdul Munim DZ, Piagam, hlm. 54. 

* Lihat Risalah Muktamar NU Menes, Vers/ac-Congres Nahdlatoel-'Oelama' jang ke XIII Kota Menes, Bantam, 
12-17 Juni 1938. Dicetak di Soerabaia, 1 Agustus ‘38. 
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wakilan pribumi yang dibentuk dan ditawarkan penjajah Belanda.“ Jawaban 
atas pertanyaan pertama masih tetap bahwa Hindia-Belanda adalah negara 
Islam yang harus dibebaskan atau dimerdekakan.” Sedangkan, hasil jawaban 
pertanyaan kedua, dilakukan voting dengan hasil 54 suara menolak berbanding 
4 suara mendukung.” Dengan sikap legitimasi terhadap Hindia-Belanda seba- 
gai negara Islam tersebut, NU tidak sedang melegitimasi penjajahan Belanda, 
karena, di sisi lain dan dalam waktu yang sama, NU tetap memperlihatkan si- 
kap nonkooperatifnya terhadap penjajahan Belanda dengan menolak berparti- 
sipasi atau mengirim utusan ke Volksraad. 

Dengan demikian, di satu pihak, NU telah mengakui Nusantara/Indone- 
sia/Hindia-Belanda dalam batas geografis teritori dan penduduk yang plural 
sejak sebelum merdeka dengan segala apa yang ada di dalamnya sebagai Nega- 
ra Islam (dalam sidang KNIP 18 Agustus 1945 nantinya diputuskan bahwa 
wilayah negara RI adalah seluruh bekas Hindia-Belanda, termasuk Papua Ba- 
rat). Tetapi, di lain pihak, wilayah Islam itu harus dimerdekakan dari penjajah 
Belanda, dan NU memutuskan menolak untuk bergabung dengan lembaga 
pribumi yang dibentuk oleh Belanda sebagai bagian dari aspirasi tidak sahnya 
kekuasaan penjajahan Belanda. NU, dengan demikian, membedakan secara ta- 
jam antara politik wawasan kebangsaan sebagai pengakuan wilayah atas Hin- 
dia-Belanda yang kemudian menjadi wilayah Indonesia sebagai negara Islam 
itu sendiri yang diakui oleh umat Islam di dalamnya, dengan pemerintahan 
yang menguasai wilayah tersebut sebagai penjajah yang harus dienyahkan atau 
dimerdekakan. Menurut Feillard, dalam pergulatan politik memperjuangkan 
kemerdekaan, meskipun mengambil jalan nonkooperatif, NU tetap tidak kon- 
frontatif terhadap penjajah Belanda. 

Feillard juga menunjukkan fakta bahwa pada 1940, lima tahun sebelum 
kemerdekaan, dalam sebuah pertemuan 11 ulama senior, NU sudah membin- 
cangkan calon presiden Indonesia ketika merdeka kelak. Dalam suatu rapat kiai 


4 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1986. 
5 Ibid. 
* Andrée Feillard, NU, hlm.18. 
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senior—yang sebenarnya jarang sekali terjadi dan bukan dalam event besar NU 
seperti Muktamar—bisa dikumpulkan 11 kiai berpengaruh NU dan kemudian 
dilakukan voting tentang pendapat calon presiden ketika merdeka nanti. Voting 
itu menghasilkan 10 suara untuk Soekarno dan satu memilih Moh. Hatta.” 
Demikian juga dalam perdebatan terkait dasar dan bentuk negara pada sidang 
KNIP 18 Agustus 1945, NU memiliki peran sangat penting dan pada akhirnya 
diakui sebagai pihak Islam mayoritas yang melegitimasi terkait penghapusan 
“tujuh kata” pada sila pertama Pancasila yang semula memuat anak kalimat “de- 
ngan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kali- 
mat itu kemudian digantikan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pan- 
casila yang disetujui oleh perwakilan Islam, termasuk NU yang diwakili oleh 
K.H. Wahid Hasyim dan Muhammadiyah diwakili Ki Bagoes Hadikusumo. 

Selain itu, Feillard juga memberikan data terkait inspirasi dan keterlibatan 
kalangan kiai pesantren terhadap konsep Pancasila Soekarno yang dipidatokan 
pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Kandungan yang dipidatokan Soekar- 
no pada rapat itu adalah materi yang dikemukakan oleh seorang kiai kepada- 
nya dalam pertemuan tersebut." Feillard memberikan komentar bahwa argu- 
mentasi seperti itu—legitimasi terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara 
Islam dan penghapusan tujuh kata—nantinya diterapkan beberapa kali ketika 
Indonesia berada pada saat-saat yang menentukan dalam sejarah.” Dengan 
demikian, sikap NU tersebut menjadi semacam doktrin bagi pandangan nasi- 
onalisme Indonesia. Gus Dur juga mengambil argumen ini untuk memberikan 
ilustrasi bagi metodologi secara kontekstual dalam pengambilan keputusan di 
pesantren dan NU.“ 

Menurut Feillard, kerelaan wakil Islam atas penghapusan tujuh kata itu 
menandakan begitu besarnya keinginan kalangan Islam untuk merdeka de- 


9 Andrée Feillard, NU; hlm.19-20. 

= Andrée Fiellard, NU, hlm. 17-19, 

* Andrée Feillard, NU; hlm.18. Itu pula yang sering dikemukakan oleh Gus Dur antara lain sebagai argumen 
tentang eksistensi Indonesia dari perspektif Islam. 

* Abdurrahman Wahid, Massa Islam dalam Kehidupan, hlm. 203-216. 
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ngan wilayah sesuai yang disepakati meliputi bekas Hindia-Belanda dengan 
penduduk yang plural. Feillard memberikan komentar terkait peran NU dalam 
perumusan masalah bentuk negara dan dasar negara, termasuk kehadiran K.H. 
Wahid Hasyim secara langsung dalam keputusan penghapusan “tujuh kata” 
pembukaan UUD 1945 bersama Hatta. Feillard menulis: 


“Perselisihan yang berkepanjangan ini menunjukkan kerelaan tanggal 18 Agustus mem- 
punyai arti simbolis yang penting dan NU menduduki posisi yang menentukan dalam 
perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia. Ormas Islam ini bersedia mencari jalan 
keluar dengan agama lainnya demi persatuan bangsa. Wachid Hasjim tampak sangat 
menginginkan adanya persatuan.” 


Meskipun penghapusan “tujuh kata” tersebut terus menjadi perdebatan 
politik, terutama tuntutan sebagian kalangan kelompok modernis dan Islam 
politik di berbagai momen politik yang belum terima terhadap penghapusan 
tersebut,” hal ini tidak pernah benar-benar menjadi faktor yang mendorong 
perpecahan Indonesia secara signifikan. Hal ini juga terjadi karena NU sebagai 
mayoritas Muslim di Indonesia secara konsisten terus membentengi kesatu- 
an bangsa dan Negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila secara 
terus-menerus. Kesetiaan pada keputusan atau bahkan doktrin bahwa Indo- 
nesia adalah tanah atau bumi bagi Islam ASWAJA NU harus dipertahankan. 
Bukan hanya menghadapi pemberontakan dari kalangan non-Muslim, seperti 
pemberontakan PKI di Madiun pada 1948," melainkan juga pemberontakan 
yang dilakukan oleh kalangan dari gerakan atau kelompok Islam itu sendiri.“ 
Hal ini tecermin dari deklarasi kebangsaan berikutnya, yaitu Piagam wa/iy- 


4 Andrée Fiellard, NU, hlm. 40. 

® Lihat Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsesus Nasional tentang Dasar Negara 
Republik Indonesia (1945-1959), Jakarta: Gema Insani, 1997. 

* Donald Hindley, The Communist Party of Indonesia 1951-1963, US: University of California Press, 1964. 

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas keseluruhan dari piagam-piagam di dalam buku tersebut, tetapi hanya 
yang berkaitan langsung dengan topik kebangsaan dan kewarganegaraan. Ada beberapa piagam yang lain 
sebelum piagam Waliyul Amri yang tidak akan dibahas di sini, seperti Piagam Mabadi' Khaira Ummah 1939, 
Piagam Deklarasi Resolusi Jihad 1945/1946, dan Piagam Liga Muslim Indonesia 1952, dan seterusnya. 
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yu al-amri ad-darari bi asy-syaukah. Piagam ini cukup panjang menanggapi 
deklarasi kemerdekaan DI/TII Kartosuwiryo* disertai dengan pemakzulan 
Negara Republik Indonesia dan ketidakabsahan Soekarno sebagai presiden. 
NU mempertahankan eksistensi Negara RI dan mendeklarasikan keabsahan 
kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden RI.“ 

Pada era Orde Baru, NU menunjukkan kesetiaannya pada NKRI dengan 
membuat Piagam Kesetiaan pada Demokrasi Pancasila yang disebut dengan Pi- 
agam Demokrasi Pancasila. Deklarasi Demokrasi Pancasila ini ditulis pada masa 
sangat awal Orde Baru ketika Soeharto baru dilantik menjadi presiden pada 
1967, sebelum Pemilu 1971, sehingga isinya sangat ideal. Namun, seluruh kan- 
dungan piagam ini nyaris bertentangan dengan apa yang dipraktikkan oleh Soe- 
harto kemudian. Respons dan oposisi Partai NU terhadap kebijakan Soeharto 
yang memperlihatkan gejala otoritarianisme dan militeristik telah diuraikan di 
subbab sebelumnya, terutama mengenai peran Subchan Z.E. dan K.H. Bisri 
Syansuri. Eksistensi Indonesia dan Pancasila sebagai Dasar Negara RI harus 
tetap dipertahankan, baik ketika berhadapan dengan penentang atau pemberon- 
tak, maupun penguasa yang mengklaim itu sebagai bagian dari Pancasila itu 
sendiri, tetapi kemudian menyelewengkannya. Dalam kaitan sikap seperti ini, 
Gus Dur menyatakan bahwa, untuk kepentingan penilaian apakah jalannya pe- 
merintahan tidak bertentangan dengan ketentuan fikih, digunakan tolok ukur 
sejumlah kaidah fikih, seperti “kebijakan kepala pemerintahan harus mengikuti 
kesejahteraan rakyat (Tasarruf al-imam ‘ala ar-raiyyah manit bi al-maslahah)” “ 
Namun, tulis Gus Dur selanjutnya, kasus-kasus penyimpangan dari “pola umum” 
perilaku formal negara itu tidaklah sampai pada penolakan bentuk kenegaraan 
dan proses pemerintahan yang sudah ada.“ 


“ C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Cet. IV, terj. Grafiti Press, Jakarta: Grafiti Press, 1995. 

“ Abdul Munim, Piagam, hlm. 72-79. 

“ Abdurrahman Wahid, “NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", dalam Abdurrahman Wahid, Prisma Pemi- 
kiran Gus Dur, Yogyakarta: LKIS, 1999, hlm. 159. 

"Ibid. 
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Bab 4 
SIKAP DAN PANDANGAN NU 
TENTANG DEMOKRASI PANCASILA 


Ga bagian dari pelacakan terhadap genealogi pemikiran dan aksi Gus 
Dur, perlu diuraikan tentang demokrasi Pancasila yang menjadi imple- 
mentasi dari filosofi dan semboyan bhinneka tunggal ika dalam perspektif NU. 
Pancasila melalui bhinneka tunggal ika menjadi pengikat sekaligus penjamin 
keberagaman Indonesia. Pancasila bersifat penting bukan saja bagi landasan 
kesatuan bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai jaminan atas eksistensi dari 
masing-masing entitas dan komunitas yang berbeda di dalam satu-kesatuan 
bangsa. Dari sanalah eksistensi Indonesia berasal dan berkesinambungan ke 
masa depan. 

Dengan kata lain, visi dan praksis Gus Dur tentang Pancasila dan juga 
pandangannya tentang kebinekaan bersumber dan berakar dari pengetahuan 
dan wawasan NU. Sebagai bagian dari barisan yang melahirkan Orde Baru, 
NU memiliki harapan melambung tentang proses perubahan ketika Orde 
Baru lahir, juga kepada Soeharto. Sebelum dikhianati oleh Soeharto, pada Juli 
tahun yang sama dilantiknya pada 12 Maret 1967, PBNU mengadakan rapat 
yang melahirkan rumusan khusus tentang demokrasi Pancasila. Rumusan ter- 


sebut diharapkan akan menjadi bagian dari pedoman Orde Baru Soeharto un- 
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tuk mengoreksi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Soekarno: Berikut diku- 
tipkan dua poin yang penting berkaitan hasil rumusan tersebut: 


“Tentang Peranan Rakyat di dalam Demokrasi Pancasila: 1. Massa rakyat yang terorgani- 
sir di dalam partai-partai politik dan organisasi massa adalah alat yang mutlak di dalam 
melaksanakan Demokrasi Pancasila. 2. Partai Politik dan organisasi massa mempunyai hak 
dan kewajiban untuk memperjuangkan politik ideologi masing-masing serta berjuang un- 
tuk kesejahteraan seluruh Rakyat di atas landasan Pancasila.” Bandung, 10 Juli 1967. 


Namun, ternyata apa yang dilakukan oleh Soeharto tidak sesuai dengan 
yang diinginkan oleh NU, bahkan menyimpang dari konsep awal proposal Soe- 
harto pada awal Orde Baru yang hendak melaksanakan Pancasila dengan mur- 
ni dan konsekuen. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara NU dan 
Soeharto atau kebijakan Orde Baru pada umumnya yang mengkhianati propo- 
salnya sendiri dan pandangan NU. 

Sebagai bagian dari penguatan piagam-piagam sebelumnya, piagam beri- 
kutnya adalah “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam” 1983 
dan “Piagam Khittah Nahdlatul Ulama” 1984. Dua piagam ini adalah piagam 
yang juga dikenal sebagai “Kembali ke Khittah NU 26” yang diputuskan pada 
Munas Alim Ulama NU 1983 dan pada Muktamar PBNU 1984 di tempat 
yang sama.’ “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam” adalah si- 
kap NU terhadap Pancasila yang mengandung “Sebagai konsekuensi dari si- 
kap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang 
benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh 
semua pihak.” 

Deklarasi tersebut dirumuskan pascakonflik baik di dalam NU sendiri ma- 
upun dengan Soeharto. Pada akhirnya, ada titik temu tertentu dengan Soehar- 


Respons dan oposisi Partai NU terhadap kebijakan Soeharto sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, teru- 
tama megenai peran Subchan Z.E. dan K.H. Bisri Syansuri. 

3 Abdul Mun'im, Piagam, 86-90. 

Ibid., 92-112. 

Ibid, 96. 
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to saat itu. Tetapi, tidak berarti NU mengikuti apa yang dilakukan Soeharto 
tentang penggunaan Pancasila sebagai penyeragaman dan penindasan. Dengan 
kalimat bahwa “Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian 
yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen 
oleh semua pihak”, maka sesungguhnya bisa diartikan bahwa PBNU sedang 
menagih janji atau setidaknya melakukan kritik terhadap Soeharto dalam pe- 
laksanaan Pancasila masa Orde Baru itu sendiri yang bertentangan dengan 
prinsip yang diajukan PBNU pada Deklarasi Demokrasi Pancasila pada 1967 
itu. 

Sementara itu, Piagam Khittah Nahdlatul Ulama adalah Piagam Khittah 
NU 26. Isinya menegaskan posisi NU tentang keindonesiaan yang tidak selalu 
paralel dengan titik temu atau kompromi dengan Soeharto tersebut.” Piagam 
tersebut berisi pedoman keagamaan serta sosial-kenegaraan, termasuk politik 
yang berbasis pada paham Islam ah! as-sunnah wa al-jama'ah atau ASWAJA 
ala NU. Pada piagam ini tertuang pedoman perilaku NU, seperti tawassuf (te- 
ngah-tengah) dan i’tida/ (adil), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), serta 
al-amr bi al-ma'riif wa an-nahy ‘an al-munkar (menyeru pada kebaikan dan 
mencegah kerusakan). Ada paralelitas antara posisi Pancasila dan ASWAJA 
secara sosial politik dalam pengaturan masyarakat dan negara, yaitu sebagai 
titik temu masyarakat yang berbeda-beda dan dalam waktu yang sama sebagai 
landasan bagi gerakan sipil atau institusi publik, bahkan ASWAJA sebagai 
public religion. 

Dalam hal ini ditegakkan bahwa yang tidak kalah penting dan hendak 
ditekankan dari piagam-piagam tersebut adalah argumen, terutama argumen 


keagamaan yang melatarbelakangi kandungan dari piagam-piagam tersebut. 


Lihat dan bandingkan sikap NU ini dengan sikap NU terhadap tanah Hindia-Belanda yang diklaimnya se- 
bagai negara Islam yang plural tapi dalam waktu yang sama menolak kompromi dengan pemerintah Belanda 
sebagai penjajah. 

Ibid., 105-106. Masih ada sejumlah piagam lain dalam buku itu dan mungkin akan terus bertambah pada masa 
mendatang, tetapi untuk bagian ini dicukupkan yang berkaitan langsung dengan topik dinamika nasionalisme, 


Pancasila, dan kewarganegaraan. 
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Pengakuan atas Hindia-Belanda sebagai daerah atau negara Islam di antaranya 
didasarkan pada argumen bahwa wilayah tersebut dulunya sudah menjadi wi- 
layah Islam, dan syariat Islam dijalankan oleh pemeluknya. Meskipun kemudi- 
an daerah tersebut ditaklukkan oleh penjajah Belanda, tidak berarti sejarah itu 
hilang. Dalam hal ini, argumen historis tentang keberlanjutan berlaku dalam 
klaim terhadap tanah yang menjadi tempat hidup dan tumbuh Islam pesantren 
itu sendiri. Sedangkan, batas teritori dan perangkat pemerintahannya bisa di- 
bentuk setelah memiliki kesempatan untuk berkuasa. Kemerdekaan Indonesia, 
dengan demikian, dari sudut NU adalah kehendak Islam NU yang didasarkan 
pada basis keilmuan pesantren itu sendiri. 

Dari perspektif T.H. Marshall, misalnya, di situlah berkembang dan berla- 
ku hak politik, hak sipil, dan hak sosial bagi warga negara termasuk di dalam 
cakupan Islam yang harus dibangun setelah merdeka nanti. Meski demikian, 
acuan dan subjek dari piagam itu masih terbatas pada Islam atau argumen Is- 
lam, setidaknya yang terungkap di dalam cakupan kalimat-kalimat piagam ter- 
sebut. Akan tetapi, secara implisit terkandung bahwa siapa pun yang berada di 
dalamnya, apakah itu Muslim atau non-Muslim masuk di atas tanah yang di- 
sebut Negara Islam (Hindia-Belanda) tersebut. 

Piagam “waliyyu al-amri ad-dariri bi asy-syaukah” berbasis pada argumen 
bahwa salah satu persyaratan dalam pernikahan menurut fikih Islam adalah wali 
nikah dan harus dicatat oleh negara. Jika wali dari pihak keluarga tidak ada, harus 
digantikan oleh wali negara dan sekaligus dicatat oleh negara. Sedangkan, wali 
negara dan pencatatan itu adalah keharusan berdasarkan amanat dari negara yang 
tidak lain, dalam negara yang berbentuk republik, adalah presiden. Karena itu, 
penghulu ketika menjadi wali nikah atas nama negara, tidak bisa atas namanya 
sendiri tanpa SK dari negara, padahal di Indonesia sampai waktu itu banyak se- 
kali pernikahan yang walinya diperankan oleh para penghulu sebagai representasi 
dari negara. 

Jika pemasygulan terhadap eksistensi Indonesia dibiarkan, eksistensi nega- 
ra RI dan kedudukan presiden—dalam hal ini Presiden Soekarno—yang sah 
kemudian dimakzulkan oleh DI/TII Kartosuwiryo yang mengatasnamakan 
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Islam, akan berefek pada status, bukan saja umat Islam dalam satu ikat mela- 
inkan juga terhadap individu-individu Islam lainnya, setidaknya umat NU. 
Dengan demikian, akan terjadi perzinaan massal karena status wali tidak sah 
dalam Islam.’ Dengan alasan tersebut, NU sesungguhnya tidak memedulikan 
ideologi sebuah negara, apakah Islam atau tidak, yang terpenting adalah apa- 
kah negara itu mampu melindungi umat orang per orang atau tidak menurut 
keabsahan “ideologi” fikih NU itu sendiri, bukan dalam ikatan konsep umat 
Islam secara ideologis sebagaimana dalam pandangan kalangan Islamis. Kare- 
na itu, orientasi perlindungan dalam NU adalah orang per orang atau individu, 
bukan hanya umat Islam sebagai keseluruhan ideologis yang abstrak. 

Bagi NU, ukuran keabsahan sebuah negara bukan pada ideologi formal- 
nya—Islam dan tidak Islam—melainkan apakah negara mampu merealisasi- 
kan dan melayani hak-hak dasar bagi warga negara atau tidak sebagai visi dan 
misi atau ajaran Islam menurut NU. Gus Dur mengambil ini sebagai sandaran 
bagi suatu pandangan terkait tugas imam dalam negara untuk menegakkan 
keadilan tanpa harus terpaku pada idealitas ideologi Islam—apakah harus me- 
nyatukan atau memisahkan agama dan negara atau tidak di dalam Islam." Dari 
sini juga bisa diukur, misalnya, apakah sebuah negara komunis atau kapitalis 
bisa melindungi umat Islam orang per orang atau tidak, dan bukan keabsahan 
ideologi komunis atau kapitalisnya. 

Orientasi kalangan kelompok Islam yang hanya bersifat ideologis, seperti 
kalangan Islamis dan fundamentalis atau modernis dan neokonservatif, dalam 
negara berideologi Islam pun boleh jadi meninggalkan tugas pelayanan dan 
perlindungan terhadap individu orang per orang dalam umat, jika ukurannya 
adalah sebuah negara secara resmi berdasarkan ideologi Islam—berdasarkan 


Al-Ouran dan hadis sekalipun. Karena itu, banyak negara yang mengklaim 


Lihat Abdul Wahab Chasbullah, “Waliyyul Amri Bissyaukah: Menempatkan Hubungan Rakyat dengan Pe- 
merintah”, dalam Kaidah Berpolitik, ed. Abdul Munim D.Z., 1-9. 
Abdurrahman Wahid, “Relasi Kuasa Agama-Negara: Perspektif Historis dan Sosio-Politik’, dalam Mengurai 
Hubungan Agama dan Negara, ed. Kacung Marijan & Ma'mun Murod Al-Brebesy, Jakarta: Grasindo, 1999, 
hlm. 102-112. 


135 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


diri sebagai negara Islam atau berideologi Islam serta berdasarkan Al-Quran 
dan hadis justru melakukan penindasan terhadap warganya yang juga sesama 
Muslim. 

Proses yang dimulai dari kesadaran akan kebangsaan, pengakuan atas ta- 
nah sebagai milik Islam (Islamic Lands) atau Negara Islam, kemudian dimer- 
dekakan dari penjajah berupa pengakuan hak politik, hak sipil, dan hak sosial 
serta pengakuan dan pelayanan terhadap individu masing-masing umat meru- 
pakan proses dan sejarah atas pengertian atau interpretasi tentang kewargane- 
garaan versi NU. Namun, sampai saat itu lingkup argumennya masih eksklusif 
Islam, meskipun jika kembali pada perspektif Marshall, kini sudah sampai 
pada tingkat hak sosial setelah sebelumnya pasca-kemerdekaan terwujud hak 
sipil dan hak politik. Hak sipil dan politik juga secara eksplisit tercantum di 
dalam piagam NU tentang “Demokrasi Pancasila” pada 1967. Ketika proses 
berlanjut pada piagam Khittah NU 26, pengakuan atas kesetaraan kewargane- 
garaan tidak lagi ada batas pembedaan antara warga negara Muslim dan non- 
Muslim, semua adalah warga negara Indonesia dengan status setara sebagai 


warga negara. 


PASCA-KHITTAH NU 26 DAN GAGASAN KEWARGANEGARAAN 
BINEKA 


Setelah diputuskannya piagam Islam dan Pancasila serta Khitthah NU 26 
dan sekaligus ditunjuknya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, sikap Gus 
Dur dan NU justru mengambil posisi sebagai oposisi menghadapi Soehar- 
to dan Orde Baru." Salah satu substansi perlawanan Gus Dur atas Soeharto 
ketika itu adalah masalah tafsir dan implementasi Pancasila. Meskipun Soe- 


harto mengklaim pemerintahannya dijalankan secara Demokrasi Pancasila, 


? Abdul Mun'im, Piagam, 88-90. 
W Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton: Princeton University 
Press, 2000. 
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kebijakan dan pendekatannya lebih menandakan pada ke-ika-an ketimbang 
kebinekaan, juga disertai dengan represi penyeragaman. Sedangkan, Gus Dur 
dengan PBNU-nya mengambil posisi kebinekaan atau diversity. Ramage"! 
bahkan menyebut bahwa Gus Dur menggunakan diskursus Pancasila yang dia 
tafsirkan untuk mengkritik dan melawan Soeharto yang menggunakan Pan- 
casila untuk melakukan penyeragaman dan penindasan. Kelompok-kelompok 
minoritas terpinggirkan dan terdiskriminasi serta kelompok-kelompok sosial 
termiskinkan, termasuk kelompok separatisme, menjadi pusat perhatian Gus 
Dur dalam sepak terjangnya sebagai pemimpin oposisi. Mereka oleh Gus Dur 
diberdayakan sebagai warga negara untuk melawan negara dan pemerintahan 
yang represif di bawah Orde Baru melalui gerakan masyarakat sipil. 
Selanjutnya, dari berbagai tulisan dan pidato Gus Dur bisa disimpulkan 
setidaknya ada tiga dimensi penting dan menonjol dalam pandangan demokra- 
si: (1) persamaan (eguality) warga negara di depan hukum dan undang-undang, 
(2) kebebasan sipil atau civi/ society dan anti-pemaksaan atau penyeragaman, 
dan (3) perlindungan minoritas dan jaminan kepelbagaian (diversity) dan dalam 
waktu yang sama kepedulian atau pembelaan kepada yang lemah dan tertindas. 
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kewarganegaraan bineka atau kultural atau 
multikutural adalah tahap lanjut dari tercapainya visi kewarganegaraan yang, 
oleh Marshall, disebut setelah terealisasikannya tiga hak tersebut—hak sipil, 
politik, dan sosial. Namun, pada kenyataan dan praktiknya, kesetaraan kewarga- 
negaraan itu hanya berbasis pada hak-hak individu yang dalam penunaiannya 
bersifat timpang. Hanya kelompok tertentu yang diuntungkan oleh proses dan 
struktur politik dan bahkan hanya kelompok tertentu yang terliput oleh media 
yang mendapatkan hak-hak tersebut. Sedangkan kelompok lemah serta ter- 
tinggal termarginalisasi, bahkan terdiskriminasi dan diminoritasisasi. 
Beberapa ukuran dari kewarganegaraan bineka atau kultural adalah adanya 
perlakuan yang setara terhadap kelompok-kelompok tersebut, bukan hanya 


™ Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance, NY: Routledge, 1995. 
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hak formal, melainkan juga pengakuan dan penghormatan pada hak kultural, 
psikologis, dan bahkan terhadap tanah warisan yang diklaimnya. Islam post- 
tradisionalisme yang secara teoretis berbeda dengan post-kolonial mendasar- 
kan pada revitalisasi tradisi dan #urafs memberikan perhatian khusus kepada 
kelompok yang termarginalisasi dan terdiskriminasi tersebut. Sebagaimana 
disebutkan sebelumnya, secara konseptual dan praksis, Gus Dur didasarkan 
pada tradisi intelektual Islam klasik serta kontekstual modernitas dan tradisi 
yang hidup di dalam masyarakat memberikan kepedulian yang tinggi terhadap 
kelompok minoritas dan rentan sebagai pihak yang harus diberi perhatian da- 
lam demokrasi. 

Seluruh latar belakang kehidupan Gus Dur tersebut memberi sumbangan 
bagi pemikiran dan aksi yang memiliki komitmen tinggi pada tradisionalisme 
di satu pihak dan ke-adreng-an akan kemajuan atau kemodernan, serta kepe- 
duliannya pada mereka yang lemah dan terpinggirkan, namun tetap berpijak 
pada keislaman dan komitmennya pada kebinekaan Indonesia dan perdamai- 


an. 
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BAGIAN IV 
KRISIS KEWARGANEGARAAN: 


DIMENSI TERLUPAKAN DALAM KONFLIK ACEH 
DAN PAPUA DENGAN PEMERINTAH PUSAT 


“Since 1955 when | first visited Bandung to attend the Afro-Asian Conference as a 
journalist, | have been fascinated by the multi-racial, multi-religious, multi-lingual 
and multi-cultural society of Indonesia.” 

—Khoon Choy Lee’ 


“The financial and political crises that led to Soeharto's downfall were not causes 
of the ethnic violence that subsequently occurred. They triggered a period of 
institutional reform, during which debates, demonstrations, and other forms of 

political action aimed not only at defining new democratic institutions but also at 

negotiating claims for ethnic representation and access to resources.” 


—Jacgues Bertrand? 


! Khoon Choy Lee, A Fragile Nation the Indonesian Crisis 1999, Singapore: World Scientific Publishing Co., 
1999, hlm. 1. 

2 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
hlm. 5. 
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Presiden Gus Dur bersalaman dengan tokoh perempuan Aceh 
pada kunjungan ke Aceh 25 Januari 2000. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


BAGIAN IV 


JEJAK PEMIKIRAN GUS DUR 
TENTANG ACEH DAN PAPUA 


etelah menggali masa lalu dan latar belakang Gus Dur, bab ini hendak 
S membahas jejak pemikiran dan aksi Gus Dur mengenai perlunya perubah- 
an radikal atas sistem Orde Baru, khususnya dalam memaknai isu Papua dan 
Aceh yang begitu jauh terlibat dalam konflik dengan pemerintah pusat. Berda- 
sarkan jejak dan latar belakang tersebut, dapat dimengerti betapa penting pen- 
dekatan empati dalam perdamaian bagi Gus Dur. Hal ini sebagaimana dite- 
gaskan terhadap nalar empatik yang diadopsi Gus Dur, yaitu bahwa di balik 
kerumitan yang terjadi, ada permasalahan utama (core) atau vital yang selalu 
luput dari pembacaan dan pewacanaan publik. Apa yang sebetulnya terjadi di 
balik konflik yang bergelora dan berlarut adalah adanya krisis makna kewarga- 
negaraan. Problem sesungguhnya ada pada negara, bukan pada masyarakat 
Aceh ataupun masyarakat Papua, atau warga negara Indonesia lainnya. Negara 
justru gagal menjunjung tinggi janjinya sendiri: menjadi penjelmaan dari 
Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pengelolaan kebinekaan' dan kesatuan 


1 Abdurrahman Wahid, “Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi”, dalam Mengurai Hubungan Agama dan Nega- 
ra, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy, Jakarta: Grasindo,1999, hlm. 218. 
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Republik Indonesia? boleh dikatakan merupakan keprihatinan paling utama 
bagi Gus Dur dalam realitas Orde Baru. 


EMPATI TERHADAP PENOLAK KETERPINGGIRAN: MENOLAK 
STIGMA SEPARATISME 


Ketidakmampuan negara mengadopsi aspirasi lokal sebagai wujud dari Bhin- 
neka Tunggal Ika tecermin dari desain tata kelola pemerintahan yang telah 
dibakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Kalaulah tidak menghapus slo- 
gan “Bhinneka Tunggal Ika’ secara formal, Orde Baru lebih menekankan pada 
ke-ika-an daripada ke-bineka-an. Dalam pandangan Gus Dur, hal itu berakar 
pada sistem politik sentralistik dan otoritarianisme yang diciptakan Soeharto, 
yang menimbulkan penindasan terhadap yang lemah dan minoritas di satu 
pihak dan maraknya sektarianisme di lain pihak. Selain meniadakan oposisi, 
Soeharto juga menindas tuntas aspirasi yang berbeda. Gus Dur melihat situ- 
asi itu bukan hanya sebagai krisis politik dan ekonomi, melainkan juga krisis 
kebangsaan dan kewarganegaraan karena kebijakan tersebut telah menying- 
kirkan sebagian anggota bangsa ke pinggiran, bahkan dikeluarkan dengan 
paksa. 

Timbulnya penentangan terhadap pemerintah seperti separatisme, oleh 
Gus Dur tidak dilihat sebagai penentangan terhadap kebangsaan. Gus Dur 
melihatnya disebabkan oleh ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah 
yang kemudian menimbulkan ancaman kebinekaan dan disintegrasi bangsa. 
Gus Dur menyadari bahwa gurita hegemoni Orde Baru tidak hanya mengen- 


Dari: apakabar@Radix.Net, Fri Apr 02 1999-09:23:00 EST, untuk: indonesia-I@indopubs.com, Diakses pada 
29 Juni 2017. Gus Dur tampaknya tidak menggunakan kata separatisme meskipun maksudnya sama dengan 
kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. 

Abdurrahman Wahid, “Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi", 216-217. Lihat juga Daniel Dhakidae, Cen- 
dekiawan dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. 

Dari: apakabar@Radix.Net, Fri Apr 02 1999, 09:23:00 EST, untuk: indonesia-l@indopubs.com. Diakses pada 
29 Juni 2017. Gus Dur tampaknya tidak menggunakan kata separatisme meskipun maksudnya sama dengan 


kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. 
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dalikan sistem, tetapi juga masuk ke suatu kekuasaan yang bersifat panoptisme, 
kultural, dan simbolik. Artinya, distorsi dalam pemaknaan Bhinneka Tunggal 
Ika tetap saja tersimpan dalam hegemoni tersebut. Karena itu, meskipun Indo- 
nesia telah mengalami reformasi yang mendasar sejak Mei 1998, tidak berarti 
aktor-aktor, jaringan, dan modalitas dari penguasa simbolik dan praksis Orde 
Baru’ telah runtuh. Dalam lantangnya wacana reformasi, nalar Orde Baru ma- 
sih tersimpan dalam habitus yang dominan melalui jaringan yang menjadi pe- 
nopang sebelumnya, baik birokrasi pemerintahan, DPR, partai politik, mau- 
pun TNI. 

Perlu ditegaskan bahwa, kalaulah Gus Dur pada akhirnya menduduki ja- 
batan tertinggi di Indonesia, yakni sebagai kepala pemerintahan dan juga ke- 
pala negara, cara berpikirnya tidaklah state-centric’—sebagaimana didoktrin- 
kan oleh militer atau birokrasi pemerintahan Orde Baru sebelumnya. Bahkan, 
ketika Gus Dur telah masuk ke domain negara pun, berada dalam posisi seba- 
gai penentu kebijakan negara, apa yang dilakukannya tetap mencerminkan ke- 
lanjutan dari cara berpikir yang digelutinya, yaitu cara berpikir society-centric.’ 
Dalam pengambilan keputusan, Presiden Gus Dur lebih menekankan pada 
komunikasi langsung dengan masyarakat ketimbang melalui perangkat peme- 
rintahan formal. Secara eksplisit, Presiden Gus Dur pernah mengatakan lebih 
percaya informasi dari para pemimpin agama dan masyarakat ketimbang in- 
formasi yang berasal dari intelijen polisi dan tentara." Karena itu, keputusan- 
keputusannya sering tidak sejalan dengan logika para birokrat, politisi, polisi, 
serta TNI, terutama dalam hal Aceh dan Papua. 

Para menteri dan pembantu terdekatnya mengaku tidak pernah terlibat 
dialog dengan presiden dalam pemecahan masalah Aceh dan Papua sebelum 


Presiden Gus Dur sendiri mengambil keputusan dan mewacanakan kepada 


5 Lihat Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan, hlm. 139-253. 
® Chaim Gans, The Limits of Nationalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 7-66. 
7 Ibid. 

$ Wawancara dengan Broder Budi Hermawan pada 10 Juli 2014; Pastor Theo Brock, 23 Juli 2014. 
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publik.” Itu karena Gus Dur lebih mengandalkan komunikasi dan informasi 
langsung dari masyarakat Aceh dan Papua, bahkan dengan para eksponen 
separatis di Aceh dan Papua secara langsung ketimbang dengan para pem- 
bantunya dalam pemerintahan. Dengan kata lain, Presiden Gus Dur seperti 
menjaminkan pribadinya dalam masalah Aceh dan Papua ini sehingga mengu- 
rangi keterlibatan orang lain termasuk pembantu pemerintahannya. Kolegiali- 
tas Presiden Gus Dur dengan representasi masyarakat sipil, seperti pemimpin 
agama, tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan gerakan mahasiswa tidak ber- 
ubah dari sebelumnya meskipun ia berkedudukan sebagai presiden, termasuk 
dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal tertentu, seperti konflik Aceh 
dan Papua. 

Berdasarkan telaah berbasis society-centric, realitas Aceh dan Papua hingga 
akhir kekuasaan Soekarno adalah realitas yang masih terus menjadi (zo be). 
Bukan hanya terbentuknya Indonesia masih dalam proses," realitas keindone- 
siaan itu sendiri sesungguhnya masih dalam diskusi yang merupakan kelanjut- 
an dan pencarian solusi sejak proklamasi kemerdekaan. Namun, Orde Baru 
menutup rapat diskusi itu serta mencengkeram dan menganggapnya sudah 
tuntas. Untuk menghentikan dinamika itu, Soeharto memberlakukan kebijak- 
an dan tata kelola pemerintahan represif dan eksploitatif. 

Tentu saja, terutama dalam kasus Aceh dan Papua, hal itu lantas mengun- 
dang penentangan lebih kuat dan mendorong terbentuknya solidaritas lokal 
dan terbangunnya identitas etnisitas yang solid." Itu karena penindasan terha- 


Para menteri kabinet dan pembantu dekat Presiden Gus Dur menjawab seperti ini dalam wawancara, di 
antaranya adalah M. Mahfud M.D. (28 Januari 2016): Bondan Gunawan (09 September 2013, 21 Desember 
2013); Djohan Efendi (20 Maret 2015); Wimar Witoelar (03 Februari 2016); Manuel Kaisiepo (17 Februari 
2016); dan Marsillam Simanjuntak (05 April 2016). 

Simon Philport, Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity, London: Macmillan 
Press Ltd., 2000. 

M. Isa Sulaeman, “From Autonomy to Periphery: A Critical Evaluation of the Acchenes Nationalist Move- 
ment”, dalam Veranda of Violence, The Background to the Aceh Problem, ed. Anthony Reid, Singapore: Singapore 
University Press & University of Washington Press, 2006, hlm. 121-148. Richard Chauvel, “Constructing 
Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation’, dalam she East-West Center Washington, Policy Stu- 
dies14, Washington D.C., 2005. 
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dap mereka bukan hanya terbatas pada kelompok organisasi separatis seperti 
GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka), me- 
lainkan juga masyarakat secara keseluruhan di wilayah separatisme itu.” Nega- 
ra bukannya didefinisikan oleh warga negara dan untuk keperluan melayani 
mereka, melainkan justru sebaliknya, negara memaksakan definisi dan mem- 
formatnya. Nation building yang menjadi bingkai tata kelola pemerintahan di 
era yang dilabeli Orde Lama, diganti menjadi state-building." Pada titik inilah 
isu kewarganegaraan justru menjadi lokus permasalahan berbangsa dalam pro- 
ses transisi. Kenyataan bahwa Indonesia terbentuk dari ikatan-ikatan lokalitas, 
ikatan-ikatan keagamaan, ikatan adat istiadat, ikatan kepulauan, serta kera- 
gaman lain dianggap sudah selesai hanya karena sudah ada sosok formal Indo- 
nesia.” 

Berdasarkan kerangka pikir yang society-centered ini, sense kewarganegaraan 
seharusya diasah dan didiskusikan secara terus-menerus dalam interaksi bersa- 
ma: menjadi Indonesia. Oleh Orde Baru, dalam kebersamaan ini semua ang- 
gota bangsa dengan semua hak lantas tergalang untuk patuh kepada pemerin- 
tah tertentu, bukan sebaliknya kepada bangsa dan negara itu sendiri untuk 
saling memahami dan berinteraksi. Karena pembacaan tentang kewarganega- 
raan hanya dari posisi negara sebagai pemegang kewenangan ini, penentangan 
sepanjang Orde Baru selama 32 tahun terhadap negara bukan kian surut, jus- 
tru kian menguat." Kalaulah tidak dimanifestasikan dalam gerakan secara ter- 
buka, hal itu hanya manifes dalam pewacanaan yang terus bergulir. Meskipun 
demikian, Soeharto mengabaikannya. 


Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976- 
May 2004”, dalam Antony Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS 
Publishing, 2006, hlm. 224-271. Juga Yohanes Budi Hernawan, “From the Theatre of Torture to the Theatre of 
Peace:The Politics of Torture and Re-imagining Peacebuilding in Papua, Indonesia”, Disertasi pada Philosophy 
at The Australian National University, Maret, 2013, hlm. 97. Tidak diterbitkan. 

© Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan, 139-253. Chaim Gans, The Limits of Nationalism, 7-66. 

“ Vibhanshu Shekhar, Te Politics of Islam, Nation Building and Development: Ethnic Violence and Terrorism in 
Indonesia, New Delhi: Dinamica Publishers, 2011. 

5 Ibid. 
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Dalam otobiografinya, sebegitu lamanya berkuasa, Soeharto nyaris tidak 
menyinggung problem dan keberadaan mereka, konflik Aceh dan Papua— 
tentang penyebab dan aspirasi dari separatisme dan konflik yang panjang dan 
berlarut. Konflik Aceh dan Papua hanya disinggung dengan satu atau dua kata 
dalam sebuah kalimat yang intimidatif dan dimasukkan ke bab “Masih Ada 
Kelompok Ekstrem”: 


“Begitu pula kita tidak menginginkan pikiran-pikiran kaum separatis yang ada di Aceh 
yang mendirikan organisasi Aceh Merdeka dan kegiatan sejenis di Irian Barat dengan 
yang menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka. Kita lokalisasikan kegiatan mereka 
dan kita selesaikan dengan pendekatan dan penerangan.” 


Dari kalimat tersebut tampak bahwa, bagi Soeharto, sama sekali tidak ter- 
pikirkan untuk melakukan dialog dan negosiasi serta memahami mengapa 
mereka melakukan kritik dan perlawanan tersebut. 

Hilangnya cita kewarganegaraan, sebagaimana dinarasikan tersebut, justru 
menjadikan negara kecanduan dengan represi, namun pada titik ujung tertentu 
represi itu tidak lagi efektif dan tidak lagi ditakuti. Represi itu telah mendob- 
rak tatanan represif menjadi tatanan yang meluapkan kebebasan dalam euforia 
di era Reformasi. Kesempatan untuk mengartikulasikan secara terbuka, yang 
sebelumnya terkunci rapat-rapat, pada akhirnya terbuka sangat lebar. Sebelum 
itu, perlu ditunjukkan bahwa pengingkaran terhadap sense kewarganegaraan 
oleh negara justru menghasilkan gejala yang dalam studi konflik dikenal de- 
ngan istilah spiral kekerasan.” 


" Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ra- 
madhan K.H., Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada,1989, hlm. 370. 

1 Helder Camara, Spirale of Violence, London: Sheed and Ward Ltd., 1971. Lihat juga Kenneth A. Lachlan ef 
al, “The Spiral of Violence: Equity of Violent Reprisal in Professional Wrestling and its Dispositional and 
Motivational Features”, dalam Journal of Broadcasting & Electronic Media 53 (1), 2009, hlm. 56-75. 
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MEMBANGUN SENTRALISASI, MENIADAKAN PERAN RAKYAT 


Soeharto melalui Orde Baru mengaku telah memperbarui kesalahan yang di- 
lakukan oleh masa pemerintahan Soekarno, tetapi kenyataannya justru tidak 
lebih dari memperkuatnya melalui Orde Baru dengan melabeli masa pemerin- 
tahannya sebagai Demokrasi Pancasila—seolah sedang membangun Pancasila 
yang benar. Soeharto meneruskan sentralisasi dengan satu-satunya sumber ke- 
benaran pada peran presiden dan menelikung hak-hak DPR serta melakukan 
penyeragaman dan sentralisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil serta me- 
ngontrolnya. Soeharto juga meringkus partai politik dengan mendudukkannya 
tidak lebih dari peran pinggiran dengan menggelembungkan peran TNI me- 
lalui dwifungsi ABRI dan mengontrol Golongan Karya (Golkar) yang non- 
parpol sebagai kendaraan politik Soeharto itu sendiri. 

Kebencian atau setidaknya persepsi yang miring terhadap eksistensi partai 
politik bahkan lebih kuat di tangan Soeharto ketimbang Soekarno sebelumnya. 
Dalam mempersiapkan pemilu yang ditunda lebih dari tiga tahun sejak diresmi- 
kannya kepresidenan Soeharto melalui pengesahan MPRS pada Maret 1967, 
Soeharto tidak mendirikan partai politik sebagai kendaraan untuk bersaing da- 
lam pemilu, melainkan membentuk Golkar—yang menolak untuk disebut seba- 
gai partai politik dalam UU Kepartaian ataupun UU Pemilu sekalipun.'* Namun, 
Golkar yang notabene merupakan organisasi massa (ormas) atau golongan fung- 
sional atau golongan karya"dan bukan partai politik justru dipakai sebagai ken- 
daraan oleh Soeharto untuk bersaing dengan partai politik lainnya yang dikon- 
trol melalui tentara/TNI dalam pemilu pertama Orde Baru 1971. 

Golkar, meskipun sebagai ormas, dalam sistem politik dan perundang- 


undangan ketika itu kemudian disejajarkan dengan partai politik dan ABRI di 


1 UU No. 15 dan 16 Tahun 1969. UU No. 15 Tahun 1969 tentang “Pemilihan Umum dan Anggota-Anggota 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat" dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang “Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat”. 

W Untuk diskurus tentang golongan fungsional dan golongan karya dalam khazanah politik nasional antara 
Soekarno dan Soeharto, lihat David Reeve, Golkar, Sejarah yang Hilang, hlm. xiii-xxvii. 
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sisi lainnya, dalam suatu sistem di dalam parlemen atau DPR.” TNI yang 
terdiri atas kesatuan AD (Angkatan Darat), AL (Angkatan Laut), dan AU 
(Angkatan Udara) kemudian distrukturisasi dan dipergemuk menjadi ABRI 
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan memasukkan POLRI se- 
bagai Angkatan Kepolisian, di bawah satu komando bersama dengan tiga ang- 
katan dalam TNI. Dalam waktu yang sama, ABRI diberi dua fungsi, yaitu se- 
bagai kekuatan keamanan dan sosial politik (dwifungsi), dan berada di bawah 
satu komando Soeharto. Elemen ABRI nantinya menjadi salah satu penopang 
utama sistem Orde Baru tersebut di samping Golkar.” 


MILITER DAN DWIFUNGSI ABRI 


Elemen pertama yang paling hegemonik dalam sistem Demokrasi Pancasila 
versi Soeharto adalah ABRI. Dalam Demokrasi Pancasila, karena ketika itu 
menjabat pemimpin dan petinggi TNI, Soeharto lebih leluasa untuk menem- 
patkan ABRI dalam sistem politik yang dibangunnya. Sebuah sistem yang me- 
nempatkan empat angkatan, yaitu AD, AL, AU, dan Polri berada di bawah 
satu komando dan dilibatkan dalam sistem politik secara langsung, tidak hanya 
sebagai instrumen pertahanan keamanan dari negara. Menurut Kingsbury,? 
ketika itu di dalam TNI sendiri ada keyakinan bahwa pemimpin sipil tidak 
memiliki kemampuan (incapable) untuk memimpin negara karena mudah ter- 
jebak pada sektarianisme dan kepentingan pribadi dan golongan serta kedae- 
rahan. Hal ini tecermin di antaranya dari macetnya sidang-sidang Konstituan- 
te dan jatuh bangunnya kabinet, serta pemberontakan daerah. Namun, lanjut 
Kingsbury,” keterlibatan TNI dalam politik sesungguhnya secara cukup inten- 


2 Periksa kembali UU No. 15 dan 16 Tahun 1969. 

2 Takashi Shiraishi “The Indonesian Military in Politicis", dalam Adam Schwarz and Jonathan Paris, ed., The 
Polities of Post-Soeharto Indonesia, NY: Council for Foreign Relation, 1999, hlm. 75. Lihat juga, Damien Kings- 
bury, Power Politics, hlm. 6-7. 

2 Damien Kingsbury, Power Politics, hlm. 7. 

2 Ibid. 
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sif sudah berlangsung sejak 1960-an, ketika Soekarno memperkenalkan sistem 
Demokrasi Terpimpin. 

Menurut Kingsbury, Soekarno sendiri sudah banyak menempatkan mili- 
ter aktif ataupun pensiunan di dalam jabatan suatu pemerintahan. Hal itu 
dilakukan untuk memberi perimbangan kepada PKI (Partai Komunis Indo- 
nesia) yang kian kuat di dalam pemerintahan. Rekrutmen terhadap militer, 
baik yang aktif maupun pensiunan, dalam jabatan-jabatan pemerintahan itu 
berlangsung dan kian kuat ketika Soeharto membangun sistem pemerintah- 
an di mana militer hampir-hampir menjadi inti dari sistem Demokrasi Pan- 
casila itu sendiri.” 

ABRI bahkan masuk ke sistem politik sebagai salah satu aktor sosial poli- 
tik atau fungsi partai politik yang masuk ke parlemen tanpa melalui proses 
pemilu, melainkan penunjukkan. Eksistensi mereka di DPR/MPR kemudian 
disebut sebagai fraksi ABRI (TNI/POLRI).* Dalam sistem tersebut, praktis 
sesungguhnya pusat kekuasaan ada di tangan presiden dengan penopang uta- 
ma atau tiga instrumen pokok, yaitu ABRI dan Golkar serta dua partai politik 
yang dikontrol secara ketat. DPR dan MPR praktis berada di genggaman pre- 
siden. Sistem ini berimplikasi pada memarginalkan fungsi partai politik yang 
berposisi hanya sebagai subordinat militer dan Golkar (sebagai organisasi so- 
sial tetapi difungsikan sebagai partai politik di DPR) yang dikontrol secara 
ketat. 

Konsep dwifungsi ABRI sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh 
Jenderal Abdul Haris Nasution ketika berceramah di Akademi Militer, Ma- 
gelang 1958 dengan memperkenalkan konsep “jalan tengah” atau middle 
"way. Menurut konsep ini, TNI tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam 
keamanan negara, melainkan mempunyai dua peran sekaligus, yaitu fungsi 


keamanan dan fungsi sosial politik. TNI memiliki tanggung jawab terhadap 


™ Ibid. 
3 Periksa kembali UU No. 15 dan 16 Tahun 1969. 
2 Damien Kingsbury, Power Politics, hlm. 10. 
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negara dan rakyat Indonesia bukan hanya dari serangan dan bahaya yang ber- 
asal dari luar, melainkan juga serangan dan bahaya dari dalam.” Soeharto 
tampaknya kemudian mengadopsi gagasan Jenderal Nasution tersebut dalam 
desainnya tentang sistem Orde Baru. Dalam pandangan Soeharto, ABRI bu- 
kan semata sebagai alat negara untuk pertahanan—dan Polisi untuk keaman- 
an—saja, melainkan sebagai kekuatan sosial politik sejajar dengan Partai Po- 
litik dan Golongan Karya. Fungsi yang kedua itu menjadi kendaraan politik 
Soeharto untuk memenangkan pemilu dan mengantarkannya sebagai presi- 
den pada Pemilu 1971 yang di-backup oleh militer dengan menindas parpol 
dan rakyat dengan senjata dan kekerasan. Soeharto bertutur: 


“ABRI sebagai kekuatan sosial telah menjadi bagian yang hidup dan tumbuh dalam sosial 
politik kita. Berdampingan dengan dua partai politik dan satu Golongan Karya, sebagai 
kekuatan sosial politik yang sadar dan bertanggung jawab, ABRI menempatkan diri duduk 
sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan ketiga organisasi politik yang lain.” 


Dengan demikian, dalam Demokrasi Pancasila versi Soeharto, ABRI 
adalah organisasi politik, bukan semata alat negara,” sejajar dengan dua or- 
ganisasi politik lainnya, yaitu Golkar dan partai politik. Soeharto selanjutnya 


berujar: 


“Pengalaman sejak Proklamasi Kemerdekaan telah membuktikan bahwa kita tidak pernah 
lepas dari berbagai ancaman, gangguan, dan bahaya yang merongrong kelangsungan hidup 
bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa semuanya itu dapat kita atasi dengan se- 
baik-baiknya. Tetapi, sampai sekarang kita masih merasa bahwa kita masih harus waspada 
terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, dan sumber-sumber keresahan lainnya. 
Karena itu, kita secara terus-menerus meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan nasional 
yang didasarkan atas kesadaran bela negara oleh setiap warga negara kita, kesatuan dan 
persatuan nasional, kemanunggalan ABRI dengan rakyat, ketangguhan dan kemampuan 
ABRI sendiri sebagai inti kekuatan dalam pertahanan negara.”30 


7 Ibid. 

2 Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, hlm. 460. 

2 David Reeve, Golkar ..., him. xxi, 

® Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya ..., hlm. 458. 
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Dengan demikian, dalam pemikiran Soeharto, rakyat adalah sumber an- 
caman yang harus diwaspadai dan dikontrol oleh TNI. Tidak salah jika dika- 
takan bahwa salah satu pekerjaan TNI adalah mengawasi rakyat dan menin- 
dasnya jika dianggap tidak sejalan dengan mereka. Menurut Crouch,” TNI 
memang memiliki tradisinya sendiri di Indonesia dibandingkan dengan tradi- 
si militer di negara lain, yaitu terlibat di dalam respons politik keseharian sejak 
sebelum kemerdekaan. Jenderal Sudirman, misalnya, ikut terlibat dalam suatu 
demonstrasi di Yogyakarta ketika PM Sutan Sjahrir memutuskan untuk meng- 
ambil jalan diplomasi terhadap Belanda dan Inggris ketika menganeksasi In- 
donesia kembali tahun 1945-1948 dan bukan dengan perang semesta.” 

Jenderal Sudirman, sebagai Panglima TNI, tidak setuju dengan strategi 
diplomasi dan menginginkan perang semesta untuk menghadapi kembalinya 
penjajah Belanda. Fakta sejarah tersebut selalu dijadikan argumen dan dasar 
oleh para jenderal TNI untuk mendasari adanya dwifungsi ABRI. Namun, 
menurut Crouch,” justru di situlah letak permasalahannya, karena dengan de- 
mikian, visi TNI tidak pernah berubah dari sebelum kemerdekaan sampai 
1990-an—dan mungkin sampai sekarang—yang cenderung inword looking. 
TNI sesungguhnya hanya sedikit sekali berubah dalam mendefinisikan tan- 
tangan nasional Indonesia itu berasal dari luar, tantangan itu lebih banyak di- 
definisikan berasal dari dalam, dari rakyat Indonesia sendiri. Karena itu, TNI 
cenderung selalu mencurigai rakyat. 

Ada empat tantangan nasional menurut TNI dalam pandangan Crouch 
yang dari dulu nyaris tidak pernah berubah, yaitu fundamentalisme atau radi- 
kalisme Islam, separatisme, komunisme, dan liberalisme. Tantangan dari luar 
justru tidak pernah didefinisikan secara konkret dan eksplisit.“ Akibat beri- 
kutnya adalah orientasi pembangunan kekuatan TNI juga menghadap ke da- 


** Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia terj. PSH, Jakarta: Sinar Harapan, 1986. 

2 Benedict Anderson, Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Terjemahan, 
Pustaka Sinar Harapan, 1988. 

3 Harold Crouch, Militer dan Politik. 

“ Ibid. 
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lam (inword looking) ketimbang ke luar (outword looking). Rakyat Indonesia 
sendirilah, dengan demikian, yang didefinisikan sebagai tantangan dan “mu- 
suh” oleh TNI. Hal ini, boleh jadi, sebagaimana dikatakan oleh Crouch, meru- 
pakan refleksi dari trauma luasnya wilayah, pluralitas etnis agama, dan beraki- 
bat pada merasa diri paling penting dalam fungsi strategis TNI atas tantangan 
nasional.” 

Dengan adanya konsep dwifungsi ABRI tersebut, peran militer dalam po- 
litik pada era Orde Baru naik secara drastis terutama secara kuantitatif dalam 
jabatan-jabatan politik ataupun dalam penguasaan jabatan-jabatan publik dan 
kepala daerah. Para perwira militer mendapat kursi di DPR, DPRD, DPRD I 
& II, serta MPR, dan mendapat berbagai jabatan politik dan birokrasi seperti 
duta besar, kepala daerah, menteri, dan berbagai jabatan sipil lainnya. Pada 
awal 1990-an, diperkirakan ada 14.000 militer aktif menempati posisi-posisi 
jabatan politik nonstruktural militer.” Dan hingga 1992, sepertiga dari 27 pro- 
vinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang berasal dari TNI.” Kontrol militer 
atas politik juga ditopang oleh suatu sistem jaringan intelijen yang kompre- 
hensif seperti Badan Intelijen ABRI (BIA), Badan Intelijen Strategis (BAIS), 
dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang mengawasi gerak- 
gerik rakyat." Hal ini juga cermin dari pendefinisian tantangan oleh TNI, bah- 
wa tantangan itu berasal dari dalam atau rakyatnya sendiri dan bukan meng- 
hadap keluar, musuh dari luar. 

Menurut Schwarz,” konsep dwifungsi ABRI dalam politik militer Indo- 
nesia tidak seperti peran politik atau pengambilalihan oleh militer di negara- 


negara militer yang lain, bahkan dengan cara kudeta sekalipun seperti bebera- 


5 Ibid. 

“ Takashi Shiraishi, “The Indonesian Military in Politicis", dalam Adam Schwarz and Jonathan Paris, ed., The 
Politics of Post-Soeharto Indonesia, NY: Council for Foreign Relation, 1999, hlm. 75. Lihat juga, Damien Kings- 
bury, Power Politics, hlm. 6-7. 

1? Damien Kingsbury, Power Politics, hlm. 10-11. 

** Takashi Shiraishi, The Indonesian Military, hlm. 7-8. 

» Schwarz, A Nation in Waiting, hlm. 30. 
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pa negara di Amerika Latin. Di tempat-tempat dan kasus-kasus tersebut, 
peran militer bersifat sementara dan akan diakhiri ketika krisis selesai. Sedang- 
kan peran politik militer di Indonesia dengan dwifungsi ini, lanjut Schwarz, 
tidak pernah didesain untuk waktu yang bersifat sementara melainkan untuk 


selamanya atau abadi.” Schwarz menulis: 


“In contrast to military takeovers in Latin America and elsewhere, the Indonesian military never 
defended its expanded political role as a temporary phase that would pass once an immediate 
crisis was over. On the contrary, the message of dwifungsi was that the military's role in politics 
was to become permanent." 


Fakta inilah yang kemudian menyebabkan sulitnya mengubah politik In- 


donesia pada masa Reformasi. Kingsbury, misalnya, menulis: 


"(..,) As a consequence, although the political role of the TNI has changed since the fall of Soehar- 
to, it retains significant political influence and the demonstrated capacity to direct or subvert the 
affairs of state if and when it choose, (...)."° 


GOLKAR, PANCASILA, DAN PENYERAGAMAN IDENTITAS NA- 
SIONAL 


Setelah diangkat resmi menjadi presiden pada Maret 1967 oleh MPRS, Soe- 
harto segera mengganti hampir seluruh personel pemerintahan dari atas sam- 
pai bawah yang sesuai dengan visi dan agenda-agendanya." Bahkan bukan 
hanya aparat pemerintahan dan TNI, Soeharto juga mengganti para pemim- 
pin organisasi kemasyarakatan, partai politik, profesi, termasuk organisasi kea- 
gamaan, dengan cara pemaksaan dan rekayasa versi Soeharto. Jika menolak 
menuruti kemauannya, mereka akan dipecah belah dengan cara mengangkat 


pemimpin pesaing dengan paksa dari dalam organisasi tersebut. Soeharto juga 


” Ibid. 

" Ibid. 

“* Damien Kingsbury, Power Politics, hlm. 10. 

48 Adam Schwarz, Nation in Waiting, hlm. 31. 
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mendirikan organisasi-organisasi baru untuk mengooptasi kelompok-kelom- 
pok sosial yang belum terwakili. * Pada 1967 itu, Soeharto juga membentuk 
Golongan Karya (Golkar)* sebagai bagian dari persiapan pemilu yang semula 
dijadwalkan segera dilaksanakan setelah ia dilantik menjadi presiden resmi 
menggantikan Presiden Soekarno. Namun, Soeharto mengkhianatinya dan 
menundanya hingga lebih dari tiga tahun. Meskipun kemudian Golkar resmi 
sebagai peserta pemilu, tetapi Soeharto menolak untuk menyebut dan menja- 
lankan Golkar sebagai partai politik pada umumnya—sebagai peserta pemilu. 

Soeharto juga menerapkan kebijakan floating mass atau massa mengam- 
bang yang digagas oleh Ali Moertopo.“ Massa mengambang pada dasarnya 
melarang rakyat untuk terlibat dalam politik secara langsung dan dalam partai 
politik sehari-hari, melainkan hanya lima tahun sekali pada saat pemilu. Soe- 
harto juga melarang partai politik untuk membentuk pengurus sampai ke desa 
dan kecamatan, cukup sampai daerah tingkat II atau kabupaten/kota. Dengan 
begitu, untuk sementara partai politik tidak bisa beroperasi melakukan rekrut- 
men kader atau pengurus serta mobilisasi massa hingga ke desa dan kecamat- 
an. Sebaliknya, Golkar dan militer justru beroperasi dan menguasai sampai ke 
desa-desa.” Yang terjadi sesungguhnya adalah depolitisasi rakyat secara massif 
yang diambil alih oleh aparat militer dan birokrasi melalui Golkar. 

Dengan operasi menggunakan senjata yang melibatkan militer dan biro- 
krat, Golkar mutlak menang pada Pemilu 1971, dengan kecurangan di luar 
batas." Para kiai dari Partai Nahdlatul Ulama, misalnya, menjadi sasaran keke- 
rasan bersenjata oleh TNI secara sangat jahat. Perolehan suara lengkap pada 
pemilu pertama Orde Baru tersebut adalah Golkar menang mutlak dengan 
mengantongi 62,8 persen suara (236 kursi DPR). Namun, Partai Nahdlatul 


“ Ibid. 

“ David Revee, Golkar..., hlm. xxii. 

“ David Boutchier, Illiberal Democracy in Indonesia, hlm. 166-171. 

Schwarz, A Nation in Waiting, hlm. 31-32. 

“ Masasi Nishihara, Golkar and the Indonesian Elections of 1971, Modern Indonesia Project, Cornell University, 
1972. 
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Ulama (NU) dengan represi yang begitu keras dengan popor senjata hingga ke 
desa-desa oleh TNI masih mempertahankan perolehan suara pada pemilu 
1955 sebesar 18,6 persen suara (58 kursi). Baru disusul kemudian perolehan 
oleh Parmusi dengan 5,3 persen suara (24 kursi), Partai Nasionalis Indonesia 
(PNI) dengan 6,9 persen suara (20 kursi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII) dengan 2,3 persen suara (10 kursi). 

Setelah Pemilu 1971, Soeharto kemudian menerapkan fusi partai-partai po- 
litik menjadi hanya dua partai, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) seba- 
gai penyatuan dari partai-partai yang berideologi Islam termasuk Nahdlatul 
Ulama dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) sebagai penyatuan dari partai 
sekuler dan identitas agama dan etnik yang lain seperti Kristen dan Katolik.” 
Sedangkan pasca-pemilu 1978, Soeharto menerapkan P4 (Pedoman Penghayat- 
an dan Pengamalan Pancasila) sebagai tafsir tunggal yang dipaksakan atas Pan- 
casila oleh pemerintah melalui indoktrinasi.' Setelah Pemilu 1983, Soeharto 
memaksakan diterapkannya UU Asas Tunggal Pancasila bagi ormas dan orpol 
yang ditetapkan pada UU 1985.” Sejak era ini hampir bisa dikatakan otoritari- 
anisme Demokrasi Pancasila versi Soeharto pada masa Orde Baru nyaris sem- 
purna atau apa yang oleh Daniel Dhakidae disebut sebagai Neo-Fasisme Orde 
Baru dengan mengontrol seluruh pemikiran dan aktivitas rakyat.” 

Tetapi, dari mana gagasan Soeharto tentang Golkar—yang notabene me- 
nurutnya nonparpol—menjadi kendaraan politiknya dan peran militer itu 


® Ilham Khoiri, “Pemilu 1971, Demokrasi Semu”, dalam Harian Kompas, Sabtu, 11 Januari 2014. http://nasio- 
nal. kompas.com/read/2014/01/11/1932246/Pemilu.1971.Demokrasi.Semu Diakses pada 4 Januari 2016. 

5 Syamsuddin Haris dan Ridwan Saidi, PPP dan Politik Orde Baru, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

1991. 

Edward Aspinall & Greg Fealy dalam (eds.), “Introduction: Sochartos New Order and Its Legacy”, dalam 

Edward Aspinall & Greg Fealy, ed., Sochartos New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harald Crouch, 

Canberra: ANU Press, 2010, hlm. 5. 

3 Peran Presiden Soeharto pada rencana-rencana dan implementasi konsep-konsep tersebut diungkapkan oleh 

Sudharmono (Wakil Presiden 1988-1993), 1991. “Beberapa Kesan Saya Mengenai Pak Harto”, dalam Naza- 

ruddin Sjamsuddin, Di antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, 

hlm. 1-25. 

Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan, hlm. 361-362. 
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berasal. Menurut David Revee,* basis dari gagasan dan praktik Demokrasi 
Terpimpin Soekarno ataupun Demokrasi Pancasila versi Soeharto adalah ga- 
gasan tentang kelompok fungsional yang kemudian diwujudkan dalam ben- 
tuk organisasi Golongan Karya atau Golkar oleh Soeharto dan militer pada 
masa Orba, dan ditopang oleh pandangan apa yang oleh R. Soepomo disebut 
sebagai “negara integralistik””' Gagasan golongan fungsional tersebut yang 
diimplementasikan dengan mendirikan partai tunggal dalam sistem politik 
negara, menurut Revee, sesungguhnya telah berakar pertama kalinya pada 
saat negara Indonesia dibangun dengan UUD 1945 pada awal kemerdeka- 
an. Dalam UUD 1945 tersebut dibentuk partai tunggal PNI pimpinan Soe- 
karno, sebelum Sjahrir dengan Maklumat X melakukan apa yang oleh Ben 
Anderson disebut sebagai “kudeta sunyi” dengan membentuk Pemerintahan 
Parlementer.* Di sisi lain, dengan menonjolkan golongan fungsional di dalam 
DPR dan MPR, Revee memastikan bahwa gagasan Golongan Karya dengan 
membatasi fungsi partai adalah gagasan Soekarno yang kemudian dicuri oleh 
AD bersama dengan Soeharto yang kebetulan sejalan dengan filosofi Jawa 
tentang Manunggaling Kawula Gusti para jenderal militer yang kebanyakan 
berasal dari Jawa. Suatu kebetulan bahwa mayoritas jenderal Angkatan Darat 
ketika itu berasal dari Jawa sehingga sejalan dengan filosofi “negara integralis- 
tik” yang digagas R. Soepomo. Gagasan itulah yang kemudian muncul kem- 
bali pada 1957 dan menjadi cikal bakal gagasan mendirikan Golkar untuk 
menggantikan sistem filosofi parlementer. Revee menulis: 

“Jadi, mengapa gagasan Soekarno yang memperkenalkan Golkar itu dilupakan? Hal ini 

terjadi karena Angkatan Darat telah merebut gagasan garis golongan fungsional. Dengan 

demikian, terdapat Badan Kerja Sama (BKS) untuk pemuda, petani, pekerja, wanita, pers, 


dan sarjana Islam. Masing-masing partai memiliki organisasi-organisasi massa untuk go- 
longan-golongan ini.” 


# David Revee, Golkar..., hlm. xxii. 

= Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik. 
58 Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda. 

2 Reve, Golkar ..., hlm. xx. 
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Dengan dua basis kekuatan politik dwifungsi ABRI dan Golkar dalam 
Orde Baru, sesungguhnya dua partai politik lainnya hanya sebagai pelengkap 
penderita, bukan sebagai partai oposisi sebagaimana sistem demokrasi pada 
umumnya. Soeharto memiliki persepsinya sendiri tentang oposisi. Soeharto 
mengatakan bahwa oposisi seperti di Barat tidak dikenal di Indonesia. Soehar- 
to mendefinisikan oposisi di Barat sebagai oposisi yang asal menentang peme- 
rintah. Soeharto bertutur: 


“Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang, asal saja 
berbeda, tidak kita kenal di sini.” 

“Dalam Demokrasi Pancasila tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat. Dalam alam 
Demokrasi Pancasila kita mengenal musyawarah untuk memperoleh mufakat rakyat, Ca- 
ranya, rakyat memercayakan kepada wakil-wakilnya. Maka bermusyawarahlah wakil-wakil 
rakyat itu. Lantas didapatkan mufakat itu untuk menentukan langkah-langkah yang akan 
kita ambil bersama dalam jangka waktu 5 tahun.” 


Bagaimana cara oposisi mengontrol pemerintah dalam Demokrasi Panca- 
sila ala Soeharto? Soeharto menegaskan: 


“Tentu saja ada kontrol atas pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesalahan yang 
dibuat oleh pemerintah harus dibetulkan. Tetapi semua harus ingat atas kesepakatan yang 
telah ditentukan bersama. Semua terikat oleh kesepakatan yang telah kita ambil bersa- 
ma,” 


Soeharto tidak berhenti pada hardware dengan dwifungsi ABRI dan Gol- 
kar dalam mengontrol partai politik dan masyarakat sipil melalui penyeragam- 
an, melainkan Soeharto juga membangun suatu ideologi hegemonik dengan 
mematok penafsiran tunggal atas Pancasila sesuai dengan visinya tersebut. Pan- 
casila dalam konteks Orde Baru, kata Aspinall dan Fealy, “Pancasila ideology’ 
propagated by the regime was a straights-jacketing and profoundly conservative 


doctrine” atau disebarkan dengan cara memaksa dan dengan doktrin yang sangat 


3 Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, him. 346. 
2 Ibid. 
© Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, hlm. 370. 
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konservatif.” Melalui penafsiran dan ideologisasi Pancasila, Soeharto memak- 
sakan pembekuan cara berpikir dan gerak masyarakat Indonesia dengan dida- 
sari suatu “visi mistik dari masa lalu Indonesia”. Bangsa Indonesia seolah-olah 
bukan hanya “menekankan pada konsensus, harmoni, dan tradisi, tetapi juga 
ketaatan dan pasif” kepada penguasa atau Manunggaling Kawulo Gusti (negara 
integralistik). Visi ini, lanjut Aspinall dan Fealy: 

“(...) berusaha untuk melenyapkan pembagian konseptual atau bahkan menunggalkan an- 

tara negara dan masyarakat sebagai kesatuan, serta doktrin bahwa kepentingan individu 


harus selalu tunduk kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu seolah-olah negara dan 
bangsa.” 


Dalam sistem yang demikian, ideologi Pancasila melegitimasi tatanan po- 
litik yang represif, juga membatasi dan mengancam inisiatif dan kreativitas 
dari masyarakat luas dengan memberikan lingkungan politik yang korup dan 
manipulatif.“ Kewarganegaraan yang dijanjikan setara kemudian dimanipula- 
si. Dalam bahasa yang paling gamblang Soeharto bertutur ketika berbicara 


tentang asas tunggal Pancasila, bahwa: 


“Tujuan kita tidak lain adalah untuk memanunggalkan semua lapisan, golongan, kekuatan, 
dan generasi bangsa kita dengan dasar, ideologi, dan cita-cita bangsa dan negaranya. De- 
ngan demikian, seluruh lapisan, golongan dan kekuatan bangsa kita akan dapat terhindar 
dari konflik-konflik batin dan ketegangan-ketegangan yang menjadi sumber perpecahan 
dan luka-luka bangsa.” 


Soeharto menginstruksikan untuk menyusun P4 berdasarkan pada TAP 
MPR No. II/MPR/1978 dengan pembentukan Badan Pembina Pendidikan 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Lem- 


“ Edward Aspinall & Greg Fealy dalam (eds.), “Introduction: Soehartos New Order and Its Legacy”, Edward 
Aspinall & Greg Fealy, ed., Soebartos New Order and its Legacy, hlm. 5. 

2 Bid. 

© Aspinall & Fealy, “Introduction ...", hlm. 5. 

“ Ibid. 

$ Soeharto, 1989, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, hlm. 409. 
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baga negara tersebut bertugas menyusun konsep dan melaksanakan penataran- 
penataran P4. TAP MPR tentang P4 dan BP7 merupakan rencana dan re- 
kayasa Soeharto sendiri.“ Bersamaan dengan diterapkannya P4, bahkan 
sebelumnya, dimunculkan kembali konsep negara integralistik yang pertama 
kali diperkenalkan oleh Raden Soepomo.” Soepomo memperkenalkan konsep 
negara integralistik sebagai negara totalitarian, di mana negara dan rakyat 
menjadi satu entitas, dan rakyat sendiri tidak dibeda-bedakan berdasarkan 
agama, etnis, dan primordial lainnya.“* Menurut Bourchier,” gagasan pertama 
dan orang yang melakukannya dengan menulis naskah komprehensif tentang 
negara integralistik versi Soepomo pada awal Orde Baru adalah salah seorang 
yang kemudian memimpin BP7, yaitu seorang advokat yang berlatar belakang 
tentara berpangkat Brigadir Jenderal, yang sebelumnya menjadi Sekretaris 
Jenderal MPRS, Abdul Kadir Besar.” Namun, bukan karena peran Abdul Ka- 
dir, menurut Dauglas Ramage, jika gagasan negara integralistik dalam penyu- 
sunan P4 lebih didasarkan pada ide tersebut, melainkan kecenderungan para 
jenderal TNI sendiri memang seperti itu.” 

Hal ini, menurut Bourcheir, juga karena cocok dengan suasana berpikir 
dan pandangan Jawa yang dominan di kalangan jenderal militer, tentang ma- 
syarakat dan kekuasaan. Meski demikian, Jenderal Nasution yang berasal dari 
Sumatra Utara, demikian Bourchier, juga tidak kalah gigih terhadap pandang- 
an ini. Gagasan dwifungsi ABRI yang bisa dilacak landasannya pada pandang- 
an integralistik pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Nasution.” Gagasan itu 
kemudian bertemu dengan gagasan dwifungsi ABRI yang juga didasarkan 
pada pandangan negara integralistik versi Soepomo, yaitu dwifungsi ABRI.” 


“ Lihat Sudharmono, Beberapa Kesan Saya Mengenai Pak Harto, hlm. 1-25. 
# David Bourchier, J/liberal Democracy in Indonesia, hlm. 188-201. 

“ David Revee, Golkar ..., hlm. xiv-xv. 

David Bourchier, Miberal Democracy in Indonesia. 

P Ibid. 

2 Ibid. David Revee, hlm. xxiv-xxv. 

7 Damien Kingsbury, Power Politics. 

7 David Bourchier, liberal Democracy in Indonesia, hlm. 170-172. 
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Mungkin sebuah efek yang tidak diinginkan atau memang diinginkan bahwa 
kombinasi antara P4, negara integralistik, fungsi Golkar, dan dwifungsi ABRI, 
kemudian menjadi basis bagi filosofi dan praksis otoritarianisme dan absolu- 
tisme Orde Baru yang menjadikannya berumur panjang,” yang oleh Dhakidae 
disebut sebagai Fasisme Orde Baru menyerupai Fasisme Benito Mussolini di 
Italia.” 


PARADOKS DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI IN- 
DUSTRIALISASI 


Sentralisasi dan absolutisme Orde Baru bukan hanya dalam sistem politik dan 
kebudayaan, melainkan juga dalam sistem ekonomi. Di samping ABRI, P4, 
dan Demokrasi Pancasila, kata “pembangunan” merupakan “mantra” lain dari 
Presiden Soeharto yang menjanjikan suatu kemakmuran pada masa depan.” 
Kata pembangunan dikaitkan langsung dengan penafsiran sebagai implemen- 
tasi dari Pancasila yang “murni dan konsekuen”, tetapi kenyataannya represif 
dan absolut dalam versi Orde Baru. Hal ini cepat menciptakan paradoks de- 
ngan masuk menjadi bagian dari lingkaran ekonomi kapitalisme internasional 
yang seharusnya mensyaratkan keterbukaan politik dan transparansi ekonomi 
di satu sisi dan terbangunnya ideologi tertutup dan kebijakan politik yang re- 
presif dan totalitarian di sisi lain.” 

Inspirasi dari budaya negara integralistik juga masuk ke sistem pengelola- 
an ekonomi di mana individu menjadi bagian dari negara. Soeharto sendiri 
seolah mewakili representasi negara yang bisa mengakumulasi kekuasaan poli- 


tik dan ekonomi di satu tangan dengan kelas-kelas pemodal tertentu sembari 


™ David Bouchier, Illebral Demeracy in Indonesia, 167-179. 

7 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan. 

% Tan Chalmers, “Introduction”, dalam Ian Chalmers, Ian and Vedi R. Hadiz, ed., The Politics of Economic Deve- 
lopment in Indonesia: Contending Perspectives, London: Routledge 1997, hlm. 3, 35. 

7 Lihat, misalnya, Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy 
in an Age of Markets, NY: Routledge Curzon, 2004, terutama hlm. 40-67. 
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menutup akses keadilan pada rakyat.” Ini tidak lain mengulang hal dari De- 
mokrasi Terpimpin yang telah dilakukan oleh Soekarno sebelumnya.” Sistem 
ekonomi yang terpusat dengan sistem politik dan ideologi yang tertutup me- 
nimbulkan kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin dan marginal, serta 
antara pusat dan daerah." Implikasi dari pemusatan ekonomi adalah kesen- 


jangan dan ketidakadilan serta munculnya perlawanan. 


73 Richard Robison, “Authoritarian State, Capital-Owning Class, and the Politics of Newly Industrializing 
Countries: The Case of Indonesia”, World Politics, 41: 1, October, 1988, hlm. 52-74. 

® Ian Chlamers, “Introduction...”, hlm. 16-17. 

® Richard Robison & Vedi R. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia, hlm. 40-67. 
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SPIRAL KEKERASAN ACEH 


Aceh sesungguhnya adalah salah satu wilayah yang paling setia bergabung de- 
ngan RI. Salah satu indikatornya adalah, ketika para pejuang kemerdekaan RI 
sedang mempertahankan kemerdekaan pada 1945 dengan kembalinya Tentara 
Sekutu dan kekalahan Jepang di lain pihak, para pemimpin Aceh terlibat da- 
lam memobilisasi masyarakat di Aceh untuk mengumpulkan dana dan emas. 
Penyerahan bantuan itu dilakukan di hadapan Bung Karno—ketika Bung Kar- 
no sedang berpidato—yang akhirnya digunakan untuk membeli dua pesawat 
Dakota yang dikenal dengan “Pesawat Seulawah” 1 dan 2 untuk membantu 
para pejuang RI tersebut.' 

Namun, sejarah tidak berjalan linier. Disebabkan oleh faktor yang kompleks, 
di antaranya ketidaktegasan pemerintah pusat dalam memberikan status provin- 
si sendiri? dan pemberlakuan syariat Islam bagi Aceh, sebuah pemberontakan 


! Acehtraffic.com, “Sejarah Aceh Beli Pesawat Seulawah”, http://www.acehtraffic.com/2011/06/sejarah-aceh- 
beli-pesawat-seulawah.html. Diakses pada 07 Januari 2015. 

2 Waktu itu Aceh menjadi bagian dari Sumatra Utara, namun dijanjikan bahwa tuntutan mereka untuk menjadi 
provinsi sendiri dikabulkan. Akan tetapi, janji tersebut maju mundur sehingga menimbulkan ketidakpuasan 
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yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pecah. Daud Beu- 
reuch mengikuti apa yang dilakukan oleh DI/TII pimpinan Kartosuwiryo di 
Jawa Barat.” Menurut van Dick, Aceh adalah wilayah yang paling pertama me- 
nyatakan ingin keluar dari RI dan paling bertahan lama dan meluas dalam per- 
lawanan tersebut." Selain itu, Aceh secara historis juga terkenal sebagai masyara- 
kat yang mandiri secara sosial dan politik mulai dari awal berdirinya kerajaan 
Islam hingga perlawanan yang tak tertundukkan oleh penjajah Belanda sebagai- 
mana heroisme Perang Sabil. Itu menyebabkan perlawanan di Aceh berlarut.” 

Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang sentralistik dan mengabai- 
kan konsensi bagi kekuatan kultural daerah mengundang perlawanan dan ke- 
tegangan yang terus-menerus, bahkan kekerasan. Namun, konflik yang me- 
muncak pada tahun 1950-an itu kemudian bisa diselesaikan melalui 
disepakatinya pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Istimewa.” Pada 26 Mei 
1959, Provinsi Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan sebutan Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak 
otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.” 

Akan tetapi, ketika Soeharto naik menjadi presiden, ia menerapkan kebi- 
jakan sentralistik dan mengabaikan status Istimewa Aceh dalam UU tersebut. 
Soeharto menempuh industrialisasi disertai pendekatan keamanan bersenjata 
dan kekerasan. Hal itu menimbulkan ketimpangan dalam ekonomi dan politik 
Aceh dengan pemerintah pusat. Bagian dari pendekatan keamanan, ABRI di 


di kalangan mereka. Lihat C. van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Cet. IV, terj. Grafiti Press, Jakarta: 
Grafiti Press, 1995, hlm. 59-115. 
Ibid. Lihat juga Ruslan, dkk., Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia, Yogyakarta: 
Bio Pustaka, 2008. 
Ibid. 
5 Tengku Ibrahim Alfian, “Aceh and the Holy War (Perang Sabil)”, dalam Veranda of Violence, ed. Anthony Reid, 
109-119. 
“ Edward Aspinall, “Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesian Rule”, dalam Veranda of Vio- 
lence, ed. Anthony Reid, 150-151. 
Acehprov.go.id, http://wwwacehprov.go id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-acch. html, Diakses 
pada 07 Januari 2015. 
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bawah Orde Baru, adalah yang paling brutal dan massif dalam kekerasan ter- 
hadap masyarakat Aceh, meskipun mayoritas sama-sama beragama Islam dan 
secara etnis tidak jauh berbeda dengan Jawa dan daerah lainnya. 

Kekerasan dan penindasan ABRI itu bukan hanya terhadap GAM (Gerak- 
an Aceh Merdeka)—yang didirikan untuk melawan kekerasan dan penindasan 
ABRI tersebut—melainkan juga terhadap rakyat Aceh secara keseluruhan." 
Menurut Rizal Sukma,” ada empat penyebab pokok berlarut-larutnya kekeras- 
an dan perlawanan di Aceh, yaitu eksploitasi ekonomi, sentralisasi dan penye- 
ragaman, penindasan oleh militer, dan politik impunitas. Sukma menjelaskan 
bahwa dua sebab pertama—eksploitasi ekonomi, sentralisasi dan penyeragam- 
an—adalah akar dari masalah, sedangkan dua sebab berikutnya—penindasan 
oleh militer, politik impunitas—menjadikan problem-problem itu bersifat per- 
manen.” Dengan demikian, peran ABRI dalam konteks konflik Aceh—dan 
juga di Papua—berkaitan langsung dengan sistem ekonomi dan industrialisasi 
yang eksploitatif dan sistem politik yang sentralistik. Di antaranya adalah, bah- 
wa eksplorasi minyak dan gas di Aceh yang membutuhkan pengamanan dari 
gangguan rakyat berkaitan dengan sistem yang tidak adil dan menyingkirkan 
rakyat untuk terlibat dalam proses dan menikmati modernisasi dan eksplorasi 
tersebut. Di lain pihak, langkah tersebut—sebagai bisnis keamanan'—meru- 
pakan bagian dari cara ABRI untuk menutup pembiayaan rutin nasional yang, 
menurut mereka, hanya dicukupi 30 persen oleh pemerintah dan sisanya yang 


70 persen harus mencari sendiri dengan cara premanisme.'? 


© Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976- 
May 2004”, dalam Anthony Reid, Verandah of Violence, 224-271. Edward Aspinall, “Violence and Identity”, 
149-176. 

? Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons 2004”, The East-West Center 
Washington, Policy Studies 3, Washington D.C., 2004, hlm. 3-6. 

w Ibid, 5-6. 

11 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Why it Failed”, dalam East-West Center Washington, 
Policy 1, Washington D.C., 2003. Lihat juga Kirsten E. Schulze, “The Conflict in Aceh: Struggle Over Oil”, 
dalam Oil Wars, eds. Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, and Yahia Said, London: Pluto Press, 2007. 

1 Ibid. 
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Lhokseumawe merupakan salah satu kota industri terbesar di Aceh yang 
dibangun pada masa Orde Baru." Kota ini adalah tempat pengeboran minyak 
dan gas. Di sini pula salah satu titik konsentrasi penempatan ABRI terletak 
untuk mengamankan industri tersebut guna menjaga pipa perusahaan minyak 
dari rakyat yang menentang karena ketidakadilan dan represi yang terus ber- 
langsung hingga setelah dicabutnya DOM (Daerah Operasi Militer). Semen- 
tara itu, sebagian besar hasil industrialisasi ditarik ke pusat, sedangkan pendu- 
duk setempat dan Aceh secara umum tidak memperoleh keuntungan yang 
proporsional. Diperkirakan keuntungan yang dikembalikan ke Aceh dari 
penghasilan industri tersebut hanya di bawah 5 persen." 

PT Exxon Mobil Oil yang beroperasi di Lhokseumawe adalah salah satu 
perusahaan tambang yang dipersoalkan dalam pembagian keuntungan hasil 
dan pajak oleh masyarakat Aceh. Pada era Reformasi, masyarakat Aceh me- 
nuntut pembagian penghasilan 80:20 persen, mayoritas untuk masyarakat 
Aceh. Di sisi lain, pengamanan terhadap industri adalah salah satu pemasukan 
ABRI untuk menutup defisit anggaran yang mereka terima dari pemerintah 
dan untuk memperkaya diri para jenderalnya. Dengan demikian, industri mi- 
nyak dan sumber daya alam Aceh adalah salah satu sumber untuk menutupi 
kekurangan anggaran ABRI yang 70 persen secara nasional, di samping mem- 
beri kontribusi bagi pemasukan GDP nasional pada umumnya." 

Untuk hal tersebut, menurut Aspinall dan Crouch, ABRI juga terlibat dalam 
illegal logging, illegal marijuana, serta bisnis keamanan kepada pihak swasta di 
Aceh. Kebijakan itu bukan melindungi rakyat, melainkan sebaliknya, menying- 
kirkan rakyat untuk keuntungan ABRI sendiri dan para jenderalnya. Karena 
itulah, ABRI memiliki kepentingan sendiri agar konflik Aceh terus terjadi seba- 
gai alasan kehadiran mereka di Aceh." 


© Kirsten E. Schulze, The Conflict in Aceh, 183-223. 

“ Ibid. 

1 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 3-4. 

18 Ibid. Lihat juga ICG Briefing, “Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace”, 12 Juni 2001. 
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Bahasan tentang industrialisasi di Aceh dan khususnya kedudukan Lhok- 
seumawe sebagai salah satu pusat industri terbesar menjadi penting karena ini- 
lah yang kemudian mengubah arah baru hubungan rakyat Aceh dengan peme- 
rintah pusat RI. Industrialisasi berawal dari ditemukannya sumber minyak dan 
kemudian gas di wilayah tersebut pada awal tahun 1970-an yang pengelolaan- 
nya dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini kemudian memunculkan 
Lhokseumawe menjadi pusat industrialisasi terbesar di Aceh. Sejak itu, GAM 
muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan dan penindasan oleh kebijakan peme- 
rintah pusat dan ABRI yang menjadi pengaman industri tersebut. 

Situasi yang memburuk atas ketidakadilan dan penindasan tersebut men- 
dorong GAM mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 
yang membuat Hasan Cik di Tiro dan para pentolan pemimpin GAM memu- 
tuskan untuk tinggal dan memerintah di luar negeri, khususnya di Swedia." 
Dari situ kian kuat gerakan nasionalisme Aceh yang diusung oleh GAM." 
Menurut Schulze,” kehadiran GAM yang didirikan oleh Hasan Cik di Tiro 
itu sama sekali berbeda aspirasi dengan DI/TII yang didirikan oleh ulama 
paling karismatik di Aceh, Daud Beureueh.”” GAM di bawah Cik di Tiro lebih 
menuntut keadilan politik dan ekonomi dengan status merdeka ketimbang 
tuntutan penerapan syariat Islam.” 

Pada saat itu syariat Islam hampir tidak lagi menjadi aspirasi yang utama 
bagi GAM. Pelanggaran HAM oleh ABRI pada era Orde Baru, menurut Schulze,” 
berkaitan langsung dengan kehadiran dan eksplorasi minyak dan gas tersebut 


yang menimbulkan penindasan, kekerasan, dan pemiskinan. Sedangkan, in- 


Y Murizah Mahzah, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2014, hlm. 413-423. 

1 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 5. 

\ Kirsten E. Schulze, “The Conflict in Aceh”, 183-184. 

2 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 5. 

3 Murizah Mahzah, Jalan Panjang, 447-480. Lihat juga Kirsten E. Schulze, “The Conflict in Aceh”, 183-184. 

2 Kirsten E. Schulze, “The Conflict in Aceh”, 185. Lihat juga International Center for Transitional Justice 
(ICTJ), Tt.: “Case Study Series:‘A Matter of Complicity? Exxon Mobil on Trial for Its Role in Human Rights 
Violations in Aceh”, Tt.: HRWG, Imparsial, Kontras, him. 10-12. 

2 International Center for Transitional Justice (ICTJ), Tt.: Case Study Series, hlm. 8-10. 
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dustrialisasi tersebut tidak disertai dengan persiapan infrastruktur dan ling- 
kungan sosial untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk 
berpartisipasi dan memperoleh keuntungan secara langsung. 

Dengan demikian, industrialisasi di Lhokseumawe dan di daerah lain di 
Aceh menimbulkan sejumlah efek negatif bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya. 
Menurut Schulze,” setidaknya ada empat efek negatif tersebut. Pertama, adanya 
sentralisasi dalam hampir semua aspek. Eksplorasi minyak dan gas di Lhokseu- 
mawe dijadikan salah satu sumber utama penerimaan Indonesia, sehingga seba- 
gian besar penghasilan dari Aceh tersebut mengalir ke pusat, dan hanya kurang 
dari lima persen yang dikembalikan ke Aceh. Kedua, adanya kesenjangan dalam 
hal kesempatan kerja di industri tersebut antara pekerja luar dan masyarakat lo- 
kal. Dalam industri tersebut, kelas manajer ke atas diduduki oleh pekerja dari 
luar Aceh. Industri di Lhokseumawe sudah dirintis sejak 1971, tetapi hingga 
akhir 1980-an di daerah itu belum berdiri sekolah teknik untuk menunjang in- 
dustri tersebut yang mempersiapkan tenaga lokal. Hal ini menimbulkan efek 
migrasi terdidik dan pengambilalihan posisi strategis di dalam perusahaan. 

Ketiga adalah terjadinya enclave development. Selain secara nasional peng- 
hasilan sebagian besar dari eksplorasi itu dialirkan ke pusat sehingga memban- 
tu GDP pusat dalam jumlah besar, mereka yang terlibat dalam industrialisasi 
tersebut yang notabene bukan orang Aceh menjadi kelas elite tersendiri yang 
eksklusif, bahkan membangun lingkungan sendiri yang terpisah dari rakyat 
kebanyakan. Keempat, tersendatnya mobilisasi rakyat lokal yang berefek pada 
proses pemiskinan. Meskipun menyumbang GDP nasional cukup besar, Aceh 
sendiri menjadi salah satu provinsi paling miskin sepanjang Orde Baru. Dari 
data dan proses tersebut, praktis terjadi reduksi terhadap keberadaan Aceh dan 
rakyatnya sebagai warga negara Indonesia. Kebutuhan pusat dengan kepen- 
tingan ABRI dan kepentingan pribadi para jenderalnya lebih diutamakan da- 
ripada rakyat Aceh sendiri. 


2 Ibid., 188-194, 
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Kebijakan menghadirkan kembali pasukan TNI di Aceh pada masa Refor- 
masi atau pasca-DOM, misalnya, dilakukan untuk melindungi industri yang 
timpang tersebut dan kian mendesakkan rakyat Aceh ke pinggiran. Pada 3 
Januari 1999, TNI mengerahkan pasukan untuk menggerebek daerah di Lhok- 
seumawe dengan alasan mencari Ahmad Kandang, pemimpin GAM lokal, 
yang dicurigai mendalangi aksi rakyat dan penyanderaan terhadap aparat kea- 
manan penjaga pipa minyak PT Exxon Mobil Oil. Kemudian pada 9 Januari 
dilakukan Operasi Wibawa yang dimaksudkan untuk menegakkan wibawa 
pemerintah yang saat itu merosot karena naiknya kekuatan civil society dan 
dukungan terhadap GAM. Dalam operasi itu dikerahkan pasukan mencapai 
ribuan personel. Dalam insiden 3 Januari tersebut, empat warga sipil yang 
ditangkap aparat keamanan dilaporkan tewas setelah dianiaya dan disekap di 
kantor KNPI Aceh Utara, serta 23 orang lainnya terpaksa diopname di RSU 
Lhokseumawe. Tragedi ini dikenal dengan nama “Kasus KNPI” karena para 
korban disekap di gedung KNPI Aceh Utara hingga mati. 

Respons pihak keamanan terhadap tuntutan masyarakat Aceh untuk ke- 
adilan pasca-reformasi tidak menunjukkan perubahan dari sebelumnya. Ke- 
saksian Ir. Abdul Gani Nuradin, Direktur Forum Peduli HAM, menunjukkan 
bahwa Operasi Wibawa 1999 ini dianggap lebih kejam daripada DOM karena 
sejak itu hampir setiap hari ada penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan 
oleh ABRI.” Pada 3 Februari 1999, terjadi kekerasan yang terkenal dengan 
pembantaian Arakundo, di daerah Idi Cut. Kasus ini terjadi berkaitan dengan 
acara pengajian agama yang diselenggarakan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau 
GAM. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 7 orang tewas, 150 orang luka-luka, dan 
51 orang ditangkap. Bahkan, sebagian korban dan mayat diceburkan ke sungai 
dengan diberi pemberat batu karena peristiwa itu terjadi di dekat sungai.” 


2 http://garudamiliter-blogspot.com/2012/05/mengenang-ops-satgas-wibawa-aceh-1999.html. Diakses pada 
28 Januari 2015. 

2 http://wwwminihub.org/siarlist/msg01752-html. Diakses pada 28 Januari 2015. 

? http:/Avwwatjehcybernet/2014/02/3-februari-tragedi-pembantaian-di.html. Diakses pada 28 Januari 2015. 
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Setidaknya ada lima jenis operasi yang dilakukan oleh TNI dengan ber- 
bagai alasan dan konteks setelah penghapusan DOM. Selain Operasi Wiba- 
wa, ada Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum (OKPA) 
2001-2002 dan Operasi Terpadu (OT) 2003-2004.** Sesungguhnya, menu- 
rut Schulze,” tidak seperti operasi pada era Orde Baru, misalnya OJM (Ope- 
rasi Jaring Merah) yang dikenal dengan DOM, maka OKPH dan OT adalah 
sebuah kombinasi antara strategi militer dan sipil yang mengagendakan ke- 
sejahteraan rakyat. Strategi itu bertujuan untuk mereduksi kapasitas dari 
pemberontak dengan mengisolasi mereka dari basis pendukung, merusak 
struktur fisik mereka, mengurangi misi politik, serta mengurangi penyebaran 
dukungan masyarakat kepada mereka. Hal itu disertai dengan mengurangi 
kemiskinan dan penguatan ekonomi yang pada akhirnya merebut simpati 
masyarakat setempat. 

Dengan demikian, operasi-operasi tersebut sesungguhnya merupakan sua- 
tu operasi keamanan yang bersamaan dengan penegakan hukum, pengurangan 
kemiskinan, pemberian otonomi daerah di Aceh, serta promosi kebudayaan 
Aceh dan social recovery." Akan tetapi, pada praktiknya kemudian banyak ter- 
jadi penyimpangan dan meningkatnya kekerasan, bahkan ada yang lebih kejam 
dari DOM itu sendiri. Karenanya, rangkaian operasi itu tidak berhasil meng- 
hancurkan GAM dan dukungan masyarakat serta gagal mengambil hati rakyat 
Aceh, melainkan justru sebaliknya membuat kelompok bersenjata semakin 
menguat dan mendapat dukungan rakyat. Karena kebijakan militeristik terse- 
but gagal meyertakan program keterbukaan politik, pemerataan ekonomi, dan 
pengurangan kemiskinan.” Semua kebijakan tersebut justru memperkuat spi- 


ral kekerasan dan mendorong terjadinya apa yang oleh Aspinall disebut seba- 


2 Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976-May 
2004”, dalam Antony Reid, Verandah of Violence, 245. 

P Ibid., 245-246. 

2 Tbid., 246. 

3 Elsam, “Aceh: Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit Dipertahankan”, dalam Elsam Briefing 
No. 2, Jakarta: 30 April, 2003, hlm. 7. 
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gai terbangunnya identitas ke-Aceh-an atau identity formation in Aceh. Berla- 


wanan dengan identitas pusat.” 


SPIRAL KEKERASAN PAPUA 


Perdebatan tentang status Papua dan hubungannya dengan Indonesia sudah 
terjadi sejak rapat BPUPKI dan PPKI/KNIP pada 18 Agustus 1945. Namun, 
meskipun terjadi perdebatan, pada akhirnya diambil keputusan bahwa Papua 
menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.” Meskipun kontroversi itu 
terus berlanjut dalam perjalanan bangsa, hampir tidak pernah benar-benar 
membangunkan perlawanan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat 
Indonesia.“ Sebaliknya, ada banyak tokoh dan pemimpin Papua yang sejak 
awal ingin bergabung dengan Republik Indonesia, baik kalangan migran dari 
Jawa, Sulawesi Utara, Maluku, maupun kalangan tokoh dan pemimpin asli 
Papua sendiri.” Keinginan untuk bersatu dengan RI - West New Guinea atau 
Irian Barat, ketika itu (kini wilayah itu secara resmi bernama, Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat) menjadi bagian dari perjuangan pembebasan wila- 
yah mereka tersebut dari penjajahan Belanda. Namun, sebagian lain ada 
yang menginginkan agar Papua tetap di bawah penjajahan Belanda untuk 


2 Edward Aspinall, Violence and Identity, 149. 

5 Moh. Hatta sempat mempertanyakan apakah Papua Barat/West New Guinea (kini Papua dan Papua Barat) 
akan menjadi bagian dari wilayah Indonesia mengingat jauhnya jarak, perbedaan etnis dan ras, serta karena 
wilayah Indonesia akan menjadi demikian luas. Akibatnya, akan sulit mengelolanya. Namun, rapat BPUP- 
KI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) atau KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) kemudian memutuskan bahwa wilayah Indonesia 
adalah bekas wilayah jajahan Belanda atau wilayah Hindia-Belanda secara keseluruhan sehingga Papua masuk 
di dalamnya. Dengan sendirinya kemudian Papua yang ketika itu masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi 
Maluku tetapi masih di bawah pendudukan penjajahan Belanda, kemudian menjadi bagian dari wilayah Indo- 
nesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 

** Irian Barat, Irian Jaya, Papua. 

3 Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 11-30 dan 53-112. Lihat 
juga Agus A. Alua, “Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan: Suatu Ikhtiar Kronologis", dalam Seri Pendidik- 
an Politik Papua No. 1, tidak dicetak, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua, 2000, hlm. 16-34. 

% Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua, 53-112. Agus Alua, “Papua Barat”, 16-34. 
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kemudian nantinya merdeka dan terpisah dari RI atau setidaknya menjadi 
daerah istimewa.” 

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang merupakan penyerahan 
kedaulatan oleh Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), wilayah 
Papua secara de jure menjadi bagian dari Provinsi Maluku dan bekas Kesultan- 
an Tidore, sehingga menjadi bagian dari wilayah RI. Namun secara de facto 
berada di bawah penjajahan Belanda. Dalam penyerahan kedaulatan kepada 
RIS, Belanda masih menyisakan wilayah Papua atau West New Guinea dalam 
status masih dalam pembicaraan. 

Setelah sukses melakukan reunifikasi RIS menjadi RI dalam waktu seta- 
hun saja, pemerintah Soekarno dengan Perdana Menteri Moh. Hatta yang 
juga wakil presiden segera beranjak pada usaha penyatuan kembali Papua yang 
disebutnya sebagai mengembalikan Papua ke “Pangkuan Ibu Pertiwi”. Ne- 
gosiasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sejak KMB itu melalui berba- 
gai strategi, mulai dari cara diplomatik hingga pembebasan bersenjata. Peme- 
rintah pusat ketika itu tidak berhadapan dengan rakyat Papua, tetapi lebih 
berhadapan dengan Belanda sebagai penjajah yang dalam persepsi Soekarno 
mengangkangi bagian dari wilayah Indonesia yang disebutnya sebagai “negara 
boneka imperialis”. Justru pemerintahan penjajah Belanda-lah yang menge- 
jar-ngejar para aktivis pro-kemerdekaan Papua kemudian dipenjara dan disik- 
sa pasca-Konferensi Meja Bundar tersebut untuk mempertahankan Belanda 
tetap bisa menjajah wilayah tersebut." 

Selama hampir satu abad ke belakang sejak Belanda mengklaim menjajah 
Papua pada 1875 hingga setelah pertengahan abad ke-20, Belanda tidak pernah 
melakukan pemberdayaan apa pun terhadap rakyat Papua. Mereka hanya berkon- 


¥ Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua, 31-52. Agus Alua, “Papua Barat”, 16-34. 

* Agus Alua, “Papua Barat”, 24-24. 

» Agus Alua, “Papua Barat”, 16-34. 

” Ibid. 

“ Ibid. Lihat juga Jim Elmslie, Irian Jaya Under The Gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan 
Nationalism, Honolulu: University of Wahai'i Press, 2002, hlm. 72-73. 


172 


SPIRAL KEKERASAN ACEH DAN PAPUA 


sentrasi berdagang dan eksploitasi sumber daya alam.” Hanya para misionaris 
Kristen yang berbuat sesuatu untuk rakyat Papua, seperti pendidikan dan misi 
keagamaan." Akan tetapi, ketika melihat gelagat Indonesia akan merebut tanah 
cenderawasih itu secara serius, kemudian mereka tergugah untuk melakukan 
pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kemampuan pemerintahan 
hingga militer, dan mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana Jepang melaku- 
kannya untuk Indonesia pada 1945. 

Hal itu dilakukan baik untuk tujuan persiapan tempat tinggal permanen 
bagi orang-orang Belanda sendiri jika penjajahan itu bisa dilestarikan, untuk 
penampungan para pelarian korban komunisme dari Rusia, maupun untuk 
memberikan kemerdekaan rakyat Papua tersendiri yang terpisah dari Republik 
Indonesia.“ Nasionalisme ganda orang-orang Papua," yaitu nasionalisme Papua 
yang terbangun beriringan dengan nasionalisme Indonesia di Papua, memang 
terjadi, namun hal itu dalam arti positif untuk merdeka dari penjajahan Belanda. 
Mereka terkadang mengalami ketegangan dan berebut pengaruh, tetapi tidak 
sampai terjadi bentrok fisik dan konflik berkepanjangan." 

Soekarno kehilangan kesabaran ketika Belanda sengaja mengulur-ulur 
waktu pembicaraan atau negosiasi untuk memecahkan Papua dan bahkan me- 
metieskan pembicaraan setelah KMB. Pada akhir 1950-an, ketegangan terjadi 
antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda karena pemetiesan masalah 
Papua oleh Belanda tersebut. Ketegangan itu mulai menjadi perdebatan pub- 
lik, bahkan internasional, disusul dengan saling usir duta besar hingga pemu- 
tusan hubungan diplomatik dan kemudian pembebasan bersenjata. Artinya, 


betapa pun ada sebagian rakyat Papua yang tidak sepakat dan bahkan menen- 


® Agus Alua, “Papua Barat”, 10-15. 

“ Ibid. 

# Jim Elmslie, Irian Jaya, 16-17. Agus Alua, “Papua Barat”, 26. 

* Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Lihat juga, Richard Chauvel, Constructing Papuan Na- 
tionalism: History, Ethnicity, and Adaptation, The East-West Center Washington, Policy Studies 14, Washington 
D.C., 2005. 

“ Ibid. 


173 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


tang pembebasan Papua dari penjajah Belanda oleh Presiden Soekarno dan 
menolak untuk bergabung dengan RI, tetapi tidak terjadi kekerasan dan dis- 
kriminasi terhadap rakyat Papua.” Setelah menemui jalan buntu, Soekarno 
memutuskan untuk melakukan pembebasan bersenjata setelah mendapat restu 
keagamaan dari Rais Aam Syuriyah PBNU, K.H. Wahab Hasbullah.“ 
Setelah pembebasan, aksi diplomasi dilanjutkan ke negara-negara anggota 
PBB dan dengan PBB sendiri.” Amerika Serikat berperan “ganda” karena ke- 
pentingan spesifiknya di Papua.” Di satu pihak AS menolak memberi pinjam- 
an guna membeli persenjataan untuk pembebasan Papua tersebut karena Soe- 
karno waktu itu dianggap berpihak pada Blok Timur" dan di pihak lain AS 
memaksa Belanda untuk menyerahkan pengelolaan administrasi wilayah Pa- 
pua melalui PBB via UNTEA kepada Indonesia karena ketakutan akan keme- 
nangan Blok Timur di tanah Papua dan masalah Freeport.” Presiden AS John 
F. Kennedy sampai mengirim utusan khusus untuk bernegosiasi yang melibat- 
kan Indonesia-Belanda-PBB ketika itu.’ Sampai kemudian pembebasan ter- 
sebut mendapatkan legitimasi dari PBB di bawah pengawasan UNTEA (Uni- 
ted Nations Temporary Executive Authority) pada 1 Mei 1963. Perjanjian itu 
mensyaratkan diadakannya plebisit atau referendum paling lambat tujuh tahun 
kemudian. Dari sinilah kemudian spiral kekerasan di Papua dimulai karena 


sentralisasi dan pendekatan keamanan oleh Soeharto pada masa Orde Baru. 


* Agus Alua, “Papua Barat”, 16-34. 

# Wahab Hasbullah, Kaidah Berpolitik dan Bernegara, penyunting Abdul Murin D.Z., Jakarta: PBNU, 2014, 
hlm. 73-76. 

* Lihat John Saltford, The United Nations and Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1968, London: Routledge 
Curzon, 2003. 

® Agus Alua, “Papua Barat”, 35-38. John Saltford, The United Nations, 15-16. 

51 Dari penolakan AS tersebut kemudian Soekarno putar haluan ke Blok Timur mengajukan pinjaman ke Uni 
Soviet dan dikabulkan. Dengan hasil itu, Indonesia waktu itu dianggap sebagai negara paling maju dan kuat 
persenjataannya dibanding dengan negara-negara dunia ketiga lainnya. Agus Alua, “Papua Barat”, 35-38. 

= John Saltford, The United Nations, 15-16. 

5 Ibid., 74-76. 

5 Ibid., 47-58. 
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SOEHARTO SEBAGAI PELOPOR SPIRAL KEKERASAN DI 
PAPUA 


Dalam proses pembebasan sembari menunggu plebisit sebenarnya, terjadi ne- 
gosiasi yang terus-menerus di bawah Soekarno, yaitu antara pemerintah pusat 
dan rakyat Papua. Namun, Presiden Soeharto kemudian segera menerapkan 
kebijakan represif melalui legitimasi pelaksanaan plebisit sembari akselerasi in- 
dustrialisasi dan konsesi Freeport. Soeharto memperpendek masa jeda menuju 
plebisit tersebut menjadi hanya enam tahun jika dihitung dari 1 Mei 1963, yai- 
tu dilaksanakan pada 2 Agustus 1969 dengan apa yang kemudian dikenal de- 
ngan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat).” Hingga kini pelaksanaan PE- 
PERA masih dipersoalkan oleh sebagian aktivis di Papua karena cara-cara yang 
dilakukan oleh pemerintah Soeharto dianggap manipulatif, represif, serta meli- 
batkan pemaksaan dan kekerasan oleh TNI.” 

Secara kronologis, Paskalis Kossay membagi konflik di Papua menjadi be- 
berapa babak. Pertama, konflik masa penjajahan Belanda 1828-1945. Kedua, 
konflik pasca-kemerdekaan 1945-1963. Ketiga, konflik masa integrasi Papua 
ke dalam NKRI. Keempat, konflik masa Reformasi 1998-2001; serta konflik 
masa Otonomi Khusus 2001-sekarang.” Konflik pertama dan kedua, sebagai- 
mana diuraikan, bisa dikatakan bersifat heroik, meskipun belum seluruhnya 
terselesaikan dengan baik. Selanjutnya fokus bahasan hanya akan pada konflik 
ketiga dan keempat yang relevan dengan penelitian ini. 

Konflik itu terjadi pertama-tama karena instruksi Presiden Soekarno un- 
tuk membebaskan Papua secara fisik dan bersenjata. Menurut persepsi seba- 
gian para pejuang Papua, instruksi tersebut dilakukan setelah rakyat Papua 
mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun, sebenarnya 


ketika itu belum dibacakan deklarasi kemerdekaannya secara resmi, melain- 


5 Ibid. 
5 Agus Alua, “Papua Barat”, 49-63. 
*! Paskalis Kossay, Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi, Jakarta: Tollelegi, 2001, hlm. 19-92. 
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kan hanya penaikan bendera Bintang Kejora pada sebuah upacara.** Pendek- 
larasian kemerdekaan secara resmi direncanakan baru akan dilakukan pada 
akhir 1970 atau awal 1971 bersamaan dengan penyerahan kedaulatan dari 
Kerajaan Belanda kepada rakyat Papua sebagai semacam pemberian kemer- 
dekaan.” 

Sementara itu, dalam persepsi Presiden Soekarno, pernyataan kemerdeka- 
an Papua 1 Desember 1961 adalah kemerdekaan negara boneka yang dicipta- 
kan oleh Belanda dan imperialis untuk merongrong Indonesia.® Sedangkan, 
Indonesia sejak rapat KNIP 1945 telah memutuskan memasukkan Papua 
menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan PEPERA 
pada 1969 dianggap manipulatif karena dilakukan dengan cara “musyawarah” 
yang diwakili oleh para ketua adat atau suku atau agama dan sebagainya atau 
dalam tradisi Papua disebut cara token, dan dilakukan di bawah tekanan TNI. 
Dalam pelaksanaan tersebut terjadi mobilisasi dan intimidasi besar-besaran 
serta adanya keterlibatan militer untuk memenangkannya.”? Menurut persepsi 
orang-orang yang pro-kemerdekaan, plebisit itu seharusnya dilakukan dengan 
cara one man one vote dengan jaminan kebebasan menyatakan pendapat. Jika 
itu dilakukan, menurut mereka, hasilnya bisa lain atau merdeka." 

Masalahnya kemudian adalah bukan mengenai perbedaan persepsi atas 
peristiwa sejarah tersebut karena masing-masing bisa membangun argumenta- 
si yang berbeda dari keyakinannya, melainkan cara yang tepat untuk menemu- 


kan jalan kompromi secara damai. Namun, Soeharto sebagai presiden—seba- 


S Dikatakan belum secara resmi karena belum terjadi serah terima dengan Kerajaan Belanda yang direncanakan 
beberapa tahun kemudian setelah rakyat Papua benar-benar siap untuk merdeka. Untuk sementara—dari saat 
itu sampai penyerahan—Papua resmi masih di bawah bimbingan penjajah Belanda. 

2 Agus Alua, “Papua Barat”, 39-40. 

© Agus Alua, “Papua Barat”, hlm. 37. 

© Paskalis Kossay, Konflik Papua, 23-33. 

® Tbid., 58-59. 

Lihat Pdt. Herman Awom dan Thoha Mohammad Al-Hamid, Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai 
Rakyat Papua’, (Pledoi di Februari pada Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Jayapura, 4 Feb- 
ruari 2002). Tidak dicetak. Keduanya menjadi tahanan politik dari pemerintah karena dianggap makar pada 
2001. 
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gaimana dalam kebijakan nasionalnya—mengambil langkah pendekatan 
keamanan dan represif tanpa kompromi. Hal itu ditindaklanjuti dengan indus- 
trialisasi yang sentralistik disertai dengan penyeragaman budaya serta penin- 
dasan bagi siapa pun yang berbeda. Hal itu dilakukan bukan hanya terhadap 
OPM (Organisasi Papua Merdeka), melainkan juga rakyat Papua secara ke- 
seluruhan. Kebijakan Soeharto yang antidialog tersebut disertai dengan berba- 
gai kebijakan diskriminatif serta meminggirkan rakyat Papua asli.” Dalam hal 
ini terjadi penyingkiran status kewarganegaraan Orang Papua. Penolakan atau 
kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai menentang kebangsaan dan ne- 
gara, bukan kritik terhadap penguasa yang represif. 

Selanjutnya, Orde Baru membuat suatu kebijakan transmigrasi dan migra- 
si spontan yang tidak dipersiapkan dengan matang, baik bagi masyarakat Pa- 
pua maupun para transmigran itu sendiri, untuk berinteraksi dengan orang 
Papua sebagai pribumi. Hal itu menimbulkan psikologi keterpinggiran yang 
dalam dan luas bagi masyarakat Papua, terutama dalam masalah imigran spon- 
tan." Bersamaan dengan membanjirnya imigran tersebut, juga terjadi penga- 
lihan hak kepemilikan tanah secara besar-besaran. Hal itu terutama terjadi 
karena sistem kepemilikan tanah antara pendatang dan kebijakan pemerintah 
secara umum di Indonesia yang berbeda dengan sistem kepemilikan tanah 
rakyat Papua yang masih mengikuti tradisi w/ayaf atau tanah adat. Masyarakat 
Papua memegang kepemilikan kolektif dalam sistem ulayat dan tanpa surat 


' Secara historis nama OPM (Organisasi Papua Merdeka) sesungguhnya sebuah penamaan yang berasal dari 
pemerintah pusat sendiri ketika sejumlah orang tidak setuju dengan capaian kesepakatan antara Indonesia- 
Belanda dan PBB, di mana Indonesia diberi amanat untuk menjadi pengelola administrasi wilayah Papua dari 
Belanda melalui PBB pada 1963. Mereka melakukan demonstrasi dan bahkan kekerasan. Dari peristiwa itu 
kemudian pemerintah menamakan mereka sebagai OPM. Lalu hingga kini nama itu dikenakan bagi siapa saja 
yang mengajukan aspirasi Papua merdeka. Bisa dipahami jika atau boleh jadi OPM secara formal sesungguh- 
nya bukan organisasi yang tunggal. Sampai sekarang dalam berbagai peristiwa insiden atau aspirasi merdeka 
yang muncul, pemerintah selalu menyebutnya sebagai OPM. Lihat Paskalis Kossay, Konffik Papua, 55. 


& 


Sendius Wonda, Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat, Jayapura: Deiyai, 
2007, hlm. 43-44 dan 165-187. 

“ Ada dua bentuk imigran, yaitu transmigran yang disponsori pemerintah dan imigran spontan yang membiayai 
sendiri. Lihat, Jim Elmslie, Irian Jaya, 70-74. 
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kepemilikan tertulis dari pemerintah. Kepemilikan tanah yang tidak disertai 
dengan bukti surat tertulis tapi mendasarkan pada adat atau w/ayat tersebut 
dianggap tidak memiliki legalitas sehingga tanah-tanah tersebut dianggap mi- 
lik negara atau tanpa pemilik. Akibatnya, tanah-tanah itu dengan mudah di- 
ambil alih melalui surat tertulis oleh orang atau imigran atau suatu perusahaan 
hanya karena dianggap tidak memiliki surat resmi tertulis.” 

Secara psikologis, perbedaan warna kulit yang sering kali para pendatang 
pandang rendah terhadap orang Papua menambah beban psikologis yang be- 
sar bagi masyarakat Papua pada umumnya. Sedangkan, pemerintah daerah dan 
pendatang karena berorientasi ke pusat (Jakarta) selalu berpihak kepada main- 
stream modern surat kepemilikan tanah ketimbang melindungi kepentingan 
orang asli Papua.‘ Angka statistik imigran sendiri memang bersifat kontrover- 
sial karena berbeda dari sumber satu dan sumber lainnya. Tetapi, Elmslie, de- 
ngan mengutip Manning dan Rumbiak, mencatat di Jayapura saja hingga ta- 
hun 1990, transmigran resmi yang didatangkan pemerintah mencapai 145.000 
orang dan imigran spontan 216.000 orang, sehingga total mencapai 361.000 
orang.” Menurut Elmslie, dari fenomena imigran tersebut muncul efek domi- 
no berupa kesenjangan ekonomi dan perlakuan diskriminatif dalam lapangan 
pekerjaan antara masyarakat lokal dan pendatang, di samping pengalihan ta- 
nah yang bersifat besar-besaran." 

Memang angka imigran yang paling tinggi berada di Jayapura dan sekitar- 
nya, sebagai ibu kota provinsi. Total angka imigran di seluruh Papua pada ta- 
hun 1990, menurut Elmslie, mencapai 414.210 orang dari jumlah penduduk 
1.630.210 orang. Sedangkan, tahun 2000 imigran tercatat 75.855 orang dari 
jumlah penduduk 2.284.600 orang. Dari angka-angka tersebut, Elmslie men- 
catat bahwa, selain sebagian besar pertumbuhan penduduk Papua yang cukup 


© Ibid. 

© Ibid. Lihat juga Sendius Wonda, Tenggelamnya Rumpun, 61-62 dan 203. 
# Sendius Wonda, Tenggelamnya Rumpun, 76. 

2 [bid.,75. 
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tinggi disebabkan oleh imigran, perhitungan tersebut juga belum memasukkan 
keturuan mereka dari mula adanya imigran pada tahun 1950-an.” Selanjutnya, 
sebagian imigran tersebut adalah TNI di Papua, yang bertugas bersamaan de- 
ngan pembebasan Papua dari penjajah Belanda pada 1962. Kehadiran mereka 
waktu itu disebut sebagai sukarelawan (artinya dianggap orang sipil) dalam 
program pembebasan Papua, namun sesungguhnya mereka adalah tentara dan 
melakukan gerilya di sana. Merekalah nantinya yang membantu atau menjadi 
bagian dari UNTEA untuk keamanan sekaligus sebagai pasukan organik Ko- 
dam Cendrawasih, serta dianggap ikut memengaruhi dan memaksakan hasil 
PEPERA.” 

Budi Hernawan, dalam disertasinya, mencatat tentang situasi yang dilaku- 
kan oleh ABRI dalam rentang persiapan PEPERA tersebut: 


“During this period, the UN administration received 156 complains from various elements of 
Papuan society. Thirty five letters specifically mentioned political prisoners, killing, repression of 
freedom of expression, torture’ and even ‘bombing’ committed by the Indonesian military.” 


Dari tahun ke tahun jumlah tentara terus bertambah di Papua seiring de- 
ngan respons sebagian rakyat Papua yang keberatan dengan integrasi, dan ke- 
mudian jumlah itu naik drastis ketika Soeharto membentuk ABRI dan mere- 
alisasikan dwifungsi ABRI sebagai bagian dari kebijakan Orde Baru. Anggota 
ABRI yang sudah ada di Papua dimasukkan ke berbagai jabatan kekaryaan, 
termasuk menjadi kepala daerah dan anggota DPRD I dan II (selanjutnya juga 
DPRD I dan II setelah Pemilu 1971). Pengiriman ABRI sepanjang Orde 


A Ibid, 77-83. 

72 Agus Alua, “Papua Barat”, 52-58. 

? Yohanes Budi Hernawan, “From the Theatre of Torture to the Theatre of Peace: The Politics of Torture and Re- 
imagining Peacebuilding in Papua, Indonesia", disertasi pada Philosophy at The Australian National University, 
Maret, 2013, hlm. 97. Tidak dicetak. 

' Sebuah paper yang sistematis tetapi tanpa tahun atas nama Talius Yikwa dengan judul “Operasi Militer di Pa- 
pua Pagar Makan Tanaman: Pengalaman di Bawah Cengkeraman Militer yang Tak Akan Pernah Terlupakan 
oleh Orang-Orang Papua” memberikan data yang cukup detail tentang jumlah militer di Papua dari tahun 
1960-an sampai sepanjang Orde Baru. https://docs.google.com/document/d/1vTY2OIFY1ISO7jAOMO- 
9AlaL5TmfZgYNIERUdr-pgMPE/edit. Diakses pada 5 Januari 2016. 
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Baru terus bertambah dan pelanggaran HAM terus meningkat dengan berba- 
gai nama operasi.” Menurut laporan Imparsial, ketika diberlakukan sebagai 
DOM pada 1982-1998, Papua disesaki dengan begitu banyak aparat militer, 
intelijen, dan kepolisian. Dalam Imparsia/ tertulis: 


“Dan semenjak 1982, Papua diberikan status sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). 
Status DOM (1982-1998, pen.) mengakibatkan daerah ini dipenuhi aparat militer, aparat 
intelijen, dan aparat kepolisian yang berbanding seimbang dengan jumlah kepadatan pen- 
duduknya. Tercatat pada kurun 1982-1983, terjadi eksodus ribuan pengungsi dari Papua 
Barat ke Papua Nugini.” 


Problem itu semakin akut karena kebijakan ABRI sangat represif, semen- 
tara mereka juga berkuasa di birokrasi dan lembaga politik serta Golkar seba- 
gai pemenang Pemilu, dan bahkan di bisnis sebagai implementasi dari kebijak- 
an dwifungsi ABRI.” Besarnya pajak dari Freeport tidak dipakai untuk 
kemakmuran rakyat Papua, tetapi ditarik ke pusat—sebagaimana terjadi di 
Aceh—dan orang-orang pusat yang ada di sekitar eksplorasi Freeport untuk 
menjaga hubungan patron-client Soeharto dan para jenderalnya dalam rangka 
memperkaya diri. Menurut Denise Leith, yang paling merusak dari pola bis- 
nis tersebut adalah pelibatan keamanan secara langsung dalam hal ini ABRI. 
Leith menulis: 


“Jakarta has always relied on the present of the military to secure interests of the foreign capital 
by controlling unrest, yet because the center were never able, or indeed willing, to adequately fund 
this institution, the Indonesian Defence Force or the TNI (which until 1998 included the police), 
was encouraged to rely on access to business—either through direct support or direct engage- 
ment—to perform its operations. This destructive military business alliance has thrived around 


% Untuk operasi-operasi militer dan jumlah pasukan dalam setiap tahap dan periode lihat laporan Imparsial 
tahun 2011, Al-Araf ef al, “Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di 
Papua" Jakarta: Imparsial, 2011, hlm. 22-121. 

% Al-Araf etaL,"Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua”, Jakar- 
ta: Imparsial, 2011, hlm. 59. 

7 Al-Araf eta, “Sekuritisasi Papua’, 191-195. 

Freeport and the Soeharto Regime, 1965-1998”, dalam Contemporary Pacific, 14: 1, Spring 

2002, hlm. 84-85. 
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the Freeport concession, for not only does for the military participate in the most of the business in 
Timika and sounding villages—much of which is illegal—but it is logistically and financially 
reliant on the Freeport support." 


Cengkeraman Orde Baru begitu kuat, sehingga selama Orde Baru, hasil 
pemilihan umum di Papua selalu dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan 
suara minimal 80 persen, yang disertai dengan intimidasi dan ancaman serta 
senjata.” Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Jaringan Damai Papua, yang 
bekerja sama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 
2014, menyebutkan: 


“Kasus penyiksaan, pembunuhan kilat, penghilangan paksa, pemerkosaan, pelecehan sek- 
sual secara terpaksa, bahkan penahanan sewenang-wenang di luar proses hukum telah 
terjadi hampir merata di seluruh wilayah tanah Papua, dan korbannya adalah warga sipil, 
bahkan tidak pernah ada penyelesaian secara hukum. Sehingga ini menyebabkan lahirnya 
tuntutan rakyat kepada Pemerintah atas pentingnya penyelesaian berbagai kasus pelang- 
garan HAM berat tersebut secara hukum, dan itu mengemuka pada penyelenggaraan 
Kongres Papua II pada 29 Mei hingga 4 Juni 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cende- 
rawasih, APO-Jayapura, Papua.” 


Perlakuan pasukan ABRI terhadap rakyat Papua juga semakin brutal de- 
ngan pembunuhan massal dan acak. AHRC dan HRPP” pada 2013 meluncur- 
kan sebuah laporan hasil penelitian selama tiga tahun terkait korban pembunuh- 
an di Papua selama 1977-1978 yang dilakukan oleh ABRI ketika melakukan 
operasi di wilayah tersebut. Dalam laporan tersebut ditemukan selama rentang 
dua tahun tersebut lebih dari 4.000 orang asli Papua terbunuh, termasuk bayi, 


” Ibid., 85-86. 

“ Paskalis Kossay, Konflik Papua, 58-58. 

*! Yan Christian Warinussy, “Catatan Pelanggaran HAM di Tanah Papua pada Masa Orde Baru dan Pemerin- 
tahan Reformasi Indonesia: Sebuah Inisiasi Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM secara Hukum dan 
Peluang Rekonsiliasi", Gedung LIPI, 18 Desember 2014. Tidak dicetak. 

© ‘The Asian Human Rights Commission and Human Rights and Peace for Papua, “The Neglected Genocida: 
Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978", Hong Kong, Oktober 2013. 
http://www.humanrights.asia/resources/books/AHRC-PUB-004-2013/NEGLECTED-GENOCIDE- 
high.pdf/vicw. Diakses pada 7 Januari 2016. 
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anak-anak di bawah umur, dan orang tua di atas 60 tahun. Metode pembunuh- 
annya secara umum adalah ditembak langsung, bom napalm (bom yang dibuat 
dari bahan kimia), menembak dari udara, dan kadang-kadang penembakan dan 
pengeboman secara acak dilakukan dari atas pesawat yang dipasok oleh Australia 
dan Amerika Serikat kepada militer Indonesia. Laporan tersebut juga menye- 
butkan kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh oknum ABRI. Penyiksaan dan 
pembunuhan juga terus berlangsung hingga sepanjang era Reformasi." 

Eksploitasi sumber daya alam seperti mining, hutan, serta kayu adalah sisi 
lain dari terciptanya kekerasan dan diskriminasi di Papua, baik ketidakadilan 
dalam distribusi ekonomi maupun diskriminasi dalam kesempatan kerja dan 
infrastruktur fisik, seperti jalan serta sarana kesehatan dan pendidikan, dan 
nonfisik, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan itu sendiri.“ Akibat dari 
pengalihan tanah dan eksploitasi sumber daya alam serta kehadiran ABRI 
yang mencolok adalah proses eksploitasi, peminggiran, dan diskriminasi terha- 
dap rakyat asli Papua, yang pada ujungnya terjadi kemiskinan akut dan pelang- 
garan HAM yang tinggi. McGibbon menggambarkan yang dirasakan oleh 
orang Papua atas pembangunan Orde Baru tersebut: 


“Achieving these objectives in Papua, however, proved elusive. Far from enhancing national 
integration, the modernization strategy galvanized local resistance. The New Order's resource 
mobilization strategy was translated on the ground into what many Papuans saw as a resource 
grab by outsiders, The security forces’ role in protecting resource companies against claims from 
traditional landowners generated strong resentment in indigenous Papuan communities. At the 
heart of this conflict was the complaint that indigenous landownership was being trampled on by 
both the government and resource companies." 


© Lihat Laporan Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya, “Laporan Tim Tin- 
dak Lanjut Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua/Irian Jaya (KPP HAM Papua/Irian 
Jaya)”, Jakarta 16 Agustus 2001. Lihat juga Arbert Hasibuan, “Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidik- 
an PP HAM Papua/Irian Jaya" Jakarta 8 Mei 2001. Lihat juga Budi Hernawan, “From the Theatre”, 115-120. 

= Untuk eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah pusat dan investor internasional, lihat selanjutnya, 
Jim Elmslie, Irian Jaya, 85-100. Lihat juga Rodd McGibbon, “Plural Society in Peril: Migration, Economic 
Change, and the Papua Conflict,” The East-West Center Washington, Policy Studies 13, 2004. 

* Rodd McGibbon, “Plural Society”, 17. 
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Eksploitasi, kekerasan, pemiskinan, serta diskriminasi tersebut menimbul- 
kan perlawanan dan separatisme di Papua. Meskipun semula merupakan ju- 
lukan dari pemerintah Indonesia untuk menyudutkan gerakan perlawanan, 
julukan OPM kemudian menjadi kebanggaan bagi mereka sebagai gerakan 
kemerdekaan atau separatisme. Elmslie juga mencatat bahwa pergulatan OPM 
sepanjang 39 tahun, dari 1961 hingga 1999, semakin ke sini justru semakin 
keras." Situasi itu membentuk soliditas perlawanan dalam apa yang oleh Richard 


Chauvel disebut sebagai “Papuan nationalism/nasionalisme Papua.” 


* Jim Elmslie, Irian Jaya, 32-67. 
© Richard Chauvel, “Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation”, the East-West Cen- 
ter Washington, Policy Studies 14, Washington D.C., 2005, khususnya hlm. 82-84. 
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MENGHENTIKAN SPIRAL KEKERASAN 
ALA PRESIDEN GUS DUR 


alam lacakan perspektif Presiden Gus Dur tentang rangkaian spiral ke- 
kerasan dalam separatisme, menjadi jelas bahwa sumber perlawanan dan 
kekerasan bukanlah rakyat Papua dan Aceh itu sendiri, melainkan kebijakan 
dan sistem yang dibangun oleh Orde Baru yang menindas dan mendiskrimi- 
nasi mereka. Karena itu, Presiden Gus Dur sebagai orang yang sejak awal kon- 
sen dengan anti-kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi memiliki cara pan- 
dang sendiri untuk mencari solusi, yaitu dialog dan akomodasi terhadap 
kewarganegaraan mereka yang semula tersingkir. Namun, Presiden Gus Dur 
mewarisi bukan hanya sistem Orde Baru, melainkan juga kebijakan yang telah 
dilakukan oleh Presiden Habibie selama sekitar 1,5 tahun sebelumnya. Spiral 
kekerasan dan respons negara serta pemerintah masih belum banyak beranjak 
dari semula, meskipun Presiden Habibie telah melakukan berbagai perubahan 
secara nasional dan dialog dengan perwakilan kedua wilayah tersebut. 
Ada banyak hal yang belum terselesaikan dalam penanganan konflik Aceh 
dan Papua, bahkan dalam batas-batas tertentu kembali ke titik nol. Untuk me- 
mahami posisi strategis visi dan kebijakan Gus Dur dalam upaya penyelesaian 


konflik Aceh dan Papua secara damai tersebut, kita harus pula melacak warisan 
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Presiden Habibie selama era Reformasi. Dalam puncak ancaman disintegrasi 
dan konsolidasi tuntutan merdeka tersebut, pencegahan kekerasan adalah per- 
hatian utama Presiden Gus Dur. Dengan kerangka berpikir bahwa kekerasan 
sesungguhnya diciptakan oleh negara dengan kebijakan represif yang dikawal 
oleh senjata, langkah pertama Presiden Gus Dur adalah mengakui bahwa ke- 
beradaan mereka sama dengan warga negara yang lain, kemudian membuka 
kebebasan berbicara dan bergerak, serta menjamin rasa aman dengan mence- 
gah reaksi dari TNI dan Polri untuk penggunaan senjata dan kekerasan. 

Topik-topik yang sensitif dan panas sekalipun dibiarkan menjadi wacana 
publik, seperti tuntutan merdeka, referendum, peringatan kemerdekaan versi 
mereka, mengerek bendera separatis, dan bahkan gelar pasukan oleh mereka. 
Hal itu bukan dianggap sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai 
bagian dari dialog publik untuk menyerap aspirasi paling inti dan kemudian 
mencari titik kompromi. 

Berikut adalah warisan kebijakan era Reformasi sebelumnya dan strategi 
Presiden Gus Dur dalam dinamika dialog dan akomodasi tersebut. 

Pada saat Gus Dur dilantik menjadi presiden, tuntutan pemisahan diri 
(merdeka) di Papua dan referendum di Aceh sedang dalam puncak konsolida- 
si dan mobilisasi dalam rentang perjalanan 1,5 tahun reformasi. Sementara itu, 
di Jakarta sedang berlangsung ritual demokrasi dari pembentukan partai-par- 
tai politik, pemilu, dan pelantikan anggota DPR dan DPRD hingga pemilihan 
presiden di Gedung MPR RI dan kemudian disusul dengan pembentukan 
kabinet di akhir bulan Oktober. Sehingga, memasuki November 1999 tuntut- 
an merdeka rakyat Aceh dan Papua sedang sampai pada titik kulminasi. Rang- 
kaian ritual demokrasi itu diselingi dengan referendum Timor Timur yang 
penuh dengan kekerasan dan berakhir dengan kemerdekaan Timor Leste. 

Dengan runtuhnya legitimasi negara Orde Baru, mengedepanlah cita ke- 
warganegaraan dalam luapan amarah. Hasil referendum di Timor Timur pada 
Agustus 1999 yang menghasilkan kemerdekaan ikut menyiram gelora tuntut- 
an tersebut di Papua dan Aceh, walaupun Presiden Habibie tidak mengguna- 
kan kata referendum, tetapi “konsultasi masyarakat (popular consultation)” pada 
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kemerdekaan Timor Timur tersebut.' Perlu dicatat, referendum adalah artiku- 
lasi cita kewarganegaraan di hadapan negara. Dalam referendum tersebut, rak- 
yat Timor Timur memilih merdeka dan lepas dari Indonesia dengan perban- 
dingan suara sebesar 78,5 persen memilih merdeka dan 21,5 persen memilih 
tetap integrasi dengan Indonesia. Tentu saja, lepasnya Timor Timur tersebut 
memberikan trauma bagi militer dan pemerintah secara keseluruhan. 

Namun, yang hendak dikedepankan dalam analisis ini adalah negara justru 
sangat bermasalah, yang hanya resisten dan bersikap keras manakala tidak lagi 
sanggup membendung luapan amarah warganya sendiri. Meskipun terjadi ke- 
kerasan dan banyak pengorbanan untuk mempertahankan integrasi Timor Ti- 
mur dengan segala cara dan penuh dengan kekerasan," pada akhirnya toh lepas 
juga. Ini menimbulkan anggapan bahwa bukan tidak mungkin tuntutan yang 
sama akan muncul dari wilayah lain, terutama Papua dan Aceh, yang selama ini 
terjadi kekerasan berkepanjangan." Karena itu, kewaspadaan dan kekhawatiran 
kalangan militer, polisi, dan politisi di Jakarta dan di daerah juga sedang me- 
ningkat terhadap setiap gejala munculnya aspirasi yang mengarah bagi terbu- 
kanya gerakan yang menuntut merdeka. Situasi itu menunjukkan bahwa ako- 
modasi terhadap mereka yang berbeda—yang seharusnya menjadi bagian dari 
proses reformasi—belum terjadi. 

Artikulasi kemarahan warga Timor Timur menjadi inspirasi bagi warga 
negara di tempat-tempat lain. Dua peristiwa besar berikut menandai kulmina- 
si itu, baik di Aceh maupun Papua, yang menjadi bagian dari rangkaian tuntut- 
an merdeka tersebut. Hal itu merupakan tuntutan eksplisit terkait sense kewar- 


ganegaraan. Meski demikian, Presiden Gus Dur membiarkan gerakan itu 


Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 9. 
Penetapan atas lepasnya wilayah Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia kemudian ditetapkan 
melalui TAP No. V/MPR R1/1999. 
Lihat, misalnya, Kirsten E. Schulze, “The East Timor Referendum Crisis and Its Impact on Indonesian Poli- 
tics”, Studies in Conflict & Terrorism, 24: 1, hlm. 77-82. Juga Samuel Moore, “The Indonesian Military's Last 
Years in East Timor: An Analysis of its Secret Documents”, Indonesia, 72, Oktober 2001, hlm 9-44. 
Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, “East Timor: An Analysis of its Secret Documents”, East West Centre 
Washington, Policy Studies 5, 2004, hlm. 25. 


187 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


terjadi sebagai bagian dari dialog untuk mencari jalan keluar secara damai. 
Meskipun situasi begitu tegang karena peristiwa itu melibatkan rakyat banyak, 
Presiden Gus Dur mampu mengendalikan secara penuh aparat keamanan un- 
tuk tidak bereaksi dengan kekerasan. Dan memang benar bahwa saat itu tidak 
satu pun peluru muntah dari senapan, baik di Aceh maupun Papua, meskipun 
haru biru gerakan rakyat mengemuka dan menggelora. Tidak sebagaimana se- 
belumnya dalam berbagai peristiwa tuntutan aspirasi oleh masyarakat di ruang 
publik, termasuk di era Reformasi pasca-DOM, yang penuh dengan represi 
dan kekerasan dari aparat keamanan dan negara. 

Dua peristiwa yang menandai puncak gerakan rakyat tersebut adalah seba- 
gai berikut. Di Banda Aceh pada 8 November 1999 berkumpul ratusan ribu 
orang—sebagian menyebut lebih dari sejuta—yang disponsori oleh SIRA 
(Sentral Informasi Rakyat Aceh) yang mereka klaim sebagai SU MPR (Sidang 
Umum-Masyarakat Pejuang Rakyat). Dan pada 4 Desember GAM mengada- 
kan ulang tahun kemerdekaan Aceh versi GAM, yang selain diisi dengan pe- 
ngibaran bendera Bulan Bintang yang berdasar merah kebanggaan mereka, 
juga diadakan gelar pasukan AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka). 
Sedangkan, di Papua terjadi pengumpulan massa cukup besar pada 12 Novem- 
ber 1999, yang bertepatan dengan hari ulang tahun pemimpin Papua yang 
paling dihormati, Theys Hiyo Eluay. Dari 3.000 undangan hadir 5.000 orang. 
Kemudian disusul dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan Papua versi 
OPM pada 1 Desember 2000 yang disertai dengan upacara rakyat yang bersi- 
fat massal dan pengerekan bendera Bintang Kejora kebanggaan mereka. 


Menjajal Kerangka Pikir Alternatif: 
Gus Dur dan Respons Negara terhadap Situasi dan 
Dinamika di Aceh 
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TRANSFORMASI GERAKAN SIPIL DI ACEH 


Di Aceh, sejak dibentuknya SIRA pada suatu pertemuan komprehensif maha- 
siswa Aceh (KOMPAS) dari seluruh Indonesia di Banda Aceh pada 31 Janu- 
ari-4 Februari 1999, kampanye terkait tuntutan referendum dilakukan secara 
masif dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat di Aceh dan di luar Aceh. 
Kira-kira sebulan sebelum terpilih menjadi presiden, Gus Dur berkunjung ke 
Aceh dan bertemu dengan sekitar 500 ulama bersama mahasiswa dan masya- 
rakat Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. 

Dalam pidatonya, Gus Dur mengatakan menyetujui dilaksanakan referen- 
dum untuk Aceh.’ Tetapi, pada saat itu Gus Dur juga mengingatkan untuk 
tidak mengulangi pelaksanaan referendum seperti yang terjadi di Timor Ti- 
mur, yang dilaksanakan terlalu terburu-buru sehingga menimbulkan problem 
dan kekerasan yang tidak terkendali." Gus Dur menawarkan referendum yang 
normal dilakukan seperti di tempat lain—seperti di Australia dan Quebec— 
melalui tahap-tahap persuasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat se- 
tempat yang memakan waktu puluhan tahun. Dengan proses rutin, dua kali 
referendum di dua daerah tersebut di mana Australia sebagai daerah otonomi 
dari Inggris Raya dan Quebec menjadi bagian dari Kanada menghasilkan pi- 
lihan mereka bahwa tetap memilih menjadi bagian dari negara pusat masing- 
masing di bawah sistem otonomi. 

Persetujuan Gus Dur atas referendum Aceh ketika itu—bersamaan de- 
ngan meningkatnya kekerasan secara drastis pasca-DOM di antaranya dise- 
babkan oleh frustrasi kekalahan di Timor Timur di bawah Presiden Habibie— 
bisa dipahami sebagai cara Gus Dur untuk mengonter wacana kekerasan dan 
penggunaan senjata kedua belah pihak yang saling bermusuhan, yaitu AB- 
RI/TNI dengan GAM. Pemerintah lokal, terutama di lapisan paling bawah 
yang lumpuh, mulai memiliki keberanian untuk lebih mengambil jarak dari 


5 ICG Report, “Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace”, 12 Juni 2001, 
$ Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 9. 
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pemerintah serta operasi gerakan sipil dan GAM yang bermaksud mengambil 
simpati rakyat di lapisan paling bawah tersebut. Ini sangat riskan menimbul- 
kan bentrokan kekerasan dan senjata, di mana rakyat akan menjadi korban 
lebih ganas. Satu-satunya tawaran non-senjata ketika itu adalah melalui refe- 
rendum yang dimulai dari pembicaraan solusi damai (peace talk). 

Kemudian disusul, pada saat yang sama, aspirasi referendum di Aceh yang 
terus menguat juga menandai secara bertahap, tapi pasti, bertemunya aspirasi 
dua komponen yang sebelumnya tidak pernah bisa sepakat dan bahkan saling 
bertentangan, yaitu antara gerakan masyarakat sipil yang terutama terdiri atas 
mahasiswa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), santri dan ulama yang 
hingga saat itu tampak tidak mengusung aspirasi merdeka, dengan aspirasi 
GAM sebagai gerakan gerilya bersenjata dan diplomasi internasional yang ku- 
kuh pada aspirasi merdeka tanpa kompromi. Di sisi lain, ditariknya pasukan 
ABRI non-organik dari Aceh yang merupakan implikasi dari pencabutan 
DOM (Daerah Operasi Militer) di bawah Presiden Habibie memberikan ke- 
sempatan kepada gerakan masyarakat sipil dan GAM untuk lebih memperluas 
pengaruh ke masyarakat bawah hingga para pemimpin di masyarakat akar 
rumput, seperti pengampu surau dan masjid serta aparat pemerintahan paling 
bawah.” 

Di sisi lainnya lagi, kekerasan oleh militer terus berlangsung di Aceh, bah- 
kan semakin brutal meskipun aparat keamanan non-organik sudah ditarik se- 
jak dihapusnya DOM? pada 7 Agustus 1998 oleh Menhankam-Pangab Jende- 
ral Wiranto. Beberapa kasus kekerasan lebih brutal yang dilakukan oleh TNI 
pasca-dicabutnya DOM adalah pembantaian Simpang KKA (Kertas Kraft 


7 Rodd McGibbon, “Local Leadership and the Aceh Conflict”, dalam Veranda of Violence, ed. Antony Ried, 
330-331. 

* DOM (Daerah Operasi Militer) bukanlah nama resmi dari pemerintah, melainkan dikenal sebagai kebijakan 
untuk sebuah wilayah dalam keadaan darurat militer di mana militer bisa mengambil kebijakan keamanan 
sesuai yang dibutuhkan di provinsi tersebut. Kebijakan ini juga dikenal dengan Operasi Jaring Merah (OJM). 
Laporan Elsam, “Aceh: Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit Dipertahankan”, dalam Elsam 
Briefing No. 2, Jakarta: 30 April, 2003, hlm. 3. ICG Report, 12 Juni 2001, hlm. 3, catatan kaki no. 13. 
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Aceh) di Aceh Utara yang menewaskan setidaknya 46 orang dan membuat 
ratusan orang lainnya menderita luka-luka, serta pembantaian atas Tengku 
Bantagiyah beserta keluarga dan para santrinya pada 23 Juli 1999 yang sedikit- 
nya menelan korban 57 orang karena ditembak dan hilang. 

Presiden Gus Dur menempatkan pemecahan masalah ancaman disinte- 
grasi menjadi salah satu prioritas utama, bukan saja karena agendanya untuk 
perdamaian, melainkan untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI dan da- 
sar negara Pancasila serta menyelesaikan konflik secara dialogis dan damai.” 
Dalam situasi yang tidak mudah tersebut, Gus Dur mengambil jalan yang le- 
bih lunak dan dialogis. Poltak Partogi Nainggolan menulis: 


“Gus Dur thus began bis presidency under big pressure from the Acehnese, of whom a large num- 
ber of ulama (Islamic clerics), local NGO activist, students, and intellectuals the SIRA (Sentral 
Informasi untuk Referendum Aceh), and demanded an independent referendum. While Gus Dur 
responded evasively to this demand, organized demonstrations attended by about one million 


Acehnese stepped up pressure on the government generating alarm among national elite,” 


Sebelumnya, Presiden Habibie sudah mulai membuka jalan untuk pembi- 
caraan reformasi Aceh dan Papua. Mulai dari pengunduran diri Soeharto 
hingga Pemilu 1999, telah terjadi berbagai pembicaraan, peristiwa, dan per- 
kembangan berkaitan dengan tuntutan reformasi. Karena tuntutan mahasiswa 
dan masyarakat Aceh, pada 7 Agustus 1998, Presiden Habibie mencabut Aceh 
sebagai DOM yang dilakukan oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto 
dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum ABRI 
sebelumnya. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan masyarakat Aceh un- 
tuk menuntut reformasi lebih lanjut yang berpuncak pada tuntutan referen- 


dum." 


% Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A 
Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004”, dalam der Philosophischen Fakultat der Albert- 
Ludwigs Universitat Freiburg im Breisgau, 2011, hlm. 217. Disertasi tidak dicetak. 

1 Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military”, 217. Disertasi tidak dicetak. 

" Rizal Sukma, “Security Operations”, 12. 
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Presiden Habibie berusaha mencari penyelesaian konflik Aceh, tapi di sisi 
Jain ia juga masih menghadapi resistensi dari ABRI yang sangat kuat.” Trauma 
masyarakat Aceh sepanjang Orde Baru atas penindasan dan kekerasan di bawah 
kontrol ABRI selama DOM belum sembuh, tapi kekerasan malah terus ber- 
langsung ketika itu. Selama sembilan tahun Aceh menjadi DOM (1989-1998), 
tidak kurang dari 7.727 kasus pelanggaran HAM terjadi. Diperkirakan 300 wa- 
nita dan anak-anak perempuan di bawah umur mengalami pemerkosaan, 9.000- 
12.000 orang tewas yang sebagian besar warga sipil. Mereka semua menjadi kor- 
ban operasi DOM tersebut.” Pencabutan DOM yang dilakukan langsung oleh 
Menhankam/Pangab ABRI, bukan oleh presiden, menunjukkan bahwa militer 
belum mau tunduk pada kepemimpinan sipil.“ Di Aceh, ketika itu ABRI seper- 
ti bertindak sendiri di atas hukum dengan alasan untuk membasmi GAM." Di 
lain pihak, tuntutan perubahan yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa terus 
mendapatkan dukungan besar dari masyarakat dan ulama di Aceh." 

Dalam situasi tegang tersebut, Presiden Habibie menjanjikan untuk da- 
tang dan berdialog langsung dengan masyarakat Aceh. Diawali dengan peng- 
ampunan terhadap para tahanan kasus Aceh dan korban Orde Baru pada 
umumnya, Habibie kemudian benar-benar datang ke Aceh pada 26 Maret 
1999. Tiga hari sebelum kunjungannya ke Banda Aceh, pada 23 Maret 1999 
Menteri Hukum dan Undang-Undang, Muladi, mengumumkan bahwa peme- 
rintah hendak membebaskan 42 tapol dan napol, yang 40 di antaranya adalah 
mereka yang dituduh terlibat dalam kasus separatisme di Aceh.” Pengampun- 


2 Ibid. ICG Report, “Aceh: Why Military”, 3. 

Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency”, 94-96, Teuku Kemal Fasya, "Narasi Kekerasan dan 
Libido", Bab V; http:/Avwwachehtimes.com/timeline/. Diakses pada 5 Januari 2015. 

1 Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency”, 225-271. Poltak Partogi Nainggolan, “The Indo- 
nesian Military”, 204-210. 

15 ICG Report, “Aceh: Why Military”, 3. 

1 Rodd McGibbon, “Local Leadership”, 331-332. 

# Dalam pengumumannya, Muladi menginformasikan bahwa dua di antara yang dibebaskan saat itu adalah 
Husin Ali Al-Habsy, yang divonis seumur hidup, dan Hasbi Abdullah, yang dipenjara 17 tahun. Keduanya 
dipenjara karena kasus pengeboman Candi Borobudur pada 1984. AP Online, 23/3/1999. 
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an ini menyusuli pengampunan sebelumnya terhadap sekitar 222 tapol dan 
napol Orde Baru sejak Habibie menjadi presiden pada Mei 1998." 

Pada kunjungannya tersebut, di depan rakyat Aceh di Masjid Raya Baitur- 
rahman Banda Aceh, Presiden Habibie memberikan sembilan janji. Sembilan 
janji itu adalah melanjutkan program pembebasan narapidana, membongkar 
kuburan massal korban DOM, memberikan bantuan kesejahteraan dalam 
bentuk beasiswa bagi anak yatim korban konflik, merehabilitasi bangunan- 
bangunan desa bekas DOM, meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, baik 
madrasah maupun pesantren, menghidupkan kembali jaringan kereta api di 
Aceh; mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang, 
memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda, dan mengangkat 
2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pengawai Negeri Sipil tanpa tes.” 

Kehadiran Presiden Habibie dengan sembilan janji, meskipun dalam sua- 
sana yang kurang kondusif, tetap mengirimkan isyarat harapan bagi sebagian 
warga Aceh. Kedatangan Habibie tersebut bersamaan dengan peringatan Mak- 
lumat Perang Belanda ke Aceh 126 tahun silam. Namun, ketika didesak untuk 
memberikan janji referendum kepada Aceh pada pertemuan tersebut sebagai- 
mana yang dia berikan kepada Timor Timur, Habibie menjawab sebagaimana 
jawaban yang ia berikan kepada delegasi Papua pada 16 Feburari 1999 di Istana 
Merdeka.” Habibie menyerahkan keputusan kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) yang akan bersidang pada 7 Juni 1999." 

Kunjungan Presiden Habibie tersebut diwarnai dengan insiden kekerasan. 
AP Online memberitakan setidaknya 500 demonstran, sedangkan Reuter me- 
nyebut 1.000 demonstran dipaksa dijauhkan dari masjid tempat pertemuan 
Presiden Habibie dengan mengerahkan sedikitnya 3.000 personel keamanan 


"AP Online, 03/23/1999. 

Lihat http://kotabandaacch.blogspot.com/2012/08/upaya-pemerintah-dalam-menyelesaikan.html. Diakses pada 
10 Januari 2015. 

2 AP Online, 26/3/1999; Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat 
Aceh, Jakarta: Suara Bebas, 2006, hlm. 21-22. 

2 AP Online, 26/3/1999; Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe, hlm. 21-22. 
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untuk mengatasinya. Dalam penanganan demonstran, pasukan tersebut meng- 
gunakan kekerasan, sedikitnya 20 demonstran di antaranya luka-luka dan ha- 
rus dibawa ke rumah sakit.” Bahkan, Kontras mencatat 106 orang dirawat di 
RSU Dr. Zainal Abidin serta 30 orang ditangani relawan PMI dan dirawat di 
rumah sakit akibat bentrok dengan aparat keamanan pada acara hari itu.” 
Meski demikian, gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut peru- 
bahan dan referendum di Aceh terus bergulir, bahkan tidak hanya di Banda 
Aceh, tetapi juga merangsek hingga ke kota-kota kabupaten lainnya dengan 
pelibatan masyarakat yang berlipat ganda. Pada 1 Maret 1999 di Lhokseuma- 
we, SeMUR melibatkan rakyat untuk melakukan demonstrasi, sedikitnya 500 
orang, sebagai tanda keterlibatan masyarakat yang paling bawah untuk mela- 


kukan tuntutan referendum.“ 


PENGHAPUSAN DOM DAN MENINGKATNYA KEKERASAN 


Pada saat tuntutan ketidakpuasan itu menguat di Aceh, justru terjadi berbagai 
peristiwa kekerasan dan pembantaian oleh ABRI/TNI melalui berbagai ope- 
rasi dan penyerbuan yang menimbulkan kekerasan. Seminggu setelah kehadir- 
an Presiden Habibie di Banda Aceh tersebut terjadi konflik kekerasan yang 
besar. Pada 3 Mei 1999, konflik kekerasan yang dikenal dengan Simpang KKA 
terjadi. Ini adalah sebuah simpang di dekat pabrik kertas Kecamatan Dewan- 
tara, Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Utara. Kekerasan Simpang KKA ini 
menarik perhatian dunia internasional karena berhubungan dengan keberada- 
an perusahaan minyak besar bertaraf internasional, PT Exxon Mobil, di Lhok- 
seumawe, Aceh Utara. 

Simpang KKA adalah simpang yang berdekatan dengan pabrik PT Kertas 
Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Penembakan yang dilaku- 


2 AP Olnine, 26/3/1999; Reuter Online, 26/3/1999. 
2 gpakabar@Radix. Net Date: Tue Apr 06 1999 - 12:17:00 EDT. 
= hrtps://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg00745.html. Diakses pada 30 Januari 2015. 
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kan aparat keamanan pada siang bolong itu menewaskan setidaknya 46 orang 
serta puluhan lainnya menderita luka-luka dan cacat seumur hidup, serta 10 
orang hilang.” Dari data korban meninggal, belasan orang merupakan anak- 
anak di bawah umur. Tragedi berdarah ini berawal dari isu hilangnya seorang 
anggota TNI Detasemen Rudal 001/Lilawangsa pada 30 April 1999 yang di- 
duga disekap oleh aktivis GAM. Atas peristiwa itu, militer lantas menyisir 
rumah-rumah warga di Cot Murong yang dituduh menyembunyikan anggota 
mereka. Rupanya, saat proses pencarian, militer melakukan kekerasan terhadap 
sekitar 20 warga. Tidak terima atas tindakan tersebut, warga kemudian berun- 
juk rasa di Simpang KKA. Aksi protes dengan demonstrasi damai warga itu 
disikapi oleh aparat TNI satuan Detasemen Rudal 001/Lilawangsa dan Yonif 
113/Jaya Sakti dengan menembaki langsung warga yang sedang melakukan 
protes itu.” 

Gerakan dan protes rakyat Aceh juga ditunjukkan melalui pemogokan un- 
tuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada 7 
Juni 1999. Secara nasional Pemilu 1999 berjalan lancar dan aman, tetapi di 
Aceh terjadi kampanye boikot, baik oleh gerakan masyarakat sipil maupun 
GAM, meskipun GAM tidak mengakui bahwa pemogokan itu sebagai seruan 
mereka melainkan atas kehendak rakyat sendiri.” Seruan mogok yang tersebar 
sampai ke desa-desa? tersebut berkaitan dengan telah mengkristalnya aspirasi 
referendum dan merdeka oleh masyarakat sipil termasuk GAM. Bagi mereka, 
pemilu tidak ada gunanya untuk rakyat Aceh karena tuntutan utamanya adalah 
referendum yang berarti mengagendakan kemerdekaan di dalamnya. 

Seruan boikot tersebut cukup berhasil sehingga di beberapa tempat, parti- 
sipasi masyarakat yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sangat 
rendah, terutama di basis-basis GAM. Di Aceh Utara, lokasi kasus pembantai- 


5 hhttp://www.tempo.co/rcad/news/2013/12/02/078534001/Korban-Tragedi-Simpang-Aceh-Masih-Trauma. 
Diakses pada 13 Februari 2015. 

2 http//vww.minihub.org/siarlist/msg01752.html. Diakses pada 28 Januari 2015. 

? 'http://wwwlibrary.ohiou.edw/indopubs/1999/04/12/0077-html. Diakses, 30 Januari 2015. 

= http://wwwlibrary.ohiou.edwindopubs/1999/04/12/0077-html. Diakses, 30 Januari 2015. 
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an Simpang KKA terjadi, partisipasi Pemilu hanya 1,4 persen, di Pidie hanya 
11 persen, dan di Aceh Timur 50 persen. Seruan boikot itu diulangi lagi ketika 
menjelang pengumuman hasil pemilu pada Agustus 1999. Selama dua hari 
penuh, 13-14 Agustus 1999, Aceh praktis lumpuh karena aksi mogok rakyat 
untuk bekerja, baik pegawai negeri maupun swasta, termasuk sektor informal, 
seperti pasar. Pemogokan itu ditujukan untuk menunjukkan kepada pemerin- 
tah pusat bahwa pemilu tidak efektif, bahkan tidak berguna—sebaliknya rak- 
yat Aceh menuntut referendum.” 

Tujuan dari boikot tersebut, selain menunjukkan kekuatan tuntutan refe- 
rendum rakyat Aceh, juga sebagai bentuk protes atas perlakuan TNI via PPRM 
(Pasukan Penindak Rusuh Massa), salah satu operasi ABRI yang sedang ber- 
laku saat itu, juga untuk menunjukkan kepada dunia internasional terkait ke- 
kuatan rakyat Aceh, seperti yang pernah terjadi pada Timor Timur." Aksi per- 
lawanan masyarakat sipil yang mengikutkan rakyat terus berlangsung di Aceh. 
Pada 4-5 Agustus 1999, terjadi aksi mogok massal yang dipelopori dan dise- 
rukan oleh aktivis mahasiswa dengan mengikutkan massa dan masyarakat 
umum, yang dikoordinatori tokoh mahasiswa Taufik Abdau. Aksi mogok itu 
adalah sinyal penolakan terhadap hasil pemilu legislatif ketika itu karena prak- 
tik kekerasan dan peran manipulasi yang dilakukan oleh pasukan TNI via PP- 
RM. 

Di tengah gejolak ketidakpuasan atas pemilu itu justru terjadi lagi pem- 
bantaian lebih besar yang kemudian dikenal dengan tragedi Tengku Bantagi- 
yah. Pada 23 Juli 1999, pembantaian Bantagiyah memakan korban jiwa sedi- 
kitnya 57 orang karena diberondong tembakan di siang bolong termasuk 
pengasuh pesantren, Tengku Bantagiyah, sedangkan sebagian lainnya dinyata- 
kan hilang. Selain penembakan, juga sebagian korban dibuang ke jurang yang 


2 Wawancara Teuku Kemal Fasya, 9 Oktober 2014. 
“ Wawancara Taufik Abdau pada 10 Oktober 2014; AP Online, 30 Agustus 1999. 
3! AP Online, 30 Agustus 1999. 
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tidak jauh dari pesantren.” Pembantaian itu terkuak karena ada satu orang 
yang selamat ketika hendak ditembak di pinggir jurang dan dia menerjunkan 
diri ke jurang untuk menghindari tembakan. Kemudian dia melarikan diri dan 
melaporkan kejadian tersebut kepada masyarakat. 

Itulah kasus pembunuhan terbesar yang terjadi pasca-pencabutan DOM 
yang juga dikenal dengan tragedi Beutong Ateuh. Peristiwa tersebut dikenang 
sebagai Tragedi Bantagiyah karena tokoh yang diincar dan kemudian dibunuh 
adalah Tengku Bantagiyah bersama dengan keluarga dan para santrinya. Kasus 
tersebut bermula dari penyerbuan aparat TNI ke pesantren Tengku Bantagi- 
yah—seorang ulama karismatik di Beutong Ateuh, Nagan Raya yang dikenal 
kritis kepada pemerintah. Penyerbuan dilakukan karena Tengku Bantagiyah 
dianggap menentang pemerintah RI dan menjadi aktivis GAM yang berpe- 
ngaruh di wilayahnya. Penyerbuan dilakukan oleh aparat TNI dari pelbagai 
kesatuan. Tercatat 57 orang meninggal, 10 di antaranya kemudian ditemukan 
mati di jurang pada 31 Juli 1999." Sukma menulis: 


“... it is not surprising to find that security operation in Aceh were still characterized more by the 
use of force in defeating the rebels than by comprehensive measure to find the lasting peace through 
negotiated political settlement.” 


Kejadian tersebut mendapat respons luas di dalam dan luar negeri, se- 
hingga mendorong Presiden Habibie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 
tentang pembentukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di 
Aceh (KIPTKA) yang ditandatangani pada 30 Juli 1999. Komisi ini bertugas 
menuntaskan kasus-kasus kekerasan di Aceh hingga ke pengadilan. Namun, 
di dalam Keppres KIPTK Aceh tersebut tidak disebutkan khusus untuk 
mengusut kasus Tengku Bantaqiyah, melainkan kekerasan secara umum 
yang terjadi di Aceh. Meski demikian, Presiden Habibie menolak untuk 


2 http:/Avww.kontras.org/index.php?hal-siaran_persScid=145. Diakses pada 27 Januari 2015. 
3 http://kontras.org/index, php?hal=dalam_beritadcid=299. Diakses pada 20 Februari 2014. 
™ Rizal Sukma, “Security Operations", 15. 
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mengusut atau melakukan investigasi atas pelanggaran HAM sejak DOM 
diberlakukan pada 1989, melainkan hanya dibatasi pada kekerasan-kekeras- 
an yang terjadi belakangan di era Habibie.” Keanggotaan dari komisi ini 
terdiri atas campuran latar belakang, yaitu dari unsur Komnas HAM, aktivis 
LSM, pendidik, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, dan unsur pe- 
merintah. Tidak disebutkan di dalamnya unsur TNI dan polisi, melainkan 
disebutkan bahwa komisi tersebut adalah lembaga yang bersifat independen 
dengan tugas antara lain, selain mengumpulkan data tentang kekerasan di 
Aceh, juga berkewajiban untuk menyerahkan data/fakta temuannya kepada 
instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku. Komisi ini memiliki tugas untuk memberikan saran penyelesaian 
dan pemecahan masalah kepada instansi pemerintah terkait serta lembaga 
non-pemerintah, termasuk upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi. Komisi ini 
juga berkewajiban untuk memublikasikan hasil-hasil yang telah dicapai dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Komisi. 

Keppres tersebut berlaku selama enam bulan sejak ditandatangani sehing- 
ga ketika Habibie mengakhiri jabatannya sebagai presiden, Komisi belum se- 
lesai bekerja. Ketika Gus Dur menjabat presiden, kerja mereka belum selesai 
sehingga kemudian diperpanjang hingga tersusunnya laporan akhir. Presiden 
Gus Dur menindaklanjuti laporan dan rekomendasinya dengan membentuk 
Pengadilan Koneksitas untuk menegakkannya.” 

Selain itu, Presiden Habibie memberikan jalan keluar atas kisruh akibat 
pelaksanaan Pemilu 2009. Ini karena mobilisasi massa di Aceh untuk tidak 
ikut pemilu menimbulkan ketidaklayakan partisipasi pemilu di beberapa dae- 
rah dan di lain pihak adanya keinginan tentara untuk mendirikan Kodam baru 
wilayah Aceh. Presiden Habibie berhasil meredam terjadinya kekerasan de- 
ngan memberikan pembagian kursi kepada partai-partai di wilayah yang tidak 


* AP Online, 30 Agustus 1999. 
% A. Malik Haramain, Gus Dur, Militer, dan Politik, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 179. 
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layak tersebut dan membatalkan berdirinya Kodam untuk sementara. Namun, 
kekerasan penjagaan terhadap pusat-pusat industri terus berlangsung. 

Klimaks kebijakan era Presiden Habibie atas Aceh adalah diundangkan- 
nya UU No. 44/1999 yang telah disepakati oleh Sidang DPR pada Septem- 
ber, dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Habibie pada Oktober 1999, 
sebelum pelantikan presiden baru Gus Dur. UU yang secara resmi bernama 
“Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istime- 
wa Aceh” menawarkan perumusan kembali keistimewaan Aceh yang telah 
ditetapkan melalui UU No. 18 Tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden 
Soekarno pada 1959 atas tuntutan rakyat Aceh pimpinan Tengku Daud Beu- 
reueh. UU itu kemudian diabaikan oleh Presiden Soeharto. UU No. 44 Tahun 
1999 ini berisi tentang keistimewaan Aceh, khususnya dalam pemberlakuan 
syariat Islam dan penghormatan terhadap adat istiadat lokal serta memberi- 
kan peran lebih besar kepada ulama. UU ini berangkat dari pemikiran bahwa 
konflik Aceh disebabkan oleh penolakan pemerintah pusat atas tuntutan di- 
berlakukannya syariat Islam di Aceh, sehingga isi utama dari UU ini adalah 
tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Di dalamnya juga direkomendasi- 
kan perluasan peran ulama dalam suatu kelembagaan yang independen, dari- 
pada eksistensi MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang pada waktu itu sangat 
terbatas dan berada di bawah kontrol pemerintah pusat.” 

UU ini mendapat dukungan penuh dari kalangan militer/ABRI karena 
tidak bertabrakan dengan kepentingan mereka tentang pelestarian konflik se- 
bagai alasan mereka untuk tetap hadir di Aceh. Undang-undang ini kemudi- 
an menjadi semacam UU induk tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh. 
Isinya antara lain: Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1); serta Pasal 5 menegaskan 
tentang hal tersebut. 


** Pada proses berikutnya, kemudian lembaga semacam MUI lahir dengan nama MPU—Majclis Permusyawa- 
ratan Ulama, Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan 
Ulama dengan Eksekutif, Legisatif, dan Instansi Lainnya. 

® Rodd McGibbon, “Local Leadership”, 332. 
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Namun, isi dari UU ini sesungguhnya misleading dengan tuntutan muta- 
khir rakyat Aceh, khususnya GAM.” Sejak berdirinya GAM pada 1976, tun- 
tutan rakyat Aceh telah bergeser dari tuntutan penerapan syariat Islam ke ke- 
adilan melalui merdeka.“ Karena itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, 
khususnya kalangan GAM, pada umumnya menganggap kebijakan Presiden 
Habibie tersebut belum menyentuh akar masalah rakyat Aceh. Mahasiswa dan 
masyarakat Aceh terus berunjuk rasa untuk meminta keadilan, menyeret pela- 
ku pelanggaran HAM berat ke pengadilan, menarik seluruh personel ABRI 
non-organik, dan memberikan otonomi khusus dengan spesifikasi pembagian 
hasil migas 80:20, dan bahkan referendum." 

Dengan demikian, dalam banyak hal Presiden Gus Dur memulai dari titik 
nol, bahkan negatif terutama berkaitan dengan kekerasan yang terus berlanjut 
dan kian brutal oleh TNI. Presiden Gus Dur masuk dengan aspirasi substantif 
tersebut dan tidak berhenti pada isu tentang pemberlakuan syariat Islam dan 
tradisi, dan kemudian memberlakukan pendekatan empati dan dialogis, serta 
akomodasi aspirasi mereka melalui disusunnya RUU Otsus Aceh. 


? Muriza Hamzah, Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Cet. II, Banda Aceh: Bandar Publishing, 
2015, hlm. 447-475. 

Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency”, 225-271. 

* Edward Aspinall & Harold Courch, “The Aceh Peace Process’, 7. 
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GERAKAN REFORMASI DI PAPUA 
Meskipun gejolak masyarakat Papua sudah lama terjadi pada masa Orde 


Baru, pengaruh momentum reformasi yang ditandai dengan tumbangnya 
Soeharto pada 21 Mei 1998 agak lambat terhadap tuntutan merdeka secara 
terbuka di Papua dibandingkan dengan cepatnya pertumbuhan gerakan re- 
formasi di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Mungkin ini karena situasi yang 
begitu represif pada era Socharto sehingga masyarakat Papua membutuhkan 
sedikit waktu untuk mengumpulkan keberanian. Akan tetapi, begitu kesa- 
daran reformasi terjadi, keberanian tersebut tumbuh sangat cepat dan sulit 
dicegah. 

Sebagaimana kebangkitan perlawanan mahasiswa di Jawa yang bermula 
dari satu-dua orang mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan kampus 
kemudian menjalar secara cepat di berbagai daerah, demikian halnya yang ter- 
jadi di Papua. Gerakan reformasi di Papua juga bergeser secara cepat yang di- 
iniasi oleh beberapa mahasiswa di kampus kemudian secara cepat menjalar ke 


berbagai daerah dan masyarakat. Jenis tuntutan juga bergeser secara cepat, dari 
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tuntutan tumbangnya Soeharto ke aspirasi pelanggaran HAM Papua dan ke- 
mudian tuntutan merdeka.' 

Gus Dur sendiri sudah memiliki hubungan baik dan dekat dengan sejum- 
lah pemimpin Papua, terutama pemimpin agama, intelektual, dan LSM sejak 
sebelum menjadi presiden.? Sejak semula Gus Dur memperjuangkan kesatuan 
RI dan menentang separatisme dengan mengusung ideologi anti-kekerasan.* 
Kedekatan hubungan dengan tokoh-tokoh Papua itulah yang dimanfaatkan 
oleh Gus Dur untuk melakukan pendekatan personal dan kultural ketika men- 
jadi presiden guna mencari solusi damai dengan mengendalikan aparat kea- 
manan untuk tidak melakukan kekerasan. 

Sementara itu, gerakan tuntutan reformasi dan kemerdekaan di Papua te- 
rus meluas dan makin keras. Sebuah organisasi gerakan yang dikenal dengan 
GERASEM (Gerakan Aspirasi Merdeka) terbentuk pada sekitar Juli 1998. 
Gerakan itu tumbuh dan berkembang beberapa bulan setelah mundurnya Soe- 
harto pada Mei 1998. Gerakan ini lahir sehubungan dengan makin beraninya 
mahasiswa dan anak muda Papua mengungkapkan keinginannya untuk mer- 
deka.” Gerakan ini dimaksudkan untuk memperkuat aspirasi masyarakat ter- 
kait kemerdekaan Papua. Mereka, misalnya, menyerukan untuk mengibarkan 
bendera Bintang Kejora sebagai pernyataan keinginan merdeka kepada masya- 
rakat luas.” Perkumpulan yang semula dimulai dari beberapa mahasiswa dalam 


Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency”, 225-271. Agus A. Alua, “Dialog Nasional Papua 
dan Indonesia, 26 Februari 1999”, seri pendidikan politik Papua no. 2. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan 
Papua-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000. 

Wawancara Pdt. Karel Phil Erari, 16 Agustus 2014: 22 Agustus 2014. Wawancara Manuel Kaisiepo, 17 Feb- 
ruari 2016. 

Abdurrahman Wahid, “Gandhi, Islam dan Kekerasan”, dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita, ed, M Syafi'i 
Anwar, Jakarta: Wahid Institute, 2006, hlm. 345-352. 

Untuk asal-usul gerakan aspirasi kemerdekaan pada era Reformasi menjadi organisasi Gerakan Aspirasi Ke- 
merdekaan (GERASEM) lihat Rusli, “Gerakan Aspirasi Merdeka: Studi Kasus Gerakan Kemerdekaan di 
Papua pada Awal Reformasi”, Tesis pada Pascasarjana FIB Program Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, 2006, 
Tidak diterbitkan. 

Rusli, “Gerakan Aspirasi”, 61-99. 

Rusli, “Gerakan Aspirasi”, 54. Lihat juga Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 3-15, 


202 


GUS DUR DAN RESPONS NEGARA TERHADAP SITUASI DAN DINAMIKA DI PAPUA 


suatu pertemuan rapat merencanakan demonstrasi, kemudian dengan cepat 
menjalar ke berbagai wilayah di kabupaten-kabupaten di Irian Jaya (kini Pa- 
pua), seperti Biak Numfor, Wamena, Sorong, Manokwari, dan Jayapura seba- 
gai tempat bermulanya gerakan tersebut.” 

Kepemimpinan dan gerakan itu kemudian benar-benar massal setelah pe- 
nyelenggaraan ulang tahun Theys Hiyo Eluay, salah seorang pemimpin Papua 
yang sangat dihormati pada 12 November 1999 di rumah pribadinya di Port 
Numbay, Sentani. Dari forum tersebut kemudian diserukan kepada rakyat Pa- 
pua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai aspirasi keinginan 
untuk merdeka pada acara yang mereka sebut Peringatan Hari Kemerdekaan 
Papua 1 Desember 1999." 

Dari banyak peristiwa kekerasan pada era Reformasi tersebut, peristiwa 
kekerasan Biak? memperoleh perhatian cukup besar. Peristiwa tersebut kemu- 
dian menggerakkan beberapa pemimpin Papua, khususnya pemimpin agama, 
untuk berinisiatif menemui Presiden Habibie guna melakukan kemungkinan 
suatu dialog mendengarkan suara rakyat Papua.” Setelah terjadi beberapa kali 
pertemuan antara tim dari masyarakat Papua dengan staf kepresidenan, akhir- 
nya Presiden Habibie menyetujui untuk berdialog dengan rakyat Papua dan 
disepakati akan berlangsung pada 26 Februari 1999 di Istana Negara." Bebe- 
rapa persyaratan pun disetujui oleh kedua belah pihak di antaranya, dalam 
pertemuan dengan presiden tersebut tidak ada yang mengemukakan tuntutan 
merdeka. Dari pihak Papua kemudian membentuk Tim 100 untuk bertemu 
dan berdialog dengan Presiden Habibie. Menurut Dewi Fortuna Anwar yang 


? Rusli, “Gerakan Aspirasi”, 74-99. 

© Lihat, misalnya, “The Office for Justice & Peace Jayapura Diocese”, http:/Avww.raceandhistory.com/worldhot- 
spots/papuaproblems.htm. Diakses pada 20 Mei 2014. 

? Dokumen Laporan Pelanggaran HAM TIM DPR, 2000. Tidak diterbikan. 

"© Wawancara dengan Pdt. Karel Phil Erari yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Litbang PGI (Persekutuan 

Gereja-Gereja di Indonesia) di Jakarta dari kalangan Kristen Protestan, 16 Agustus 2014, di Jakarta. Informasi 

Pdt. Phil Erari ini dibenarkan oleh staf presiden pada masa Habibie ketika itu, Prof Dr. Dewi Fortuna Anwar, 

wawancara 22 Agustus 2014 di Kantor Wapres, Kebon Sirih, Jakarta. 

Wawancara dengan Pendeta Karel Phil Erari yang ketika peristiwa itu terjadi menjabat sebagai Kepala Lit- 

bang PGI di Jakarta, 22 Agustus 2014. 


n 
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ketika itu menjabat sebagai staf ahli kepresidenan, sejauh bukan menyangkut 
tuntutan merdeka, Presiden Habibie membuka penuh dialog dengan perwa- 
kilan tersebut, termasuk terkait TNI dan pelanggaran HAM.” 

Sementara itu, gerakan kemerdekaan Papua terus mengeras dan menjalar 
ke berbagai daerah. Untuk menampung gerakan yang terus berkembang terse- 
but dan menyambut kesediaan Presiden Habibie berdialog, GERASEM me- 
nyediakan diri menjadi sebuah organisasi yang lebih tertata dan konseptual. 
Gerakan itu kemudian memfasilitasi berbagai elemen rakyat Papua yang plural 
dari segi aspirasi, termasuk mereka yang kukuh dengan aspirasi merdeka, Ke- 
mudian pada 24 Juli 1998 organisasi tersebut berubah nama menjadi FORERI 
(Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya). Dalam pembentukan organisasi 
tersebut, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) memiliki peran sangat 
besar. Demikian juga Keuskupan Katolik Jayapura, serta LSM-LSM besar, se- 
perti ELS-HAM dan FOKER. Singkatnya, peran para agamawan dan aktivis 
sangat besar dalam pembentukan organisasi ini. Selain melakukan mediasi an- 
tarkelompok di Papua untuk diskusi dan perumusan aspirasi serta pergulatan 
pemikiran di antara mereka, GKI dan Keuskupan Katolik juga melakukan se- 
macam moderasi terhadap kecenderungan tuntutan ekstrem untuk segera 
merdeka dari para aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam FORERI ter- 
sebut. Gerakan itu juga memunculkan berbagai tokoh yang diterima publik 
dari kalangan mahasiswa, kelompok adat, LSM, politik, agama, dan tokoh ma- 


syarakat pada umumnya." 


12 Wawancara Dewi Fortuna Anwar 22 Agustus 2014. Mengenai perbedaan sikap Presiden Habibie yang melu- 
luskan referendum bagi Timor Timur, Dewi Fortuna mengungkapkan, bagi Presiden Habibie, Papua berbeda 
dengan Timor Timur. Tuntutan Papua untuk merdeka tidak realistis dan tidak mungkin karena konteks dan 
sejarahnya berbeda dengan Timor Timur. Status Timor Timur ketika itu, menurut Dewi, memang masih di- 
persoalkan dalam level dunia, sedangkan masalah Papua, sudah selesai sejak awal dan dalam peta kolonialisme 
Belanda. Karena itu, dialog dan tuntutan merdeka untuk Papua tertutup bagi Presiden Habibie. 

18 Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 15. 

1 Wawancara dengan Pdt. Dr. Herman Saud, mantan Ketua Umum Sinode GKI di Tanah Papua 18 Juli 2014, 
dan Theo Brock, salah seorang pastor di Keuskupan Papua, wawancara 23 Juli 2014. 

15 Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 15-18. 
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PILIHAN-PILIHAN BARU 


FORERI muncul dalam konteks adanya pilihan-pilihan baru karena adanya 
reformasi. Pilihan itu tidak hanya tuntutan merdeka, tetapi juga muncul gagas- 
an otonomi dan federasi. Pilihan-pilihan baru ini guna mencegah berlarutnya 
kekerasan di Papua.'* Sebagian pemimpin OPM yang masih di hutan dan di 
luar negeri yang selama ini bersikap konfrontatif tidak diikutkan dalam organi- 
sasi baru ini.” Menurut Suryawan, keterlibatan masyarakat luas, kewibawaan 
para fasilitator yang terdiri dari gereja-gereja besar Katolik dan Protestan, para 
pemuka agama, dan para tokoh LSM terkemuka turut memudahkan kelahiran 
FORERI. Hal ini juga menandai adanya pilihan-pilihan dan strategi baru bagi 
para pemimpin dan rakyat Papua, seperti munculnya pilihan bentuk otonomi 
dan federasi. Dengan didukung oleh tiga gereja besar dan berpengaruh (Gereja 
Kristen Injili, Gereja Katolik, dan Gereja Kristen Injil Indonesia), juga kalangan 
Muslim, para intelektual terkemuka, dan LSM besar, hal itu menempatkan 
FORERI menjadi suatu harapan baru bagi rakyat Papua ketika itu. FORERI 
bisa dikatakan mewakili rakyat Papua sebagai partner baru pemerintah untuk 
mendiskusikan masa depan Papua pasca-Orde Baru secara sehat dengan tidak 
menyingkirkan kemungkinan mendialogkan tuntutan merdeka. Hal itu tidak 
seperti posisi yang diambil OPM, khususnya OPM yang tinggal di hutan, mi- 
salnya, yang sejak awal berhadapan secara diametral dengan pemerintah RI." 
FORERI inilah kemudian yang memfasilitasi terbentuknya Tim 100 dan 
membantu mengorganisasi berbagai pertemuan konseptual materi dialog.” 


1 I Ngurah Suryawan, Dari Memoria Passionis ke FORERI: Sejarah Politik Papua 1999-2000", Paramita Vol. 
22 No. 2 — Juli 2012: 143-156, hlm. 152. 

17 I Ngurah Suryawan, “Dari Memoria’, 152. Namun, menurut Taha Alhamid dan juga Pdt. Herman Awom, 
misalnya, sebenarnya OPM bisa dibagi dua secara garis besar, yaitu OPM yang tinggal di hutan dan OPM 
yang tinggal di kota. OPM yang tinggal di hutan dan di luar negeri umumnya menuntut merdeka secara keras, 
sedangkan OPM yang tinggal di kota membuka dialog dengan pemerintah RI. Dengan demikian, dalam 
konteks tersebut, tidak berarti dalam FORERI dan “Tim 100” tidak ada OPM. Hanya OPM yang tinggal di 
hutan yang tidak masuk ke dalam “Tim 100”. 

1 1 Ngurah Suryawan, “Dari Memoria”, 152-153. 

» 1 Ngurah Suryawan, “Dari Memoria”, 153. Wawancara dengan Theo Brock, 23 Juli 2014. 
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Terbentuknya Tim 100 itu juga memunculkan sisi lain dari gerakan rakyat 
Papua, yaitu terbentuknya Satgas (Satuan Tugas) Papua. Perkumpulan ini se- 
sungguhnya terbentuk secara spontan sehubungan dengan kebutuhan akan 
keamanan anggota atau perwakilan Tim 100 dalam berbagai pertemuan dan 
kegiatan dalam rangka mempersiapkan dialog dengan Presiden Habibie.” De- 
ngan situasi itu, masyarakat dan anak muda secara sukarela membentuk satuan 
tugas yang kemudian dikenal sebagai Satuan Tugas atau Satgas Papua.” Pada 
perkembangan selanjutnya, mereka menjadi semacam pasukan sipil yang, se- 
bagian, bersenjata. Pada puncak perkembangannya anggota Satgas Papua di- 
perkirakan mencapai 15.000 orang.” Mereka menyerupai milisi dan beberapa 
kali terlibat bentrokan dengan kelompok lain. Mereka juga terlibat dalam ber- 
bagai pertemuan dan gerakan rakyat Papua lainnya, seperti menjaga bendera 
Bintang Kejora yang dikibarkan oleh rakyat dan menjaga keamanan ketika 
terjadi pertemuan-pertemuan pemimpin Papua di berbagai daerah.” Sebagian 
dari mereka juga bertindak sendiri dan cenderung ekstrem, misalnya mengusir 
para pendatang dengan menggunakan kekerasan.“ Namun, buru-buru kecen- 
derungan itu dikecam oleh pemimpin tertinggi mereka yang kemudian men- 
jadi Ketua Umum PDP (Presidium Dewan Papua), Theys Hiyo Eluay. Theys 


* Untuk mempersiapkan dialog dengan Presiden Habibie tersebut digambarkan sebagai sangat heboh, muncul 
berbagai pertemuan di berbagai daerah di Papua dan melibatkan banyak orang dan tokoh. 

2 Lihat, misalnya, Ipma Puja Korwil Malang Raya. “4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres”, graya. 
blogspot.com/2011/10/4000-satgas-papua-akan-amankan-kongres.h20%7C%20%7C-%20PUNCAK%20 
JAYA%20POSTY%20-%7C%20s9620IPMAPUJA%20News%20and%20Media%20»%200 flocial.html (akses 
3/9/14). 

2 Office for Justice & Peace Jayapura Diocese A%20BERI, http://www.raccandhistory.com/worldhotspots/pa- 
puaproblems.htm. Diakses pada 20 Mei 2014. Theo Brock menceritakan bahwa dia menyaksikan di berbagai 
pelosok Papua termasuk di Asmat banyak anak-anak muda berseragam Satgas, betapa organisasi baru anak 
muda itu menjadi kebanggaan anak-anak muda Papua di berbagai pelosok, bukan hanya di kota. Wawancara 
dengan Theo Brock, 23 Juli 2014. 

2 Lihat Renee Kjar, “Gerakan-Gerakan Pro-Papua Barat”, Paper untuk Universitas Muhammadiyah Malang, 
Program Australian Consortium for in Country Indonesian Studies, 2001, hlm. 21-22. Tidak diterbitkan. 

2 Theo Brock & J. Budi Hermawan, Memoria Passionis di Papua, Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi 
Merdeka: Gambaran 1999, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001, hlm. 
2-5. 
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mengecam keras mereka secara terbuka dengan menyatakan bahwa tindakan 
mengusir pendatang itu bertentangan dengan tujuan rakyat Papua. Theys juga 
mengatakan, siapa pun boleh datang ke Papua dan hidup bersama secara da- 
mai di Papua.” Kelemahan Satgas Papua, menurut Rene, adalah tidak adanya 
kepemimpinan pusat, komando, hierarki yang jelas, dan belum memiliki tujuan 
politik yang jelas sehingga organisasi ini sering kali digunakan oleh kelompok 
tertentu untuk kepentingan mereka.” 

Untuk melawan Satgas Papua tersebut, muncul Satuan Tugas atau Satgas 
Merah Putih yang disponsori oleh militer atau TNI untuk melawan gerakan 
rakyat yang mengusung isu atau menuntut merdeka.” Pembentukan satgas ini 
kemudian disusul dengan pembentukan berbagai posko dan pasukan parami- 
liter.* Sementara itu, menanggapi tuntutan merdeka yang kian keras dan ke- 
kerasan aparat yang terjadi, DPR RI juga menurunkan Tim Pencari Fakta 
(TPF) untuk Papua yang dipimpin oleh Dr. Abdul Gofur dari Fraksi Golkar. 
Pada 29 Juli 1998 tim tersebut mendapatkan laporan relatif lengkap dari FO- 
RERI terkait berbagai peristiwa pelanggaran HAM selama Orde Baru di Pa- 
pua.” Dalam suatu dialog dengan tim tersebut sempat terjadi ketegangan ka- 
rena peserta dialog memaksa agar TPF segera memberikan keputusan terkait 
pelanggaran HAM dan kemerdekaan Papua. Namun, sampai akhir pertemu- 
an, berbagai aspirasi yang berkembang di dalam dialog tersebut tidak memper- 
oleh tanggapan, baik dari pemerintah maupun DPR RI.” Malah Presiden 
Habibie mengeluarkan kebijakan pemekaran Irian Jaya menjadi empat bagian 
melalui UU No. 45 Tahun 1999 yang ditandatangani pada Oktober 1999. Pe- 
mekaran tersebut adalah Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 


5 Theo Broek dan Budi Hermawan, Memoria Passionis, 2-5. 

2 Renee Kjar, “Gerakan-Gerakan”, 22-23. 

? Damien Kingsbury, Power Politics The Indonesian and Military, London: Routledge Courzon, 2003, hlm. 123- 
124. 

5 Ibid. 

2 Dokumen Laporan Pelanggaran HAM TIM DPR, 2000. Tidak diterbitkan. Lihat juga Agus A. Alua, Dialog 
Nasional Papua dan Indonesia, hlm. 19-20. 

” Ibid. 
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Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota So- 
rong. Kebijakan ini dipandang sebagai cara untuk memecah belah perjuangan 
masyarakat Papua untuk merdeka, sehingga ditentang keras oleh mereka. Pada 
November 1999 Menteri Dalam Negeri di bawah pemerintahan Gus Dur, 
Surjadi Sudirdja, mengumumkan penundaan pemberlakuan UU No. 45 Tahun 
1999 tersebut." 

Kembali ke persiapan dialog dengan Presiden Habibie. Kesempatan yang 
diberikan oleh presiden tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para to- 
koh dan aktivis Papua. Karena sebagian difasilitasi oleh FORERI, mereka 
mempersiapkan materi dialog sangat serius. Mereka terlebih dahulu menja- 
ring aspirasi dari berbagai daerah secara cukup sistematis, dengan sejauh 
mungkin melibatkan berbagai kelompok yang berbeda, termasuk kelompok 
adat. Hal itu dilakukan di berbagai daerah di seluruh Papua secara represen- 
tatif dengan cara membuat forum-forum publik.? Dari berbagai masukan 
tersebut, kemudian tim perumus menyusun suatu rumusan yang disebut 
Term of Reference (TOR) untuk pertemuan dengan Presiden Habibie. Menu- 
rut Agus A. Alua, yang kemudian menjadi Wakil Sekjen Dewan Papua, pe- 
nyusunan draf Kerangka Acuan Dialog Nasional atau TOR itu sendiri cukup 
melelahkan, bahkan memakan waktu empat bulan, dari Oktober 1998 sam- 
pai pertengahan Februari 1999." 

Lamanya waktu penyusunan ini berkaitan dengan munculnya tiga draf 
yang saling berbeda dari kelompok yang berbeda. Ketiga draf tersebut masing- 
masing berasal dari: pertama, utusan rakyat Papua di bawah koordinasi FO- 
RERI. Kedua, Tim Pencari Fakta DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Abdul Ga- 
fur. Ketiga, Michael Manufandu atau pemerintahan Presiden Habibie.“ Ketiga 


® http://tifapapua-online-blogspot.co.id/2006/02/rentetan-pemekaran-papua-dari-jakarta.html. Diakses pada 
29 Februari 2017. 

® Untuk proses penjaringan aspirasi dan perumusan Term of Reference (TOR) lihat Agus A. Alua, 2000, Dialog 
Nasional, 1-21. 

3 Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 25. 

2 Ibid. 
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draf tersebut kemudian dipadukan melalui berbagai diskusi hingga terangkum 
draf ke-5 yang merupakan draf akhir yang disepakati sebagai kerangka acuan 
formal dialog nasional dengan Presiden Habibie.” Secara umum TOR terse- 
but merangkum berbagai masalah yang mendasar, seperti status politik dan 
sejarah Papua, HAM, Tanah Ulayat, adat atau tradisi, pengelolaan sumber 
daya alam, agama, hankam, dan ketertiban masyarakat. TOR tersebut kemudi- 
an disetujui oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Asisten Menteri Setneg 
Urusan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Saafroedin Bahar, tertanggal 26 Feb- 
ruari 1999. Kedua belah pihak ketika itu menyepakati bahwa dialog tersebut 
harus mengacu pada TOR, tidak diperbolehkan membicarakan tentang tun- 
tutan merdeka. 


DIALOG DAN SALING KETIDAKPERCAYAAN 


Meski demikian, dialog tersebut tampaknya berangkat dari rasa saling curiga 
dan saling tidak percaya (distrust) di antara kedua belah pihak. Dalam perte- 
muan pendahuluan antara pihak rakyat Papua dan tim kepresidenan, disepa- 
kati bahwa perwakilan dari rakyat Papua akan dipilih oleh dan dari kalangan 
para pemimpin Papua sendiri di antara mereka melalui proses penjaringan se- 
cara independen, tanpa campur tangan pemerintah. Dari proses itu kemudian 
terpilih 100 anggota tim yang bisa dikatakan mewakili dari tiga aspirasi yang 
berbeda, yaitu kelompok yang secara ekstrem menuntut merdeka, kelompok 
moderat, dan kelompok pro-integrasi—ingin agar Papua tetap sebagai bagian 
dari NKRI.” Dari ketiga aspirasi itulah perdebatan terjadi dalam berbagai fo- 
rum penyusunan TOR. Mereka sepakat bahwa di dalam TOR yang diserah- 


' Uraian lebih rinci tentang kronologi perdebatan dan proses pemaduan draf, lihat Agus A. Alua, “Dialog Nasi- 
onal”, 25-35. 

“ Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 35-43. 

* Taha Alhamid menjelaskan bahwa Tim 100 tersebut merangkum semua aliran pemikiran dan gerakan di 
dalam masyarakat Papua, baik yang ekstrem menuntut merdeka, mereka yang ingin tetap di dalam NKRI, ma- 
upun mereka yang moderat, yaitu pilihan dengan persyaratan tertentu, seperti otonomi khusus atau federasi, 
misalnya. Wawancara 14 Juli 2014. 
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kan kepada tim kepresidenan sebagai bahan utama dialog tidak memasukkan 
tuntutan merdeka. Namun, secara diam-diam ketika menginap di sebuah 
hotel di Jakarta untuk menunggu waktu bertemu dengan presiden, beberapa 
orang melakukan pertemuan rahasia.” Mereka menyepakati strategi dalam 
pertemuan dengan Presiden Habibie esok harinya. Hasilnya adalah sebuah 
naskah lain tentang aspirasi dengan tuntutan merdeka yang ditandatangani 
oleh 100 orang tersebut yang kemudian dibawa ke Istana." 

Sebenarnya, draf awal naskah tersebut sudah dipersiapkan oleh tim tersen- 
diri yang dibicarakan dua hari sebelum berangkat, 22-23 Februari di Jaya- 
pura." Di lain pihak, dalam pelaksanaan pertemuan di Istana tersebut, peme- 
rintah ternyata juga memasukkan” setidaknya 40 orang asal Papua yang 
berasal dari berbagai daerah, khususnya yang tinggal di Jakarta. Semua orang 
Papua yang dibawa pemerintah tersebut memiliki aspirasi pro-integrasi atau 
memilih Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Langkah pemerintah 
ini dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tim 100 terse- 
but. Nama-nama mereka pun tidak dibacakan oleh protokol istana di depan 
forum tersebut, tidak sebagaimana nama-nama Tim 100." 

Strategi pemerintah tersebut menjadi bumerang ketika moderator mem- 
bacakan 15 daftar nama perwakilan Tim 100 untuk berbicara tahap awal da- 
lam forum tersebut. Tom Beanal sebagai Ketua Tim 100 yang dipanggil terle- 
bih dahulu ternyata hanya membacakan “Naskah Aspirasi” yang berisi 


tuntutan merdeka. Sampai di situ belum terjadi masalah, dan Tom kemudian 


** Wawancara dengan Pdt. Karel Phil Erari dari pihak Papua, 16 Agustus 2014, dan Dewi Fortuna Anwar Staff 
Kepresidenan Presiden Habibie, 22 Agustus 2014. 

? Wawancara dengan Pdt. Herman Awom, mantan Wakil Ketua Umum Sinode GKI di tanah Papua (posisi itu 
dipegangnya pada saat menjadi anggota Tim 100), 20 Juli 2014. Hal ini juga dibenarkan oleh Taha Alhamid, 
Sekjen PDP. Wawancara 14 Juli 2014. 

“ Wawancara Herman Awom dan Taha Alhamid. 

+ Agus A. Alua, “Dialog Nasional”. hlm. 47-48. 

© Informan dari pihak Papua menggunakan kata “menyelundupkan”. Pemerintah menyelundupkan 40 orang 
Papua yang tinggal di berbagai daerah di luar Papua untuk menjadi peserta dalam dialog tersebut tanpa sepe- 
ngetahuan Tim 100. 

“ Wawancara dengan Pdt. Herman Awom dan Taha Alhamid. Lihat juga Agus A. Alua, Dialog Nasional", 50. 
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menyerahkan naskah tersebut kepada Presiden Habibie. Pembacaan dan pe- 
nyerahan “Naskah Aspirasi” oleh Tom Beanal kepada Presiden Habibie terse- 
but digambarkan oleh Agus Alua sangat sopan dan hormat.“ Akan tetapi, 
ketika belum separuh daftar pembicara dari Tim 100 yang 15 orang itu me- 
nyampaikan aspirasi, moderator tiba-tiba memberikan kesempatan kepada 
tiga orang di luar daftar tersebut. Ketiga orang itu tidak dikenal oleh Tim 100 
dan nama-nama mereka tidak disebutkan sebelumnya. Isi pembicaraan ketiga 
orang itu adalah meminta otonomi dan agar Papua tetap menjadi bagian dari 
Republik Indonesia. Strategi pemerintah ini mengundang kemarahan Ketua 
Tim 100, Tom Beanal, yang kemudian melakukan interupsi kepada moderator. 
Dalam interupsi tersebut Tom berbicara sangat keras, di antaranya ia tidak 
ingin ada rekayasa seperti itu di Istana Negara. Tom mengatakan, orang Papua 
sudah ditindas dan ditipu selama lebih dari 38 tahun oleh pihak Indonesia 
sehingga mereka tidak percaya lagi terhadap pemerintah Indonesia, siapa 
pun presidennya. Mengklaim mewakili dan membawa nama rakyat Papua, 
Tom Beanal menuntut agar Papua diberi kemerdekaan saat itu juga yang telah 
dideklarasikan pada 1 Desember 1961.“ 

Setelah Tom Beanal berbicara dengan nada protes tersebut, forum digam- 
barkan mendadak kaku, beku, kehilangan keakraban di antara mereka, dan 
bahkan buyar.“ Padahal sebelum forum tersebut dimulai, mereka digambarkan 
sangat akrab. Sebelum masuk forum, dan setelah para pejabat shalat Jumat, 
mereka makan siang bersama di sebuah ruangan yang cukup besar. Setiap meja 
bundar yang disediakan ditempati oleh beberapa orang anggota Tim 100 dan 
ditemani oleh seorang menteri kabinet. Tom Beanal bersama beberapa pim- 


pinan Tim 100 duduk semeja dengan Presiden Habibie. Dalam obrolan santai 


# Teks naskah aspirasi ini, lihat juga Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 51-56. 

“ Lihat juga Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 50-56. Klaim para pemimpin Papua, mereka telah merdeka pada 
1 Desember 1961, tapi kemudian oleh Belanda atas desakan PBB diserahkan kepada Indonesia dengan proses 
tertentu. Lihat pula Theo Broek & Budi Hermawan, Memoria Passionis, 7. 

Baik informan dari pihak Istana maupun dari Papua menyatakan forum itu praktis buyar, setidaknya dari 
skenario dialog yang diharapkan sebelumnya. 


211 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


sambil makan siang tersebut juga terdengar guyonan-guyonan yang disambut 
dengan tawa berderai.” Betapa seriusnya Presiden Habibie mempersiapkan 
dialog ini, dengan mengerahkan setidaknya 21 menteri kabinet khusus untuk 
menemani masing-masing di setiap meja bundar dalam makan siang itu.“ 

Pendampingan tersebut dilakukan hingga forum selesai. Namun, dengan 
tampilnya Tom Beanal yang menggunakan bahasa yang keras dan tanpa kom- 
promi, forum itu menjadi kikuk dan mulai muncul saling curiga. Meski demiki- 
an, presiden Habibie dalam sambutan penutupan digambarkan tetap tenang dan 
memberikan respons dengan saran kepada Tim 100 untuk merenungkan kem- 
bali tuntutan merdeka, sebab untuk merdeka diperlukan persiapan yang matang, 
panjang, dan tidak mudah.” Presiden Hebibie digambarkan tidak jadi memba- 
cakan naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai respons terhadap 
TOR yang telah disepakati, melainkan memberikan tanggapan tanpa teks sete- 
lah Tom Beanal berbicara. 

Secara umum Presiden Habibie menyatakan terima kasih dan telah men- 
dengar sendiri aspirasi secara langsung dari orang yang mengalaminya—pen- 
deritaan orang-orang Papua yang sudah berlangsung begitu lama. Presiden 
juga memuji etika orang-orang Papua yang tinggi bahwa dalam penyampaian 
aspirasi tersebut tidak mencela dan menyalahkan orang per orang dan dilaku- 
kan secara hormat. Penyampaian aspirasi Papua, lanjut presiden, lebih sopan 
ketimbang daerah lain, karena Habibie mengaku telah didemo ribuan kali se- 
lama ini dengan menggunakan bahasa yang bermacam-macam. Namun, Pre- 
siden Habibie juga menyatakan, sebagai presiden, ia tidak bisa bertindak sen- 
diri dalam menyelesaikan masalah tuntutan merdeka sehingga masalah pilihan 
otonomi atau merdeka tidak akan dibicarakan pada forum tersebut. Karena itu, 
mereka diimbau oleh presiden untuk merenungkan kembali ketika kembali ke 


# Agus A. Alua, Dialog Nasional”, 49. 

'8 Dewi Fortuna Anwar sebagai staf kepresidenan ketika itu menggambarkan bahwa Presiden Habibie menge- 
rahkan semua tenaga dan staf di kantor kepresidenan dan kabinet untuk dialog tersebut. 

® Theo Brock dan Budi Hermawan, Memoria Passionis, 7. 
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Papua. Terkait aspirasi penggantian nama dari Irian Jaya ke Papua Barat, Pre- 
siden Habibie menyatakan bahwa apa arti sebuah nama, yang terpenting ada- 
lah esensi dari penyelesaian masalah.” 

Pulang dari pertemuan dengan presiden tersebut, gerakan menuntut ke- 
merdekaan justru kian gencar diungkapkan di Papua melalui berbagai saluran 
dan cara. Hal itu terungkap dalam berbagai forum yang mereka sebut sebagai 
sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden Habibie.” Para informan riset di 
Papua ini menyatakan bahwa sosialisasi itu merupakan realisasi dari imbauan 
Presiden Habibie untuk mendiskusikan kembali aspirasi mereka. Namun, para 
pejabat pemerintah pusat hingga daerah dan juga Presiden Habibie tidak me- 
responsnya.” Hal itulah yang menyebabkan orang Papua semakin merasa ti- 
dak dipedulikan.” 

Dengan demikian, dalam hal dialog dengan Papua, Presiden Gus Dur bisa 
dikatakan memulai dari minus karena berkembangnya ketidaksalingpercayaan 
antara orang Papua terhadap pemerintah pusat. Presiden Gus Dur mengambil 
jalan pendekatan personal disertai dengan jaminan hak bersuara, berkumpul, 
serta perlindungan keamanan untuk memberikan kesempatan penyampaian 
aspirasi mereka secara publik. Gus Dur juga membangun sikap saling percaya 
(trust building) antara mereka dan pemerintah pusat untuk mencari cara pe- 
nyelesaian yang damai (peace building). Sebagai bagian dari akomodasi aspirasi 
atas kerasnya tuntutan kemerdekaan di Papua, Presiden Gus Dur bahkan 
menunjuk Jacobus Perviddya Solossa, M.Si., yang juga ikut menandatangani 
pernyataan tuntutan merdeka kepada Presiden Habibie, menjadi gubernur, 
menggantikan Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi yang ditunjuk 


3 Ringkasan tanggapan Presiden Habibie lihat Agus A. Alua, “Dialog Nasional”, 72-77. 

Hampir semua informan di Papua memberikan kesaksian dan menyatakan hal ini. 

Dewi Fortuna Anwar mengatakan bahwa sikap Presiden Habibie jelas. Jika mereka menuntut merdeka, peme- 
rintah tidak akan bersedia melanjutkan berdialog. Ketika dialog di Istana Merdeka 16 Februari 1999 mereka 
menuntut merdeka, maka pemerintah menghentikan dialog tersebut. Wawancara 22 Agustus 2014. 

5) Lihat Theo Brock dan Budi Hermawan, Memoria Passionis, 7-11. Semua Tim 100 yang diwawancara membe- 
narkan hal ini yang juga dikonfirmasi oleh Dewi Fortuna Anwar. Wawancara 22 Agustus 2014. 
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menjadi Menteri PAN.“ Nantinya Solossa-lah dalam kapasitasnya sebagai 
Gubernur Papua yang menjadi motor penggerak terbentuknya Tim Penyusun 
dan lahirnya RUU Otsus Papua.” 


Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Bab IV ini telah mengurai situ- 
asi spiral kekerasan, di mana tuntutan merdeka sedang berada pada puncaknya, 
dan perspektif Presiden Gus Dur dalam mencari solusi damai. Dengan pema- 
haman bahwa penyebab kekerasan dan perlawanan berada pada negara dan 
kebijakan pemerintah, Presiden Gus Dur mengubah pendekatan menjadi dia- 
logis dan empatik. Meskipun ketika itu Gus Dur menghadapi puncak gerakan 
tuntutan merdeka dan referendum di Aceh, dan tuntutan merdeka Papua, hal 
itu tidak menyurutkannya untuk memberikan keleluasaan, kebebasan berpen- 
dapat dan berkumpul, serta jaminan rasa aman bagi mereka. Pada saat yang 
sama pula Gus Dur melakukan pendekatan personal dan psikologis. Pendekat- 
an itulah yang mengembalikan sense kewarganegaraan mereka dan membuka 
diri untuk berdialog yang bahkan nantinya diakhiri dengan pilihan otonomi 


oleh mereka sendiri dan menanggalkan aspirasi merdeka. 


“ Wawancara dengan Taha Alhamid pada 14 Juli 2014. Menurut beberapa sumber, Solossa sulit untuk bisa 
menjadi Gubernur Papua ketika itu seandainya presidennya bukan Gus Dur, karena Solossa adalah bagian dari 
kelompok penandatanganan Naskah Aspirasi menuntut merdeka yang diserahkan kepada Presiden Habibie di 
Istana. 

5 Wawancara dengan Agus Sumule pada 20 Juli 2014, Lihat juga Agus Sumule (ed), Mencari Jalan Tengah: 
Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. 
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MANIFESTASI VISI 
WARGA NEGARA: 


PERANAN DAN KENDALI 
ABDURRAHMAN WAHID DALAM NEGOSIASI 
PENYELESAIAN KONFLIK ACEH 


“This unusual combination of circumstances gave Abdurrahman, a man with 
a philosophical commitment to the peaceful resolution of communal conflict 
and a deep suspicion of the military, a window of opportunity to initiate 
negotiation with GAM.” 

—Edward Aspinall & Harold Crouch’ 


“This was the first formal agreement achieved by the Indonesian 
government (Gus Dur era, pen.) and GAM. It was also the first time the 
Indonesian government presented a more human and civilized face in 
dealing with the Aceh separatist movement.” 
—Aleksius Jemadu? 


1 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Why it Failed”, Policy 1, Washington D.C.: 
East-West Center Washington, 2003, 8-9. 

2 Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict”, 
dalam Antory Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publishing, 2004, 
hlm. 279. 
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BAGIAN V 


Bab1 
DARI PENDEKATAN KEAMANAN 
KE PENDEKATAN SIPIL 


AR dan perdamaian adalah dua kata yang lekat pada diri Pre- 
iden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal ini adalah konsekuensi 
dari visi kewarganegaraan bineka atau kultural yang merangkainya dalam 
mendefinisikan akar permasalahan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kare- 
na itu, ketika melihat eskalasi kekerasan dan keterlibatan militer yang kian 
intensif pasca-Reformasi dan di lain pihak makin kuatnya tuntutan masyara- 
kat Aceh atas referendum secara terbuka, Presiden Gus Dur melakukan pen- 
dekatan sipil atau yang disebut oleh Ann Miller sebagai a non-military policy 
approach." 

Presiden Gus Dur menempatkan GAM sebagai mitra dialog sejajar untuk 
mencari solusi damai, meskipun aspirasinya berseberangan 180 derajat. De- 
ngan kata lain, sebagai presiden, Gus Dur memasukkan mereka ke keluarga 
bangsa dan sistem kewarganegaraan dalam proses dialog tersebut. Yang hen- 
dak ditunjukkan pada bagian ini adalah bahwa visi Gus Dur sebagaimana di- 


' Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia: Jakartas Security and Autonomy Policies in Aceh, New 
York: Routledge, 2009, hlm. 74. 
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jelaskan sebelumnya ditindaklanjuti dalam praktik policy-making. Bahwa ada 
proses pembalikan cara negara dalam merespons konflik lebih karena perubah- 
an definisi akar masalah. 

Yang hendak dibuktikan dalam bab ini adalah bahwa visi kewarganegaraan 
yang mendasari Presiden Gus Dur dalam mengelola konflik separatis di satu 
sisi meningkatkan risiko (kerentanan bagi negara), namun di sisi lain membu- 
ka rute atau peluang baru dalam penyelesaian persoalan. Lebih jelasnya, visi 
kewarganegaraan yang diadopsi berhasil membuka ruang bagi transformasi 
konflik. Hal ini merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak yang bertikai. Sela- 
in ada proses-proses yang terbuka, kelangsungannya juga dikawal dengan ke- 
kuatan masyarakat sipil yang terbangun dalam proses negosiasi dengan jamin- 
an kebebasan mengemukakan pendapat dan berorganisasi bagi masyarakat di 
kedua wilayah tersebut, serta misi rahasia dialog langsung dengan pemimpin 
dan eksponen separatis. Dengan cara itulah visi kewarganegaraan yang dia- 
dopsi justru kondusif bagi penanganan konflik. 

Sejak Reformasi dan dicabutnya DOM pada Agustus 1998 hingga 17 bu- 
lan sesudahnya di bawah Presiden Habibie, tercatat korban terbunuh dari ka- 
langan sipil sebanyak 477 orang dan 87 aparat keamanan, serta hilang 144 
orang. Dengan kata lain, kekejaman dan kekerasan TNI/ABRI belum berku- 
rang dan terus berlangsung sejak dari sebelum Reformasi. Sedangkan, dengan 
dicabutnya DOM dan ditariknya pasukan non-organik ABRI, mobilisasi du- 
kungan atas gerakan reformasi di Aceh oleh gerakan sipil mahasiswa-LSM- 
santri-ulama serta GAM (Gerakan Aceh Merdeka) kian leluasa dan mencapai 
ke pemimpin paling bawah, seperti pemangku surau dan masjid serta aparat 
desa dan gampong." Mungkin karena merasa memiliki kedekatan hubungan 
secara pribadi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil di Aceh dari ulama 


* Edward Aspinall & Harold Crough, “The Aceh Peace Process: Why it Failed”, dalam Policy Studies 1, 
Washington D.C.: East-West Center Washington, 2003, hlm. 7. 

Rodd McGibbon, “Local Leadership and the Aceh Conflict”, dalam Veranda of Violence, The Background to 
the Aceh Problem, ed, Antony Reid, Singapore: Singapore University Press & University of Washington Press, 
2006, hlm. 331-332. 
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sampai mahasiswa dan LSM, Presiden Gus Dur sejak awal menyatakan hen- 
dak menyelesaikan konflik Aceh dengan pendekatan pribadi." 

Menurut Miller, dengan kian menguatnya GAM, berkaitan dengan renca- 
na peringatan kemerdekaan Aceh ke-23 versi GAM yang jatuh pada 4 De- 
sember 2000, Presiden Gus Dur di satu pihak memberikan peringatan keras 
terhadap GAM dengan memberi pernyataan seperti dimuat di koran Jakarta 
Post terkait rencana acara tersebut. Gus Dur mengatakan, jika GAM melang- 
gar hukum dan menentang pemerintahan yang sah “maka pemerintah juga 
akan menggunakan cara represif”. Meski demikian, di sisi lain, Presiden Gus 
Dur memberi kesempatan kepada GAM itu sendiri untuk tetap menyelengga- 
rakan upacara peringatan kemerdekaan versi GAM, bahkan dengan mengada- 
kan gelar pasukan AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) dan pengiba- 
ran bendera GAM dengan syarat di bawah bendera Merah Putih, serta 
dilaksanakan dengan damai tanpa kekerasan.” 

Tidak sebagaimana sebelumnya pada era Orde Baru dan Habibie, yang 
mana GAM ditempatkan sebagai separatis dan tidak boleh diajak berunding 
kecuali harus menanggalkan aspirasi merdeka terlebih dahulu, Presiden Gus 
Dur justru berkehendak untuk mengajak GAM berunding di satu meja de- 
ngan Pemerintahan RI, meskipun aspirasinya berbeda 180 derajat. Selain itu, 
Presiden Gus Dur juga secara aktif mencari pihak internasional yang bisa me- 
mediasi dialog tersebut.” Dengan kebijakan bernegosiasi langsung dengan 
GAM secara setara dan melibatkan pihak asing, Presiden Gus Dur tengah 
membuka kotak pandora yang selama ini tabu bagi Orde Baru. 

Kedua langkah tersebut selama ini dilarang keras dan merupakan bagian 
dari makar. Namun, hal ini tidak seperti yang terjadi pada negosiasi Timor 
Timur sebelumnya, yang mana ada pelibatan asing diwakili oleh unit negara 


dan PBB sehingga terjadi percepatan kekuatan dukungan atas pilihan referen- 


+ ICG Report, “Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace”, 12 Juni 2001, hlm 4. 

3 Dikutip dari Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta’ Security and Autonomy Policies in 
Aceh, New York, Roudledge, 2009, hlm. 74. 

© Ibid, 74-75. 

7 Ibid, 78. 
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dum untuk merdeka. Presiden Gus Dur sejak awal menutup kemungkinan itu 
dan lebih memilih mediasi oleh NGO internasional (International Non- 
Government Organization) dan bukan organ unit negara dan PBB. Dengan 
demikian, di satu sisi ada keterbukaan dan pilihan-pilihan yang diberikan ke- 
pada rakyat Aceh dan GAM, yaitu jalan untuk menyelesaikan masalah dan 
konflik termasuk keterlibatan asing yang juga merupakan salah satu tuntutan 
dan aspirasi GAM dan rakyat Aceh. Tetapi, di sisi lain, ada pula strategi untuk 
membatasi peran dan kekuatan asing dalam memengaruhi dan memberikan 
tekanan kepada pemerintah Indonesia dengan memilih NGO sebagai aktor 
mediasi dan bukan unit negara dan PBB. 

Selain menghadapi naiknya kekuatan masyarakat sipil dan kombinasi an- 
tara mahasiswa~-LSM-ulama-santri dan GAM, Presiden Gus Dur juga meng- 
hadapi militer yang defensif dan belum bersedia melepas kepentingannya de- 
ngan tetap ingin menguasai dan menggunakan senjata atau pendekatan 
keamanan sebagai alat untuk menundukkan GAM di Aceh." Sementara ka- 
langan militer (juga kalangan birokrasi, politisi atau partai politik, dan kemen- 
terian) melakukan d/ocking terhadap program-program negosiasi yang progre- 
sif oleh Gus Dur dengan GAM.’ Mereka mengganggu, baik di lapangan 
dengan menciptakan kegaduhan maupun lobi partai politik di DPR, melalui 
suara-suara parpol. Akan tetapi, Presiden Gus Dur terus menerobos dan ber- 
komunikasi langsung dengan GAM dan pihak internasional. 

Presiden Gus Dur menempatkan pemecahan masalah ancaman disinte- 
grasi menjadi salah satu prioritas utama bukan saja karena agendanya untuk 
perdamaian, melainkan untuk mempertahankan negara kesatuan RI dan dasar 
negara Pancasila serta menyelesaikan konflik secara dialogis dan damai. ® Da- 


* Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons 2004”, dalam The East-West 
Center Washington, Policy Studies 3, Washington D.C., 2004, hlm. 1-2. 

* Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces; Rizal Sukma, Security Operations in 
Aceh”, hlm. 18-19. 

1 Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A 
Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004”, dalam der Philosophischen Fakultät der Albert- 
Ludwigs Universitat Freiburg im Breisgau, 2011, hlm. 217. Disertasi tidak dicetak. 
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lam situasi yang tidak mudah tersebut, Presiden Gus Dur mengambil jalan 
yang lebih lunak dan dialogis. Poltak Partogi Nainggolan menulis: 


“Wabid thus began his presidency under big pressure from the Acehnese, of whom a large number 
of ulama (Islamic clerics), local NGO activist, students, and intellectuals the SIRA (Sentral In- 
formasi untuk Referendum Aceh), and demanded an independent referendum. While Wahid res- 
ponded evasively to this demands, organized demonstrations attended by about one million Aceh- 


mi 


nese stepped up pressure on the government generating alarm among national elite. 


Menurut Jemadu (2004), meskipun ditentang oleh militer untuk berko- 
munikasi langsung dengan GAM, Presiden Gus Dur tetap melakukannya 
demi tercapai perdamaian. Seperti ditulis Straits Times, seorang pembantu 
presiden mengatakan bahwa There are factions in the TNI who are unhappy 
about the agreement and might sabotate it. They have all along been trying to 
wreck out peace effort by using force blindly.'* Bisa dikatakan, strategi sipil dan 
dialog dengan GAM yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur sesungguhnya 
bertentangan dengan strategi ABRI atau TNI, dan juga birokrasi pusat di 
mana elemen-elemen Orde Baru masih sangat kukuh, termasuk parpol-par- 
pol di DPR RI, yang ketika itu masih memiliki posisi dominan dalam peme- 
rintahan. Jemadu menulis: 


“As far as the resolving of the Aceh conflict as concerned, the period of Abdurrahman Wahid can 
be seen as one of tough competition between the president who wanted to use peaceful means and 
the military that preferred military means.” 


Presiden Gus Dur mengirim beberapa kali utusan untuk bertemu dengan 
perwakilan GAM—secara sangat rahasia—di Swedia, baik dari kalangan sipil 
maupun dari kalangan diplomat. Seorang aktivis GAM di Malaysia waktu itu 


bercerita bahwa ia memfasilitasi seorang utusan rahasia dari Presiden Gus 


“ Ibid. 

12 Dikutip dari Rizal Sukma, “Security Operations", 19. 

3 Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces”, 278. 
* Wawancara M. Nur Djudi, 11 Oktober 2014. 
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Dur secara pribadi untuk bertemu dengan utusan GAM di Swedia. Utusan itu 
telah dijanjikan oleh pihak GAM untuk bertemu dengan salah seorang pe- 
tinggi GAM di Swedia. Tetapi, setelah siap di sebuah tempat yang telah dise- 
pakati di Swedia, ternyata GAM membatalkannya tiba-tiba tanpa alasan yang 
jelas. Informasi ini menjelaskan betapa sulitnya membujuk GAM agar berse- 
dia melakukan pembicaraan damai (peace talk) dalam kerangka rahasia dan 
penjajakan sekalipun, serta bernegosiasi langsung dengan pemerintah RI yang 
diusahakan oleh Presiden Gus Dur. Meskipun tidak mudah, Presiden Gus 
Dur mengirimkan utusan beberapa kali untuk bertemu dengan perwakilan 
GAM, baik di Swedia maupun di negara lain. 

Sebuah delegasi juga diutus untuk bertemu dengan utusan GAM di Si- 
ngapura. Dalam pertemuan tersebut disepakati suatu langkah untuk melan- 
jutkan pembicaraan damai antara RI-GAM yang lebih intensif. Sayangnya, 
setelah pertemuan tersebut Presiden Gus Dur keburu memberikan informasi 
kepada media meskipun sebelumnya ada kesepakatan bahwa pembicaraan ter- 
sebut tidak akan dibocorkan ke media. Gus Dur menyatakan bahwa GAM 
telah membuat komitmen dan menyambut dengan senang hati untuk melan- 
jutkan pembicaraan damai lebih lanjut. Hal itu membuat kalangan GAM ma- 
rah schingga secara terbuka Hasan di Tiro menyangkal adanya pertemuan ter- 
sebut kepada media." 

Selain itu, Presiden Gus Dur juga melakukan perjalanan keliling dunia 
yang dalam pengakuannya" antara lain untuk mencegah pemberian legitimasi 
dan pengakuan negara-negara di dunia atas tuntutan merdeka GAM di Aceh, 
juga OPM di Papua, serta mencegah agar mereka tidak berhasil membawa 


tuntutan merdeka ke forum PBB atau forum dunia lainnya. Pada saat itu, Pre- 


© Wawancara Afdal Yasin, 10 Oktober 2014. 

** Harian Serambi, 13 November 1999. “Wahid akan Dialog dengan Hasan Tiro”. http:/Avww.oocities.org/injus- 
ticedpeople/SerambiGusDurDialogDenganHasanTiro.htm. Diakses pada 15 Februari 2015. 

1 Lihat, misalnya, Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?”, dalam Indonesia Beyond Soeharto: 
Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, ed. Donald K. Emmerson, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, 
hlm. 647-666. 
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siden Gus Dur mengetahui bahwa ada sebuah NGO di Belanda yang membi- 
ayai personel GAM di Swedia untuk berkeliling ke berbagai negara guna men- 
cari dukungan pengakuan merdeka bagi Aceh." Belakangan diketahui bahwa 
usaha itu kebanyakan ditolak oleh negara-negara yang mereka kunjungi. 

Kunjungan Presiden Gus Dur ke berbagai negara di dunia antara lain un- 
tuk memastikan bahwa baik GAM maupun OPM tidak mendapat dukungan 
untuk merdeka dari negara-negara yang dikunjungi tersebut.” Dengan diplo- 
masi keliling dunia, sebenarnya Presiden Gus Dur sedang mengurung kedua 
wilayah tersebut, Aceh dan Papua, dengan diplomasi dan tanpa senjata, dari 
dukungan internasional untuk merdeka. Hal ini dengan melihat pengalaman 
Timor Timur sebelumnya bahwa dukungan luar negeri dan internasional oleh 
unit negara dan PBB sangat berpengaruh bagi eskalasi dukungan dan rencana 
bagi referendum.” Meski demikian, ke dalam, baik ke dalam masyarakat Aceh 
maupun masyarakat Papua, Presiden Gus Dur justru membuka lebar-lebar 
hak berbicara dan berkumpul serta menjamin keamanan secara penuh dengan 
mengendalikan TNI, untuk menuntut merdeka sekalipun, asalkan tidak men- 
deklarasikan kemerdekaan secara sepihak dan tidak melanggar hukum dan 
melakukan kekerasan. 


MEMBIARKAN BERSATUNYA GERAKAN SIPIL DAN STRATEGI 
GERILYA GAM 


Keberanian Gus Dur untuk mengedepankan nilai kewarganegaraan dan supre- 
masi sipil harus dibayar mahal dengan membiarkan negara terekspos kesulitan 
yang lebih runyam karena menyatunya berbagai elemen sebagai gerakan sipil 
melawan pemerintah. Keberaniannya untuk mengedepankan nilai kewargane- 
garaan dalam konflik harus dibayar dengan membiarkan bersatunya gerakan 
sipil sebagai basis strategi GAM dengan gerakan sipil lainnya—mahasiswa- 


!* Wawancara Afdal Yasin, 10 Oktober 2014. 
Donald K. Emmerson, “Akankah Indonesia Bertahan?” 
2 Ibid. 


223 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


LSM-santri-ulama—dalam upaya melawan negara yang justru memperkuat 
posisi mereka. Namun, Gus Dur sendiri lebih berpihak pada penguatan masya- 
rakat sipil untuk perubahan tersebut karena memberi peluang bagi pendekatan 
yang lebih damai. Penguatan gerakan sipil itu sendiri adalah buah dari usahanya 
dalam strategi melawan Orde Baru sebelumnya. 

Berbagai pertemuan Gus Dur dengan para ulama dayah serta santri, dan 
juga dengan para aktivis mahasiswa dan LSM Aceh sudah terjadi sejak sebe- 
lum Gus Dur menjadi presiden.” Sebagai tokoh nasional, Ketua Umum 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum Dewan Syuro Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Ketua Forum Demokrasi, bagi para aktivis 
dan ulama Aceh sendiri, ketokohan Gus Dur itu memang dibutuhkan sebagai 
strategi untuk pelibatan ulama Aceh dalam perjuangan mereka, serta untuk 
mengangkat isu-isu Aceh ke level nasional dan internasional.” Jika gerakan 
mahasiswa dan LSM sepertinya sudah dengan sendirinya terus mengalami ke- 
naikan militansi dan mobilisasi dari waktu ke waktu sejak Reformasi,” tidak 
demikian dengan para ulama dayah di Aceh ketika itu. Akibat dari DOM dan 
operasi-operasi ABRI sesudahnya dengan berbagai nama operasi yang sangat 
represif, meskipun sudah memasuki era Reformasi, ulama adalah salah satu 


elemen yang paling diawasi oleh aparat keamanan di Aceh.“ Karena itu, tidak 


2 Barton mencatat bahwa hari-hari di awal-awal bulan setelah pelantikan, Presiden Gus Dur banyak bertemu 
dengan mahasiswa dan para ulama Aceh, baik di Istana Merdeka maupun di rumahnya di Ciganjur, Jakarta 
Selatan. Greg Barton, Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat Indonesian President: A View from the Inside, 
Sydney: NSW Press, 2002, him. 287. 

2 Wawancara, Taufik Abdau, 09 Oktober 2014; Wawancara, Afdal Yasin, 10 Oktober 2014; lihat juga Antony 
Reid, Verandah of Violence, 309-310. 

% Danil Akbar Tagwadin, “Roles of Third Parties in Aceh Peace Process”, dalam An Academic Paper to Under- 
graduate Unit, UUM, COLGIS in Fulfillment of the Requirement for the Bachelor of International Affairs 
Management with Honours, Universiti Utara Malaysia, 2011. Tidak diterbitkan. 

2 Ezki Widianti, “The Ulama in Aceh in Time of Conflict, Tsunami and Peace Process; An Etnographic Ap- 
proach”, Ohio: the Center for International Studies of Ohio University, 2006, hlm. 27-35. Tesis tidak diterbitkan. 
Shane Joshua Barter, “Ulama, the State, and War: Islam-State Relations in the Aceh Conffict", Paper Seminar 
Religion and Human Security: Negotiating the Power of Religious non-State Actors, University of Washington, 
New York 8-9 May, 2008. Tidak diterbitkan. Nirzalin, “Reposisi Tengku Dayah sebagai Civil Society di Aceh", 
Jurnal Media Syariah, Vol. XIV No 1 Januari 2012, hlm. 61-71. 
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mudah bagi mahasiswa dan LSM untuk mengajak mereka ke gelanggang tun- 
tutan reformasi dan kemudian referendum secara publik. 

Ulama saat itu seperti dihadapkan hanya pada dua pilihan, yaitu di bawah 
kontrol pemerintah—pihak keamanan—atau pilihan lainnya, yakni mengikuti 
GAM. Atau pilihan lainnya lagi adalah diam. Tetapi, ketika diam, mereka te- 
tap berisiko dicurigai sebagai pendukung GAM oleh pemerintah/pihak kea- 
manan atau sebaliknya dicurigai sebagai pendukung pemerintah oleh GAM. 
Sedangkan, dalam kultur dan struktur sosial Aceh di mana ulama sangat di- 
hormati oleh masyarakat, perjuangan atau program apa pun sangat sulit untuk 
mendapatkan dukungan masyarakat luas selama tidak mendapat dukungan 
dari para ulama.” 

Tetapi, justru karena berbagai pihak dan kepentingan di Aceh membutuh- 
kan dukungan ulama, ulama sendiri mengalami polarisasi. Sebagai strategi 
untuk memperkuat konsolidasi agenda mereka, para aktor gerakan mahasiswa 
dan LSM mengajak ulama yang relatif independen untuk ikut dalam barisan 
gerakan mereka.” Gus Dur adalah salah satu kunci penting dalam memberi- 
kan pemahaman dan memengaruhi para ulama terkait gerakan tersebut. Dua 
agenda penting bagi gerakan reformasi di Aceh pada saat itu adalah memper- 
kuat civi/ society atau masyarakat sipil yang mandiri dengan cara melibatkan 
para ulama independen untuk memperluas dukungan rakyat akar rumput dan 
mempromosikan aspirasi rakyat ke luar Aceh, nasional, dan internasional. Itu- 
lah peran Gus Dur yang diharapkan oleh mereka—mahasiswa dan LSM pro- 
demokrasi di Aceh ketika itu. 

Dalam komunikasi dan pertemuan yang kian intensif dengan berbagai ele- 


men masyarakat Aceh, baik di Aceh maupun di Jakarta, Gus Dur kemudian 


2 Ezki Widianti, “The Ulama in Aceh”, 27. Shane Joshua Barter, “Ulama, the State, and War”. Nirzalin, “Repo- 
sisi Tengku Dayah sebagai Civil Society di Aceh". 

2 Ezki Widianti, “The Ulama in Aceh", 27. Shane Joshua Barter, “Ulama, the State, and War”. 

2? Wawancara Taufik Abdau, 10 Oktober 2014. 

* Hampir semua informan yang diwawancara dalam penelitian ini menyebutkan peran Gus Dur tersebut, teru- 
tama sebelum menjadi presiden. 
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menggunakan fasilitator seorang aktivis dan anggota Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor (PP GP Ansor), organisasi pemuda Nahdlatul Ulama asal Aceh, 
yang karena kedudukannya sebagai pengurus PP GP Ansor dan belajar di pe- 
santren di Jakarta, tinggal di Jakarta, yaitu Afdal Yasin. Afdal sendiri mengaku 
diperlakukan sebagai anak angkat oleh Gus Dur sehingga ia menyapanya de- 
ngan sebutan “ayah”. Sebagian besar urusan Aceh dan hubungan Gus Dur de- 
ngan masyarakat Aceh kemudian dilakukan melalui Afdal Yasin tersebut. 

Komunikasi dan pertemuan Gus Dur dengan berbagai elemen Aceh pun 
kian intensif pada masa-masa pasca-Reformasi dan selama menjadi presiden,” 
Menurut Afdal, frekuensi pertemuan dan kunjungan Gus Dur ke Aceh cukup 
tinggi, baik sebelum maupun selama menjadi presiden. Kunjungan sebelum 
menjadi presiden itu, selain untuk berbicara di muka umum, juga untuk mene- 
mui para ulama dayah dan ziarah ke makam-makam para ulama di Aceh. 
Hampir semua ulama yang cukup menonjol di Aceh, menurut Afdal, pernah 
bertemu atau ditemui Gus Dur, baik secara pribadi maupun rombongan. Tiga 
hal yang selalu diminta oleh para ulama dayah Aceh ketika bertemu Gus Dur, 
menurut Afdal, adalah gencatan senjata atau penarikan pasukan ABRI non- 
organik, perdamaian, dan penerapan syariat Islam. Belakangan setelah terjadi 
hubungan yang erat dengan gerakan mahasiswa, para ulama selalu membawa 
tuntutan referendum, seperti pertemuan 17 September di Banda Aceh dan 
pertemuan di Ciganjur pada 30 Desember 1999. 

Keterlibatan Gus Dur dalam penguatan masyarakat sipil di Aceh begitu 
jauh, sejak sebelum ia menjadi presiden. Salah satu puncak pertemuan Gus 
Dur dengan para aktivis, santri, dan ulama di Aceh sebelum menjadi presiden 
adalah ketika kehadirannya dalam acara pembukaan selubung plakat “Referen- 
dum” pada 17 September 1999 di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 


2 Frekuensi pertemuan yang sangat sering antara Gus Dur dengan para ulama Aceh, sebelum dan ketika men- 
jadi presiden, baik di rumahnya di Ciganjur, di kantor PBNU, maupun di Istana juga dikemukakan oleh Dr. 
Greg Barton dalam suatu wawancara dengan penulis. Greg adalah penulis biografi Gus Dur yang pada masa- 
masa tersebut hampir selalu di sisi Gus Dur. Greg Barton, Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, 287, Dan 
belakangan, Afdal ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Provinsi Aceh. 
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sebuah masjid yang sangat bersejarah dan selalu menjadi saksi berbagai peris- 
tiwa politik di Aceh. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh para aktivis mahasis- 
wa dan santri (RTA)-Ulama Dayah (HUDA) Aceh. Sebelumnya, Gus Dur 
juga direncanakan hadir di Aceh untuk meresmikan berdirinya HUDA (Him- 
punan Ulama Dayah) pada 13-14 September 1999 di Makam Syah Kuala 
Banda Aceh, makam seorang ulama yang sangat dihormati dan legendaris. 
Namun, Gus Dur berhalangan karena komplikasi pesawat. 

Organisasi keulamaan yang telah ada, seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, selain karena sifatnya 
yang nasional, juga dianggap berada di bawah kontrol pemerintah sehingga 
sulit diajak bersama-sama dengan gerakan mahasiswa dan terutama dengan 
GAM. Karena itu, bagi mereka, diperlukan suatu organisasi keulamaan yang 
bersifat independen dan lokal Aceh. Menurut Afdal, pendirian organisasi 
HUDA tersebut merupakan bagian dari pertemuan-pertemuan para ulama 
dan santri (¢haliban/taliban) dengan Gus Dur sebelumnya. Para ulama dan 
santri yang hadir pada hari itu meyakini bahwa pertemuan dan peresmian 
HUDA tersebut menjadi bagian dari hubungan Gus Dur dan masyarakat 
Aceh. Peresmian HUDA tersebut dilakukan dengan pembacaan selawat dan 
tahlil, menandai kekuatan dukungan ulama yang berpihak pada agenda maha- 
siswa dan gerakan reformasi." Orang pertama yang terpilih menjadi Ketua 
Umum HUDA adalah seorang ulama muda terkemuka yang cukup disegani, 
yaitu Teungku Haji Ibrahim Bardan atau dikenal dengan Abu Panton, Pim- 
pinan Dayah Malikussaleh (w. 29 April 2013). 

Sebelum HUDA, telah berdiri organisasi yang menghimpun santri atau 
thaliban dayah dengan nama Rabithah Thaliban Aceh (RTA)" yang didirikan 
oleh sekitar 500 santri seluruh Aceh dalam suatu pertemuan pada 7 April 


2 Wawancara Afdal Yasin, 10 Oktober 2014; Wawancara Taufik Abdau, 9 Oktober 2014. 

3 Rabithah artinya perhimpunan atau ikatan, sedangkan ¢haliban berarti pelajar. Wawancara Tengku Faisal Ali 
pada 10 Oktober 2014. Tengku Faisal Ali atau sering disapa Lim Faisal adalah Ketua RTA kedua dan kini 
Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh. 
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1999. Organisasi tersebut dipimpin oleh Teungku Bulgaini Tanjungan, yang 
juga seorang ulama muda berpandangan independen.” Para aktivis santri di 
RTA inilah yang kemudian mendorong para ulama pengasuh dayah untuk 
berhimpun di dalam suatu organisasi yang kemudian disebut sebagai Him- 
punan Ulama Dayah (HUDA) tersebut. Para aktivis RTA sebelumnya sudah 
menjalin hubungan dengan gerakan mahasiswa, termasuk dalam perumusan 
dan kampanye tuntutan reformasi dan referendum. Para santri atau thaliban 
inilah yang mengajak ulama untuk mendirikan HUDA agar terlibat dalam 
gerakan masyarakat sipil lainnya. Kekuatan aspirasi HUDA yang telah berpi- 
hak kepada gerakan mahasiswa terlihat dari rekomendasi musyawarah Him- 
punan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada 13-14 September 1999 dengan 
menonjolkan tuntutan referendum bagi penyelesaian Aceh secara damai." 
Pada acara pembukaan selubung plakat “Referendum” oleh Gus Dur pada 17 
September 1999 tersebut, tiga hari setelah berdirinya HUDA, hadir sekitar 
500 ulama bersama masyarakat dan mahasiswa. Para pembicara yang berorasi 
pada acara itu pun didominasi oleh ulama dayah.” Dukungan Gus Dur terha- 
dap referendum ketika itu harus dibaca secara kontekstual bahwa ancaman 
kekerasan antara GAM dengan strategi bersenjata yang masih kukuh pada 
tuntutan “merdeka harga mati” dan sebaliknya TNI yang berpendirian “basmi 
GAM" tidak ada, selain kekerasan. Referendum adalah pilihan dialog dan da- 
mai dari dua pihak yang sedang saling ancam kekerasan bersenjata tersebut. 
Tujuan utama dari pembukaan selubung “Referendum” pada 17 Septem- 
ber dengan melibatkan masyarakat dan ulama ketika itu adalah, selain untuk 
mengampanyekan referendum kepada masyarakat dan menunjukkan kei- 
nginan kuat kepada pemerintah pusat, juga untuk mengangkat masalah Aceh 


® Riza Andesta, http://ajuncell-blogspot.com/2011/08/mengenal-rabithah-thaliban-aceh.html. Diakses pada 
16 Februari 2015. 

38 Situs Pemprov Aceh, http:/Avwwaacehprov.go.id. Diakses pada 02 Februari 2015. 

3 Wawancara Teungku Faisal Ali pada 10 Oktober 2014: Taufik Abdau pada 09 Oktober 2014; Yasin pada 10 
Oktober 2014; ICG Report. 
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dan tuntutan referendum ke tingkat nasional dan internasional.” Karena itu, 
panitia yang merupakan kombinasi antara mahasiswa, LSM, santri, dan ula- 
ma sengaja menghadirkan tokoh-tokoh nasional dalam acara tersebut. Ikut 
hadir bersama Gus Dur, di antaranya Amien Rais dari PAN, Nur Mahmudi 
Ismail dari Partai Keadilan (PK), Matori Abdul Djalil dari PKB di samping 
Gus Dur sendiri, dan Bondan Gunawan dari Forum Demokrasi. Acara resmi 
yang diinformasikan kepada para tokoh nasional tersebut dan kepada masya- 
rakat adalah doa bersama oleh para ulama dan rakyat Aceh terkait nasib Aceh 
ke depan, tidak termasuk pembukaan selubung plakat “Referendum”, meski- 
pun referendum sudah menjadi isu yang kuat ketika itu. Akan tetapi, secara 
diam-diam panitia mempersiapkan acara pembukaan selubung plakat Refe- 
rendum? tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Gus Dur dan tokoh 
nasional lainnya yang hadir. Sementara itu, pada akhir acara Gus Dur mem- 
buka selubung bersama panitia, sedangkan tokoh nasional lainnya keburu ża- 
bur ketika tahu bahwa puncak acara tersebut adalah membuka selubung ber- 
tuliskan Referendum.” 

Perkembangan gerakan mahasiswa yang telah terjalin dengan gerakan san- 
tri dan ulama selanjutnya cepat membesar. Namun, sebenarnya gerakan maha- 
siswa sudah dimulai dari sejak Reformasi Mei 1998. Ketika awal gerakan re- 
formasi berlangsung di kota-kota besar di seluruh Indonesia, khususnya di 
Jawa pada 1998," di Aceh masih berlaku DOM (Daerah Operasi Militer) 
yang sudah berlangsung sejak 1989. Dalam DOM tersebut, karena sulit dibe- 


3 Wawancara Abdau pada 09 Oktober 2014; Yasin pada 10 Oktober 2014. 

% Plakat dengan tulisan “Referendum di dekat Masjid Raya Baiturrahman itu terus terpasang setidaknya selama 
dua tahun setelah itu. 

" Wawancara Afdal Yasin pada 10 Oktober 2014; Taufik Abdau pada 09 Oktober 2014. Wawancara Taufik 
Abdau 09 Oktober 2014; Afdal Yasin 10 Oktober 2014; Kemal Fasya, Kompas, 30 Desember 2014. Lihat juga 
Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Dillema of Nation-Building in Post-Socharto Indonesia: Case of 
Aceh”, dalam Asian Ethnicity, Volume 5, Number 3, October 2004a, 328-230. 

3 Muridan S. Wijoyo, ef al, Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa 1998, Jakarta: Pustaka Sinar Ha- 
rapan, 1999. Lihat juga, Hermawan Sulistyo, Lawan: Jejak-Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto, Jakarta: 
Pensil-324, 2009. 


229 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


dakan antara anggota GAM sebagai musuh utama DOM rakyat Aceh, seluruh 
rakyat Aceh menjadi sasaran operasi DOM.” Terhadap rakyat Aceh, ABRI 
berasumsi bahwa “semua orang Aceh berpotensi menjadi GAM, kecuali ada 
bukti sebaliknya”. Situasi DOM di Aceh digambarkan sebagai seluruh kea- 
manan di bawah kontrol ABRI (militer dan polisi) di atas hukum, penangkap- 
an secara semena-mena, pembunuhan dan penghilangan terhadap orang yang 
dicurigai sebagai separatis dengan tanpa proses hukum, pembantaian, serta 
pemerkosaan kepada perempuan dan anak. Bahkan sesudah DOM dicabut, 
kekerasan bukan berhenti, malah kian meningkat. 

Meskipun demikian, di bawah permukaan, melalui clandestine gerakan 
perubahan di Aceh yang mengiringi reformasi di Indonesia sesungguhnya te- 
rus berlangsung, khususnya di kalangan mahasiswa dan aktivis Lembaga Swa- 
daya Masyaakat (LSM) untuk menentang DOM dan kebijakan otoritarianis- 
me pemerintah pusat, baik oleh mereka yang berada di Aceh maupun di luar 
Aceh." GAM ketika itu belum muncul di permukaan Aceh. Sementara para 
pemimpin tertinggi GAM masih berada di luar negeri khususnya di Swedia, 
pasukan perlawanan bersenjata berada di hutan-hutan dan di tempat-tempat 
persembunyian untuk bergerilya. Adalah kombinasi antara mahasiswa, LSM, 
santri, dan ulama alternatif yang kemudian pertama-tama muncul sebagai civi/ 
society yang relatif independen melakukan respons terhadap perkembangan 
politik menyusuli gerakan reformasi untuk Aceh setelah tumbangnya rezim 
Soeharto seperti pada pertemuan 17 September 1998 tersebut. 


» Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict, October 1976-May 
2004”, dalam Antory Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem Singapore: NUS Publis- 
hing, 2006, hlm. 256. 

© Rizal Sukma, “Security Operation”, 9. 

“ Tengku Kemal Fasha, “Nasionalisme dalam Gerakan Sosial, Potret Gerakan Mahasiswa Aceh 1999-2002", 
Tesis Master Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004. Tidak diterbitkan, 

& Kirsten E. Schulze, “Insurgency and Counter-Insurgency”. 

© Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Dillema of Nation-Building”, 328-230, Lihat juga Danil Akbar Taq- 
wadin, “The Role of Civil Society in Aceh Conflict Management: From Peace to Sustainable Peace”, Thesis 
Sudmintted to the Gazali Shafie School of Government Universiti Utara Malaysia, for Degree Master. Uni- 
versiti Utara Malaysia, 2013. Tidak diterbitkan. 
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Meskipun referendum kemudian menjadi puncak dari seluruh isu di Aceh 
pasca-Reformasi, pada awal Reformasi, sebagaimana terjadi secara nasional, be- 
lum muncul tuntutan khas Aceh ke permukaan. Isu-isu tersebut lebih bersifat 
nasional, di mana Aceh menjadi bagian di dalamnya, seperti tuntutan turunkan 
Soeharto, berantas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), amandemen kon- 
stitusi untuk keluar dari otoritarianisme, otonomi daerah seluas-luasnya, serta 
seret para pelanggar HAM ke pengadilan. Gerakan mahasiswa dan LSM me- 
miliki peran sangat besar dalam memperkuat gerakan masyarakat sipil dan 
mendorong kesadaran umum tentang tuntutan perubahan khas Aceh yang ber- 


ujung pada tuntutan referendum.“ 


4 M. Alkaf, “Pasang Surut Gerakan Politik di Aceh, Studi Kasus Power Movement Referendum Aceh 1998- 
1999”, Tesis Master Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012. 
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isi lain dari pilihan kebijakan pro-warga negara memiliki sisi positif. Justru 

dengan mengedepankan sisi kewarganegaraan, konflik yang berlangsung 
berstatus semakin kukuh sebagai urusan domestik negara dengan warga nega- 
ranya. Bukan hanya GAM yang menghadapi kesulitan dalam melangsungkan 
kampanye internasional, ruang gerak warga negara ini juga membuka pintu 
bagi transformasi dalam GAM itu sendiri. Salah satu penyebab lambatnya ge- 
rakan reformasi di Aceh adalah terisolasinya Aceh dari pergaulan dunia luar 
karena represi. Bagi Gus Dur, keterisolasian tersebut menghambat transfor- 
masi gerakan sipil lebih lanjut untuk perdamaian. ABRI secara ketat mengu- 
rung Aceh dengan membatasi kehadiran media massa, aktivis HAM, dan 
NGO internasional di Aceh. 

Sebagai bagian dari gerakan reformasi di Aceh, Gus Dur ikut berperan 
dalam melakukan kampanye dunia internasional dan dalam rangka memper- 
kuat dukungan rakyat bagi tuntutan mahasiswa agar masalah Aceh menjadi 
perhatian dunia. Disebabkan oleh ketertutupan itu, berbagai kasus kekerasan 
dan pembunuhan di Aceh oleh ABRI tidak menjadi isu yang besar secara in- 
ternasional, setidaknya tidak seperti terjadi di Timor Timur dan Papua. Ka- 
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rena itulah promosi situasi riil di Aceh dianggap penting agar kekerasan dan 
dominasi militer mendapatkan perhatian nasional dan internasional. Karena 
meskipun DOM sudah dihapus, kekerasan oleh TNI malah kian besar. Bebe- 
rapa strategi gerakan mahasiswa dan masyarakat adalah dengan mengangkat 
isu referendum yang waktu itu sangat populer akibat dari hasil referendum di 
Timor Timur. Gerakan mahasiswa berusaha menyertakan masyarakat dalam 
setiap demonstrasi sehingga mobilisasi massa terjadi dalam setiap peristiwa 
demonstrasi mahasiswa. Tuntutan referendum di Aceh terus merangsek, bu- 
kan hanya di Banda Aceh, melainkan juga ke kota-kota kabupaten lainnya 
dengan pelibatan masyarakat yang berlipat ganda." 

Kekacauan atau kekosongan pemerintahan di Aceh dari atas sampai 
bawah yang disebabkan oleh berbagai kekerasan, baik yang dilakukan oleh 
ABRI/TNI maupun GAM dan ditariknya ABRI non-organik, pasca-penca- 
butan DOM memberikan kesempatan kepada GAM untuk mengonsolidasi- 
kan dan memberikan pengaruh kepada para pemimpin lokal lebih intensif di 
akar rumput, seperti ulama dayah dan surau, serta gampong.? GAM, selain 
mahasiswa, juga menggunakan simbol agama untuk merekrut pemimpin lokal 
dan para pemangku agama, seperti masjid dan surau di akar rumput. Tetapi, 
sesungguhnya, baik mahasiswa maupun GAM kemudian lebih mengarah pada 
pembangunan suatu identitas atau nasionalisme etnik Aceh ketimbang me- 
ngejar pendirian negara Islam.” 

Semula, GAM berjalan sendiri, sementara mahasiswa, LSM, serta ulama 
independen pun berjalan sendiri. Demikian juga munculnya tuntutan referen- 
dum semula ditentang oleh GAM karena dalam pandangan mereka referen- 
dum justru akan melemahkan tuntutan merdeka yang diusung oleh GAM. 


Namun, dengan pengalaman referendum di Timor Timur yang mengantar 


! M. Alkaf, “Pasang Surut Gerakan Politik di Aceh, Studi Kasus Power Movement Referendum Aceh 1998- 
1999", Tesis Master Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012. 

3 Rodd MicGibbon, “Local Leadership”, 331-332. 

3 Ibid,,334. 
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mereka ke kemerdekaan, gerakan mahasiswa dan ulama berhasil meyakinkan 
GAM bahwa referendum juga bisa menjadi pilihan untuk menuju ke opsi 
merdeka." GAM yang semula bersikukuh pada tuntutan merdeka tanpa kom- 
promi dan mengambil strategi memerintah dari pengasingan sambil perang 
gerilya dan diplomasi internasional, lalu bertransformasi menjadi bagian dari 
gerakan sipil, meskipun kedua sayap sebelumnya, yaitu gerakan bersenjata dan 
diplomasi tetap berjalan dan bahkan makin intensif. Pelibatan massa pada 
pendukung SIRA dalam kampanye referendum dan keleluasaan GAM dalam 
mengampanyekan agendanya bertemu pada suatu isu harapan akan kemerde- 
kaan melalui referendum tersebut." 

Sehari menjelang pertemuan raksasa dalam rangka deklarasi tuntutan re- 
ferendum rakyat Aceh di Banda Aceh pada 8 November 1999 (akan dibahas 
kemudian), GAM melalui Sekretaris Jenderal, Teuku Don Zulfahri di penga- 
singan di Kuala Lumpur, mengeluarkan pengumuman terbentuknya apa yang 
mereka sebut sebagai Badan Kontak Persiapan Pelaksanaan Referendum Aceh 
(BKPPRA). Melalui surat itu, secara eksplisit GAM menerima pembicaraan 
damai untuk menyelesaikan konflik Aceh, yaitu referendum dengan opsi mer- 
deka. Dengan seruan itu, setidaknya GAM telah menerima proses pembicara- 
an damai (peace talk) yang sebelumnya belum pernah dinyatakan dan tidak 
pernah ditawarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu kalimat dalam surat 
pembentukan elemen baru GAM tertanggal 7 November 1999 tersebut ber- 
bunyi: 

“Mengingat dan memperhatikan juga kecenderungan rakyat Aceh memperjuangkan kea- 

dilan dan pembebasan Aceh melalui jalur damai dengan aksi-aksi dan pawai Referendum 

yang begitu dahsyat sekarang ini, maka Majelis Pemerintahan GAM telah bersetuju mem- 
bentuk satu badan yang merupakan embrio ke arah pelaksanaan Referendum di Aceh yang 


diberi nama: BADAN KONTAK PERSIAPAN PELAKSANAAN REFERENDUM 
ACEH (BKPPRA).” 


+ Ibid. 331-332. 
5 Ipid,,331. 
$ http://www.oocities.org/teukudon2000/5.htm. Diakses pada 18 Februari 2015. 
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Tugas dan kegiatan dari lembaga ini juga diuraikan dalam surat tersebut, 
yaitu: 

“Badan Kontak atau ‘Contact Body’ ini akan berfungsi sebagai koordinator yang akan 

menghimpun seluruh komponen yang mewakili berbagai kepentingan bangsa Aceh serta 

akan juga berfungsi sebagai penghubung antara bangsa Aceh dengan pihak dunia interna- 


sional yang selanjutnya akan mengoordinasikan hubungan dengan RI untuk pelaksanaan 
Referendum di Aceh sesuai dengan tatanan yang dipraktikkan oleh dunia internasional." 


Keanggotaan badan kontak atau Contact Body ini terbuka kepada semua 
golongan yang mewakili para ulama, cendekiawan, LSM, mahasiswa, tha- 
liban, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat, para birokrat, serta politisi dari 
kalangan bangsa Aceh. Dengan terbentuknya Badan Kontak ini, bangsa 
Aceh ditargetkan akan dapat dengan segera membentuk satu badan penye- 
lenggaraan jajak pendapat (referendum) yang bernama Badan Pelaksana Re- 
ferendum untuk Aceh (BPRA) yang bersifat netral dan bisa diterima oleh 
semua pihak untuk merealisasikan tuntutan rakyat dalam menentukan masa 
depan Aceh melalui referendum.” GAM, dengan demikian, tidak lagi hanya 
melakukan strategi diplomasi internasional dan gerilya bersenjata, melain- 
kan juga melakukan gerakan masyarakat sipil bersama-sama dengan elemen 
masyarakat yang lain. Mengomentari kecenderungan tersebut, McGibbon 


menulis: 


“With the political event moving at remarkable speed, GAM and the student movement rapidly 
mobilized popular support, forcing the government to give consessions. Thus, in 2000 the 
government of Abdurrahman Wahid sought to solve the conflict through involving as interna- 
tional NGO, the Henry Dunant Centre, as a facilitator in a dialogue between the government 
and GAM. The involvement of an international party represented a notable victory for GAM 
in establishing their claims to legitimacy as least as a dialogue partner by their agreement to 
negotiate with their leadership. At least this was the way that GAM promoted the dialogue 
process locally.”" 


7 http://www.oocities.org/teukudon2000/5.htm. Diakses pada 18 Februari 2015. 
* Rodd McGibbon, “Local Leadership", 331-332. 
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Meskipun tidak semulus yang diharapkan pada prosesnya kemudian, seti- 
daknya sejak saat itu mulai tampak bahwa opsi jalan damai menjadi salah satu 
yang terbayangkan yang sebelumnya nyaris mustahil. Tuntutan atau opsi mer- 
deka harga mati oleh GAM harus dipandang sebagai high call, sesuatu yang 
wajar dalam sebuah negosiasi. Demikian pula posisi pemerintah RI yang juga 
harga mati bagi kesatuan Indonesia, di mana Aceh menjadi bagian dari RI. 
Dengan demikian, di luar GAM makin kuat dan mendapat dukungan dari 
masyarakat, sedangkan di dalam GAM sendiri sesungguhnya terjadi transfor- 
masi yang semula hanya mengandalkan dua strategi, gerilya di dalam negeri 
dan diplomasi di luar negeri dengan pemerintahan di pengasingan, kini mere- 
ka menjadi bagian dari gerakan civil society dengan menyatakan secara eksplisit 
untuk melakukan pembicaraan damai (peace talk). 

Agenda tuntutan merdeka dari GAM kemudian dibungkus dengan tun- 
tutan referendum dan, dengan demikian, lebih menekankan perjuangan mela- 
lui cara dialog dan prosedur perdamaian ketimbang perang dan gerilya. Dan 
dalam waktu yang sama pemerintah Indonesia juga menerima keberadaan 
GAM sebagai mitra dialog setara dalam menyelesaikan konflik Aceh, bukan 
dianggap musuh dalam perang. Dan nantinya kedua pihak sepakat menerima 
keterlibatan pihak luar negeri sebagai mediator yang selama ini ditabukan oleh 
pemerintah Indonesia masa Orde Baru. Meskipun pihak luar negeri yang di- 
maksud itu bukanlah representasi negara dan PBB sebagaimana terjadi pada 
referendum Timor Timur, melainkan oleh NGO (Non-Govermental Organi- 
zation). Pemerintah Indonesia sendiri, dalam hal ini Presiden Gus Dur, meno- 
lak campur tangan asing dalam isu Aceh dan Papua selama itu diwakili oleh 
suatu unit negara dan PBB. 

Mengakui eksistensi GAM sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan me- 
lakukan perundingan di atas meja dengan kedudukan sejajar pada era Presiden 
Gus Dur nantinya akan membuat mereka saling percaya (trust), meskipun hal 
itu tidak mudah dilakukan dan ada up and down dalam prosesnya. 
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TERIMPIT DUA KEKUATAN DAN TEROBOSANNYA 


Sebagai presiden yang hendak mengedepankan dialog sekaligus supremasi si- 
pil, Presiden Gus Dur ketika itu sebenarnya terimpit oleh dua kekuatan. Di 
satu pihak telah menguatnya tuntutan rakyat Aceh yang telah mengerucut 
pada tuntutan referendum dengan opsi merdeka, di mana Gus Dur sesung- 
guhnya terlibat langsung dalam proses penguatan gerakan masyarakat sipil di 
Aceh dan pilihan referendum itu sendiri sebelum menjadi presiden. Di sisi 
lain, militer sedang kehilangan mood untuk memahami proses negosiasi dan 
perubahan di Aceh, juga di Papua, baik karena kekerasan maupun karena le- 
pasnya Timor Timur dari kesatuan RI. TNI, khususnya AD, juga tampak ma- 
rah dengan beberapa kebijakan Presiden Gus Dur yang mendekonstruksi de- 
ngan pendekatan non-militer terhadap kebijakan Orde Baru atas Aceh dan 
Papua, padahal sebelumnya ABRI/TNI (khususnya AD) berperan sebagai 
leading sector. Militer masih memiliki kepentingan besar untuk tetap dominan 
di Aceh dan juga di Papua, dengan pendekatan dan bisnis keamanan dengan 
cara memelihara konflik." 

Hubungan Gus Dur sebagai presiden dengan masyarakat dan berbagai 
kelompok gerakan sipil di Aceh juga tidak semudah ketika sebelum menja- 
di presiden, mengingat posisi dan pandangan yang berbeda terkait hubungan 
Aceh dengan RI." Karena itu, Presiden Gus Dur seperti harus mendayung di 
antara dua karang yang mengadang dalam usaha penyelesaian damai di Aceh. 
Belum sebulan Gus Dur dilantik menjadi presiden, pada 8 November 1999, 
terjadi pengumpulan massa raksasa di Aceh yang diperkirakan mencapai sejuta 
orang—sebagian orang menaksir lebih dari sejuta dan lainnya menaksir kurang 
dari sejuta—yang mereka sebut sebagai SU-MPR (Sidang Umum-Masyarakat 
Pejuang Referendum) yang diprakarsai oleh SIRA. Pengumpulan massa kolosal 
yang berpusat di Banda Aceh dan berasal dari hampir seluruh daerah di Aceh 


* Greg Barton, Ahdiwrahman Wabid, 292. 
2 Rizal Sukma, “Security Operations”, 1-2. 
" Greg Barton, Abdurrahman Wahid, 292. 
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itu bisa dilihat sebagai puncak dari kerja sama tuntutan di antara hampir semua 
clemen dalam masyarakat sipil di Aceh, mulai dari kalangan aktivis reformasi, 
mahasiswa, santri, ulama, atau masyarakat sipil pada umumnya serta GAM, 
hingga kalangan pemerintah serta partai politik. Para ulama memiliki peran 
dominan dalam seruan dan orasi di acara tersebut. 

Mudah diduga bahwa penamaan SU-MPR terhadap demonstrasi itu me- 
rupakan konter terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dise- 
but sebagai Sidang Umum-Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) un- 
tuk memilih presiden-wakil presiden dan menetapkan GBHN. Dengan konter 
itu, tampaknya gerakan masyarakat sipil di Aceh hendak menandingi dan 
mendelegitimasi SU-MPR versi nasional kepada rakyat Aceh yang tidak 
memberikan sinyal bagi pelaksanaan referendum dengan opsi merdeka di 
Aceh yang mereka perjuangkan. 

Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki sidang yang se- 
taraf dan melibatkan rakyat sangat banyak yang tidak kalah dengan SU-MPR 
versi formal nasional. Hal itu mengacu pada SU-MPR (Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat) yang baru dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada 
1-21 Oktober 1999 yang memilih Gus Dur sebagai presiden dan menetapkan 
GBHN 1999. Rangkaian politik nasional yang mencerminkan semacam ritual 
dalam sistem politik demokrasi tersebut ditentang oleh para aktivis reformasi 
dan GAM atau pejuang referendum di Aceh sebagai cara mendelegitimasi 
pemerintah pusat karena kian menjauhkan harapan Aceh dari referendum. Sa- 
lah satu keputusan dari SU-MPR versi nasional tersebut adalah TAP MPR 
No. IV tentang GBHN sebagai sikap terhadap konflik Aceh dan Papua. Di 
dalamnya disebutkan bahwa penyelesaian konflik Aceh dan Papua merupakan 
bagian dari implementasi otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan RI, 
meskipun dengan klausul perdamaian, keadilan, dan penegakan HAM tapi 
tanpa referendum dan merdeka (TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang 
GBHN huruf G, 2). Sedangkan, SU-MPR versi SIRA, di lain pihak, adalah 
deklarasi rakyat Aceh untuk menuntut diadakannya referendum bagi peme- 
cahan konflik Aceh dengan opsi merdeka. 
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Akan tetapi, sebenarnya kerja sama dan saling pengertian antara gerakan 
mahasiswa, ulama, santri, dan GAM tersebut sudah terlihat seirama sejak seti- 
daknya seruan boikot terhadap pelaksanaan pemilu nasional 1999, baik pada 
pelaksanaan pemilu sendiri pada 7 Juni maupun menjelang pengumuman ha- 
silnya. Saat itu mereka mengadakan pemogokan kerja massal rakyat Aceh pada 
3-4 Agustus 1999. Mahasiswa, ulama, santri, dan GAM ikut serta dalam seru- 
an tersebut—kecuali pemerintah dan partai-partai politik—untuk mendelegi- 
timasi ritual politik demokrasi nasional atas Aceh. 

Demonstrasi kolosal 8 November tersebut bahkan sudah melibatkan ele- 
men-elemen pemerintahan dan partai politik. Ini adalah sebuah event untuk 
pertama kalinya mengikutkan pemerintah daerah dan GAM serta gerakan si- 
pil dalam satu tuntutan yang sama.” Ini adalah pengumpulan orang dalam 
sebuah demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Aceh, bahkan mungkin Indo- 
nesia, baik dari segi jumlah maupun keterlibatan elemen rakyat Aceh yang me- 
nyeluruh. Besarnya minat rakyat Aceh untuk berkumpul bukan hanya karena 
tuntutan referendum yang sedang panas, melainkan juga karena keyakinan dan 
jaminan keamanan dari aparat pemerintah ketika itu sehingga mereka tidak 
khawatir akan terjadinya kekerasan, penembakan, dan penangkapan. Karena 
itu, dari sisi tertentu sesungguhnya demonstrasi kolosal itu menandai mulai 
terbangunnya kepercayaan (trust) rakyat Aceh terhadap pemerintah, dalam hal 
ini pemerintah pusat dan pendekatan yang digunakannya. Ini adalah suatu 
event politik yang bersifat publik di luar ruangan dengan mengikutkan orang 
banyak dengan adanya jaminan keamanan, tidak ada penangkapan dan keke- 
rasan. Berbeda jika dibandingkan dengan event-event politik di luar ruangan 
sebelumnya di Aceh yang nyaris selalu mengundang kekerasan, penembakan, 
atau penangkapan. Mungkin ini juga pertama kalinya ada demonstrasi besar di 
Juar ruangan di Aceh tanpa insiden kekerasan dan tanpa bunyi peluru satu pun 


yang mengarah kepada pelaku demonstrasi. 


2 Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A 
Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004”, dalam der Philosophischen Fakultät der Albert- 
Ludwigs Universitat Freiburg im Breisgau, 2011, hlm. 217. Disertasi tidak dicetak. 
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Forum publik SU-MPR versi SIRA itu adalah pertama kalinya terjadi sa- 
ling pengertian secara terbuka antara semua elemen rakyat, mahasiswa, LSM, 
ulama, santri, perempuan, GAM, jajaran pemerintahan daerah, partai politik, 
serta DPRD, kecuali Gubernur Profesor Syamsudin Mahmud yang sedang 
berada di Jakarta. Bahkan, Wakil Gubernur Aceh Brigjen (Purn.) Zainuddin 
AG dan perwakilan dari DPRD Aceh ikut memberikan orasi dan membe- 
rikan persetujuannya terhadap tuntutan referendum." Sedangkan, pernyataan 
dukungan resmi pemerintah daerah terhadap tuntutan referendum dibacakan 
oleh wakil ketua sementara DPRD, Nasir Djamil. Pernyataan itu berisi penga- 
kuan bahwa tuntutan dan perjuangan untuk mendapatkan hak penentuan nasib 
sendiri rakyat Aceh melalui sebuah referendum damai dan demokratis merupa- 
kan tuntutan dan perjuangan rakyat Aceh secara keseluruhan. 

Dalam poin selanjutnya, mereka berjanji memperjuangkan terwujudnya 
pelaksanaan referendum di Aceh secara transparan, damai, dan demokratis. 
Pada poin lain juga disebutkan terkait penolakan terhadap segala bentuk mili- 
terisme di Aceh. Terakhir, pernyataan itu juga menyebut siapnya para penan- 
datangan pernyataan itu menerima hukuman sosial dari rakyat Aceh bila me- 
reka ingkar pada janji-janjinya. SU-MPR versi SIRA Aceh itu sendiri 
sesungguhnya tidak bersifat lokal karena hal yang hampir sama terjadi pula di 
berbagai daerah dan di luar Aceh, bahkan di luar negeri." 


MENEROBOS BARRIER MENUAI KESEPAKATAN DAMAI 


Dalam situasi seperti itulah Presiden Gus Dur melakukan pembicaraan damai 
dengan rakyat Aceh dalam kedudukannya sebagai presiden. Ketika SU-MPR 
versi SIRA tersebut berlangsung, kebetulan Presiden Gus Dur sedang melaku- 


" Gubernur Prof. Syamsudin Mahmud ketika itu diberitakan sedang berada di Jakarta. Tidak diketahui ada 
tugas resmi atau untuk menghindari keterlibatan dalam tuntutan tersebut. Tetapi, kemudian gubernur mena- 
warkan solusi otonomi khusus yang mendapat kecaman dari para aktivis di Aceh. Hampir semua informan 
dalam penelitian ini memberikan informasi tentang hal tersebut. 

W http://acehonline-blogspot.com/2011/05/referendum. 22-html. Dakses pada 17 Februari 2015. 
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kan kunjungan keliling ke negara-negara ASEAN. Pada hari itu juga tanggal 
8 November, Presiden Gus Dur memberikan pernyataan dari Istana Kerajaan 
Kamboja, Moha Prasat Khemarin, di Phnom Penh, dengan mengatakan bah- 
wa ia menghormati tuntutan referendum rakyat Aceh dan mendukungnya." 
Presiden Gus Dur menyatakan optimismenya bahwa, meskipun diadakan re- 
ferendum, Aceh tidak akan berpisah dari Indonesia mengingat hubungan erat 
antara Aceh dan Indonesia. “Tidak akan Aceh meninggalkan Indonesia. Bah- 
wa sekarang ada kehendak referendum, itu wajar-wajar saja (...). Tetapi saya 
yakin tidak akan lepas,” kata Presiden Gus Dur dalam jumpa pers yang didam- 
pingi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. 

Presiden memberikan alasan bahwa tuntutan referendum di Aceh dise- 
babkan oleh adanya perilaku para aparat pemerintah dan militer yang semena- 
mena pada masa lalu terhadap rakyat Aceh. Namun, Presiden Gus Dur me- 
nyatakan bahwa penyelenggaraan referendum harus dibicarakan lebih detail 
dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Menanggapi pertanyaan terkait ada- 
nya dua juta orang Aceh yang telah menandatangani pernyataan menuntut 
referendum yang disampaikan oleh SIRA, Aceh, Presiden Gus Dur menyata- 
kan, itu urusan rakyat Aceh: “Itu kan belum separuh rakyat Aceh, tetapi silakan 
saja, itu urusan orang Aceh, bukan urusan saya.” Presiden Gus Dur sebenar- 
nya hendak menghormati hasil itu, namun memiliki pandangan sendiri bahwa 
dua juta orang belum separuh dari seluruh rakyat Aceh. 

Pernyataan Presiden Gus Dur di Phnom Penh, Kamboja, tersebut me- 
munculkan dua persepsi. Pertama, persepsi bahwa presiden memberikan du- 
kungan terhadap referendum dengan opsi merdeka. Para aktivis Aceh menun- 
tut referendum harus dilakukan dengan segera mengingat situasi Aceh yang 
terus bergejolak. Bahkan, Muhamad Nazar, Ketua Presidium SIRA, mengi- 
nginkan agar referendum dilakukan sebelum peringatan kemerdekaan Aceh 
versi GAM yang akan dilaksanakan pada 4 Desember 1999. Nazar mengata- 


1 Harian Kompas,9 November 1999. 
18 http//www-kompas.co.id/kompas-cetak/9911/09/UTAMA/posi13.html. Diakses pada 17 Februari 2015. 
1 hittp//www-kompas.co.id/kompas-cetak/9911/09/UTAMA/posi13-html. Diakses pada 17 Februari 2015. 
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kan bahwa referendum adalah harga mati dan harus dilaksanakan segera. Na- 
zar mengkhawatirkan jika referendum belum dilaksanakan pada hari peringat- 
an kemerdekaan GAM itu, akan terjadi kekacauan yang tidak terkendali." 
Ketika itu sempat terjadi rumor terkait akan adanya perang besar-besaran jika 
pemerintah tidak mengabulkan tuntutan referendum, namun rumor itu diban- 
tah oleh kalangan SIRA sendiri. Menurut Muhammad Nazar, tidak akan ter- 
jadi perang lagi di Aceh, melainkan negosiasi akan terus dilakukan dengan 
damai hingga tercapainya tuntutan referendum. Kecuali militer melakukan 
kekerasan, maka akan terjadi perlawanan oleh rakyat Aceh.” 

Sebaliknya, pernyataan Presiden Gus Dur tentang dukungan terhadap re- 
ferendum Aceh juga mendapat kritik dari para politisi nasional di Senayan dan 
sebagian akademisi di berbagai kampus, seperti Ketua Fraksi Kesatuan Kebang- 
saan Indonesia (FKKI) DPR Sutradara Ginting, Ketua Komisi I DPR Yasril 
Ananta Baharuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR Aisyah Aminy, dan pakar hu- 
kum tata negara Universitas Padjadjaran (Bandung) Prof. Dr. Bagir Manan S.H. 
secara terpisah. Mereka semua menentangnya tanpa melalui persetujuan DPR 
dan MPR.” Sedangkan, Munir dari Kontras menyatakan bahwa: 


“Sudah seharusnya pemerintah membentuk semacam komisi untuk benar-benar berun- 
ding dengan rakyat Aceh, sehingga benar-benar mengetahui referendum itu harga mati 
atau bukan. Terlalu terburu-buru kalau kalangan pemerintah khawatir akan kehilangan 
wilayah dalam soal Aceh.” 


Hal ini dinyatakan Munir sambil menambahkan bahwa kelemahan utama 
pemerintah selama ini adalah belum melakukan dialog yang sangat serius de- 
ngan rakyat Aceh. Sementara itu, Menteri Hukum dan Perundang-undang- 


1" http:/Awww.kompas.com/kompas-cetak/9911/09/utama/refeO1.html. Diakses pada 20 Februari 2015. 

™ Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian, Jakarta: Grasindo, 
2001, him. 190. 

2 hitp:/Avww.kompas.com/kompas-cetak/9911/10/atama/buka01htmL. Diakses pada 17 Februari 2015. Hari- 
an Kompas, 9 November 1999. 

2 'http:/Awww-kompas.co.id/kompas-cetak/9911/09/UTAMA/posi13.htmL/ Diakses pada 17 Februari 2015. 
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an Yusril Ihza Mahendra? sejalan dengan Presiden Gus Dur menegaskan 
bahwa MPR pada Sidang Umum (SU) 1999 sudah menetapkan bahwa Aceh 
tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, 
menurutnya, aksi menuntut referendum di Aceh harus dilihat sebagai hak me- 
nyatakan pendapat dan berkumpul bagi rakyat Aceh.” 

Menanggapi berbagai kontroversi, kritik, dan kemarahan para aktivis Aceh 
tersebut, melalui Menkopolkam Jenderal Wiranto, Menteri Hukum dan HAM 
Hasballah M. Saad, dan Ketua MPR Amien Rais, Presiden Gus Dur menawar- 
kan kepada rakyat Aceh untuk berdialog langsung dengannya.” Pemerintah ke- 
mudian mengirim Menteri Hukum dan HAM, Hasballah M. Saad yang asli 
Aceh, sebagai utusan khusus pemerintah ke Aceh untuk membicarakan tawaran 
dialog secara khusus dan langsung dengan Presiden Gus Dur.” Hasballah ber- 
gerak cepat, dua hari kemudian (13 November 1999) dia melibatkan beberapa 
menteri, antara lain Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, Menteri 
Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Erna Witoelar, Menteri Negara Pem- 
berdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Negara Kepen- 
dudukan dan Transmigrasi Al-Hilal Hamdi berangkat ke Aceh untuk menjajaki 
dialog. Tim pemerintah tersebut bertemu dengan berbagai tokoh masyarakat, 
mahasiswa, LSM, pimpinan dayah, dan tokoh GAM.” 


2 Harian Kompas, 9 November 1999. 

3 http://www.kompas.com/kompas-cetak/9911/10/utama/buka01 html. Diakses pada 17 Februari 2015. 
32 'http://www-kompas.com/kompas-cetak/9911/11/utama/presOI.html. Diakses pada 17 Februari 2015. 
2 Harian Kompas, 11 November 1999. 

2 Harian Kompas, 11 November 1999. 
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ialog langsung antara semua elemen Aceh dengan Presiden Gus Dur 
| mt pada 30 November sebelum peringatan kemerdekaan Aceh oleh 
GAM, 4 Desember 1999, yang bertempat di Masjid Al-Munawaroh, sebe- 
lah kediaman pribadi Presiden Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dialog 
itu dilakukan menjelang keberangkatan presiden ke Tiongkok sore harinya. 
Sedikitnya 60 orang'—versi lain 32 orang—yang terdiri dari hampir semua 
elemen rakyat Aceh, meliputi tokoh Aceh, mahasiswa, LSM, ulama, santri, 
gerakan perempuan, dan GAM ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun 
kemudian, pucuk pimpinan GAM di Swedia mengingkari untuk mengakui 
bahwa personel GAM yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah representasi 
dari mereka. Pernyataan GAM di Swedia mengklaim tidak mau ikut dalam 
pertemuan tersebut meskipun tuntutan utamanya adalah referendum. Hasan 
di Tiro di Swedia masih menolak dialog dalam bentuk apa pun kecuali merde- 
ka. “Dialog itu bodoh,” katanya.? 


1 http:/Awww.tempo.co.id/harian/include/index.asp?file=30111999-655. Diakses pada 28 Februari 2015. 
2 Harian Kompas, 11 November 1999, http://wwwlibrary.ohiou.edwindopubs/1999/11/30/0047-html. Diakses 
pada 16 Februari 2015. 


245 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


Pertemuan di Ciganjur tersebut sesungguhnya merupakan forum untuk 
melaporkan tuntutan rakyat Aceh terkait referendum yang dideklarasikan 
dalam suatu demonstrasi kolosal pada 8 November 1999 di Banda Aceh." Se- 
mua peserta dalam pertemuan tersebut menuntut diadakannya referendum 
guna terciptanya perdamaian di Aceh. Menurut juru bicara delegasi Aceh 
dalam forum tersebut, Teungku Baihagiy—penasihat Rabithah Thaliban 
Aceh—dan Cut Nur Asikin—tokoh Inong Balee Aceh—ada tiga pokok pi- 
kiran yang akan disampaikan. Pertama, penyelesaian konflik Aceh hanya bisa 
dilakukan melalui referendum dengan opsi merdeka. Kedua, agar pemerintah 
tidak lagi melakukan pendekatan militer kepada masyarakat Aceh yang me- 
nyebabkan kekerasan. Ketiga, delegasi mengemukakan masih memberikan 
kepercayaan kepada Presiden Gus Dur untuk mencari penyelesaian konflik 
Aceh secara damai." 

Keterbukaan dan egalitarian pertemuan itu menunjukkan tidak adanya 
intervensi dan pengaruh dari pemerintah, baik terhadap peserta delegasi ma- 
upun materi pembicaraan. Di dalam forum tersebut mereka bebas berbicara 
apa saja, sedangkan Presiden Gus Dur lebih banyak mendengarkan tuntutan 
mereka. Yang menarik dari forum negosiasi itu adalah bukan hasil yang bisa 
disepakati secara langsung, melainkan forum itu merupakan sebuah dialog 
yang bersifat lebih kekeluargaan ketimbang suatu pendekatan formal untuk 
mengambil keputusan saat itu juga. Menurut Teungku Baihagiy dan Cut 
Nur Asikin, Presiden Gus Dur secara pribadi tidak ada keberatan dengan 
referendum Aceh. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diputuskan sepihak oleh 
presiden, tetapi harus bersama-sama dengan DPR, MPR, serta TNI dan ha- 
rus melalui proses yang matang. Sebagaimana dinyatakan oleh Cut Nur Asi- 
kin di Banda Aceh: 


3 'http://www-kompas.com/kompas-cetak/9912/07/nasional/pres07.html. Diakses pada 17 Februari 2015. 
http://wwwlibrary.ohiou.edu/indopubs/1999/11/30/0047-html/ Diakses pada 16 Februari 2015. 

4 http://www-kompas.com/kompas-cetak/9912/07/nasional/pres07-html. Diakses pada 17 Februari 2015. 

$ 'http://wwwlibraryohiou.edu/indopubs/1999/11/30/0047.html. Diakses pada 16 Februari 2015. 
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“Gus Dur mengakui, secara pribadi dia oke-oke saja soal pelaksanaan referendum dengan 
opsi merdeka atau pemberian otonomi luas. Tetapi sebagai pimpinan negara kesatuan, Gus 
Dur harus lebih dulu meminta persetujuan MPR, DPR, dan militer.” 


Namun, pernyataan bahwa Presiden Gus Dur setuju dengan referendum ke- 
mudian dibantah beberapa hari kemudian oleh Menteri Luar Negeri Dr. Alwi 
Shihab. Ia mengklarifikasi bahwa pemberian referendum bukan hak presiden, 
melainkan DPR dan MPR.’ Dialog tersebut berakhir dengan damai dan tidak 
ada gejolak, tapi ada pernyataan GAM Swedia yang menyatakan bahwa personel 
GAM yang ikut serta dalam pertemuan tersebut tidak mewakili mereka. 

Seiring menguatnya gerakan sipil yang telah menyatu dengan GAM dan 
mengerucut pada tuntutan referendum, GAM menyelenggarakan peringatan 
kemerdekaan Aceh ke-23 pada 4 Desember 1999. Dalam peringatan tersebut, 
selain dilakukan pengerahan pasukan untuk unjuk kekuatan, GAM juga 
mengikutsertakan masyarakat sipil. GAM secara resmi melalui komandan 
tertinggi militer di lapangan Abdullah Syafei menyerukan pengibaran bendera 
GAM. Sebaliknya, atas instruksi presiden, aparat keamanan TNI dan Polri 
menahan diri untuk tidak melakukan penangkapan dan kekerasan, bahkan 
pelarangan. Pada peringatan yang membuat Abdullah Syafei beberapa kali 
muncul di televisi itu tidak terjadi insiden kekerasan.” 

Namun, semua konsesi dari Presiden Gus Dur itu dianggap belum cukup 
karena yang mereka tuntut adalah referendum dengan segera. Meski demikian, 
pada peringatan kemerdekaan Aceh versi GAM tersebut tidak ada deklarasi 
merdeka secara sepihak oleh GAM." Aturan bahwa pemberian referendum ke- 
pada sebuah wilayah tertentu yang bisa berkonsekuensi pemisahan harus disetu- 
jui oleh DPR dan MPR sebenarnya berangkat dari pengalaman inisiatif Presi- 
den Habibie untuk meluluskan referendum Timor Timur yang berakhir dengan 


* Harian Kompas, 6 Desember 1999. http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/07/nasional/pres07.html, 
Diakses pada 17 Februari 2015. 

? 1http:/Avww.kompas.com/kompas-cetak/9911/10/utama/bukaO1-html. Diakses pada 17 Februari 2015. 

® Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military”, 217. 

* Edward Aspinall & Harold Courch, “The Aceh Peace Process”, 7-8. 

1 Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military”, 217. 
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kemerdekaan, tanpa proses persetujuan DPR dan MPR terlebih dulu. Ketika itu, 
DPR dan MPR hanya memberikan persetujuan setelah referendum itu sendiri 
dilaksanakan dan dimenangkan oleh rakyat Timor Timur. Setelah peristiwa ter- 
sebut, kemudian lahir aturan baru bahwa presiden tidak memiliki hak untuk itu 
tanpa persetujuan DPR dan MPR." 

Meski Presiden Gus Dur sendiri optimis bahwa dengan referendum pun 
Aceh tidak akan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penen- 
tangan dari TNI dan para politisi di DPR serta para akademisi membuat Gus 
Dur harus mencari cara lain dalam bernegosiasi, yaitu dengan berangkat dari 
tawaran baru referendum terkait pemberlakuan otonomi khusus tanpa menyer- 
takan opsi merdeka.’? Menurut Kamal Sulaeman," ide-ide progresif dan sangat 
maju untuk ukuran masyarakat Aceh saat itu tentang pemecahan Aceh sesung- 
guhnya justru datang dari Presiden Gus Dur sendiri selama pembicaraan dan 
pertemuan-pertemuan intensif. Beberapa contoh di berbagai negara di dunia 
dikemukakan oleh Presiden Gus Dur, seperti rekonsiliasi di Afrika Selatan, re- 
ferendum di Ouebec di Kanada, Australia atas Kerajaan Inggris, Katalonia di 
Spanyol, serta hubungan Puerto Rico di Amerika Serikat. Semua itu, menurut- 
nya, belum pernah didengar oleh aktivis dan delegasi Aceh. Bahkan, yang me- 
nawarkan gagasan pemilihan kepala daerah langsung pertama kali di Aceh ada- 
lah Presiden Gus Dur sebagai alternatif pemecahan masalah Aceh di mana 
GAM ikut dalam pemilihan umum tersebut menjadi partai politik lokal. “Hal 
seperti itu belum terpikir oleh aktivis Aceh ketika itu,” kata Sulaeman. Pada 
kenyataannya, Aceh memang menjadi pelaksana Pemilukada langsung pertama 
di Indonesia setelah MoU perdamaian Helsinki. 

Meskipun tawaran baru referendum, tanpa opsi merdeka, ini membuat ak- 
tivis dan GAM di Aceh marah, posisi Presiden Gus Dur masih diuntungkan 
dengan adanya tekanan internasional terhadap ABRI/TNI terkait pelanggar- 
an HAM berat ketika referendum Timor Timur sehingga, karena itu, TNI ti- 


" Ibid. 

12 Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military”, 217. 

5 Wawancara Kamal Sulaeman, 10 Oktober 2014. Kamal Sulaeman kini adalah Ketua Dewan Kesenian Aceh. 
Dulu dia adalah anggota delegasi negosiasi RI-GAM, mewakili RI. 
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dak berbuat terlalu jauh di Aceh ketika itu. Sambil terus melakukan negosiasi 
dan terobosan di dalam negeri dengan tetap memberikan keleluasaan me- 
nyampaikan pendapat dan berkumpul kepada rakyat Aceh, Presiden Gus Dur 
terus mencari terobosan internasional yang mampu memediasi konflik dan 
pembicaraan damai di Aceh." Sebagian besar rakyat Aceh, khususnya para 
aktivis reformasi dan GAM, meyakini bahwa tuntutan referendum akan me- 
mudahkan mereka menuju agenda merdeka. Akan tetapi, bagi pemerintah pu- 
sat, dalam hal ini Gus Dur, tuntutan referendum (tidak langsung merdeka) ini 
justru masih memiliki celah untuk bernegosiasi damai dan tetap bersatunya 
Aceh di dalam RI." Karenanya, peringatan hari kemerdekaan GAM tersebut 
tidak menghalangi adanya usaha pembicaraan damai yang terus-menerus oleh 


pemerintah pusat RI. 


MEMPERKUAT KONSOLIDASI BERBUAH RIVALITAS INTERNAL 


Di lain pihak, meski diliputi ketidakpuasan terhadap tawaran baru Presiden 
Gus Dur karena menghilangkan opsi merdeka dalam referendum, gerakan 
reformasi dan referendum di Aceh sendiri—termasuk di GAM—tetap me- 
nahan diri, sehingga reaksinya saat itu tidak ada deklarasi merdeka secara 
sepihak. Mereka justru disibukkan menjaga asa dan soliditas antarelemen di 
dalam rakyat Aceh sendiri terkait tuntutan referendum dengan opsi merde- 
ka. Untuk tujuan menjaga asa tersebut, mereka merencanakan kembali terse- 
lenggaranya suatu pertemuan besar yang mereka namakan Kongres Rakyat 
Aceh (KRA) yang rencananya diadakan pada akhir April 2000. Akan tetapi, 
ternyata rencana kegiatan tersebut justru menimbulkan ketidaksolidan di an- 
tara elemen-elemen rakyat Aceh itu sendiri. Pertemuan ini didesain untuk 
menyerap aspirasi masyarakat Aceh dari bawah melalui perwakilan yang me- 
liputi seluruh Aceh (bandingkan dengan Kongres Rakyat Papua II di bagian 


lain buku ini). Berdasarkan rencana panitia, setiap kecamatan akan diambil 


W Poltak Partogi Nainggolan, “The Indonesian Military”, 218. 
1 Edward Aspinall & Harold Courch, “The Aceh Peace Process”, 7-8. 
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4 orang utusan untuk mengikuti KRA. Sebelum menentukan utusan daerah 
tersebut, panitia juga mengirim utusan ke seluruh daerah untuk memberikan 
informasi atau briefing terkait rencana pertemuan besar tersebut serta penen- 
tuan personel para utusan. 

Dalam pelaksanaannya, terjadi persaingan antarelemen di dalam gerakan 
masyarakat sipil itu sendiri. Baik ulama (HUDA) maupun GAM, misalnya, 
sama-sama mengklaim memiliki basis pada rakyat akar rumput dan berhak 
menunjuk representasi atau utusan ke dalam KRA, sehingga keduanya meng- 
klaim paling berhak untuk utusan di tingkat gampong. Oleh sebab itu, kemu- 
dian terjadi persaingan antara GAM, ulama, dan mahasiwa dalam menentu- 
kan pihak representasinya. Salah satu akademisi yang juga sangat aktif dalam 
reformasi, Otto Iskandar Ishak, saat itu berpendapat bahwa pertemuan KRA 
ini didesain sebagai pertemuan sipil atau civi? society sehingga selayaknya GAM 
sebagai angkatan bersenjata tidak ikut serta di dalamnya.” Namun, jubir GAM 
mengatakan bahwa GAM sudah menjadi bagian dari gerakan sipil itu sendiri, 
meskipun mereka punya sayap bersenjata.” 

Rencana Kongres besar itu dilakukan dengan sosialisasi yang sangat luas. 
Dan tampaknya KRA ini dikontrol oleh ulama karena ketua panitia perte- 
muan inti merupakan kalangan ulama atau HUDA, Tgk. H. Syahma’un 
Risyad.'* Rencana semula adalah peserta ditargetkan setiap kecamatan me- 
ngirimkan empat orang dari berbagai komponen, namun karena saling curi- 
ga dan tekanan dari pemerintah dan pihak keamanan yang sangat kuat, 
akhirnya komponen masyarakat sipil tersebut satu per satu mundur. Bebera- 
pa kelompok gerakan mahasiswa terpenting ketika itu seperti SMUR, SO- 
MAKA, WAKAMPAS, dan LAKASETIA akhirnya secara tegas menolak 
KRA. Mereka menyebut Kongres tersebut kemudian dengan sinis sebagai 
Kera bukan KRA. Salah satu alasannya karena mekanismenya diduga mani- 


36 Radio Nikoya-FM, 06 April 2000; INDONews, 08 April 2000. 
1 Radio Nikoya-FM, 06 April 2000; INDONews, 08 April 2000. 
18 Radio Nikoya-FM, 06 April 2000; INDONews, 08 April 2000. 
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pulatif dan dicurigai sebagai titipan agenda pemerintah pusat di Jakarta. Hal 
itu dikhawatirkan justru akan memperlemah posisi tawar rakyat Aceh dalam 
negosiasi dengan pemerintah Jakarta.” Sedangkan, GAM kemudian beru- 
bah sikap dengan menentang gagasan itu. Hal ini tampaknya disebabkan 
oleh makin kuatnya pengaruh gerakan ulama yang tidak bisa dikontrol oleh 
GAM di akar rumput dan akan menjadi saingan dalam merekrut massa 
pengikut, yang mana ketika itu GAM sedang melakukan konsolidasi dan 
pelibatan massa dalam gerakan mereka.” 

Kepanitiaan KRA ini tampaknya didominasi dan dipimpin oleh kalangan 
HUDA. Sayangnya, kemudian terbangun persepsi yang membuat salah paham 
di berbagai kalangan dan elemen di dalam masyarakat luas. Di satu pihak ber- 
kembang persepsi bahwa pertemuan KRA itu tidak lain adalah rencana untuk 
deklarasi merdeka. Persepsi ini terutama berkembang di kalangan aparat nega- 
ra dan keamanan. Namun, di sisi lain justru berkembang persepsi bahwa KRA 
tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan pemerintah pusat dengan tujuan 
menghilangkan opsi merdeka di dalam referendum.” 

Karena itu, di satu pihak, terjadi peningkatan kewaspadaan dari pihak 
keamanan dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi di lain pihak 
terjadi perbedaan pendapat, ketegangan, dan saling klaim di kalangan gerak- 
an masyarakat sipil. Tampaknya terjadi saling berebut pengaruh di antara ele- 
men-elemen gerakan sipil Aceh sendiri, terutama masalah rekrutmen utusan 
di tingkat kecamatan. Tidak begitu jelas bagaimana asal-muasalnya kemudi- 
an terjadi saling curiga antara komponen mahasiswa, GAM, dan HUDA. 
Pemerintah sendiri melakukan reaksi cukup keras terhadap rencana tersebut 
karena dicurigai sebagai rencana deklarasi merdeka. Semula GAM melalui 
juru bicara MP-GAM di Malaysia menyatakan mendukung KRA tersebut 


dengan alasan bahwa rencana itu untuk mencari dukungan rakyat dan saling 


© http/Awwwlibrary.ohiou.edw/indopubs/2000/04/12/0022.html. Diakses pada 14 Februari 2015. 
2 Rodd MicGibbon, “Local Leadership and the Aceh Conflict”, hlm. 334-336. 
2 Rodd McGibbon, “Local Leadership”, 335. 
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mendukung dengan ulama untuk referendum dengan opsi merdeka. Namun, 
kemudian mereka mencabut dukungan tersebut dan menyatakan tidak ikut 
dalam KRA. 

Bersamaan dengan rencana KRA, HUDA dan RTA juga mendirikan suatu 
sayap organisasi baru yang lebih berorientasi kepada pengamanan, yang disebut 
Komando Ansarullah. Menurut Ketua RTA Tgk. Bulgaini Tanjungan, ada tiga 
fungsi sayap organisasi baru ini, yaitu: (1) untuk membangun kader di dalam 
RTA, (2) untuk memperkuat lingkaran utama organisasi RTA, (3) untuk meng- 
aktifkan program, pengamanan, dan meningkatkan program sosial RTA.” Se- 
dangkan pihak keamanan semakin intensif untuk mengawasi pergerakan para 
aktivis dan ulama dan mulai terjadi intimidasi terhadap para pengasuh dayah di 
desa-desa oleh aparat keamanan. 

Kemudian diumumkan bahwa KRA yang direncanakan berlangsung pada 
akhir April 2000 itu ditunda dan tidak pernah terselenggara setelah itu.” Pe- 
nundaan tersebut, menurut ketua panitia Tgk. H. Syahma'un Risyad, karena 
adanya permintaan dari HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) yang meng- 
harapkan adanya sosialisasi lebih matang sebelum KRA dilaksanakan.” Se- 
dangkan menurut HUDA, salah satu alasannya adalah karena intimidasi ter- 
hadap para ulama dayah, baik oleh GAM maupun oleh militer. Seorang ulama 
pengurus teras HUDA mengatakan bahwa karena anggota dayah banyak yang 
tinggal di desa-desa terpencil yang masih sulit dijangkau komunikasi dan in- 
formasi, mereka potensial menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan. Intimida- 
si dan bahkan pembunuhan telah menimpa antara lain Tengku Bantagiyah 
sebelumnya. Mereka tidak mau hal itu terulang. Dengan alasan demi menja- 
ga keamanan para ulama pengasuh dayah di gampong-gampong, HUDA juga 


2 Michelle Ann Miller, Rebellion and Reform in Indonesia, hlm. 77. 

3 TEMPO Interaktif, 11 April 2000, TEMPO Interaktif, 12 April 2000. 

2 http://www.tempo.co.id/harian/include/index.asp?file=1242000-950. Diakses pada 02 Januari 2015. 

2 Rodd McGibbon, “Local Leadership and the Aceh Conflict”, hlm. 334-336; lihat Michelle Ann Miller, Re- 
bellion and Reform in Indonesia, hlm. 76-77. 
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akhirnya mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam prakarsa KRA tersebut. 
Dan tampaknya rencana KRA tidak lagi berlanjut. 

Sebelum rencana KRA itu, pada 19-22 Februari 2000, terselenggara 
Kongres Mahasiswa dan Pemuda Serantau (KOMPAS) II, bersamaan dengan 
Kongres Inong Blee Aceh.” Namun, Kongres Mahasiswa dan Pemuda Seran- 
tau (KOMPAS) II tidak begitu sukses karena tidak dihadiri secara lengkap 
oleh seluruh gerakan sipil terutama mahasiswa dan LSM sebagaimana KOM- 
PAS I. Pertemuan tersebut memberi mandat kepada SIRA untuk mendukung 
pelaksanaan KRA, selain HUDA dan Thaliban.” Sedangkan Kongres Inong 
Blee Aceh tampaknya cukup sukses dengan melahirkan berbagai rekomendasi 
yang mendasar, terutama tentang langkah-langkah perdamaian Aceh. Meski 
demikian, rekomendasi itu mendapatkan cukup banyak kritik dari GAM yang 
menganggap tidak cukup progresif dan tegas dalam menuntut referendum de- 
ngan opsi merdeka. 

Menurut Suraiya Kamaruzzaman, Ketua OC DPIA,” dalam forum kong- 
res tersebut terjadi banyak curahan hati (curhat) dari korban konflik yang di- 
perkosa, yang awalnya membangun logika bahwa penderitaan ini karena tidak 
merdeka. Namun, ada juga korban yang tidak setuju merdeka menjadi solusi, 
karena merdeka atau referendum malah akan membangun konflik yang lebih 
parah lagi akibat keterbelahan Aceh antara yang pro dan anti-GAM. Akhir- 
nya, dimunculkan kesimpulan win-win solution saat itu bahwa “perempuan 
Aceh harus dilibatkan dalam semua proses politik, termasuk jika nantinya 
Aceh akan mendukung referendum”, bukan tuntutan referendum itu sendiri. 
Hal ini, kata Suraiya, sesuai dengan moto Aceh: “Krue Seumangat Keu Duek 
Pakat Inong Aceh Keu Aceh Damee, Aman, dan Makmur (Selamat Musyawarah 
Perempuan Aceh untuk Aceh Damai, Aman, dan Makmur)”. Kongres Inong 


2 http://wwwlibrary.ohiou.edw/indopubs/2000/01/2263.html, Diakses 17 Februari 2015. 
2 Radio Nikoya-FM, 06 April 2000: IVDONews, 08 April 2000. 

2 TEMPO Interaktif 11 April 2000. 

? Wawancara Suraiya Kamaruzzaman, 16 Oktober 2014. 
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Balee Aceh tersebut dihadiri oleh 437 peserta yang berasal dari hampir seluruh 
Aceh. Setelah kongres tersebut, delegasi Inong Balee Aceh juga secara khusus 
bertemu dengan Presiden Gus Dur untuk melaporkan hasil kongres mereka. 
Menurut Suraiya, presiden ketika itu lebih banyak mendengar dan menyata- 
kan akan menindaklanjuti, namun kemudian melontarkan guyonan-guyonan 


khasnya ketimbang memberikan tanggapan serius." 


* Wawancara Suraiya Kamaruzzaman, 16 Oktober 2014; Radio Nikoya-FM, 19 Februari 2000. 
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Bab 4 
OPERASI RAHASIA PERDAMAIAN 
DAN JEDA KEMANUSIAAN 


i tengah situasi Aceh yang tidak mudah dan di lain pihak mulai di- 
|B aaa. posisi politik Presiden Gus Dur di tingkat nasional,' 
operasi rahasia perdamaian dan usaha pembicaraan damai terus berlang- 
sung di level internasioal.? Di pihak lain, antara akhir Desember 1999 dan 
Januari 2000, Direktur HDC Martin Griffiths sudah berhasil bertemu de- 
ngan para petinggi GAM di Swedia ataupun dengan pecahan GAM di 
Kuala Lumpur Malaysia, sebuah kelompok sp/inter GAM yang menyebut 
diri sebagai Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM). 
Keduanya, baik GAM di Swedia maupun di Malaysia, meskipun masih 
memasang ca// tinggi dengan tuntutan merdeka dan referendum seperti 
juga GAM di Aceh, mereka menyambut baik tawaran kemungkinan ne- 


gosiasi damai tersebut. 


1 Greg Barton, Abdurrahman Wahid, 299-312. 

2 Wawancara Mohamad Bakir, 27 April 2017. M. Bakir adalah wartawan harian Kompas yang banyak sekali 
mengikuti perjalanan Presiden Gus Dur ke luar negeri, di antaranya untuk negosiasi perdamaian Aceh dan 
Papua. Bakir juga mengetahui Presiden Gus Dur banyak mengirim utusan untuk pembicaraan damai dengan 
GAM di luar negeri secara rahasia. 
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Bahkan, mereka kaget karena pemerintah RI langsung melibatkan media- 
tor internasional. Ini untuk pertama kalinya dalam perang selama dua dekade 
lebih antara GAM vs. RI ada pihak internasional yang bisa dan boleh berkon- 
tribusi untuk peace talk atau memediasi.* Pada 27 Januari, kira-kira tiga bulan 
sejak HDC bekerja sama dengan pemerintah RI untuk mediasi secara resmi, 
dengan ditengahi oleh HDC tersebut, terjadi pertemuan di Stockholm, Swe- 
dia, antara pemimpin tertinggi GAM, Teungku Hasan di Tiro dengan perwa- 
kilan dari Indonesia yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia 
untuk PBB, yaitu Hassan Wirajuda.* Hassan Wirajuda memiliki pengalaman 
internasional dalam hal negosiasi perdamaian ketika menjadi negosiator damai 
antara pemerintah Filipina dan MNLF (Mindanao National Liberation Front) 
pada pertengahan 1990-an. Ini adalah untuk pertama kalinya terjadi kontak 
antara pemerintahan Jakarta dan GAM yang sama-sama mewakili masing- 
masing pihak secara resmi untuk membicarakan kemungkinan negosiasi da- 
mai. Sementara itu, pada 16 Maret 2000, Bondan Gunawan, Plt. Sekretaris 
Kabinet RI, menemui Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata GAM 
Abdullah Syafei di persembuyiannya di hutan. 

Sebenarnya, pembicaraan antara HDC dan Presiden Gus Dur mengenai 
kemungkinan melakukan mediasi dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh 
dengan GAM sudah dimulai sejak akhir 1999 begitu Gus Dur terpilih menja- 
di presiden.” Pembicaraan dengan Presiden HDC ketika itu, Martin Griffiths, 
bahkan sudah melibatkan beberapa pejabat tinggi negara dalam kabinet Presi- 
den Gus Dur.’ Presiden Gus Dur bahkan mendorong agar HDC terus terli- 


bat’, dan pemerintah Indonesia—kecuali oknum-oknum tertentu di dalam 


Konrad Hubar, “The HDC in Aceh”, hlm. 22. 
HDC (Henry Dunant Centre), 2003. “Aceh Initiative: Internal Review”, hlm. 7. 
Ahmad Suaedy, Dinamika Minoritas. 
Wawancara Bondan Gunawan, 09 September 2013. 
HDC (Henry Dunant Centre), 2003. “Aceh Initiative: Internal Review", Geneva: HDC, hlm. 6. 
Ibid. 
Ibid. 
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pemerintahan warisan Orba—menerima dengan baik tawaran dari HDC un- 
tuk mediasi dengan GAM demi mencari penyelesaian damai. Tawaran dari 
HDC ketika itu bermula dari pandangan sederhana bahwa “the best way to 
protect civilians is to stop the armed conflict in which they disproportionately suffer 
casualities, trauma, and displacement.” 

Pada November 1999, Griffiths sudah bertemu langsung dengan Presiden 
Gus Dur untuk membicarakan kemungkinan HDC sebagai pihak ketiga da- 
lam negosiasi, dan Presiden menerima dengan baik gagasan tersebut. Beberapa 
saat kemudian diberitakan bahwa utusan Presiden Gus Dur sudah bertemu 
dengan pihak petinggi GAM di Swedia.” Hal ini selalu tidak mudah karena 
kementerian luar negeri sendiri waktu itu masih keberatan atas keterlibatan 
pihak asing dalam konflik Aceh sehingga ketika pihak yang akan memberi- 
kan dukungan dana atau donor program tersebut, di antaranya pemerintah 
Norwegia, mendapat jawaban negatif dari Kemenlu. Hal itu mengakibatkan 
tertundanya bantuan dana yang disepakati untuk mendukung program HDC 
di Aceh. Karena itu, bantuan tersebut baru terealisasi pada awal tahun 2000." 
Tampaknya, keberatan staf senior Kemenlu tersebut tidak diketahui oleh 
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, sehingga bantuan tersebut baru disetujui 
setelah Menteri Alwi Shihab mengetahuinya." 

Tak hanya Norwegia, hambatan komitmen pendanaan juga dialami oleh 
pihak lainnya. Selain kalangan senior kementerian luar negeri, TNI juga secara 
keras menentang peran HDC atau pihak asing dalam usaha perdamaian Aceh. 
Hal itu disebabkan, selain karena doktrin di dalam ABRI sendiri tentang Ne- 
gara Kesatuan RI, juga karena masalah defisit anggaran 70 persen TNI atau 
ABRI yang selama ini dicukupi dari bisnis keamanan, penindasan, dan keke- 


1 Konrad Hubar, “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO mediation and implementation", Policy 
Studies 9. (Washington D.C.: Eastwest Centre Washington D.C., 2004), hlm. 20. 

1 Ibid, 20. 

2 Ibid. 

3 [bid., 21. 

“ Ibid. 
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rasan, khususnya di Aceh dengan industri minyak dan gas, serta illegal logging, 
illegal marijuana, dan premanisme." 

Pada saat itu, selain reformasi yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur, sebe- 
narnya juga terjadi konsolidasi elemen-elemen aktor Orde Baru dan kontra- 
reformasi yang membuat reformasi itu menjadi sulit. Salah satu penghalang 
agenda reformasi adalah kalangan TNI. Jenderal Wiranto sebagai Menkopol- 
kam dan Feisal Tanjung sebagai KASAD dianggap sebagai dua orang yang 
dekat dengan Soeharto dan selalu menyulitkan reformasi yang sedang dilaksa- 
nakan oleh Presiden Gus Dur.'* Momentum datang ketika muncul pengu- 
muman KKKP Timor Timur yang menyatakan keterlibatan ABRI sebagai pe- 
laku pelanggar HAM berat di Timor Timur. Jenderal Wiranto sebagai Pangab 
ABRI ketika itu dianggap bertanggung jawab atas keterlibatan tersebut.!” 

Pengumunan KKPP tersebut sebenarnya juga mempermalukan Presiden 
Gus Dur dan Indonesia di luar negeri, karena ABRI sebagai perangkat negara 
yang sah terlibat dalam pembantaian dan pelanggaran HAM berat. Presiden 
Gus Dur harus membersihkan nama TNI atau ABRI dan negara dari persep- 
si internasional dengan cara memecat orang yang paling bertanggung jawab, 
yaitu Jenderal Wiranto yang ketika itu sebagai Menhankam/Pangab pada 
masa Orde Baru dan pemerintahan Presiden Habibie. Alasan itulah yang 
membuat Presiden Gus Dur memecat Wiranto ketika Gus Dur sedang ber- 
kunjung ke Eropa.'* Namun, ketika Presiden Gus Dur kembali ke Indonesia, 
Wiranto menemuinya untuk meminta waktu penundaan agar bisa tetap me- 
megang jabatan selama menunggu masa pensiun. Presiden Gus Dur, atas dasar 
kemanusiaan kemudian memberi waktu kepadanya, tetapi pada saat yang sama 
Gus Dur memerintahkan kepada anak buahnya untuk menginvestigasi apa 
yang dilakukan oleh Wiranto ketika Gus Dur di luar negeri. 


1 Ibid. 

16 Greg Barton, Abdurrahman Wahid, 294. 
V Ibid, 295. 

“Ibid. 
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Berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa ketika Presiden Gus Dur 
berada di luar negeri, Wiranto tidak hanya bekerja sebagai pejabat negara, te- 
tapi juga melakukan berbagai pertemuan dengan kekuatan-kekuatan politik, 
seperti Habibie dan tokoh senior militer untuk merencanakan perlawanan po- 
litik terhadap pemerintahan yang sah. Ketika kesimpulan tersebut sampai ke- 
pada Presiden Gus Dur, ia segera meminta Wiranto untuk mengundurkan 
diri. Wiranto syok dan tidak tinggal diam, ia kemudian melakukan berbagai 
pergerakan politik perlawanan.” Keuntungan Presiden Gus Dur adalah ketika 
itu TNI dan juga Jenderal Wiranto sedang di bawah sorotan internasional 
karena pelanggaran HAM berat di Timor Timur, sehingga meskipun berusaha 
melakukan perlawanan, kurang mendapatkan sambutan besar dari rakyat. 

Sementara itu, pada 16 Maret 2000, Bondan Gunawan, Plt. Sekretaris Ka- 
binet RI, menemui Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata GAM Abdul- 
lah Syafei di persembuyiannya di hutan. Aksi Bondan Gunawan ini sebagai 
misi perdamaian yang nyaris mustahil jika diukur dari pendekatan keamanan 
yang dilakukan Orde Baru sebelumnya. Sebagai wakil resmi dari pemerintah 
RI dan seorang pejabat tinggi paling dekat dengan presiden yang menjadi mu- 
suh perang melawan GAM, Bondan mengunjungi markas pusat angkatan ber- 
senjata paling rahasia di hutan. Bondan datang seorang diri tanpa pengawalan 
keamanan karena hal itu menjadi komitmen pertemuan tersebut. Abdullah 
Syafei sendiri menyambut Bondan dengan sapaan sahabat.” 

Meskipun pertemuan tersebut berlangsung tidak lebih dari 20 menit, me- 
reka menyepakati adanya penghentian kekerasan oleh kedua belah pihak de- 
ngan tidak saling menyerang serta bersepakat terus melanjutkan pembicaraan 
damai. Dua hal itu pulalah yang sedang dibicarakan antara Hassan Wirajuda 
dan Hasan di Tiro di Eropa. Bondan menyebut aksinya itu sebagai inisiatif 


o Ibid. 
2 Tbid., 296. 
2 Wawancara Bondan Gunawan, 9 September 2013. 
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sendiri, namun dengan persetujuan Presiden Gus Dur. Otto Iskandar Ishak,” 
salah seorang aktivis dan akademisi Aceh yang sangat dekat dengan GAM dan 
Abdullah Syafei, mengonfirmasi bahwa dialah yang memfasilitasi pertemuan 
antara Bondan Gunawan dan Abdullah Syafei tersebut. Muhamad Nazar, ko- 
ordinator Presidium SIRA, memberikan tanggapan terhadap pertemuan Bon- 
dan-Syafei tersebut dengan menyebutnya sebagai pengakuan pemerintahan 
Gus Dur secara resmi terhadap eksistensi GAM dan sebuah upaya mencapai 
perdamaian yang makin konkret.” 

Pada pertemuan intensif ke-4 antara wakil pemerintah RI dan GAM pada 
12 Mei 2000 ditandatangani perjanjian damai berupa “Jeda Kemanusiaan” atau 
lengkapnya Joint Understanding of Humanitarian Pause for Aceh di Davos, Swiss, 
yang mulai berlaku pada 2 Juni 2000. Sekali lagi, RI diwakili oleh Dubes RI 
untuk PBB, H.E. Hassan Wirajuda, sedangkan GAM diwakili oleh Dr. Zaini 
Abdullah, Menteri Kesehatan GAM Swedia waktu itu. Sesungguhnya, perjanji- 
an ini ditentang baik oleh kalangan TNI maupun oleh DPR karena memberikan 
kedudukan yang sama atau memberikan pengakuan politik kepada eksistensi 
GAM dan melibatkan asing dalam proses negosiasi, yaitu HDC. Namun, peme- 
rintahan Gus Dur jalan terus, meskipun nantinya tidak berjalan mulus karena 
penentangan tersebut.“ Dalam kesimpulan dan evaluasi HDC” ditulis bahwa: 


“The HP (Humanitarian Pause) led to several significant achievements. The talks in January 
2000 marked the first time in the history of the long-standing conflict that representatives of the 
Gol and GAM met face to face. It was also the first time that the two parties discussed the dete- 
riorating humanitarian situation in the province, and measures they could take to protect the 
Acehnese people. Indeed, the number of violent incidents and the level of tension decreased signi- 
Jicantly during the first month of the HP, and mast Acehnese enjoyed a return to normal life for 
the first time after decades of war." 


? Wawancara Oto Iskandar Ishak, 03 September 2014. Dan menurut Bondan sendiri ia difasilitasi oleh seorang 
wartawan Kompas Maruli Tobing yang sangat dekat dengan Abdullah Syafii, Bondan Gunawan, Hari-Hari 
Terakhir Bersama Gus Dur, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018, hlm 210. 

2 Radio Netherland,20 Maret 2000. 

2 Aleksius Jemadu,"Democratisation', 272-291. 

2 HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, 9. 

* HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Reveiw”. Penekanan ditambahkan oleh penulis. 
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Perjanjian tersebut menyepakati penghentian kekerasan dan saling menye- 
rang di antara kedua belah pihak. Perjanjian penghentian saling serang atau Jeda 
Kemanusiaan itu berjalan selama tiga bulan yang disebut sebagai “Humanitarian 
Pause (HP) atau Jeda Kemanusiaan (JK)”.” Dalam Jeda Kemanusiaan tersebut 
diisi dengan tiga kegiatan: 1) untuk memberikan dan mengirimkan bantuan ke- 
manusiaan kepada korban konflik dan para pengungsi melalui Komite Bersama 
Kemanusiaan (The Joint Committee on Humanitarian Action, JCHA). Komite itu 
terdiri dari perwakilan RI, GAM, dan HDC sebagai fasilitator atau mediator, 2) 
menyediakan bantuan keamanan guna menjamin kelancaran pengiriman bantu- 
an hingga sampai kepada korban oleh Komite Bersama Bantuan Keamanan (The 
Joint Committee on Security Modalities, JCSM), dan 3) membangun dan mening- 
katkan langkah-langkah saling percaya (trust building) untuk tercapainya solusi 
damai dari konflik. 

Kedua joint committee tersebut bertemu secara reguler di Aceh dan Davos 
untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program. Pengaruh sipil sangat 
kuat dan TNI tidak bisa mendikte berjalannya program tersebut meskipun 


mereka ingin melakukannya.” Jemadu menulis: 


“This was the first formal agreement achieved by the Indonesian government and GAM. It was 
also the first time the Indonesian government presented a more human and civilized face in deal- 
ing with the Aceh separatist movement” 


Di sisi lain, pada Februari 2000 masa kerja Komisi Independen Tindak 
Kekerasan di Aceh bentukan Presiden Habibie habis, namun pekerjaan belum 
selesai seluruhnya. Kemudian Presiden Gus Dur memperpanjang tugas komisi 
tersebut hingga 31 Juli 2000 dengan Keppres No. 27 Tahun 2000 tertanggal 24 
Februari 2000. Namun, terhadap beberapa kasus yang telah selesai diungkap, 
seperti kasus Teungku Bantagiyah, akan langsung disidangkan. Menurut Am- 


7 HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, 7. 
x Ibid. 

** Wawancara Kamal Sulaeman, 10 Oktober 2014. 

2 Aleksius Jemadu, “Democratisation”, 279. 
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ran Zamzami, setidaknya ada lima kasus yang sudah selesai diselidiki pada pe- 
riode pertama tugas Komisi ketika itu dan sudah dilaporkan kepada Presiden 
Gus Dur sehingga dapat segera disidangkan." Lima kasus tersebut adalah kasus 
perkosaan, peristiwa rumah gedong di Kabupaten Pidie, kasus Idi Cut di Aceh 
Timur, simpang KKA, dan Tengku Bantagiah di Beutong Ateuh, Aceh Barat.” 

Presiden Gus Dur menyetujui untuk segera digelar Pengadilan Koneksitas 
kepada mereka. 24 orang pelaku pembantaian, kecuali Kol. Inf. Sudjono—ka- 
rena menghilang atau diduga dihilangkan oleh “invisible hand”—dalam kasus 
pembantaian Teungku Bantagiyah beserta keluarga dan santrinya yang mene- 
lan korban tewas 57 orang, masing-masing divonis 8 sampai 10 tahun penjara 
pada 26 April 2000. Kebijakan Presiden Gus Dur ini merupakan yang pertama 
kalinya kalangan militer diadili tidak di dalam suatu pengadilan eksklusif 
Pengadilan Militer, tetapi campuran sipil dan militer." Berbeda dengan Peng- 
adilan HAM pada kasus Timor Timur yang hampir semuanya divonis bebas, 
pelaku kekerasan Bantagiyah semuanya divonis 8-10 penjara dan seluruh 
pembelaannya ditolak hakim. Artinya, kasus kekerasan oleh militer dapat dia- 
dili di pengadilan yang tidak hanya eksklusif pengadilan militer pada masa 
pemerintahan Presiden Gus Dur. Meskipun demikian, bagi kalangan aktivis 
HAM, pengadilan koneksitas tersebut belum memuaskan dari segi penegakan 
HAM dan kesetimpalan dari kesalahan mereka, serta keadilan. Pengadilan ko- 
neksitas tersebut masih dinilai sebagai sumir.4 

Bulan pertama dari tiga bulan JK periode pertama terjadi penurunan angka 
kekerasan secara sangat signifikan,” meskipun perdebatan dan pertengkaran 


3 http:/Avww-kompas.com/kompas-cetak/9912/16/utama/percOt.html. Diakses 02 April 2015, Laporan Komisi 
Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, Prosedur, Temuan, Analisis, Kesimpulan, dan Rekomendasi 
(BAB 1-9, Setebal 491 halaman). Keputusan Presiden No. 88 Tahun 1999. 

2 Ibid. 

9 Pengadilan koneksitas adalah pengadilan campuran, dalam hal ini pengadilan militer dan sipil. Ini karena yang 
terlibat bukan hanya militer, melainkan juga sipil. 

38 http:/Awwwkompas.com/kompas-cetak/0004/20/itama/sidaOt.heml. Diakses pada 02 April 2015. Lihat Ana- 
lisis Dokumentasi ELSAM, Mei 2000. 

5 HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, 7: Edward Aspinall & Harold Crouch, 
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terus terjadi di atas meja perundingan, baik di dalam komite di Aceh maupun 
di Davos.” Pertengkaran terutama berkaitan dengan kehadiran pasukan kea- 
manan di Aceh. GAM menginginkan agar RI menarik seluruh pasukan non- 
organik, terutama yang ada di wilayah-wilayah perusahaan minyak dan gas, 
seperti di Lhokseumawe. Ini karena kehadiran mereka dianggap mengganggu 
masyarakat. Pihak RI menolak keinginan GAM ini dengan alasan kehadiran 
mereka justru untuk menjamin keamanan masyarakat dan supaya semuanya 
berjalan normal dengan perusahaan-perusahaan tersebut.” Namun, kekerasan 
mulai muncul lagi menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 
2000. HDC yang ketika itu mendirikan kantor di Banda Aceh juga menda- 
patkan intimidasi dari TNI.” 

Pertengkaran pada rentang pelaksanaan JK juga berkaitan dengan tuntutan 
TNI agar saling memberikan informasi secara terbuka mengenai jumlah dan 
posisi pasukan dari masing-masing, antara GAM dan TNI. GAM menolak 
memberikan informasi tersebut karena, menurut klaim mereka, sebagian besar 
pasukan GAM berada di hutan. Meskipun terus terjadi ketegangan di meja 
perundingan dan terganggu oleh pelanggaran kesepakatan masing-masing pi- 
hak di lapangan, pembicaraan damai terus berlangsung. Pada pertemuan ko- 
mite 20 September 2000, pertengkaran tersebut bisa diselesaikan sementara 
oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada kesepakatan sebelumnya dan 
keinginan bersama untuk tetap melanjutkan pembicaraan damai." Jeda Kema- 
nusiaan I, meskipun dianggap kurang berhasil karena pada bulan ketiga terjadi 
sejumlah kekerasan dan saling melanggar janji, namun harapan untuk pembi- 
caraan damai masih bertakhta sehingga dilanjutkan dengan Jeda Kemanusiaan 
IL. JK II ini berlaku hingga 15 Januari 2001. Mereka bahkan ingin lebih maju 


“The Aceh Peace Process”, 18-19. 
* HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, 8. 
7 Ibid. 
2 Edward Aspinall & Harold Crouch, “The Aceh Peace Process”, 18-19. 
* Konrad Hubar, “The HDC in Aceh”, 23. 
* HDC (Henry Dunant Centre), “Aceh Initiative: Internal Review”, 8. 
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dari sekadar penghentian kekerasan dan aksi kemanusiaan. Mereka mengusul- 
kan untuk dibicarakannya jalan keluar politik guna mengakhiri konflik." 

Pada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, seperti pada 6-9 Januari dan 
14—16 Februari 2001 di kantor HDC di Jenewa, bisa dicapai kesepahaman. 
Bahkan, misalnya, mereka menyepakati untuk mengakhiri HP atau JK yang 
notabene bersifat sementara untuk lebih maju ke arah mencari kesepakatan 
politik dan keamanan dalam perdamaian yang lebih permanen.” Pada pem- 
bicaraan yang kemudian oleh HDC sendiri disebut sebagai “Damai Melalui 
Dialog, Peace through Dialogue” itu, GAM telah menunjukkan keinginannya 
untuk mentransformasi diri dari gerakan bersenjata untuk memasuki babak 
baru menjadi perjuangan politik dalam sistem demokrasi, yaitu menjadi partai 
politik. 

Laporan HDC menyimpulkan bahwa This meant that they (GAM) would 
consider transforming themselves into an entirely political organization with the 
aim of participating in democratic elections alongside other political parties. Itulah 
sesungguhnya keinginan Presiden Gus Dur ketika menempatkan kelompok 
gerakan separatis, seperti GAM dan OPM, sebagai warga negara yang layak 
untuk diajak dialog dan berbicara secara setara. Tentu saja di dalam proses itu 
diharapkan tidak ada pengkhianatan dan pelanggaran hukum oleh mereka di 
satu pihak dan tidak ada perlakuan semena-mena oleh aparat negara terhadap 
mereka di lain pihak. 

Pada 15 Januari 2001, dengan mempertimbangkan beberapa kegagalan 
implementasi perjanjian damai di Aceh, HDC merancang suatu kesepakatan 
transisi dengan mendasarkan pada gencatan senjata (ceasefire) dengan nama 
Moratorium Kekerasan. Namun, rencana tersebut baru bisa direalisasikan pada 
pertengahan Maret hingga awal April 2001 dengan beberapa daerah percon- 


tohan, yang kemudian disebut zona damai (peace zone). Mereka terdiri dari Idi 


“i Ibid.,9. 
2 Ibid. 
* Ibid.10. 
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Tunong (Aceh Timur), Peusangan (Bireun), Simpang Keuramat (Aceh Utara), 
Tiro (Aceh Pidie), dan Indrapuri (Aceh Besar). 

Dalam pembicaraan yang justru mulai masuk ke arah penataan keamanan 
dan kelanjutan pembicaraan damai dalam ranah politik itulah, pada akhir Ma- 
ret 2001 terjadi insiden pembunuhan terhadap anggota tim pengawasan pro- 
gram dialog tersebut di Aceh Selatan. Pembunuhan itu sendiri diduga dilaku- 
kan oleh pasukan Brimob, tetapi terjadi saling tuduh antara GAM dan 
pemerintah Indonesia. Peristiwa pembunuhan itu memecahkan telur morato- 
rium kekerasan yang baru disepakati dan ditandatangani pasca-JK II.“ Proses 
dialog pun mengalami gangguan. Akan tetapi, penyebab utama terhentinya 
dialog tersebut sesungguhnya bukanlah saling serang dan saling klaim, melain- 
kan karena dihentikannya produksi gas dari Exxon Mobil di Lhokseumawe 
dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan. Lagi-lagi, dengan demikian, 
sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional ikut menentukan kehadiran 
aparat keamanan atau TNI di dalam suatu konflik dan bertemu kepentingan 
dengan status quo anggaran TNI dan aksi ilegal lainnya untuk kembali terjadi- 
nya konflik bersenjata. Itulah yang diinginkan TNI sesungguhnya dengan me- 
nentang perdamaian. Pengiriman tentara besar-besaran mula-mula terjadi 
pada awal Orde Baru juga disebabkan oleh kebutuhan pengamanan perusaha- 
an multinasional yang antirakyat tersebut. 

Pada saat yang sama, serangan DPR kepada Presiden Gus Dur kian gencar 
dengan ancaman keluarnya Memorandum 2, setelah sebelumnya mengeluar- 
kan Memorandum 1. Serangan politik yang kian keras yang di-backing-i oleh 
TNI tersebut akhirnya membuat Presiden Gus Dur mengambil langkah peng- 
amanan terhadap produksi Exxon Mobil untuk menunjang kebutuhan pembi- 
ayaan nasional. Presiden Gus Dur mengeluarkan aturan yang bisa segera men- 
jamin produksi minyak untuk pembiayaan dan kelangsungan pembangunan 
nasional dengan Inpres No. 4, 11 April 2001. Sesungguhnya Inpres tersebut 


“ Ibid. 
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tidak mengindikasikan adanya perubahan pendekatan dari sipil ke keamanan 
atau TNI, tetapi dengan situasi yang makin buruk—karena aksi TNI—maka 
penanganan komprehensif yang melibatkan TNI diperlukan. Penghentian 
produksi oleh Exxon Mobil dan ancaman berkurangnya pemasukan nasional 
secara drastis memberikan legitimasi bagi dikirimkannya kembali pasukan ke- 
amanan atau TNI ke Aceh. Kontras (2001)* dalam Siaran Pers 18 Mei 2001 
menyebutnya sebagai kemunduran dalam usaha pencarian dialog damai di 
Aceh. Aparat keamanan kemudian juga menangkap para personel GAM yang 
menjadi anggota tim komite kemanusiaan dan komite keamanan. Namun, hal 
itu tidak mengganggu pembahasan RUU Otsus Aceh di DPR RI yang ketika 
itu sudah disepakati. 


KESIMPULAN 


Sebagai pemegang skenario pengelolaan konflik, Gus Dur konsisten dalam 
menegakkan nilai-nilai kewarganegaraan. Presiden Gus Dur, selain menem- 
patkan GAM sebagai warga negara yang sejajar dengan warga negara lain da- 
lam negosiasi, juga mendorong transformasi elemen-elemen gerakan, terma- 
suk GAM yang semula gerakan bersenjata menjadi gerakan sipil dan bahkan 
sejengkal lagi bertransformasi menjadi partai politik. Lebih dari itu, visi ke- 
warganegaraannya di satu sisi meminimalkan urgensi negara untuk melakukan 
represi karena mereka berhadapan antara warga negara dengan warga negara 
di negara yang sama dan sama-sama merupakan gerakan masyarakat sipil. 
Karena itu, pada saat yang sama membuka ruang untuk mentransformasikan 
konflik. 

Dalam proses dialog dan negosiasi, sesungguhnya Presiden Gus Dur lebih 
mudah berhadapan dengan para separatis ketimbang TNI dan politisi yang 
terus mengganggu dan berkonspirasi dengan perusahaan multinasional yang 


menghentikan proses produksi dengan mengganggu pembiayaan nasional un- 


© Tim Kontras & ICT], “Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto", Jakarta, ICT] 
& Kontras, 2011. 
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tuk menjadikan alasan bagi hadirnya kembali TNI. Kehadiran TNI yang be- 
sar-besaran pada awal Orde Baru juga dimaksudkan untuk memberikan peng- 
amanan kepada perusahaan multinasional yang antirakyat itu. Dengan 
demikian, memang pada masa Presiden Gus Dur, konflik yang berlangsung 
belum teratasi secara tuntas, namun corak konflik yang berlangsung telah ber- 


ubah dan telah menemukan jalan menuju perdamaian permanen. 
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BAGIAN VI 
MANIFESTASI VISI 
KEWARGANEGARAAN: 


PERAN DAN KENDALI GUS DUR DALAM 
NEGOSIASI PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA 


“The President (Wahid, pen.)'s stance (for Papuan, pen.) was based on his 
conviction that the Papuans were now misguided, but that if they were 
approached properly they would see the light.” 

—Wimar Witoelar' 


“For the first time, Papuans nationalists had the opportunity to come 
together openly (in Wahid era, pen.) in a collective undertalking that was 
covered by print and electronic media from every corner of the world.” 
—Aleksius Jemadu? 


1 Dikutip dari Octavianus Mote & Danilyn Rutherford, “From Irian Jaya to Papua: This Limits of Primordial- 
ism in Indonesia's Troubled East”, Indonesia, 72, October 2001, hlm. 132. 

2 Aleksius Jemadu, “Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict”, 
dalam Antory Reid, Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem, Singapore: NUS Publishing, 2004, 
hlm. 129. 
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Presiden Gus Dur bertemu dengan masyarakat Muslim 
di sebuah masjid Merauke Papua 30 Desember 1999. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


BERDIALOG LANGSUNG DAN 
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isi kewarganegaraan kultural Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus 

Dur, selain manifes dalam isu Aceh, juga jejaknya terlacak dalam pena- 
nganan konflik Papua. Gus Dur dalam menangani kasus Papua, sebagaimana 
terhadap Aceh, mengedepankan sentuhan dan hubungan personal/emosional. 
Pendekatan ini sangat didambakan oleh warga Papua yang mengalami tradisi 
kekerasan berlarut oleh negara. Mereka juga dikeluarkan dari skema kewarga- 
negaraan selama Orde Baru. 

Sebaliknya, Presiden Gus Dur menempuh langkah yang bukan hanya me- 
ngejutkan, melainkan juga berisiko. Presiden Gus Dur justru memperlihatkan 
empati terhadap gerakan perlawanan melalui sentuhan psikologi dan relasi 
pribadi dengan mengembalikan kehormatan pribadi dan kolektif mereka da- 
lam identitas ke-Papua-an. Disertai dengan jaminan hak-hak berpendapat, 
berkumpul, dan rasa aman, sentuhan itu pada gilirannya membuka ruang ne- 
gosiasi melalui terbangunnya kepercayaan atau saling percaya (trust building) 
yang pada gilirannya mentransformasikan konflik menjadi dialog dan kesepa- 
katan. Bab ini menelusuri aksi-aksi dan kebijakan Presiden Gus Dur dalam 
upaya penyelesaian konflik secara damai di Papua sebagai realisasi dari visi 


kewarganegaraan bineka tersebut. 
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PENDEKATAN BARU NON-KEKERASAN 


Teka-teki penting yang harus diselesaikan oleh Presiden Gus Dur adalah ba- 
gaimana meyakinkan orang Papua bahwa Indonesia, dalam hal ini diwakili 
oleh Presiden Gus Dur, memiliki keberpihakan kepada warga negara, dalam 
hal ini orang Papua (would see the light). Presiden mengambil risiko untuk me- 
lakukan terobosan-terobosan baru dalam komunikasi dan negosiasi damai. 
Terobosan itu bersifat kultural dan menggunakan relasi pribadi secara dekat 
antara presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan dengan 
masyarakat Papua sebagai warga negara. Hanya saja, ada sejumlah hal penting 
untuk dipahami mengenai background historis dan psikologis seperti diuraikan 
berikut ini. 

Tidak seperti masyarakat Aceh dan GAM dalam perjuangan kemerdekaan 
atau referendum yang cenderung satu komando, masyarakat Papua dan juga 
OPM (Organisasi Papua Merdeka) cenderung terfragmentasi, baik dalam aspira- 
si maupun pengorganisasian. Presiden Gus Dur juga tampaknya menyadari seca- 
ra penuh bahwa luka masyarakat Papua sangat mendalam terhadap pemerintahan 
sebelumnya yang berpengaruh terhadap anggapan mereka akan Indonesia pada 
umumnya. Bukan hanya penindasan dan diskriminasi yang mereka rasakan, me- 
lainkan juga diabaikannya kebanggaan identitas mereka yang sudah terbangun 
sejak lama sebagai orang atau bangsa Papua.’ 

Selain itu, perjuangan masyarakat Papua juga lebih memiliki attachment de- 
ngan luar negeri, terutama beberapa negara sekitar Pasifik. Mereka memiliki hu- 
bungan persaudaraan sesama bangsa Melanesia dan negara-negara Eropa yang 
memiliki kepedulian tinggi tehadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di lain pihak, 
Presiden Gus Dur memiliki hubungan cukup luas dan dekat dengan sejumlah 
tokoh agama dan aktivis sosial atau LSM di Papua sejak sebelum menjadi presi- 
den. Karena itu, Presiden Gus Dur mengambil posisi mengedepankan hubung- 


$ Bernarda Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012. 
2 Ibid. 
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an kultural dan pribadi tersebut untuk mendengarkan aspirasi mereka secara 
langsung dalam upaya penyelesaian konflik. 


MENGEMBALIKAN NAMA PAPUA DAN PENGIBARAN 
BENDERA BINTANG KEJORA 


Dua bulan lebih empat hari setelah dilantik menjadi presiden pada 26 Oktober 
1999, Presiden Gus Dur bertemu dengan perwakilan masyarakat Papua dari 
berbagai unsur dan stakeholders. Pada 31 Desember 1999-1 Januari 2000, Presi- 
den Gus Dur melakukan kunjungan dan menginap di Jayapura. Tujuan formal 
dari kunjungan tersebut adalah untuk keperluan yang disebut “melihat mataha- 
ri terbit pada hari pertama milenium kedua” di ujung timur provinsi Indonesia. 
Pada saat yang sama, kehadiran Presiden Gus Dur tersebut juga diartikan seba- 
gai upaya persuasif untuk mencari penyelesaian konflik dan kekerasan masyara- 
kat Papua dengan pemerintah Indonesia yang berkepanjangan." 

Pada saat itulah Presiden Gus Dur menyetujui atau lebih tepatnya meng- 
umumkan pergantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua dan diperbolehkan- 
nya pengibaran bendera Bintang Kejora yang merupakan lambang kebesaran 
budaya dan kebanggaan rakyat Papua sekaligus simbol OPM dengan persya- 
ratan tertentu, yaitu di bawah bendera Merah Putih.“ Pertemuan yang bertem- 
pat di Gedung Negara Kantor Gubernur Papua (dulu Irian Jaya) Jayapura itu 
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pertemuan khusus dengan para 
pemimpin agama dan adat, serta pertemuan kedua dengan perwakilan masya- 


rakat Papua bersama-sama dengan para pemimpin agama tersebut pada pukul 


Semua informan yang diwawancara, baik di Jakarta maupun di Jayapura, menginformasikan tentang dua tuju- 
an kunjungan presiden tersebut. Lihat juga, misalnya, Rusdi Amaral, Di Pengujung Tahun, Irian Jaya Berubah 
Menjadi Papua”, Jayapura: Kompas Online kompas.com, Sabtu, 1 Januari 2000. Juga Agus A. Alua, “Mubes 
Papua 2000, 23-26 Februari", Seri Pendidikan Politik Papua No. 3, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan 
Papua-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000, hlm. 36-37. 

Rusdi Amaral, “Di Pengujung Tahun, Irian Jaya Berubah Menjadi Papua", Jayapura: Kompas.com, Sabtu, 1 
Januari 2000. Lihat juga Karel Phil Erari, Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru: Lima Puluh Tahun 
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jakarta: Aksara Kurnia, 2006, hlm 9-11. 
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18.00 dan dilanjutkan pada pukul 20.00 malam waktu setempat.” Pertemuan 
dua tahap ini juga menunjukkan penghormatan Presiden Gus Dur kepada 
para pemimpin informal yang lebih dihormati masyarakat Papua ketimbang 
segmen lain dalam kepemimpinan masyarakat Papua. 

Kekecewaan sebagian rakyat dan pemimpin Papua atas hasil dialog Tim 
100 dengan Presiden Habibie bisa dikatakan mempertinggi atmosfer politik di 
Papua ketika itu. Rentang antara 26 Februari 1999 (hari dialog antara “Tim 
100” Papua dengan Presiden Habibie di Istana Negara) hingga akhir tahun 
atau 31 Desember 1999 (tanggal ketika Presiden Gus Dur berkunjung ke Ja- 
yapura dan berdialog dengan para pemimpin Papua) terjadi berbagai peristiwa 
yang merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Dengan alasan sosia- 
lisasi hasil dialog dengan Presiden Habibie, misalnya, anggota utusan Tim 100 
yang berasal dari daerah-daerah di seluruh Papua dan dari Jayapura melakukan 
berbagai kegiatan publik, seperti diskusi, workshop, dan pertemuan-pertemuan 
publik lainnya di berbagai daerah. Isi dari berbagai forum publik tersebut dini- 
lai lebih mengarah pada pematangan tuntutan merdeka, sehingga hal itu me- 
nimbulkan reaksi dari kalangan pemerintah daerah dan pusat, terutama dari 
aparat keamanan, polisi, dan TNI." 

Reaksi itu terutama berupa pengetatan dan pembatasan izin, pembubaran 
pertemuan, dan penangkapan terhadap mereka yang dianggap makar.” Hal itu 
terus berlangsung mengiringi sejumlah peristiwa politik yang bersifat nasional, 
seperti pelaksanaan Pemilu 7 Juni 1999, pemilihan presiden-wakil presiden 20 


‘Taha Alhamid, wawancara 14 Juli 2014, yang ikut dalam pertemuan tersebut yang waktu itu mengaku belum 
kenal secara pribadi dengan Presiden Gus Dur, belakangan ia menjadi Kerua Umum Dewan Masyarakat 
Muslim Papua dan merangkap Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP). Taha menggambarkan 
pertemuan itu benar-benar resmi diselenggarakan oleh protokol pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 
dan tidak ada keterlibatan unsur masyarakat dalam kepanitiaan. Meskipun demikian, kedatangan Presiden 
Gus Dur di Bandara Sentani dijemput oleh ribuan masyarakat Papua. Dalam pertemuan tersebut semua 
pejabat tinggi tingkat provinsi, Pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda hadir, selain para pejabat pusat 
yang datang bersama presiden. Informasi ini dibenarkan oleh beberapa peserta lain yang diwawancara. 

Agus A. Alua, Dialog Nasional: Papua dan Indonesia 26 Februari 1999, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan 
Papua & Biro Penelitian STTFT Fajar Timur, 2000, hlm, 88-93. 
Ibid. 
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Oktober oleh MPR RI, serta pelantikan presiden-wakil presiden pada 26 Ok- 
tober bagi pasangan Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekar- 
noputri. Salah satu puncak dari sikap represif dan reaktif aparat keamanan 
adalah adanya pertemuan 12 November dan 1 Desember 1999 di Jayapura. 
Meskipun situasi politik di Papua cukup panas, keinginan Presiden Gus 
Dur tampak kuat untuk tetap konsisten membuka dialog dan akomodasi, 
serta melakukan personal approach kepada semua kelompok di Papua." Pen- 
dekatan itu termasuk kepada mereka yang keras menuntut merdeka, tentang 
jaminan hak berekspresi dan berkumpul di dalam negeri atau di Papua—juga 
di Aceh—meskipun dengan memberi batas yang jelas, yaitu tetap menolak 
tuntutan merdeka dan tidak melakukan kekerasan.” Karena kedekatan hu- 
bungan personal dengan sejumlah tokoh lokal Papua, terutama para pemim- 
pin kunci pemuka agama dan adat serta para aktivis LSM, sepertinya Presi- 
den Gus Dur sampai pada keyakinan bahwa aspirasi merdeka pun tidak akan 
mudah untuk bisa diwujudkan oleh mereka jika tawaran yang diberikan oleh 
pemerintah pusat cukup meyakinkan dan menjamin perbaikan kehidupan 
mereka pada masa depan. Dengan kata lain, masih ada keseimbangan anta- 


ra mereka yang pro-otonomi—di Papua tidak populer istilah pro-integrasi 


$ Octavianus Mote & Danilyn Rutherford, “From Irian Jaya to Papua: This Limits of Primordialism in Indone- 
sia’s Troubled East”, Indonesia, 72, Oktober 2001, hlm. 131-132. 

* Dalam sambutan pada perayaan Natal Oikumene di GOR Cendrawasih, Jayapura pada 25 Desember 2000, 
Presiden Gus Dur menegaskan kembali secara keras akan penolakannya untuk memerdekakan Papua dan 
lepas dari kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi, ia memberikan hak kepada siapa pun untuk menyatakan 
pikiran, “Hanya saja jika pernyataan pendapat dan kehendak itu disertai dengan kekerasan, atau untuk mem- 
persiapkan kemerdekaan, maka sebagai orang yang mengabdi pada UUD''45 dan kedaulatan negara, mau tidak 
mau saya harus mengambil tindakan." Namun, setelah sambutan itu Presiden Gus Dur sebenarnya hendak 
menemui para anggota Presidium Dewan Papua yang ketika itu sedang ditahan oleh pihak aparat keamanan 
di penjara karena tuduhan makar, bahkan ia akan membebaskannya. Namun, pihak keamanan tidak membe- 
rikan jalan bagi Presiden Gus Dur untuk menemui mereka. Lihat, misalnya, Theo PA. van den Brock, et ul, 
Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000, Jayapura: Sekretariat 
Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan LSPP, 2001, hlm. 148. Lihat juga Nota Pembelaan 
“Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua’, oleh Tim Pembela para personel Presidium 
Dewan Papua, Terdakwa I, Pdt. Herman Awom S. Th., dan Terdakwa II, Thaha Mohammad Al-Hamid, pada 
persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, 4 Februari 2001. 


275 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


sebagaimana terjadi di Timor Timur sampai referendum dilaksanakan—dan 
pro-kemerdekaan di kalangan aktivis dan rakyat Papua sendiri." 

Sebelum menjadi presiden, Gus Dur telah banyak bergaul secara sangat 
dekat dengan sejumlah pemimpin agama di Papua, meskipun kepanitiaan da- 
lam kunjungannya yang pertama ketika menjadi presiden pada 31 Desember 
1999 itu bersifat sangat protokoler dan langsung ditangani oleh pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat, tanpa melibatkan elemen-elemen civil society 
dan lembaga-lembaga keagamaan." Meski demikian, Pdt. Karel Phil Erari, 
Kepala Litbang PGI Pusat asal Papua ketika itu, menginformasikan bahwa 
beberapa hari setelah pelantikan Gus Dur menjadi presiden, dia bersama be- 
berapa orang tokoh agama dan masyarakat Papua bertemu Presiden Gus Dur 
di Istana Negara dengan tujuan memberi selamat atas terpilih dan dilantiknya 
Gus Dur sebagai Presiden RI. Pertemuan itu juga digunakan oleh Pdt. Karel 
Phil Erari untuk membicarakan masa depan Papua di bawah pemerintahan- 


nya." 


0 Bondan Gunawan, salah seorang sejawat Gus Dur di dalam Forum Demokrasi (FORDEM) yang merupakan 
oposisi dari Orde Baru yang kemudian diangkat menjadi Setneg dalam kabinet Presiden Gus Dur, mengemu- 
kakan bahwa Presiden Gus Dur sangat menghormati TNI sebagai lembaga dan sekaligus menganggap rakyat 
Papua—juga Aceh—sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang hak-haknya harus dijunjung tinggi, sejak awal. 
Karena itu, sikap Gus Dur, menurut Bondan, sangat tegas harus menempatkan hak asasi dan penghormatan 
rakyat Papua sebagaimana adanya sebagai bangsa Indonesia tidak terkecuali, termasuk mereka yang selama 
ini menuntut merdeka dan bahkan anggota OPM dan GAM yang mengangkat senjata. Tentu dengan batas 
bahwa mereka tidak bisa memerdekakan atau memisahkan diri dari NKRI. Meski demikian, kata Bondan, 
Presiden Gus Dur ingin memanusiakan mereka dengan seluruh dimensinya melalui pendekatan manusiawi. 
Wawancara dengan Bondan Gunawan, 21 Desember 2013. 


Semua informan di Jayapura, termasuk dari kalangan pemerintah, menginformasikan bahwa kunjungan Presi- 
den Gus Dur pada 31 Desember 1999-1 Januari 2000 sangat protokoler dalam kepanitiaan, hanya ditangani 
secara ketat oleh pemerintah daerah dan pusat, dengan tidak melibatkan kalangan civil society dan kelompok 
agama dalam kepanitiaan. Meski demikian, sambutan di Bandar Udara Sentani dari rakyat Papua sangat besar, 
ribuan orang datang ke Bandara Sentani untuk menyambut kedatangan Presiden Gus Dur. 


Pat, Phil Erari mengatakan, selain dua tujuan itu, Erari memiliki agenda pribadi, yaitu sekaligus memberikan 
buku tulisan Erari yang baru terbit, yang merupakan disertasinya. Sebelum dia menyatakan akan memberikan 
buku di pertemuan tersebut, Gus Dur sudah menanyakan apakah disertasinya sudah terbit, dia minta kopinya. 
Padahal, lanjut Erari, pertemuannya yang kebetulan di sebuah pesawat terbang dari Jakarta-Surabaya sudah 
berlangsung cukup lama ketika dia sedang ambil program Ph.D. di Singapura dan menceritakan bahwa dia 
sedang menulis disertasi tentang lingkungan hidup dari perspektif agama Kristen. Ketika itu, tutur Erari, Gus 
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Menurut Pdt. Erari, dalam pertemuan tersebut mereka bersama Presiden 
Gus Dur mendiskusikan perkembangan terakhir yang terjadi di Papua, terma- 
suk meningkatnya gerakan tuntutan merdeka. Ketika itu, menurut Pdt. Erari, 
Presiden Gus Dur sudah menyatakan niatnya untuk mengubah nama Irian 
Jaya menjadi Papua dan mendiskusikan tentang diperbolehkannya pengibaran 
bendera OPM, Bintang Kejora. Dalam pertemuan itu Presiden Gus Dur me- 
nyatakan bahwa bendera bukan hanya ekspresi politik, melainkan juga ekspre- 
si kultural dan kebanggaan sebagai sebuah komunitas masyarakat dan budaya, 
seperti bendera klub sepak bola. Kebanggaan pada bendera tidak harus selalu 
diartikan dalam konteks politik dan tuntutan merdeka, tetapi juga kebanggaan 
kultural. Menurut Pdt. Erari, ketika itu Presiden Gus Dur sudah menggam- 
barkan argumen bahwa bendera dari sudut kebudayaan tidak ubahnya bendera 
sepak bola yang juga merupakan kebanggaan bagi pendukungnya." Pandang- 
an Presiden Gus Dur terkait bendera Bintang Kejora dan nama Papua—tidak 
sebagaimana dugaan banyak orang bahwa itu dilakukan spontan ketika berte- 
mu mereka di Jayapura—sudah dipikirkan sejak lama. Dan nuansa kultural 
pada pandangan itu sangat kental ketimbang politisnya, meskipun Gus Dur 
berkedudukan sebagai seorang presiden. 

Dengan alasan kultural pula Presiden Gus Dur memperbolehkan pengiba- 
ran bendera Bintang Kejora, bendera simbol identitas dan perjuangan OPM 
(Organisasi Papua Merdeka) di Papua—juga bendera Bulan Bintang dengan 
dasar merah menyala yang merupakan simbol GAM (Gerakan Aceh Merde- 
ka) di Aceh—yang selama ini oleh pemerintah Orde Baru dianggap sebagai 
simbol perlawanan dan separatisme. Presiden Gus Dur beralasan bahwa ben- 
dera tersebut sesungguhnya bisa dipahami sebagai simbol ekspresi kultural 
yang tidak berbeda dengan bendera simbol daerah atau kabupaten/kota dan 


Dur memang meminta fotokopi disertasi jika sudah diujikan. Pdt. Erari berkeyakinan bahwa dia bukan satu- 
satunya orang Papua yang sering bertemu dan memiliki hubungan dekat dengan Gus Dur sebelum menjadi 
presiden. Wawancara 16 Agustus 2014. 

Wawancara Pdt. Phil Erari, 16 Agustus 2014. 
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provinsi lain, bahkan bendera sebuah kesebelasan sepak bola." Karena itu, ke- 
banggaan pada bendera selayaknya tidak menyulut konflik dan kekerasan." 


MEMBUKA RUANG KONTROVERSI 


Tidak sebagaimana pandangan arus utama masyarakat, terutama pemerintah, 
aparat negara, dan politisi ketika itu, yang mana pengumpulan banyak orang di 
ruang publik dan bahkan mobilisasi massa dianggap sebagai ancaman terha- 
dap negara, pemerintah, dan menjadi sebab terjadinya kekerasan. Sebaliknya, 
Presiden Gus Dur menganggap hal itu sebagai keharusan guna penyampaian 
aspirasi yang genuine, bahkan jika mereka berpikir dan ingin merdeka. Berpikir 
dan berkeinginan adalah hak setiap orang. Tindakan yang dilarang oleh hu- 
kum adalah memobilisasi massa dukungan untuk pernyataan kemerdekaan 
secara sepihak. Karena itu, pesan Presiden Gus Dur dalam pengumpulan mas- 
sa dan penyampaian aspirasi bersikap melindungi atau menjamin kebebasan 
berbicara, berkumpul, serta menjamin rasa aman. Aparat keamanan, TNI dan 
Polri, oleh Presiden Gus Dur dilarang untuk melakukan pelarangan dan peng- 
gunaan kekerasan serta senjata. Mereka diminta untuk mengedepankan dialog 
dan mencari jalan keluar. Pendekatan dialogis ini dilakukan Presiden Gus Dur 
dalam berkomunikasi secara pribadi dan langsung dengan para aktivis yang 
selama ini dianggap separatis dan berhadapan dengan pemerintah serta aparat 
keamanan. 

Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan sikap dan kebijakan kultural 
Presiden Gus Dur dalam menanggapi gerakan-gerakan tersebut, meskipun hal 
itu mengundang kontroversi, baik di kalangan politisi nasional maupun para 
aparat pemerintah dan keamanan. Dari peristiwa-peristiwa ini terbukti bahwa 


selama ini kekerasan bukan berasal dari rakyat dan gerakan mobilisasi massa, 


* Rusdi Amaral, “Di Pengujung Tahun, Irian Jaya Berubah Menjadi Papua’, Jayapura: Kompas.com, Sabtu, 1 
Januari 2000. 
' Wawancara Pdt. Phil Erari, 16 Agustus 2014. 
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melainkan justru dari aparat pemerintah dan keamanan yang menanggapi me- 
reka dengan represi dan kekerasan. Jaminan kebebasan dan rasa aman untuk 
gerakan mereka justru menjadikan mereka menggunakan kepercayaan dengan 
baik sehingga terumuskan aspirasi secara jernih dengan batas-batas yang bisa 
didialogkan. 

Kontroversi terjadi pada peristiwa 12 November dan 1 Desember 1999. 
Suasana minggu-minggu menjelang 12 November 1999 cukup merisaukan pi- 
hak aparat keamanan di Jayapura dan Papua pada umumnya. Karena pada hari 
itu adalah hari ulang tahun salah satu pemimpin paling dihormati di Papua, 
yaitu Theys Hiyo Eluay—ke-62 tahun. Dalam peringatan ulang tahunnya, 
Theys mengundang sedikitnya 3.000 orang untuk datang ke rumahnya di Sen- 
tani. Sudah tampak sedari awal bahwa acara itu memang dirancang untuk 
show of force dan memberi sinyal tuntutan merdeka kepada pemerintah pusat. 
Benar saja, meskipun acara tersebut mengundang 3.000 orang, namun diper- 
kirakan yang datang mencapai sekitar 5.000 orang. Hadir pula wakil dari Pol- 
ri dan TNI. Yang merisaukan adalah, dalam acara tersebut, Theys menyerukan 
kepada seluruh rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 
1 Desember 1999, hari yang diyakini oleh sebagian rakyat Papua sebagai peri- 
ngatan hari kemerdekaan Papua. 

Tahun itu adalah peringatan ke-38 tahun hari kemerdekaan Papua 1 De- 
sember 1961-1 Desember 1999 menurut versi OPM." Theys mengatakan de- 
ngan seruannya, “Desemberan bendera Papua, Bintang Kejora, bersama ben- 
dera Merah Putih serentak di seluruh Tanah Papua pada 1 Desember 1999.” 
Seruan pengibaran tersebut berlaku dari 1 Desember 1999 sampai 1 Mei 
2000" dengan mengibarkan secara sejajar bendera Merah Putih dan Bintang 
Kejora dalam satu tempat. 1 Mei 1963 adalah hari pembebasan Papua oleh 


16 ‘Theo Broek, Memoria Passionis, 49. 

* Lihat Agus A. Alua, “Mubes Papua 2000, 23-26 Februari 2000", Seri Pendidikan Politik Papua no. 3, Jayapura: 
Sekretariat Presidium Dewan Papua-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000, hlm. 1. 

* 1 Mei adalah hari Pembebasan Papua versi pemerintah RI, tepatnya pada 1 Mei 1963. 
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tentara Indonesia dari penjajahan Belanda dan kembali ke pangkuan Ibu Per- 
tiwi. Namun, tidak dianjurkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di 
kantor-kanor pemerintah. Seruan itu disertai dengan anjuran untuk menghin- 
dari ucapan dan perilaku yang merusak kedamaian dengan tetap menjaga ke- 
sopanan. Dalam seruan tersebut, Theys mengatasnamakan dirinya sebagai ke- 
tua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Papua.'” 

Peristiwa 12 November tersebut memancing kontroversi dari berbagai ka- 
langan. Tanggapan dari aparat pemerintah berbeda-beda, tetapi pada umum- 
nya cukup dingin. Komandan TNI dan Polri mempersilakan mereka untuk 
mengibarkan bendera Bintang Kejora asal tidak terjadi kekerasan fisik.” Na- 
mun, kalangan pemerintah daerah, Gubernur Freddy Numberi, mengatakan 
bahwa tidak boleh ada dua bendera di satu negara, karena itu pengibaran ben- 
dera Bintang Kejora bersama-sama dengan bendera Merah Putih tidak diper- 
bolehkan.” Sedangkan, Rektor Universitas Cendrawasih menyatakan bahwa 
pengibaran bendera Bintang Kejora merupakan hak ekspresi dalam rangka 
dan bagian dari demokratisasi, sehingga hal itu tidak boleh dilarang.? Theys 
sendiri sebagai Ketua Umum LMA, selain melakukan peringatan tersebut juga 
disertai dengan pengiriman surat kepada lembaga-lembaga tinggi negara, se- 
perti kepada MPR, DPR, dan Presiden serta Wakil Presiden RI. Dalam surat- 
nya, Theys menuntut pengakuan kemerdekaan Papua 1 Desember.” Instruksi 
Presiden Gus Dur jelas, aparat keamanan tidak boleh menggunakan kekerasan 
dan senjata, sebaliknya harus menggunakan dialog dan persuasi. 

Kontroversi tersebut kemudian mendorong para pemimpin Papua untuk 


mengadakan suatu pertemuan secara terpadu yang melibatkan berbagai pihak, 


# Uraian lengkap tentang seruan Theys tersebut lihat Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 23-26 Februari 2000”, 
hlm. 1-6. 

2 Agus A. Alua, “Mubes Papua 2000”, 2-3. 

> Agus A. Alua, “Mubes Papua 2000", 1-3. 

2 Darpan Ariawinangun, Memoria Passionis: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000, Jakar- 
ta: SKP & LSSP, 2001, hlm. 4-5. 

2 Darpan Ariawinangun, Memoria Passionis, 3-4. 
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meliputi pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin LSM, dan pemuda. 
Pertemuan yang dimediasi oleh FORERI itu berlangsung pada 20-22 No- 
vember 1999. Hasil pertemuan tersebut berupa aturan atau semacam seruan 
terkait cara memperingati hari kemerdekaan Papua 1 Desember 1999, seba- 
gaimana telah diserukan oleh Theys pada 12 November 1999. Hal itu dilaku- 
kan untuk menghindari terjadinya provokasi dan kekerasan yang tidak perlu. 
Pertemuan tersebut menghasilkan pemikiran yang cukup lengkap, yang ter- 
diri dari berbagai rumusan, di antaranya adalah aturan tentang pelaksanaan 
pengibaran bendera Bintang Kejora, aturan tentang tuntutan aspirasi politik 
Papua, imbauan serta tindakan setelah 1 Desember. 

Pengibaran bendera Bintang Kejora diatur harus berdampingan dengan 
bendera Merah Putih dan tempat-tempat pengibaran bendera tersebut harus 
didaftarkan secara tertulis. Hanya saja, dalam hal ini Gus Dur menginstruk- 
sikan agar bendera Bintang Kejora harus lebih rendah dari bendera Merah 
Putih. Tuntutan politik itu berupa pengakuan kemerdekaan 1 Desember se- 
bagai hari kemerdekaan Papua, untuk itu pemerintah Indonesia dan juga 
PBB harus memprakarsai suatu dialog nasional dan internasional serta pene- 
gakan pengadilan HAM. Dalam hasil pertemuan tersebut juga dicantumkan 
imbauan, di antaranya larangan berbuat kekerasan, tindakan merusak dan 
anarkis, serta semua komponen masyarakat Papua harus diliburkan dari pe- 
kerjaan pada hari itu. Sedangkan, tuntutan setelah 1 Desember, pemerintah 
Indonesia harus membuka dialog dengan masyarakat Papua secara terbuka 
tanpa rekayasa, TNI/POLRI harus segera mengeluarkan larangan semua re- 
kayasa yang terjadi di Papua dan menarik semua pasukan bertopeng yang 
sedang beroperasi di Papua, selanjutnya, imbauan agar pemerintah Indonesia 
segera membentuk tim independen untuk memfasilitasi segala usaha nego- 
siasi dan dialog nasional mengenai pengakuan kemerdekaan Papua 1 De- 
sember 1961.“ 


2 Uraian lengkap tentang ini dapat dibaca di Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 7-13. 
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Meski demikian, mendekati hari peringatan, yaitu pada 29 November, Ka- 
polda mengumpulkan sejumlah pihak, terutama dari kalangan Tim 100, tokoh 
agama, dan tokoh masyarakat. Pada pertemuan tersebut, Kapolda mengemuka- 
kan kekhawatiran akan terjadinya situasi yang sulit dikendalikan dan tidak bisa 
dijamin keamanannya. Akhirnya, Kapolda meminta agar peringatan kemerde- 
kaan Papua 1 Desember 1999 itu dibatalkan. Permintaan ini ditolak oleh seba- 
gian besar mereka. Di tengah kontroversi dalam pertemuan tersebut, Theys 
Eluay digambarkan menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa be- 
berapa saat. Setelah selesai, kemudian ia mengatakan dengan suara keras dan 
tampak geram, bahwa peringatan 1 Desember 1999 tetap akan dilaksanakan 
sebagaimana amanat rakyat Papua 12 November 1999, dan akan dijamin kea- 
manannya. Bahkan, ia sendiri bersedia menjadi jaminan atas jalannya acara ter- 
sebut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kekerasan. Dia menga- 
takan bersedia mengambil tanggung jawab jika acara tersebut menimbulkan 
kekacauan.” 

Polisi tidak berani melarang karena Presiden Gus Dur memberikan isyarat 
langsung bahwa peringatan dan pengibaran bendera Bintang Kejora itu diper- 
bolehkan dengan syarat-syarat tertentu tersebut. Jika peringatan itu dilarang 
oleh polisi ketika itu, hampir pasti akan terjadi kekerasan. Kalau tidak ada 
perlawanan dari rakyat, aksi sepihak dari pihak keamanan karena rakyat Papua 
pasti akan tetap jalan dan tidak mau dicegah. Perayaan peringatan kemerdeka- 
an ke-38 tahun Papua 1 Desember 1999 akhirnya tetap dilaksanakan dengan 
urutan acara: dimulai pada pukul 05.00 pagi, didahului dengan doa; kemudian 
disusul upacara dimulai pukul 06.00 dengan pertama pengibaran bendera Me- 
rah Putih diiringi lagu “Indonesia Raya”, kemudian disusul dengan pengibaran 
bendera Bintang Kejora diiringi dengan lagu “Hai Tanahku Papua”. Setelah 
itu, disusul dengan orasi dan pidato. 

Setelah selesai orasi dan pidato, mereka berbaris mendatangi DPRD de- 
ngan memberikan pernyataan atau tuntutan tertulis. Beberapa hal penting da- 


5 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 14-15. 
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lam tuntutan itu antara lain: adanya dialog nasional dan internasional yang 
membahas tentang tuntutan merdeka Papua, pembebasan tanpa syarat tapol/ 
napol Papua, agar DPRD I dan DPRD II bersidang istimewa untuk menya- 
lurkan aspirasi tuntutan pengakuan merdeka oleh pemerintah Indonesia, pe- 
narikan tanpa syarat TNI non-organik dari Papua di bawah pengawasan inter- 
nasional, pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM, penggantian 
penyebutan Provinsi Irian Jaya menjadi Papua, serta, pengibaran bendera PBB 
di tengah-tengah antara bendera Merah Putih dan bendera Bintang Kejora.” 
Meski gairah masyarakat Papua begitu tinggi, mereka tidak melakukan provo- 
kasi dan tidak terprovokasi. Demikian halnya, para aparat keamanan juga cen- 
derung lebih toleran meskipun terjadi beberapa insiden kecil di beberapa dae- 
rah.” 

Pendekatan kultural dan komunikasi personal menunjukkan bisa menekan 
kekerasan dan mendorong dialog karena di sana ada batas yang jelas, tidak 
boleh ada pernyataan kemerdekaan secara sepihak serta larangan melakukan 
kekerasan, baik oleh masyarakat maupun oleh kepolisian dan TNI/POLRI. 


% Naskah tuntutan lengkap dimuat di Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 16-17. 
2 Ibid. 
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engan kesadaran untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan hati, 

begitu biasa diungkapkan di Papua, Gus Dur mengekspresikan ketulus- 
annya untuk memenuhi harapan tersebut. Nuansa dialogis dengan sentuhan 
hubungan personal menjadi kunci penanganan konflik di Papua. Hubungan 
kultural keagamaan dan personal yang sudah lama terjalin antara Presiden Gus 
Dur dengan tokoh agama dan masyarakat di Papua tidak hanya dijaga selama 
menjabat presiden, tetapi juga digunakan untuk mencari penyelesaian konflik 


dan kekerasan yang berlarut. 


MENJALIN HUBUNGAN PRIBADI DAN RELASI DIALOGIS 


Sebelum berkunjung ke Jayapura pada awal milenium ke-2 dalam situasi Pa- 
pua yang terus bergejolak dan semakin meningginya tuntutan kemerdekaan, 
Presiden Gus Dur sudah memiliki hubungan pribadi dengan sejumlah orang 


dan aktivis di Papua, khususnya para pemimpin agama dan aktivis LSM.’ Me- 


! Wawancara dengan Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Menneg 
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reka terlibat bersama di banyak forum dan interaksi, di antaranya yang terpen- 
ting adalah Litbang PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) yang meru- 
pakan organisasi gereja-gereja Protestan Indonesia yang ketuanya berasal dari 
Papua, yaitu Pdt. Karel Phil Erari dan juga KWI (Kantor Wali Gereja-Gereja 
Indonesia) yang merupakan organisasi gereja-gereja Katolik. 

Di bawah kepemimpinan Pdt. Karel Phil Erari, Litbang PGI memiliki pro- 
gram seminar tahunan tentang hubungan antaragama yang melibatkan para 
pemimpin agama dan juga pejabat di Departemen Agama. Sebagai Ketua 
Umum PBNU, Gus Dur hampir selalu hadir dalam acara tahunan tersebut.? 
Karena itu, tidak heran jika pengenalannya atas masalah Papua sangat cepat dan 
cukup dekat. Gus Dur juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para 
aktivis LSM, termasuk di Papua, misalnya dengan Agus Sumule. Menurut Ma- 
nuel Kaisiepo,” mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan 
Timur Indonesia era Presiden Gus Dur, sejak bekerja sama di LP3ES sekitar 
akhir 1970, dia sudah mengenal Gus Dur dan, menurutnya, informasi terkait 
Papua atau Irian Jaya ketika itu, terutama berkaitan dengan perlakuan pemerin- 
tah dan TNI terhadap masyarakat Papua, Gus Dur jauh lebih tahu daripada dia. 

Karena sering berdiskusi, ia tidak heran begitu menjadi presiden, kemudi- 
an Gus Dur membentuk semacam Tim Khusus untuk berdialog dengan Pa- 
pua, dan Manuel sebagai salah satu anggotanya. Hal ini, katanya, jauh sebelum 
dia ditunjuk menjadi menteri dan sebelum Gus Dur datang ke Jayapura pada 
akhir 1999. Dengan demikian, Presiden Gus Dur sudah membentuk tim un- 
tuk memetakan masalah Papua sebelum dia benar-benar mengambil kebijakan 


terkait Papua pada 31 Desember 1999 tersebut. Selain itu, Presiden Gus Dur 


PPKTI) Manuel Kaisiepo, 17 Februari 2016; wawancara dengan Agus Sumule 20 Agustus 2014. 
Pdt. Karel Phil Erari menceritakan bahwa ia mengenal Gus Dur sejak menjadi mahasiswa Ph.D. di Singapura 


dan setelah itu sering membantu PGI dalam berbagai acara sebelum kemudian diangkat menjadi Ketua Lit- 
bang PGI di Jakarta. Wawancara 16 Agustus 2014, 

Wawancara Manucl Kaisiepo, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 
era Presiden Gus Dur, 17 Februari 2016. 

Ibid. 
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juga telah berkomunikasi langsung dengan tokoh-tokoh Papua, baik tokoh 
agama, masyarakat, etnis, maupun separatis. 

Oleh karena itu, Presiden Gus Dur tampak bertindak cepat ketika melihat 
eskalasi tuntutan merdeka rakyat Papua dan ancaman kekerasan kian mening- 
gi. Bukan dengan pendekatan represif, melainkan justru mengambil langkah 
persuasif dan dialogis. Langkah-langkah tersebut dimulai dari diluluskannya 
tuntutan pembebasan para tahanan orang Papua oleh Orde Baru. Pada 23 De- 
sember 1999 Presiden Gus Dur mengeluarkan Surat Keputusan Presiden ten- 
tang Amnesti dan Abolisi terhadap para tahanan politik (tapol) dan narapida- 
na politik (napol) Papua. Melalui Keppres No. 173 Tahun 1999, Presiden Gus 
Dur melepaskan 72 tahanan politik (tapol) dan memberikan abolisi kepada 33 
narapidana politik (napol) di berbagai tempat. Dalam lampiran Keppres terse- 
but disebutkan nama-nama dan tempat penjara mereka yang diberi amnesti 
dan abolisi. Presiden Gus Dur juga memberikan tempat bagi perwakilan orang 
Papua untuk menduduki jabatan tinggi pemerintahan, seperti menteri, demi- 
kian juga Aceh. Hal ini menunjukkan akomodasi yang serius kepada orang 
Papua dan Aceh dalam kabinet yang dipimpinnya. 

Sepanjang pemerintahannya, Presiden Gus Dur setidaknya memberikan 
tempat kepada dua orang Papua sebagai menteri dalam kebinet. Satu kursi didu- 
duki sejak awal kabinet terbentuk yang diumumkan pada 26 Oktober 1999 de- 
ngan memasukkan Gubernur Irian Jaya ketika itu Ir. Laksamana Madya TNI 
(Purn.) Freddy Numberi? sebagai menteri PAN (Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara), kemudian disusul satunya lagi Manuel Kaisiepo,” seorang war- 
tawan senior kelahiran Biak, pada reshuffle kebinet bulan Agustus 2000 sebagai 


Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.’ 


$ Lahir di Yapen Waropen, Papua, 15 Oktober 1947. 

© Lahir di Biak, Papua, 25 Desember 1953. 

7 Pdt. Karel Phil Erari menceritakan bahwa semula Gus Dur ingin agar Erari menduduki kementerian tersebut, 
namun Erari menolak karena dia seorang pendeta—tidak diperbolehkan menjadi menteri, Gus Dur kemudian 
meminta nama kepada Erari dan diusulkan nama Manuel Kaisiepo, seorang wartawan senior Harian Kompas. 
Wawancara 16 Agustus 2014. 
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Salah satu tujuan dari kementerian ini adalah mempercepat pembangunan 
dan pemerataan di Papua dari dekat. Manuel bercerita bahwa presiden meme- 
rintahkannya untuk menyusun sendiri program kementerian ini, mengingat, 
menurutnya, bagi Gus Dur dialah yang paling tahu tentang Papua, dan Manuel 
sendiri telah diutus menjadi anggota Tim Khusus untuk mencari jalan dialog 


damai di Papua sejak awal Gus Dur menjadi presiden.* 


PERTEMUAN 31 DESEMBER 1999 


Arti penting dari pertemuan tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelum- 
nya, adalah dialog yang bersifat langsung untuk saling memahami satu sama 
lain. Pertemuan itu sama sekali tidak dirancang untuk satu arah, tetapi justru 
pihak Presiden Gus Dur lebih banyak mendengar dari mereka. Bagi masyara- 
kat Papua, dialog ini merupakan momentum penting, yaitu pertemuan dengan 
seorang presiden di wilayah mereka sendiri yang nyaris tanpa tabir dan tanpa 
batasan-batasan sama sekali.” Dalam pertemuan tersebut disediakan kursi ter- 
batas, tetapi jumlah orang yang hadir membludak, sehingga sebagian berdiri. 
Ini karena, selain datang dari berbagai kelompok dan agama, sebagaimana tra- 
disi selama ini, mereka juga melibatkan perwakilan dari daerah seluruh Papua, 
perwakilan adat, dan profesi. 

Di Jayapura, kedatangan Presiden Gus Dur dielu-elukan oleh masyarakat 
Papua, bahkan sejak pendaratannya di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura. 
Sehari sebelum kehadiran Presiden Gus Dur, para pemimpin gereja di Papua 
memang mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kehadiran dan dialog 
dengan presiden itu untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan 
santun. Dalam dialog dengan Presiden Gus Dur di Gedung Negara Jayapura 


Wawancara dengan mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, 17 Febru- 
ari 2016. 

Bandingkan dengan pertemuan Tim 100 dan Presiden Habibie yang diuraikan di bagian lain. 

1 Theo PA. van der Brock O.EM. dan J. Budi Hermawan O.FM,, Memoria Passionis di Papua, Kondisi Hak 
Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian 
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tersebut dikemukakan beragam pandangan dan aspirasi. Beberapa di antara 
mereka yang hadir berterus terang mengemukakan permintaan merdeka bagi 
Papua, seperti Tom Beanal dan Theys H. Eluay. 

Tom Beanal di dalam forum tersebut menyampaikan dengan tegas, me- 
minta agar pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan bangsa Pa- 
pua Barat (ketika itu masih disebut Irian Jaya) yang telah dideklarasikan pada 
1 Desember 1961. Tom sepertinya mengulangi apa yang telah dikemukakan- 
nya di depan Presiden Habibie pada 26 Februari 1999 di Istana Negara. Ia juga 
meminta agar presiden menindaklanjuti tuntutan ini dengan dialog nasional 
dan mengambil prakarsa untuk dialog internasional guna memperjelas proses 
masuknya Irian Barat ke Indonesia. Menurut Tom, pengembalian hak kemer- 
dekaan bangsa Papua Barat harus berdasarkan kesepakatan internasional dan 
bukan hanya ketetapan MPR. Tom Beanal juga meminta kesediaan Presiden 
Gus Dur mengembalikan kedaulatan rakyat Papua Barat dan meminta agar 
presiden bersedia membuka Kongres Nasional Rakyat Papua Barat yang ren- 
cananya akan dilaksanakan pada April 2000. 

Tokoh rakyat Papua lainnya, Theys Eluey, mengatakan bahwa aspirasi 
mayoritas rakyat Papua meminta penggantian nama provinsi dari Irian Jaya 
menjadi Papua serta meminta dikembalikannya kedaulatan Papua Barat yang 
pernah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Baik Tom maupun Theys, me- 
nyampaikan ketidakpercayaannya kepada pemerintah Indonesia, tetapi bukan 
tidak percaya kepada Presiden Gus Dur, melainkan tentang perlakuan peme- 
rintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Mereka merasa sudah ditindas dan 
ditipu selama 38 tahun. 

Sedangkan tokoh masyarakat Papua lainnya, Ramses Ohee, meminta para 
pemimpin adat di Tanah Papua diikutsertakan sejak awal dalam proses pem- 
bangunan untuk menyejahterakan masyarakat hingga ke desa-desa dan pelo- 
sok-pelosok Papua Barat. A. Sussy, tokoh rakyat Papua lainnya, meminta agar 


Keuskupan Jayapura, 2001, hlm. 64. 
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penyiaran agama melalui TV ataupun radio lebih proporsional tanpa membe- 
dakan agama mayoritas dan minoritas. Albert Kailele, mantan tapol/napol Pa- 
pua, meminta agar presiden memperhatikan nasib dan hidup tapol/napol Pa- 
pua dan segera mengentaskan bangsa Papua Barat dari penderitaan." 

Pater Neles Tebay", seorang pastor senior dan pengajar di Sekolah Tinggi 
Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, yang waktu itu bekerja 
sebagai wartawan The Jakarta Post dan menjadi saksi mata dalam peristiwa ter- 
sebut, menceritakan bahwa dialog langsung dengan perwakilan rakyat dan pe- 
mimpin agama Papua pada 31 Desember 1999 malam itu digambarkan sangat 
terbuka tanpa rekayasa dan tidak ada jarak antara Gus Dur sebagai presiden 
dengan peserta dialog. Ketika para pembicara mengemukakan pendapat mes- 
kipun sangat keras seperti Tom Beanal dan Theys, Presiden Gus Dur juga ke- 
lihatan sangat tenang dan mendengarkan secara saksama. Neles menceritakan 
ingatannya bahwa, sebelum mempersilakan para hadirin berbicara, Presiden 
Gus Dur terlebih dahulu memberikan pengantar singkat tentang kedatangan- 
nya di Jayapura. Gus Dur mengemukakan bahwa dia sangat menghormati rak- 
yat Papua dan ingin mendengarkan pandangan dari rakyat Papua secara lang- 
sung, selain untuk melihat matahari terbit di pagi hari memasuki milenium 
kedua. Kemudian presiden mempersilakan mereka mengungkapkan pandang- 
an dan isi hatinya. 

Neles lebih lanjut menceritakan bahwa dalam pengantar yang singkat ter- 
sebut, Presiden Gus Dur mengungkapkan beberapa hal yang sangat penting 
dan mendasar: pertama, Presiden Gus Dur meminta maaf kepada rakyat Pa- 
pua jika selama ini aparat pemerintah RI bertindak tidak sesuai dengan hukum 
dan melakukan pelanggaran HAM. Gus Dur memberikan klarifikasi secara 
jernih bahwa permintaan maaf tersebut bukan dilakukan atas nama kelemba- 
gaan negara itu sendiri, melainkan atas nama orang-orang yang mengatasna- 


makan lembaga negara untuk mengambil kebijakan dengan melanggar hak 


1 ‘Theo Broek et al., Memoria Passionis 2000, 3-4. 
12 Wawancara 28 Juli 2014. 
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asasi manusia." Presiden Gus Dur mengungkapkan akan memperbaiki dan 
menegakkan HAM dan keadilan bagi rakyat Papua dan mendirikan pengadil- 
an HAM bagi para pelanggar HAM di Papua pada masa lalu dan masa de- 
pan." 

Selanjutnya, Gus Dur menegaskan bahwa, sebagai presiden, dia wajib 
mempertahankan kesatuan Republik Indonesia termasuk Papua dalam wila- 
yah kesatuan RI, tetapi dia juga wajib menyelesaikan masalah Papua secara 
damai yang selama ini terus dirundung kekerasan. Presiden Gus Dur mene- 
gaskan bahwa GBHN 1999-2004 mengamanatkan kepadanya sebagai presi- 
den untuk mempertahankan kesatuan wilayah RI, termasuk Papua, dan juga 
menyelesaikan masalah Papua. 

Meski demikian, Gus Dur sebagai presiden ingin berdialog secara terbuka 
dengan rakyat Papua. Presiden ketika itu menggambarkan bahwa Indonesia 
seperti meja.’ Orang Papua boleh meminta apa saja asalkan masih di atas meja 
tersebut. Jika keluar dari meja, aparat keamanan atau penegak hukum akan 
bertindak. Jadi dengan sendirinya, Gus Dur sesungguhnya sudah membatasi 
dialog tersebut dalam kerangka kesatuan wilayah Republik Indonesia meski- 
pun dibuka seluas-luasnya untuk mengajukan aspirasi dan tuntutan. Meski 
demikian, dalam jawaban Gus Dur atas aspirasi yang terungkap di dalam fo- 
rum tersebut, bahwa kata Presiden Gus Dur, semua orang boleh berpikir dan 
bercita-cita untuk merdeka asalkan dilakukan dengan prosedur demokrasi dan 
damai, tidak dengan kekerasan dan memaksakan kehendak serta tidak mela- 
kukan mobilisasi massa untuk tujuan tersebut. Jika itu dilakukan, sudah men- 


jadi wewenang aparat keamanan dan aparat hukum untuk menegakkannya. 


5 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 33. 

4 Beberapa elemen penting ungkapan Presiden Gus Dur dalam pengantar dan jawaban atas aspirasi rakyat Pa- 
pua pada saat itu kemudian menjadi elemen-elemen penting dalam kandungan UU Otonomi Khusus Papua, 
meskipun dalam implementasinya kemudian dikebiri oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

1 Beberapa informan memberikan kesaksian bahwa perumpamaan meja bundar itu diungkapkannya dalam ber- 
bagai pertemuan lanjutan dengan tim-tim Papua, baik di Istana maupun di rumah singgahnya di Jalan Irian di 
Jakarta. 
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Menanggapi aspirasi Tom Beanal, ketua Tim 100 pada dialog dengan Pre- 
siden Habibie dan salah seorang peserta dialog tersebut tentang tuntutan mer- 
deka, Gus Dur memberikan jawaban yang tidak kurang tegas dan ketus. Pre- 
siden Gus Dur mengatakan bahwa aspirasi seperti itu sudah dia dengar 
belasan tahun yang lalu sehingga kalau hanya itu yang dituntut dengan argu- 
mentasi yang sama, tidak usah dikemukakan dan saya tidak perlu datang ke 
Papua, karena: “saya sudah tahu.” Presiden Gus Dur membuka kemungkinan 
perbaikan hubungan dan kebijakan yang memulihkan Papua menjadi lebih 
terhormat dan dengan rela hati menjadi bagian dari kesatuan negara dan ma- 
syarakat Indonesia. Meski demikian Gus Dur menyatakan, tidak ada masalah 
jika orang punya keinginan dan berpikir tentang kemerdekaan, semua orang 
boleh memiliki pendapat dan cita-cita apa pun, termasuk untuk merdeka asal- 
kan dilakukan dengan prosedur demokrasi dan damai serta tidak melakukan 
mobilisasi. Namun, sebagai presiden dia wajib mempertahankan kesatuan ne- 
gara RI. 

Presiden Gus Dur tampaknya menyadari risiko bagi seorang presiden yang 
memberikan keleluasaan terlalu besar kepada pemimpin Papua mengenai ke- 
bebasan menyatakan pendapat tentang kemerdekaan, mengingat risiko terse- 
but bukan tidak mungkin menimpa Gus Dur sendiri sebagai presiden. Dalam 
salah satu bagian jawaban pada pertemuan tersebut, Presiden Gus Dur juga 
memberikan isyarat akan risiko itu tapi dia bertekad untuk menyelesaikan de- 
ngan mengabaikan risiko bagi dirinya sendiri: 

“(,..) sikap (berpihak kepada rakyat Papua, pen.) yang sangat sulit diambil sebenarnya. 

Karena kalau kita menjalankan pemerintahan, mau tidak mau, keselamatan Pemerintah 

itu sendiri harus dipikirkan. Tetapi saya justru tidak mau memikirkan hal itu. Karena yang 


penting adalah hak-hak asasi manusia yang ada. Karenanya kita harus memperbaiki yang 
ada, Karena sekarang ini kita masih dalam lingkungan Republik Indonesia.” 


1 Pater Nales, 28 Juli 2014. Kesaksian yang sama dikemukakan oleh Taha Alhamid. Lihat juga transkripsi ja- 
waban lengkap Presiden Gus Dur atas dialog tersebut dalam Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 31-37. 

1 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 33-34. Pernyataan ini tampaknya berkaitan dengan makin kerasnya ancam- 
an para politisi Senayan terhadap pemerintahan dan posisi Gus Dur sebagai presiden karena kebijakan-kebi- 
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Tetapi, dalam waktu yang sama Presiden Gus Dur juga mengingatkan 
bahwa proses penegakan HAM itu tidak mudah, selain memakan waktu lama, 
juga tidak selalu mudah. Ia selanjutnya mengatakan: 

"Nah, data bal ind) pedlaisaya ingatkan bahwa snsalah pelanggaran Hakasasi sanda iti 

fidaleslesai dalamnseliari-dna hari Kita harus berbuat sekuat-krstnya: sebanyak Banyak- 


nya untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi, karena itu tidak selesai per- 
soalannya sehari-dua hari walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga.” 


Neles selanjutnya menceritakan bahwa dalam forum yang cukup tegang 
karena undangan yang datang melebihi kapasitas dan tidak sesuai dengan ren- 
cana dibatasi, serta pernyataan yang tegas dan mungkin provokatif dari Tom 
Beanal dan Theys Eluay tersebut, tidak membuat Presiden Gus Dur kehilang- 
an selera humornya. Dengan setengah berkelakar, Presiden Gus Dur menyam- 
paikan tradisi penamaan anak di Jawa. Kalau ada anak yang sakit-sakitan, 
orangtua akan mengganti nama anak itu, disertai upacara tertentu. Demikian 
juga dengan nama Irian Jaya. Presiden Gus Dur menggambarkan nama Irian 
Jaya yang mungkin menyebabkan wilayah ini sakit-sakitan, yaitu dengan kon- 
flik dan kekerasan yang tiada henti-hentinya sehingga perlu diganti nama. Ke- 
mudian Gus Dur mengembalikan nama Papua sesuai dengan tuntutan mere- 
ka, yaitu Papua. 

Selanjutnya, Presiden Gus Dur memberikan alasan bahwa arti kata “Irian” 
itu jelek. Dalam bahasa Arab, Irian (Arab, uryan) artinya telanjang. Dalam se- 
jarahnya, demikian sambung Presiden Gus Dur, dahulu para perantau Arab 
pertama yang datang ke Papua menemukan masyarakat Papua masih berkote- 
ka sehingga menganggapnya telanjang, maka kemudian mereka menyebut ma- 
syarakat Papua sebagai “Irian/uryan”.” Sedangkan kata Papua, menurut Gus 


jakannya yang dianggap kontroversial, khususnya masalah Papua dan Aceh, serta mengganggu kepentingan 
TNI dan Orde Baru. Penekanan dari penulis. 

™ Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 33-34. 

Lihat juga Kompas.com, 1 Januari 2000. 
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Dur, artinya baik, sehingga ia menyetujui aspirasi untuk mengganti nama Irian 
Jaya menjadi Papua. 

Dengan penggantian nama itu, sesungguhnya Presiden Gus Dur telah me- 
ngembalikan harga diri mereka pada tataran paling tinggi dan penting yang 
selama ini merasa paling dihinakan dan ditindas oleh penguasa Orde Baru. 
Peristiwa ini mungkin bisa digambarkan semacam peristiwa pemberian peng- 
hormatan kepada rakyat jelata pada era Renaisans di Eropa abad ke-16 ketika 
Eropa keluar dari kegelapan abad pertengahan di mana rakyat kecil diberikan 
hak untuk memiliki properti yang tidak ada sebelumnya. Atau hal itu bisa di- 
gambarkan sebagai pemberian kehormatan bagi budak pada era Nabi Mu- 
hammad saw. menjadi status merdeka yang dalam bahasa Al-Quran disebut 
sebagai tahrir ar-ragabah (O.S.: An-Nisa: 92). 

Dengan kata lain, perubahan nama itu begitu dramatis bagi perasaan orang 
Papua. Sebuah nama atau kata “Papua” yang digambarkan oleh orang-orang 
Papua sangat menakutkan pada masa Orde Baru. Mote & Rutherford menu- 


lis: 


“Under New Order, there was little public discussion of this history; indeed, the very use of the 
term Papuan’ was Taboo, The provinces inbabitans learned to call themselves ‘orang irians' after 
the Indonesian name for the territory, Irian Barat (West Irian) or Irian Jaya (Glorious Irian), 
said to be an acronym for Tkut Republik Indonesia Anti Netherland.” 


Menurut banyak orang Papua, setiap orang yang menyebut kata “Papua”, 
apalagi untuk tujuan mengklaim wilayah mereka tersebut, pada masa Orde 
Baru, bisa berkonsekuensi tiga kemungkinan, yaitu hilang tidak terlacak, dibu- 
nuh, atau dipenjara karena kata itu tidak diinginkan dan dibenci oleh pengua- 
sa Orde Baru.” Namun, oleh Presiden Gus Dur dengan enteng nama itu dije- 
laskan dan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dilakukannya dengan 


cara setengah berkelakar dan santai. 


2 Octavianus Mote & Danilyn Rutherford, “From Irian Jaya”, 120 
2 Fakta ini dikemukakan dan diiyakan oleh hampir semua informan dari Papua dalam riset ini. 
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Namun, Presiden Gus Dur ketika itu tidak menyertainya dengan surat 
resmi SK atau Keppres secara langsung sekalipun masyarakat Papua menyam- 
butnya dengan gegap gempita dan penuh kebanggaan. Dan karena antusi- 
asme masyarakat Papua mengawal kebanggaan ini, aparat keamanan Polisi 
ataupun TNI dan pemerintah daerah tidak berusaha mencegahnya meskipun 
belum ada SK atau surat apa pun dari Presiden Gus Dur. Surat penetapan 
nama itu baru keluar berbarengan dengan ditetapkannya UU Otsus No. 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, penamaan 
itu sebelum keluarnya UU Otsus masih bersifat kultural, tetapi memiliki ke- 
kuatan nyaris magis baik bagi orang Papua maupun proses politik Indonesia 
secara keseluruhan. 

Kembali dalam dialog tersebut, Presiden Gus Dur juga dengan tegas me- 
nolak tuntutan merdeka, namun membuka dengan luas kesempatan untuk 
berdialog dalam memecahkan masalah tersebut. Presiden juga mengemuka- 
kan secara terbuka bahwa jika ada pihak-pihak yang hendak memaksakan 
kehendak untuk merdeka, akan berhadapan dengan kekuatan yang dimiliki 
bangsa Indonesia.? Jawaban presiden yang tegas tersebut ditanggapi dengan 
berbagai pandangan di kalangan tokoh-tokoh Papua ketika itu. Theys secara 
tegas pula membantah pernyataan presiden bahwa dirinya tidak pernah 
mendirikan negara dalam negara, tetapi justru pemerintah Indonesia yang 
mendirikan negara di dalam negara. Theys mengatakan tidak menentang 
Gus Dur sebagai pribadi dan presiden yang dihormatinya, tetapi ia menen- 
tang pemerintah Orde Baru dan pemerintah Indonesia yang menindas. 

Sedangkan, Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi yang pada saat itu masih 
merangkap sebagai Menteri Negara PAN memberikan penjelasan bahwa per- 
ubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua perlu dikaji mengingat negara 
tetangga Papua New Guinea sudah memakainya. Sementara Ketua BP AM 
Sinode GKI Irian Jaya Pdt. Herman Saud, M.Th. mengatakan bahwa jawaban 


2 Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis di Papua, Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia: Gam- 
baran 2000, Jakarta: KSP & LSPP, 2001, hlm. 64. 
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Presiden Gus Dur terkait penolakan untuk merdeka tersebut sudah maksimal 
sesuai kedudukannya sebagai kepala negara. Herman mengimbau semua pihak 
rakyat Papua dan umat beragama ketika itu untuk menerima jawaban Presiden 
dengan besar hati agar aspirasi yang telah disampaikan justru akan menjadi 
perhatian pemerintah terhadap rakyat Papua. 

Rektor Universitas Cenderawasih, Ir. F. A. Wospakrik, M.Sc., menyata- 
kan wajar jika mahasiswa melibatkan diri dalam kancah politik di Irian Jaya, 
termasuk menyampaikan aspirasi “M” (Merdeka).? Di tempat terpisah, Karel 
Phil Erari memberikan pernyataan terkait jawaban Presiden Gus Dur de- 
ngan menolak memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua. Erari selaku 
penasihat Meneg HAM mengatakan bahwa Presiden Gus Dur mendapat 
mandat dari MPR untuk menjaga kesatuan negara dan bangsa Indonesia, 
sehingga itulah yang harus dikatakan secara hukum dan konstitusi, sebagai 
Kepala Negara.“ Dengan demikian, meskipun sikap dan kebijakan Presiden 
Gus Dur mengundang kontroversi—beberapa orang menyebutnya sebagai 
menyerempet bahaya—tetapi kemudian mengerucut pada lahirnya konsep 
penyelesaian masalah yang bisa diterima semua pihak melalui proses politik 


yang wajar, demokratis, konstitusional, dan partisipatif. 


> Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 4-5. 
= Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 3-6. 
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roses negosiasi damai mengenai pengungkapan aspirasi dari semua pihak 

menjadi salah satu kunci untuk saling memahami. Sejalan dengan yang di- 
lakukannya dalam penanganan kasus Aceh, Gus Dur menempuh kebijakan- 
kebijakan yang berisiko demi terartikulasikannya kehendak rakyat di Papua. Ja- 
lan itu adalah, melalui pencarian solusi damai dengan memberikan jaminan atas 
hak untuk berkumpul dan berpendapat serta jaminan rasa aman. Sementara me- 
reka menyelenggarakan berbagai pertemuan, pemerintah memberikan perlin- 
dungan dan rasa aman. Dalam berbagai kasus gerakan, demonstrasi, dan perte- 
muan publik di Papua, Presiden Gus Dur seperti memberikan jaminan dirinya 
pribadi atas munculnya berbagai gerakan dan pertemuan serta kumpulan massa 


tersebut, yang merupakan bagian dari negosiasi dan dialog. 


MUBES (MUSYAWARAH BESAR) 
14-16 FEBUARI 2000 


Suasana di Papua terus berlangsung dinamis setelah kehadiran Presiden Gus 
Dur di Jayapura, antara awal Januari sampai pertengahan Februari 2000. Insi- 


den-insiden kecil terjadi, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora pada se- 
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buah pesta adat oleh masyarakat di Kecamatan Teminbuan, Ayamaru, dan Be- 
raur di Kabupaten Sorong. Sementara itu, di Timika massa mengarak bendera 
Bintang Kejora dalam menyambut kedatangan para wakil mereka yang baru 
kembali dari Jayapura sebagai utusan untuk berdialog dengan Presiden Gus 
Dur.' Demikian juga tuntutan merdeka terus berkumandang dan bergerak di 
beberapa daerah, baik di kabupaten maupun ibu kota provinsi di Jayapura. Bu- 
pati Sorong, John Piet Wanane, pada 13 Januari menjawab tuntutan merdeka 
dari demonstran dengan mengatakan bahwa silakan menuntut merdeka, tapi 
diarahkan ke Jakarta karena itu kewenangan MPR. Pemerintah daerah, kata- 
nya, tidak memiliki kewenangan untuk itu.? 

Tetapi, atas tuntutan rakyat Papua pada 17 Januari 2000, DPRD Irian Jaya 
membentuk Pansus “M” (Merdeka) dan meminta rakyat Papua merumuskan 
apa yang dimaksud dengan merdeka menurut mereka tanpa ada konsekuensi 
politis dari pemerintah pusat." Ini berarti ada keleluasaan diskursus dan disku- 
si pada kata “Merdeka” sekalipun di bawah pemerintahan Gus Dur, asal dila- 
kukan sesuai prosedur dan damai. Pansus tersebut berjanji dan hendak mela- 
kukan penelitian kepada masyarakat tentang arti merdeka bagi mereka, karena 
menurut mereka, otonomi yang mereka sedang pikirkan dan rumuskan juga 
merupakan bagian dari aspirasi merdeka tersebut." Meski demikian, sampai 
terlaksananya mubes 14-16 Februari tampak tidak ada kekerasan berarti yang 
dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran dan pengibar ben- 
dera Bintang Kejora. Demikian juga tidak ada rumusan yang cukup jelas dari 
hasil pembahasan Pansus “M” DPRD Papua tersebut. 

Meskipun demikian, di tengah dinamika yang sesungguhnya cukup kon- 
dusif itu, pada 5 Januari ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Papua, 
Theys Eluay, dengan beberapa orang pemimpin Papua pergi ke Jakarta me- 


* Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 10. 
2 Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 9. 
3 Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 11. 
+ Ibid. 
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nemui Presiden Gus Dur. Kepergian mereka ini tampaknya tidak dibicara- 
kan secara luas sebelumnya sehingga memunculkan kecurigaan di antara 
para pemimpin dan aktivis di Papua. Tidak bisa diketahui dengan jelas tuju- 
an dan hasil dari kunjungan Theys dan kawan-kawan untuk menemui Pre- 
siden Gus Dur di Jakarta tersebut.” Namun, kecurigaan itu tidak berlarut 
karena para pemimpin Papua tampaknya lebih sibuk mempersiapkan Mu- 
syawarah Besar (Mubes) di mana Theys dkk. juga menjadi bagian dari renca- 
na tersebut. 

Mubes yang dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah di Papua dan juga 
para aktivis Papua di luar negeri, seperti Papua New Guinea, Vanuatu, Austra- 
lia, dan bahkan Eropa tersebut digambarkan sebagai persiapan menuju Kong- 
res Rakyat Papua II. Beberapa hari menjelang dilaksanakannya mubes sempat 
terjadi perdebatan akan keabsahan forum tersebut oleh aparat keamanan dan 
kemungkinan untuk tidak mendapatkan izin.” Namun, secara umum tidak ada 
pelarangan yang signifikan meskipun sempat terjadi beberapa insiden pela- 
rangan dan permintaan keterangan oleh polisi terhadap orang-orang yang me- 
ngibarkan bendera Bintang Kejora di beberapa daerah secara terbatas. Pang- 
dam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang mengatakan bahwa aksi-aksi 
mengungkapkan aspirasi “M” (Merdeka) masih wajar dan belum menjadi an- 
caman yang membahayakan pada disintegrasi bangsa.’ Sementara itu, Kapolda 
Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wena ketika itu sempat menyatakan tidak akan mela- 
rang pertemuan tersebut, tetapi sampai hari itu belum ada permohonan izin.* 
Mubes akhirnya berlangsung cukup damai. Meskipun tidak ada tindakan re- 
aktif dan pelarangan terhadap mubes tersebut, para pejabat daerah yang diun- 
dang, baik politisi, birokrat, maupun kepolisian dan militer tidak ada yang ha- 
dir? 


Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 7. 
Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 19-20. 
Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 17. 
Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 19. 


Agus A. Alua, Mubes Papua 2000,53. Lihat juga Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 19. 
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Peserta mubes terdiri dari utusan yang berasal dari berbagai daerah di se- 
luruh Papua (bahkan orang Papua yang ada di luar negeri (exile), kelompok, 
suku, agama, dan sebagainya. Ribuan orang datang dengan sukarela sebagai 
pendukung meskipun tidak masuk sebagai peserta resmi mubes. Suasana mu- 
bes, selain tempat untuk menumpahkan seluruh unek-unek dari berbagai pi- 
hak di Papua, juga merupakan arena perdebatan di antara berbagai paham, 
kelompok, serta faksi di dalam kelompok-kelompok masyarakat di Papua sen- 
diri untuk mempersiapkan materi Kongres Rakyat Papua II. Dalam persiapan 
materi mubes, terjadi perdebatan kepanitiaan tentang materi-materi yang per- 
lu dibicarakan di dalam mubes. Berbagai kelompok masyarakat dan daerah 
mengusulkan berbagai topik dan draf untuk materi pembicaraan di dalam mu- 
bes. Salah satu topik yang cukup kontroversial ketika itu adalah masalah perlu 
dibentuknya pemerintahan transisi, selain topik tentang pelurusan sejarah, 
tuntutan politik dan kesejahteraan, serta pembentukan organisasi kendaraan 


politik. Pembentukan pemerintahan transisi, jika disetujui, yang dimaksud 


adalah suatu persiapan untuk memisahkan diri dari Indonesia dengan mendi- 
rikan pemerintahan sementara. Namun, dalam rapat kepanitiaan, usulan pem- 
bentukan pemerintahan transisi itu tidak disetujui.'° 

Dalam mubes, mereka mengungkapkan semua unek-unek secara terbuka 
dan sangat bebas, bahkan menghadirkan utusan aktivis Papua dari berbagai 
negara sekitar Pasifik, seperti Papua New Guinea dan Vanuatu serta bebera- 
pa exile dari Australia dan Eropa. Mubes ini adalah forum yang dilaksanakan 
pertama kalinya bagi orang-orang Papua dan para pemimpinnya untuk bisa 
dan diperbolehkan mendiskusikan secara terbuka dan bebas tentang nasib dan 
cita-cita mereka sendiri secara mandiri tanpa gangguan politik dan keamanan 
dari mana pun. Karena itu, bagi orang Papua sendiri, mubes ini adalah sebuah 
pertemuan untuk pertama kalinya yang representatif mewakili hampir seluruh 
etnis dan sub-etnis, agama, profesi, dan daerah. Mubes ini juga melibatkan 


undangan dari luar Papua yang memberikan nuansa lain berupa geopolitik 


19 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 50-51. 


300 


MENJAMIN KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT 


Pasifik dan rumpun Melanesia. “Inilah untuk pertama kalinya bangsa Papua 
mendiskusikan isi hatinya secara terbuka tanpa diganggu siapa pun.” 

Melalui komisi-komisi pembahasan yang dibentuk, pertemuan mubes itu 
secara garis besar membahas tiga agenda utama, yaitu: (1) Komisi pelurusan 
sejarah Papua, (2) Komisi agenda politik, dan (3) Konsolidasi komponen Pa- 
pua dalam perjuangan Papua ke depan.” Pelurusan sejarah Papua yang terpen- 
ting berisi tentang penilaian kritis terhadap integrasi Papua ke Indonesia serta 
peran Belanda, Amerika, dan PBB. Pandangan itu juga mengkritisi pelaksana- 
an PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dianggap menyimpang dari 
New York Agreement 1962 yang seharusnya dilaksanakan dengan pemilihan 
langsung, tetapi dalam praktiknya PEPERA justru dilaksanakan secara perwa- 
kilan, atau model Noken." Mereka juga mempermasalahkan campur tangan 
militer dalam pelaksanaan PEPERA tersebut." 

Sebaliknya, topik ini juga mengajukan pemaknaan historis 1 Desember 
1961 sebagai hari pertama kalinya bendera Bintang Kejora dikibarkan ber- 
dampingan dengan bendera Belanda, hari peresmian lagu kebangsaan Papua, 
dan hari pengangkatan anggota-anggota Dewan Nieuw Guinea untuk pertama 
kalinya—yang 5096 terdiri atas orang Papua." Sedangkan dalam agenda poli- 
tik, antara lain, dibentuknya Dewan Papua yang terdiri dari para tokoh Papua, 
baik tokoh di Jayapura maupun dari daerah-daerah. Mereka juga mewakili 
berbagai kelompok, agama, dan latar belakang etnis dan sub-etnis. Anggota 
Presidium Dewan Papua (PDP) terdiri atas 18 orang anggota inti dari sejum- 
lah unsur masyarakat yang masing-masing diwakili oleh dua orang. Unsur- 
unsur tersebut adalah wakil dari kalangan adat, pelaku sejarah, cendekiawan, 
politisi, perempuan, mahasiswa, tokoh agama, pemuda, dan mantan tahanan 


(tapol/napol). Dalam konsep awalnya, juga disarankan agar diberi tempat bagi 


"Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 154. 
2 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 22. 

3 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 65-70. 

“ Ibid, 

$ Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 154. 
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tokoh Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/ 
TPN) dan Satgas Papua. Namun, setelah ada pembahasan yang hangat kemu- 
dian saran ini ditinggalkan dan OPM/TPN tidak diberi representasi khusus 
dalam organisasi PDP. 

Dalam agenda politik tersebut, Dewan Papua ditugaskan salah satunya un- 
tuk memperjuangkan kedaulatan bangsa Papua pada 1 Desember 1961 dengan 
segala persyaratan kedaulatan, seperti bendera, lambang, lagu kebangsaan, dan 
teritori Papua. Presidium Papua juga ditugaskan untuk menuntut pertang- 
gungjawaban para jenderal militer yang telah melanggar HAM di Papua sejak 
pembebasan Irian Jaya 1963; berlakunya DOM (Daerah Operasi Militer) dan 
sesudahnya hingga saat itu. Dewan Papua juga ditugaskan untuk melibatkan 
pihak luar negeri yang relevan dalam rangka menggiatkan diplomasi interna- 
sional." 

Sementara itu, komisi konsolidasi elemen Papua menetapkan Dewan Pa- 
pua sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan tersebut. Dewan Papua 
terdiri atas Panel Dewan Papua yang keanggotaannya adalah pilar-pilar dari 
tiap daerah di Tanah Papua dan dari tiga kawasan—Asia, Pasifik, dan Eropa. 
Panel Dewan Papua memiliki posisi politik dan kedudukan tertinggi untuk 
mempertahankan atau membubarkan kendaraan politik, mengangkat, dan 
memberhentikan badan eksekutif DP." Sementara itu, keanggotaan Presidium 
Papua dipilih dari pilar-pilar untuk melaksanakan tugas harian dari Badan 
Dewan Papua.’ Sedangkan susunan Presidium DP terdiri atas ketua: Theys 
Hiyo Eluay (tokoh adat) dan Tom Beanal (politisi) dan moderator: Herman 
Awom (tokoh agama), Benny Giey (cendekiawan), dan Frans-Albert Joku (to- 
koh adat). Sedangkan yang duduk sebagai anggota PDP adalah Beatriks Koi- 
bur dan Ketty Yabansabra (tokoh perempuan), Isack Ayomi (politisi), Don 


1 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 74. 

17 Nama-nama anggota Panel DP lihat, Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 86-89. 
"Ibid, 82 

» Darpan Ariawinangun, peny., Memoria Passionis, 155. 
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Flassy (cendekiawan), Martinus Werimon dan Leo Imbiri (tokoh mahasiswa), 
Elieser Awom dan John S. Mambor (mantan tapol), Fred Suebu dan Melkias 
Mandosir (pelaku sejarah), Andi Manobi dan Yacob Kasima (tokoh pemuda), 
serta H. Muh. Said Sabuku (tokoh agama). 

Nantinya, Presiden Gus Dur menerima laporan hasil mubes tersebut dari 
panitia dengan kesanggupan membantu 1 miliar rupiah untuk pelaksanaan 
Kongres Rakyat Papua II sebagai tindak lanjut dari acara tersebut. 


MENYUMBANG RP 1 MILIAR UNTUK 
KONGRES RAKYAT PAPUA II 


Tidak sebagaimana anggapan mainstream bahwa Kongres Rakyat Papua II 
(KRP II) merupakan persiapan masyarakat Papua untuk merdeka dan memba- 
hayakan kesatuan bangsa sehingga pembiaran berlangsungnya KRP II oleh 
Presiden Gus Dur akan dianggap sebagai tindakan yang mendukung separatis- 
me, Presiden Gus Dur justru bersikap lain. Dia melihat bahwa forum-forum 
rakyat Papua, termasuk rencana KRP II, sebagai kesempatan untuk mende- 
ngarkan secara langsung tentang rumusan aspirasi mereka secara jelas dan de- 
tail. Sebagaimana prinsip yang dipegangnya, bagi Presiden Gus Dur, diskursus, 
diskusi, berpikir, dan bahkan keinginan merdeka tidak bisa dilarang kecuali me- 
langgar hukum dan dideklarasikan secara sepihak. Aspirasi ini sama dengan 
keinginan sekelompok orang untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. 
Berpikir dan keinginan seperti itu tidak bisa dilarang. Yang dilarang adalah 
mendeklarasikan secara sepihak berdirinya Negara Islam Indonesia. Karena itu, 
betapa pun kontroversialnya, tanpa ragu Presiden Gus Dur menjamin kebebas- 
an mereka untuk berbicara dan berkumpul serta menjamin rasa aman selama 
dalam proses dialog dan negosiasi tersebut, termasuk terselenggaranya KRP II. 

Para inisiator penyelenggara dan masyarakat Papua menyebut Kongres 
Rakyat Papua II yang diselenggarakan pada 29 Mei—4 Juni 2000 sebagai 


2 Agus A. Alua, Mubes Papua 2000, 93. 
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Kongres Rakyat Papua II, dihitung dari event yang disebut Kongres Nasional 
Papua (KNP) I yang diselenggarakan 39 tahun sebelumnya, yaitu pada 1 Mei 
1961. Pada saat itu Kongres Nasional Papua diselenggarakan dalam rangka 
mempersiapkan untuk merdeka di bawah fasilitas kolonial Belanda. 

Rencana Kongres Rakyat Papua II ini pernah diajukan oleh para pengga- 
gas kepada Presiden Gus Dur dalam acara dialog pada malam 31 Desember 
1999 di Gedung Negara Gubernur Papua di Jayapura. Tom Beanal, ketika itu, 
mengatakan bahwa masyarakat Papua ingin menyelenggarakan kongres, na- 
mun sebelumnya akan diadakan mubes (Musyawarah Besar) untuk mempersi- 
apkannya. Akan tetapi, setelah terselenggaranya mubes terjadi ketegangan hu- 
bungan antara Presiden Gus Dur dengan Dewan Papua karena tampaknya 
memberi kesan bahwa mubes masyarakat Papua benar-benar sebagai arena 
mempersiapkan kemerdekaan. 

Presiden Gus Dur sendiri ketika itu memberi pernyataan kepada pers de- 
ngan nada mengancam bahwa jika Dewan Papua tidak menaati aturan dan 
memaksakan kehendak untuk merdeka, mereka akan berhadapan dengan pi- 
hak yang berwajib.” Namun, ketegangan itu tidak berlangsung terlalu lama 
karena kemudian Presiden Gus Dur bertemu langsung dengan penanggung 
jawab mubes dan anggota lembaga yang terbentuk dalam mubes tersebut, yai- 
tu Dewan Papua, di Istana Merdeka. Selain itu, Presiden Gus Dur juga berte- 
mu dengan dua tim yang berbeda, yaitu tim dari Keuskupan Katolik Merauke 
dan Jayapura serta Tim Dialog antar-Agama, termasuk MUI, Kristen, Protes- 
tan, NU, dan lainnya. 

Tim penanggung jawab mubes dan Dewan Papua (DP)—lembaga yang 
terbentuk dari mubes tersebut—di antaranya adalah Ketua DP Theys Eluay, 
Wakil Ketua DP Tom Beanal, Sekretaris Jenderal DP Taha Alhamid, serta 
Wakil Sekjen Agus A. Alua bertemu Presiden Gus Dur. Pada pertemuan di 


2 Agus A. Alua, Kongres Papua 2000 29 Mei-24 Juni 2000: Seri Pendidikan Politik Papua No. 4, Jayapura: Sekre- 
tariat Presidium Dewan Papua Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000. Cet. ke-2, hlm. 1. 
2 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 
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Istana Merdeka tersebut, Presiden Gus Dur membuka pembicaraan dengan 
serius, bahkan ketus. Kepada mereka Presiden Gus Dur mulai bicara dan me- 
nyatakan bahwa seharusnya sebagai presiden dia tidak harus memberikan ke- 
sempatan untuk bertemu mereka,” namun karena solidaritas dan keinginan 
untuk memecahkan masalah Papua, dia menyempatkan waktu untuk mene- 
mui mereka. 

Menurut Taha Alhamid,”* dengan nada agak kecewa tersebut Gus Dur 
mengatakan, sebelum mendengarkan laporan mereka, dia ingin menanyakan 
terlebih dahulu beberapa hal. Pertama, apakah benar ada orang luar negeri 
yang ikut dalam mubes. Dijawab oleh salah seorang dari mereka: benar. Tetapi, 
mereka adalah orang Papua yang selama ini berada di luar negeri atau exile 
yang pada umumnya berada di negara-negara sekitar Pasifik yang merupakan 
rumpun Melanesia, selain dari Eropa dan Australia. Nama-nama mereka dise- 
but satu per satu, dengan negara di mana mereka tinggal. Dengan laporan itu, 
Gus Dur memberi tanggapan bahwa hal itu tidak apa-apa. Selanjutnya, Presi- 
den Gus Dur mengatakan bahwa siapa pun dia dan di mana pun dia, kalau 
orang Papua, boleh ikut dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan 
Papua. “Semua orang Papua boleh ikut memikirkan masa depan Papua, di lu- 
bang semut sekalipun.” 

Kedua, Presiden Gus Dur melanjutkan pertanyaan, masih dengan ketus, 
benarkah ada pernyataan kemerdekaan pada saat mubes. Dijawab: tidak ada. 
Memang sebelum pelaksanaan mubes, ada berbagai masukan dari kelompok 
masyarakat tentang agenda mubes. Salah satu usulan tersebut adalah tentang 
dibentuknya pemerintahan transisi. Namun, dalam pembicaraan kepanitiaan, 
topik itu ditolak sehingga tidak menjadi agenda pembicaraan di dalam mubes. 
Penolakan atas usulan pembentukan pemerintahan transisi di dalam mubes 


2 Sepertinya Presiden Gus Dur menanggapi mereka dengan nada jengkel. Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 
2014. 

2 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. Kesaksian Alhamid juga dibenarkan oleh anggora tim lainnya, seperti 
Pat, Herman Awom. Wawancara 18 Juli 2014. 

3 Kutipan ini disampaikan oleh Taha Alhamid dalam wawancara 14 Juli 2014. 
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dihapus dari agenda pembicaraan mubes dalam sebuah rapat kepanitiaan dan 
rencana Kongres.” 

Hal lain yang ditanyakan Gus Dur adalah posisi Freeport. Gus Dur berta- 
nya kepada mereka, apakah mereka ingin agar kontrak Freeport ditinjau ulang. 
Karena waktu itu sedang terjadi diskusi publik yang ramai di antara para poli- 
tisi nasional tentang status kontrak Freeport, dan diskusi itu sesungguhnya 
mengarah pada usaha pemojokan Presiden Gus Dur oleh para politisi di Sena- 
yan (baca: DPR).” Karena itu, demi melindungi posisi Presiden Gus Dur, me- 
reka menjawab bahwa soal Freeport tidak usah dipikirkan karena mereka su- 
dah tahu semua situasinya, juga konteks politik nasionalnya. Mereka, kata Taha 
Alhamid, ingin agar Presiden Gus Dur tetap aman dan Papua tetap bisa dibi- 
carakan lebih lanjut. 

Pada saat itu, menurut Taha, kontrak Freeport memang sedang dipakai 
oleh para politisi di DPR untuk “menembak” kebijakan Gus Dur tentang Pa- 
pua. Meskipun demikian, Gus Dur meminta agar mereka tetap memberikan 
masukan kepada pemerintah tentang kontrak Freeport tersebut. Setelah ja- 
waban tersebut, kemudian Gus Dur mempersilakan mereka untuk melaporkan 
jalannya mubes. Mereka kemudian menguraikan kronologi dan intisari dari 
proses serta keputusan-keputusan mubes kepada Presiden Gus Dur.” Dengan 
demikian, telah terbangun tenggang rasa dan saling melindungi secara timbal 
balik antara perwakilan masyarakat Papua dan Presiden Gus Dur yang lahir 
dari saling percaya di antara keduanya. 

Pada akhir pembicaraan, Presiden Gus Dur mengingatkan kembali ten- 
tang posisinya sebagai presiden dan tugasnya untuk mempertahankan kesatu- 
an RI. Tetapi, ia juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk berekspre- 
si dan beraspirasi, termasuk aspirasi merdeka, asalkan dilakukan secara 


2 Darpan Ariawinangun, peny, Memoria Passionis, 155. 
7 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 
2 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 
» Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 
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demokratis dan damai. Presiden juga mengatakan sedang berusaha “mengan- 
dangkan” TNI" dari keterlibatannya dalam politik agar kebebasan berekspresi 
masyarakat Papua lebih terjamin dan pemulihan hak mereka bisa segera dila- 
kukan dengan damai dan lebih mudah. Presiden Gus Dur juga mengatakan 
tentang situasi politik nasional bahwa dia sedang diserang dan berusaha untuk 
dilengserkan karena keberpihakannya pada masalah Papua. 

Menurut Taha Alhamid, Presiden Gus Dur ketika itu mengakhiri pembi- 
caraan dengan dua hal. Pertama, dia ingin segera “mengandangkan” TNI dari 
keterlibatannya dalam politik sehingga dia akan segera ikut memperjuangkan 
masyarakat Papua untuk lebih sejahtera dan damai—tidak terjadi kekerasan 
yang berlanjut—serta menegakkan HAM. Kemudian pertemuan itu diakhiri 
dengan pernyataan Presiden Gus Dur bahwa dia akan memberikan sumbang- 
an untuk terselenggaranya Kongres Rakyat Papua II sebagaimana diminta se- 
banyak satu miliar rupiah. Taha Alhamid mengutip pernyataan Presiden Gus 
Dur sebagai berikut: “Saya akan sumbang kalian untuk kongres sebanyak satu 
miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru 
bisa sumbang segitu. Moga-moga di waktu lain akan bisa mengembalikan le- 
bih banyak kepada masyarakat Papua.” 

Selesai pertemuan, belum keluar dari pintu istana paling luar, baik menu- 
rut Taha Alhamid maupun Awom, menuturkan bahwa Tom Beanal mencolek 
mereka dan mengatakan bahwa “orang ini (Presiden Gus Dur, pen.) tampak- 
nya bukan orang lain. Dia seperti kita punya nenek moyang.” Menurut Taha 
dan Awom, baik Tom Beanal maupun Theys, sangat menghormati Presiden 
Gus Dur karena kedekatan dan penghormatan yang diberikan oleh Presiden 
Gus Dur kepada mereka dan masyarakat Papua. 

Kedekatan hubungan mereka dengan Presiden Gus Dur bisa dilihat dari 
janji Gus Dur pada akhir pertemuan. Presiden Gus Dur berjanji selepas Mag- 


2 Yang dimaksud mengandangkan TNI adalah mengembalikan TNI ke barak sebagai wujud profesionalisme 
dan mencegah keterlibatannya di dalam politik dan ekonomi sebagaimana pada masa Orde Baru, 
3% Dikutip dari pernyataan Pdt. Herman Awom dalam wawancara dengan penulis, 18 Juli 2014, 
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rib akan menemui mereka kembali di hotel tempat mereka menginap untuk 
membicarakan lebih lanjut tentang Freeport. Namun, menurut penuturan 
Taha Alhamid, sehabis Magrib, Presiden hanya mengutus Freddy Numbery ke 
hotel karena harus bertemu dengan utusan negara lain di istana. Numbery 
datang ke hotel membawa naskah kontrak pemerintah dengan Freeport. Ia 
meminta agar mereka memberi tanda pasal-pasal yang harus direvisi dan usul- 
an revisi tersebut. Fotokopian kontrak yang dibawa Numbery itu telah ditan- 
dai dengan bold di atas kertas untuk diberi usulan dalam bentuk kalimat apa 
yang mereka inginkan. Namun, oleh Taha Alhamid dkk. dijawab, “Sudah tidak 
usah dipikirkan lagi tentang kontrak dengan Freeport, sekarang kami lapar, 
ajak kami makan malam saja.” 

Mereka alih-alih usul mengubah kontrak Freeport, malah mengusulkan 
agar pemerintah mengumumkan keputusannya untuk tidak mengubah kon- 
trak Freeport dan meminta agar orang kepercayaan Presiden Gus Dur, yaitu 
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, untuk mengumumkannya, bukan yang lain. 
Karena itu, dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan terkait revisi 
kontrak Freeport karena perwakilan dari Papua sendiri tidak menginginkan- 
nya, padahal Presiden Gus Dur membuka lebar untuk perubahan tersebut. 

Tim lain yang bertemu langsung dengan Presiden Gus Dur adalah tim 
yang lebih bersifat lintas agama, termasuk MUI.“ Tim ini tampaknya tidak 
mempersiapkan secara khusus dengan membuat naskah tertulis. Meski demi- 
kian, isi dari pembicaraan tersebut tidak jauh dari situasi mutakhir Papua dan 
gerakan yang terjadi setelah mubes. Ketika ditanya apa tanggapan Presiden 
Gus Dur terhadap laporan mereka, Herman Saud menyatakan bahwa Presi- 
den Gus Dur mempersilakan untuk mengadakan kegiatan apa saja asal tidak 
melanggar hukum, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan tidak memak- 


2 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 

5 Wawancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 

* Wawancara dengan Zuber Hussien (Ketua MUI ketika itu), 19 Juli 2014 dan Pdt. Herman Saud (Ketua 
Umum GKI Injili di Tanah Papua ketika itu), 18 Juli 2014. 


308 


MENJAMIN KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT 


sa untuk merdeka. Presiden Gus Dur mengatakan bahwa dia akan “mengan- 
dangkan” (kembali ke barak) TNI dulu dari kegiatan politik untuk kemudian 
berkonsentrasi memecahkan masalah-masalah di Papua. 

Baik Erari maupun Herman Saud yang ikut dalam pertemuan tersebut 
menginformasikan bahwa Presiden Gus Dur sempat mengungkapkan bahwa 
situasi dia sendiri (Gus Dur) sedang terancam karena memberi peluang terlalu 
luas kepada masyarakat Papua. Isi dari pembicaraan kedua pertemuan itu 
hampir sama seperti ketika bertemu dengan DP di Istana Merdeka. Bedanya, 
pertemuan dengan DP dilaksanakan di Istana Merdeka, sedangkan pertemuan 
dengan lintas agama dilaksanakan di rumah pribadi Gus Dur di Jalan Irian, 
Menteng Jakarta Pusat. Zuber Hussein, Ketua Umum MUI Papua ketika itu, 
yang juga dibenarkan Herman Saud, menggambarkan pertemuan dengan Pre- 
siden Gus Dur itu sebagai sangat santai, sederhana, kekeluargaan, dan tanpa 
jarak, karena pertemuan itu dilaksanakan di kamar tidur pribadi Gus Dur yang 
sangat sederhana. Bahkan salah satu dari rombongan itu duduk di tempat tidur 
tempat Presiden Gus Dur tiduran karena kursinya tidak cukup. Presiden Gus 
Dur meminta maaf kepada mereka karena kursinya kurang. Saud dan Zuber 
menuturkan bahwa tempat tidur Presiden itu sangat sederhana, di atas kepala 
tempat tidur hanya ada mini compo dan sekitar 5 buah kaset musik klasik. 

Keakraban dan kesederhanaan itu dituturkan pula oleh Phil Erari dengan 
menggambarkan pertemuan Presiden dengan tokoh lintas agama Papua itu 
yang terkesan mendadak. Sehari sebelumnya, mereka mendapatkan telepon 
dari Presiden untuk bertemu di rumah Jalan Irian pada sore hari. Tetapi, keti- 
ka rombongan Tim Lintas Agama Papua sampai di rumah Jalan Irian, mereka 
dikabarkan oleh staf kepresidenan bahwa pertemuan itu dibatalkan karena 
Presiden harus menemui tamu negara atau duta besar suatu negara di Istana 
pada jam yang sama. Ketika bingung mengenai informasi pembatalan perte- 
muan dengan Presiden, tiba-tiba mereka melihat Yenny Wahid, putri kedua 
Gus Dur, masuk ke rumah. Kemudian Erari menyapa Yenny sambil menga- 
takan bahwa mereka sudah dijanjikan sore itu untuk menghadap Presiden, 


tetapi oleh staf kepresidenan dikatakan batal karena harus menemui seorang 
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dubes di Istana. Yenny menjawab akan memberitahu ayahnya. Beberapa saat 
kemudian diinformasikan bahwa mereka disuruh masuk dan langsung ke ka- 
mar tidur. Menurut Erari, Presiden Gus Dur membatalkan pertemuan de- 
ngan dubes dan memilih menemui mereka. Erari memberikan kesan situasi 
tersebut sebagai betapa besar penghormatan Gus Dur terhadap utusan dan 
rakyat Papua.” 

Presiden Gus Dur juga bertemu dengan tim dari Keuskupan Papua, Pastur 
Teho Broek,” yang dibenarkan oleh Budi Hermawan.” Keduanya ikut da- 
lam pertemuan Uskup Merauke dan Jayapura dengan Presiden tersebut. Broek 
menceritakan bahwa Presiden Gus Dur ingin masukan dan informasi dari ke- 
uskupan terkait situasi Papua mutakhir setelah mubes dan Kongres Rakyat 
Papua II. Keuskupan mempersiapkan sangat matang pertemuan dengan Pre- 
siden Gus Dur tersebut. Naskah yang dipersiapkan untuk pertemuan tersebut 
tertanggal 26 Juni 2000 ditandatangani oleh Mgr. Jacob Duevenvoorde M.Sc. 
sebagai Uskup Agung Merauke dan Mgr. Leo L. Ladjar O.F.M. selaku Us- 
kup Jayapura. Naskah tersebut pada intinya menceritakan berbagai peristiwa 
mutakhir mulai dari kepresidenan Gus Dur—dan sedikit sebelumnya—serta 
konteks aspirasi masyarakat Papua. Naskah itu diakhiri dengan beberapa saran 
dan pertimbangan, di antaranya perlunya keterbukaan dan dialog yang lebih 
intensif. Dan juga agar aparat keamanan lebih memberikan keleluasaan dan 
tidak melakukan represi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat Papua demi 
terlaksananya dialog dan pemecahan masalah secara damai. 

Menurut Broek, setelah dijelaskan isi dari laporan tertulis keuskupan ter- 
sebut, Presiden Gus Dur menyatakan bahwa dia akan membacanya lebih de- 
tail dan hanya akan berpedoman pada laporan ini. Selanjutnya, Presiden me- 
nyatakan di depan uskup tersebut bahwa dia tidak percaya dengan laporan 


3 Wawancara Pdt. Phil Erari, 16 Agustus 2014. 

3 Wawancara Theo Brock, 23 Juli 2014 di rumahnya di Jayapura. 

3 Wawancara dengan Budi Hernawan, 10 Juli 2014 di Jakarta. Baik Theo maupun Budi ikut menyertai pertemu- 
an kedua Uskup Papua itu dengan Presiden Gus Dur. 

® Naskah tidak diterbitkan. 
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intelijen, baik TNI maupun polisi. Presiden menyatakan akan mendasarkan 
informasi pada laporan dari keuskupan Papua tersebut. Broek menggambar- 
kan pertemuan tersebut, meskipun mengambil tempat di Istana sebagai suasa- 
na yang sangat santai dan akrab, tidak ada jarak di antara mereka. Keakraban 


hubungan mereka tidak berbeda, baik di rumah maupun di istana. 
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KONGRES RAKYAT PAPUA II, 29 MEI—4 JUNI 2000 


erdasarkan uraian dan penelusuran sebelumnya, jelaslah bahwa empati 
B kepada warga negara, dalam hal ini masyarakat Papua, yang selama berta- 
hun-tahun merasa kewarganegaraannya diabaikan dan dihina dimanfaatkan 
oleh gerakan perlawanan terhadap negara, dan jika tidak dikoreksi justru akan 
mementahkan misi pengelolaan konflik. Pada saat artikulasi kemerdekaan se- 
makin terorganisasi dalam berbagai forum, Gus Dur menegaskan posisi kene- 
garawanannya dengan mengedepankan pentingnya menjadi bagian dari warga 
negara Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana Presiden Gus Dur memosi- 
sikan diri ketika diselenggarakan Kongres Rakyat Papua II. 

Menurut Agus A. Alua, peristiwa Kongres Rakyat Papua II merupakan 
forum tertinggi bagi rakyat Papua untuk membahas masalah-masalah Papua. 
Ini, katanya, untuk pertama kalinya rakyat Papua mendapat kesempatan me- 
nyelenggarakan forum semacam itu setelah Kongres Nasional Papua I pada 


1961 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua.' Kongres yang difa- 


! Agus A. Alua, “Kongres Papua 2000, 29 Mei-4 Juni”, Seri Pendidikan Politik Papua No. 4, Jayapura: Sekretariat 
Presidium Dewan Papua-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2000, hlm. i. 
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silitasi oleh pemerintah Belanda dalam rangka persiapan kemerdekaan itu di- 
rencanakan cukup matang, baik dari segi materi maupun keterlibatan rakyat 
Papua yang secara representatif diwakili oleh para pemimpin lokal, adat, aga- 
ma, serta profesi dari seluruh wilayah Papua.? Demikian juga materi dan keter- 
wakilan Kongres Rakyat Papua II yang diselenggarakan 29 Mei—4 Juni 2000 
tersebut telah dibicarakan sebelumnya dalam suatu Mubes Rakyat Papua yang 
diselenggarakan 23-26 Februari 2000 di Sentani, Kabupaten Jayapura. 

Sebagaimana diputuskan dalam mubes bahwa kongres akan mengesahkan 
sejumlah agenda yang telah diputuskan di dalam mubes, yaitu di antaranya (i) 
materi tentang pelurusan sejarah Papua, (ii) agenda politik ke depan, (iii) agen- 
da pengesahan kendaraan politik rakyat Papua berupa Dewan Papua yang ter- 
diri atas dua badan pokok, yaitu Presidium Dewan Papua dan Panel Dewan 
Papua yang mewakili daerah-daerah. Oleh karena itu, sebelum Kongres Rak- 
yat Papua II diselenggarakan, terlebih dahulu dilakukan penetapan kepanitia- 
an dan sosialisasi rencana kongres. Panitia inti telah dibentuk pada saat mubes 
yang kemudian dilengkapi setelahnya. Sosialisasi dilakukan dengan cara meli- 
batkan banyak pihak di dan dari berbagai daerah. 

Salah satu momentum dari langkah awal sosialisasi rencana KRP II adalah 
pertemuan Presidium Dewan Papua pada 16-19 April 2000 melalui ketetapan 
PDP No. A.03/KEP-PDP/IV-2000. Pada pertemuan tersebut diputuskan su- 
atu event yang bagi mereka bersejarah sebagai usaha untuk sosialisasi lebih 
luas, yaitu perayaan peringatan 1 Mei 2000 sebagai hari dimulainya sosialisasi 
umum menuju Kongres Rakyat Papua II tahun 2000. Dipilih 1 Mei karena 
pada tanggal itu adalah, oleh pemerintah Indonesia dijadikan, hari integrasi 
Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia atau pembebasan Irian Barat 
oleh pasukan Trikora.’ Dengan demikian, dipilihnya hari itu merupakan kon- 
ter wacana terhadap hari integrasi Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Setelah 


keputusan tersebut, para anggota Presidium dan Panel Dewan Papua pergi ke 


2 Ibid 
* Agus A. Alua, Kongres Papua 2000, 29 Mei Juni, 4-5. 
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daerah-daerah untuk suatu sosialisasi dengan mengadakan berbagai forum, se- 
perti diskusi dan workshop. 

Presiden Gus Dur sendiri tidak pernah melarang acara persiapan dan 
kongres tersebut. Bahkan, selain menyumbang dana 1 miliar rupiah untuk 
KRP II, Presiden Gus Dur juga mengungkapkan bahwa forum itu bisa ber- 
fungsi sebagai sarana untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara apa 
adanya yang selama ini mungkin tertekan. Namun, janji Presiden Gus Dur 
untuk hadir dalam kongres tersebut batal. Gus Dur memberitahu mereka bah- 
wa salah satu alasan ketidakhadirannya di arena KRP II itu adalah khawatir 
ditafsirkan melegitimasi aspirasi merdeka masyarakat Papua.* Meskipun de- 
mikian, para tokoh Papua bisa menerima dan memaklumi ketidakhadiran pre- 
siden tersebut.” 

Meskipun demikian, di daerah-daerah Papua sempat terjadi kontroversi. 
Kontroversi tersebut dimulai setidaknya sejak awal April 2000. Diberitakan 
bahwa Presiden Gus Dur bersedia membuka kongres tersebut setelah berte- 
mu dengan anggota Presidium Dewan Papua di Istana Negara pada 1 April 
2000.° Mereka antara lain Theys H. Eluay dan Yusuf Tanawani dari LMA Ya- 
pen Waropen.’ Pangdam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang pada 3 April 
sempat memberikan pernyataan agar semua pihak tidak perlu mencemaskan 
adanya Kongres Rakyat Papua II yang akan diselenggarakan akhir Mei-awal 
Juni.8 Hal yang sama dinyatakan oleh Wakapolda Irja Drs. Thamrin Siman- 
juntak pada 9 April. Thamrin menyatakan bahwa polisi tidak akan melarang 
penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua II tersebut, tetapi hendaknya mereka 
mengajukan izin kepada Polri supaya pihaknya bisa memberikan pengaman- 


an. 


Wawancara Bondan Gunawan, mantan Sekretaris Kabinet masa Presiden Gus Dur 21 Desember 2013. Wa- 
wancara Taha Alhamid, 14 Juli 2014. 
Ibid. 
Presiden Gus Dur memang menjanjikan untuk hadir pada pertemuan tersebut, jika tidak ada halangan. 
‘Theo van Brock et al, Memoria Passionis, 32. 
‘Theo van Broek et al., Memoria Passionis, 33. 


‘Theo van Broek ef al, Memoria Passionis, 35. 
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Untuk menanggapi kontroversi itu, pada pertemuan 21 April Dewan Pa- 


pua menetapkan lima keputusan: 


1. 


Peristiwa 1 Mei diperingati sebagai hari pelanggaran hak politik bangsa 
Papua oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia melalui PBB; 
Rakyat Papua dan Papua Barat ataupun rakyat Papua yang berada di luar 
negeri tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan 
bendera PBB dengan dalih apa pun; 

Peristiwa 1 Mei diperingati secara spontan, benar, damai, dan penuh cinta 
kasih dalam bentuk ibadah syukur, aksi pawai tujuh kali keliling, dan peng- 
galangan dana untuk Kongres Papua yang akan diselenggarakan pada 29 
Mei-4 Juni di Port Numbay, Sentani Jayapura, 

Mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hidup dan mencari nafkah di 
Tanah Papua untuk merenungkan peristiwa 1 Mei 1963 dengan nurani 
yang bersih sesuai dengan tema peringatan, yaitu “mensyukuri peristiwa 
pelanggaran hak politik bangsa Papua oleh pemerintah Belanda dan pe- 
merintah Indonesia melalui PBB”; dan, 

Kiranya seluruh rakyat Papua dan pihak-pihak lain dapat memahami per- 
nyataan ini serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan 
tanpa paksaan.” 


Akan tetapi, perayaan 1 Mei itu dipakai oleh kalangan aparat kepolisian 


untuk mengukur apakah ia berjalan secara damai atau tidak. Jika acara itu ber- 


jalan damai, pelaksanaan KRP II akan diberikan izin."' Dan perayaan itu pun 


berjalan damai sehingga izin pelaksanaan KRP II diberikan.” Namun, di sisi 
lain di Jakarta terjadi pergolakan di DPR menanggapi kebijakan-kebijakan Gus 
Dur yang ditandai mulai menguatnya oposisi dan gugatan terhadap pemerin- 


tahan Gus Dur melalui Memorandum II dari DPR RI sebagai semacam an- 


caman pelengseran. Pada 18-21 Mei, Wakil Presiden Megawati mengunjungi 


1 


a 


2 


‘Theo van Broek et al., Memoria Passionis, 41. 


‘Theo van Broek ef al., Memoria Passionis, 48-49. 
Ibid. 
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beberapa kota di Papua, yaitu Merauke, Wamena, Jayapura, Timika, Sorong, 
dan Biak dengan mengajak sekitar 11 menteri." Kehadiran wakil presiden di 
Papua itu oleh Mote dan Rutherford digambarkan justru untuk mengganjal 
rencana dan pendekatan Presiden Gus Dur dalam perdamaian Papua karena 
disetir oleh para militer konservatif yang mengelilinginya bersamaan dengan 
meningkatnya serangan oposisi di parlemen kepada Presiden Gus Dur." 

Menjelang pelaksanaan kongres, Sekretaris Eksekutif FORERI, Drs. Willy 
Mandoen mengabarkan bahwa Presiden Gus Dur tidak jadi datang untuk 
membuka KRP II. Keputusan itu diinformasikan melalui Menseskab Bondan 
Gunawan bahwa pembatalan karena dikhawatirkan kehadiran Presiden Gus 
Dur dalam acara tersebut ditafsirkan sebagai dukungan terhadap aspirasi mer- 
deka Papua. Namun, Tom Beanal, Wakil Presidium Dewan Papua, menyata- 
kan tidak ada masalah dengan pembatalan kehadiran presiden karena yang 
berkongres adalah rakyat Papua. Bantuan satu miliar dari Presiden Gus Dur, 
demikian Tom, sudah cukup menunjukkan niat baik presiden kapada rakyat 
Papua." Kongres dihadiri oleh 501 utusan resmi dengan sekitar 2.500 peserta, 
serta menurut klaim panitia dihadiri oleh 21.000 orang atau rakyat Papua yang 
datang secara sukarela. Mereka terdiri dari orang Papua dan non-Papua. Se- 
dangkan, undangan resmi yang hadir terdiri atas undangan dan peninjau, orang 
asli Papua ataupun non-Papua. Seluruh rangkaian dan keputusan kongres su- 
dah diterbitkan dalam bentuk buku yang sangat sederhana." 

Beberapa keputusan kongres yang penting adalah keputusan-keputusan 
yang dikeluarkan oleh komisi-komisi yang dibentuk dalam kongres tersebut. 
Di antaranya adalah: (1) Pelurusan sejarah Papua Barat, (2) Pernyataan sikap 
politik rakyat bangsa Papua, (3) Konsolidasi Komponen Papua, dan (4) Mani- 
festo hak-hak rakyat Papua. Pelurusan sejarah Papua Barat berisi gugatan ter- 


1 Theo van Brock et al, Memoria Passionis, 49-50. 

4 Octavianus Mote & Danilyn Rutherford, “From Irian Jaya”, 131-132. 

Theo van Brock ef al, Memoria Passionis, 54-55. 

1 Agus A. Alua, Kongres Papua 2000 29 Mei~4 Juni, “Marilah Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat”, Jayapura: 
Sekretariat Presidium Dewan Papua Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2002. 
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hadap pelaksanaan New York Agreement yang menjadi dasar bagi diserahkan- 
nya Papua oleh PBB kepada Indonesia pada 1969.” Dalam pelaksanaan New 
York Agreement, menurut hasil kongres tersebut, seharusnya plebisit/referen- 
dum pilihan antara bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri dilaksa- 
nakan secara langsung (one man one vote) oleh setiap warga Papua, baik lelaki 
maupun perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara perwa- 
kilan dengan dibentuknya sebuah badan yang disebut dengan Dewan Musya- 
warah PEPERA, yang keanggotaannya ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. 
Dewan hanya menunjuk ketua adat dan suku dalam PEPERA tersebut (de- 
ngan cara noken). Dengan cara ini, KRP II menganggap PEPERA tersebut 
tidak sah karena bersifat manipulatif dan tidak memberi kebebasan setiap 
orang untuk memberikan pilihannya. Hal itu ditambah dengan keterlibatan 
militer secara langsung dalam pelaksanaan PEPERA tersebut." 

Pernyataan politik bangsa Papua berisi bahwa bangsa Papua sudah berdiri 
sejak 1 Desember 1961 dengan mengukuhkan hak-hak, harkat, martabat, dan 
harga diri bangsa Papua. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa status Tanah 
Papua kembali memberlakukan bendera nasional (sang Bintang Kejora), lagu 
kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, nama negara “Papua”, dan lambang negara 
“Burung Mambruk”. Kongres juga menetapkan kepemimpinan presidium Pa- 
pua, dari kepemimpinan kolektif ke kepemimpinan tunggal yang berbentuk 
piramida, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota, dibantu oleh sekre- 
taris jenderal Dewan Papua. Kongres juga menetapkan bahwa negara Papua 
berbentuk Republik. Konsolidasi Komponen Papua menetapkan bahwa De- 
wan Papua yang terdiri dari Panel Dewan Papua dan Presidium Dewan Papua 
merupakan suatu badan perwakilan dari setiap komponen yang ada di dalam 
Dewan Papua. Sedangkan, manifesto hak-hak dasar berupa tuntutan me- 


¥ Pasal XVIII New York Agreement mengatur bahwa “The cligibly of all adult, male and female, not foreign na- 
tionals to participate in the act of selfdetermination to be carried out in accordance with international practice...". 
Lihat Agus A. Alua, Kongres Papua 2000, 74. 

3 Agus A. Alua, Kongres Papua 2000, hlm. 75-76. 
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ngembalikan hak-hak masyarakat Papua, meliputi bidang sosial, budaya, hak- 
hak sipil, dan politik.” Presiden Gus Dur terus berkomunikasi dengan mereka 
sampai disusunnya draf UU Otonomi Khusus Papua. 


MELEMBAGAKAN DIALOG: RESPONS PRESIDEN GUS DUR 
TERHADAP HASIL KONGRES RAKYAT PAPUA II 


Proses dialektik yang dikelola dalam proses komunikasi dengan gerakan perla- 
wanan menghasilkan dinamika yang memerlukan respons yang tepat. Ruang 
bagi artikulasi tuntutan kemerdekaan perlu diikat dalam kesepahaman-kese- 
pahaman melalui pelembagaan dialog. Namun, Presiden Gus Dur masih harus 
meyakinkan kalangan publik dan politisi yang terus mengkritik dan berusaha 
melengserkannya melalui DPR dan MPR. Dan dengan makin kuatnya oposi- 
si di DPR, sikap aparat keamanan di daerah dan pusat kian represif. Penang- 
kapan terhadap anggota PDP Theys dkk. sehubungan dengan meningkatnya 
represi disikapi Presiden Gus Dur secara penuh empati dengan mengatakan di 
depan televisi, “Saya tidak setuju dengan pemerintah mengenai penangkapan 
terhadap mereka.” Padahal dia sendiri adalah seorang presiden. 

Gus Dur juga mengunjungi Papua pada 25 Desember 2000 dengan mak- 
sud membebaskan mereka dari penjara, selain untuk memberikan sambutan 
pada peringatan Hari Natal umat Kristen dan Katolik di Jayapura. Namun, 
menurut Latifa Anum Siregar, pembela mereka di pengadilan, polisi, dan pro- 
tokol membelokkan Presiden dari tujuan mengunjungi para anggota PDP di 
penjara. 

Hasil-hasil Kongres Rakyat Papua II tersebut mengundang kontroversi 
dari berbagai pihak. Presiden Gus Dur menyatakan bahwa ia menyambut baik 
atas terselenggaranya kongres ini dengan aman dan komprehensif. Menurut 
Pdt. Erari, Presiden Gus Dur meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam 


1 Thid., hlm. 91-100. 
2 Latifa Anum Siregar, S.H., Advokat Pembela Dewan Papua, 25 Juli 2014. 
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kongres tersebut. Presiden menyesalkan bahwa setelah penyelenggaraan itu 
Theys dan kawan-kawan dipanggil polisi, dengan memberi pernyataan bahwa 
sebenarnya masalah Papua itu intensitasnya kecil, tidak mengundang kete- 
gangan dan kekerasan apa pun. Menurut Presiden Gus Dur, polisi terlalu re- 
aktif terhadap hasil KRP II tersebut. Padahal kegiatan itu terjadi tanpa keke- 
rasan, tidak sebagaimana di tempat lain. Dalam pelaksanaan KRP II memang 
terjadi perbedaan pandangan dan perdebatan dalam sidang-sidang mereka, 
tetapi semuanya berjalan baik tanpa ada kekisruhan. Terhadap persepsi dan 
penangkapan oleh polisi tersebut, Presiden menyatakan, “Saya tekankan agar 
selesaikan dengan damai, jauhi cara-cara formalitas.” Penangkapan terhadap 
anggota DP itu mengisyaratkan makin kuatnya oposisi di DPR untuk meleng- 
serkan Presiden Gus Dur dan telah memengaruhi sikap pihak keamanan. 

Jelas dari berbagai keputusan kongres tersebut memang ada sejumlah hal 
yang bertentangan dengan keinginan pemerintah. Namun, di situlah negosiasi 
dimulai setelah seluruh aspirasi telah dinarasikan dengan jelas dan mendalam. 
Negosiasi selalu mengandaikan adanya titik temu di tengah antara tuntutan 
ekstrem itu, di satu pihak Dewan Papua dengan tuntutan merdeka dan pihak 
lainnya pemerintah Indonesia ingin Papua tetap menjadi bagian dari RI. Un- 
tuk tujuan itu, kemudian Presiden Gus Dur meminta Setneg membentuk tim 
yang terdiri dari Manuel Kaisiepo, Ishak Hindom, Phil. Erari, Agus Kaifar, 
dan S.P. Morin. Tim ini bertujuan melakukan dialog dan negosiasi setelah 
Presiden mendapatkan laporan isi dan hasil seluruh hasil KRP II.” Pandangan 
Presiden tersebut disambut oleh Theys Hiyo Eluay dan mengatakan bahwa 
Presidium Dewan Papua sudah diberi mandat oleh kongres untuk dialog se- 
perti itu. 

Sementara itu, untuk menanggapi Kongres Papua, Ketua DPR RI Akbar 
Tanjung dan Wakil Ketua DPR RI Sutardjo Suryo Guritno pada 22 Juni 2000 


3 Agus A. Alua, Kongres Papua 2000, 29 Mei-4 Juni, Jayapura: Sekretariat Presidum Dewan Papua & Biro Pe- 
nelitian STFT Fajar Timur, 2000, hlm. 119. 
2 Wawancara Manuel Kaisiepo, 17 Februari 2016. Lihat hasil Kongres RP II, Ibid. 
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mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota DPR wakil Provinsi Irian 
Jaya. Pertemuan itu menghasilkan beberapa catatan, antara lain KRP II memi- 
liki legitimasi yang kuat karena dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat 
Papua. Spirit KRP II merupakan suatu ekspresi budaya yang mengandung 
muatan politik dan belum bisa dipandang sebagai suatu tindakan hukum yang 
berlawanan dengan pemerintah dan NKRI. Selama ini hak menyampaikan 
pendapat telah terkubur 38 tahun semasa pemerintahan Orde Baru berlang- 
sung dan selama ini rakyat dipaksa hidup dalam kemunafikan dan rekayasa di 
bawah ancaman militer. Keputusan Presiden Gus Dur menyetujui pelaksanaan 
kongres adalah suatu langkah yang tepat dan bijaksana.” 

Presidium Dewan Papua dan komponen masyarakat Papua lainnya me- 
nyadari bahwa perwujudan aspirasi itu tidak mudah dan harus melalui serang- 
kaian proses. Resolusi yang dihasilkan kongres telah memicu semacam euforia 
merdeka yang menghinggapi rakyat Papua, tetapi sejauh ini tidak mendorong 
terjadinya tindakan-tindakan kekacauan atau anarkis. Pernyataan bernada 
emosional yang diekspresikan oleh elite politik di Jakarta justru semakin me- 
ningkatkan ketegangan dan memperkeruh suasana. Penggunaan aparat militer 
untuk mengatasi situasi di Papua pasca-kongres membawa dampak yang lebih 
merugikan, baik untuk rakyat Papua maupun pemerintah. Begitu juga pena- 
nganan lewat jalur hukum atas sejumlah tokoh presidium semakin memperke- 
ruh suasana sehingga menghambat upaya solusi yang tepat dan bijaksana.“ 
Aparat hukum di Papua tampak sudah bertindak sendiri di luar keinginan 
Presiden Gus Dur. 

Bersamaan dengan kontroversi dan perbedaan pandangan banyak pihak, 
negosiasi terus berlangsung, terutama setelah dipilihnya J.P. Solossa?' sebagai 


Gubernur Papua untuk menggantikan Fredy Numberi karena diangkat sebagai 


3 Semua informan yang terlibat dalam Kongres RP I menyatakan hal tersebut dalam wawancara. 

2 Agus A. Alua, Kongres Papua 2000, 133-135. 

% Solossa ikut dalam pertemuan Tim 100 dengan Presiden BJ. Habibie dan menandatangani aspirasi Merdeka 
yang diajukan kepada Presiden Habibie pada pertemuan di Istana Merdeka Februari 1999. 
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Menteri PAN oleh Presiden Gus Dur. Solossa dipilih menjadi Gubernur Irian 
Jaya pada November 2000. Solossa bergerak cepat untuk membentuk tim pe- 
nyusunan rancangan undang-undang otonomi khusus Papua dengan menunjuk 
Rektor Universitas Cenderawasih Frans Wospakrik sebagai koordinator tim. 
Perbedaan pandangan yang tajam antara pemerintah dan hasil kongres dio- 
lah dalam suatu tim dan kemudian hampir seluruh aspirasi tersebut termuat 
di dalam draf RUU otonomi khusus Papua tersebut. RUU Otonomi Khusus 
Papua itu disusun dan dibahas pada masa pemerintahan Gus Dur, dan kemu- 
dian ditetapkan sebagai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Pa- 
pua di bawah pemerintahan Megawati. Pada titik ini, Presiden Gus Dur telah 
menanamkan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi rakyat Papua 
dan OPM sebagai warga negara Indonesia yang setara dengan warga negara 
Indonesia lainnya melalui proses negosiasi. Presiden Gus Dur mendorong di- 
susunnya RUU Otsus Papua itu secara mandiri dan aspiratif, sehingga meng- 
instruksikan agar pemerintah tidak banyak campur tangan. Ketika kemudian 
terjadi pembahasan di DPR, Presiden Gus Dur juga menginstruksikan kepada 
partai pendukung agar meluluskan apa saja tuntutan masyarakat Papua, kecuali 
merdeka. 


KESIMPULAN 


Presiden Gus Dur menyadari situasi di Papua. Kekerasan yang berlarut me- 
nyebabkan situasi psikologis masyarakat Papua menjadi tidak percaya lagi ter- 
hadap negara Indonesia. Presiden Gus Dur telah mengembalikan kepercayaan 
diri mereka dan pengakuan kewarganegaraan mereka melalui terbangunnya 
kesalingpercayaan, dialog, dan kesepakatan satu sama lain untuk memilih tetap 
menjadi bagian dari Indonesia meski keinginan merdeka masih ada. 

Namun, menguatnya oposisi yang mengagendakan pelengseran Gus Dur 
dengan berbagai alasan di antaranya kebijakannya yang terbuka tentang Papua 
membuat aparat penegak hukum bergerak sendiri di luar keinginan Presiden 
Gus Dur. Meskipun Gus Dur tidak bisa membebaskan anggota DP dari hu- 
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kuman politis tersebut, melalui RUU Otsus Presiden Gus Dur telah memberi 
jalan bagi penyelesaian konflik Papua secara damai dan adil. Dengan demikian, 
meskipun perbedaan konflik belum tuntas, arahnya telah tertuju kepada ter- 
bentuknya kesepakatan baru yang akomodatif terhadap aspirasi mereka. 
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TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 
DALAM AKOMODASI ACEH DAN 
PAPUA UNTUK PERDAMAIAN 
PERMANEN 


“(...) misrecognition shows not just a lack of due respect. It can inflict a 
grievous wound, sadling its victims with crippling self-hatred. Due 
recognition is not just a courtesy we owe people. It is a vital human need.” 
—Charles Taylor’ 


“Internal sovereignty would encompass concern for the areas of culture, 
education, language, religion, finance, judicial administration, and public 
safety, as well as certain industrial, energy, and infrastructure project, while 
external competencies should include as many dimensions as possible for 
permitting a community maximum freedom to interact with its neighbors, in 
the region, and with other states and international organizations.” 
Wolfgang F. Danspeckgruber* 


1 Charles Taylor, “The Politics of Recognition”, dalam Amy Guttman, ed., Multiculturalism, Princeton: Prince- 
ton University, 1994, hlm. 26. 

2 Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance Plus Regional Integration: A Possible Solution to Self-deter- 
mination Claims”, dalam dalam Stefan Wolff and Mare Weller (eds.) Autonomy, Self-governance and Conflict 
Resolution: Innovative approaches to institutional design in divided societies, NY: Routledge, 2005, hlm. 23. 
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Presiden Gus Dur mendapatkan cendera mata 
dari masyarakat adat di Aceh 25 Januari 2000. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


PERUBAHAN POLITIK DAN 
PERGESERAN ASPIRASI 


alam pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang strategi atau pola 
Ia dan komunikasi melalui pengakuan (recognization) dan 
penghormatan (respect) secara sosial, budaya, dan politik, dan mungkin psiko- 
logis terhadap masyarakat Aceh dan Papua oleh Presiden Gus Dur dalam ke- 
rangka dialog dan negosiasi guna mencari penyelesaian konflik secara damai. 
Pengakuan dan penghormatan tersebut dipraktikkan antara lain melalui peng- 
akuan martabat masyarakat Aceh dan Papua serta eksistensi Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai mitra setara 
dalam dialog dan negosiasi serta penghormatan terhadap budaya dan tradisi 
mereka. 

Dalam bab berikut ini akan ditelusuri proses penyusunan regulasi berupa 
draf RUU Otonomi Khusus atau Otsus sebagai transformasi kelembagaan un- 
tuk mengakomodasi aspirasi mereka yang merupakan konsekuensi lanjut dari 
dua strategi sebelumnya. RUU tersebut kemudian disebut dengan Undang- 
Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 
dan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan kata lain, 


pendekatan atau strategi pengakuan dan penghormatan tersebut diperlukan 
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perundang-undangan sebagai pengikat kedua belah pihak dalam suatu kesepa- 
katan negosiasi yang dilindungi hukum. 

Proses dan hasil penyusunan RUU tersebut memiliki implikasi ke da- 
lam, yaitu pengakuan dan jaminan atas tata kelola pemerintahan sendiri 
(self-governance) dan bahkan kedaulatan (sovereignty) masyarakat Aceh dan 
Papua atas wilayah mereka. Di lain pihak, ada kesediaan masyarakat Aceh 
dan Papua untuk tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik In- 
donesia dengan tidak mengubah hubungan dengan dunia luar. Dengan 
skema semacam itu, meskipun ada perubahan mendasar tentang hubungan 
pusat dan daerah yang mengikutkan tata kelola pemerintahan sendiri dan 
kedaulatan, hal itu tidak memberikan implikasi bagi hubungan kedua wila- 
yah itu sendiri ataupun RI dengan negara lain—secara regional ataupun 


internasional. 


OTONOMI KHUSUS, AUTONOMY, DAN 
SELF-DETERMINATION 


Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang proses usulan, pembahasan, 
dan kekhasan UU Otonomi Khusus Aceh dan Papua, akan dilacak terlebih 
dulu diskursus mengenai kaitan “Otonomi Khusus” yang merupakan istilah 
khusus di Indonesia dengan istilah Otonomi secara akademik. Dalam diskur- 
sus akademik dikenal dua istilah yang berbeda, yaitu autonomy (otonomi) dan 
self-determination (merdeka).! Otonomi adalah pemberian hak-hak khusus 
atau istimewa kepada komunitas yang biasanya mengokupasi wilayah tertentu 
yang diklaim sebagai warisan dari nenck moyang dan memiliki ciri khusus 
dibanding dengan mayoritas penduduk suatu negara. Karena alasan kekhasan 


yang berbeda dengan mayoritas tersebut, baik dalam kerangka negara kesatuan 


3 Stefan Wolff and Marc Weller, “Self-determination and autonomy: A conceptual introduction”, dalam Stefan 
Wolff and Mare Weller (eds.), Autonomy, Self-governance and Conflict Resolution: Innovative approaches to insti- 
tutional design in divided societies. NY: Routledge, 2005, hlm. 1-16. 
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maupun dalam kerangka negara federal, diberikanlah hak otonomi. Hak-hak 
itu berbeda dengan daerah-daerah lain yang umum dan reguler yang telah 
diberi status otonomi sekalipun. 

Jadi, dengan demikian, otonomi dalam pengertian ini berbeda dengan oto- 
nomi yang dimaksud dalam UU No. 22 dan No.25 Tahun 1999 yang diberikan 
kepada seluruh wilayah di Indonesia secara sama. Daerah otonomi atau oto- 
nomi daerah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 meskipun cukup luas 
atau bahkan disebut seluas-luasnya (UUD 1945 Pasal 18 Ayat 5) dan dalam 
batas tertentu sesungguhnya bisa disebut sebagai ber-pemerintahan-sendiri 
(self-governance), hal itu diberikan secara sama ke seluruh daerah atau wilayah.? 
Tetapi, pemberian se/f-government tersebut tidak dalam pengertian membe- 
rikan hak-hak istimewa karena kekhasan daerah-daerah tersebut, melainkan 
karena tuntutan demokrasi dan desentralisasi secara umum dari sentralisasi 
dan represi sebelumnya." Otonomi daerah tersebut dipandang luas atau seluas- 
luasnya hanya jika diperbandingkan dengan hubungan pusat-daerah pada era 
Orde Baru sebagai persyaratan demokrasi. 

Maka dalam konteks ini, Aceh dan Papua meminta otonomi (khusus) ka- 
rena kekhasan mereka termasuk di dalamnya sejarah separatisme, penindasan, 
dan pemiskinan. Tuntutan Papua dan Aceh tersebut bisa dikatakan masuk da- 
lam kategori autonomy atau otonomi karena kekhasan tersebut bukan dalam 
pengertian UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 yang diberikan kepada semua 
wilayah di Indonesia, meskipun dalam dua UU tersebut telah berlaku se/f- 


governance dan bahkan self-determination." 


Menurut Eva Sorensen and Peter Trianta llou, se/£gocernance bisa mengandung dua pengertian, yaitu (1) pe- 


ngelolaan government atau terbatas pada manajemen pemerintahan, tetapi bisa juga berarti (2), dalam penger- 
tian luas atau politis, mencakup budaya, agama, hukum, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembentukan 
parlemen daerah, dan sebagainya. Dalam perspektif ini, UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 bisa disebut dalam 
pengertian manajemen pemerintahan. Lihat lebih lanjut Eva Sorensen and Peter Trianta lou, “The Politics 
of Self-Governance: An Introduction’, dalam Eva Sorensen and Peter Trianta lou (eds.), The Politics of Self- 
Governance, Great Britain: MPG Books Groups, 2009, hlm. 1-21. 

Ryaas Rasyid, 2007. “Otonomi Daerah: Latar Belakang”, hlm. 3-24. 

Stefan Wolff and Mare Weller,“Self-determination and autonomy”, hlm. 23-26. 
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Hingga setidaknya akhir 2000, baik Aceh maupun Papua masih menuntut 
merdeka. Dialog intensif melalui pendekatan persuasif, pengakuan, dan peng- 
hormatan belum memberikan kepuasan kepada mereka. Kata referendum da- 
lam bahasa tuntutan masyarakat Aceh dengan mudah bisa ditafsirkan sebagai 
tuntutan merdeka—karena referendum, jika dilaksanakan pada saat itu, dalam 
klaim mereka diperkirakan akan menghasilkan pilihan merdeka sebagaimana 
Timor Timur. Papua masih menuntut merdeka. Kata “khusus” dalam Otonomi 
Khusus bagi Papua dan Aceh, dengan demikian, untuk membedakan—dan/ 
atau lebih dari—dengan pengertian otonomi dalam UU No. 22 dan No. 25 
Tahun 1999 tersebut. Otonomi Khusus, dalam konteks tuntutan Aceh dan 
Papua, dengan demikian, sebenarnya lebih dekat atau paralel dengan apa yang 
disebut autonomy dalam pengertian akademik tersebut yang berimpitan de- 
ngan self-determination dalam perspektifnya yang baru. 

Menurut Wolff dan Weller,’ pasca-Perang Dingin ada pergeseran peng- 
ertian atas istilah autonomy dan self-determination. Sebelum Perang Dingin, 
otonomi diartikan dengan persiapan atau langkah (stepping stone) suatu wila- 
yah menuju kemerdekaan, baik karena kebaikan hati penjajah atau pemerintah 
pusat maupun keterpaksaan karena tiadanya pilihan lain. Sedangkan se/f-deter- 
mination diartikan sebagai berpisah dengan negara pusat atau penjajah atau 
merdeka atau secession. 

Namun, pasca-Perang Dingin, baik autonomy maupun self-determination 
berubah pengertian terutama karena fenomena pecahnya beberapa bagian ne- 
gara-negara kesatuan ataupun federasi komunis seperti Uni Soviet, Yugoslavia, 
dan unifikasi Jerman, serta runtuhnya negara-negara komunis lainnya. Auto- 
nomy atau otonomi kemudian justru dianggap sebagai langkah (stepping stone) 
atau cara untuk mengakomodasi daerah-daerah yang menuntut atau berpo- 
tensi untuk merdeka. Dalam waktu yang sama, se/f-determination juga ber- 
ubah pengertian, tidak lagi berarti merdeka atau secession dalam arti menjadi 


5 Ibid, hlm. 1-2. 
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negara yang sama sekali baru, melainkan pengelolaan pemerintahan sendiri 
(self-governance) secara luas tetapi masih menjadi bagian dari negara induk 
atau pusat, entah dalam bentuk negara kesatuan atau federal. 

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa berpemerintahan sendiri dalam 
praktiknya bisa dua pengertian, yaitu dalam arti tata kelola manajemen peme- 
rintahan yang berarti transfer kewenangan pengelolaan manajemen pemerin- 
tahan (self-government), tetapi bisa juga dalam pengertian lebih luas (se/f- 
governance) hingga pengelolaan agama, budaya, sumber daya alam, partai 
politik lokal, pemilihan langsung, dan pembentukan parlemen lokal, serta sis- 
tem hukum. Dalam perspektif ini, berpemerintahan sendiri dalam UU No.22 
dan No. 25 Tahun 1999 bisa disebut dalam pengertian kewenangan pengelola- 
an manajemen pemerintahan, berbeda dengan otonomi khusus yang dituntut 
oleh Papua dan Aceh yang mencakup agama, budaya, hukum, dan politik, 
meskipun masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. 

Berdasarkan pengertian yang lama, demikian Wolff and Weller, baik auzo- 
nomy maupun se/f-determination tidak hanya akan memengaruhi hubungan 
wilayah tersebut ke dalam pemerintah pusat yang berarti pecah, melainkan 
juga hubungan ke luar negara atau luar negeri baik secara regional maupun 
internasional. Otonomi Khusus Aceh dan Papua, dengan demikian, memiliki 
makna yang paralel dengan makna terakhir itu, yaitu justru diartikan sebagai 
langkah akomodasi sebagai pengikat daerah-daerah dengan tujuan perdamai- 
an permanen tetapi tetap menjadi bagian dari negara nasional Republik Indo- 
nesia. Sedangkan se/f-determination bisa diartikan sebagai pengelolaan atas 
pemerintahan sendiri atau se/f-governance dalam pengertian yang luas. Auto- 
nomy atau self-determination dalam pengertian yang baru’ tersebut paralel de- 
ngan pengertian tuntutan Otonomi Khusus bagi Aceh dan Papua ketika ber- 


© Eva Sorensen and Peter Trianta lou, “The Politics of Self-governance”, hlm. 1-21. 

7 Stefan Wolff and Mare Weller, “Self-determination and autonomy: A conceptual introduction’, dalam Stefan 
Wolff and Marc Weller (eds.), Autonomy, Self governance and Conffict Resolution: Innovative approaches to insti- 
tutional design in divided societies, NY: Routledge, 2005, hlm. 230-231. 
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sedia tetap menjadi bagian dari Indonesia, bukan merdeka. Wolff dan Weller 
selanjutnya mengatakan bahwa: 


“In response, autonomy was rediscovered as a potential remedy to self-determination claims, It 

was now no longer seen as the secessionists’ stepping stone towards independence, but instead, in 

a 180-degree reversal of the previous position, autonomy was now considered as a possible tool in 

accommodating separatist movements without endangering the continued territorial integrity of 
an existing state.” 


Menurut Wolff dan Weller, daerah otonomi (paralel dengan pengertian 
Otonomi Khusus Aceh dan Papua) biasanya diberikan kepada wilayah-wilayah 
yang memiliki keunikan tersendiri seperti kesatuan etnis, wilayah terpencil atau 
inclave tertentu, atau wilayah-wilayah yang memiliki sejarah tersendiri atas ma- 
yoritas atau dalam konteks nasional.” Hal itu diberikan baik kepada kelompok 
yang memiliki klaim atas tanah atau wilayah tertentu seperti Aceh dan Papua 
maupun tidak, tetapi mereka memiliki ciri-ciri tradisi khusus dan sebagainya." 
Bahkan, menurut Wolff dan Weller, perkembangan berikutnya dari pasca-Perang 
Dingin tersebut, akomodasi itu merambah Komunitas Eropa, misalnya, meng- 
gunakan autonomy (Otonomi Khusus) dalam kerangka akomodasi kalangan mi- 
noritas di wilayah-wilayah sangat kecil yang lepas dari bekas negara komunis di 
Eropa Tengah dan Timur seperti pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia." Per- 
spektif negara kesatuan dalam pengertian negara komunis ataupun Eropa sebe- 
lumnya yang sentralistik tidak lagi memadai untuk mengakomodasi niat atau 
tuntutan wilayah-wilayah bekas bagian negara komunis yang kecil itu tapi ingin 
bebas dari cengkeraman bekas negara kesatuan komunis sebelumnya. 

Danspeckgruber'? memberikan ciri kepada model hubungan seperti ini se- 


bagai “otonomi/autonomy” yang sesungguhnya memberikan kekuasaan penuh 


* Ibid. him. 1-2. 

* Ibid. 

™ Ibid. 

" Ibid. 

2 Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance plus regional integration”, hlm. 23-42. 
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terhadap pengelolaan lokal bukan hanya berupa pelimpahan wewenang dari 
pusat, melainkan juga klaim atas tata kelola kekuasaan masyarakat lokal atas 
pemerintahan sendiri. Dalam pengertian lama, proses itu sering kali dikono- 
tasikan sebagai ketundukan daerah separatis kepada pusat. Dan sebaliknya, 
istilah se/f-determination (penentuan nasib sendiri) sering menakutkan bagi 
pemerintah pusat karena dianggap sebagai suatu langkah (stepping stone) untuk 
pada suatu saat atau dalam rentang waktu tertentu menuju pemisahan diri atau 
merdeka atau secession. Danspeckgruber" juga menjuluki model ini sebagai su- 
atu pemecahan konflik secara damai yang bersifat permanen. 

Karena itu, jalan tengah yang sama-sama bisa diterima oleh kedua belah 
pihak dan bisa dipahami oleh wilayah sekitar (misalnya, ancaman atas keti- 
dakstabilan regional dan internasional) yang akan terkena dampak jika terjadi 
pemisahan diri menjadi penting. Hal itu dilakukan, lanjut Danspeckgruber,"* 
dengan memberikan jaminan dua sisi, yaitu tata kelola pemerintahan sendiri 
untuk kekuasaan wilayah tersebut bukan hanya administrasi, tetapi juga ja- 
minan bahwa langkah itu bukan persiapan menuju merdeka, dan di lain pihak 
memberikan jaminan stabilitas regional atau internasional. Danspeckgruber 
menjuluki model hubungan ini sebagai “self-governance plus regional integrati- 
on/ tata kelola kekuasaan sendiri dan integrasi regional”. 

Tawaran istilah dimaksudkan untuk memberi gambaran sejelas-jelasnya 
tentang perbedaan bentuk pemerintahan sendiri—dalam artinya yang baru, 
tidak konvensional—dan bentuk pemisahan diri serta mekanisme yang ada di 
dalam konstitusi negara dalam rangka menunjukkan suatu ambang batas yang 
bisa dilakukan kepada masyarakat nasional dan internasional. Di lain pihak, 
diniatkan untuk mencoba menemukan alternatif yang layak dan dapat diteri- 
ma penuh mengenai penentuan nasib sendiri dalam pengertian yang klasik 
(yaitu merdeka) sejalan dengan kecenderungan baru yang muncul dalam sis- 


tem internasional global, sembari membantu menghindari dampak dari proses 


3 Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance plus regional integration”, hlm. 23-42. 
W Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance plus regional integration”, hlm. 10-14. 
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pemisahan diri yang hampir selalu disertai dengan pertumpahan darah dan 
kehancuran." Selanjutnya Danspeckgruber menyatakan: 


(it, pen.) can be defined as a combination of maximum autonomy, i.e. ‘internal sovereign- 

ty, and wide-ranging ‘external competences’. Internal sovereignty would encompass concern 
for the areas of culture, education, language, religion, finance, judicial administration, and 
public safety, as well as certain industrial, energy and infrastructure projects, while external 
competences should include as many dimensions as possible for permitting a community maxi- 
mum freedom to interact with its neighbors, in the region and with other states and interna- 
tional organizations.” 


Dengan kata lain, “tata kelola pemerintahan sendiri plus integrasi regio- 
nal” adalah suatu bentuk hubungan atau otonomi yang memberikan kemer- 
dekaan atau bahkan kedaulatan internal secara maksimum dalam hampir 
semua aspek, namun tetap menjadi bagian dari negara nasional serta tidak 
mengubah atau mengganggu hubungan dengan pihak luar, regional, dan in- 
ternasional. Istilah ini, dengan demikian, juga menghilangkan konotasi lang- 
kah (stepping stone) menuju merdeka dan sekaligus tidak mengubah hubung- 
an dengan pihak luar.” 


AKOMODASI ASPIRASI DAN JAMINAN HUKUM 


Sebagai langkah lanjut dari pengakuan dan penghormatan berupa kesederajat- 
an sebagai warga negara dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta 
jaminan rasa aman, digagas suatu rancangan undang-undang yang kemudian 
disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Aceh dan 
Papua.'$ Uraian berikut akan merinci tentang substansi dan proses penyusunan 
UU Otonomi Khusus dua daerah tersebut. 


1 Ibid, hlm. 31-32. 

“Ibid, hlm. 31-32. 

2 Ibid. 

** Definisi dan posisi “Otonomi Khusus” dalam hal ini tampaknya sejalan dengan apa yang oleh Danspeckgruber 
disebut sebagai “self-governance plus regional integration/ tata kelola kekuasaan sendiri dan integrasi regional”. 


334 


PERUBAHAN POLITIK DAN PERGESERAN ASPIRASI 


Pembentukan RUU Otonomi Khusus Aceh dan Papua adalah bagian dari 
proses reformasi lebih lanjut di satu pihak dan secara khusus merupakan ke- 
lanjutan dari penyelesaian konflik vertikal separatis untuk Aceh dan Papua di 
lain pihak. Karena itu, meskipun sudah lahir pasangan UU Otonomi Daerah, 
yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau sering 
disebut UU Otonomi Daerah yang merupakan bagian dari realisasi tuntutan 
reformasi dan demokrasi, masih ada tuntutan lebih lanjut tentang status dari 
daerah konflik separatis Aceh dan Papua tersebut. Respons dan penyusunan 
RUU itu merupakan salah satu jawaban terhadap salah satu tuntutan terpen- 
ting pada awal-awal reformasi, yaitu bagaimana membangun hubungan adil 
dan stabil antara pusat dan daerah, mengingat sistem Orde Baru yang sen- 
tralistik dan sejarah ketegangan, bahkan pemberontakan daerah yang cukup 
mewarnai sejarah Indonesia sejak kemerdekaan.” 

Pada saat reformasi, tuntutan perubahan datang dari dua arah, yaitu gerak- 
an mahasiswa dan politik nasional menuntut demokratisasi, keterbukaan, dan 
anti-KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sedangkan daerah-daerah me- 
nuntut otonomi yang lebih luas bahkan seluas-luasnya. Karena itu, untuk men- 
jaga stabilitas dan keutuhan negara RI dalam proses demokratisasi, pencarian 
keseimbangan hubungan pusat dan daerah menjadi salah satu fokus pemba- 
hasan melalui desentralisasi.” Karena Aceh dan Papua memiliki latar belakang 
dan ciri-ciri sendiri baik yang melekat pada tradisi mereka maupun yang ber- 
kaitan dengan hubungan pusat dan daerah, diperlukan suatu RUU tersendiri 
yang berbeda dengan UU Otonomi Daerah yang telah ada. 


W Lihat, misalnya, Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nangroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Ateh, 
Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006. Lihat juga, misalnya, Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus 
Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. 

® Praktikno, “Pengelolaan Hubungan antara Pusat dan Daerah”, dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi 
dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Cet. Il, Jakarta: LIPI, 
2007, him. 26-37. 

Ibid. 
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Tuntutan otonomi khusus yang berbeda atau lebih dari UU otonomi dae- 
rah itu bukan hanya dalam pengelolaan politik dan pemerintahan, tetapi juga 
dalam bidang sosial, kebudayaan, serta pengelolaan sumber daya alam dengan 
ciri-ciri pemerintahan sendiri (se/f-governance).? Pertanyaannya, dalam kon- 
teks Papua dan Aceh, adalah bagaimana menjaga proses demokratisasi Indo- 
nesia dalam mengelola tuntutan desentralisasi—termasuk kekhususan Papua 
dan Aceh tersebut—dan menjaga agar Indonesia tidak tercerai-berai. Presiden 
Gus Dur bersamaan dengan pengakuan dan penghormatan memberikan oto- 
nomi kepada masyarakat Aceh dan Papua untuk menyusun sendiri aspirasinya 
dengan jaminan kebebasan dan rasa aman. 

Semacam road map perjuangan aspirasi dan tahap-tahap penyusunan RUU 
Otonomi Khusus oleh para perwakilan kedua wilayah tersebut sebenarnya su- 
dah dimulai sejak Sidang Umum MPR 1999 dan Amandemen UUD 1945. SU 
MPR itu kemudian melahirkan TAP MPR No. IV Tahun 1999-2004 tentang 
GBHN huruf G. TAP MPR tersebut secara eksplisit menugaskan kepada pre- 
siden terpilih pasca-SU MPR 1999 untuk menyelesaikan konflik kedua wilayah 
tersebut secara damai dalam kerangka otonomi daerah dengan setidaknya dua 
batasan, yaitu (1) berada pada garis atau menghormati HAM dan (2) dua wila- 
yah tersebut tetap menjadi bagian dari negara kesatuan RI. Hasil dari pemba- 
hasan Amandemen UUD 1945 sepanjang Reformasi juga telah memberikan 
peluang bagi perubahan serta pemberian akomodasi terhadap sistem lokal atau 
daerah tertentu sesuai dengan sejarah dan tradisi yang dimiliki dan hidup di 
wilayah tersebut. Pembahasan Amandemen UUD 1945 PAH (Panitia Ad Hoc) 
1% antara lain melahirkan amandemen pasal 18. Pasal 18B (1 & 2): 

1. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 


yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.” 


2 Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”, dalam Syamsuddin Haris (ed.), De- 
sentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, cet. II, Jakar- 
ta: LIPI, 2007, him. 3-24. 

3 Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe, hlm. 41-43. 
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2. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkem- 
bangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur di dalam 
UUs 


Dengan demikian, mengacu pada pasal 18B UUD 1945 tersebut, UU 
Otonomi Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 25 Tahun 1999 belum 
memberikan pengakuan dan penghormatan bagi “satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” serta “kesatuan-kesatuan 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup” secara cu- 
kup, khususnya bagi wilayah konflik separatis seperti Aceh dan Papua. Otono- 
mi pada kedua UU tersebut baru dalam arti umum sebatas sejalan atau pe- 
ngembangan dari arti otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1979 yang dikreasi 
oleh Orde Baru. Perbedaannya, UU No. 22 Tahun 1999 dilengkapi dengan 
kejelasan pembiayaan dari otonomi itu sendiri melalui UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.” 

Lahirnya Amandemen Pasal 18B Tahun 1945 itu, oleh perwakilan Aceh 
dan Papua juga digunakan sebagai strategi untuk mengubah status Papua dan 
Aceh, karena pasal tersebut memberikan hak dan kebebasan berekspresi kultu- 
ral dan struktural dalam pengelolaan pemerintahan, serta pengelolaan sendiri 
atas sumber daya alam atau ekonomi pada umumnya. Pasal-pasal tersebut juga 
berimplikasi pada keharusan perubahan beberapa UU produk Orde Baru se- 
perti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang cenderung bersifat 
penyeragaman dan represif. Melalui kedua UU tersebut, perbedaan-perbedaan 
tradisi dan penamaan struktur pemerintahan dalam komunitas dan kelemba- 


gaan masyarakat di berbagai daerah, khususnya dalam struktur paling bawah 


* Ibid., hlm. 86-87. Wawancara Ahmad Farhan Hamid, 10 Maret 2016 dan Simon Patrice Morin, 26 April 
2017. 
% Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah. Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe, hlm. 86-87. 
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seperti nagari di Sumatra Barat dan gampong atau mukim di Aceh dengan sen- 


dirinya terhapus dari sistem hierarki pemerintahan yang sentralistik. Bersama- 


an dengan asimilasi dan penyeragaman tersebut, juga dibatasi bentuk-bentuk 
ekspresi lokal dan kultural masyarakat.” Misalnya, dalam UU Desa No. 5 Ta- 
hun 1979,” Aturan Peralihan, Pasal 35 disebutkan bahwa: 


Is 


Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan Desa 
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan 
sebagai Desa menurut Pasal 1 huruf a. 

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai 
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berada di 
Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kota Madya, 
Kota Administratif, dan kota-kota lainnya yang tidak termasuk dalam ke- 
tentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Kelurahan me- 
nurut Pasal 1 huruf b. 


Pasal 36: 


1. 


Kepala Desa, Kepala Kelurahan atau yang disebut dengan nama lainnya 
dan perangkatnya yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini tetap 
menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang 
ini. 

Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya 
yang sudah ada pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan seba- 


gai Lembaga Musyawarah Desa menurut Pasal 17. 


Penyeragaman semacam inilah yang dituntut oleh daerah pada umum- 


nya—Aceh dan Papua pada khususnya. Lahirnya Amandemen UUD 1945 
pasal 18B tersebut memberikan peluang konstitusional bagi masyarakat Aceh 


Lihat, misalnya, R. Yando Zakaria, “Kembalikan Kedaulatan Ulayat Masyarakat Adat”, dalam Wacana, Jurnal 


Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 2, Yogyakarta: Institute for Social Transformation, 1999. 
Desentralisasi Desa kemudian diakomodasi ke dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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dan Papua untuk memperoleh otonomi yang berangkat dari ciri-ciri khusus 
yang mereka miliki. 

Bersamaan dengan proses negosiasi dengan pemerintah pusat dan dinami- 
ka kebebasan dan jaminan rasa aman di Papua dan Aceh, rumusan aspirasi 
terkonsolidasi akibat dari kebebasan tersebut. Aspirasi itu kemudian ditangkap 
oleh para aktivis dan perwakilan kedua wilayah khususnya mereka yang berada 
di Jakarta sebagai salah satu pokok pembahasan dalam mengajukan RUU 
Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.” Gagasan sentral dari RUU ini ber- 
beda dengan UU Otonomi Daerah atau Pemerintah Daerah, yaitu otonomi 
berada di provinsi bukan kabupaten/kota sebagaimana UU No.22 Tahun 1999 
dan No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1974.” Perubahan itu termasuk 
beberapa tambahan otoritas yang penting lainnya seperti agama dan adat de- 
ngan segala dimensinya, meliputi peran kepemimpinan tradisional di daerah 
tersebut serta pengelolaan sumber daya alam dan pajak atau sering juga disebut 
sebagai pemerintahan sendiri (self-governance). 

Namun, sebelum mendiskusikan tentang se/f-governance dan ciri-ciri otono- 
mi khusus Aceh dan Papua dalam RUU Otonomi Khusus, akan didiskusikan 
terlebih dulu tentang ciri-ciri Otonomi Daerah sebagaimana yang ada pada UU 
No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Ciri-ciri dari otonomi daerah 
menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah diberikannya atau diserahkannya urus- 


2 Lihat, misalnya, Ahmad Farhan Hamid, 2006. Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat 
“Aceh. Jakarta: Penerbit Suara Bebas. Lihat, misalnya, Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus 
Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. 

2 Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016, Lihat juga Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan 
Masa Depannya”, dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokra- 
tisasi, & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta: LIPI, 2007, cet. Il, hlm. 3-24. 

® Wawancara Ahmad Farhan Hamid, 10 Maret 2016. Salah satu alasan otonomi daerah diberikan kepada ting- 
kat dua kabupaten/kota bukan kepada provinsi adalah karena adanya kekhawatiran tuntutan merdeka bagi 
daerah-daerah yang selama ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam lebih dan kaya namun hasilnya di- 
eksploitasi oleh pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan yang sentralistik. Ryaas Rasyid, 2007. “Otonomi 
Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya', dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi dan Otonomi 
Daerah: Desentralisasi, Demokratsiasi, & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta: LIPI, 2007, cet. II, hlm. 
3-24. 
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an banyak aspek inisiatif dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik 

kepada daerah Tingkat II. UU ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya otonomi berada di Daerah Tingkat 

II. Dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: 

1. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun dae- 
rah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 

2. Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada 
kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan 
Nasional. 


Pengertian Otonomi Daerah seperti pada UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 
huruf e, yaitu: 


“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Da- 
erah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 


Dalam implementasinya, Otonomi Daerah atau desentralisasi diberikan 
kepada Tingkat II, seperti disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2): 


“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
meliputi pekerjaan umum pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri 
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga 
kerja,” 


Sedangkan pemberian otonomi kepada provinsi bersifat dekonsentrasi, ya- 
itu menurut Pasal 1 huruf f: 


"Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah.” 


Dengan demikian, berbeda dengan Kabupaten dan Kota, posisi provinsi 
adalah “(...) sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah” 
dan bertanggung jawab tentang hal-hal yang bersifat koordinatif antarkabupa- 
ten dan kota. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1): 
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“Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang 
pemerintahan tertentu lainnya.” 


Pasal 10 ayat (1): 


“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan ber- 
tanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.” 


Di lain pihak, ada enam kewenangan yang tidak dilimpahkan dari pusat ke 
daerah. Pasal 7 ayat (1): 


“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecu- 
ali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, mone- 
ter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.” 


UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tersebut diperkuat dengan UU 
tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat sebagai konsekuensi dari 
pembiayaan desentralisasi." Perimbangan keuangan, menurut UU No. 25 Ta- 
hun 1999, Pasal 1 (1): 


“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pem- 
biayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keu- 
angan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara pro- 
porsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan 
kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan- 


nya. 
Dana perimbangan ini bukan hanya menunjukkan otonomi daerah secara 


politik dan ekonomi, melainkan juga dimaksudkan untuk pembiayaan otonomi 
daerah itu sendiri sehingga otonomi daerah akan terjaga realisasi dan keberlan- 


3! Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang”, hlm.3-24. 
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jutannya.? Menurut Ryaas Rasyid, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki niat 
dan aturan tentang otonomi daerah sejak lama, misalnya melalui UU No. 5 Ta- 
hun 1974, tetapi tidak pernah terimplementasi secara baik karena tidak adanya 
pembiayaan sebagai penopang pelaksanaannya. Pembiayaan merupakan cermin- 
an dari political will pemerintah pusat karena dengan demikian keduanya terikat 
oleh UU untuk merealisasikan dan membiayainya. Dengan UU No. 25 Tahun 
1999 tersebut, baik pusat maupun daerah terikat oleh kewajiban untuk melaksa- 
nakannya." Dalam rincian penghasilan daerah, misalnya, disebutkan dalam Pa- 
sal 6 Ayat (1) bahwa Dana Perimbangan terdiri dari: 


'a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, 

b. Dana Alokasi Umum; dan 

c. Dana Alokasi Khusus." 


Pasal 6 Ayat (2) hingga (8) merinci tentang penghasilan daerah. Sedang- 
kan pasal 7 mengatur tentang Alokasi Umum dan Pasal 8 mengatur tentang 
Alokasi Khusus. Dari pasal pengaturan-pengaturan tersebut terlihat bahwa 
daerah telah memiliki hak atas penghasilan yang cukup tinggi sebagai realisasi 
dari otonomi daerah. Sumber dana pembagian pusat dan daerah yang paling 
menonjol adalah: 

Ayat (2): 


“Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 1096 (sepu- 
luh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 9096 (sembilan puluh persen) untuk Daerah.” 


Ayat (3): 
“Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan 


imbangan 2096 (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 8096 (delapan puluh per- 
sen) untuk Daerah” 


2 Ibid. 
5 Ibid. 
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Ayat (5): 


“Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan 
umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 2096 (dua puluh persen) untuk Pe- 
merintah Pusat dan 8096 (delapan puluh persen) untuk Daerah.” 


Sedangkan dari Alokasi Umum berdasarkan Pasal 7 Ayat (1): 


“Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 2596 (dua puluh lima persen) dari 
Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.” 


Ayat (2): 


“Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota dite- 
tapkan masing-masing 1096 (sepuluh persen) dan 9096 (sembilan puluh persen) dari Dana 
Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1).” 


Ayat (5): 


“Porsi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot 
Daerah Provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Provinsi di se- 
luruh Indonesia.” 


Pasal 8 Ayat (1) tentang Alokasi Khusus: 


“Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk 
membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam 
APBN." 


Jelaslah dengan demikian Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 
1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sesungguhnya sudah merupakan perubahan 
cukup besar dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah sebelumnya yang sentralistik. Namun, selain otonomi 
diberikan kepada Tingkat II, otonomi dalam pengertian tersebut berbeda dengan 
daerah lain yang tidak memiliki sejarah perlawanan separatis yang panjang 
meskipun beberapa daerah memiliki aspirasi dan rasa yang sama tentang 


343 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


eksploitasi dan ketidakadilan. Aspirasi Aceh dan Papua ketika itu sudah sampai 
pada tahap terbentuknya identitas yang solid menyerupai sebuah bangsa (nation) 
“4 yang bersifat lokal dalam suatu proses regionalisasi (regionalization)" atau yang 
disebut oleh Danspeckgruber sebagai identitas komunitas (community) yang 
berhadapan dengan pemerintah pusat untuk menuntut berpisah atau merdeka. 
Identitas itu bahkan sampai pada ciri menyerupai etnisitas yang mengacu kepada 
warisan masa lalu, pewarisan ciri-ciri khas tradisi dan kebudayaan pada generasi 
berikutnya, identifikasi atau klaim wilayah,serta masa depan komunitas tersebut.” 

Ciri-ciri tersebut dalam konteks hubungan pusat dan daerah disebabkan 
oleh represi dalam waktu yang lama dan eksploitasi yang keras dari pemerintah 
pusat. Di lain pihak terbangun suatu hubungan baru dengan wilayah sekitar- 
nya. Misalnya, situasi represi tersebut ketika itu bukan hanya telah mengun- 
dang keprihatinan, tetapi juga solidaritas beberapa negara tetangga dan negara 
yang memiliki perhatian tinggi atas HAM.“ Karena itu, tidak heran mereka 
menuntut lebih dari apa yang telah dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan 
UU No. 25 Tahun 1999 tersebut. 


* Salah satu kekhawatiran yang besar ketika itu adalah dukungan tuntutan merdeka dari negara-negara lain. 

3 Regionalization adalah keinginan sebuah wilayah untuk memisahkan diri dari pusat yang berakibat pada ke- 
harusan terbentuknya tapal batas dengan pusat sebelumnya ataupun perlunya hubungan yang baru dengan 
wilayah di sekitarnya dalam banyak atau semua aspek. Lihat Wolfgang F. Danspeckgruber, “Self-governance 
plus regional integration: A Possible Solution to Self-Determination Claims”, dalam Stefan Wolff and Mare 
Weller (eds.) Autonomy, Self-governance, and Conflict Resolution: Innovative approaches to institutional design in 
divided societies. NY: Routledge, 2005, hlm. 30-31. 

* Komunitas (community) dalam hal ini mengacu kepada definisi Wolfgang F. Danspeckgruber dalam konteks 
masyarakat dengan ciri tertentu yang solid dan dalam, tinggal dalam wilayah tertentu serta direpresi oleh 
mayoritas atau negara pusat dan karena itu memiliki aspirasi khas sampai pada tuntutan merdeka dari negara 
pusat: *...'a group of people’...the defines itself clearly by distinctive characteristic. This typically comprise cultural, 
religious, or ethnic qualities, or other aspects of identity. This group of people must also have a common solidarity or 
the sense of preserving the groups heritage and traditions... Its concerns typically include equality and justice, safely, 
cultural freedom from repression, a viable future for the young, economic opportunities, ete” Lihat lebih lanjut Dan- 
speckgruber, “Self governance plus regional integration”, hlm. 27. 


7 Ciri-ciri etnisitas yang orisinal dan bentukannya sudah dibahas pada bab sebelumnya. 
æ 


Misalnya, terbentuk solidaritas di antara sebagian negara-negara Pasifik yang mengklaim sebagai solidaritas 
sesama Melanesia dan juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia yang menjadi 
tempat tinggal para exile. 
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Dengan kata lain, dalam kasus Aceh dan Papua, masalahnya bukan seba- 
tas pada pembagian kekayaan dan kewenangan politik dan ekonomi, tetapi 
juga pada harga diri yang berangkat dari sejarah dan penderitaan yang dialami 
sehingga menuntut kedudukan kesetaraan yang nyata. Mereka ingin keluar 
dari situasi yang berlangsung di bawah kebijakan asimilatif dan represif oleh 
pemerintah pusat yang telah berlangsung lama, yang membuatnya terpinggir- 
kan dan tertindas, bukan hanya politik dan ekonomi tetapi juga dalam kebu- 
dayaan, kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam di dalamnya, dan bah- 
kan nilai-nilai yang semula bersifat sentralistik. Otonomi daerah yang 
ciri-cirinya ada pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 
tersebut, dengan demikian, dianggap belum mencukupi untuk mengembali- 
kan harga diri, kepercayaan, dan memecahkan tuntutan penyelesaian konflik 
separatisme di Aceh dan Papua yang membuat mereka masih bertahan pada 
tuntutan merdeka. 
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A. PENGUSULAN RUU OTONOMI KHUSUS 
Pada saat itu, di Aceh sesungguhnya sudah berlaku UU No. 44 Tahun 1999 


tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh—dalam hal 
ini akan disebut UU tentang Keistimewaan Aceh saja—di samping UU Oto- 
nomi Daerah secara nasional berupa UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 
Tahun 1999. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain bahwa UU Ke- 
istimewaan Aceh pada mulanya merupakan tuntutan dari gerakan DI/TII 
Aceh pimpinan Tengku Daud Beureueh yang telah disepakati pada 1959 
tentang berlakunya syariat Islam bagi provinsi Aceh sebagai Daerah Istime- 
wa.! Namun, kesepakatan itu tidak kunjung dijalankan oleh Presiden Soe- 
karno dan bahkan kemudian dihapuskan oleh Soeharto pada masa Orde 
Baru dari ingatan rakyat Aceh ataupun Indonesia dengan melakukan resen- 
tralisasi.? Sedangkan tuntutan mutakhir masyarakat Aceh pada era Reforma- 
si yang dipelopori oleh GAM yang lahir pada 1976 pimpinan Teungku Ha- 


1 Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai ... hlm. 28-30. 
2 Ibid. 
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san di Tiro adalah tuntutan merdeka atau keadilan ekonomi politik sebagai 
reaksi atas kebijakan Orde Baru yang sentralistik, eksploitatif, dan menin- 
das.* Maka hingga era Presiden Gus Dur, baik gerakan mahasiswa, LSM, 
santri, maupun kiai atau ulama dayah atau pesantren sesungguhnya dominan 
menuntut merdeka meskipun dibungkus dengan kata referendum. Dengan 
demikian, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta UU No. 
22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tidak memberikan jawaban yang 
mencukupi bagi tuntutan rakyat Aceh yang mutakhir tersebut. Dalam waktu 
yang sama, di Aceh, meskipun pembicaraan damai (peace talk) terus berlang- 
sung antara pemerintah baik di Aceh sendiri maupun di Swedia antara pe- 
merintah RI dan GAM, tetapi tuntutan merdeka dari GAM tidak berhenti." 
Tuntutan kekhasan Aceh kemudian tidak hanya Syariah Islam, melainkan 
juga tradisi masyarakat yang khas, ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, ser- 
ta sejarah penindasan dan perlawanan. Dalam naskah usulan RUU Otonomi 
Khusus Aceh di DPR RI dinyatakan bahwa: 


“Di samping karena iklim demokrasi dan kebebasan, juga akibat dari ekses pelaksanaan 
Daerah Operasi Militer (dikenal juga sebagai Operasi Jaring Merah) yang sangat memi- 
lukan dan melanggar hak-hak asasi manusia dari tahun 1989 sampai 1998 yang telah 
menghasilkan generasi baru Aceh yang tidak berterima terhadap iktikad baik pemerintah. 
Mulailah terdengar kembali tuntutan merdeka dan Referendum yang dapat memengaruhi 
sikap terganggunya keamanan. Jika keamanan tidak kondusif, UU No. 44 Tahun 1999 itu 
tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Ia belum menjadi obat penawar yang dapat 
menyembuhkan penyakit secara tuntas. Ia memerlukan resep baru yang lebih ampuh dan 
andal.” 


Di tengah gejolak dan pembicaraan damai (peace talk) yang terus berlanjut 
tersebut, gelombang pertemuan berbagai elemen masyarakat Aceh dengan 


$ Muriza Hamzah, Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Cet. II, Banda Aceh: Bandar Publishing, 
2015, hlm. 447-475. 

* Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai... 

$ Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang Pembahasan RUU Otsus Aceh, “Penjelasan Pengusul 
atas Usul Inisiatif Rancangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darus- 
salam’, 22 Februari, hlm. 13. Tidak diterbitkan. 
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Gus Dur sejak sebelum dan awal Gus Dur menjadi presiden terus berlangsung 
sangat intensif di berbagai kesempatan, baik formal di istana maupun informal 
di rumah atau di tempat lain. Pertemuan itu dilakukan oleh berbagai elemen 
masyarakat dari Aceh dan perwakilan formal Aceh di Jakarta, khususnya me- 
reka yang menjadi anggota DPR dan MPR." 

Dalam konteks Aceh, pertama-tama gagasan untuk mengusulkan RUU 
Otonomi Khusus muncul dari para perwakilan Aceh di DPR dan MPR guna 
menyambut tuntutan dan gejolak yang terus-menerus dan makin tinggi di 
Aceh.’ Niat yang kuat dari perwakilan Aceh di Jakarta untuk mengusulkan 
Otonomi Khusus Aceh juga didasari oleh keberhasilan perwakilan Aceh da- 
lam memengaruhi terbentuknya Pasal 18B UUD 1945 pada pembahasan 
amandemen konstitusi." Diterimanya usul tersebut mengindikasikan adanya 
kesadaran di DPR juga MPR tentang ciri khas kedaerahan yang diakomodasi 
dalam konstitusi. Dengan pasal itu pula UU yang ada di bawah konstitusi ber- 
peluang untuk diakomodasi.” 

Meski demikian, pelaksanaan perumusan RUU tersebut sejak awal me- 
libatkan berbagai elemen di Aceh, baik mahasiswa, LSM, perguruan tinggi, 
ulama dayah atau HUDA (Himpunan Ulama Dayah), maupun organisasi 
santri atau Thaliban, bahkan elemen GAM" yang ketika itu telah menjadi 
kekuatan bersama masyarakat sipil. Mereka berbagi topik dan konsentrasi 
berupa konsep usulan"' untuk kemudian dirangkum dan dimasukkan oleh 
tim yang dibentuk perwakilan Aceh di Jakarta. Bahan-bahan tersebut ke- 


mudian dirangkum menjadi suatu naskah akademik” dan pasal-pasal dalam 


$ Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. Wawancara Karel Phil Erari, 16 Agustus 2014, 

? Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

* Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai... Wawancara Mawardi Ismael 16 April 2017. 

* Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

1 Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

1 Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. Wawancara Teuku Kemal Fasya, 10 Oktober 2014. 

12 Naskah akademik ini bisa dikatakan berupa naskah pidato resmi tim pengusul RUU Otsus Aceh yang dibaca- 
kan oleh Ny, Nurdahri Ibrahim Na'im setebal 34 halaman pada 16 Februari 2001 di depan Sidang Paripurna 
DPR. Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. 
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batang tubuh RUU tersebut." Draf usulan RUU Otonomi Khusus itu kemu- 
dian diberi judul “Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Oto- 
nomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bentuk Nanggroe 
Aceh Darussalam.” 

Menurut Ahmad Farhan Hamid" dan Mawardi Ismael,’ kata Nanggroe 
bersifat multiarti, bisa berarti Negara dan bisa berarti Daerah. Namun, kedua- 
nya sependapat bahwa kata Nanggroe dalam RUU tersebut mengandung pe- 
san keinginan masyarakat Aceh yang kuat untuk mandiri atau Otonomi dalam 
pengertian “Berpemerintahan Sendiri”. Isi UU tersebut berbeda dengan UU 
No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Surat usulan RUU Otsus 
Aceh tertanggal 2 Januari 2001 dari tim pengusul yang ditandatangani oleh 86 
anggota DPR dan MPR dari Aceh lintas Fraksi disertai dengan draf batang 
tubuh RUU diterima masuk ke sekretariat DPR RI." Namun, pada 16 Januari 
pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga memasukkan naskah RUU 
yang judulnya sama kepada DPR RI. Hal ini mengindikasikan adanya persa- 
ingan atau kecurigaan dari pemerintah atas draf inisiatif yang dirumuskan oleh 
Tim Aceh. Meskipun demikian, Badan Musyawarah DPR RI kemudian me- 
mutuskan bahwa naskah usul inisiatif DPR RI-lah yang diproses lebih lanjut, 
sedangkan naskah dari Pemerintah dipakai sebagai masukan dalam surat dari 
Ketua DPR RI kepada Presiden RI tertanggal 7 Februari 2001. Dalam surat 
tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan adanya draf RUU yang sub- 
stansinya sama, Badan Musyawarah DPR menentukan bahwa draf inisiatif 
dari DPR RI yang dipilih untuk dibahas dan bahan dari Mendagri sebagai 


pendamping atau bahan perbandingan dan acuan dalam pembahasan selan- 


18 Sebagaimana disebutkan, tim ini juga sudah menyiapkan suatu RUU yang lengkap untuk diusulkan menjadi 
RUU Inisiatif oleh DPR. Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. 

1 Wawancara Ahmad Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

15 Wawancara Mawardi Ismael, 16 April 2017. Mawardi Ismael adalah ahli hukum yang terlibat dalam penyu- 
sunan awal RUU Otonomi Khusus di Aceh, selain mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar pada era Orde 
Baru. Kini ia adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 

1 Ditandatangani setidaknya oleh 81 anggota DPR dari hampir semua fraksi. Kumpulan Dokumen Risalah 
Sidang DPR RI RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. Wawancara Ahmad Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 
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jutnya. Keputusan itu disertai dengan penjelasan bahwa sehubungan dengan 
waktu yang pendek, target selesai pembahasan RUU tersebut adalah 1 Mei 
2001 sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR 1999. 

Hal itu kemudian disusul dengan surat tertanggal 14 Februari 2001 perihal 
persetujuan pemerintah bahwa yang dibahas adalah draf inisiatif dari DPR, 
disertai penjelasan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 114 Keputusan DPR 
RI Nomor RU 02/274/DPR RI/2001 tentang Tata Tertib DPR RI, jika ada 
dua naskah yang berasal dari DPR dan pemerintah, yang digunakan adalah 
yang dari pemerintah. Namun, lanjut surat tersebut, jika DPR RI berketetapan 
untuk membahas draf usulan inisiatif dari DPR RI dan draf dari pemerintah 
dijadikan sebagai masukan, pada prinsipnya—meskipun disadari hal ini me- 
nyimpang dari ketentuan tata tertib—Pemerintah sebaiknya tidak keberatan." 
Kemudian, pada 22 Februari 2001, dalam suatu sidang Paripurna DPR RI, tim 
pengusul yang diwakili oleh Ny. Nurdahri Ibrahim Na'in diberi kesempatan 
untuk menyampaikan penjelasan usulan resmi RUU tersebut yang kurang le- 
bih merupakan Naskah Akademik dari RUU Otsus Aceh tersebut. 

Ada tiga masalah pokok yang disampaikan, yaitu masalah politik, masalah 
ekonomi, serta masalah keamanan, konflik, dan HAM. Mengenai bidang po- 
litik dan perjuangan, dalam pidato tertulis tersebut dikemukakan bahwa kini 
Aceh sedang berada di simpang jalan menunggu antara merdeka atau tetap 
bergabung bersama NKRI dengan kekerasan yang terus berlanjut. Namun, 
dikemukakan bahwa lahirnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang 
pemberian kemungkinan otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan 
Irian Jaya akan bisa mengurangi intensitas konflik di Aceh. Dikemukakan pula 
tentang sejarah kemandirian Aceh dan sikap tidak pernah tunduk terhadap 
penjajah, meskipun demikian Aceh juga ikut secara intensif dalam kemerdeka- 
an Indonesia sejak era kebangkitan nasional dan persiapan kemerdekaan serta 


pasca-kemerdekaan. Partisipasi rakyat Aceh, menurut uraian tersebut, sangat 


Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI. Pembahasan RUU Otonomi Khusus Aceh. Tidak diterbitkan. 
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tinggi dan intensif selama kemerdekaan. Bahkan Aceh dianggap sebagai salah 
satu tiang dalam ekonomi Indonesia saat itu sebagai “sumber modal”. Sum- 
bangan dua pesawat terbang yang kemudian disebut Seulawah" 1 dan 2 dari 
rakyat Aceh kepada Pemerintah Indonesia ketika dalam situasi krisis yang 
memuncak sewaktu agresi Belanda dianggap sebagai bukti nyata partisipasi 
rakyat Aceh yang tinggi, intensif, dan konsisten." 

Sebaliknya, menurut naskah tersebut, ketidakkonsistenan pemerintah In- 
donesia terhadap rakyat Aceh menjadi penyebab terjadinya konflik yang ber- 
kepanjangan hingga hampir 40 tahun lamanya.” Janji pemberian Aceh sebagai 
Daerah Istimewa, misalnya, yang merupakan buah kesepakatan dari genjatan 
senjata pascakonflik DI/TTI yang dituangkan dalam keputusan Perdana Men- 
teri RI No. I/Missi/1959 tidak dapat dan tidak pernah terlaksana. Kesepakatan 
itu berisi pemberian otonomi bagi Aceh dalam tiga bidang, yaitu agama, pen- 
didikan, dan peradatan. Terlebih kemudian ketika kekuasaan diambil alih oleh 
pemerintah Orde Baru, otomatis unsur keistimewaan Aceh dilenyapkan. Pada 
perjalanan hampir 40 tahun sejak 1960-an, di Aceh terjadi peminggiran, pe- 
nindasan, dan perang dengan RI. Masalah kesenjangan ekonomi juga dikemu- 
kakan sebagai argumen pentingnya RUU Otsus Aceh dalam naskah tersebut. 
Saat ketegangan dan konfrontasi yang terus-menerus karena kekecewaan rak- 
yat Aceh, konon pada 1970-an ditemukan ladang gas alam di Kabupaten Aceh 
Utara. Sebelumnya Aceh juga telah menghasilkan minyak sedikitnya dari 450 
sumur minyak di Aceh Timur pada 1961-1991. Intinya adalah sejak itu telah 
terjadi industrialisasi yang kian intensif di Aceh. Namun, industrialisasi terse- 
but tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi dan perdamaian bagi rakyat Aceh. Yang terjadi justru eksploitasi da- 


'8 Dua pesawat hadiah dari rakyat Aceh tersebut kemudian disebut sebagai cikal bakal Garuda Indonesia Air- 
ways (GIA) yang masih berjalan hingga sekarang. 

? Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. 

2 Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh, “Penjelasan Pengusul atas Usul 
Inisiatif Rancangan UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh 
Darussalam", 22 Februari 2001, hlm. 1-14. 
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lam industrialisasi tersebut terhadap rakyat Aceh untuk ditarik ke pusat. Me- 
nurut naskah tersebut, menjelang 1980 Aceh menyumbang 30% ekspor migas 
negara. Namun, disebutkan bahwa industrialisasi yang terpusat, selain menim- 
bulkan kesenjangan dan kekerasan, juga mematikan perekonomian tradisional 
rakyat Aceh yang semula menjadi penopang hidup dan kesejahteraan rakyat 
Aceh, bahkan menjadi daerah modal nasional.” Penutupan Sabang sebagai 
Pelabuhan Terbuka atau Freeport pada 1985 oleh pemerintah Orde Baru, da- 
lam naskah tersebut juga dipersoalkan sebagai salah satu penyebab degradasi 
ekonomi rakyat Aceh. Karena penutupan itu, hubungan dagang dengan luar 
negeri atau ekspor-impor rakyat Aceh yang menjadi salah satu sumber kemak- 
muran Aceh otomatis terhenti.” 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari usul inisiatif RUU Otsus ini, 
dalam bidang ekonomi, adalah “kita mengharapkan pemerintah daerah dapat 
membangun perekonomian Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk Nanggroe 
Aceh Darussalam dengan modal perimbangan keuangan yang lebih adil dari 
hasil sumber daya alam yang ada di Aceh serta pembangunan industri dan 
jasa hendaknya memberikan tenaga kerja juga peluang bagi masyarakat un- 
tuk memperoleh kekayaan dalam proses pembangunan itu sendiri.” Masa- 
lah keamanan, konflik, dan HAM” juga mendapat uraian tajam dan panjang 
dalam pidato ini. Akibat kekecewaan terhadap negosiasi politik dan tuntutan 
kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa ataupun eksploitasi ekonomi serta 


2 Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh, “Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Ran- 
cangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam’, 22 Februari 
2001, him, 14-18. 

2 Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh, “Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Ran- 
cangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam’, 22 Februari 
2001, hlm. 18-19. 

2 “Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Rancangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk 
Nanggroe Aceh Darussalam”, 22 Februari 2001, hlm. 19. Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI ten- 
tang RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. 

2 “Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Rancangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk 
Nanggroe Aceh Darussalam”, 22 Februari 2001, hlm. 19-24. Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI 
tentang RUU Otsus Aceh. Tidak diterbitkan. 
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penindasan bersenjata sepanjang Orde Baru melalui DOM, lanjutnya, menim- 
bulkan kekerasan dan penderitaan yang berat bagi rakyat Aceh. Itulah yang 
mendorong berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang, dalam naskah 
ini, disebut sebagai “gerakan ideo-nasionalisme Aceh Merdeka”, pada 1976. 
Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang generasi baru Ph.D.—alumni per- 
guruan tinggi Amerika Serikat dan pernah bekerja di sana—dalam kepemim- 
pinan Aceh, yaitu Dr. Tgk. Hasan Muhammad Tiro. Ia disebut generasi baru 
karena hampir tidak ada hubungan ideologis dengan perjuangan DI/TII yang 
dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh sebelumnya. Jika tuntut- 
an gerakan sebelumnya adalah fokus pada pemberlakuan syariat Islam, GAM 
memunculkan tuntutan yang sama sekali baru, yaitu merdeka untuk tegaknya 
keadilan ekonomi dan politik. Gerakan ini merupakan respons terhadap kebi- 
jakan Orde Baru yang eksploitatif dan represif. 

Namun, pemerintah Orde Baru alih-alih mengubah pendekatan terhadap 
lahirnya GAM yang menuntut keadilan ekonomi dan politik, justru melaku- 
kan represi lebih keras dengan diberlakukannya DOM. Hal itu pula inheren 
dengan tuntutan penegakan HAM bagi pelaku kekerasan dan DOM. Menu- 
rut naskah tersebut, tuntutan referendum dari mahasiswa dan gerakan lainnya 
pada dasarnya karena tiadanya jalan keluar bagi Aceh dan terus berlangsung- 
nya kekerasan dan penindasan. Meskipun demikian, naskah itu mengemuka- 
kan bahwa rintisan pembicaran damai yang sedang dilakukan pemerintah dan 
GAM di Davos pada saat itu yang telah menghasilkan Jeda Kemanusiaan ta- 
hap 1 telah mengurangi intensitas berlangsungnya kekerasan: 


“didasari oleh semangat pengabdian serta pertimbangan kesejarahan Aceh dan rakyatnya 
kepada Republik, faktor ekonomi akibat sentralisme ekstrem selama ini, disertai oleh kerin- 
duan untuk tegaknya hukum dan HAM dalam suasana Aceh yang aman dan damai, kami 86 
Anggota Dewan telah sepakat mengajukan usul inisiatif RUU Otonomi Khusus untuk Da- 
erah Istimewa Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam kepada (sidang) paripurna 
Dewan yang terhormat.” 


2 “Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Rancangan UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh 
dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam", 22 Februari 2001, hlm. 24. Kumpulan Dokumen Risalah Sidang 
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B. PEMBAHASAN DI DPR RI 


RUU tersebut akhirnya dibahas oleh suatu Pansus di dalam DPR yang terdiri 
dari lintas fraksi yang dibentuk pada 22 Februari 2001.” Meskipun dialog yang 
dilakukan Presiden Gus Dur dan representasi Aceh lainnya dengan kelompok- 
kelompok masyarakat Aceh dan bahkan dengan GAM sudah berjalan sangat 
jauh, tetapi kekhawatiran terhadap lepasnya Aceh dari NKRI tetap menjadi 
perhatian unsur-unsur pewaris Orde Baru, khususnya Fraksi Golkar, Fraksi 
TNI/Polri, Fraksi KKI, dan Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan berbagai 
cerita dari para informan, baik anggota Pansus maupun tim asistensi RUU 
tersebut menunjukkan bahwa tidak mudah meyakinkan Golkar, TNI, dan 
Departemen Dalam Negeri untuk mewujudkan draf dan juga membahas UU 
Otonomi Khusus tersebut sebelum mereka benar-benar memberi tanggapan 
resmi di DPR atas draf inisiatif tersebut.” Fraksi-fraksi lain, kecuali Fraksi 
Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Reformasi, pada umumnya masih menunjuk- 
kan pandangan negatif terhadap draf Otsus Aceh tersebut. Bahkan, tanggap- 
an akhirnya adalah Fraksi TNI/Polri masih mengajukan pandangan bahwa 
penyelesaian Aceh harus “menghindari tindak kekerasan, kecuali terhadap 
kelompok kekuatan bersenjata yang nyata-nyata menganggap keutuhan dan 
keamanan serta kehormatan bangsa”. Fraksi ini juga berpandangan bahwa 
RUU NAD ini, selain harus bisa mewujudkan kesejahteraan, juga harus “tetap 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.” F-TNI/Polri me- 
negaskan, “Isi dari seluruh Bab dan Subpasal yang secara redaksional masih 
terkesan bertentangan dengan semangat baik secara langsung dan tidak langsung 


terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perhatian se- 


DPR RI tentang RUU Orsus Aceh. Tidak diterbitkan. 

2 Ibid. 

2? Wawancara Ahmad Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

2 Pandangan F-TNI/Polri, dalam kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh, 
“Penjelasan Pengusul atas Usul Inisiatif Rancangan UU tentang Otsus bagi Provinsi DI Aceh dalam bentuk 
Nanggroe Aceh Darussalam”. Tidak diterbitkan. 

2 Ibid. 


355 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


kaligus perubahan sebagaimana mustinya.”“ Fraksi Bulan Bintang menyebutnya 
sebagai usulan yang kelihatannya “menakutkan”. RUU tersebut dianggap ma- 
sih mengancam keutuhan Indonesia. Sedangkan Fraksi Kesatuan Kebangsaan 
Indonesia (FKKI) menganggap bahwa situasi pada saat itu di Aceh masih ha- 
rus mengedepankan pencegahan kekerasan dan mencegah terjadinya eskalasi 
kerusuhan dan kekerasan tersebut sehingga FKKI justru “mendesak diberlaku- 
kan keadaan darurat sipil”. Fraksi KKI ini bahkan mendorong agar wakil pre- 
siden segera mengambil alih kekuasaan, “Selama ini fraksi KKI juga meminta 
agar Wakil Presiden segera mengambil inisiatif serta tanpa keraguan untuk 
mengambil segala kebijakan dan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi 
masalah ini.” Dengan demikian, tidak mudah untuk menundukkan barisan 
representasi Orde Baru di dalam DPR, seperti Golkar, F-TNI/Polri, F-KKI, 
dan lainnya. 

Sementara itu, Presiden Gus Dur, baik kedudukannya sebagai presiden 
maupun pimpinan tertinggi PKB, memberikan pesan yang tegas, yang disam- 
paikan kepada pimpinan fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan anggo- 
ta Pansus serta anggota kabinet dan perwakilan daerah Aceh (juga Papua). 
Pesan itu cukup singkat namun tegas, yaitu berikan apa yang mereka—perwa- 
kilan Aceh, juga Papua—minta kecuali tuntutan merdeka.” Kecuali perwakil- 
an Aceh lintas fraksi, F-KB dan F-Reformasi paling tegas dan ngotot mem- 
perjuangkan eksistensi dan inisiatif dari Otsus Aceh tersebut. Namun, sebagai 
partai minoritas di DPR, F-KB yang notabene hanya memiliki kursi 12 persen 
pada pemilu 1999 tidak mudah untuk meloloskan pembahasan sesuai dengan 
pesan Presiden Gus Dur tersebut.” Di tengah pembahasan Pansus, Fraksi 
TNI/Polri meminta agar Aceh ditetapkan sebagai “Daerah Teritorial Khusus” 


* Ibid. Penekanan dari penulis. 

% Pandangan F-KKI dalam Kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh. Tidak 
diterbitkan. 

© Wawancara Susono Yusuf, 18 Oktober 2016, anggota Pansus RUU Otsus Aceh dan Efendi Choiri, 15 Januari 
2014, anggota Pansus RUU Otsus Papua, keduanya anggota Fraksi PKB. 

5 Wawancara Susono Yusuf, 18 Oktober 2016, anggota DPR Fraksi PKB yang menjadi anggota Pansus Aceh. 
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dengan persyaratan tertentu yang memberi peran kepada TNI untuk mengen- 
dalikannya.** Namun, ketika dilaporkan kepada Gus Dur tentang usulan terse- 
but, baik sebagai petinggi PKB maupun presiden, dia menyatakan bahwa ke- 
bijakan represif seperti itu tidak diperlukan lagi untuk wilayah Aceh. Dengan 
demikian, di luar perwakilan Aceh dan Fraksi Reformasi” di mana sejumlah 
tokoh Aceh ada di dalamnya, PKB berperan sebagai pendorong pembahasan 
substansi RUU Otsus Aceh tersebut. 

Pandangan di dalam Pansus, F-KB misalnya, melihat atau mengajak 
Pansus akan pentingnya rekonsiliasi dan kesepakatan politik untuk mendu- 
kung RUU Otsus tersebut dan mendesak agar segera dibentuk Pengadilan 
Ad Hoc atas kasus pelanggaran HAM. DPR, menurut naskah tanggapan 
Fraksi tersebut, perlu memberikan dorongan politik bagi “pemerintah untuk 
meningkatkan kapasitas dan dukungan dalam menghadapi kekuatan-keku- 
atan yang tidak menginginkan adanya penyelesaian kasus Aceh secara me- 
nyeluruh”.”” Ditekankan dalam argumen penyampaian tanggapan draf usul 
inisiatif tersebut akan pentingnya RUU itu dibahas untuk mencari jalan ke- 
luar dari konflik yang berkepanjangan dengan korban yang sangat banyak. 
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Fraksi TNI/POLRI, serta Partai 
Golkar ketika itu, meskipun menyetujui adanya RUU tersebut sebagai ama- 
nat TAP MPR No. VI/MPR/1999, masih belum berpandangan positif ter- 
hadap substansi usulan dari perwakilan Aceh tersebut, dengan alasan bahwa 
lahirnya RUU Otonomi Khusus bisa menjadi pemicu atau jalan yang meng- 
arah kepada kemerdekaan daerah Aceh tersebut." Meskipun demikian, 
akhirnya draf akhir RUU Otsus Aceh tersebut diterima secara resmi pada 19 


~ Ibid. 

5 Ibid. 

“ Wawancara Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

9 “Pandangan Umum F-KB DPR-RI terhadap RUU tentang Otsus Provinsi Daerah Istimewa Aceh”, dalam 
kumpulan Dokumen Risalah Sidang DPR RI tentang RUU Otsus Aceh, hlm. 4. Tidak diterbitkan. 

“ Wawancara Effendi Choiri, 15 Januari 2014; Farhan Hamid, 10 Maret 2016, dan Susono Yusuf, 18 Oktober 
2016. 
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Juli 2001 dan kemudian disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang 
“Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)”. 


C. BEBERAPA CIRI KHUSUS 


Beberapa ciri dari UU tersebut adalah, selain ciri umum bahwa titik berat oto- 
nomi pada tingkat provinsi tidak sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999 dan 
UU No. 25 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada otonomi kabupaten/kota, 
RUU Otsus Aceh juga memberikan kewenangan yang besar atas pengelolaan 
sendiri sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian 
otonomi pada pengelolaan agama dan adat, termasuk memberikan posisi yang 
penting bagi pemimpin adat atau pemimpin informal, serta ditunjukkan dalam 
penamaan daerah-daerah administrasi dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
sebagai Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).” Kewenangan yang masih disi- 
sakan bagi pemerintah pusat yang ada dalam UU No. 22 Tahun 1999 ada 
empat bidang: politik luar negeri, pertahanan, kehakiman, dan moneter." Is- 
tilah-istiah khusus untuk menyebut berbagai tingkat pemerintahan di bawah 
provinsi serta beberapa institusi juga menyertai RUU ini, seperti Peraturan 
Daerah yang disebut Oonun, serta muncul kelembagaan baru seperti Wali 
Ngaroe serta Mahkamah Syariah. 

Selain itu, juga diperkenalkan istilah lokal Aceh untuk menunjuk struktur 
pemerintahan di bawah provinsi, seperti nama Nanggroe Aceh Darussalam itu 
sendiri, kabupaten disebut dengan Sagoe, kecamatan disebut Sagoe Cut, Mu- 
kim dan Gampong, serta Alam Aceh. “ Dengan demikian, substansi dari UU 
ini bukan hanya pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dengan UU No. 44 
Tahun 1999 yang semata mengatur tentang Keistimewaaan Aceh yang hanya 


» Wawancara dengan Farhan Hamid, 10 Maret 2016. 

* “Penjelasan Atas Usul Inisiatif RUU tentang Otsus bagi Provinsi Aceh dalam bentuk NAD”. Kumpulan Do- 
kumen Risalah Sidang DPR RI RUU Otsus Aceh 1999, hlm. 25-26, Tidak diterbitkan. 

* Ibid., hlm. 25. 
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mencakup pelaksanaan meliputi pendidikan, agama, dan budaya, melainkan 
juga pemberian hak pengelolaan keuntungan hingga 80% sumber daya alam 
serta pengelolaan pemerintahan sendiri (self-government). 

Kekhasan-kekhasan tersebut antara lain yang terpenting adalah Pasal 10 
tentang Wali Nanggroe, 


“(1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi 
pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Pro- 
vinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 


(2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintah- 
an dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 


(3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” 


Menurut Tagwaddin, Wali Nanggroe selain fetuta adat sebagaimana dalam 
UU Otsus (dan juga UU PA 2006), juga sebagai perekat atau pemersatu ma- 
syarakat Aceh sekaligus sebagai katalisator ketika terjadi perbedaan dan kon- 
flik di antara masyarakat Aceh. ? Unsur lainnya adalah Lembaga Mahkamah 
Syariah pada Pasal 25: 


“(1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari 
sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh 
pihak mana pun. 


(2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan 
atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Oanun 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 


(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama 
Islam.” 


* Tagwaddin Husin, Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Edisi Revisi, Banda Aceh: 
Nadar Publishing, 2013, hlm. 29-80. 
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Kemudian dilanjutkan pada Pasal 26: 


“(1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas 
Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadil- 
an tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat ban- 
ding di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 


(2) Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 


(3) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Ke- 
pala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.” 


Pengelolaan pemerintahan sendiri (self-government) Provinsi Aceh, dari 
sisi hukum dan pemerintahan, tidaklah bersifat mutlak, melainkan ada di ba- 
wah koordinasi pemerintah pusat, meskipun dalam pengelolaan lokal tidak 
boleh diikutcampuri oleh siapa pun. Sengketa hukum—meskipun itu hukum 
Syariah—yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi harus dibawa ke 
Mahkamah Agung pada tingkat nasional Republik Indonesia. Selain itu, ha- 
kim Mahkamah Syariah diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai 
Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman dan Gubernur NAD. Pada Pasal 
27 ketentuan peralihan Pasal 27 disebutkan bahwa, 

“Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan pera- 


dilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama 
dan tingkat terakhir.” 


BAB IV UU tersebut membahas tentang keuangan Provinsi NAD. Pasal 4 
menyebutkan bahwa: 

*(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi: a. pendapatan asli 

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. dana perimbangan: c. penerimaan Pro- 


vinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; d. pinjaman daerah, dan 
e. lain-lain penerimaan yang sah. 
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(2) Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. zakat; d. 
hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipi- 
sahkan; dan e. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 


(3) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perim- 
bangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, 
yang terdiri atas: bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan 
bangunan sebesar 9096 (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan ba- 
ngunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% 
(dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% 
(delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 8096 (delapan puluh persen), peri- 
kanan sebesar 8096 (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 1596 (lima 
belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 3096 (tiga puluh persen). 


Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan de- 
ngan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” 


Ayat (4): 


“Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, 
berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber 
daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu 
sebesar 5596 (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 4096 
(empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlaku- 
nya undang-undang ini.” 


Ayat (5): 


“Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini, pemberian tambahan 
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima 
persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 2096 (dua puluh persen) untuk 
pertambangan gas alam.” 


Pasal 4 ayat 6 menyebutkan tentang pembagian di wilayah NAD dengan 
pemerintah di bawah ditetapkan dengan Oanun: 
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“(6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur seca- 
ra adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” 


UU Otsus NAD tersebut juga memperkenalkan pemilihan gubernur seca- 
ra langsung dan dilaksanakan pertama kali (setelah kesepakatan damai di Aceh 
2006). Pasal 12 menyebutkan bahwa: 


“(1) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara 
langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, 
serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” 


Ciri lain adalah bahwa, meskipun ada beberapa masalah dan pasal UU No. 
44 Tahun 1999 diulang dalam UU Otsus, tetapi pada prinsipnya UU Otsus 
tidak membatalkan UU No. 44 tentang Keistimewaan Aceh, sehingga ada be- 
berapa bagian yang efektif dari UU No. 44 Tahun 1999 yang tidak dimasukkan 
ke UU Otsus—baru kelak di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerin- 
tahan Aceh (PA) yang merupakan akomodasi terhadap perjanjian damai Hel- 
sinki, baik UU No. 44 Tahun 1999 maupun UU Otsus Aceh disatukan. Con- 
toh dari masalah ini adalah lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) 
yang menggantikan MUI. MPU tidak disebut dalam UU Otsus No. 18. Na- 
mun, karena UU itu tidak membatalkan UU No. 44 Tahun 1999, MPU yang 
sudah ada melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang didasarkan pada UU No 
44 Tahun 1999 terus eksis. Dalam PERDA Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 menyebutkan bahwa: 


“(1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerin- 
tah Daerah dan DPRD. 

(2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD, 

(3) MPU berkedudukan di ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 

(4) Di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk MPU yang diatur lebih lanjut dengan Per- 
aturan Daerah Kabupaten/Kota.” 
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Pasal 4: 


“MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat, serta 
saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada 
Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.” 


Pasal 5: 


“Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU berfungsi 
menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak ter- 
hadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan. Pembangunan dan pembi- 
naan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami." 


Pasal 6: 


“MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwiba- 
wa serta islami di daerah." 


Dengan demikian, kedudukan MPU sangat independen dan merupakan 
mitra sejajar dengan pemerintah provinsi. Kelak setelah perubahan UU Otsus 
yang disesuaikan dengan perjanjian damai Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 
2006 tentang PA, MPU kemudian diperbarui menjadi Oanun. 
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A. USULAN RUU OTONOMI KHUSUS PAPUA 


Adreng-nya perwakilan Irian Jaya di Jakarta untuk mengajukan RUU Otono- 
mi Khusus Papua bisa dikatakan didorong oleh apa yang terjadi pada Aceh 
yang sedang melakukan pembahasan tentang Otonomi Khusus Aceh. Semen- 
tara di Irian Jaya waktu itu terus terjadi dinamika, dan karena adanya jaminan 
kebebasan dan rasa aman dari pemerintahan Presiden Gus Dur, para perwakil- 
an orang-orang Papua di Jakarta yang ada di DPR dan MPR ataupun yang 
lain pun melakukan konsolidasi dan pembicaraan mengenai kemungkinan di- 
ajukannya draf RUU Otonomi Khusus Papua. Mereka bekerja sama secara 
erat dengan para perwakilan Aceh yang sedang membahas RUU Otsus Aceh 
di DPR, meskipun kerja sama itu sesungguhnya sudah terjadi sejak SU-MPR 
1999 dan pembahasan Amandemen UUD 1945, terutama dalam PAH 1.! 
Hasil pembicaraan di antara mereka ataupun dengan pemerintah dan Pre- 


siden Gus Dur membuat mereka segera memperluas pembahasan. Maka ga- 


1 Wawancara Simon Patrice Morin, salah seorang anggota dan juru bicara Tim Asistensi Draf RUU Otsus 
Papua yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI ketika itu, 26 April 2017. 
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gasan tersebut kemudian terus menggelinding ke daerah-daerah di Papua.” 
Adalah Gubernur Irian Jaya waktu itu, Drs. J.P. Solossa, M.Si., yang kemudi- 
an mengambil inisiatif untuk memulai pembahasan secara resmi dengan 
mengangkat sebuah Tim Asistensi penyusunan draf RUU Otonomi Khusus 
Papua. Tim Asistensi tersebut diketuai oleh Rektor Universitas Cenderawasih, 
Ir. Frans A. Waspakrik, M.Sc. dan beranggotakan para intelektual, aktivis 
LSM, politisi, serta pejabat di Papua.“ Tim bergerak cepat menyusun bahan 
dasar dan, sebagaimana pada persiapan Kongres Rakyat Papua II, pembahasan 
ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dari kelompok-kelompok 
LSM, intelektual, gereja dan agama lain, para ketua adat, dan perwakilan pro- 
fesi, tokoh masyarakat, serta kalangan awam dari hampir seluruh daerah di 
Papua. Karena itu penyerapan aspirasi dan pembahasan bukan hanya dilaku- 
kan di Jayapura, melainkan juga di daerah-daerah.*Semua bahan berbagai fo- 
rum seperti hasil Kombes dan KRP II juga menjadi bahan pokok dalam selu- 
ruh rangkaian pembahasan tersebut. 

Salah satu topik yang cukup alot dalam pembahasan tersebut—sehubung- 
an dengan keterlibatan banyak sekali pihak—menurut Agus Sumule, anggota 
Tim Asistensi, adalah perbedaan pendapat antarmereka mengenai aspirasi “M” 
(Merdeka) atau aspirasi “O” (Otonomi). Hal itu terjadi di hampir setiap fo- 


2 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2003, 
hlm. 17. 

Solossa adalah mantan anggota DPR yang juga anggota Dewan Papua yang ikut terlibat dalam negosiasi ma- 
suknya Otonomi Khusus dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999. Solossa juga merupakan salah satu di antara 
100 orang utusan Papua yang ikut menandatangani petisi tuntutan merdeka ketika bertemu dengan Presiden 
BJ. Habibie Februari 1999 di Istana Merdeka. Menurut Taha Alhamid, Solossa sulit menjadi gubernur se- 
andainya presidennya bukan Gus Dur. Solossa dilantik menjadi gubernur pada 23 November 2000, setelah 
Jayapura dalam hampir satu tahun dipimpin oleh Plt. karena gubernurnya, Freddy Numberi, diangkat menjadi 
Menteri Kelautan oleh Presiden Gus Dur. Wawancara Taha Alhamid, Sekretaris Jenderal Dewan Papua, 14 
Juli 2014, Lihat juga Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah .... hlm. 17. 

Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 623-631. 

Naskah “Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya”. Kumpul- 
an Dokumen DPR RI tentang Pembahasan RUU Otsus Papua. Tidak diterbitkan. Lihat juga Agus Sumule, 
Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003 

® Lihat juga pembahasan tentang TOR Tim 100 untuk bertemu dengan Presiden BJ. Habibie dan dokumen 
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rum masyarakat Papua tersebut. Menurut Agus Sumule, tim asistensi berusaha 
berada di tengah dan tidak condong kepada mereka yang aspirasi “M” ataupun 
yang “O”, karena keduanya merupakan aspirasi dari rakyat Papua sendiri. Tim 
selalu mencari kemungkinan jalan tengah, katanya, dengan catatan bahwa opsi 
otonomi harus menjanjikan dan memberikan harapan perubahan yang lebih 
baik secara mendasar tentang aspek-aspek penting, seperti sosial, politik, eko- 
nomi, pendidikan, HAM, jaminan adat dan penduduk asli, dan sebagainya 
kepada rakyat Papua.” 

Dengan demikian, Tim Asistensi dan para pendukungnya mendapat tan- 
tangan dari kedua belah pihak. Di satu pihak dari elemen-elemen dalam pe- 
merintahan pusat yang tidak menginginkan Otonomi Khusus dirumuskan 
sendiri oleh rakyat Papua. Di lain pihak, adanya tuntutan keras dari sebagian 
masyarakat Papua sendiri yang menolak opsi otonomi dan menuntut merdeka. 
Tim Asistensi bekerja cukup cepat, dan pada April 2001 naskah itu sesung- 
guhnya sudah siap untuk kemudian dinegosiasikan dengan pemerintah pusat 
dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menjadi draf RUU 
yang bisa dimasukkan ke agenda pembahasan di DPR RI." 

Namun, menurut Agus Sumule, hal itu tidak mudah karena, selain banyak 
hal yang dipersoalkan, Departemen Dalam Negeri juga ternyata menyusun draf 
yang sama yang katanya didasarkan pada aspirasi masyarakat Papua.’ Bahkan 
Depdagri sudah memasukkan draf RUU versinya terlebih dahulu sebelum draf 
dari Tim Asistensi dimasukkan ke DPR, meskipun dengan judul yang sama, 
karena secara aturan, draf yang terlebih dulu masuk ke Badan Legislasi (Baleg) 
itulah yang dibahas oleh DPR RI." Ada kecurigaan di kalangan Tim Asistensi 


persiapan dan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II (BAB VI). 

? Agus Sumule, 2003. Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
hlm. 19-29. 

* Ibid. 

* Wawancara Agus Sumule, 22 Oktober 2014. Lihat juga Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah. ..., hlm. 38-40. 

1 Wawancara Agus Sumule, 22 Oktober 2014. Hal tersebut tecermin dari buku kompilasi karya Agus Sumule, 
Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. 
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dan para perwakilan Papua bahwa Depdagri sengaja mendahului untuk menje- 
gal draf yang disusun oleh rakyat Papua melalui Tim Asistensi." Tentu draf 
atau aspirasi Depdagri tidak sama atau bahkan ada yang bertentangan dengan 
aspirasi hasil pembahasan Tim Asistensi. Namun, nama draf RUU Otonomi 
Khusus dari Tim Asistensi Papua itu sendiri sesungguhnya mencerminkan per- 
geseran tuntutan dari masyarakat Papua dengan pilihan otonomi—apa pun 
bentuk otonominya—dan bukan lagi merdeka. 

Kecurigaan bahwa otonomi atau RUU Otonomi Khusus ini sebagai stra- 
tegi atau langkah (stepping stone) menuju merdeka masih tebal di kalangan 
representasi Orde Baru seperti TNI-Polri, Golkar, para politisi, dan birokrat 
di pusat juga daerah. Meskipun demikian, bagi Tim Asistensi, RUU Otsus 
Papua itu harus memberikan harapan bagi masyarakat Papua akan prospek 
perubahan-perubahan yang mendasar kepada mereka.” Agus Sumule men- 
ceritakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Gus Dur terkait draf 
RUU tersebut tidak ada perdebatan dan halangan apa pun, bahkan Presiden 
menjamin kepada mereka bahwa, selain dukungan pemerintah yang tegas 
akan RUU tersebut, Presiden sebagai pemimpin tertinggi PKB memberikan 
jaminan bahwa ia telah memerintahkan F-KB di DPR dan lainnya untuk 
memperjuangkan dan meyakinkan DPR RI untuk menggolkannya." 

Sebagaimana dipesankan kepada tim Aceh, Agus Sumule yang bersama 
Tim Asistensi secara aktif mendialogkan draf tersebut dengan Presiden Gus 
Dur dan para pejabat serta lembaga tinggi negara lainnya, menyatakan bahwa 
Gus Dur memberi pesan kepada tim Papua, “Saya sudah perintahkan di DPR 
untuk dukung. Berikan saja apa yang diminta, kecuali merdeka,” agar segera 
terjadi penyelesaian damai dan berimplikasi pada kemandirian masyarakat Pa- 


“ Bid. 

1? Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah ..., hlm. 18-19. 
3 Wawancara Agus Sumule, 22 Oktober 2014. 

1 Wawancara Efendi Choiri, 15 Januari 2014. 
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pua. Menurut Muridan S. Widjojo," peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengeta- 
huan Indonesia) yang sangat dekat dengan proses penyusunan RUU itu dan 
proses dialog Papua lainnya, Presiden Gus Dur cenderung tidak mau ikut 
campur apalagi intervensi dalam penyusunan draf tersebut. Meskipun dido- 
rong oleh sejumlah pihak agar pemerintah ikut dalam proses tersebut, menurut 
Muridan, Presiden Gus Dur tetap kukuh untuk membiarkan aspirasi itu ber- 
kembang dan diputuskan sendiri oleh masyarakat Papua (juga terhadap Aceh) 
untuk diajukan kepada pemerintah dan kemudian dimasukkan ke Baleg DPR 
RI. 

Draf yang berasal dari Tim Asistensi itu akhirnya menjadi usul inisiatif 
DPR dan dilakukan pembahasan—bukan draf usulan yang datang dari pe- 
merintah atau Depdagri. Mendagri bersedia menarik kembali usulan draf 
RUU Otsus Papua milik mereka dan kemudian DPR menjadikannya sebagai 
naskah pendamping atau acuan.” Dengan demikian, draf RUU Otonomi 
Khusus Papua yang dibahas di DPR kemudian adalah murni dari aspirasi 
rakyat Papua yang merupakan jalan tengah dari tarik-menarik pihak-pihak 
yang ekstrem, antara mereka yang berpihak pada otonomi dan merdeka. Jika 
penyusunan naskah RUU itu memakan waktu sekitar empat bulan dari Janu- 
ari (April 2001), negosiasi dan lobi-lobi hingga diputuskannya sebagai usul- 
an inisiatif itu juga ternyata memakan waktu yang hampir sama (April-Juli 
2001). 


' Wawancara Agus Sumule, 22 Oktober 2014; Wawancara Efendi Choiri 15 Januari 2014. 

1 Wawancara Muridan S. Widjojo, 01 Februari 2014 (kini almarhum). Muridan juga menginformasikan sikap 
Presiden Gus Dur tentang penyusunan RUU Otonomi Khusus Aceh. Muridan membawa pesan dari beberapa 
orang dan peneliti dengan melihat perkembangan pembahasan RUU Aceh dan Papua, bahwa hendaknya pre- 
siden atau pemerintah ikut terlibat dalam pembahasan RUU tersebut untuk mengarahkan mengingat banyak 
topik yang krusial. Tetapi Presiden Gus Dur menolak. Gus Dur ingin aspirasi itu berkembang alamiah dari 
rakyat Papua dan Aceh sendiri. Namun, sikap Presiden Gus Dur tersebut berbeda dengan sikap Mendagri dan 
Depdagri serta unsur-unsur TNI, Polri, dan birokrat yang justru defensif dan masih curiga terhadap isi RUU 
tersebut. 

17 Kumpulan Dokumen DPR RI tentang Pembahasan Draf RUU Otsus Papua. Tidak diterbitkan. 

' Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 32-36. 
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Agus Sumule menulis: 


“Lepas dari tantangan-tantangan tersebut, kami percaya bahwa Otonomi Khusus dapat 
digunakan sebagai suatu cara untuk menampung dan mengolah aspirasi masyarakat Papua 
di dalam konteks sistem hukum Republik Indonesia. Lebih dari itu, Otonomi Khusus 
dapat dipandang sebagai jawaban damai sebagian besar orang Papua dengan Pemerintah 
Pusat Republik Indonesia.” 


Draf usul inisiatif DPR RI itu disampaikan oleh Ketua Pansus, Sabam 
Sirait, dengan judul “RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam 
Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri” 2 Surat usulan yang tertanggal 15 
April 2001 tersebut ditandatangani oleh seluruh perwakilan Papua di DPR 
dan MPR yang berjumlah 25 orang. Meskipun demikian, penjelasan pengusul 
di depan Sidang Paripurna bersamaan dengan penetapan penerimaan usulan 
dan dibentuknya Pansus baru terjadi pada 19 Juli 2001, beberapa hari sebelum 
Presiden Gus Dur dilengserkan oleh MPR. 


B. PEMBAHASAN DI DPR RI 


Dengan usulan draf RUU Otonomi Khusus tersebut, masyarakat Papua se- 
sungguhnya sudah memilih menjadi bagian dari NKRI dalam penyelesaian 
konflik berkepanjangan dan, di lain pihak, menuntut adanya sistem “Berpeme- 
rintahan Sendiri”. Dengan demikian, RUU tersebut menyisakan ruang nego- 
siasi yang signifikan, antara pilihan Otonomi (dalam pengertian akademik)?! 
atau Otonomi Khusus oleh masyarakat Papua, dan kerelaan RI untuk membe- 
rikan kepada mereka otonomi dengan “Berpemerintahan Sendiri”. Dalam pe- 
nyampaian usulan pada 19 Juli 2001 di depan Sidang Paripurna DPR RI yang 
dibacakan oleh Simon Patrice Morin, salah seorang perwakilan Papua dari 


19 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah. .., hlm. 10. 

2 Kumpulan dokumen Risalah Pembahasan Otsus Aceh. Penyampaian RUU Usul Inisiatif tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri di DPR RI, Kamis, 27 Septem- 
ber 2001. Tidak diterbitkan dan tanpa halaman. Penekanan dari penulis. 

2 Otonomi secara akademik berarti Otonomi Khusus dalam versi UU ini (sudah dibahas sebelumnya). 
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F-PG, draf usulan itu secara tegas dinyatakan sebagai “Usulan Inisiatif DPR 
RI tentang RUU Otonomi Khusus Papua dengan Berpemerintahan Sendiri 
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”: 


“Hari ini kita mendapat kesempatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta kehormatan dan 
kepercayaan dari masyarakat Irian Jaya untuk memulai suatu babakan menuju masyarakat 
Irian baru atau masyarakat Papua baru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indo- 


nesia,”? 


Pada bagian landasan filosofi usulan tersebut dinyatakan bahwa gejala dis- 
integrasi dalam perubahan reformasi merupakan cerminan dari adanya keti- 
dakadilan akibat pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Hal itu, selain 
mematikan inisiatif masyarakat lokal dan pemerintah daerah, juga menimbul- 
kan ketidakadilan yang mendalam. Salah satu buktinya, lanjutnya, adalah dae- 
rah-daerah yang kaya akan sumber daya alam justru menjadi daerah yang pa- 
ling miskin. Ketidakadilan semacam itulah yang membuat masyarakat di 
Provinsi Irian Jaya dan Aceh ingin memisahkan diri atau merdeka. Morin juga 
menjelaskan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 “ku- 
rang memadai sebagai produk hukum yang mampu meredam eskalasi politik 
dan menopang akselerasi di Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Irian Jaya/ 
Papua”. Selanjutnya, usulan tersebut mengajukan tujuh butir nilai dasar Oto- 
nomi Khusus Papua, yaitu: 

“(1) perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; (2) demokrasi dan kede- 

wasaan berdemokrasi; (3) penghargaan terhadap etika dan moral; (4) penghormatan ter- 


hadap hak-hak asasi manusia; (5) supremasi hukum; (6) penghargaan terhadap pluralisme; 
dan (7) persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.” 


Dalam draf naskah akademik, RUU Otsus tersebut bisa dikatakan sangat 


lengkap meliputi hampir seluruh aspek pengaturan bernegara dan berpeme- 


2 Naskah kompilasi dokumen pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua di DPR RI. Tidak diterbitkan. Pene- 
kanan dari penulis. 
2 Ibid. Lihat juga Agus Sumule, Mencari Jalan Tengab...., hlm. 52-60. 
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rintahan mulai dari landasan filosofi, prinsip-prinsip hak, persamaan, dan 
perlindungan serta kesetaraan warga negara, kewenangan dan pembagiannya, 
tata pemerintahan, sistem hukum hingga partisipasi masyarakat, sosial, agama, 
pendidikan, sumber daya alam, serta masalah gizi dan kesehatan. Dari nilai 
dasar itu kemudian di-éreakdown ke dalam 16 butir kerangka dasar yang ma- 
sing-masing diberikan penjelasan yang cukup komprehensif dan kontekstual. 
Keenam belas kerangka dasar tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pembagian 
Kewenangan antara Pusat dan Provinsi Papua, (2) Pembagian Kewenangan di 
dalam Provinsi Papua, (3) Pembagian Sumber Daya, (4) Perlindungan Hak- 
Hak Adat Penduduk Asli; (5) Hak-Hak Asasi Manusia dan Pelurusan Sejarah 
Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (6) Bendera, 
Lambang, dan Lagu, (7) Ekonomi dan Keuangan, (8) Pemberdayaan Peme- 
rintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat, (9) Kependudukan dan Ketenagakerja- 
an; (10) Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, (11) Pendidik- 
an dan Kebudayaan, (12) Kesehatan dan Gizi, (13) Sosial, (14) Agama, (15) 
Pengawasan, Peradilan, dan Advokasi, (16) Kerja Sama Antarprovinsi dan 
Luar Negeri. 

Semua aspek tersebut dibahas dan dijabarkan dalam batang tubuh usulan 
RUU tersebut.“ Menurut Pdt. Karel Phil Erari, usulan RUU Otsus Papua itu 
memuat empat unsur penting, yaitu: (1) Affirmative policy mengingat Papua 
yang bukan saja tertinggal segalanya dari daerah lain, melainkan juga karena di 
bawah represi atau penindasan serta konflik separatisme dalam waktu cukup 
panjang, maka ada ketidakmampuan, ketertinggalan, dan mungkin ketakutan 
sehingga kebijakan khusus untuk membangkitkan partisipasi menjadi penting, 
(2) Proteksi. Belum semua aparat pusat (pemerintah) serta sipil TNI ataupun 
Polri sadar akan situasi perubahan yang sedang terjadi tentang kesetaraan dan 
kesempatan yang sama serta jaminan hidup bagi seluruh penduduk, khususnya 
perlindungan terhadap penduduk asli yang memiliki sejarah dan karakter ter- 


3 Naskah kompilasi dokumen pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua di DPR RI. Tidak diterbitkan. Lihat 
juga Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah...., hlm. 61-99. 
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sendiri dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia. Mereka selama 
ini tidak memperoleh hak yang wajar dan tidak dilindungi atas ketertindasan 
dan keterpinggiran, (3) Partisipasi, memunculkan keikutsertaan masyarakat 
Papua dalam proses perkembangan dan pembangunan bersama-sama dengan 
masyarakat Indonesia di bagian lain; (4) Pemberdayaan, lagi-lagi karena awal 
mula pembangunan yang berbeda antara Papua dan daerah lain, maka dalam 
UU ini perlu ada hal yang bersifat khusus yang diniatkan untuk pemberdayaan 
baik kepada masyarakat maupun pemerintah Papua di semua tingkatan.” 
Menurut penjelasan Tim Asistensi di depan Pansus RUU Otsus Papua, 
salah satu perdebatan yang muncul adalah mengenai kata “otonomi”. Otonomi 
terutama bagi aparat pemerintah, birokrat, politisi, dan TNI/Polri masih dicu- 
rigai sebagai stepping stone tangga menuju merdeka. Otonomi ditempatkan se- 
bagai posisi biner bahwa pro-otonomi adalah mereka yang pro Indonesia, se- 
dangkan yang tidak mau otonomi adalah mereka yang anti-Indonesia. Yang 
sesungguhnya terjadi adalah bahwa otonomi, menurut Agus Kafiar, anggota 
Tim Asistensi ketika memberikan penjelasan di depan sidang Pansus di DPR 
RI, adalah keinginan atau aspirasi masyarakat Papua tentang jaminan bahwa 
pengalaman-pengalaman buruk pada masa lalu tidak akan terulang lagi. Sela- 
ma ini, katanya, otonomi sering disalahpahami, namun yang benar adalah, 
“Definisi yang benar mengenai otonomi menurut ilmu pengetahuan adalah 
kebebasan untuk mengurus diri sendiri, itulah otonomi.” “Jadi, lanjut Kafiar: 


“Masyarakat (Papua, pen.) memahami arti pentingnya otonomi khusus ini dalam rangka 
memperjuangkan hak-hak mereka. Masalahnya adalah ada salah pengertian, ada persepsi- 


7 


persepsi yang keliru terhadap pola pikir yang harus kita luruskan. 


2 Wawancara Pdt. Karel Phil Erari, 16 Agustus 2014. 

2 Naskah kumpulan dokumen pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua, sesi Rapat Dengar Pendapat Umum 
dengan Tim Asistensi, 27 Juli 2001. Tidak diterbitkan dan tanpa nomor halaman, 

2 Naskah kumpulan dokumen pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua, sesi Rapat Dengar Pendapat Umum 
dengan Tim Asistensi, 27 Juli 2001. Tidak diterbitkan dan tanpa nomor halaman. Dibahasatuliskan dari ba- 
hasa lisan. 


373 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


Menurut Agus Sumule, “otonomi” dalam Otonomi Khusus, menurut nas- 
kah tersebut adalah: 


“(...) haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengu- 
tus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan 
mengatur pemanfataan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penye- 
lenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang berke- 
kurangan.” 


Hal lain dari otonomi menurut naskah itu adalah “kebebasan untuk me- 
nentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sesuai 
dengan karakteristik dan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebuda- 
yaan orang Papua.” Namun, dalam salah satu perdebatan antara pemerintah 
dan DPR ketika pembahasan Pansus, pemerintah mengajukan judul atau 
nama UU sebagai “UU Otsus Provinsi Irian Jaya bagi Provinsi Papua”. Kata 
Papua dalam judul RUU tersebut sempat menjadi perdebatan sengit dan adu 
argumentasi. Kata Papua tampaknya masih dicurigai sebagai aspirasi dari ka- 
langan yang menginginkan Papua Merdeka. Abdul Gani, Dirjen Peraturan 
dan Perundang-undangan Depdagri atas nama pemerintah, beralasan bahwa 
Papua belum ada sandarannya dalam UU sehingga tidak bisa begitu saja de- 
ngan nama Papua tanpa mengacu pada nama asli sebelumnya, Irian Jaya. Se- 
hingga, kedua nama itu harus dicantumkan dalam satu judul.” Namun, format 
dua nama itu diprotes oleh para anggota Pansus lintas fraksi perwakilan Papua 
yang ada di dalam Pansus. Dikesankan bahwa pemerintah masih alergi dengan 
nama Papua sehingga masih harus mencantumkan kata Irian Jaya sebagai ju- 
dul RUU. Marthina Mehue Wally, anggota DPR asal Papua, menyatakan ke- 


2 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 49. 

2 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 49-50. 

® Rapat Pansus bersama Mendagri yang disampaikan oleh Abdul Gadi, Dirjen, Perataan dan Perundang- 
undangan Depdagri, Kamis, 4 Oktober 2001 dalam naskah kumpulan Risalah Pembahasan RUU Otsus Pa- 
pua. Tidak diterbitkan & tidak berhalaman. Bandingkan dengan UU Otsus Aceh, semula berjudul UU Otsus 
NAD bagi Daerah Istimewa Aceh, mengacu pada nama asli provinsi Aceh waktu itu. 
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kecewaannya dan kebingungannya harus menuangkan dua nama provinsi da- 
lam satu judul. Hal yang sama dikemukakan oleh Alexander Litaay dari 
F-PDIP.' 

Lebih lanjut, diuraikan bahwa salah satu aspek penting dari implemen- 
tasi otonomi adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara 
tegas. Menurut naskah tersebut, pembagian kewenangan pusat dan daerah 
bukan semata konsekuensi dari pemberian otonomi, melainkan “yang tidak 
kalah penting adalah pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi penyelenggara- 
an negara dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat 
dan daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara nyata”. Ha- 
nya ada empat kewenangan Pusat yang masih berlaku untuk wilayah otonomi 
Khusus Papua, yaitu politik luar negeri, pertahanan yang berkaitan dengan 
ancaman eksternal, moneter, dan peradilan kasasi. Konsekuensinya adalah, 
menurut naskah itu, dengan prinsip pembagian kewenangan tersebut, maka 
perundang-undangan dan aturan yang berasal dari pusat kecuali empat bidang 
tersebut dinyatakan tidak berlaku jika bertentangan dengan aturan lokal Pa- 
pua. Sedangkan pembagian kewenangan di Papua sendiri, tidak hanya dibagi 
dalam tiga tiang atau rias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), melain- 
kan ditambahkan di dalamnya lembaga adat dan lembaga peradilan provinsi 
Otonomi Khusus Papua di mana lembaga adat menjadi bagian dari sistem 
peradilan tersebut. “Penyelesaian-penyelesaian perkara menurut hukum adat 
juga diberlakukan di Papua.” 

Masalah peradilan adat juga memperoleh perhatian dari fraksi-fraksi da- 
lam Pansus. Masyarakat Papua yang plural dari segi etnis dan tradisi adat yang 
kuat melahirkan sistem hukum adat yang plural juga. Hukum-hukum adat 
tersebut masih berlaku sehari-hari sehingga jika dihapuskan dengan hukum 


3 Ibid, 

3 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah...,hlm. 62. 
3 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 63. 
4 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah. .., hlm. 66. 
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nasional akan mengancam harmoni dan bahkan eksistensi kekhasan masyara- 
kat Papua. Karena itu, usulan tersebut menyatakan bahwa peradilan adat di 
Tanah Papua di bawah UU Otonomi Khusus Papua diakui keberlakuannya 
bersamaan dengan badan peradilan negara. “Peradilan adat Papua memiliki 
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan/atau sengketa me- 
nurut hukum adat dari pihak yang menjadi korban dan/atau dirugikan.” Ma- 
salah eksistensi adat dan hukum adat dalam naskah itu juga dikaitkan dengan 
HAM (hak asasi manusia). Pluralitas masyarakat Papua dalam etnis, adat, dan 
agama serta pengalaman penindasan yang dalam dan lama membuat kesadar- 
an masyarakat Papua akan HAM sangat tinggi. Dalam usulan tersebut, uraian 
tentang HAM dikaitkan langsung dengan pelurusan sejarah tentang integrasi 
Papua ke dalam Negara Republik Indonesia. Maka pengalaman buruk tentang 
kondisi HAM bagi rakyat Papua bukan saja harus ditegakkan ke depan, mela- 
inkan juga harus diselesaikan ke belakang. Topik HAM, dalam draf tersebut, 
juga dikaitkan dengan perbedaan pendapat antara pemerintah RI dengan ma- 
syarakat Papua, tentang sejarah integrasi Papua ke RI. Perbedaan tersebut, me- 
nurut draf itu, harus diselesaikan, dengan tetap menghormati HAM itu sendi- 
ri. Dikatakan: 


“Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh 
perbedaan pendapat mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Ma- 
salah ini sesungguhnya adalah masalah paling mendasar yang menjadi penyebab sejumlah 
besar rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sejak bergulirnya Reformasi, keinginan ini dinyatakan secara terbuka dan damai, dan ka- 
renanya tidak bisa didiamkan atau ditindas dengan cara-cara seperti selama ini. Artinya, 
sepanjang masih terdapat perbedaan yang mendasar dan tajam antara pemahaman pendu- 
duk asli Papua dan pemahaman Pemerintah Pusat tentang apakah sejarah penduduk asli 
Papua diberikan kesempatan yang adil untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang 
diatur oleh berbagai lembaga konvensi internasonal, maka sepanjang itu pula masalah ini 
akan selalu menjadi sumber hubungan antagonis antara Tanah Papua dan Pusat.” 


3 Agus Sumule, Mencari Jalan Tengab..., hlm. 71. 
* Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah... hlm. 73-75. 
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Selain itu, aspirasi tentang kedudukan adat dan penduduk asli memperoleh 
perhatian besar di dalam usulan ini sehingga melahirkan usulan kelembagaan 
representasi di dalam DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Hal yang 
mendapatkan penekanan dalam kerangka dasar usulan tersebut berkaitan de- 
ngan adat atau hukum adat. Adat bukan hanya dilihat sebagai perlindungan 
(konservasi) tradisi, melainkan juga menyangkut representasi politik dan keber- 
lakuan hukum adat. Dalam representasi adat di bawah Otonomi Khusus Papua, 
bukan hanya fokus pada bagaimana memelihara dan melindungi adat dan para 
pemimpin adat, melainkan juga diberi ruang khusus dalam parlemen provinsi 
untuk mewadahi mereka dengan apa yang disebut MRP (Majelis Rakyat Pa- 
pua). Lembaga ini nantinya akan diisi oleh wakil-wakil dari lembaga dan pe- 
mimpin adat, para pemimpin agama, dan perempuan yang masing-masing me- 
miliki jatah sepertiga. Mereka memiliki tugas dan kewajiban terhadap, (1) 
“Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Parlemen Provinsi, Kabu- 
paten/Kota, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengenai hal-hal yang ter- 
kait perlindungan terhadap hak-hak orang Papua asli”; (2) “Memperhatikan 
dan menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan masyarakat pada umumnya, 
serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian”, serta (3) “Menolak Peraturan 
Provinsi dan kebijakan lain yang dinilai bertentangan dengan perlindungan 
hak-hak orang Papua Asli”. 

Masalah sumber daya alam adalah item lain yang tampak menjadi aspirasi 
yang kuat dari masyarakat Papua dalam RUU tersebut. Menurut naskah terse- 
but, ada dua pijakan penting berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam 
untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Papua. Bahwa “(1) ... penduduk Pa- 
pua, terutama penduduk asli, telah terabaikan selama ini dalam berbagai kegiat- 
an pembangunan dan karenanya sebagian besar dari mereka kini berada pada 
lapisan terbawah dan terjatuh dari berbagai kemajuan dan modernisasi”, dan (2) 


“menyadari keadaan tersebut, wajarlah apabila semua sumber daya keuangan 


? Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah..., hlm. 70-71. 
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yang dihasilkan dari Provinsi Papua diarahkan sepenuh-penuhnya pada Tanah 
Papua agar dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya rakyat Papua, terutama 
penduduk asli Papua, dapat menikmati berbagai pelayanan pembangunan yang 
bermutu dan peningkatan kualitas dan kemampuan diri mereka.” 

Menanggapi penjelasan beberapa dimensi penting dari RUU Otsus Papua, 
perwakilan Fraksi TNI/Polri, Yahya Sacaawiria, mempersoalkan sejumlah ter- 
ma yang disajikan oleh Tim Asistensi yang banyak menggunakan istilah-isti- 
lah universal dengan mengabaikan istilah yang ia sebut sebagai bingkai Nega- 
ra Kesatuan Republik Indonesia. Yahya berharap bahwa penyampaian tersebut 
lebih mengacu pada istilah-istilah dalam bingkai NKRI. Tampaknya yang di- 
maksud istilah universal misalnya hak-hak asasi manusia, demokrasi, pemerin- 
tahan sendiri, dan sebagainya. “(...) back mind kita menuju Rancangan Un- 
dang-Undang tersebut betul-betul juga terlihat dengan jelas, karena kami lihat 
di dalam nilai dasar ini, hal itu belum secara eksplisit tertuang pada apa yang 
menjadi koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. 

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Simon Patrice Morin” yang juga 
salah satu juru bicara Papua di DPR memberikan tanggapan bahwa mungkin 
dengan adanya UU Otsus ini ada yang akan mengkhawatirkan timbulnya ke- 
san adanya “negara di dalam negara”. Pandangan seperti ini, menurutnya, wajar 
saja karena memang Indonesia belum pernah mengalami suatu daerah yang 
memiliki otonomi khusus. Dalam praktik di Indonesia baru mengenal bentuk 
Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta) dan Daerah Khusus Ibu Kota (Jakar- 
ta). Bagi Fraksi Partai Golkar, lanjutnya, “wacana seperti itu penting untuk 
disimak tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah- 
masalah bangsa kita di Tanah Aceh dan Tanah Papua yang rakyatnya selama 
ini merasa diperlakukan tidak adil dan terabaikan.” 


* Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah... hlm. 67. 

» Rapat pengambilan keputusan akhir dan pandangan fraksi-fraksi, Senin, 22 Oktober 2001. Kumpulan doku- 
men Risalah Pembahasan Otsus Papua DPR RI. Tidak diterbitkan & tidak berhalaman. 

© Rapat pengambilan keputusan akhir dan pandangan fraksi-fraksi, Senin, 22 Oktober 2001. Kumpulan doku- 
men Risalah Pembahasan Otsus Papua DPR RI. Tidak diterbitkan & tidak berhalaman. 
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Akhirnya, draf itu diterima oleh Paripurna sebagai RUU. Beberapa aspek 
menjadi catatan, misalnya oleh F-TNI/Polri. Dalam pandangan akhir, Yahya 
Sacawiria menyatakan bahwa, meskipun bisa menerima UU Otsus Papua ter- 
sebut tetapi memberi catatan antara lain undang-undang tersebut diharapkan 
dapat menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini menimpa masyarakat 
Papua, khususnya gerakan-gerakan kelompok masyarakat yang dinilai separa- 
tis. UU ini, menurutnya, membuka pikiran putra-putri Papua untuk ikut maju 
dan bersaing dalam arena global yang merepresentasikan Indonesia." F-PDIP 
yang diwakili oleh Paulus Maloa Saul De Ornaya menyatakan bahwa F-PDIP 
mendukung sepenuhnya dan melihat pencapaian ini sebagai sesuatu penting 
yang akan mengangkat masyarakat Papua. Dibentuknya lembaga MRP, lanjut- 
nya, menjadi cerminan akan partisipasi rakyat Papua dan diharapkan bisa me- 
lindungi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat, agama, dan kaum 
perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Sementara F-KB 
yang dibacakan oleh Susono Yusuf berpandangan bahwa RUU Papua ini me- 
rupakan bagian terpenting dari tindak lanjut atas keinginan rakyat Papua un- 
tuk mandiri dan mengelola daerahnya sendiri yang semakin kuat. Selama ini, 
rakyat Papua merasa hak-haknya dirampas dan dikebiri sehingga keberlakuan 
RUU ini nantinya sebagai jawaban atas keinginan tersebut. Mengenai aspirasi 
mereka, menurut F-KB, merupakan hal yang wajar di alam Reformasi, karena 
hal itu lahir tidak terlepas dari akibat kebijakan-kebijakan pembangunan yang 
tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memberdayakan rakyat Papua, sen- 
tralistik, dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan militeristik 
dan keamanan, bukan kesejahteraan. Bahkan mereka berpendapat bahwa ada 
pengisapan kekayaan alam dan penghancuran adat-istiadat masyarakat asli Pa- 
pua pada masa lalu. Kini waktunya untuk melihat masa depan dengan optimis 


dan memecahkan berbagai persoalan secara bersama. 


“ Rapat pengambilan keputusan akhir dan pandangan fraksi-fraksi, Senin, 22 Oktober 2001, Kumpulan doku- 
men Risalah Pembahasan Otsus Papua DPR RI. Tidak diterbitkan & tidak berhalaman. 


379 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


C. BEBERAPA CIRI OTONOMI KHUSUS 


Otonomi khusus menurut UU No 21 Tahun 2001 tersebut didefinisikan seba- 
gai “(...) kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Pa- 
pua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menu- 
rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua” 
(Pasal 1 huruf b). Sedangkan nama Provinsi Papua didefinsikan sebagai “(...) 
Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka negara Kesa- 
tuan Republik Indonesia” (Pasal 1 huruf a). Namun, nama dari UU itu sendiri 
setelah disahkan, lengkapnya berjudul “Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Papua”, dengan tanpa 
kata “Irian Jaya” dan tanpa kata “Berpemerintahan Sendiri”. Sedangkan isi dari 
UU tersebut praktis mencerminkan aspirasi yang berkembang dari masyarakat 
Papua atau draf RUU semula nyaris tanpa perubahan berarti. 

Dalam UU tersebut juga disebutkan tentang “Orang Asli Papua”, ialah 
“orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli 
di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli 
Papua oleh masyarakat adat Papua” (Pasal 1 huruf t). Dan didefinisikan pula 
“Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut penduduk adalah sesama 
orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal 
di Provinsi Papua” (Pasal 1 huruf u). 

Dalam UU tersebut juga disebutkan sejumlah ciri khas yang tidak ada se- 
cara nasional seperti kelembagaan pemerintahan. Di antaranya adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah disebut dengan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat 
Papua) dan juga MRP (Majelis Rakyat Papua). Menurut Pasal 1 huruf g, MRP 
adalah “representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang ter- 
tentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlan- 
daskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perem- 
puan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini”. Kecuali provinsi dan kabupaten, nama-nama wilayah 


juga memiliki ciri khas tertentu, seperti distrik untuk menyebut kecamatan 
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dan kampung untuk desa. Hanya saja kampung dalam hal ini lebih berorienta- 
si pada kesatuan adat, namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional (pa- 
sal 3). Dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: 


“Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.” 


Dan Ayat 1 (m): 


“Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan 
orang yang membentuk suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung 
tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan per- 
timbangan kepada Pemerintah Kampung.” 


Pemberian kewenangan pemerintahan lokal diimbangi dengan kewajiban 
penghormatan terhadap eksistensi adat. Pasal 43: 


“(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberda- 
yakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentu- 
an peraturan hukum yang berlaku." 


“(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hu- 
kum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.” 


“(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh 
penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat 
setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak 
lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” 


“(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk 
keperluan apa pun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan 
warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah 
yang diperlukan maupun imbalannya.” 


“(5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha 


penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, 
sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan." 
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Sedangkan, Pasal 44 memuat kewajiban Pemerintah Provinsi Papua me- 
lindungi hak cipta, termasuk di dalamnya hak cipta tradisi dan kolektif: 


“Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 


Penjelasan Pasal 44: 


“Hak kekayaan intelektual orang asli Papua berupa hak cipta mencakup hak-hak dalam 
bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana, dan 
rancangan bangunan tradisional, serta jenis-jenis seni lainnya, maupun hak-hak yang ter- 
kait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli 
Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini meliputi 
juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Pro- 
vinsi Papua." 


Masalah Hak Asasi Manusia juga menjadi kekhasan dari UU Otsus Papua 
ini, terutama dikaitkan dengan KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta 
“klarifikasi” (dalam draf pertama disebut “pelurusan”) sejarah Papua yang ber- 
kaitan dengan proses integrasi Papua ke RI thun 1963. Pasal 45: 


“(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, 
memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. 

(2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memben- 
tuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perun- 
dang-undangan.” 


Pasal 46: 


(1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 


(2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada- 

lah: 

a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bang- 
sa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. 
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(3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas, dan pembiayaan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur. 


Pasal 47: 


“Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berke- 
wajiban membina, melindungi hak-hak, dan memberdayakan perempuan secara bermar- 
tabat, dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum 


laki-laki.” 


Dalam bidang Peradilan kekhususan, yang temuat dalam UU ini terutama 
mengenai Peradilan Adat. Pasal 50: 


“(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui ada- 
nya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.” 


Pasal 51: 


“(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, 
yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perka- 
ra pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.” 

“(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan.” 


“(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan.” 


“(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas 
putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimak- 
sud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan 
tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili lang sengketa atau perkara yang bersangkutan." 


“(S) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau ku- 
rungan. 
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(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan 
pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) menjadi putusan akhir dan 
berkekuatan hukum tetap." 


“(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum 
pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua 
Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri 
yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).” 


“(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan 
pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, 
maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan per- 
timbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.” 


Tentang anggaran berkaitan dengan UU Otonomi Khusus Papua ini hampir 
sama dengan UU Otsus Aceh melalui Alokasi Umum dan Alokasi Khusus. Na- 
mun, untuk Otsus Papua ini ada tambahan dalam Alokasi Khusus, yaitu Pasal 
34: 


c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 


1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua, 


2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara 
dengan 296 (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditu- 
jukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan: (...).” 


UU ini disetujui DPR RI pada 22 Oktober 2001, lalu disahkan dan ditanda- 
tangani oleh Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, pada 21 November 2001 
dengan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Di- 
sahkannya UU tentang otonomi khusus Provinsi Papua tersebut disambut de- 


© Alokasi dana Otsus 2% dari APBN ini bahkan belum ada di UU No. 18 Tahun 1999 tentang Otsus Aceh. Baru 
belakangan pada revisi UU tersebut UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka item itu masuk. 
Wawancara Simon Patrice Morin 26 April 2017. 
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ngan sukacita oleh sebagian pemimpin dan masyarakat Papua, meskipun sejum- 
lah tokoh tidak begitu gembira karena gagal menuntut merdeka. Memberikan 
pengantar terhadap buku kumpulan proses pembahasan RUU Otonomi Khusus 
Papua yang ditulis oleh Agus Sumule, Rektor Univeritas Cenderawasih yang 
juga Ketua Tim Asistensi menyatakan: 


“Bahwa kelebihan yang patut dicatat oleh kita semua adalah undang-undang ini hadir 
setelah melalui suatu proses dan tahapan yang sangat demokratis. Dikatakan demokratis 
karena seluruh komponen rakyat di Tanah Papua, termasuk masyarakat yang berada di luar 
Papua, ikut terlibat memberikan sumbangsih selama proses penyusunan draf rancangan 
undang-undang tersebut. Demikian pula tahapan-tahapan yang ditempuh untuk menda- 
patkan legalitas formal dari lembaga resmi pemerintah Indonesia, yaitu legislatif dan ekse- 
kutif pada suprastruktur pemerintah telah dilalui secara tertib dan berjenjang.” 


© Frans A. Wospakrik, “Kata Pengantar”, dalam Agus Sumule, ed., Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Pro- 
winsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. xxi. 
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“During the authoritarian years, Wahid maintained a wide sphere of 
compliance and criticism. He endorsed Soeharto's policy in facing all political 
parties and social organizations to adopt the secular state ideology, Pancasila, 
in the mid-1980. On the other hand, Gus Dur opposed the effort of Soeharto to 
control Islam for his regim's advantage.” 
—Poltak Partogi Nainggolan’ 


“Karena kalau kita menjalankan pemerintahan, mau tidak mau, keselamatan 
Pemerintah itu sendiri harus dipikirkan. Tetapi saya justru tidak mau 
memikirkan hal itu. Karena yang penting adalah hak-hak asasi manusia (...)." 
—Abdurrahman Wahid? 


! Poltak Partogi Nainggolan, The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Trasition: A Comparative 
Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika, 2012, hlm. 145. 

2 Agus A. Alua, MUBES Papua 2000, hlm. 33-34. Pernyataan ini berkaitan dengan makin kerasnya ancaman 
oleh para politisi Senayan terhadap pemerintahan dan posisi Gus Dur sebagai presiden karena kebijakan- 
kebijakannya yang dianggap kontroversial khususnya masalah Papua dan Aceh, serta mengganggu kepenting- 
an TNI dan anasir-anasir Orde Baru yang masih menggurita. 
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Presiden Gus Dur bersalaman dengan tokoh tetua adat masyarakat 


Papua yang paling dihormati, Theys Aloy, 30 Desember 1999. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 


BAGIAN VIII 


Bab1 
MISI IMAN DAN 
TRANSFORMASI ISLAM 


ab-bab sebelumnya telah membuktikan bahwa Gus Dur, pada saat men- 
Ba. sebagai presiden sekalipun, adalah a man of ideas. Ada ide-ide ti- 
dak lazim yang dijalankannya di balik tindakan-tindakan yang tidak mudah 
dimengerti oleh publik. Setelah meneliti cara Gus Dur mendefinisikan akar 
masalah dan merunut caranya mengelola permasalahan konflik, terbukti bah- 
wa ide tentang kewarganegaraan adalah pangkal dari semuanya. Dalam bab ini 
hendak ditunjukkan bahwa karakteristik sense kewarganegaraan Gus Dur-lah 
yang menggerakkan itu semua dengan segala latar belakang yang dimilikinya 
sebagi seorang ulama Muslim, pemimpin bangsa Indonesia, dan intelektual 
yang menjabat presiden. 

Mengacu pada kisi-kisi pelacakan yang telah dirumuskan pada Bab I, ke- 
khasan itu adalah “kewarganegaraan bineka atau kultural dan multikultural”. 
Sebagaimana dipetakan dalam kerangka teori Bab I, watak bineka dari visi 
kewarganegaraan Gus Dur terlihat dari dasar berpikir dan pendekatan yang 
dilakukannya dalam upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua. Watak pen- 
dekatan itu bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan memiliki dasar dan latar 
belakang yang sesuai dengan kedudukan Gus Dur sebagai presiden yang juga 
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seorang ulama dan pemikir Islam—pemimpin masyarakat dan tokoh bangsa. 
Bab ini didedikasikan untuk menjelaskan dasar-dasar iman Islam, pemahaman 
akar masalah, serta pengelolaan konflik dan penyelesaiannya. 


TRANSFORMASI ISLAM MELALUI 
PENDEKATAN BARU 


Selama menjadi presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur banyak mela- 
kukan terobosan ide-ide keislaman dan kehidupan sosial politik untuk demo- 
kratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya penyelesaian konflik 
Aceh dan Papua yang berlarut, Presiden Gus Dur membangun kerangka 
penghormatan terhadap hak-hak kolektif melalui pendekatan kultural dan 
personal yang menjadi ciri dari kewarganegaraan bineka. Pendekatan ini me- 
lampaui pendekatan sebelumnya yang formalistik dan prosedural dogmatik, 
yang mengundang penyeragaman, kekerasan, serta pandangan keislaman yang 
formalistik. Dalam perspektif Islam, langkah tersebut mencerminkan realisasi 
atas ciri dari metodologi Islam post-tradisional. Langkah itu merupakan peng- 
akuan terhadap eksistensi masyarakat Aceh dan Papua dengan segala plurali- 
tasnya dan memberikan jaminan bagi pembicaraan aspirasi yang substansial 
bagi hak-hak kolektif mereka untuk kemudian masuk dalam pembicaraan ke- 
sepakatan damai melalui akomodasi terhadap tuntutan mereka. 

Dengan modalitas yang dimiliki—selain sebagai presiden—sebagai tokoh 
agama, politik, dan sosial, serta kedekatan personal dengan para tokoh lokal di 
Aceh dan Papua, Presiden Gus Dur memberlakukan kewarganegaraan bineka. 
Pertarungan dan kemenangan Gus Dur tidak seluruhnya berada pada ranah 
keformalan dan bahkan kepemerintahan karena ia sendiri harus turun dari 
kursi presiden di tengah jalan. Kemenangannya justru pada ranah simbolik, 
wacana, dan pengarusutamaan hak-hak kolektif mereka ke dalam sistem nega- 
ra. Hal itu berpengaruh besar bagi perubahan-perubahan berikutnya atas hak- 
hak kolektif kedua masyarakat tersebut. Seluruh langkah Gus Dur bukan ha- 
nya dilandasi oleh tanggung jawab karena kedudukannya sebagai presiden atau 
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ctos kerja sebagai anggota bangsa, melainkan juga didasarkan pada perintah 
agama yang diyakininya. Kungkungan formalisme prosedural dan dogmatisme 
modernisme serta tradisionalisme dirasakan di dalam agama Islam. Karena itu, 
tidak bisa dihindari, Gus Dur juga melakukan transformasi pemahaman dan 
aksi di dalam Islam itu sendiri. Dalam uraian berikutnya akan ditelusuri basis 
dan transformasi Islam dalam pemikiran dan aksi Gus Dur, khususnya dari 
segi keagamaan dan penerapannya di dalam perubahan politik dan sosial yang 
melahirkan langkah-langkah upaya penyelesaian konflik Papua dan Aceh se- 


cara damai melalui kewarganegaraan bineka tersebut. 


STRATEGI TRANSFORMASI: MENYAMPAIKAN PESAN 
AL-QURAN SECARA KONTEKSTUAL 


Dalam ranah sosial politik, Gus Dur dikenal dengan kepeduliannya yang ting- 
gi terhadap kelompok-kelompok lemah, minoritas, dan terpinggirkan yang 
terdiskriminasi. Karena itu, Gus Dur hampir selalu kritis terhadap kemapanan 
yang abai dan menindas. Untuk tujuan itu, Gus Dur bukan hanya sering me- 
nerobos konsep-konsep dan tatanan mapan masyarakat dan kenegaraan, mela- 
inkan juga menerobos pemikiran baku keislaman, meskipun sering kali harus 
berhadapan dengan pengikut dan pendukungnya sendiri. 

Sebagaimana disebutkan oleh Esposito, Voll,? serta Barton,’ pemikiran 
Gus Dur melampaui kategori akademik yang mapan tentang pemikiran Islam 
pada umumnya, misalnya antara modernis dengan tradisionalis dan antara 


neo-modernis dengan neo-revivalis. Dalam pemikiran dan aksi keislamannya, 


Benny Subianto, “Abdurrahwan Wahid: The Maverick Dissident Democrat”, dalam Dissident Democrats: The 
Challenge of Democratic Leadership in Asia, eds. John Kane, Haid Patapan, and Benjamin Wong, New York: 
Palgrave Macmillan, 2008, hlm. 165-188. 

John L. Esposito dan John O. Voll, Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 2001, hlm. 
199-216. 

Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, 
Abmad Wabib, dan Abdurrahman Wabid 1968-1980, terj. Nanang Tahgig, Jakarta: Paramadina, 1999. 
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Gus Dur dapat diidentifikasi, dalam rumusan Gellner*, Kersten’, dan Rumadi', 
sebagai Islam post-tradisionalisme. Islam post-tradisionalisme adalah suatu 
pendekatan Islam yang lebih mengedepankan reinterpretasi terhadap aspek- 
aspek ajaran Islam dengan didasarkan pada tradisi keilmuan Islam klasik 
(turas) dan tradisi yang hidup dalam masyarakat kontemporer guna merespons 
perubahan-perubahan masyarakat modern. Ia menekankan pada metodologi 
yang telah terbangun dalam tradisi Islam tanpa mengabaikan tuntutan-tuntut- 
an baru dalam kehidupan dan sejarah. Karena itu, metodologi dan pendekatan 
Islam post-tradisionalisme menekankan pada penerimaan umat atas ide dan 
gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis, metodologis, dan 
kultural di dalam tradisi Islam. 

Ide atau pemikiran kewarganegaraan bersama-sama dengan nasionalisme 
dan negara-bangsa dalam kerangka demokrasi dan HAM merupakan bebera- 
pa topik yang menjadi perhatian serius Gus Dur.” Dalam khazanah intelektual 
Islam, pembahasan dan perdebatan topik-topik tersebut belum selesai hingga 
kini. Berbeda dengan Barat yang sekuler yang sejak semula memisahkan aga- 
ma dan negara yang menjadi akar ide kewarganegaraan (citizenship), maka di 
dalam Islam hal itu masih menjadi bagian dari pergulatan.“ Gus Dur adalah 
salah seorang eksponen yang terlibat di dalam perdebatan tersebut. Gus Dur 
berpandangan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi dan HAM tanpa 
harus melakukan perubahan paradigmatik di dalam Islam sendiri untuk dise- 


suaikan dengan paradigma sekuler Barat.” Akan tetapi, menurut Gus Dur, Is- 


Ernest Gellner, Conditions of Liberty, Civil Society and Its Rivals, London: Hamish Hamilton, 1994. 
Carool Kersten, “Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indone- 
sia", Shopia, DOI, 2015, hlm. 1-17. 
Rumadi, Islamic Post-Traditionalism in Indonesia, Trans to English by Rebecca Lunnon, Singapore: ISEAS, 
2015. 
John L. Esposito dan John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. 
Untuk suatu model analisis yang menarik dan mendalam tentang perbandingan antara pergulatan di dalam 


Islam dan Kristen dalam pencarian hubungan agama dan negara, lihat Mark Woodward, “Modernity and the 
Disenchantment of Life: A Muslim-Christian Contrast”, dalam Islam and the Era of Globalization: Muslim 
Attitudes Towards Modernity and Identity, ed. Johan Meuleman, Jakarta: INIS, 2001, hlm. 111-141, 

Abdurrahman Wahid, “Jangan Paksakan Paradigma Luar terhadap Agama”, dalam Islam Kosmopolitan: Nilai- 
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lam harus melakukan transformasi melalui pengalaman dan warisan intelektu- 
al klasik dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat untuk menjawab tuntutan 
modernitas. Dalam pandangan Gus Dur, dari sisi Islam atau agama pada 
umumnya, perubahan-perubahan tersebut harus pula dimulai dari dirinya sen- 
diri atau dari dalam agama itu sendiri sebelum melakukan perubahan pada 
masyarakat. Menurutnya, Islam harus mampu melakukan transformasi di da- 
lam dirinya untuk bisa melakukan transformasi kepada masyarakat." Gus Dur 
memandang bahwa penegakan keadilan," termasuk di dalamnya demokratisa- 
si" dan HAM," dalam Islam tidak hanya ditempatkan pada pesan moral atau 
etos kerja belaka, melainkan sebagai pesan agama yang diperintahkan oleh Al- 
Ouran. Dengan kata lain, transformasi itu bersifat teologis. Sebagaimana dika- 
takan Gus Dur, “Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan oleh 
Al-Ouran itu sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekadar acuan etos atau 
dorongan moral belaka.” 

Mengaitkan dengan misi perubahan masyarakat, menurut pandangan 
Gus Dur, secara teologis ada dua komponen utama dalam tugas pengaturan 
masyarakat di dalam Islam, yaitu watak kehidupan dan cara penggunaan ke- 
kuasaan. Unsur pertama adalah kesadaran Gus Dur terhadap realitas empi- 
ris, kesejarahan, dan perubahan-perubahan alamiah di dalam masyarakat. 


Evolusi dan perubahan masyarakat yang historis dan terciptanya tradisi-tra- 


Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, ed. Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, Jakarta: The 
Wahid Institute, 2007, hlm.63-70. 

Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Islam Kosmopo- 
litan, ed. Agus Maftuh Abegebriel & Ahmad Suacdy, 44-63. 

4 Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, dalam Islam Kosmopolitan, ed. Agus Maftuh Abegebriel & 
Ahmad Suaedy, 281-290. 

18 Abdurrahman Wahid, “Konsep-Konsep Keadilan”, dalam Islam Kesmopolitan, ed. Agus Maftuh Abegebriel & 
Ahmad Suaedy, 346-352. 

© Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi", dalam Mengurai Hubungan, ed. Kacung Marijan & Ma'mun 
Murod Al-Brebesy. 

u Abdurrahman Wahid, “Mencari Persepektif Baru dalam Penegakan Hak-Hak Aasai Manusia”, dalam Islam 
Kosmopolitan, cd. Agus Maftuh Abegebricl & Ahmad Suaedy, 353-356. 

'5 Abdurrahman Wahid, “Konsep-Konsep Keadilan”, dalam Islam Kosmopolitan, ed. Agus Maftuh Abegebriel & 
Ahmad Suaedy, 250. 


393 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


disi baru dan tradisi lama yang masih bertahan atau yang masih menjadi 
norma dan komitmen masyarakat harus dipertimbangkan dalam kehidupan, 
termasuk pengelolaan masyarakat dan kekuasaan." Di sisi lain, penggunaan 
kekuasaan harus berpedoman pada norma, etika, serta aturan-aturan yang 
berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Gus Dur mencari solusi penye- 
lesaian secara damai atas konflik Aceh dan Papua bukan hanya dengan me- 
lakukan transformasi terhadap kedudukannya sebagai presiden dan peme- 
rintah, melainkan juga dengan acuan sebagaimana dalam keagamaan Islam. 
Gus Dur mengambil posisi kesetaraan warga negara (citizenship) sebagai 
prinsip, meskipun masih diperdebatkan di dalam Islam sendiri, serta pembe- 
laan terhadap mereka yang lemah dan marginal (termasuk kelompok separa- 
tis) sebagai keberpihakan. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, menurut Gus Dur, terdapat tiga prinsip 
utama: musawah (prinsip persamaan), 'adalah (prinsip keadilan), dan syira 
(prinsip musyawarah/demokrasi)." Segala kegiatan mengenai pengaturan ma- 
syarakat, menurut Gus Dur, haruslah bersendikan pada tiga prinsip tersebut. 
Dalam mengurus masyarakat, lanjutnya, yang penting adalah arah yang jelas 
bagi penggunaan kekuasaan menuju suatu suasana bagi tegaknya a/-kulliyah 
al-khamsah (lima pokok hak-hak rakyat).''Gus Dur berpandangan, ada dua 
jenis orientasi keadilan dalam Al-Quran, yaitu orientasi yang bersifat karitatif 
dan yang bersifat transformatif (bersifat struktural). Dengan kata lain, wa- 
wasan keadilan yang diamanatkan oleh Al-Ouran dalam Islam, lanjutnya, ti- 
dak terbatas hanya pada lingkup urusan-urusan internal umat Islam, melain- 
kan termasuk di dalamnya kebebasan bagi masyarakat beragama lain untuk 
mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama mereka (rahmat 


Abdurrahman Wahid, “Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren”, dalam Menggerakkan Tra- 
disi, Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 146-147. 

Y Ibid. 

“Ibid. 147. 

1 Ibid., 346-352. 
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li al-alamin).® Disebut agama lain secara khusus karena kebetulan topik pem- 
bahasan tersebut tentang agama. Jika pengertian tersebut diperluas, bisa diam- 
bil pengertian bahwa risalah Islam tentang kekuasaan bagi penguasa Muslim 
haruslah diperuntukkan bagi keadilan seluruh manusia, atau warga negara di 
dalam suatu negara tanpa kecuali, termasuk sumber daya alam. Gus Dur tidak 
lagi memandang berbeda antara Muslim dan non-Muslim serta aliran-aliran 
di dalam agama-agama selain sebagai warga negara yang setara dan harus di- 
perlakukan sama. 

Oleh karena itu, menurut Gus Dur, transformasi Islam atau agama 
pada umumnya atas demokrasi dan penegakan HAM tidak cukup hanya 
melakukan perubahan ke luar atau ke dalam masyarakat, tetapi harus di- 
mulai dari transformasi di dalam agama itu sendiri. Untuk itu, menurut 
Gus Dur, Islam “harus merumuskan kembali pandangan-pandangan me- 
ngenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka 
undang-undang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia (...).” 
Dari sini kemudian terbangun suatu visi tentang manusia dan keadilan 
universal, atau dalam bahasa Gus Dur bahwa agama sendiri harus “berwa- 
tak membebaskan”. Kenyataan bahwa Aceh yang mayoritas Muslim serta 
Papua mayoritas Kristen dan kepercayaan lokal tidak membuatnya menca- 
ri solusi secara berbeda. Bagi Gus Dur, martabat manusia berada di atas 
segalanya. Lanjutnya: 


“Jelaslah, (...) agama dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi, manakala 
ia sendiri berwatak membebaskan. Fungsi pembebasan agama atas kehidupan masyarakat 
itu tidak dapat dilakukan setengah-setengah, karena pada hakikatnya transformasi kehi- 
dupan haruslah bersifat tuntas.” 


2 Ibid. 

2 Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi", dalam Mengurai Hubungan, ed. Kacung Marijan & Ma'mun 
Murod Al-Brebesy. 

2 Ibid. 
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MENJAGA RELEVANSI KULTURAL: 
KONSISTENSI METODOLOGIS DALAM PRIBUMISASI 


Secara metodologis Gus Dur mengambil kesimpulan tentang keadilan atau 
hak-hak rakyat, demokratisasi, dan HAM tersebut melalui usa/ al-fiqh. Usil 
al-figh merupakan ilmu yang digunakan oleh para ulama klasik (juga sebagian 
modern) atau ahl as-sunnah wa al-jama'ah (Aswaja) secara umum untuk meng- 
ambil kesimpulan (istinbaf) atau istinbat al-ahkam min an-nugus (menyimpul- 
kan hukum dari sumber teks Al-Ouran dan Sunnah) dari sumbernya, yaitu 
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.” Kesimpulan itu juga bisa dilakukan 
melalui gawaid al-fighiyyah (kaidah-kaidah fikih)” Metodologi ini merupa- 
kan khas yang digunakan di pesantren dan Nahdlatul Ulama.” Gus Dur me- 
ngatakan bahwa metodologi NU tersebut mendasarkan pada doktrin Aswaja 
yang berbasis pada tiga tiang utama, yaitu: 1) mengikuti paham Imam al- 
Asy'ari dan Imam al-Maturidi dalam bertauhid; 2) mengikuti salah satu dari 
mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam fikih dan usa/ 
al-figh, serta 3) mengikuti cara yang ditetapkan oleh al-Junaid al-Bagdadi da- 
lam bertarekat dan bertasawuf. Dalam hal ini Gus Dur mengatakan: 


“Inti dari tradisi keilmuan yang dianut NU adalah perpautan organis antara tauhid, fikih, 
dan tasawuf secara tidak berkeputusan, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pan- 
dangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhwari dalam kehidupan.” 


3 Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali (450-505 H./1058-1111 HL), al-mustasyfi 
min 'ilm al-usal (Al-Madinah al-Munawwarah: ttp., 1413 H.), II: 481. 

® Qawaid al-fighiyyah atau kaidah-kaidah fikih adalah “masalah dan hukum fikih yang memiliki kesamaan yang 
dapat diikat menjadi kesatuan berupa kaidah umum" yang diambil dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sun- 
nah Rasulullah saw. Untuk diskusi tentang usiilal-figh, ‘ilm al-figh, dan gawaid al-figbiyyah dalam topik ma- 
salah kenegaraan, lihat misalnya, M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam 
Politik”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 8-10. 

3 Untuk sejarah, dinamika, dan perkembangan metodologi istinbath di dalam NU lihat Nadirsyah Hosen, “Nah- 
dlatul Ulama and Collective Ijitihad”, New Zealand Journal of Asian Studies, 6, 1, June, 2004, hlm. 5-26 Lihat 
juga M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia. 

2 Lihat juga Abdurrahman Wahid, “NU dan Islam Indonesia Dewasa Ini", dalam Islam Kosmopolitan: Nilai- 
Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan, ed. Agus Maftuh Abegebriel & Ahmad Suaedy, 214. 

2 Ibid, 215. 


396 


MISI IMAN DAN TRANSFORMASI ISLAM 


Ahl as-sunnah wa al-jama'ah atau ASWAJA secara historis memiliki rele- 
vansi dengan peran ulama dan Nahdlatul Ulama di dalam masyarakat Islam 
Indonesia sejak berdirinya. Relevansi itu bukan hanya dalam metodologi, me- 
lainkan juga dalam dinamika sosial politik aktual. Nilai mula dari relevansi 
Aswaja bisa dilacak dari Khittah NU 26 yang dicetuskan pada Mukatamar 
ke-27 Situbondo 1984. Ketika gerakan Islam lain kembali ke-15 abad sebe- 
lumnya pada masa Nabi Muhammad saw. sebagai elan vital kebangkitan Islam, 
maka NU hanya kembali ke setengah abad sebelumnya, itu pun tahun berdiri- 
nya organisasi NU itu sendiri (Bruinessen, 1994). Ini tidak berarti NU dan 
pesantren tidak menyadari akan sejarah perjalanan Islam yang panjang, tetapi 
justru didasarkan pada kesadaran sejarah tersebut, yaitu kembali kepada roh 
ahl as-sunnah wa al-jamaah atau ASWAJA. Suatu periode ketika Islam dan 
umat Islam keluar dari konflik yang akut dan mendalam karena campur aduk- 
nya antara kekuasaan dengan aliran Islam tertentu yang saling menindas dan 
meniadakan. Aswaja melalui metodologi yang /egitimate mengajak kembali 
kepada filosofi, nilai-nilai, serta landasan yang berbasis pada ke-Rasul-an Mu- 
hammad saw. 

Setidaknya, ada tiga nilai yang menginspirasi NU dari sejarah Aswaja yang 
menjadi bagian kebangkitan NU sejak kebangkitan nasionalisme Indonesia, per- 
siapan kemerdekaan, dan pasca-kemerdekaan. Pertama adalah Aswaja menda- 
sari terbangunnya resolusi konflik. Aswaja tidak hanya berupa pemikiran dan 
ibadah melainkan juga kental dengan bobot politik dan sosial. Aswaja lahir 
memberikan jalan solusi bagi konflik yang mendalam di dalam sejarah Islam 
pada masa itu. Konflik itu bahkan melibatkan kekuasaan yang menjadi cermin 
dari sebuah aliran tertentu dan hendak mematikan aliran yang lain, sehingga 
terjadi berbagai pelarangan dan penindasan terhadap aliran lainnya yang tidak 
sejalan dengan kekuasaan. 

Ketika Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari (260 H/873M-324 H/935M), 
pelopor dan pendiri Aswaja, melemparkan paham Mutazilah yang dikukuhi sebe- 
lumnya, ia tidak sedang bergeser ke aliran lain atau masuk mengikuti aliran musuh 
Mutazilah. Ia justru memberikan jalan keluar metodologis atas filosofi, nilai, dan 
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dasar Islam untuk pemikiran dan gerakan. Pertentangan antara wahyu dan akal 
yang ketika itu menjadi salah satu pusaran isu dengan melibatkan pemikiran teo- 
logis dan kekuasaan segera menjadi agenda pertentangan politik yang mengeras 
saat itu. Asy'ari tidak menyelesaikannya dengan menghapus salah satunya, melain- 
kan mengolah keduanya sebagai suatu sistem pemikiran dan metodologi. Sistem 
pemikiran dan metodologi itu kemudian direaktualisasi dan dikembangkan oleh 
NU sebagai Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Tentu ada kualifikasi tertentu bagi masing- 
masing dasar tersebut dalam perkembangan dan pengembangan berikutnya. 

Metodologi dan keakuratan sumber menjadi salah satu dasar bagi kriteria 
suatu pandangan dan pendapat—juga tentang keduniawian dalam Islam—da- 
lam praktik Aswaja. Sebuah pemikiran dan aliran dalam metodologi ini tidak 
lagi didasarkan pada keabsahan dan pengawalan oleh kekuasaan tertentu se- 
perti sebelumnya, melainkan didasarkan pada keakuratan dan kesahihan me- 
todologi tersebut. Aswaja dalam NU, dengan demikian, merupakan gerakan 
keilmuan (intelektual) dan bekerjanya suatu argumen dan metodologi, bukan 
gerakan politik pengabsahan sebuah aliran melalui kekuasaan. Tradisi ('ur/), 
misalnya, menjadi salah satu sumber penting dalam kebudayaan dan teologi 
Islam tapi harus tetap mengacu pada keabsahan esensi ketauhidan yang ber- 
sumber dari kepercayaan Islam, dan keabsahan metodologis. 

Nilai kedua dari Aswaja bagi NU merupakan konsekuensi yang pertama, 
yaitu pengambilan jarak antara ide dan praktik agama dengan kekuasaan. Ke- 
tika Imam Al Asy'ari mendeklarasikan pemahaman dan metodologi baru As- 
waja tersebut, tidak diiringi dengan dukungan dan kontra kepada kekuasaan 
tertentu, melainkan dengan kekuatan argumentasi dan dukungan kesadaran 
masyarakat yang kemudian mentradisi. Salah satu elemen yang terpenting dari 
konsekuensi ini adalah penciptaan tradisi dan budaya di dalam masyarakat. 
Paham Aswaja yang disodorkan oleh Imam Al Asy'ari mengandung kritik in- 
heren terhadap kekuasaan tertentu yang hanya mengabsahkan satu aliran atau 
aliran tertentu yang menempel pada kekuasaan. Asy'ari sendiri tidak menggu- 
nakan kekuasaan lainnya untuk melakukan konter terhadap realitas tersebut. 
Islam dalam paham Aswaja NU, dengan demikian, adalah semacam agama 
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publik (public religion) yang berbasis pada keabsahan argumentasi, kekuatan 
tradisi, serta kesadaran masyarakat. 

Nilai ketiga adalah kemerdekaan. Pada era Imam Al Asy'ari, kemerdekaan 
bisa diartikan sebagai kemerdekaan masyarakat untuk meneguhi pemahaman 
keagamaan tertentu tanpa campur tangan oleh penguasa sebagaimana sebelum- 
nya. Pada tahun-tahun lahirnya organisasi NU, kemerdekaan diartikan sebagai 
pembebasan dari penjajahan dan jaminan perlindungan menjalankan ibadah 
menurut tradisi dan pemahamannya, bebas dari ancaman wahabisme dan puri- 
tanisme yang sering menggunakan kekerasan atau—dalam istilah mutakhir— 
hate speech. Kini kemerdekaan bisa diartikan sebagai jaminan kesejahteraan dan 
keamanan dan bebas dari rasa takut akibat ancaman baik oleh pemerintah, ke- 
kuasaan, maupun dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.” 

Gus Dur memberi contoh tentang rumusan, apa saja dari metodologi yang 
lahir dari Aswaja tersebut, yang harus disediakan negara kepada warga nega- 
ranya, dengan mengambil dari sumber kitab kuning atau kitab klasik Fath Al- 
Mu'iin.” Rumusan tersebut adalah: a) berperang di jalan Allah atau jihad jika 
diserang, b) menegakkan perintah Allah yang tertuang dalam hukum Islam; c) 
memberikan apa yang dibutuhkan warga negara dalam bidang sandang, pa- 
ngan, dan papan yang cukup untuk setiap musim, termasuk pakaian musim 
dingin,” serta d) memberikan perlindungan hukum kepada semua warga ne- 
gara, termasuk warga negara yang disebut zimmi.? Gus Dur juga mengintro- 
dusir tentang hak-hak dasar yang dikembangkan oleh ulama klasik Imam al- 


% Jose Casanova, Public religion in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press, 2012. Benyamin 
Fleming Intan, “Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: Ethical and Sociological Analy- 
sis", New York: Peter Lang Publishing, 2008. 

2 Ahmad Suaedy,“Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia”, Jurnal Ma'arif Insti- 
tute, Vol. II No, 2, 2017, hlm. 156-167. 

3 Kitab Fath al-Mu'in adalah karya Imam Zainu ad-Din bin Abd al-Aziz ad-Din al-Malibari al-Hindi, (w. 987 
H./1579 M). 

* Di negara-negara yang mengalami musim dingin yang ekstrem. 

* Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam’, dalam Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yog- 
yakarta: LKiS, 1999, hlm. 372-373. 
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Gazali yang dikenal dengan a/-usal al-khamsah (lima hak dasar masyarakat). 
Sebagian ulama, seperti Imam asy-Syatibi menyebutnya dengan istilah lain 
ad-daririyyat al-khamsah.™ Lima hak dasar tersebut menjadi tanggung jawab 
seorang imam atau negara.” Lima hak dasar yang diintrodusir Imam al-Gaza- 
li dan Imam asy-Syatibi tersebut bersumber dari doktrin Aswaja melalui Istin- 
bat al-figh tersebut. Lima hak dasar rakyat tersebut adalah, (1) hak dasar akan 
keselamatan fisik (hifz an-nafs); (2) hak dasar akan keselamatan keyakinan 
atau agama (hifz ad-din); (3) hak dasar akan keselamatan akal (hifz al-aq); (4) 
hak dasar keselamatan keluarga dan keturunan (hifz an-nas/), dan (5) hak da- 
sar akan keselamatan harta benda serta pekerjaan atau profesi (hifz al-mal).* 
Lima hak dasar tersebut kemudian dikontekstualisasi dan ditransformasi- 
kan oleh Gus Dur ke dalam diskursus, pengertian mutakhir, dan dikaitkan 
dengan keharusan demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM) serta dida- 
sarkan pada legitimasi Islam.” Setelah merekomendasikan pengkajian tentang 
Aswaja berkaitan dengan metodologi dan doktrin-doktrin pokok serta pene- 
rapannya dari masa ke masa dan rumusan bagi tantangan mutakhir, Gus Dur 
bergerak untuk mengajukan enam pandangan pokok Aswaja sejalan dengan 
tantangan kontemporer. Konsep ini mulai dari pandangan Aswaja tentang ma- 
nusia hingga ilmu pengetahuan, ekonomi dan pengaturan kehidupan, hubung- 


an individu dengan masyarakat, tradisi dan dinamisasinya; serta cara-cara pe- 


* Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, A/-mustasyfa, Il: 481. 

“ Aba Ishaq Asy-Syatibi (w.790 H/1388 M), Al-muwafagat fi usal asy-syari'ah, Bairut Libanon: Dar Al-Kutub 
Al-Tlmiyyah, 2005 M., 11: 7-8. 

3 Gus Dur memiliki rumusan sendiri tentang Imam sebagai representasi dari negara atau pemerintah dalam 
Islam, 

% Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy, Abdurrahman Wahid, 59. Lihat juga Abdurrahman Wahid, 
“Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)”, dalam Islam Kosmopolitan, ed. Agus 
Maftuh Abegebriel & Ahmad Suaedy, hlm. 33-43. 

© Imam al-Gazali menempatkan lima prinsip tersebut sebagai tujuan Syariah untuk kemaslahatan, yaitu 1) if 
ad-din, menegakkan agama dan keimanan kepada Islam; 2) hifz an-nafi; menegakkan hukum gishash — men- 
jaga nafs dari hukuman fisik 3) hie a/-'agl, misalnya menghindari mabuk dan menjaga orang dari mabuk atau 
dari kehilangan akal: 4) hifz an-nasl, menjaga keturuan dari zina atau menghukum zina bagian dari penegakan 
keturunan: 5) hifz al-mal, menghukum orang yang mencuri atau menegakkan hukum untuk melindungi harta 
seseorang atau masyarakat. Lihat al-Gazali, A-mustasyfi, Il: hlm. 48-482, 
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ngembangan kehidupan masyarakat, serta asas-asas internalisasi dan 
sosialisasi." Dalam hal konsepsi manusia dalam Aswaja, Gus Dur melihat 
bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak meskipun dibatasi oleh adanya 
doktrin gada dan gadar. Dengan kata lain, keyakinan tentang adanya gada dan 
gadar, dalam pandangan Gus Dur, tidak menghalangi keyakinan akan kebe- 
basan berkehendak bagi manusia.” Ilmu pengetahuan dalam Aswaja, menurut 
Gus Dur, tidak hanya bisa diperoleh melalui rasio atau rasional, tetapi Aswaja 
memercayai adanya sumber-sumber keilmuan yang bersifat esoteris yang tidak 
selalu bisa diukur dalam takaran rasional, melainkan dengan melibatkan hati 
(galb). Gus Dur membedakan antara ilmu yang memiliki dimensi esoteris dan 
pengetahuan yang pada umumnya murni rasional. Aswaja memercayai dua di- 
mensi kombinasi ini yang membuat ilmu dan pengetahuan memiliki dua di- 
mensi, esoteris dan rasional sekaligus." 

Dalam hal tatanan ekonomi, Gus Dur menekankan pentingnya usaha 
atau kerja, pemerataan, serta wisdom. Pembatasan dalam pembangunan perlu 
dilakukan untuk menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan." Dalam 
hal hubungan individu dan masyarakat, Gus Dur menekankan keseimbangan 
antara keduanya. Kebebasan, keadilan, dan perlindungan menjadi perhatian 
dengan didasarkan pada HAM. Gus Dur menulis: 


“Karena tingginya kedudukan manusia dalam kehidupan semesta, maka manusia sebagai 
individu harus memperoleh perlakuan yang seimbang dengan kedudukannya itu. Individu 
memiliki hak dasar yang tidak dapat dilanggar (...) yang dalam konteks lain disebut Hak- 
Hak Asasi Manusia (HAM), menyangkut perlindungan hukum, keadilan perlakuan, pe- 
nyediaan kebutuhan pokok, peningkatan kecerdasan, pemberian kesempatan yang sama 
dan kebebasan untuk menyatakan pendapat untuk berkeyakinan dan keimanan, di sam- 
ping kebebasan untuk berserikat dan berusaha.” * 


' Abdurrahman Wahid, “Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)”, dalam Islam 
Kosmopolitan, ed. Agus Maftuf Abegebriel dan Ahmad Suaedy, hlm. 34-43. 

9 Ibid., hlm. 35-36. 

“ Ibid, hlm. 36-37. 

4 Ibid., hlm. 37-39, 

2 Ibid., hlm. 39-40. 
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Mengenai tradisi, Gus Dur menekankan pentingnya menghargai tradisi 
sebagai persambungan dengan masa lampau yang tidak bisa begitu saja diha- 
puskan. Meskipun demikian, tradisi harus didinamisasi sehingga tidak meng- 
hambat kemajuan dan bahkan bisa mendorong perubahan-perubahan positif. 
Gus Dur menulis: 

“Sesuai dengan wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki Aswaja (...) asas pengembangan 

tradisi itu harus dilaksanakan dengan jalan menumbuhkan kebanggaan bertradisi, yang 


dilakukan dengan cara-cara dewasa dan tidak terlampau berbau idealisasi norma-norma 
yang beku dan statis belaka.” 


Dari pandangan pokok itulah Gus Dur merespons berbagai perubahan 
masyarakat, termasuk dalam keagamaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan, 
seperti eksistensi Negara Indonesia dan kesetaraan warga negara. Namun, 
bagi Gus Dur, dalam implementasi dari visi tersebut tidak berarti diambil 
dari fikih yang semata berasal dari rumusan-rumusan dalil yang diturunkan 
dari wahyu yaitu Al-Ouran dan hadis secara tekstual, tetapi dari sejarah dan 
tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk dikata- 
kan bahwa pencarian solusi damai dan manusiawi atas konflik Aceh dan Pa- 
pua bukan hanya misi negara dalam kedudukannya sebagai pemimpin peme- 
rintahan, melainkan juga misi agama itu sendiri. Tentu hal itu terlebih 
dahulu dilakukan transformasi terhadap pemahaman keagamaan Islam dan 
kontekstualisasi atas keharusan pengantaran (delivery) hak-hak rakyat seba- 
gai pemimpin pemerintahan. 

Pribumisasi Islam adalah salah satu term yang boleh dikatakan genuine 
yang ditawarkan Gus Dur dalam menafsirkan Islam sesuai dengan tantangan 
kemodernan, tetapi tetap tidak terlepas dan berbasis pada doktrin, tradisi, dan 
sejarah Islam itu sendiri. Metode itu dimaksudkan di satu pihak untuk mem- 
pertahankan nilai-nilai hakiki Islam, namun dalam waktu yang sama bisa me- 
nyerap tradisi lokal secara tolak angsur dan kontekstual sebagai jawaban atas 


3 Ibid., hlm. 42-42. 
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tuntutan perubahan dan kemodernan. Pribumisasi Islam dalam pandangan 
Gus Dur bukan hanya bisa dipakai dalam masalah-masalah yang bersifat arti- 
fisial sehari-hari dan yang bersifat praksis, melainkan juga dalam tataran kon- 
septual yang bersifat fundamental, seperti pandangan tentang negara, keseta- 
raan manusia, dan warga negara. Memang sering dijumpai ketegangan antara 
nilai-nilai Islam dan realitas sosial budaya masyarakat, namun justru itu diper- 
lukan metodologi yang membuat nilai-nilai Islam bisa diterapkan dan menye- 
rap tradisi serta budaya masyarakat. Agama dan budaya memiliki tempat ma- 
sing-masing. Keduanya bukan saling meniadakan, melainkan justru saling 
melengkapi dan memperkuat risalah dan tujuan Islam itu sendiri. Titik temu 
itu justru bertujuan untuk memberi kedalaman dari masing-masing di dalam 
kehidupan masyarakat. Gus Dur menulis: 
“Sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi (antara agama dan budaya dalam Islam, pen.) 
adalah meminta agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor konteks- 
tual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam proses ini pembauran Islam 
dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat asli. Islam harus 
tetap pada sifat Islamnya. Al-Ouran harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam sha- 


lat, sebab ini telah menjadi norma. Sebab terjemahan Al-Ouran hanyalah dimaksudkan 
untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan Al Our'an sendiri.” 


Pribumisasi Islam bukan untuk saling menundukkan satu dengan yang 
lain, yaitu antara budaya dan agama. Juga, lanjut Gus Dur, pribumisasi Islam 
bukan untuk meninggalkan norma di dalam Islam demi budaya, melainkan 
justru untuk mempertemukan dan saling menguatkan. Dalam hal ini bisa di- 
contohkan tentang nasionalisme dan Islam. Pengakuan bahwa eksistensi nega- 
ra Indonesia dan Pancasila sebagai negara bagi umat Islam dan dasar negara 
tidak dengan sendirinya menyingkirkan norma Islam tentang misi negara un- 
tuk tujuan Islam dan ummah. Ini karena dengan negara Indonesia yang plural 


dan berdasarkan Pancasila, norma dan cita-cita Islam bisa diimplementasikan 


4 Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam”, dalam Tim Desantara (ed.), Pergulatan Negara, Agama, dan Kebu- 
dayaan, Jakarta: Desantara, 2001, hlm. 109-128. 
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dan tetap bisa diperjuangkan kesempurnaannya. Pribumisasi Islam, menurut 
Gus Dur, adalah: 


“(...) bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu 
menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disedi- 
akan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul figh 
dan kaidah fikih." 


Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam juga bagian dari sejarah Islam. Itu berar- 
ti ada kesinambungan antara Islam awal atau orisinal yang berasal dari sum- 
bernya dan asal-usulnya dengan Islam yang ada di Indonesia (atau di mana 
pun) dan kontekstual. Bagi Gus Dur, “Pribumisasi Islam adalah bagian dari 
sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk di Indo- 
nesia,” Gus Dur, dalam hal ini, menggambarkan kesejarahan dalam pribumi- 
sasi Islam bagai sungai di mana air yang mengalir dari sumber mata air dan 
asal-usul yang bersinambung dengan anak-anak sungai yang lain, sehingga 
sungai itu makin membesar dan meluas, meskipun bercampur tetap ada air 
yang lama juga.” Dengan ilustrasi tersebut menjadi jelas bahwa Gus Dur tidak 
mengambil posisi ideologis dalam memandang hubungan Islam dengan buda- 
ya, juga Islam dengan negara. 

Melalui pendekatan kultural inilah Gus Dur mengembangkan perspektif 
Islam tentang masyarakat dan negara. Penelusuran Roy P. Muttahedeh, seorang 
profesor sejarawan dari Harvard University berkebangsaan Iran, memberikan 
ilustrasi penting bagi gagasan pribumisasi Islam Gus Dur berkaitan dengan 
hubungan setara antarmanusia dan antarwarga negara di dalam Islam dan tole- 
ransi. Muttahedeh berpandangan bahwa kalau hanya untuk toleransi tanpa sya- 
rat dan kesetaraan kedudukan warga negara Muslim dan non-Muslim di dalam 
negara Islam, tidak diperlukan adanya perubahan paradigma dan menyesuaikan 


* Ibid. hlm. 111. 
“ Ibid. hlm. 112. 
© Ibid. 
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dengan Barat, atau HAM universal sekalipun, tetapi hanya perlu memunculkan 
berbagai contoh pemikiran dan peristiwa serta tradisi pada masa lalu yang bisa 
memberikan pedoman, inspirasi, dan reinterpretasi bagi masa kini, sesuai de- 
ngan tuntutan dan sistem yang ada. Secara historis, lanjutnya, Islam sudah 
memberikan landasan untuk itu. Muttahedeh mengatakan, “(...) ada baiknya 
kita mengingat bahwa kalangan Muslim pada umumnya lebih toleran daripada 
kalangan Kristen dalam dunia pra-modern, (...).”” 

Di tempat lain, Muttahedeh menjelaskan bahwa: 


“Toleransi dalam contoh-contoh di atas adalah corak yang terdapat di bagian-bagian du- 
nia Muslim yang lebih tercerahkan, di mana kelompok-kelompok minoritas diperboleh- 
kan hidup secara damai tetapi dengan kadar penghormatan dan—sering kali—kewajiban 
tertentu kepada kelompok minoritas. Namun, apabila kita beralih untuk menemukan se- 
buah teologi toleransi yang benar-benar tanpa syarat, kita pun menemukan bahwa ada 
bahan yang berlimpah bagi teori semacam itu dalam tradisi Islam pra-modern.” 


Karena itu, Muttahedeh menyimpulkan bahwa: 


“Tradisi-tradisi Islam tidak selalu dan tidak perlu serupa dengan tradisi-tradisi sosial Ba- 
rat. Kita juga harus ingat bahwa umat Islam berhak merasa sakit hati, karena dalam pemi- 
kiran begitu banyak pemikiran orang Barat, Islam telah dijadikan contoh mencolok dari 
agama yang tidak toleran.” 


Selain itu, menurut Muttahedeh, pendekatan tradisi dan #uras lebih mu- 
dah untuk meyakinkan masyarakat Islam, terutama yang awam, ketimbang 
pendekatan paradigmatik yang mendasarkan pada Barat dan HAM univer- 
sal.*! Jelaslah dengan demikian, tuntutan persamaan (eguality) di depan hu- 
kum dan pemerintahan dalam Islam yang bisa diterapkan dalam kebijakan 
negara tidak diperlukan adanya pembalikan paradigma Islam untuk menye- 


“ Roy P. Mottahedeh, “Akar Islam bagi Teologi Toleransi", dalam Abdullahi an-Na'im dan Mohammed Arkoun, 
Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep Penjelajahan Lain, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1996, hlm. 28. 

» Ibid,29. 

2 [bid.,38. 

51 [bid.,39. 
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suaikan dengan ideologi Barat atau HAM universal. Pembelaan Gus Dur 
atas masyarakat Papua dan Aceh yang tertindas ketika itu merupakan kom- 
binasi tidak terbantahkan antara komitmen Gus Dur atas keislaman dan 
HAM. 


STRATEGI PERUBAHAN DALAM DEMOKRATISASI 


Dengan memperhatikan uraian dan dinamika tersebut, Gus Dur melihat ada 
tiga strategi yang umum digunakan oleh kalangan Islam dalam menghadapi 
perubahan atau modernisasi. Pertama, strategi sosio-politik. Strategi ini lebih 
menekankan pada simbolisme, mengidentifikasi Islam atau tidak Islam mela- 
lui simbol, dan dengan tujuan struktural atau Islamisasi struktur politik. Stra- 
tegi ini “menekankan perlunya memerinci butir-butir pokok dari formulasi 
ajaran Islam di dalam lembaga negara melalui upaya legal formal yang terus- 
menerus (...)”.>? Salah satu tujuan utamanya adalah “(...) adanya kontrol ter- 
hadap aparatur pemerintah harus dari kalangan Islam, untuk keterjaminan 
moralitas Islam yang benar”, menurut mereka. Kedua, strategi kultural. Stra- 
tegi ini lebih memilih mendewasakan kaum atau umat dalam menghadapi 
perubahan dan modernisasi dari primordialisme, kefanatikan, kemunduran 
berpikir, dan sebagainya. “Caranya dengan sepenuhnya mengembangkan rasi- 
onal, dengan memuaskan diri dari pelembagaan diri ajaran Islam.” Yang di- 
perlukan dari strategi ini adalah kebebasan berpikir dan berpendapat dengan 
tidak memiliki tujuan khusus perubahan struktural dan simbol tertentu dari 
Islam. 

Ketiga, strategi sosio-kultural. Strategi ini mungkin lebih tepat disebut 
sebagai pendekatan kultural dengan mengagendakan perubahan struktual. 


Pendekatan ini bukan menekankan pada simbolisme, melainkan nilai-nilai 


© Abdurrahman Wahid, “Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren”, dalam Abdurrahman Wa- 
hid, Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2001. 

5 Ibid. 

“ Ibid. 
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dan prinsip-prinsip Islam serta implementasinya melalui kelembagaan yang 
tersedia di dalam masyarakat dan negara. Sedangkan, lembaga yang lahir 
dari strategi ini, menurut Gus Dur, “bukanlah kelembagaan Islam yang eks- 
klusif, melainkan “institusi biasa’ yang bisa diterima semua pihak. Bercita- 
cita menjunjung tinggi tata hukum, kebebasan, dan jaminan rasa aman, dan 
sebagainya.” Strategi inilah tampaknya yang dipilih oleh Gus Dur untuk 
perubahan. Bisa dipahami bahwa, meskipun pendekatan atas solusi damai 
Aceh dan Papua yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur melalui pendekatan 
kultural, namun efek perubahannya tidak bisa dimungkriri bersifat struktu- 
ral. Pengakuan eksistensi kewarganegaraan, pemberian jaminan HAM seca- 
ra menyeluruh, serta legitimasi secara konstitusional melalui undang- 
undang dengan transformasi kelembagaan yang masuk ke struktur negara 
adalah wujudnya. 

Mengaitkan strategi sosiokultural dengan NU, Gus Dur menjelaskan ba- 
gaimana keunggulan pendekatan dan metode itu bekerja, yang dilakukan oleh 
NU dalam menghadapi perubahan atau modernisasi di mana Gus Dur sendiri 


menjadi bagiannya. Gus Dur menulis: 


“Kemampuannya untuk mengembangkan respons yang positif terhadap perubahan-peru- 
bahan modernisasi ini bertumpu pada ajaran-ajaran inti NU dalam menahan pengaruh 
pembaratan masyarakat secara penuh. Bagaimanapun, ia beberapa kali telah diuji oleh 
perkembangan-perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana NU dituduh 
sering tidak setia terhadap pemahaman yang mapan mengenai ‘konsep kehidupan Islam’. 
Hal ini juga terjadi dalam kehidupan nasional. Termasuk dalam kelompok ini adalah aksi 
politik dalam ICMI. Seruan untuk melakukan ‘Islamisasi’ aspek-aspek penting kehidupan 
modern, meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan ekonomi (melalui pengem- 
bangan ‘ekonomi Islam), jelas menunjukkan tantangan yang serius bagi pola ‘pribumisasi 
Islam yang diperjuangkan NU. Para Islamis, sebagaimana para pendukung “Islamisasi ma- 
syarakat’, bisa dikatakan tidak bisa menerima lepasnya ideal capaian “masyarakat Islam’ 
secara penuh di Indonesia. Konsekuensinya, penerimaan NU atas pengembangan suatu 
'masyarakat Indonesia di mana kaum Muslim bebas untuk menjalankan agamanya secara 
sukarela’ harus menghadapi perlawanan yang keras.” 


5 Ibid., 151-152. 
* Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Greg Fealy & Greg Barton, Ed., Tradisionalisme Radikal: Persing- 
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Gus Dur selanjutnya menulis: 


“Konsep ini sebenarnya mengharuskan adanya pengembangan ajaran Islam sebagai sum- 
ber ‘etika sosial dan bukannya sumber materi hukum. Gagasan yang menempatkan ‘Islam 
sebagai jalan hidup' (syari'at) yang lebih berperan sebagai kekuatan moral (moral force) 
dalam kehidupan ketimbang sebagai seperangkat hukum formal ini, lalu bersimpang jalan 
dengan ideal capaian suatu 'masyarakat Islam' yang telah menjadi bagian dari keyakinan 
para Islamis. Pertarungan wacana antara dua pendekatan tersebut merupakan pertanda 
adanya kecurigaan mutualistik antara NU dan sebagian besar gerakan Islam di Indonesia 
dewasa ini. Tentu saja, kita dapat memecahkan kontradiksi antara kedua pendekatan ter- 
sebut dengan cara yang lebih positif dengan mengatakan bahwa kaum Muslim Indonesia 
terbuka terhadap, baik Indonesia Islam maupun Islamisasi Indonesia.” 


Di tengah menguatnya pendekatan simbol Islam yang didukung oleh 
Soeharto pada awal 1990-an, dengan antara lain didirikannya ICMI (Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia), Gus Dur di lain pihak justru mendirikan 
Forum Demokrasi (FORDEM) yang dalam tafsiran berbagai pengamat poli- 
tik dilihat sebagai konter terhadap simbolisasi Islam ala ICMI. FORDEM 
sebenarnya boleh dikatakan hanya beranggotakan orang dengan jumlah hi- 
tungan jari. Sebagian besar mereka independen secara politik, meskipun berla- 
tar belakang plural secara sosial, agama, ekonomi, dan etnis. Melalui keterli- 
batannya ini, terlihat konsep-konsep dasar Gus Dur tentang kesetaran warga 
negara dan kepeduliannya terhadap kalangan minoritas dan marginal dalam 
suatu sistem demokrasi. Jelaslah pandangan Gus Dur bahwa dalam pelaksana- 
an demokrasi, kewarganegaraan, dan persamaan warga negara juga dalam ke- 
masyarakatan dan kenegaraan pada umumnya tidak berpusat pada terbentuk 
dan terlaksananya simbol-simbol Islam. Akan tetapi, lebih pada substansi Is- 
lam yang diwadahi atau diinstitusionalisasi dan diimpelementasikan dalam 
suatu kelembagaan umum yang sudah tersedia atau dibentuk secara baru, se- 


= Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Greg Fealy & Greg Barton, hlm. xii-xiv. 

5 Untuk pembahasan tentang ICMI luas luas dan mendalam, lihat Robert W. Hefner, Civil Islam. Adam 
Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesias Search for Stability, 2 Edition, Australia: Allen & Unwin, 1999. 
Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia, London: Routledge Curzon, 2002. 
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suai dengan bentuk kelembagaan dan praksis pada umumnya tanpa harus ter- 
bebani untuk melakukan Islamisasi simbolik. 

Dalam naskah pidato pemberian anugerah Man of the Year Majalah Ming- 
guan Editor 1991, Gus Dur menyampaikan pandangan tentang demokrasi 
dan tantangannya di Indonesia sebagai pendiri FORDEM. Secara cukup jelas 
pandangan tersebut merespons situasi ICMI yang bergabung dengan Golkar, 
dan di bawah kekuasaan absolut Soeharto. Gus Dur menulis: 


“Forum Demokrasi bukanlah sesuatu organisasi dalam pengertian yang lazim. Dari semu- 
la, ia dimaksudkan sebagai perwujudan keprihatinan, dengan menyediakan ‘ajang’ yang 
terbuka (forum) untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang jadi sumber rasa kepriha- 
tinan tersebut. ... Dalam hal ini, Forum Demokrasi bersifat inklusif, bersikap merangkul 
dan mengajak, bukan ekslusif dan menampik. (...)” 

“(...) Disadari bahwa ternyata perilaku kehidupan kebangsaan yang utuh itu hanya bisa 
tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis (...). 


“Isu sektarianisme yang baru-baru ini kita ambil sebagai contoh, adalah gejala yang timbul 
akibat kurangnya kebebasan dan tidak adanya demokrasi yang dimaksud. Sayang, contoh 
gejala sektarianisme lalu ditanggapi seakan-akan ia adalah masalah pokok. Seakan-akan ia 
penyebab, bukan akibat. Padahal, yang menjadi inti soal adalah demokasi dan kebebasan 
yang tidak cukup itu.” 


Dengan demikian, bisa dipahami bahwa keberatan Gus Dur atas ICMI 
bukan hanya karena sektarianisme yang sesungguhnya sebagai akibat, mela- 
inkan lebih karena absolutisme di mana ICMI menjadi salah satu tiangnya. 
Namun, tidak dengan sendirinya bahwa Gus Dur mendukung perspektif atau 
pendekatan sekuler dalam Islam. Gus Dur tetap menggunakan pendekatan 
kultural-reinterpretatif. Sebagaimana dikatakan Gus Dur: 

“Demokrasi sebagai proses juga mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkret 

dari prinsip demokrasi itulah yang jadi ukuran. Dengan sistem ketatanegaraan yang sama, 


artinya dengan susunan kekuasaan yang secara formal sama, bisa didapat keadaan demo- 
krasi yang berlain-lainan. Pada suatu waktu tertentu lainnya, sebuah lembaga legislatif le- 


# Abdurrahman Wahid, “Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi”, dalam Kacung Marijan dan Ma'mun Murod 
Al-Brebesy, cd., Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Jakarta: Grasindo,1999, hlm. 215-216. 
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bih berimbang pengaruhnya dengan eksekutif, dibanding dengan waktu yang lainnya. 
Atau pengaruh suara rakyat, yang berada dari satu kurun ke kurun lainnya. Keadaan atau 
kondisi demokrasi bisa berubah-ubah, berkembang baik atau merosot ke bawah, tergan- 
tung dari imbangan kekuatan yang berlaku. Pemahaman ini mendorong kita untuk me- 
mupuk lebih banyak kekuatan yang berpihak pada demokratisasi.” 


Abdurrahman Wahid, “Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi”, dalam Kacung Marijan dan Mamun Murod, 
hlm. 216-217. Penekanan dari penulis. 
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EKSISTENSI INDONESIA, IDEOLOGI PANCASILA, 
DAN CIVIL SOCIETY 


MENUNTASKAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA 


Pandangan Gus Dur tentang eksistensi Indonesia dan ideologi Pancasila tidak 
bisa dilepaskan dari pandangan evolusi NU, di mana Gus Dur sendiri memi- 
liki andil yang besar dalam proses tersebut. Hal ini sehubungan dengan perde- 
batan Islam dan negara-bangsa, dan karena itu juga eksistensi Indonesia dan 
ideologi negara Pancasila belum selesai dalam diskursus Islam di Indonesia. 
Gus Dur melihat ada dua ideologi yang sedang bertarung di Indonesia yang 
merupakan kelanjutan dari pertengkaran ideologi pada abad ke-19. Di sisi lain 
adalah posisi Gus Dur yang hendak mencari terobosan jalan keluar dari kung- 
kungan keduanya." 

Pertama adalah ideologi sekuler, yang berpandangan agar Indonesia tidak 
menjadi negara agama atau agar agama (Islam) tidak menjadi dasar negara. 


Menurut pandangan ini, negara harus netral terhadap agama.? Pandangan ini 


! Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Idelogi Nasional dan Agama”, dalam Kacung Marijan & 
Ma'mun Murod, hlm. 78-90. 
2 Ibid, 83-84 
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berakar dari pemikiran Barat. Dalam hal ini tantangan bukan hanya datang 
dari gerakan yang ada di Indonesia, melainkan juga dari luar. Persepsi umum 
di kalangan orientalis melihat bahwa karena akar konsep Islam yang tidak me- 
misahkan agama dan negara, maka kompabilitasnya diragukan dengan demo- 
krasi dan HAM. Dengan tidak dipisahkannya agama dan negara dalam Islam, 
menurut pandangan ini, tidak dimungkinkan adanya individu dan masyarakat 
sipil (civil society) yang bebas dan mandiri yang menjadi persyaratan utama 
bagi demokrasi dan HAM. Pandangan ini seolah hendak menyatakan bahwa 
Islam harus mengubah paradigma dengan paradigma Barat yang sekuler agar 
kompatibel dengan demokrasi dan HAM. 

Ernest Gellner dan Alexis de Tocgueville adalah dua di antara orientalis 
Barat yang memberikan perhatian terhadap isu ini. Dalam pandangan kedua- 
nya, demokrasi dan HAM mensyaratkan adanya civi/ society yang mandiri dan, 
karena itu, pemisahan agama dan negara menjadi tidak bisa dielakkan untuk 
memberi peran kepada kemandirian individu dan masyarakat sipil. Adanya 
konsep al-Islamu din wa daulah yang berarti integrasi agama dan negara dalam 
Islam menyebabkan tidak adanya kemandirian individu dan masyarakat sipil 
sehingga tidak ada kesetaraan warga negara (citizenship). Gellner, misalnya, 
justru menganggap bahwa Islam tidak lain adalah rival dari civil society (civil 
society and its rivals)? Gellner menulis: 


“If segmentary societies are to be contrasted with Civil Society because the sub-communities on 
which they depend are too stifling for modern individualism, the Islam provides a further con- 
trast. It exemplifies a social order which seems to lack much capacity to provide countervailing 
instituions or associations, which is atomized without much individualism, and operates effec- 
tively without intellectual pluralism.” 


Sejalan dengan itu, Tocqueville mengungkapkan hasil observasinya bahwa 
Islam atau dunia Islam dilihat sebagai sesuatu yang unik—untuk tidak dikata- 


3 Kata majemuk civil society and its rival itu merupakan subjudul dari buku karya Ernest Gellner, Conditions of 
Liberty, Civil Society and Its Rivals, London: Hamish Hamilton, 1994. 
+ Ernest Gellner, Conditions of Liberty, 29. 
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kan tidak memungkinkan diterapkannya demokrasi dan HAM—dibanding- 
kan dengan bagian dunia yang lain, khususnya Barat dan bahkan dengan wila- 
yah Atlantik secara umum, wilayah yang dekat dengan dunia Islam.” 
Tocgueville menemukan bahwa masyarakat di wilayah Atlantik yang dekat 
dengan dunia Islam cenderung memisahkan agama dan negara, berbeda de- 
ngan masyarakat Muslim. Dengan integrasi tersebut, menurut Tocgueville, 
Islam tidak dimungkinkan memiliki civi/ society’ yang mandiri. Bagi Gellner 
dan Tocqueville, tiadanya lembaga “kependetaan resmi” atau konsep kegereja- 
an di dalam Islam yang terpisah dari negara menjadi salah satu ukuran menya- 
tunya agama dan negara.’ Hal itu, lanjutnya, tecermin dari cakupan hukum 
Islam yang mengikat umat Islam secara menyeluruh dan meliputi semua aspek 
kehidupan." Untuk menekankan pandangannya ini, Gellner mengutip kesim- 
pulan dari Tocgueville, penulis buku Democracy in America,” dalam meman- 
dang Islam: “Islam is the religion which has most completely confounded and inter- 
mixed the two powers (...) s0 that all the acts of civil and political life are regulated 
more or less by religious law.” 

Menarik bahwa Tocqueville dalam bukunya Democracy in America berpen- 
dapat bahwa penopang demokrasi atau bentuk civil society di Amerika berbeda 
dengan Eropa yang ditopang oleh kelas menengah pengusaha dan profesional, 
yaitu berbasis pada Gereja. Artinya, di Amerika, menurut Tocqueville, agama 
atau gereja menjadi basis dari civil society yang terpisah dari negara. Hal ini 
didasarkan pada realitas dan pandangan adanya pemisahan yang lebih tegas 
antara agama dan negara atau sekulerisasi. Sementara itu, di dalam Islam, pe- 


misahan itu tidak ada sehingga, bagi Tocqueville, dari mana civil society di da- 


Ibid, 1-12. 

Ibid., 1-12 dan 15-29. 

Ernest Gellner, Muslim Society, 1-2. 

Ibid. 

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Terj. ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Prancis oleh Henry 
Reeve, Adelaide: University of Adelaide, 2014. 

Dikutip dari Ernest Gellner, Muslim Society, 1. 
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lam Islam itu berasal. Namun, pada taraf tertentu, konsep-konsep politik ter- 
sebut sesungguhnya bersifat historis dan constructed, tergantung siapa, di mana, 
dan kapan para ideolog, pemikir, atau pemimpin tersebut merespons perubah- 
an masyarakat." 

Berbeda dengan dunia Kristen Barat, di mana agama dan negara dipisah- 
kan secara ketat dengan apa yang kemudian disebut sekulerisme atau seku- 
lerisasi pada era Renaissance.” Sekulerisasi atau sekulerisme, menurut Mark 
Woorward," tidak lain merupakan respons terhadap absolutisme yang ber- 
benturan dengan ilmu pengetahuan yang relatif. Absolutisme dan feodalisme 
kekuasaan agama Katolik/Kristen yang mendasarkan pada agama—kebenaran 
mutlak Gereja, serta konflik dan pertikaian di dalam agama Katolik/Kristen 
menjadi bagian dari politik itu sendiri dan sebaliknya. Dengan sekulerisasi 
atau sekulerisme, konflik dan perang dengan menggunakan otoritas agama di 
masing-masing pihak, di Barat, diatasi.“ Sedangkan, di pihak lain, menurut 
Mark Woodward, ide negara bagi agama Katolik/Kristen saat itu—sebelum 
sekulerisme—adalah bagian dari kosmologi agama itu sendiri, sehingga ke- 
tika melakukan perubahan terhadap negara dan sebaliknya atau melakukan 
sekulerisasi, maka akan mengubah pula agama atau kosmologi Kristen itu sen- 
diri dan sebaliknya. Dalam kosmologi Kristen, menurut Woodward, negara 
hanya bisa diubah jika diceraikan dari agama dan agama bisa diubah hanya 
ketika diceraikan dari negara." Kini, baik Katolik maupun Protestan memi- 
liki pandangan yang sama tentang pemisahan agama dan negara tersebut. Hal 


itu menjadi satu-satunya pemecahan dari absolutisme dan feodalisme agama 


4 V, Gettha & Nalini Rajan, Religious Faith, Ideology, Citizenship: The View from Below, New Delhi: Routledge, 
2011, hlm. 3. 

12 Mark Woodward, “Modernity and the Disenchantment of Life: A Muslim-Christian Contrast”, dalam Johan 
Meuleman, ed., Islam and the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity, Jakarta: 
INIS, 2001, hlm. 111-s141. 

3 Bid. 

3 Ibid. 112-114. 

15 Ibid. Lihat juga Nurcholish Madjid. Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Kei- 
manan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. xevii. 
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ketika penyatuan itu menyebabkan konflik dan kekerasan di dalam Kristen." 
Namun, atau karena itu, tulis Woodward: 


“The disenchantment of life, which is characteristics of modern Christian theology, is not necessary 
component of modernization. Rather, it is the result of the conflict between Christian and scien- 
tific ways of knowing which dates from the sixteenth century. The emphasis of Christianity on 
cosmology and cosmogony combined with a tendency towards literal readings of scripture product 
a conflict between those Lawrence terms ‘defenders of God’ and proponents of science and secular 
Pbilosopies which continues to haunt the Western world." 


Sebaliknya, menurut Mark Woodward, di dalam Islam, negara atau politik 
adalah dimensi sosiologis dari Islam dan bukan dimensi teologis atau kosmo- 
logis itu sendiri sebagaimana dalam Kristen pra-sekulerisasi dan sekulerisme. 
Karena itu, mengubah atau memodernisasi negara dan agama di dalam Islam 
tidak dengan sendirinya mengubah agama atau doktrin agama dan sebalik- 
nya.'* Woodward mencatat: 


“For Christian, the basic problem of modernity is cosmological. In the Muslim world the problems 
of modernity are primarily sociological. (...) unlike a modern Christianity, need not be a disene- 
hanted Islam. (...) While in the West modernism and religion appear to be locked in an eternal 
struggle, in Indonesia (Muslim world, pen.) a person can be both profoundly modern and pro- 
Joundly Muslim.” 


Woodward mengatakan bahwa dinamika dan tolak angsur hubungan aga- 
ma dan negara di dalam Islam berkembang dinamis dan bersifat historis sejak 
awal. Sejarah kepemimpinan Islam dari Nabi Muhammad saw., a/-khulafa ar- 
rasyidan, sampai sesudahnya menunjukkan adanya variasi dan perbedaan dari 
masa ke masa, dari daerah ke daerah, serta dari pemimpin ke pemimpin satu 
dengan yang lainnya. Tidak ada keseragaman di antara mereka. Islam juga ti- 


‘© Mark Woodward, “Modernity and the Disenchantment of Life, hllm. 112-113. Nurcholish Madjid. Islam, 
Doktrin dan Peradaban..., hlm. xciv-xcvii. 

v Jpid, 112. 

18 Jpid., 13. 

1 Ibid. 
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dak mengenal lembaga kependetaan sebagaimana dalam Kristen. Amalan me- 
reka tergantung kepada para intelektual dan juris atau fugaha yang berkedu- 
dukan sebagai intelektual pemberi informasi dan wawasan, dan bukan sebagai 
pendeta sebagaimana dalam Kristen atau agama lain.” Karena itu, menurut 
Woodward, Islam memungkinkan terjadinya perubahan dan koreksi dalam 
proses evolusi dan pertumbuhan Islam itu sendiri dari sebelumnya dalam sis- 
tem sosial, kenegaraan, dan kepemimpinan.” Memang ada perbedaan-perbe- 
daan doktrin di antara aliran-aliran di dalam Islam, seperti antara Syiah dan 
Sunni, namun perbedaan itu tidak mengubah doktrin dasar teologi dari Islam 
itu sendiri, seperti kepercayaan dan Keesaan Tuhan Allah Swt. dan kenabian 
Muhammad saw. atau syahadatain (dua kesaksian dalam Islam). 

Meskipun sebagian ulama dan intelektual beranggapan bahwa Islam pada 
masa Nabi Muhammad saw. adalah sebuah bangunan negara atau negara Is- 
lam, seperti pada masa Madinah, namun pewarisan terhadap para penerusnya 
berbeda dari pemimpin ke pemimpin, yang sering disebut empat khalifah (a/- 
khulafa ar-rasyidan: Abu Bakr, ‘Umar, Usman dan ‘Ali). Dan kepemimpinan 
selanjutnya lebih bervariasi sesuai dengan era dan lokalitasnya, seperti model 
musyawarah pada masa al-khulafa ar-rasyidan, kerajaan atau kesultanan dan 
imperium pada masa berikutnya. Seluruh sejarah tersebut berbeda satu dengan 
yang lain dalam sistem politik dan bentuk negara. 

Untuk merespons perubahan, pemisahan agama dan negara secara ketat 
sebagaimana di Barat di dalam Islam, lanjut Woodward, tidak diperlukan. Se- 
kulerisasi atau sekulerisme atas Turki yang dipaksakan oleh Mustofa Kemal 
Attaturk sesungguhnya tidak mencerminkan realitas masyarakatnya karena hal 
itu didasarkan pada pemaksaan dan diktatorial militeristik yang terinspirasi 
oleh Barat. Dan setelah Kemal meninggal, secara berangsur, meskipun mem- 
butuhkan waktu cukup lama, Turki kembali ke kehidupan dan tuntutan ma- 
syarakat yang nyata, di mana tidak ada pemisahan yang ketat antara agama dan 


2 Ernest Gellner, Muslim Society. 
2 Mark Woodward, “Modernity and the Disenchantment of Life”. 
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negara, meskipun hal itu melalui proses yang panjang dan terjadi modifikasi 
yang terus-menerus.” Dengan demikian, meskipun tidak bisa dimungkiri bah- 
wa modernisme dan pandangan sekuler politik Barat merambah dunia Islam 
secara intensif sebagai bagian dari penjajahan, namun terjadi dinamika dan 
kontestasi serta tolak angsur antara tarikan dari doktrin dan tradisi Islam yang 
hidup di dalam masyarakat Islam dengan ide Barat tersebut. Karena itu, dunia 
Islam memperlihatkan watak yang sangat variatif di masing-masing komuni- 
tas dan negara. 

Gus Dur pada masa pemerintahannya, setidaknya dalam usaha pencarian 
solusi damai Aceh dan Papua, mengambil posisi yang bisa dikatakan berbeda, 
baik dengan pemimpin dan kelompok Islam di tempat lain maupun di Indo- 
nesia sendiri dengan apa yang disebut oleh Asef Bayat melampaui pertanyaan 
apakah Islam kompatibel atau tidak dengan demokrasi dan HAM, melainkan 
Islam yang bagaimana yang memperkuat demokrasi dan HAM itu sendiri. 
Di lain pihak, Olivier Roy melihat, meskipun ada kecenderungan perluasan 
wawasan di kalangan fundamentalis atau Islamis, terutama di Eropa, mereka 
tidak lagi mengagendakan negara Islam sich secara langsung dan eksplisit, me- 
lainkan agenda membangun keumatan (ummah) Islam atau Islamisasi umat. 
Namun, mereka terjebak pada klaim akan ketunggalan Islam dengan melaku- 
kan imagined identities di mana identitas Islam dilawankan dengan identitas 
yang lain, Eropa atau negara-bangsa pada umumnya.“ 

Boleh jadi keterbatasan referensi Islam klasik karena sebagai generasi yang 
lahir di Eropa mereka hidup di dalam suatu alam pendidikan yang sepenuhnya 
sekuler, mereka terjebak pada apa yang Gus Dur sebut sebagai “Islamisasi ilmu 


pengetahuan atau Islamisasi segala hal” di dunia ini. Dengan demikian, me- 


® Mark Woodward, “Modernity and the Disenchantment of Life”. 

2 Asef Bayat, Making Islam Democratic, Social Movements and Post-Islamist Turn, California: Standford Univer- 
sity Press, 2007. Sami Zubaida, Islam, The People and the State, Essays on Political Ideas and Movements in the 
Middle East, 2" edition, NY & London: LB. Tautis, 1989, hlm. 1. 

2 Oliveir Roy, Globalised Islam, The Search for a New Ummah, London: Hurst & Company: 2002. 

2 Lihat, Abdurrahman Wahid, “Pengantar”, dalam Greg Fealy & Greg Barton, Ed., hlm. xii-xiii, 
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reka gagal untuk melakukan apa yang, sekali lagi, disebut oleh Gus Dur seba- 
gai “pribumisasi Islam” di Eropa dengan hanya menekankan pada sesuatu 
yang simbolik dan ideologis ketimbang kultural substantif. 

Dengan ilustrasi pandangan historis dari Woodward dan tantangan Asef 
tersebut, menjadi jelas bahwa integrasi agama dan negara di dalam Islam justru 
memungkinkan terjadinya dinamika dan kritik serta pergeseran-pergeseran di 
dalam Islam hingga masalah yang paling teologis dengan cirinya sendiri. Apa 
yang ditawarkan oleh Gus Dur dengan post-tradisionalisme melalui pribumi- 
sasi Islam tersebut mencerminkan pencarian bagi pemecahan problem lokal 
dengan cara lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai positif dari Barat dan keha- 
rusan modernitas. Sebaliknya, di dalam Islam sendiri muncul argumen dan 
pendapat tentang keharusan Islam untuk menyesuaikan secara ideologis de- 
ngan ideologi sekuler tersebut, yaitu pemisahan agama dan negara. 

Menurut pandangan ini, perubahan paradigmatik dari Islam dipersyarat- 
kan agar Islam bisa menyesuaikan dengan tuntutan paradigma modern, yak- 
ni demokrasi dan HAM. Abdullah Ahmad an-Na'im dan Abdullah Saced 
bisa dimasukkan ke kategori ini. Menurut mereka, untuk memberikan status 
setara dalam kewarganegaraan di dalam Islam agar sejalan dengan HAM 
dan demokrasi, harus ada perubahan paradigmatik, tidak sekadar reinter- 
pretasi terhadap Islam. Dalam hal kedudukan non-Muslim dan perempuan, 
Na'im berpendapat bahwa Islam harus menyesuikan diri dengan konsep mo- 
dern tentang demokrasi dan HAM serta hukum internasional di mana se- 
mua warga negara sama kedudukannya di depan konstitusi dan hukum, dan 
negara harus memperlakukan semua manusia sama dalam hukum mengikuti 
standar universal HAM secara, kurang lebih, mutlak.” Menurut Na'im, kon- 


sep tersebut tidak bertentangan dengan Islam, selain konsep zimmi sifatnya 


* Ibid. Lihat juga, Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam”, dalam Tim Desantara (ed.), Pergulatan Negara. 

7 Abdullahi Ahmed An-Na'im, “Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism, 
Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism”, dalam Human Rights Quarterly, 
9: 1, Februari 1987, hlm. 1-18. 
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historis dan interpretatif, juga penggunaan metodologi untuk sampai pada ke- 
simpulan seperti itu sah dalam sejarah metodologi Islam itu sendiri.” 

Demikian juga menurut Abdullah Saeed dalam kasus murtad (apostasy). 
Menurutnya, sanksi berupa pembunuhan (gisas) bagi seorang Muslim yang 
murtad bersifat historis. Selain karena komunitas yang bersifat paguyuban dan 
homogenitas atas agama, dalam masyarakat tradisional juga disebabkan untuk 
mempertahankan diri dari serangan musuh, ketika saat itu dalam situasi pe- 
rang. Keluar dari agama bisa disamakan dengan keluar dari komunitas dan 
kepemimpinan yang tunggal tersebut, serta bisa dicurigai bergabung dengan 
musuh yang membahayakan komunitas.” 

Pola yang sama terjadi pada zimmi tentang perlakuan perlindungan secara 
terbatas kepada mereka dengan alasan bahwa mereka bukan bagian dari komu- 
nitas Muslim, melainkan hanya warga yang “numpang”, meskipun dalam terito- 
ri yang sama dan di bawah konstitusi yang disepakati. Bahkan, bukan tidak 
mungkin mereka sesungguhnya adalah pribumi atau native. Menurut Saeed, 
kenyataan sekarang di negara-negara Islam, hukuman atas tindakan murtad 
sering kali dipakai oleh penguasa yang sewenang-wenang, baik untuk menja- 
tuhkan musuh politik maupun untuk menindas agama, keyakinan, atau sekte 
yang berbeda dari aliran mainstream pemerintahan resmi yang dianutnya." 

Sementara itu, kini dunia telah berubah secara paradigmatik dengan 
mengikuti konsep negara-bangsa konstitusional. Dalam sistem ini sebuah ko- 
munitas negara-bangsa tidak lagi terikat atau mengakui adanya keseragaman 
agama atau etnis yang tunggal, tetapi plural dan multikultural. Mereka diseta- 
rakan di bawah konsep negara-bangsa dengan didasarkan pada konstitusi, atau 
yang dalam sosiologi disebut masyarakat “patembayan (gesellschaft)”. Masyara- 


2 Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International 
Law, New York: Syracuse University Press, 1990, hlm. 86-91. Lihat juga Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam 
dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, terj. Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007. 

® Abdullah Saced dan Hassan Saced, Freedom of Religion, Apostasy and Islam,England: Ashgate Publishing, 
2004, him. 20-34. 

2 Ibid, 99-109. 
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kat seperti ini tidak lagi terikat pada kesatuan agama, etnis, ras, dan kepemim- 
pinan, tetapi terikat oleh suatu prinsip konstitusionalisme dalam suatu area 
atau bersifat teritorial. 

Kini hampir semua negara di dunia, termasuk negara mayoritas Mus- 
lim dan bahkan negara Islam, secara teoretis mengikatkan diri pada konsep 
negara-bangsa konstitusional ini. Namun, sebagian mereka tetap cenderung 
membedakan antara warga negara Muslim dan non-Muslim. Menurut Saeed, 
tuduhan kafir dan murtad, misalnya, di mana orang harus diperlakukan seba- 
gai Zimmi ataupun dikenakan hukum gisas sering kali disebabkan hanya oleh 
keyakinan atau sekte mereka yang tidak sama atau tidak mau menuruti keya- 
kinan/sekte penguasa." Namun menurut Gus Dur, pengakuan negara-bang- 
sa Indonesia dengan dasar Pancasila tidak ada keharusan untuk memisahkan 
agama dan negara di dalam pemahaman Islam, jug tidak menghalangi adanya 
kesetaraan warga negara di dalam Islam. 

Kecenderungan kedua, menurut Gus Dur, adalah ideologi yang mengi- 
nginkan agama sebagai kekuatan penentu.” Dengan kata lain, ideologi ini me- 
nawarkan integrasi agama dan negara secara ideologis dalam paham Islam 
mereka untuk diterapkan di Indonesia. Ideologi ini bersumber dari beberapa 
tokoh dan ideolog Islam di berbagai gerakan di negara-negara Islam yang 
menjadi tren pada sekitar 1970-an dan 1980-an, seperti di Iran, Mesir, dan 
Pakistan.” Namun, di Indonesia juga cukup kuat karena merupakan bagian 
dari ideologi Masyumi dan beberapa tokohnya.“ 

Pandangan ini setidaknya mendasarkan pada dua doktrin. Pertama, kedau- 
latan. Menurut pandangan ini, kedaulatan Islam adalah di tangan Allah yang 
tidak bisa didelegasikan kepada manusia.” Karena itu, demokrasi dalam arti 


3 Ibid, 32-33. 

* Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi", 83-84. 

® Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yabudi. Terjem. Jakarta: 
Serambi, 2004. 
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3 Imam Khomeini, Islam and Revolution, Translated and annotated by Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 
1981, hlm. 55-56. 
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musyawarah bisa diterima, tetapi kedaulatan tetap di tangan Tuhan. Semua 
keputusan dalam proses demokrasi harus diukur dan ditetapkan bunyi Al- 
Ouran dan hadis. Dalam hal ini ulama-lah yang harus menentukan segalanya 
sebagai wakil Tuhan di bumi.“ Selanjutnya, konsep ummah adalah unik dan 
mutlak.” Karena itu, ummah tidak bisa dicampur secara ideologis dengan yang 
lain. Penyatuan antar-etnis dan suku bisa dilakukan, tetapi tidak bisa pencam- 
puran dalam ideologi dan agama. Karena itu, batasan teritorial negara-bangsa 
dianggap bertentangan dengan ide ummah, karena itu tidak bisa diterima.” 
Ummah selalu bersifat universal.” Kewarganegaraan Islam adalah semua um- 
mah di mana pun mereka berada." Al-Maududi berpandangan bahwa politik 
Islam meliputi seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan agama se- 
bagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain." 
Bagi Maududi, “In Islam the religious, the political, the economics, and the social are 
not separate system, they are different departments and parts of the same system.” 
Sejalan dengan itu, Sayyid Qutb” menyebut sistem modern sebagai jahiliyyah, 
di antaranya karena adanya pemisahan agama dan negara serta negara-bangsa. 
Outb mengajukan suatu sistem Islam yang integral antara agama dan negara 
yang menyeluruh dan meliputi seluruh dunia.“ 

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Imam Khomeini. Khomeini 
menyebut bahwa Konstitusi Islam adalah seluruh kekuasaan di tangan Allah. 


36 Ibid. 

9 Oliveir Roy, Glabalised Islam, The Search for a New Ummah, London: Hurst & Company: 2002, hlm. 3. 

“ Roy E.H. Mellor, Nation, State, and Territory, NY: Routledge,1989. 
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Kepemimpinan dalam Islam, menurut Khomeini, yang juga pemimpin Syiah 
paling berpengaruh di Iran, adalah representasi langsung dari Tuhan.” Qutb 
juga menolak adanya nasionalisme yang berbasis pada geografis, karena hal itu 
bertentangan dengan Islam yang universal. Menurut Qutb, Islam tidak bisa 
dikotak-kotakkan secara geografis, tetapi Islam bersifat universal dan meliputi 
seluruh dunia.“ Implikasi dari pemahaman semacam itu adalah bahwa Islam 
membedakan kewarganegaraan antara Muslim dan non-Muslim.” Khomeini, 
mewakili ide sentral tentang teokrasi, baik yang dipikirkan oleh Qutb maupun 
Maududi tentang negara Islam, yaitu sistem pemerintahan Islam dalam kon- 
teks negara-bangsa modern di mana negara Iran memiliki warga negara dan 
batas teritori tertentu sebagaimana sebuah negara-bangsa yang merupakan ke- 
daulatan Allah. Khomeini menyatakan bahwa: 


“Islamic government is not neither tyrannical nor absolute, but constitutional. It is not constitu- 
tional in current sense of the world, i.e., based on the approval of laws in accordance with the 
opinion of the majority. It is constitutional in the sense that the rulers are subject to a certain set 
of condition in governing and administering the country, conditions that are set forth in the 
Nobel Qur'an and the Sunna of the Most Nobel Messenger. It is the laws and ordonances of Islam 
comprising this set of conditions that must be observed and practiced. Islamic government may 
therefore be defined as the ruler of devine law over men.” 


Dengan melihat sejarah dinamika di Indonesia dan peran Nahdlatul Ula- 
ma, Gus Dur berpendapat bahwa dua ideologi dunia—sekuler dan teokratis— 
tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena itu, lanjutnya, harus dicari 
ideologi lain yang sesuai dengan Indonesia, yaitu “namanya ‘Republik Indo- 
nesia’,” ujarnya. Pancasila, bagi Gus Dur, adalah ideologi yang dicari tersebut.” 


* Imam Khomeini, Islam and Revolution, Translated and annotated by Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 
1981, hlm. 55-56. 

Sayed Khatab, “Arabism and Islamism in Sayyid Qutb Though on Nationalism”, The Muslim World, 94: 2, April 
2004, hlm. 217-244. 

# Imam Khomeini, Islam and Revolution, Translated and annotated by Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 
1981, hlm. 55-56. 

“ Imam Khomeini, Islam and Revolution, 55-56. 

® Abdurrahman Wahid, Merumuskan Hubungan Ideologi”, 85. 
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Nahdlatul Ulama sendiri, menurutnya, memiliki tradisinya sendiri, terutama 
dalam pencarian solusi bagi pilihan-pilihan dua tujuan ekstrem. Gus Dur 
memberikan ilustrasi bahwa semua ulama-ulama besar Islam klasik dalam se- 
jarah Aswaja, seperti Imam Abu Hanifah (w 150 H), Imam Syafi'i (w. 204 H.), 
serta Imam Abu Hasan al-Asy'ari (w. 324 H.) dan Imam Abu Mansyur al- 
Maturidi (w. 333 H.) selalu dihadapkan dan terlibat dalam pilihan-pilihan ek- 
strem tersebut dan selalu menemukan jalan keluar, yaitu watak eklektik (ecec- 


tic) Gus Dur menulis: 


“NU sebenarnya mewarisi watak yang demikian ini. Artinya, ia juga mempunyai kemam- 
puan daya serap yang tinggi terhadap budaya luar yang dimungkinkan untuk menjadi ke- 
manfaatan bagi diri dan umat Islam pada umumnya.” 


Oleh karena itu, Gus Dur, di antara perbedaan pendapat yang ada, memilih 
jalan fungsional? dan bukan ideologis-idealistis atau utopis teokratis dan sekuler 
dalam memandang realitas negara-bangsa dikaitkan dengan adanya teks (nas), 
pandangan-pandangan yang ada serta realitas yang terus berubah. Gus Dur me- 
milih jalan non-ideologis dalam pilihan-pilihan tersebut. Gus Dur lebih me- 
mentingkan tujuan atau misi dari Islam untuk kesejahteraan rakyat ketimbang 
bentuk idealitas ideologi Islam dari negara yang diinginkan dan ditawarkan oleh 
kelompok-kelompok Islam ideologis-teokratis dan juga sebaliknya, oleh kalang- 
an sekuleris. Dengan kata lain, Gus Dur menawarkan sebuah negara dalam 
“bentuk yang paling tepat digunakan” untuk mencapai tujuan itu,” yaitu suatu 
bentuk yang dianggap lebih tepat untuk mengantar tujuan Islam, namun tetap 
dalam bingkai perilaku (al-akhlag al-karimah) Islam, sebagaimana dipesankan 
oleh Rasulullah saw. Sifat masyarakat dan negara Indonesia yang plural sejak 


2 Ibid. 

3 Ibid., 79. 

2 Abdurrahman Wahid, “Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama", dalam Kacung Marijan dan 
Ma'mun Murod Al-Brebesy; ed., Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Jakarta: Grasindo,1999, hlm. 99- 
100. 

% Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi”, 75. 
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semula mengharuskan perlunya dicari titik-titik temu dari berbagai pemikiran, 
kelompok, dan aliran. Karena itu, ideologi yang mempertemukan tersebut, me- 
nurut Gus Dur, adalah Pancasila." 

Menurut Gus Dur, Pancasila telah merangkum seluruh aspirasi yang ada 
di bumi Indonesia tanpa harus tergantung pada ideologi yang datang dari 
luar. Meskipun demikian, Gus Dur menekankan pentingnya tetap menjaga 
keberadaan dan tafsir atas Pancasila itu sendiri yang inklusif dari kepentingan- 
kepentingan atau ideologi penyeragaman.” Bagi Gus Dur, posisi agama, dalam 
hal ini Islam, adalah sumber pandangan hidup bangsa dan negara dan di dalam 
Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, “agama berperan memotifikasi kegi- 
atan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan 
dalam bentuk pandangan hidup bangsa.” Atau, dengan kata lain, Islam atau 
agama merupakan sumber etika sosial individu dan bangsa itu sendiri, dan 
bukan alternatif darinya.” 

Dalam konteks Pancasila tersebut, guna mencari argumen dan jalan te- 
ngah tentang konsep ummah yang masih diperdebatkan di dalam komunitas 
politik Islam, K.H. Achmad Siddig, Rais Aam Syuriyah PBNU yang bersama- 
sama menggagas dan menegakkan Khittah NU 26 bersama Gus Dur, mene- 
lurkan konsep tiga ukhuwah, yaitu ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan sesama 
Muslim), ukhuwwah wataniyyah (persaudaraan sesama bangsa), dan ukhuw- 
wah basyariyyah (persaudaraan sesama manusia atau kemanusiaan). Menurut- 
nya, ketiganya bukan hierarki atas bawah, melainkan berjalan bersama." 

Saat ini, lanjut Gus Dur, konsep negara-bangsa tidak bisa lagi dihindari 
jika Islam ingin memiliki andil dalam proses perubahan dan pembangunan 


* Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi”, 78-90. 

5 Ibid. 

“ Abdurrahman Wahid, “Islam, Negara dan Pancasila”, 92. 

5 Abdurrahman Wahid, “Islam dan Masyarakat Bangsa”, 76-77. 

8 Lihat, Choirul Anam, Pemikiran K.H. Achmad Siddig, Jakarta: PT DAMJ, 2010 Cet. II. Noch, Munawar Fuad 
& Mastuki HS. (ed.), Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 
2002. 
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bangsa Indonesia. Namun, di lain pihak, Pancasila harus dijaga dari monopoli 
pengertian tunggal dan penyeragaman sehingga Pancasila tetap terbuka dan 
mampu menyerap perbedaan dan pluralitas dalam masyarakat.” Dalam prak- 
tik sosial politiknya, Gus Dur—melalui refleksinya terhadap sejarah dan sis- 
tem yang telah berlaku dalam tradisi masyarakat Islam—memberikan pene- 
kanan pada tugas seorang Imam dalam memberikan pelayanan (delivery) 
kepada umat (ra'iyyah). Inilah jalan kompromi yang dipilih Gus Dur. Pan- 
dangan Gus Dur ini sejalan dengan apa yang oleh Recep Senturk disebut se- 
bagai pendekatan sinergis (synergy) dalam hubungan konseptual Islam dengan 
demokrasi dan hak-hak asasi manusia." 

Dengan argumentasi kemendesakan dan begitu lamanya pertentangan an- 
tara universalisme dan partikularisme, Senturk berpendapat bahwa sangat 
mendesak untuk menjembatani antara konsep HAM universal dan demokrasi 
dengan Islam dan agama lainnya secara sinergis, karena situasi dunia yang te- 
rus-menerus dilanda konflik dan kekerasan. Perbedaan pendekatan agama dan 
HAM universal, demikian ujar Senturk, sesungguhnya suatu perdebatan yang 
sangat tua dan nyaris abadi. Hal itu sudah terjadi sejak Katolik Roma pada 
masa abad pertengahan, antara mereka yang berpegang pada agama dengan 
kalangan sekuler dan pengetahuan. Dunia kini, menurut Senturk, tidak bisa 
terus menunggu perdebatan dan pertentangan tersebut yang tidak ada habis- 
nya.” Karena itu, kedua pandangan tersebut harus dijembatani dengan tidak 
memaksakan satu sama lain. Karakter ini jelas bisa dilacak dalam pemikiran 
Gus Dur. Gus Dur sangat gigih memperjuangkan HAM tapi tidak memaksa- 
kan ideologi Barat, dari mana konsep HAM berasal, yang mendasari pandang- 
an keislaman secara paradigmatik dan ideologis. Gus Dur cenderung mencari 


landasan historis keilmuan Islam klasik, kemudian menyejajarkan dengan tra- 


® Abdurrahman Wahid, “Islam, Negara dan Pancasila”, 92. 

Recep Senturk, “Minority Rights in Islam: From Dhimmi to Citizen", dalam Shireen T. Hunter & Huma 
Malik (ed), Islam and Human Rights: Advancing a U.S. - Muslim Dialogue, Washington D.C.: CSIS, 2005, 
hlm. 70. 

“ Recep Senturk, “Minority Rights in Islam: From Dhimmi to Citizen”, hlm. 71. 
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disi yang hidup di dalam masyarakat dan diselaraskan dengan HAM. Sentruk 
lebih lanjut menunjukkan tradisi Islam dalam pencarian adaptasi perubahan- 
perubahan masyarakat dan sejarah. 

Menurut Senturk, Islam memiliki pengalaman melakukan perlindungan 
terhadap non-Muslim dalam kewarganegaraan, baik ahli kitab maupun pagan 
atau kelompok musyrik sekaligus, dengan relatif tuntas. Hal itu terjadi pada era 
Kekaisaran Turki Usmani dalam rentang tertentu. Meskipun secara formal ke- 
kaisaran itu mendasarkan pada konsep zimmi, terjadi reformasi dalam kebijak- 
annya, yaitu dengan memberikan peluang bagi non-Muslim, termasuk musy- 
rik, di jabatan-jabatan publik di bawah undang-undang. Justru pada saat itu, 
menurut Senturk, pendekatan seperti itu telah memicu kreativitas para jurist 
atau fuqaha (ahli fikih) untuk lebih kreatif dalam istinbat hukum. Mereka tidak 
hanya mendekatinya secara tekstual, tetapi juga melahirkan berbagai kreativi- 
tas metodologi hukum. Menurut Senturk, untuk menghindari bentrokan an- 
tara nas (teks) Al-Ouran dan hadis dengan kenyataan yang sering kontradiksi 
dan terus berkembang yang harus dihadapi dalam menerapkan hukum Islam, 
para fukaha menggunakan apa yang disebut konsep Ad-daririyyat al-khamsah 
atau axioma of law, yaitu usal al-fiqh dan gawaid al-fighiyyah, untuk mengha- 
silkan interpretasi yang memadai dan memecahkan masalah riil di dalam ma- 
syarakat.” Dalam era modern sekarang, lanjut Senturk, bahkan perkembangan 
sudah lebih maju. Banyak pemuka agama mayoritas, termasuk Muslim, yang 
memperjuangkan hak-hak minoritas. Gus Dur tampaknya persis ada pada po- 
sisi yang disebut Senturk tersebut: seorang representasi dari agama mayoritas 


yang memperjuangkan status minoritas. 


© Recep Senturk, Minority Rights in Islam, 68-70. 
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BAB 3 
MASYARAKAT SIPIL, KEBINEKAAN, 
DAN PERLINDUNGAN MINORITAS 


MASSA ATAU CIVIL SOCIETY 


Dalam gagasan dan praktik demokrasi, kesetaraan warga negara sebagai unsur 
dalam civil society atau masyarakat sipil yang mandiri sangatlah penting. Ini 
berfungsi sebagai mediasi antara kepentingan masyarakat dan pemerintah da- 
lam proses demokrasi. Sebenarnya, Gus Dur hampir tidak pernah mengguna- 
kan kata civil society apalagi dikaitkan dengan Islam dan ummah' dalam tulisan 
dan berbagai presentasinya. Gus Dur lebih sering menggunakan kata massa 
atau masyaraka? sebagai bahasa lokal. Namun, yang hendak ditunjukkan ada- 
lah bahwa sikap dan posisi Gus Dur dalam sosial politik sepanjang Orde Baru 
merepresentasikan civil society yang mandiri dan kuat, baik sebagai individu 
maupun Ketua Umum PBNU. Dengan demikian, kekuatan masyarakat sipil 
yang direpresentasikan Gus Dur bukan berada di dalam konsep tertulis, mela- 


Lihat Robert W. Hefner, Civi? Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton: Princeton Univer- 
sity Press, 2000. 

Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa", dalam Abdurrahman Wa- 
hid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 203-216. Gus Dur lebih sering menggunakan 
kata “massa” atau masyarakat atau kaum Muslimin untuk menunjuk civil society. 
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inkan dalam praktik, sikap politik, dan kehidupan sehari-hari. Meski disama- 
kan dalam hal pandangan integrasi agama dan negara dengan tafsir yang ber- 
beda dalam Islam, konsep dan sikap Gus Dur tentang massa berbeda dengan 
konsep kalangan ideologis teokratis atau yang sering disebut Islam formal 
yang menawarkan konsep syariah embedded atau integral-ideologis-teokratis." 

Di sisi lain, Gus Dur juga berbeda dalam konsep massa atau civi/ society 
Orde Baru yang integralistik dengan negara dalam pengertian sekuler atau 
“negara-integralistik”.* Menurut David Reeve, bagi Gus Dur eksistensi Depar- 
temen Agama dan pelayanannya serta perlindungan pemerintah terhadap Is- 
lam sudah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang subur un- 
tuk suatu dakwah dan kehidupan Islam.’ Menurutnya, massa atau umat atau 
Islam itu sendiri tidak boleh ditempatkan sebagai alternatif dari Indonesia atau 
konsep negara-bangsa Indonesia, melainkan bersifat komplementer, yaitu se- 
bagai roh atau etika individu dan sosial bangsa Indonesia." Konsep dan sikap 
Gus Dur tentang massa dalam pilihan diksinya tersebut, bahkan berbeda de- 
ngan kalangan Masyumi' yang sudah melakukan transformasi sangat jauh dari 
tawaran Negara Islam atau Syariah embedded, seperti yang dilakukan Nurcho- 
lish Madjid—sering disapa Cak Nur—sekalipun.* Di sini, penting untuk diba- 


Remy Madinier, Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral, Terj. Tony Pasuhukuk, Ban- 
dung: Mizan, 2013. 

Ahmad Suaedy, “Pancasila, Nahdlatul Ulama, dan Kewarganegaraan Bhineka”, Jurnal Tasywiru! Afkar Lakpe: 
dam PBNU, edisi 36 Vol. 2, 2017, hlm. 36-52. 

Abdurrahman Wahid, “Beda Tugas NU dan Tugas Negara”, dalam Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran 
Gus Dur, him.365-372. 

Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa", dalam Abdurrahman Wa- 
hid, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 203-216. 

Diskusi tentang Masyumi yang cukup luas, misalnya, lihat Remy Madinier, Partai Masyumi: Antara Godaan 
Demokrasi dan Islam Integral, Terj. Tony Pasuhukuk, Bandung: Mizan, 2013. Juga Deliar Noer, Gerakan Islam 
Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Cet. Ke-4, Jakarta: LP3ES. 1988. Deliar Noer, Partai Islam di Pentas 
Nasional, Jakarta: Grafiti Press, 1987. 

Prof. Dr. Nurcholish Madjid terlahir dari tradisi NU di Jombang, Jawa Timur, namun Bapaknya kemudian 
melanjutkan mengabdi di Partai Masyumi ketika NU berpisah dari Partai Masyumi pada 1952. Nurcholish 
sendiri mewarisi tradisi Masyumi namun melakukan transformasi pemikiran dan tindakan dalam sosial politik 


keagamaan di Indonesia yang inklusif dan bersama dengan Gus Dur menjadi pelopor pendobrakan Pancasila 
sebagai ideologi terbuka berhadapan dengan Soeharto. 
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has perbedaan dalam konsep dan sikap tentang civi/ society antara Gus Dur dan 
Cak Nur. Akan ditunjukkan pula perbedaan posisi Gus Dur dengan Cak Nur, 
juga dengan Orde Baru. 

Dalam suatu percakapan dengan Moh. Roem, seorang senior Masyumi, 
Nurcholish Madjid atau Cak Nur menyatakan bahwa Negara Islam sudah tidak 
relevan.” Dan Moh. Roem, meskipun dengan nada pahit karena trauma politik, 
bahkan lebih dulu mengemukakan hal itu secara terbuka kepada media ketim- 
bang Cak Nur sendiri''—tentang tiadanya negara Islam. Moh. Reom menulis, 
“(...) mereka yang tidak simpati kepada Islam, timbul curiga kalau-kalau benar 
orang diam-diam atau dengan cara di bawah tanah mendirikan “Negara Islam! 
(...).""" Cak Nur, di lain pihak, mendukung jalan pikiran Moh. Roem untuk 
melupakan dan menghindari penggunaan istilah “Negara Islam” dan bahkan 
menghindari istilah “sekularisasi” yang pernah digunakannya sendiri pada 1970- 
an tentang gagasannya mengenai pembaruan pemikiran Islam."? Namun, trau- 
matik yang sama juga tampak dari ungkapan Cak Nur tentang penggunaan 
ungkapan sekularisasi tersebut: “Memang disesalkan bahwa dalam mencetus- 
kan gagasan itu saya telah menggunakan istilah-istilah kontemporer, seperti 
'sekularisasi”.” Cak Nur menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksudkannya 
sebagai sekularisasi dan sekularisme, yang tidak sama dengan penafsiran Barat 
yang berbasis pada doktrin agama Kristen serta salah paham dari kalangan se- 
bagian umat Islam sendiri di Indonesia. Cak Nur menulis: 


“(...) bahwa sebagai proses pembahasan sekularisasi bisa lepas dari sekularisme yang se- 
sungguhnya merupakan ajaran filsafat yang menandingi agama itu. Sudah tentu sebagai 
orang Muslim (yang Muslim) kita sudah dengan sendirinya menolak sekularisme.” 


? Laksmi Pamuntjak et al., Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid- Mohamad Reem: Tidak Ada Negara Islam, edisi 
ke-2 revisi, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 16-18. 

1 Ibid, 1-11 & 44-50. 

"Ibid, 48. 

2 Ibid. 

“Ibid, 19. 

“ Ipid, 21. 
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Di tempat lain, Cak Nur menulis: 


“(...) salah satu maksud sekularisasi itu ialah menyentuh-tanahkan (me-/anding-kan) 
ajaran-ajaran agama sehingga menyambung dengan kehidupan nyata dan menjadi relevan 
dengan ruang dan waktu.” 


Di atas itu semua, Cak Nur sesungguhnya sejalan dengan Gus Dur dalam 
banyak hal, misalnya pandangannya tentang HAM universal, pluralisme aga- 
ma, serta etnis sebagai dasar dan kebijakan dari negara dan masyarakat dalam 
demokrasi." Sebagaimana Gus Dur, Cak Nur juga mengaspirasikan Pancasila 
sebagai ideologi terbuka.” Dalam tataran ide dan interpretasi, bisa dikatakan 
transformasi dari kader kedua kelompok, NU dan Masyumi, yaitu Gus Dur 
merepresentasikan kader NU dan Cak Nur dari Masyumi, nyaris semuanya 
sejalan dalam apa yang oleh Greg Barton disebut sebagai neo-modernisme 
Islam." Keduanya bisa dikatakan sebagai kawan seiring dalam perjuangan de- 
mokrasi dan pluralisme berhadapan dengan Soeharto Orde Baru yang otoriter. 
Namun, mereka berdua berbeda pandangan dan sikap dalam praktik keduduk- 
an dan penguatan masyarakat sipil atau massa—dalam terminologi Gus Dur— 
atau civil society. Cak Nur lebih suka menerjemahkan civil society dengan “ma- 
syarakat madani”. Tentu saja Cak Nur tidak sendirian dalam hal ini, tetapi ia 
menjadi representasi dan diikuti oleh gerakan modernis Islam umumnya, ter- 
masuk di dalamnya lintas Masyumi dan kalangan Muhammadiyah. Kata “ma- 
syarakat madani” tidak saja menekankan pada pentingnya simbol, Islam, dan 
Arab, tetapi juga menunjukkan ketidak-independensi-an konseptual dari ga- 
gasan masyarakat sipil atau civil society itu sendiri atas negara.” Prasetyo dan 
Munhanif menulis: 


1 Ibid, 22. 

1 Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban. 

" Ibid. 

3 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan 
Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina 1999. 

3 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia, Jakarta: Grame- 
dia Pustaka Utama, 2002. 

” Ibid. 


430 


MASYARAKAT SIPIL, KEBINEKAAN, DAN PERLINDUNGAN MINORITAS 


“alih-alih merumuskan civil society sebagai ‘masyarakat sipil, seperti halnya Muslim 
tradisionalis, kalangan modernis lebih memilih istilah ‘masyarakat madani’ sebagai peru- 
musan dan penerjemahan terhadap civil society.” 


Sementara itu, kalangan NU dan anak mudanya justru menggunakan ma- 
syarakat sipil yang merupakan penerjemahan langsung dari kata civil society. 
Menurut Prasetyo dan Munhanif, bersamaan dengan penggunaan kata civi/ 
society itu, mereka hendak mendefinisikan dan mendudukkan masyarakat atau 
umat NU sebagai civil society yang kuat itu sendiri. Prasetyo dan Munhanif 


menulis: 


“Penggunaan istilah “masyarakat sipil’ untuk civi/ society memiliki makna khusus bagi ka- 
langan intelektual-aktivis NU. Sejalan dengan pengalaman NU dalam konstelasi politik 
Orde Baru, pemberian makna seperti itu dapat dikaitkan dengan usaha merumuskan iden- 
titas dan visi masyarakat NU tentang gerakan sosial yang harus dijalankan berhadapan 
dengan kuatnya dominasi negara.” 


Sementara itu, meskipun Gus Dur hampir tidak pernah menyebut dan 
menggunakan kata asing untuk ini dan istilah-istilah canggih akademik lain- 
nya, termasuk kata civil society, pengambilan posisi politik Gus Dur terhadap 
Soeharto dan Orde Baru menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dan didiskur- 
suskan sebanding dengan pengertian umum masyarakat sipil di kalangan NU 
dan anak mudanya.” Perbedaan Gus Dur dan Cak Nur terhadap masyarakat 
sipil tersebut berimplikasi terhadap penyikapan lahirnya ormas ICMI (Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990. Sementara Cak 
Nur menjadi bagian dari pendirian ICMI itu sendiri, Gus Dur menolak untuk 
bergabung dengannya. Dalam banyak pandangan pengamat dan peneliti poli- 


2 Ibid. 

2 Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society, 107. 

2 Ibid., 106-155. Uraian tentang bagaimana NU berkelit dari inkorporasi dan cengkeraman Orde Baru dengan 
tetap mencoba mempertahankan kemandirian, lihat, Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia, 
London: Routledge Curzon, 2002, hlm. 105-128. 

2 Ibid, 140-141. 
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tik Indonesia saat itu, seperti Bob Hefner,” Porter,” dan Schwarz”, mereka 
melihat bahwa pembentukan ICMI merupakan rekayasa politik untuk kepen- 
tingan kelangsungan kekuasaan dan kepresidenan Soeharto serta sistem Orde 
Baru. Soeharto sudah tidak percaya 10096 terhadap dukungan militer atau 
ABRI terhadap kepresidenannya pada Pemilu berikutnya sehingga menjadi- 
kan kelompok Islam tertentu sebagai kendaraan politiknya. 

Soeharto memerlukan dukungan untuk menopang atau menggantikan 
dukungan militer atau ABRI yang menopangnya sejak awal terpilihnya men- 
jadi presiden sepanjang Orde Baru. Dalam diri ICMI, dengan demikian, bu- 
kan saja secara eksklusif mendefinisikan kesatuan cendekiawan Muslim dalam 
satu keranjang ideologi umat yang diimajinasikan sebagai apa yang oleh Olivier 
Roy disebut sebagai imagined identities, melainkan juga menjadikannya bagian 
dari negara (integrasi agama-negara atau Syariah embedded) dan subordinasi 
terhadap pluralisme Orde Baru Soeharto.” Hal itu terlihat dari ketua umum- 
nya dan sekaligus legitimator yang merupakan wakil presiden di sebuah pe- 
merintahan otoriter dan absolut, B.J. Habibie. Sedangkan Soeharto ditempat- 
kan sebagai patron utama ICMI yang disebut Ketua Dewan Pembina.” 

Semua orang tahu tentang kuasa posisi Dewan Pembina Orde Baru, kare- 
na dalam waktu yang sama, Soeharto juga menjabat sebagai Ketua Dewan 
Pembina Golkar." Dalam hal ini, ICMI telah mendefinisikan anggota umat- 
nya secara eksklusif dan mengintegrasikannya ke dalam kesatuan negara-aga- 


% Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton: Princeton University 
Press, 2000. 

2 Donald J. Porter, Managing Politis and Islam in Indonesia, London: Routledge Curzon, 2002. 

7 Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability, 2“'Edition, Australia: Allen & Unwin, 
1999, 

2 Donald J. Porter, Managing Politics, hlm. 88. Robert W. Hefner, Civil Islam. 

2 Ibid, 131-147. 

® Semua orang tahu tentang kuatnya dan absolutnya posisi Dewan Pembina bagi Golkar pada masa Orde Baru. 
Begitu pula Dewan Pembina di dalam ICMI. Dengan demikian, hampir bisa dikatakan bahwa ICMI adalah 
kombinasi yang sempurna dan integrasi ideologis dari a/ Islam din wa daulah dengan “negara integralistik” Jawa 
yang mendasari Orde Baru. Lihat Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society. 

“ Donald J. Porter, Managing Politics, 88. 


432 


MASYARAKAT SIPIL, KEBINEKAAN, DAN PERLINDUNGAN MINORITAS 


ma di sebuah negara otoriter-absolut di bawah Orde Baru Soeharto. Dengan 
demikian, meskipun dalam keseluruhan ide tentang HAM, pluralisme, keter- 
bukaan Pancasila, dan demokrasi Cak Nur“sejalan dengan Gus Dur, dalam 
praktik politik dan sikapnya terhadap masyarakat sipil berbeda ketika Cak Nur 
bergabung dan menjadi salah satu inisiator dalam ICMI. Sebaliknya, Gus Dur 
memilih jalan lain, yakni mewakili “ideologi” masyarakat sipil." Lebih dari itu, 
dengan mengendalikan ICMI sebagai kendaraan politik, Soeharto telah 
mengakumulasikan dua absolutisme, yaitu negara-integralistik versi Jawa se- 
bagai sistem Orde Baru sejak semula dan absolutisme integrasi agama-negara 
versi ICMI. 

Dalam hal penafsiran Pancasila, Gus Dur berhadapan dengan penyera- 
gaman dan absolutisme Orde Baru Soeharto atas penafsiran terhadap Pan- 
casila di satu pihak“ dan berhadapan dengan arus deras Islam modernis yang 
mengusung konsep integrasi agama-negara dan masyarakat madaninya ICMI 
yang juga digunakan dan mendapat dukungan dari Cak Nur di lain pihak. 
Dengan demikian, dalam waktu yang sama Gus Dur sekaligus berhadapan 
dengan penyeragaman konsep Islam yang notabene dilakukan oleh para pela- 
ku demokrasi itu sendiri—para koleganya aktivis LSM dan cendekiawan dari 
kalangan Muslim—dalam ICMI yang akan membawa arah penafsiran Islam 
dan posisi masyarakat sipil ke dalam suatu kesatuan agama-negara yang ab- 
solut di bawah kekuasaan otoritarianisme Soeharto. Soeharto, di lain pihak, 
telah mengakumulasikan dua sumber absolutisme sekaligus, konsep “kesatuan 
agama dan negara dalam Islam” via ICMI dan “negara integralistik” via Golkar 


dan TNI. Dengan demikian, Gus Dur sebagai representasi masyarakat sipil 


3 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, 71-173. 

** Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society. 

¥ Douglas E. Remage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance, NY: Routledge, 1995. 

3 Robert W. Hefner, Civil Islam. Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability, 2"Edition, 
Australia: Allen & Unwin, 1999. 

* Hampir semua elemen yang secara salah disebut sebagai kelompok modernis, sebagian juga individu dari 
kalangan NU, bergabung dalam ICMI. Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society. 
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dan NU berhadapan dengan double absolutism Soeharto tersebut. Posisi itu di- 
kukuhi oleh Gus Dur hingga ia dilantik menjadi presiden pada 26 Oktober 
1999. Sebagai konsekuensi dari sikap kemandirian masyarakat sipil, tanggung 
jawab sebagai presiden ia ambil sendiri, sedangkan kedudukan sebagai Ketua 
Umum PBNU ditinggalkan Gus Dur satu bulan kemudian pada Muktamar 
PBNU 21-26 November 1999. 


KEBINEKAAN DAN PERLINDUNGAN MINORITAS 


Masalah kebinekaan (diversity) dan pembelaan terhadap minoritas menjadi 
perhatian penting sepanjang karier hidup Gus Dur. Sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, bagi Gus Dur, inti demokrasi adalah pengakuan terhadap perbe- 
daan. Indonesia adalah negara yang plural dan di dalam dirinya mengandung 
kecenderungan untuk terjadinya hegemoni oleh kelompok tertentu atau ma- 
yoritas dan memaksakan penyeragaman terhadap kelompok lain. Bagi Gus 
Dur, pluralitas dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan salah satu 


inti dari demokrasi dalam konteks Inonesia. Gus Dur menulis: 


“Demokrasi yang kita inginkan itu beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat: 
yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok, besar kecil yang berbeda-beda bahkan ber- 
tentangan, yang berdasarkan, baik suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, mau- 
pun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbang- 
kan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi dan mekanismenya tidak 
akan bisa, dan memang tidak perlu, melenyapkan perbedaan yang ada.” 


Selanjutnya Gus Dur menekankan posisi minoritas: 


“Justru demokrasi itu adalah pengakuan akan adanya perbedaan. Di dalam masyarakat 
yang isinya berbeda-beda itu, suara mayoritas yang akan menentukan keputusan bersama. 
Ini diakui, dan tidak dirisaukan. Pembatas dari kehendak mayoritas itu, selama masih ingin 
mempertahankan demokrasi, ialah tidak melanggar hak minoritas dan meniadakan eksis- 
tensi kelompok yang kecil. Ini adalah konsensus yang menjadi syarat demokrasi pluralis.” 


* Abdurrahman Wahid, Sekali Lagi, hlm. 218. 
8 Ibid., 218. Penekanan dari penulis. 
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Dengan pandangan seperti itu, Gus Dur menegaskan posisi demokrasi di 
dalam negara Pancasila dan Demokrasi Pancasila itu sendiri:” 


“Dalam hal ini kita kembali kepada pendekatan bahwa demokrasi adalah suatu proses, dan 
bukan merupakan barang jadi, bersifat final. Dan, tidak ada yang akan keberatan, atau ingin 
menyangkal, bahwa demokrasi seperti itu sebenarnya bernama Demokrasi Pancasila.” 


Menurut Gus Dur, pluralitas adalah realitas masyarakat Indonesia yang 
harus dijamin keberlangsungannya. Apa pun paham dan agama dari warga 
negara Indonesia harus dijamin. Sebaliknya, diskriminasi tidak diperbolehkan. 


Gus Dur menulis: 


“(...) bahwa diskriminasi memang ada (di Indonesia, pen.) di masa lampau (Orde Baru, 
pen.), tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat 
dan bangsa yang besar. Perbedaan di antara kita, sambil menolak pertentangan dan kepe- 
cah-belahan di antara komponen-komponen bangsa kita, jauh lebih berharga daripada 
hadiah materi.” 


Gus Dur mengharuskan pemerintah melindungi eksistensi dan hak mino- 
ritas. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada kelompok mayoritas tertentu 
dengan mengabaikan atau bahkan menindas minoritas. Ketegasan Gus Dur 
dalam melindungi minoritas dan kebebasan, serta menjaga netralitas pemerin- 
tah ditunjukkan Gus Dur ketika Polda Jawa Tengah mempertimbangkan un- 
tuk menutup Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Solo, Jawa Tengah, yang 
terbukti menjadi salah satu sarang terorisme. Meskipun Gus Dur keras me- 
nentang terorisme, tetapi sebelum orang lain menanggapi rencana Polda Ja- 
teng tersebut, Gus Dur segera memberikan pernyataan, dengan mengatakan, 


“biarkan masyarakat yang menolak peranannya dalam pembentukan sebuah 


» Douglas E. Remage, Politics in Indonesia. 

“ Abdurrahman Wahid, Sekali Lagi, hlm. 218. Penekanan dari penulis. 

“ Abdurrahman Wahid, “Ras dan Diskriminasi di Negara Ini”, dalam Ahmad Suaedy dkk. Islamku Islam Anda, 
Islam Kita, Jakarta: Wahid Institute, 2006, hlm. 154. 


435 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 


negara Islam,”? bukan pemerintah. Pemerintah, menurut Gus Dur, tidak bo- 
leh ikut campur dalam penentuan ide dan pandangan agama, kecuali jika itu 
melanggar hukum atau kriminal. 

Gus Dur juga membuka dan menjamin pemikiran keinginan untuk men- 
dirikan negara Islam, sama dengan keinginan pemisahan diri (separatisme), 
sebagai sebuah pemikiran dan keinginan untuk menuntut keadilan. Tetapi, 
Gus Dur menolak jika kelompok tertentu secara sepihak mendeklarasikan ke- 
merdekaan atau pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI. Terhadap berbagai 
peristiwa pada masa lalu, seperti adanya pemberontakan dan penumpasan ter- 
hadap PKI (Partai Komunis Indonesia)“ dan DI/TII (Darul Islam/Tentara 
Islam Indonesia), Gus Dur menginginkan adanya rekonsiliasi yang adil kare- 
na peristiwa-peristiwa tersebut, menurut Gus Dur, memiliki konteksnya sen- 
diri. Saat ini, lanjut Gus Dur, bangsa Indonesia harus melakukan rekonsiliasi 
dan introspeksi secara bersama-sama. “Karena itu, simpati penulis (Gus Dur, 
pen.) kepada anggota DI/TTI juga tidak kalah besarnya dari simpati kepada 
mantan orang-orang PKI.” Bagi Gus Dur, baik kebencian sebagian bangsa 
Indonesia terhadap para aktivis DI/TII maupun PKI sesungguhnya bukan ka- 
rena didasarkan pada ideologi yang tidak bisa dicarikan komprominya, mela- 
inkan karena pengalaman sejarah. Sejarah pemberontakan membuat bangsa 
Indonesia merasa tersinggung dan terganggu.” Dengan demikian, rekonsiliasi 
seharusnya bisa dilakukan kepada sesama bangsa dalam kasus apa pun." 

Pandangan Gus Dur terhadap perempuan bisa dikatakan bersifat moderat. 


Gus Dur tetap berada pada pandangan Islam bahwa secara kodrati wanita dan 


2 Tbid., 153. 

“ Ibid. 

* Abdurrahman Wahid, “Keadilan dan Rekonsili 
Kita, Jakarta: Wahid Institute, 2006, hlm. 155-160. 

* Ibid. 

* Ibid. 156. 

* Abdurrahman Wahid, “Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme”, dalam Kacung Marijan dan Ma'mun 
Murod, hlm. 135-145. 

* Abdurrahman Wahid, "Keadilan dan Rekonsiliasi”, dalam Ahmad Suaedy dkk. Islamku. 


”, dalam Ahmad Suaedy dkk. Islamku, Islam Anda, Islam 
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laki-laki berbeda. Namun, ini tidak berarti wanita tidak boleh berperan di da- 
lam publik dan kepemimpinan.” Laki-laki dan perempuan berbeda dalam arti 
pembagian kerja. Jika laki-laki bekerja, menurut Gus Dur, sesungguhnya su- 
dah bekerja lebih daripada jika perempuan menjadi ibu rumah tangga. Kese- 
imbangan perlu dalam mengurus keluarga, tetapi tidak bergantian cuti seba- 
gaimana yang berkembang di Barat. Dalam kepemimpinan, Gus Dur 
berpandangan bahwa tidak ada halangan bagi wanita untuk menjadi pemim- 
pin mengingat kepemimpinan modern bukan lagi individual, seperti pada 
masa kesukuan ataupun kerajaan yang absolut. Kerajaan pun kini tidak berarti 
raja melakukan segalanya. Dalam hal keadilan terhadap perempuan dalam ke- 
luarga, Gus Dur berpandangan bahwa yang menentukan keadilan haruslah 
pihak yang terkena dampak buruk dan bukan pihak yang kuat.” Dalam ilus- 
trasi poligami, perempuanlah yang harus menentukan adil atau tidak, bukan 
laki-laki yang hegemonik dan menikmati hal tersebut.” 


KASUS ACEH DAN PAPUA 


Pandangan Gus Dur atas masyarakat Papua dan Aceh, meskipun ketika itu 
keduanya sedang terlibat dalam separatisme, sama seperti terhadap sekelom- 
pok bangsa yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI dan DI/TII. 
Kesalahan mereka mesti dihukum sesuai dengan proporsinya, namun harus 
tetap diperlakukan sama dalam konteks bangsa. Di satu pihak, kebencian ter- 
hadap mereka—jika ada—lahir dari sejarah politik, bukan dari doktrin agama 
dan kebangsaan itu sendiri. Di lain pihak, pemberontakan mereka disebabkan 
oleh ketidakadilan yang menimpa mereka dan kekejaman TNI sebagai bagian 


dari kebijakan pemerintahan pada era Orde Baru.” 


* Abdurrahman Wahid, “Hak Asasi Gus Dur dalam Islam’, dalam Islam Kosmopelitan, ed. Agus Maftuf 
Abegebriel dan Ahmad Suaedy, 377-378. 

38 Ibid, 378-379. 

5! Ibid. 385-386. 

* From: apakabar@Radix.Net, Fri Apr 02 1999 - 09:23:00 EST, to: To: indonesia-I@indopubs.com. Diakses 
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Dengan demikian, problem kebencian dan diskriminasi, bagi Gus Dur, 
harus dicari jalan keluarnya untuk mengembalikan bangsa pada tujuan semula. 
Dalam kasus penyelesaian konflik Aceh dan Papua telah jelas bahwa pertama- 
tama mereka harus diperlakukan sama dalam aras paling tinggi, yaitu filosofi 
dan kebangsaan. Rekognisi Gus Dur terhadap masyarakat Aceh (bahkan 
GAM) dan Papua (bahkan OPM) sebagaimana dikonsepkan oleh Charles 
Taylor (dalam Bab I) adalah honor dalam filosofi Eropa, yaitu membebaskan 
dari derajat budak ke kesetaraan dalam kemanusiaan dan kewarganegaraan. 
Atau dalam istilah Islam bisa disejajarkan dengan konsep “tahrir ar-ragabah 
(pembebasan semua manusia dari statusnya sebagai budak)”, dari seorang 
“budak (a/-abdu)” menjadi “orang merdeka (a/-hurru)”. Perubahan status ini 
bukan hanya dalam pengertian sosiologis politis, dan psikologis, melainkan 
filosofis kemanusiaan. 

Pengakuan GAM dan OPM sebagai mitra sejajar dalam dialog dengan RI 
adalah proses rekognisi itu, begitu pula perubahan nama dari Irian Jaya ke Pa- 
pua. Dari rekognisi kemudian dilanjutkan dengan proses penghormatan (res- 
pect) sebagai konsekuensi dari rekognisi tersebut. Mereka bukan hanya diberi 
tempat secara kemanusiaan, melainkan juga dijamin hak-hak politik dan ja- 
minan dan rasa aman untuk melakukan negosiasi, melalui kebebasan berpikir, 
berkumpul, serta bergerak. Meskipun negosiasi itu bermula dari 180 derajat 
perbedaan, antara yang ingin merdeka dan harus menjadi bagian dari RI. Ten- 
tu saja sebagai proses negosiasi dan pembicaraan damai (peace talk) ada batas 
dan etika serta program-program yang terencana. Garis batas yang diberikan 
oleh Gus Dur, hanya satu, tidak mendeklarasikan merdeka secara sepihak, ka- 
rena jika deklarasi merdeka dilakukan, hal itu di luar kapasitas seorang presi- 
den, sekalipun untuk melindungi dan memaklumi. Sebaliknya, konstitusi yang 


akan menjadi ukuran yang menjadi tanggung jawab keamanan. 


pada 29 Juni 2017). Gus Dur tampaknya tidak menggunakan kata separatisme meskipun maksudnya sama 
dengan kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. 
58 QS.: Annisa (4), ayat 92-94. 
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Selanjutnya, transformasi kelembagaan adalah proses konkretisasi dari 
keduanya. RUU Otsus adalah hasil dari proses penghormatan tersebut dalam 
jaminan perlindungan kebebasan berbicara, berkumpul, bergerak, dan rasa 
aman. Sikap Presiden Gus Dur untuk tidak campur tangan terhadap proses 
dan isi (content) dari RUU itu sebelum menjadi pembahasan di dalam DPR 
RI adalah khas Gus Dur yang hendak membangun kemampuan dan kekuat- 
an masyarakat sipil yang mandiri dan partisipatif. Bahkan, Gus Dur meme- 
rintahkan partai dan koalisinya yang masih setia di DPR RI untuk memper- 
juangkan aspirasi mereka, seperti yang dikatakan Gus Dur, “berikan apa yang 
menjadi tuntutannya, kecuali merdeka.” 

Isi dari UU Otsus tersebut cukup terinci dari filosofi hingga hal yang pa- 
ling praktis. Namun, harus diakui, kecepatan Gus Dur lengser dari kursi presi- 
den membuat sejumlah item yang mendasar dari UU Otsus belum semua te- 
realisasikan hingga kini dan bahkan cenderung set back dalam beberapa hal. 


439 


BAGIAN IX 


KESIMPULAN 


“As a conflict settlement mechanism, this exactly what autonomy is 
meant to achieve: it does not generate peace in itself, but provides 


space for transition to peace.” 
—Weller and Wolff' 


“Reconciliation is probably the most difficult condition because it asks 
for a deep cognitive change, a real change of beliefs, ideology, and 
emotions not only among the ruling elites but also among most if not all 
sectors of both societies.” 

—Yaacov Bar-siman-tov? 


1 Mare Weller and Stefan Wolff, Recent trends in autonomy and state construction". Dalam Mare Weller and 
Stefan Wolff (eds.). Autonomy, Self-Governance and Conflict Resolution: Innovative Approaches to Institutional 
Design in Divided Society (NY: Routledge, 2005), hlm. 236. 

2 Yaacov Bar-siman-tov, 2004, “Introduction: Why Reconciliation,” dalam Yaacov Bar-siman-tov, From Conflict 
Resolution to Reconciliation (NY: Oxford University Press), hlm. 4. 
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Presiden Gus Dur bertemu dengan masyarakat adat Papua 30 Desember 1999. 
Courtesy: Biro Dokumentasi dan Mass Media Sekretariat Negara RI 
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ebagai orang yang memiliki visi dan referensi serta pandangan keislam- 
La dan kemanusiaan yang luas, Presiden Gus Dur mengambil jalan lain 
dalam usaha penyelesaian konflik Aceh dan Papua. Buku ini membangun ar- 
gumentasi bahwa untuk menyelesaikan konflik Aceh dan Papua secara damai 
dan permanen Presiden Gus Dur mengangkat martabat masyarakat di kedua 
wilayah tersebut secara setara dengan warga negara Indonesia lainnya melalui 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kolektif mereka sebagai ang- 
gota bangsa Indonesia yang semula didiskriminasi, bahkan dihinakan. 

Presiden Gus Dur melakukan pendekatan kultural dan personal untuk 
melakukan dialog setara dengan masyarakat Aceh dan GAM serta masyarakat 
Papua dan OPM dengan melenturkan relasi posisinya sebagai presiden dan 
kekakuan formalitas pemerintahan dengan lebih mengedepankan relasi priba- 
di dan budaya sebagai pemimpin sosial dan keagamaan. Pendekatan personal 
dan kultural tersebut didasarkan pada kekuatan modalitas agama, sosial, dan 
budaya yang dimiliki guna mendesak penyelesaian konflik Aceh dan Papua 
dengan Pemerintah RI secara damai dan permanen. Dengan pendekatan ter- 


sebut terbangun hubungan baru saling percaya (trust) antara negara dan warga 
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negara Aceh dan Papua yang sebelumnya saling meniadakan atau tidak saling 
pecaya (distrust). Jalan itu mencerminkan karakteristik Islam post-tradisional 
dan kewarganegaraan bineka. 

Kewarganegaraan bineka atau kultural dan multikultural tersebut dicirikan 
pertama-tama penghormatan terhadap hak-hak kolektif (collective rights) de- 
ngan tiga cara. Yaitu, pertama, pengakuan atau rekognisi (recognition) terhadap 
eksistensi masyarakat Papua atau OPM dan Aceh atau GAM sebagai warga 
negara Indonesia dengan seluruh konsekuensinya. GAM dan OPM sebagai 
kelompok separatis yang semula kewarganegaraannya tidak diakui, bahkan di 
bawah ancaman senjata dan pembunuhan, oleh Presiden Gus Dur kemudian 
diangkat sebagai partner dialog yang setara dalam negosiasi. Proses rekognisi 
itu menyerupai pembebasan bagi budak (tahrir ar-ragabah) pada masa awal 
Islam atau honor di masa Renaissance Eropa. Suatu pengembalian harga diri 
individu dan kolektif yang diakui secara penuh dan setara. 

Melalui hubungan pribadi yang nyaris tanpa jarak antara Gus Dur seba- 
gai presiden dan mereka yang mewakili kelompok separatis Aceh dan Papua 
telah mendorong terbangunnya kesalingpercayaan (trust building) dan kesa- 
daran kerekatan akan kebangsaan (national building) bagi mereka yang di- 
tandai dengan kesediaan bernegosiasi dan pengakuan menjadi bagian dari 
RI, meskipun masih dalam tuntutan merdeka. Relasi pribadi tersebut me- 
lampaui keharusan formal prosedural sebagai sebuah birokrasi pemerintah- 
an, terjadinya konter hegemoni yang inheren di dalamnya, namun tetap da- 
lam batas yang tegas sesuai misi negara: menjadi bagian dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Rekognisi itu kemudian diikuti dengan penghormatan atau respek (res- 
pect), berupa kebebasan berekspresi, berkumpul, bergerak, dan jaminan rasa 
aman di tengah-tengah trauma represi dan kekerasan sebelumnya sehingga 
membuat mereka tanpa kesulitan untuk menerima batasan negosiasi. Meski- 
pun dialog tersebut dimulai dari posisi yang 180 derajat berbeda, antara tun- 
tutan merdeka vs. normatif bagian dari RI. Didasari oleh kesalingpercayaan 


dan penghormatan itulah kemudian dengan cukup cepat tercapai kesepakatan 


SH 


KESIMPULAN 


pembicaraan damai (peace talk) melalui pendekatan dialog dan pencegahan ke- 
kerasan. 

Kesepakatan penyelesaian dengan cara dialog dan penghentian kekerasan— 
bukan cara konfrontatif dan perang—tersebut adalah capaian pertama paling 
penting dan sangat strategis dalam rangkaian negosiasi damai. Pendekatan ini 
mengharuskan setiap pihak membuka diri dan tidak mendahului melakukan 
serangan dan kekerasan. Capaian paling tinggi berikutnya adalah pilihan oto- 
nomi melalui kreasi tersusunnya RUU Otonomi Khusus atau Otsus dengan 
menghilangkan tuntutan merdeka. Hal ini dilakukan melalui akomodasi ham- 
pir seluruh tuntutan lain di bawahnya, termasuk pelurusan sejarah (di Papua), 
penegakan HAM, penghormatan tradisi dan hukum adat, serta akomodasi 
tokoh informal dalam suatu sistem kenegaraan daerah dan klaim tanah—be- 
berapa yang sangat krusial—diberi peluang formal melalui suatu kelembagaan 
dalam lingkup UU Otonomi Khusus. 

Saling percaya bisa disebut begitu tinggi dari masyarakat Papua dan Aceh 
kepada Presiden Gus Dur dalam satu lingkup habitus karena transaksi pasar— 
dalam pengertian Bourdieu— meliputi modalitas, bukan hanya ekonomi dan 
politik, melainkan terutama sosial, budaya, agama, dan kehangatan relasi pri- 
badi. Karena itu, misalnya, ketika Presiden Gus Dur mengubah nama Irian 
Jaya menjadi Papua, meskipun dilakukan secara spontan langsung di depan 
mereka dan tanpa surat keputusan apa pun hingga disahkannya UU Otsus 
nantinya, sudah membuat mereka menerima tanpa reserve. Begitu kuat aura 
wacana yang diungkapkan oleh Presiden Gus Dur yang disertai gerakan ma- 
syarakat sipil yang bebas dan kuat sehingga elemen-elemen pemerintahan dan 
bahkan TNI/Polri tidak melakukan penyangkalan secara publik terhadap wa- 
cana tersebut. Bagi orang Papua, perubahan nama itu nyaris membalik 180 
derajat harga diri dan derajat mereka sebagai anggota bangsa dan manusia 
yang sebelumnya dikeluarkan dan bahkan dihinakan. 

Demikian juga halnya dengan masyarakat Aceh. pendekatan intensif me- 
lalui relasi pribadi dengan elemen-elemen masyarakat di Aceh sudah terba- 


ngun sejak sebelum reformasi. Wacana referendum juga menjadi bagian dari 
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pergumulan itu meskipun tersimpan makna yang mudah didebat dan tidak 
mudah. Sebagaimana terjadi pada Papua, pengangkatan posisi sederajat atau 
rekognisi dalam dialog setara dengan mereka serta penghormatan melalui ja- 
minan kebebasan berekspresi dan berkumpul serta jaminan rasa aman telah 
menuntun mereka pada pencarian kemungkinan jalan alternatif yang solutif. 
Terobosan komunikasi langsung dengan cara bertemu pemimpin tertinggi 
GAM di Swedia dan komandan perang di lapangan oleh pejabat tinggi RI 
yang belum pernah terjadi sebelumnya menghasilkan kesepakatan menahan 
diri untuk tidak saling serang dan menggunakan jalan kekerasan. Kondisi itu- 
lah yang memungkinkan terjadinya dialog dalam rasa aman tanpa ancaman. 
Terlibatnya fasilitator luar negeri yang selama ini tabu memperkuat saling per- 
caya itu. Dua kali jeda kemanusiaan telah berhasil menurunkan frekuensi dan 
derajat kekerasan sehingga menjadikannya sama-sama menyadari akan penca- 
rian titik temu. 

Meskipun demikian, Presiden Gus Dur tidak berhenti sampai di situ. Ia 
tetap konsisten dengan momentum rekognisi dan respek melalui akomodasi 
lebih lanjut atas aspirasi politik, ekonomi, dan budaya mereka. Jaminan kebe- 
basan dan rasa aman memungkinkan mereka secara bebas merumuskan as- 
pirasinya tanpa rasa takut di bawah ancaman senjata. Bahkan, forum-forum 
tersebut melibatkan para eksil yang selama ini dilarang menginjakkan kaki di 
bumi Aceh atau Papua dan Indonesia. Jaminan itu bukan saja telah melahirkan 
draf RUU Otonomi Khusus dengan meninggalkan tuntutan merdeka, melain- 
kan juga gerakan sipil yang kuat untuk mengawal proses tersebut secara damai. 

RUU Otonomi Khusus adalah wujud dari transformasi kelembagaan ne- 
gara yang mencerminkan akomodasi dari aspirasi mereka. Transformasi ke- 
lembagaan tersebut merupakan perwujudan konkret dari dua elemen kultu- 
ral sebelumnya, rekognisi dan respek. Dengan kata lain, Presiden Gus Dur 
sesungguhnya telah membalik strategi sebelumnya yang mengedepankan 
pengakuan mereka atas eksistensi RI di bawah ancaman serta kekerasan dan 
menggantinya dengan mengedepankan pemberian keadilan dan pengakuan 


oleh representasi RI atas eksistensi mereka melalui kesepakatan tertentu dalam 
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bingkai NKRI. Kemudian, mereka diberikan hak-haknya melalui persyaratan 
formal yang dilandaskan pada perundangan yang diperlukan. 

RUU Otsus tersebut merangkum hampir seluruh aspirasi mereka, kecuali 
merdeka, yang disusun oleh mereka sendiri secara independen tanpa campur 
tangan pemerintah pusat, termasuk dalam hal substansi. Gus Dur secara pri- 
badi dan pemerintahan di bawahnya sengaja mengambil jarak dan tidak ikut 
campur dalam pergumulan langsung. Gus Dur membiarkan aspirasi tersebut 
tersusun secara independen dan murni, yang lahir melalui perdebatan di antara 
mereka sendiri. Pesan terkenal Presiden Gus Dur kepada utusan pemerintah 
dan partai di DPR dalam pembahasan RUU Aceh dan Papua menjadi sema- 
cam misi profetik ketika itu: “berikan apa saja yang mereka (masyarakat Papua 
dan Aceh, pen.) tuntut, kecuali merdeka.” Namun, pesan itu justru mendorong 
munculnya rasa kepemilikan (sense of belonging) mereka atas aspirasi yang me- 
reka susun sendiri tersebut. Berkat pengawalan oleh gerakan masyarakat sipil 
yang kuat atas proses pembahasan RUU di DPR, meskipun orientasi pemerin- 
tah berubah total setelah jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden, ketika kendali 
kekuasaan kembali ke tangan militer dan kekuatan Orba Baru, namun tidak 
mampu lagi mengubah arah konten UU tersebut. 

Seluruh langkah Presiden Gus Dur tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, 
melainkan sesungguhnya didasarkan pada pandangan kesetaraan warga negara 
dalam kerangka Islam dan nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan kalangan 
ideologis-teokratis Islam, Gus Dur lebih menekankan pendekatan kultural de- 
ngan mengambil landasan dari sumber-sumber keislaman klasik dan tradisi 
yang hidup di dalam masyarakat untuk merespons tantangan kemodernan dan 
perubahan. Dalam hal praktik kesetaraan tersebut, Gus Dur memberikan per- 
hatian besar kepada kelompok-kelompok marginal dan minoritas yang tertin- 
das dan terdiskriminasi. Pemikiran dan aksi tersebut memiliki akar sejarah 
dalam kehidupan, pengetahuan, dan pengalaman Gus Dur yang panjang, baik 
sebagai representasi tradisionalisme pesantren dan NU maupun orang yang 
memiliki sejarah hidup metropolitan dan penjelajahan keilmuan. Seluruh ka- 


rakteristik tersebut mencerminkan pandangan Islam post-tradisional. Di sini- 
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lah kewarganegaraan bineka yang menjadi khas Indonesia memperoleh argu- 
mentasi keislaman yang memiliki karakteristik kenusantaraan atau lebih 
jelasnya, Islam Nusantara. Karakter ini adalah semacam kelahiran kembali 
(born-again) dari nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 dengan wajah 
yang sekuleristik ke wajah baru kebinekaan Indonesia yang memiliki dasar 
argumentasi religius-Islam pada abad ke-21. Dengan kata lain, Gus Dur tam- 
paknya telah menuntun proses civilization kebinekaan Indonesia ke depan. 

Dalam menjalankan seluruh proses tersebut, Gus Dur mendapatkan ba- 
nyak tantangan dan hambatan. Hambatan terberat bukan datang dari lawan 
negosiasi atau masyarakat Aceh atau GAM dan Papua OPM, melainkan jus- 
tru dari dalam pemerintahan sendiri, seperti TNI, birokrasi, politisi di DPR, 
dan bahkan dari kalangan Islam sendiri. Kejatuhan Gus Dur dari kursi presi- 
den di tengah jalan menunjukkan tidak mudahnya langkah dan pendekatan 
negosiasi secara damai tersebut. Meskipun demikian, saling percaya dan rasa 
memiliki yang kuat di satu pihak dan kekuatan masyarakat sipil kedua wilayah 
tersebut yang mengawal capaian atas rumusan yang mereka hasilkan di lain 
pihak, menjadikan kembalinya kekuatan Orde Baru—baik di DPR maupun 
pemerintahan serta dominasi TNI dalam pendekatan Aceh dan Papua setelah 
kejatuhan Gus Dur dari kursi presiden—tidak lagi mampu mengubah rumus- 
an dan capaian pembahasan yang sedang berlangsung di DPR. 

Demikian juga pilihan otonomi yang definisinya menyerupai pengelolaan 
pemerintahan sendiri (self-governance), bahkan se/f-determination dan sover- 
cignty, dalam lingkup RI, dalam pembahasan di DPR, nyaris tanpa perubahan 
berarti. UU Otsus tersebut telah mentransformasi kelembagaan dalam ba- 
nyak ranah yang menjamin peran besar representasi masyarakat setempat 
yang semula terabaikan sehingga dapat terlibat langsung dalam mengendali- 
kan pemerintahan, ekonomi, budaya, dan politik serta jaminan pembiayaan 
melalui dana Otsus. Lebih dari sekadar transformasi kelembagaan, dalam 
RUU Otsus tersebut juga menjamin adanya desentralisasi imajinasi dan prak- 
tik tentang konsep kewarganegaraan yang multikultural atau bineka. Perbe- 
daan antara Aceh dan Papua adalah karena sifat dari kohesivitas gerakan se- 
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paratis. Jika di Aceh terpusat pada satu komando di bawah GAM, termasuk 
masyarakat sipil yang berada di Aceh, masyarakat Papua dan OPM cende- 
rung terfragmentasi, namun dengan perlakuan oleh militer terhadap mereka 
yang sama brutalnya. Namun, dalam pengawalan pembahasan UU Otsus di 
DPR mereka bisa dikatakan kompak, baik mereka yang berada di gedung 
DPR maupun di lapangan. 

Kajian ini telah berusaha untuk menempatkan kajian akademik Islam, bu- 
kan hanya mengarahkan pada Islam itu sendiri sebagai objek kajian, melainkan 
Islam sebagai subjek. Islam dengan multitafsirnya digunakan untuk melihat 
dan mengkaji fenomena empiris yang berkembang di dalam masyarakat. Sela- 
in itu, pilihan atas fokus kajian pada kelompok marginal atau tertindas, misal- 
nya kelompok separatis di Papua dan Aceh yang melawan negara sentral yang 
kuat dan represif melalui solusi-solusi damai yang dilahirkannya, juga hendak 
memberikan pilihan-pilihan baru bagi kajian Islam yang sejalan dengan apa 
yang dalam dunia akademik disebut sebagai post-kolonial. 

Tanpa mengabaikan pendekatan dan arus lain yang sedang berkembang 
dalam kajian Islam, pilihan objek kajian atas kelompok marginal dan tertindas 
tapi tetap dalam kerangka yang memperkuat kebinekaan dalam suatu konsep 
kewarganegaraan bineka dalam konteks Indonesia, bahkan Asia Tenggara, ra- 
sanya layak untuk mendapatkan tempat yang penting dalam kajian Islam itu 
sendiri dan kajian akademik di Indonesia pada umumnya. Kajian atas keseta- 
raan kewarganegaraan dalam Islam dengan fokus pada peran dan kiprah Gus 
Dur ketika menjabat sebagai presiden yang diangkat dari data empiris, me- 
lengkapi kajian yang selama ini ada. Sebenarnya, banyak dimensi dalam peran 
Gus Dur sebagai presiden, baik sebelum maupun setelahnya, yang masih be- 
lum mendapatkan kajian memadai, sehingga penting untuk dilakukan kajian 
selanjutnya. Di atas segalanya, penelitian ini masih banyak kekurangan yang 
mungkin bisa dilengkapi dan disempurnakan oleh pengkaji lain dan di waktu 
yang lain. 

Terkait masalah praksis yang masih belum terselesaikan dan tertunda atau 
sengaja ditunda dengan banyak alasan, baik di Aceh maupun di Papua, sela- 


449 


GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA 
yaknya kembali kepada garis UU Otsus untuk memberikan panduan historis 


keindonesiaan ke depannya. Pengabaian terhadap kesepakatan dalam UU ini 
adalah pengkhianatan terhadap keindonesiaan dan kebinekaan itu sendiri. 
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PENYELESAIAN KONFLIK ACEH & PAPUA 1999-2001 


Gus Dur berhasil membalik strategi penyelesaian konflik Aceh dan Papua. 
la memberikan keadilan, baru kemudian menuntut kesetiaan dengan tiga 
langkah: pengakuan, penghormatan, dan tranformasi kelembagaan negara untuk 
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bineka yang didasarkan pada metodologi Islam Nusantara. 
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Nusantara sebagaimana terungkap dalam buku Ahmad Suaedy ini” 


Prof. Dr. K.H. Said Agil Siraj 
Ahli Tasawuf dan Ketua Umum PBNU 


“Kita masih harus banyak belajar dari Gus Dur. Dalam buku ini Ahmad Suaedy 
menguraikan secara rinci bagaimana Gus Dur, sebagai Presiden RI, menangani dua 
konflik yang sejak puluhan tahun membara, yakni konflik di Aceh dan Papua” 
Franz Magnis-Suseno 
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eksponen separatis Aceh dan Papua dengan pendekatan personal dan empati.” 
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